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Pendahuluan

Pertunangan merupakan persetu-

juan antara kedua belah pihak, 

dimana mereka satu sama lain 

bertimbal berjanji mengadakan 

pekawinan yang telah ditentukan 

hari, tanggal, bulan, tahun, besar 

mahar dan sebagainya. Dalam 

Hukum  Adat, pertunangan tidaklah 

sama dengan perkawinan, dalam 

perkawinan pasangan suami istri itu 

sudah sah untuk melakukan hubu- 

ngan suami istri, namun dalam 

pertunangan, tujuannya tidaklah 

melegalkan hubungan suami istri, 

melainkan perjanjian awal untuk 

melakukan perkawinan. Jika  pihak  

perempuan tidak menepati janjinya, 

maka ia harus mengembalikan segala 

bentuk peningset yang diberikan 

kepadanya, tapi jika yang tidak 

menepati janjinya adalah pihak 

laki-laki, pihak perempuan tidak 

perlu mengembalikan apa yang 

sudah diberikan pihak laki-laki 

kepadanya.  

Terlepas dari  itu semua, ternyata 

di Desa Sitiarjo, yang mayoritas 

penduduknya beragama Kristen, ada 

fenomena yang menarik, yaitu pada 

masa pertunangan masyarakat desa 

tersebut sudah membolehkan pasa- 

ngan tinggal serumah. Oleh karena 

itu dalam penelitian ini mengkaji: 1) 

Apakah faktor dominan penyebab 

terjadinya penyimpangan karakteris-

tik sosio religius hukum adat dalam 

pelaksanaan pertunangan relevansi- 

nya dengan agama Kristen di Desa 

Sitiarjo Kecamatan Sumber Manjing  

Kabupaten Malang ; 2) Apakah 

upaya yang telah dan akan dilakukan 

oleh pemuka agama Kristen dan 

pemangku kepentingan untuk me- 

ngurangi angka kehamilan sebelum 

perkawinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan peneli-

tian yuridis antropologis, yaitu pene-

litian hukum yang dikaitkan dengan 

budaya masyarakat setempat yang 

sudah membolehkan pasangan yang 

masa bertunangan untuk tinggal 

serumah khususnya masyarakat yang 

beragama Kristen di Desa Sitiarjo 

Kecamatan Sumber Manjing  Kabu-

paten  Malang.  

Hasil dan Pembahasan
Pertunangan Menurut Hukum 
Adat

Pertunangan adalah merupakan 

suatu keadaan yang  bersifat khusus 

di Indonesia dan biasanya mendahu-

lui dilangsungkannya suatu perka- 

winan. Stadium fase II timbul setelah 

ada persetujuan antara kedua fihak 

yaitu fihak keluarga calon suami dan 

pihak kelarga calon istri untuk me- 

ngadakan perkawinan. Sedangkan, 

terhadap persetujuan ini dicapai oleh 

kedua pihak setelah dahulu ada suatu 

lamaran, yaitu suatu permintaan atau 

pertimbangan yang  dikemukakan 

oleh pihak laki-laki kepada pihak 

perempuan. Pada umumnya lamaran 

demikian tersebut dilakukan oleh 

seorang utusan yang mewakili kelu-

arga pihak laki-laki yaitu anggota 

keluarga yang dekat serta sudah 

berumur. Apabila pertemuan pertama 

ini berjalan lancar artinya dicapai 

kesepakatan yang dimaksudkan 

maka biasanya diadakan pertuna- 

ngan lebih dahulu sebelum perka- 

winan dilangsungkan (Wignyodi-

puro, 1988).

Menurut hukum adat pertunangan 

baru mengikat apabila dari pihak 

laki-laki sudah memberikan kepada 

pihak perempuan suatu tanda pe- 

ngikat (penyancang yang kelihatan 

yaitu “panjer” atau “peningset”) 

istilah di Jawa.

Adapun tanda pengikat tersebut 

adalah dengan diberikan secara 

timbal balik “pertukaran cincin” 

sebagai saat dimulainya secara resmi 

fase pertunangan. Hal ini sesuai 

dengan sifat dari hukum adat secara 

umum yaitu bahwa mentalitas yang 

menjiwai hukum adat adalah  sifat 

kongkrit, maksudnya tiap-tiap per- 

buatan atau keinginan atas hubu- 

ngan-hubungan tertentu dinyatakan 

dengan benda-benda berwujud. 

Tentu saja hal tersebut disamping 

sifat religio magis, komersial dan 

kontan. (Saragih, 1984).

Adapun akibat dari pertunangan  

ini adalah bahwa kedua belah pihak 

telah terikat untuk melakukan 

perkawinan. Tapi ikatan itu tidak 

berarti bahwa kedua pihak tidak 

boleh tidak, harus melakukan 

perkawinan. Dengan kata lain 

pertunangan yang dilakukan itu 

masih mungkin dibatalkan dalam 

hal-hal sebagai berikut :1) apabila 

pembatalan itu memang  menjadi 

kehendak kedua pihak setelah 

pertunangan berjalan beberapa wak- 

tu  lamanya; 2) apabila salah satu 

pihak tidak memenuhi janjinya sean-

dainya yang  menerima tanda jadi 

ingkar janji maka harus mengemba-

likan sejumlah atau berlipat dari 

yang diterimanya. Sedangkan apabi-

la yang tidak memenuhi janji pem-

beri maka tidak ada kewajiban untuk 

memberikan pemberian. 

Perkawinan menurut Hukum 
Adat

Sahnya perkawinan menurut 

hukum adat bagi masyarakat hukum 

adat di Indonesia pada umumnya 

bagi penganut agama tergantung 

pada agama yang dianut masyarakat 

adat bersangkutan. Maksudnya jika 

telah dilaksanakan menurut tata- 

tertib hukum agamanya, maka 

perkawinan itu sudah sah menurut 

hukum adat. Kecuali bagi mereka 

yang belum menganut agama yang 

diakui pemerintah, seperti halnya 

mereka yang masih menganut keper-

cayaan agama lama (kuno) seperti 

'sipelebegu' (pemuja roh) di kala- 

ngan orang Batak (perhatikan J.C. 

Vergouwen, 1986:81) atau agama 

Kaharingan di kalangan orang-orang 

Dayak Kalimantan Tengah dan lain- 

nya. maka perkawinan yang dilaku-

kan menurut tata tertib adat/agama 

mereka itu adalah sah menurut 

hukum adat setempat.

Hanya saja walaupun sudah sah 

menurut agama kepercayaan yang 

dianut masyarakat adat belum tentu 

sah menjadi warga adat dari ma- 

syarakat adat bersangkutan. Pada 

masyarakat Lampung beradat pepa-

dun, walaupun perkawinan suami 

isteri itu sudah sah dilaksanakan 

menurut Hukum Islam, apabila 

kedua mempelai belum diresmikan 

masuk menjadi warga adat (kugruk 

adat) Lampung berarti mereka belum 

diakui sebagai warga kekerabatan 

adat.

Upacara meresmikan masuk men-

jadi warga adat ini merupakan 

upacara perkawinan adat. di kala- 

ngan orang Lampung Tulang bawang 

upacara perkawinan adat ini dilak-

sanakan dengan acara 'mosok majew' 

(menyuap mempelai) dengan sila', 

yaitu kedua mempelai didudukkan di 

atas kasur pengawinan, biasanya di 

hadapan puwade tahta mempelai) 

menghadapi sepiring besar nasi 

dengan lauk pauk daging, hati 

kcrbau, ayam panggang dan lainnya, 

air minum segelas untuk mereka 

minum. Kedua mempelai duduk 

bersanding di pertemukan lututnya 

(tindih sila) disaksikan para pemuka 

adat, terutama kaum ibu dari kerabat 

kedua pihak yang mengikat tali 

perkawinan. (Hadikusumo, 1990).

 Menurut Hukum Kristen/Katolik 

Perkawinan itu sah apabila syarat- 

syarat yang telah ditentukan di- 

penuhi dan perkawinannya dilak-

sanakan di hadapan Pastur yang 

dihadiri oleh dua orang saksi. Saat 

sahnya perkawinan itu ialah pada 

saat perkawinan itu diteguhkan oleh 

Imam/Pastur dengan mengucapkan 

janji bersatu. Untuk dapat disahkan 

perkawinan itu maka kedua mempe-

lai harus sudah dibaptis (Kan. 

1055:2), ada kesepakatan antara 

kedua mempelai (Kan. 1057:2), tidak 

ada kekeliruan tentang diri orangnya 

(Kan. 1097:1), tidak ada paksaan 

(Kan. 1103), telah berumur 16 (enam 

belas) tahun bagi pria dan telah beru-

mur 14 (empat belas) tahun bagi 

wanita (Kan.1083:1), salah satu atau 

kedua calon suami isteri itu tidak 

terikat perkawinan sebelumnya 

(Kan. 1086: 1). Perkawinan dilaku-

kan di hadapan Pastur dan disaksikan 

oleh dua orang saksi (Kan.1108:1). 

(Perhatikan juga Sukiran, 1987: 

40-41.)

Di dalam agama Katolik perjan- 

jian perkawinan yang penting adalah 

di mana pria dan wanita yang 

melakukan perkawinan berjanji akan 

membentuk kebersamaan seluruh 

hidup (consorsiir totius vitae) di 

antara mereka menurut sifat kodrat- 

nya terasa pada kesejahteraan suami 

isteri serta pada kelahiran dan pendi-

dikan anak (Kanon 1055: 1). Teruta-

ma dalam perkawinan campur, di 

mana salah satu mempelai tidak 

dibaptis agar yang menganut agama 

Katolik berjanji menjauhi bahaya 

meninggalkan iman dan akan berusa-

ha sekuatnya mendidik anak dalam 

Katolik.

Di dalam agama Kristen, faham 

tentang perkawinan dari abad ke 

abad mengalami perkembangan dan 

perubahan yang  mendalam dan 

sampai sekarang juga tidak sepenuh- 

nya sama di dalam berbagai gereja 

(Prawirohamidjojo, 1996). Hal yang  

menjadi prinsip terhadap perkawinan 

menurut agama Kristen adalah 

sebagai persekutuan hidup pria dan 

wanita yang monogam yang diarah-

kan ke arah reproduksi sebagai tata 

ciptaan Tuhan yang disucikan oleh 

Kristus yang memperoleh arti kea- 

gamaan khusus. Oleh karena dalam 

agama Kristen, perkawinan selalu 

dipandang sebagai tata dari Tuhan 

sejak permulaan adanya manusia 

(Gen 1:27, Matt, 19:4-6).

Di dalam agama Hindu hukum 

yang mengatur khusus tentang 

perjanjian perkawinan tidak ada, 

tetapi yang jelas apabila ada perjan- 

jian yang dibuat bertentangan 

dengan larangan dalam agama 

.Hindu maka perjanjian itu tidak sah. 

Misalnya di dalam kawinan campu-

ran antara agama yang berbeda 

dijanjikan setelah perkawinan dalam 

upacara agama  Hindu akan dilaku-

kan  lagi perkawinan dalam upacara 

agama lain, perjanjian serupa ini 

tidak sah, seperti dikatakan G. Pudja 

Bagi pengesahan suatu perkawinan 

menurut hukum Hindu tidak ada 

suatu escape clause yang  dimung- 

kinkan bagi Brahmana untuk 

melakukan pengesahan upacara 

perkawinan ,yang dilakukan kalau 

antara kedua mempelai itu terdapat 

perbedaan agama (G. Pudja, 1975: 

24).

Begitu pula dalam agama Buddha 

Indonesia menurut hukum perka- 

winannya (HPAB) yang telah disah-

kan pada tanggal 1 Juni. 1977 dan 

terdiri dari XIV Bab dan 62 pasal itu 

ada khusus tentang perjanjian dalam 

ikatan perkawinan, hal mana berarti 

terserah kepada para pihak yang 

bersangkutan, asal  perjanjian yang 

dibuat itu tidak bertentangan dengan 

agama Buddha Indonesia, UU No. 1 

Tahun1974 dan kepentingan umum.

Perkawinan menurut UU No. 1 
Tahun 1974

Sebagai dasar dan tujuan perka- 

winan, UU memberikan batasan 

seperti yang tercantum dalam pasal 1 

UU No. 1/1974 yaitu perkawinan  

ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang berbahagia dan kekal berdasar-

kan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konsep Perkawinan Menurut 
Agama Kristen

Berdasarkan  konsep perkawinan 

menurut Agama Kristen, perkawinan 

itu ikatan suci yang berasal dari 

Tuhan, jadi bukan semata mata 

prilaku manusia, sehingga apa yang 

sudah disatukan oleh Tuhan tidak 

bisa dipisahkan oleh siapapun terma-

suk oleh manusia, kecuali maut.

Dalam Agama Kristen juga me- 

nganjurkan perkawinan dan mela-

rang umatnya berzina, seperti yang 

tertulis di dalam Keluaran Pasal 22 

ayat 16 :”Apabila seseorang  mem-

bujuk seorang perempuan anak 

perawan yang belum bertunangan 

dan tidur dengan dia maka haruslah 

dia mengambilnya sebagai istrinya 

dengan membayar mas kawin”. Ayat 

17nya mengemukakan ”Jika ayah 

perempuan sungguh sungguh meno-

lak memberikan kepadanya maka ia 

juga harus mengembalikan perak 

kepada- nya” (Suhariningsih, 2008).

Gambaran Umum Desa Sitiarjo

Berdasarkan pengamatan di 

lokasi penelitian dan wawancara 

dengan tokoh agama dan masyarakat 

diperoleh informasi sebagai berikut. 

Desa Sitiarjo merupakan salah satu 

desa dari 15 desa yang ada di Keca-

matan Sumber Manjing Kabupaten 

Malang. Selengkapnya, 14 desa yang 

lain adalah sebagai berikut :1) Desa 

Druju 2) Desa Sumber Manjing; 3) 

Desa Harjokuncaran/Telogorejo; 4) 

Desa Argo Tirto; 5) Desa Tambak 

Rejo ; 6) Desa Krdung Banteng ; 7) 

Desa Sidoasri; 8)Desa Tambak Asri; 

9) Desa Klepu; 10) Desa Tegal Rejo; 

11) Desa Sekar Banyu; 12) Desa 

Ringin Sari; 13) Desa Ringin 

Kembar; 14) Desa Sumber Agung 

Di Desa Sitiarjo sendiri terdiri 

dari dua dukuh yaitu :1) Dukuh 

Krajan ; 2) Dukuh Rowotratih. Dua 

dukuh tersebut terdiri dari 14 Rukun 

Warga (RW), dan dari 14 RW terse-

but terdapat 24 Rukun Tetangga 

(RT). Penduduk Desa Sitiarjo 

berjumlah ± 6.000 orang atau sekitar 

2.279 Kepala Keluarga. Dari seluruh 

penduduk Desa Sitiarjo, mayoritas 

yaitu 90 % beragama Nasrani, 

sementara sisanya 10 % beragama 

Islam. Biasanya yang beragama 

Islam adalah para pendatang bukan 

penduduk asli Desa Sitiarjo.

Jumlah penduduk yang  mayori-

tas beragama Nasrani ini dapat juga 

dilihat dari banyaknya bangunan 

gereja yang ada di  sebuah desa 

terpencil di puncak bukit dan tepi 

pantai itu. Ada lebih dari 5 gereja 

yang ada di desa itu, dan gereja yang 

tertua di desa tersebut sudah berusia 

lebih dari 2 abad (200 tahun). Hal itu 

menunjukkan bahwa memang sudah 

sangat lama penduduk Desa Sitiarjo 

memeluk agama Nasrani, yaitu sejak 

jaman penjajahan Belanda.

Lokasi desa yang berada di 

puncak bukit berkapur dan gersang 

itu dahulunya terkenal sebagai 

daerah minus, dimana penduduknya 

hidup sangat miskin. Tapi sekarang 

kondisinya sangat jauh berbeda, di 

desa yang sangat terpencil itu ternya-

ta bangunan rumahnya sangat bagus 

dan mewah. Hal itu disebabkan, 

sejak tahun 1980 an penduduk desa 

tersebut terutama yang perempuan, 

banyak yang menjadi pembantu 

rumah tangga di Hongkong. Oleh 

karena itu,  tidak mengherankan, jika 

di desa yang sangat jauh dari pusat 

kota itu ternyata juga ada Perusahaan 

Jasa Pengerah Tenaga Kerja Indone-

sia ke Luar Negeri.

Faktor Dominan Penyebab Terja- 
dinya Penyimpangan Karakteris-
tik Sosio Religius Hukum Adat 
Dalam Pelaksanaan Per- tunangan 
Relevansinya Dengan Agama 
Kristen di Desa Sitiarjo Keca-
matan Sumber Manjing  Kabupa- 
ten  Malang 

Dari hasil penelitian melalui 

pengamatan dan wawancara kepada 

tokoh agama dan masyarakat di 

lokasi penelitian dijumpai hal-hal 

yang sangat unik dan menarik, yang 

membedakan Desa Sitiarjo dengan 

desa yang lain.

Praktek Pelaksanaan Pertuna- 
ngan di Desa Sitiarjo 

Pertunangan merupakan suatu 

proses awal yang dilakukan oleh 

sebagian besar masyarakat atau 

kelompok masyarakat untuk menuju 

sebuah perkawinan. Begitu juga 

dengan masyarakat yang ada di Desa 

Sitiarjo, untuk menuju sebuah lem- 

baga perkawinan, mereka melakukan 

proses lamaran yang biasanya dari 

keluarga laki-laki kepada keluarga 

perempuan, di rumah keluarga 

perempuan. Setelah melalui proses  

lamaran, mereka akan mengumum-

kan pertunangan mereka di gereja 

dimana mereka menjadi jamaat, 

selama tiga minggu berturut-turut. 

Oleh karena itu, semua  jamaat selalu 

mengetahui kalau seseorang itu 

sedang bertunangan dengan orang 

lain.

Pada saat pertunangan itu,  pende-

ta akan memberikan nasehat kepada 

calon pengantin, bahwa meskipun 

mereka sudah bertunangan tetapi 

mereka belum boleh melakukan  

hubungan  intim selayaknya hubu- 

ngan suami istri. Nasehat juga diberi-

kan oleh orang  yang  menjadi saksi 

pertunangan mereka yang nantinya 

juga akan  menjadi saksi pada saat 

mereka menikah. Nasehatnya hampir 

sama dengan nasehat yang diberikan 

oleh pendeta.

Pada saat pertunangan biasanya 

ditentukan hari ”H” perkawinannya, 

atau istilah lokalnya disebut, ”teg- 

tegan hari/tanggal”, biasanya tiga 

bulan setelah tanggal pertunangan. 

Akan tetapi ada juga, tetapi jumlah- 

nya sedikit, yang pada saat pertuna- 

ngan belum ditentukan tanggal 

perkawinannya dengan pasti. Hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh 

Modin Hari berikut ini, ”menawi 

tunangan biasanipun sebagian besar 

sampun teg tegan dinten, nggih 

wonten sing dereng tapi jumlah 

nipun kedik”

Jika tanggal perkawinannya su- 

dah ditentukan pada saat pertuna-  

ngan di gereja, 90 % pasangan calon 

pengantin ini sudah tinggal serumah, 

biasanya di rumah pihak perempuan, 

meskipun ada juga  yang tinggal di 

rumah pihak laki-laki. Menanggapi 

pasangan yang belum menikah tapi 

tinggal serumah ini penduduk sekitar 

dan tokoh masyarakat setempat me- 

nganggap itu sudah biasa, tidak ada 

masalah karena mereka sudah 

bertunangan. Hal ini berdasarkan 

hasil wawancara dengan Modin Hari 

yang dalam bahasa aslinya sebagai 

berikut : ”Menawi sampun teg tegan 

dinten pas tunangan wonten gerejo, 

90 % calon manten meniko sampun 

tinggal bareng biasanipun  wonten 

daleme ingkang estri, mersani kados 

mekaten tokoh masyarakat lan ma- 

syarakat biasa mawon, amargi 

sampun tunangan”.

Akibat perilaku calon pengantin 

dan tanggapan masyarakat seperti itu 

tidak jarang pada saat mereka 

menikah banyak yang sudah hamil. 

Meskipun tidak hamil, dipastikan 

bahwa 90 % pasangan yang sudah 

bertunangan dan tinggal satu rumah 

sudah  melakukan hubungan seksual. 

Hal ini berdasarkan hasil wawancara 

dengan Pak Hari, modin yang ada di 

desa tersebut. Pak Hari mengetahui 

dengan pasti, karena pada saat 

mereka mengurus surat pernikahan 

untuk menikah di gereja, mereka 

harus mendaftar melalui Pak Modin 

Hari. Setiap ada calon pengantin 

yang  mendaftar, pak modin selalu 

menanyakan apakah mereka sudah 

melakukan hubungan seksual atau 

belum. Yang mencengangkan, 90 % 

dari mereka mengaku telah melaku-

kan hubungan seksual dengan 

pasangannya. Pertanyaan ini diaju-

kan oleh Pak modin, karena jika 

pihak perempuannya sedang hamil, 

maka sebelum proses pernikahan 

dilakukan, mereka harus melakukan 

pertaubatan di gereja yang di- 

saksikan oleh semua jamaat. Seperti 

duangkapkan dalam bahasa aslinya, 

”nggih  terus terang kula  tangleti, 

kedah jujur kalian kulo, amargi 

menawi ingkang estri sampun  

mbobot nggih kedah nglampahi 

pertobatan rumiyin sakdereangipun 

nikah”.

Akan tetapi, meskipun mereka 

telah  melakukan hubungan seksual 

sebelum menikah tetapi jika pihak 

perempuannya tidak hamil, mereka 

tidak perlu melakukan pertaubatan. 

Dan, menurut Pak modin, anak muda 

sekarang sudah sangat pandai se- 

hingga meskipun hampir seluruh 

pasangan sudah melakukan hubu- 

ngan seksual sebelum menikah, 

pihak perempuannya hanya sedikit 

yang hamil, sekitar 1-5 kasus perta-

hun, padahal angka perkawinan 

sangat tinggi, yaitu bisa sampai 5 

pasangan setiap hari yang  mendaftar 

ke pak  modin untuk menikah, hal ini 

dikarenakan mereka sudah menggu-

nakan alat kontrasepsi sebelum 

menikah. Hal ini seperti diuangkap-

kan Pak Modin Hari berikut ini, 

”lare sakniki lak pun pinter pinter a 

bu, dibanding lare jaman singen, lek 

singen kathah ingkang mbobot, 

menawi sak meniko namun kedik 

amargi KB meniko”

Proses Perkawinan di Desa Sitiar-
jo

Bagi pasangan yang akan 

melangsungkan perkawinan di desa 

Sitiarjo, mereka harus mendaftar 

melalui pak modin. Di desa tersebut 

Pak modin ada dua, yang satu khusus 

untuk umat Nasrani, yaitu Pak Hari, 

dan yang beragama Islam ke pak 

modin Islam, yaitu Pak Wahyudi. 

Sesuai dengan fokus peneitian ini, 

maka perkawinan umat Islam tidak 

diteliti lebih jauh, karena fokus pene-

litian ini berkaitan dengan penyim-

pangan karakteristik sosio religius 

hukum adat dalam pelaksanaan 

pertunangan relevansinya dengan 

agama kristen di Desa Sitiarjo Keca-

matan Sumber Manjing  Kabupaten  

Malang . Pada saat mendaftar ke Pak 

modin untuk menikah di gereja, 

pasangan calon pengantin harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut : 1) Foto copy Akte Kelahiran 

masing-masing 1 lembar (bagi yang 

punya, bagi yang tidak foto copy 

surat nikah orang tua ditambah Surat 

kelahiran Desa); 2) Foto copy Kartu 

Keluarga; 3) Foto copy  KTP calon 

pengantin  masing-masing 2 lembar; 

4) Foto copy KTP saksi masing- 

masing; 5) Foto copy Bukbaktis ma- 

sing-masing; 6) Kartu TT dari bidan, 

yang pertama dan kedua; 7) Pas foto 

berjajar ukuran 4 x 6 seba- nyak 8 

lembar.

Pada saat  mendaftar itulah pak 

modin akan menanyakan apakah 

mereka sudah melakukan hubungan 

suami istri atau belum. Pertanyaan 

ini diajukan oleh pak modin karena 

jika mereka sudah melakukan  

hubungan suami istri dan pihak 

perempuannya sudah hamil, maka 

sebelum proses pemberkatan per- 

kawinan,  mereka harus melakukan 

upacara pertobatan. Upacara perto-

batan yang lebih dulu harus dilaku-

kan ini jika pernikahan itu dilakukan 

di Gereja Kristen Jawi Wetan 

(GKJW). Sementara jika pernikahan 

dilakukan di gereja lain, tidak perlu 

dilakukan upacara pertobatan, 

meskipun calon pengantin perem-

puannya telah hamil lebih dulu. Dari 

hasil penelitian diketahui bahwa, di 

Desa Sitiarjo terdapat beberapa 

aliran dalam Nasrani, yaitu : GKJW, 

Tabatnakel, Pantekosta dan Bethel.

Dari ke empat aliran itu hanya 

Gereja Kristen Jawi Wetan yang 

mewajibkan upacara pertobatan bagi 

pasangan yang sudah hamil sebelum 

menikah, karena hanya GKJW yang 

mempunyai ”Toto Pranoto” acara 

pernikahan. Upacara  pertobatan itu 

dilakukan dengan cara, kedua calon 

pengantin sebelum upacara pernika-

han, dengan mengenakan busana 

pengantin, membacakan penyesalan- 

nya karena telah melakukan perbua-

tan dosa, yaitu melakukan hubungan 

suami istri sebelum menikah. Isi dari 

kata-kata penyesalannya itu sudah 

ada formnya yang ditetapkan oleh 

gereja, tetapi biasanya ditambahi 

oleh calon pengantin sesuai dengan 

rasa penyesalannya. Pembacaan 

pertobatan itu dilakukan di gereja di 

hadapan semua jemaat. Rasa penye-

salan yang  dibacakan  itu biasanya 

akan  membuat haru jemaat yang 

hadir, sehingga mereka sering kali 

menangis ketika ada yang memba-

cakan pertobatan.

Setelah pembacaan pertobatan 

tersebut, baru dapat dimulai acara 

pemberkatan perkawinannya. Per- 

kawinan itu harus disaksikan oleh 

dua orang saksi. Saksi ini merupakan 

orang yang dituakan di wilayahnya 

karena mereka juga yang akan mem-

berikan nasehat ketika rumah tangga 

mreka nanti dalam masalah. Syarat 

untuk menjadi saksi adalah tidak ada 

hubungan saudara dengan pengantin. 

Berbeda dengan perkawinan umat 

Islam, perkawinan di gereja tidak 

memerlukan  wali atau orang tua dari 

pengantin. Jadi bisa saja terjadi 

penikahan yang tidak disetujui/ 

direstui atau tidak dihadiri orang 

tuanya bisa terlaksana di gereja. 

Orang yang biasa menjadi saksi 

pernikahan adalah sebagai berikut : 

1) Pak Nyoto Aji (Tokoh Masyarakat 

Setempat); 2) Pak Suraji (Tokoh 

Masyarakat Setempat); 3) Pak Modin 

itu sendiri.  

Setelah itu, pengantin akan  men- 

dapatkan Surat Pemberkatan Nikah 

dari gereja. Perkawinan tidak lang- 

sung dicatatkan ke Kantor Catatan 

Sipil, tapi biasanya dilakukan sebu-

lan sekali oleh pendeta, jadi tidak 

dilakukan oleh pengantin itu sendiri. 

Pengantin itu diwajibkan membayar 

sejumlah Rp. 300.000,- (yang 

menurut sebagian masyarakat biaya 

tersebut terlalu mahal ) kemudian 

berkasnya diserahkan kepada pende-

ta untuk dicatatkan di Kantor Catatan 

Sipil. Oleh karena sistem pencatatan 

yang seperti ini, maka pernah terjadi 

selama bertahun- tahun pencatatan  

itu tidak dilakukan oleh pendetanya, 

sehingga banyak pasangan yang 

sudah  menikah di gereja di Desa 

Sitiarjo, tetapi tidak punya akta 

nikah, sehingga di Desa Sitiarjo 

seringkali dilakukan pemutihan akta 

nikah, dengan biaya yang sangat 

murah yaitu Rp. 25.000,-, termasuk 

Pak Modinnya sendiri juga baru 

mempunyai akta nikah setelah anak 

mereka lahir, sehingga anaknya 

tercatat sebagai anak luar kawin. 

Akhirnya pendeta tersebut dipecat, 

karena disamping menggelapkan  

uang pencatatan perkawinan juga 

melakukan tindak perselingkuhan.

Faktor Dominan Penyebab Terja- 
dinya Penyimpangan Dalam 
Pertunangan 

Dari uraian terdahulu dapat 

disimpulkan bahwa di Desa Sitiarjo 

telah terjadi penyimpangan karakte- 

ristik sosio religius hukum adat 

dalam pelaksanaan pertunangan  

relevansinya dengan agama kristen. 

Penyimpangan-penyimpangan itu 

dapat ditelaah dari analisa berikut 

ini.

Menurut hukum adat pertunangan 

baru mengikat apabila dari pihak 

laki-laki sudah memberikan kepada 

pihak perempuan suatu tanda 

pengikat (penyancang yang kelihatan 

yaitu “panjer” atau “peningset”) 

istilah di jawa (Djojodigoeno, tanpa 

tahun, 54). Adapun tanda pengikat 

tersebut adalah dengan diberikan 

secara timbal balik “pertukaran 

cincin” sebagai saat dimulainya 

secara resmi fase pertunangan. Hal 

ini sesuai dengan sifat dari hukum 

adat secara umum yaitu bahwa men-

talitas yang menjiwai hukum adat 

adalah : sifat kongkrit, maksudnya 

tiap-tiap perbuatan atau keinginan 

atas hubungan-hubungan tertentu 

dinyatakan dengan benda-benda 

berwujud. Tentu saja hal tersebut 

disamping sifat religius magis, 

komersial dan kontan. (Djaren 

Saragih, 1984, 19)

Sampai pada fase ini, di Desa 

Sitiarjo belum terjadi penyimpangan  

karena setiap proses pertunangan di 

desa tersebut diawali dengan proses 

lamaran dari keluarga laki- laki 

kepada keluarga perempuan, dengan 

memberikan peningset. Kemudian 

dilanjutkan proses pertunangan 

dengan ”tukar cincin” di gereja.

Secara umum, akibat dari per- 

tunangan adalah bahwa kedua belah 

pihak telah terikat untuk melakukan 

perkawinan. Tapi ikatan itu tidak 

berarti bahwa kedua pihak tidak 

boleh tidak, harus melakukan 

perkawinan. Dengan kata lain, 

pertunangan yang dilakukan itu 

masih mungkin dibatalkan dalam 

hal-hal: 1) Apabila pembatalan itu 

memang menjadi kehendak kedua 

pihak setelah pertunangan berjalan 

beberapa waktu lamanya; 2) Apabila 

salah satu pihak tidak memenuhi 

janjinya,  seandainya yang menerima 

tanda jadi ingkar janji maka harus 

mengembalikan sejumlah atau berli-

pat dari yang diterimanya. Sedang-

kan apabila yang tidak memenuhi 

janji adalah pihak pemberi maka 

tidak ada hak untuk meminta kemba-

li barang pemberiannya. 

Mulai dari fase ini sudah ada 

sedikit penyimpangan di Desa Sitiar-

jo, yaitu setiap pasangan yang sudah 

bertunangan, ”sudah pasti jadi” arti- 

nya tidak boleh tidak harus  

melangsungkan perkawinan (wa- 

wancara dengan responden). Hal ini 

tentu saja berbeda dengan pertuna- 

ngan secara umum menurut hukum 

adat yang masih memungkinkan 

adanya pembatalan pada masa 

pertunangan dari kedua belah pihak, 

atau dari salah satu pihak, dengan 

akibat hukumnya masing-masing. 

Faktor ini merupakan salah satu 

faktor penyebab pasangan yang 

sudah bertunangan tapi belum 

menikah berani tinggal serumah dan 

masyarakat sekitar melihat itu 

sebagai hal yang lumrah. 

Di samping itu, pertunangan 

dilakukan di gereja, disaksikan oleh 

seluruh jemaat, dan diumumkan 

selama tiga minggu berturut-turut. 

Bagi masyarakat Desa Sitiarjo, ini 

merupakan legitimasi bahwa semua 

pihak, baik itu pihak keluarga, pihak 

gereja, dan masyarakat sudah me- 

ngetahui bahwa mereka bertunangan 

dan sudah pasti menikah, sehingga 

bagi mereka dan masyarakat yang 

ada di sana tidak mempermasalahkan  

jika mereka tinggal dalam satu  

rumah meskipun mereka belum 

menikah. Hal ini juga dapat merupa-

kan faktor yang cukup berpengaruh 

yang menyebabkan terjadinya pe- 

nyimpangan karakteristik sosio 

religius dari pertunangan menurut 

hukum adat di Desa Sitiarjo.  

Sahnya perkawinan menurut 

hukum adat bagi masyarakat hukum 

adat di Indonesia pada umumnya 

bagi penganut agama tergantung 

pada agama yang dianut masyarakat 

adat bersangkutan. Maksudnya jika 

telah dilaksanakan menurut tata-ter- 

tib hukum agamanya, maka perka- 

winan itu sudah sah menurut hukum 

adat. Kecuali bagi mereka yang 

belum menganut agama yang diakui 

pemerintah, seperti halnya mereka 

yang masih menganut kepercayaan 

agama lama (kuno) seperti 'sipelebe-

gu' (pemuja roh) di kalangan orang 

Batak (perhatikan J.C. Vergouwen, 

1986:81) atau agama Kaharingan di 

kalangan orang-orang Dayak Kali-

mantan Tengah (Koentjaraningrat/J. 

Danandjaja, 1983:137) dan lainnya. 

maka perkawinan yang dilakukan 

menurut tata tertib adat/agama 

mereka itu adalah sah menurut 

hukum adat setempat.

Menurut Hukum Kristen/Katolik 

Perkawinan itu sah apabila syarat- 

syarat yang telah ditentukan dipenuhi 

dan perkawinannya dilaksanakan di 

hadapan Pastur yang dihadiri oleh 

dua orang saksi. Saat sahnya perka- 

winan itu ialah pada saat perkawinan 

itu diteguhkan oleh Imam/Pastur 

dengan mengucapkan janji bersatu. 

Untuk dapat disahkan perkawinan itu 

maka kedua mempelai harus sudah 

dibaptis (Kan.1055:2), ada kesepaka-

tan antara kedua mempelai (Kan. 

1057:2), tidak ada kekeliruan tentang 

diri orangnya (Kan.1097:1), tidak 

ada paksaan (Kan.1103), telah beru-

mur 16 (enam belas) tahun bagi pria 

dan telah berumur 14 (empat belas) 

tahun bagi wanita (Kan. 1083:1), 

salah satu atau kedua calon suami 

isteri itu tidak terikat perkawinan 

sebelumnya (Kan.1086: 1). Perka- 

winan dilakukan di hadapan Pastur 

dan disaksikan oleh dua orang saksi 

(Kan.1108:1). (Perhatikan juga 

Sukiran, 1987: 40-41.)

Dari sini kita juga dapat melihat 

adanya penyimpangan yang terjadi di 

Desa Sitiarjo, secara umum menurut 

Hukum Adat perkawinan adalah sah 

jika dilakukan secara sah menurut 

hukum agamanya masing-masing, 

dalam hal ini adalah Hukum Agama 

Nasrani. Menurut agama Nasrani 

perkawinan itu mulai sah pada saat 

perkawinan itu diteguhkan oleh 

Imam/Pastur dengan  mengucapkan 

janji bersatu, jadi pada saat pertuna- 

ngan belum sah terjadinya perka- 

winan. Hal ini dapat dibuktikan 

bahwa pada saat pertunangan, pende-

ta dan saksi memberikan nasehat 

kepada calon pengantin, bahwa 

meskipun  mereka sudah bertunan-

gan tapi mereka belum sah sebagai 

suami istri, sehingga belum boleh 

melakukan hubungan layaknya 

hubungan suami istri. Dibuktikan 

juga bahwa bagi pasangan tunangan 

yang sudah hamil lebih dahulu harus 

melakukan prosesi pertobatan sebe-

lum pemberkatan perkawinan.

Akan tetapi ada satu hal yang 

sangat menarik di Desa Sitiarjo, bagi 

pasangan tunangan yang telah 

melakukan hubungan suami istri tapi 

calon pengantin prempuannya tidak 

hamil, tidak perlu melakukan upaca-

ra pertobatan, meskipun modinnya 

mengetahui bahwa pasangan itu telah 

melakukan hubungan suami istri 

sebelum menikah. Dari hal ini kita 

juga dapat melihat adanya penyim-

pangan, bahwa bagi pasangan tuna- 

ngan yang  melakukan hubungan 

suami istri sebelum menikah, tapi 

perempuannya tidak hamil ”diang-

gap tidak berdosa”, sehingga tidak 

perlu melakukan upacara pertobatan 

sebagaimana pasangan tunangan 

yang hamil  lebih dulu. Ini juga mer-

upakan faktor yang menyebabkan 

terjadinya penyimpangan  karakteris-

tik sosio religius hukum adat dalam 

pelaksanaan pertunangan  di Desa 

Sitiarjo.

Di samping itu, jika melihat 

banyaknya bangunan gereja tua di 

Desa Sitiarjo, menunjukkan bahwa 

sejak jaman dahulu masyarakat Desa 

Sitiarjo sudah akrab dengan budaya 

barat yang dibawa oleh Belanda. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa 

Belanda datang ke Indonesia tidak 

hanya menyebarkan agamanya tetapi 

membawa serta budayanya, yang 

salah satunya adalah budaya per- 

gaulan muda mudi yang  lebih bebas 

dari budaya asli bangsa Indonesia. 

Oleh karena itu, tidak mengherankan 

jika budaya bebas tersebut akhirnya 

menular kepada muda-mudi yang 

ada di Desa Sitiarjo pada saat itu 

yang akhirnya berkembang sampai 

sekarang. Hal ini juga dapat menjadi 

faktor penyebab mengapa terjadi 

penyimpangan dalam pertunangan di 

Desa Sitiarjo.  

Dari uraian di atas kita dapat 

melihat ada empat faktor yang 

menyebabkan terjadinya penyimpa- 

ngan karakteristik sosio religius 

hukum adat dalam pelaksanaan 

pertunangan di Desa Sitiarjo, yaitu: 

1) Faktor  pandangan masyarakat 

yang melihat bahwa pasangan yang 

bertunangan itu pasti jadi menikah, 

tidak boleh tidak; 2) Faktor panda- 

ngan masyarakat yang mengasum-

sikan bahwa karena pertunangan itu 

dilangsungkan di Gereja, disaksikan 

oleh masyarakat banyak (para 

jemaat), dan diumumkan tiga ming- 

gu berturut turut, maka sah-sah saja 

jika pasangan yang sudah bertuna- 

ngan tapi belum menikah, tinggal 

serumah; 3) Faktor diskriminasi 

dalam pertobatan, pertobatan hanya 

harus dilakukan oleh pasangan yang 

terlanjur hamil lebih dulu, tapi bagi 

pasangan yang  jelas-jelas mengaku 

kepada modinnya bahwa mereka 

telah melakukan hubungan suami 

istri tapi perempuannya tidak hamil, 

tidak perlu melakukan pertobatan. 

Hal ini dapat diartikan bahwa 

melakukan hubungan seksual sebe-

lum menikah ”asal tidak hamil, tidak 

berdosa”, sehingga tidak perlu mela- 

kukan pertobatan.; 4)  Faktor budaya 

pergaulan bebas yang diwariskan 

oleh penjajah Belanda kepada ma- 

syarakat asli Desa Sitiarjo.

Dari ketiga faktor itu, faktor yang 

paling dominan dalam menyebabkan 

terjadinya penyimpangan karakteris-

tik sosio religius hukum adat dalam 

pelaksanaan pertunangan di Desa 

Sitiarjo adalah faktor yang ketiga, 

karena faktor ini tidak berasal dari 

masyarakat, tapi berasal dari pemuka 

agama, yang sebenarnya mempunyai 

pengaruh yang sangat besar terhadap 

perilaku masyarakat yang ada di 

Desa Sitiarjo.  Sementara dua faktor 

yang  lain, karena keduanya berasal 

dari pandangan masyarakat, yang  

tentunya akan mudah berubah sesuai 

dengan perubahan masyarakat itu 

sendiri, sehingga meskipun  punya 

andil dalam penyimpangan karakte- 

ristik, tetapi pengaruhnya tidak sebe-

sar pengaruh faktor yang ketiga.

Upaya Yang Telah dan Akan 
Dilakukan oleh Pemuka Agama  
Kristen dan Pemangku Kepenti- 
ngan untuk Mengurangi Angka 
Kehamilan Sebelum Perkawinan

 

Menghadapi permasalahan yang 

terjadi di Desa Sitiarjo berkaitan 

dengan banyaknya angka kehamilan 

sebelum perkawinan, telah dilakukan 

upaya oleh pemuka agama Kristen 

dan pemangku kepentingan yang 

lain, upaya upaya tersebut antara 

lain:

1. Pemberian nasehat oleh pendeta 

kepada pasangan tunangan agar 

tidak melakukan hubungan suami 

istri sebelum menikah.

2. Pemberian nasehat oleh saksi 

pertunangan  kepada pasangan 

tunangan agar tidak melakukan 

hubungan suami  istri sebelum 

menikah.

3. Pemberian pertanyaan oleh modin 

kepada pasangan yang akan 

menikah tentang apakah mereka 

sudah melakukan hubungan 

suami istri sebelum menikah atau 

tidak.

4. Pengharusan melakukan upacara 

pertobatan bagi pasangan yang 

hamil lebih dahulu sebelum pem-

berkatan pernikahan.

5. Menurut masyarakat, pihak gereja 

juga pernah mengadakan sema-

cam sayembara bahwa bagi 

pasangan yang pada saat melang- 

sungkan pernikahan belum hamil 

akan mendapat hadiah dari gereja.

Justru upaya yang belum tampak 

adalah upaya dari Kepala Desanya 

sendiri, karena ternyata pada saat 

penelitian ini dilaksanakan, di Desa 

Sitiarjo sedang tidak mempunyai 

kepala desa, karena kepala desanya 

baru saja dicopot/dilengserkan oleh 

masyarakat, karena tertangkap basah 

sedang berselingkuh dengan banyak 

perempuan di desa tersebut.  Seba- 

gaimana kita ketahui bahwa dalam 

penegakan hukum kita mengenal ada 

tiga komponen di sana ,  yaitu, 

substansi, struktur / aparat dan kultur.  

Kepala desa yang seharusnya menja-

di aparat yang menegakkan hukum di 

wilayahnya ternyata  memberikan 

contoh yang tidak baik, sehingga 

tidak mungkin dapat menegakkan 

hukum di desanya.

Pemuka agama kristen akan terus 

melakukan upaya yang selama ini 

sudah dilakukan, akan tetapi dari 

kepala desa tidak dapat dimintai 

keterangan tentang upaya apa yang 

akan diperbuat terhadap warganya, 

karena ternyata kepala desanya juga 

terbukti melakukan perbuatan asusila 

terhadap warganya. Bisa jadi 

kelakuan kepala desa yang  gemar 

berselingkuh itu juga merupakan 

faktor penyebab terjadinya penyim-

pangan karakteristik sosio reigius 

hukum adat dalam hal pertunangan 

di Desa Sitiarjo, karena kepala 

desanya memberikan contoh yang  

tidak baik, sehingga tidak mungkin 

dia akan dianggap oleh warganya 

ketika dia memberikan nasehat 

kepada warganya. 

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pemba-

hasan dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut.

1. Faktor dominan yang menye-

babkan terjadinya penyimpa- 

ngan karakteristik sosio religi-

us hukum adat dalam pelaksa-

naan pertunangan di Desa 

Sitiarjo, relevansinya dengan 

agama Kristen adalah faktor 

diskriminasi dalam pertobatan, 

pertobatan hanya wajib dilaku-

kan oleh pasangan yeng terlan-

jur hamil lebih dulu, tapi bagi 

pasangan yang jelas-jelas 

mengaku kepada modinnya 

bahwa mereka telah melaku-

kan hubungan suami istri tapi 

perempuannya tidak hamil, 

tidak perlu melakukan perto-

batan. Hal ini dapat diartikan 

bahwa melakukan hubungan 

seksual sebelum menikah 

”asal tidak hamil, tidak berdo-

sa”, sehingga tidak perlu 

melakukan pertobatan.  

2. Upaya yang telah dilakukan 

oleh pemuka agama  kristen 

dan pemangku kepentingan 

untuk mengurangi angka 

kehamilan sebelum perka- 

winan adalah sebagai berikut :

1) Pemberian nasehat oleh pen- 

deta kepada pasangan tuna- 

ngan agar tidak melakukan 

hubungan suami istri sebelum 

menikah.

2) Pemberian nasehat oleh saksi 

pertunangan  kepada pasangan 

tunangan agar tidak melaku-

kan hubungan suami istri sebe-

lum menikah.

3) Pemberian pertanyaan oleh 

modin kepada pasangan yang 

akan menikah tentang apakah 

mereka sudah melakukan 

hubungan suami istri sebelum 

menikah atau tidak.

4) Pengharusan melakukan upa- 

cara pertobatan bagi pasangan 

yang hamil lebih dahulu sebe-

lum pemberkatan pernikahan.

5) Menurut masyarakat, pihak 

gereja juga pernah mengada-

kan semacam sayembara bah- 

wa bagi pasangan yang pada 

saat melangsungkan pernika- 

han belum hamil akan 

mendapat hadiah dari gereja.

Justru upaya yang belum tampak 

untuk mengurangi angka kehamilan 

sebelum menikah adalah upaya dari 

Kepala Desa Sitiarjo. Pemuka agama 

kristen akan terus melakukan upaya 

yang selama ini sudah dilakukan, 

akan tetapi dari kepala desa tidak 

dapat dimintai keterangan tentang 

upaya apa yang akan diperbuat terha-

dap warganya, karena ternyata 

kepala desanya juga terbukti  

melakukan perbuatan asusila terha-

dap warganya. 

Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas 

peneliti memberikan saran-saran 

sebagai berikut :

1. Bagi pemuka agama Kristen harus 

terus mendidik umatnya agar 

tidak melakukan hubungan suami 

istri sebelum menikah, dan mem-

berikan pemahaman  kepada umat 

nya bahwa meskipun pertuna- 

ngan mereka sudah dilakukan di 

gereja dan disaksikan banyak 

orang, belum berarti mereka 

sudah menikah dan boleh melaku-

kan hubungan suami istri. Dan 

yang lebih penting adalah tidak 

lagi melakukan diskriminasi da- 

lam ”pertobatan”, seharusnya 

pertobatan tidak hanya wajib 

dilakukan oleh pasangan yang 

sudah hamil sebelum menikah, 

tapi juga terhadap seiap pasangan 

yang belum menikah tapi sudah 

melakukan hubungan suami istri.

2. Bagi tokoh masyarakat, hendak- 

nya dapat memberikan teladan 

yang baik bagi warganya sehing-

ga dapat  memimpin warganya ke 

dalam kehidupan dan pergaulan 

yang lebih baik.
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Abstract

This service activities carried out considering the willingness of village 
farmers Geger the District of Bangkalan to participate in the preparation of 
certification. All regions require the development of specific community 
organizations, namely the specific needs of farmers associations to build 
higher such as cooperatives, which requires knowledge of entrepreneurship 
also support external funding. IbM's long-term goals is to empower forest 
communities who have difficulty in capital and difficulty in marketing agri-
cultural products .The short term goals is to establish Koperasi "Potre 
Koneng" with legal status in the community and assistance implementation. 
The method used in obtaining the data is held by the Focus Group Discussion 
(FGD). Normative analysis is done by analyzing the primary legal materials 
with teleological interpretation method and futuristic. While the empirical 
analysis will use the method of Verstehen and discussion. This results is deed 
of establishment of Koperasi and Koperasi with legal entity status.
Key Word: Empowerment, rural communities, koperasi.

Abstrak

Kegiatan ini didasari keinginan petani Desa Geger Kabupaten Bangkalan 
untuk berpartisipasi dalam penyiapan sertifikasi. Semua wilayah memerlukan 
pengembangan organisasi masyarakat secara khusus, yaitu kebutuhan spesi-
fik dari petani untuk membangun asosiasi lebih tinggi seperti koperasi, mem-
butuhkan pengetahuan tentang kewirausahaan juga dukungan dana eksternal. 
Tujuan jangka panjang Iptek bagi Masyarakat (IbM) adalah untuk member-
dayakan masyarakat sekitar hutan yang mengalami kesulitan dalam mening-
katkan kemampuan mereka untuk meningkatkan modal dan kesulitan dalam 
pemasaran produk pertanian dan tujuan jangka pendek bertujuan dari kegia-
tan IbM ini untuk mendirikan koperasi “Potre Koneng “ yang berbadan 
hukum dan pendampingan masyarakat dalam pelaksanaannya. Metode yang 
digunakan dalam memperoleh data dengan Focus Group Discussion (FGD). 
Analisis normatif dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer 
dengan metode penafsiran teleologis dan futuristik. Sedangkan analisis 
empiris akan menggunakan metode verstehen (pemahaman) dan diskusi. 
Data dan bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil IbM ini adalah 
adanya akte pendirian koperasi dan berdirinya koperasi.
Kata Kunci: Pemberdayaan, masyarakat pedesaan, koperasi.

Kecamatan Geger, Kabupaten 

Bangkalan, berkali-kali mendapat-

kan penghargaan nasional bidang 

lingkungan hidup. Penghargaan 

pertama kali berupa Kalpataru di 

tahun 1988 kemudian tahun 2004. 

Ada pula tokoh lingkungan yang 

mendapatkan Satya Lencana Pemba-

ngunan Lingkungan Hidup dari desa 

Kombangan, yakni  H. Gosali pada 

tahun 2009. Pada tahun 2010, 

Kelompok Tani Gunung Mereh men- 

dapatkan Ecolabel (Standarisasi 

Luasan Hutan Rakyat) dari Kemen- 

terian Negara Lingkungan Hidup. 

Ibarat penyempurna lingkungan, 

FMU “Gebang Lestari” mendapat-

kan sertifikasi UMHRL (Unit Mana-

jemen Hutan Rakyat Lestari) pada 20 

Juni 2010. 

Karakteristik sifat petani pada 

umumnya menunjukkan sedikit 

minat untuk memanen kayu dan 

hanya melakukannya jika menghada-

pi keadaan yang disebut filosofi 

“tebang butuh”. Mereka memper-

lakukan hutan sebagai asset jangka 

panjang layaknya rekening bank 

yang dapat sewaktu-waktu diuang-

kan. Hasil penelitian (dukungan 

REDD) menunjukkan bahwa kepen- 

tingan komersial saat ini menjadi 

pendorong utama petani untuk pena-

naman dan petani sangat memahami 

nilai sebenarnya hutan mereka, dan 

meyakini nilai tersebut meningkat 

dengan adanya sertifikasi hutan. 

Kemauan petani untuk berpartisipasi 

dalam penyiapan sertifikasi biasanya 

muncul ketika tim pendamping 

memfasilitasi pembenahan-pembe- 

nahan organisasi yang diusulkan. 

Semua wilayah memerlukan pe- 

ngembangan organisasi masyarakat 

secara khusus. Terdapat kebutuhan 

khusus membangun asosiasi petani 

yang lebih tinggi seperti koperasi, 

yang membutuhkan pengetahuan 

kewirausahaan juga dukungan dana 

eksternal. 

Permasalahan 

Kecamatan Geger terdiri dari 13 

(tiga belas) desa yaitu : desa Lerpak, 

Geger, Togubang, Batubella, Teber 

Priyah, Campor, Kompol, Komban-

gan, Dabung, Katol Barat, Ba- 

nyoneng Laok, dan desa Banyoneng 

Dajah. Dari tiga belas desa tersebut, 

kelompok tani yang relatif  maju 

terdapat di desa Geger, Kombangan, 

dan desa Togubang. Kelompok dari 3 

(tiga) desa tersebut tergabung dalam 

FMU “Gebang Lestari” yang dipu-

satkan di desa Kombangan di bawah 

arahan H. Gosali. Permasalahan 

klasik yang dihadapi kelompok tani 

yang berbasis pengelolaan hasil 

hutan yang berasal dari hutan rakyat 

pada umumnya, juga dialami oleh 

FMU “Gebang Lestari” yaitu: 1) 

Keterbatasan modal masyarakat 

dalam menyelenggarakan usaha 

hutan rakyat; 2) Luas pemilikan 

lahan yang relatif sempit dan terpen-

car sehingga menyulitkan pengelo-

laan dalam satu manajemen; 3) Pem-

biayaan berkelanjutan dan berorien-

tasi pada proyek; 4) Kualitas sumber 

daya manusia.

Masyarakat tani hutan yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan kelompok tani 

hutan yang sering mendapat peng-

hargaan dan sertifikasi. Namun, 

penghargaan tersebut hanyalah legi- 

timasi keberadaan mereka saja, 

tanpa diiringi dengan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan 

kesejahteraannya. Melihat perma- 

salahan di atas, prestasi yang dimili-

ki FMU “Gebang Lestari” serta 

semangat yang ada pada masyarakat 

secara lambat laun akan menghilang 

jika tidak ditindaklanjuti dengan 

upaya yang tepat dan strategis. 

Persoalan pelik yang mengha-

dang adalah pengusahaan hasil hutan 

yang sulit dilaksanakan. Koperasi  

masyarakat di desa Geger yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan koperasi yang 

sudah “mati suri”. Jenis tanaman 

hasil hutan non-kayu berupa tana-

man holtikultura seperti alpukat, 

mangga, papaya, rambutan, jeruk 

dan lain-lain. wilayah Kecamatan 

Geger relatif subur, sedangkan untuk 

hasil hutan kayu, khususnya kayu 

jati di Kecamatan Geger ini sulit 

diharapkan hasilnya, padahal kawa- 

san ini merupakan kawasan pe- 

nyangga yang harus dijaga kelestari-

an hutannya. Dengan kata lain perlu 

dilakukan rehabilitasi terhadap lahan 

di kawasan hutan tersebut, akan 

tetapi di sisi lain masyarakat terben-

tur masalah permodalan. Untuk 

mendapatkan permodalan diperlu-

kan adanya kerjasama dengan 

lembaga-lembaga terkait sebagai 

pembina dan penyandang dana. Hal 

ini tidak dapat dilakukan karena akta 

notaris pendirian koperasi yang 

menjadi salah satu persyaratan 

pengajuan proposal kerjasama be- 

lum mereka miliki.

Persoalan ketidakmampuan pe- 

ngurusan akta pendirian koperasi 

dan pembuatan proposal kerjasama 

ini menjadi kendala masyarakat 

sekitar hutan  untuk meningkatkan 

kesejahteraannya. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan pemberdayaan dan 

pengembangan kapasitas masyarakat 

sekitar hutan yang sangat relevan, 

yakni dari aspek institusi, seperti : 

administrasi dan manajemen kopera-

si, pengembangan organisasi, moni-

toring, penggunaan komputer, pe- 

ngembangan masyarakat seperti 

manajemen kelompok-kelompok pe- 

tani.

Undang-undang  Nomor  41 

Tahun 1999 yang telah diubah 

berdasarkan Undang-undang Nomor 

19 Tahun 2004 tentang Perpu  

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peru-

bahan  atas Undang-undang Nomor 

41 tahun 1991 tentang   Kehutanan 

Menjadi Undang-undang  (selanjut- 

nya UU Kehutanan), mengatur 

tentang rehabilitasi hutan. Pasal 43 

ayat (1) UU Kehutanan menentukan 

bahwa setiap orang yang  memiliki, 

mengelola, dan atau memanfaatkan 

hutan yang kritis atau tidak produk-

tif, wajib melaksanakan rehabilitasi 

hutan untuk tujuan perlindungan dan 

konservasi. Selanjutnya dalam ayat 

(2) ditegaskan bahwa dalam melak-

sanakan rehabilitasi setiap orang da- 

pat meminta pendampingan, pela- 

yanan, dan dukungan kepada lemba-

ga swadaya masyarakat, pihak lain 

atau pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan  Rencana Pengelolaan 

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, 

dalam Pasal 84 mengatur pember-

dayaan masyarakat dapat dilakukan 

melalui : (1) hutan desa; (2) hutan  

kemasyarakatan; (3) kemitraan. Se- 

dangkan kemitraan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 1977 tentang Kemitraan. 

Peraturan Pemerintah (PP) tersebut 

merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1995 tentang Usaha Kecil. Pada 

dasarnya, kemitraan merupakan 

kerja sama dan bukan merupakan 

bentuk usaha. Kemitraan adalah 

kerja sama antara usaha kecil dengan 

usaha menengah dan atau usaha 

besar dengan usaha besar dengan 

memperhatikan prinsip saling me- 

merlukan, saling memperkuat dan 

saling menguntungkan.

Dalam rangka berorientasi agar 

dapat diterapkan model kemitraan, 

maka koperasi yang sudah ”mati 

suri” harus ditingkatkan statusnya 

menjadi badan usaha dengan men- 

daftarkan ke Notaris. Dengan demi- 

kian dalam mengatasi permasalahan 

yang dihadapi mitra maka solusi 

yang ditawarkan adalah :

1. Sosialisas pentingnya koperasi 

dan pelatihan-pelatihan terkait 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan berupa pembukuan dan 

keuangan sederhana.

2. Pembentukan  koperasi dan men- 

daftarkan   ke kantor Notaris  se- 

hingga menjadi koperasi yang 

berbadan hukum;

3. Pembuatan proposal kegiatan 

dengan model  kemitraan ke  

BUMN atau pihak swasta.

Metode Pelaksanaan 

IbM ini menggunakan metode 

yang berjenis normatif-kualitatif, 

sehingga desain dan metodenya me- 

rupakan perpaduan antara metode 

pendekatan hukum (perundang- 

undangan) dan metode pendekatan 

sosiologis. Perspektif hukum nam- 

pak pada analisis terhadap berbagai 

peraturan perundangan-undangan 

bidang kehutanan khususnya tentang 

peran serta masyarakat sekitar hutan 

dalam pengelolaan, pemanfaatan, 

pengawasan sumber daya hutan, dan 

pelembagaannya. 

Dalam perspektif sosiologis maka 

analisis diarahkan pada hal-hal yang 

berkaitan dengan pembentukan 

mindset masyarakat sekitar hutan 

terhadap pendayagunaan hutan. 

Analisis akan difokuskan pada 

persepsi masyarakat tentang hutan, 

karakteristik masyarakat, dan apa 

yang ingin disuarakan, peran dan 

posisi yang jelas dari masyarakat 

berkaitan dengan pengelolaan, pe- 

manfaatan, dan pengawasan sumber 

daya hutan.

Metode yang digunakan dalam 

memperoleh data adalah dengan cara 

mengadakan Focus Group Discus-

sion (FGD), yakni dilakukan diskusi 

secara intensif dengan seluruh tokoh 

masyarakat dan anggota kelompok 

tani. Dalam mencari solusi peman-

faatan sumberdaya hutan digunakan  

model parsial. Model parsial adalah 

model diskusi di mana pemikiran, 

ide, atau kepentingan peserta FGD 

yang berbeda dieliminir hingga 

memiliki kesamaan pandangan. (Wa-

hyudi, 2006). Pemilihan model ini 

didasarkan atas alasan baik tokoh 

masyarakat maupun masyarakat 

kelompok tani pengguna sumber 

daya hutan agar tetap memiliki tang-

gung jawab sama dalam menjaga 

kelestarian sumber daya hutan.

Analisis normatif dilakukan de- 

ngan menganalisis bahan hukum 

primer dengan metode interpretasi 

teleologis  dan futuristik. Sedangkan 

pada analisis empiris akan  menggu-

nakan metode verstehen (pemaha-

man) dan diskusi. Data dan bahan 

hukumyang diperoleh akan dianalisis 

secara kualitatif.

Rangkaian pemikiran berikut di- 

ungkapkan sebagai disain penelitian 

yaitu disain untuk pelaksanaan 

pengelolaan hutan oleh kelompok 

tani Desa Geger Kecamatan Geger 

yang diharapkan dapat mensejahtera-

kan masyarakat sekitar hutan :

1. Memberi sosialisasi pada  masya- 

rakat dan mendiskusikan secara 

kritis tentang peran serta ma- 

syarakat dalam pengelolaan, pe- 

manfaatan dan pengawasan sum- 

ber daya hutan yang dijamin oleh 

UU Kehutanan;

2. Pemahaman perlunya aksi kolek-

tif bagi pemecahan masalah 

pemenuhan kebutuhan dalam hal 

pengelolaan, pemanfaatan, dan 

pengawasan sumber daya hutan 

dengan membentuk lembaga 

koperasi sebagai wadah kebersa-

maannya.

3. Dengan dilaksanakan aksi peman-

faatan dan pengelolaan hutan oleh 

kelompok tani secara bersama 

dalam wadah koperasi diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan 

para petani pada khususnya dan 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat sekitar hutan pada 

umumnya.   

Hasil dan Pembahasan
Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat sekitar hutan Keca-

matan geger Kabupaten Bangkalan 

layak untuk menjadi sasaran kegia-

tan pengabdian ini.Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberdayakan 

masyarakat sekitar hutan yang me- 

ngalami kesulitan dalam meningkat-

kan kemampuan mereka untuk 

meningkatkan permodalan dan kesu-

litan dalam memasarkan hasil-hasil 

pertanian mereka.

Pemberdayaan masyarakat sendi-

ri diartikan sebagai upaya untuk 

membantu masyarakat dalam me- 

ngembangkan kemampuan sendiri 

sehingga bebas dan mampu untuk 

mengatasi masalah dan mengambil 

keputusan secara pribadi. Dengan 

demikian pemberdayaan masyarakat 

ditujukan untuk mendorong tercip-

tanya kekuatan dan kemampuan 

lembaga masyarakat untuk secara 

mandiri mampu mengelola dirinya 

sendiri berdasarkan kebutuhan ma- 

syarakat itu sendiri, serta mampu 

mengatasi tantangan persoalan di 

masa yang akan datang.

Dasar pandangan strategi pem-

berdayaan masyarakat adalah bahwa 

upaya yang akan dilakukan harus 

diarahkan langsung pada akar perso-

alannya, yaitu meningkatkan ke- 

mampuan masyarakat. Bagian yang 

tertinggal dalam masyarakat harus 

ditingkatkan kemampuannya dengan 

mengembangkan dan mendinamim- 

sasikan potensinya, dengan kata lain 

memberdayakannya. (Ginanjar,  

1996).  Dalam konteks inilah maka 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan harus diberdayakan agar 

mereka dapat menjaga hutan seka-

ligus memanfaatkannya.Usaha pem-

berdayaan masyarakat harus diikuti 

dengan memperkuat potensi atau 

daya yang dimiliki masyarakat. 

Dalam kerangka ini dibutuhkan 

langkah-langkah yang lebih positif 

dan tidak hanya sekadar mencip-

takan iklim dan suasana. Pember-

dayaan bukan hanya meliputi 

penguatan individu anggota ma- 

syarakat, tetapi juga pranata-prana-

tanya, dalam hal ini pendirian kope- 

rasi merupakan alternatif yang tepat. 

Menanamkan nilai-nilai kerja keras, 

keterbukaan, hemat, kebertanggung-

jawaban adalah bagian pokok dari 

pemberdayaan.

Kegiatan yang telah dilakukan 

berupa pelatihan tentang koperasi 

dan pembukuan sederhana yang 

dapat diterima oleh masyarakat 

(warga) desa Geger Kecamatan 

Geger Kabupaten Bangkalan. Kegia-

tan yang sudah diterima oleh ma- 

syarakat diharapkan dapat mem-

bekali dalam mengelola koperasi 

sehingga dapat meningkatkan peng-

hasilan mereka. Pelatihan diseleng-

garakan dengan tujuan untuk 

menambah pengetahuan, keterampi-

lan dan kemampuan berusaha untuk 

dapat mengaktifkan usaha produktif 

dengan cara menngoptimalkan 

sumber daya yang ada. Dengan 

membuka lynk dengan Kelompok 

Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa 

Timur diharapkan dapat mendorong 

masyarakat menjadi produsen hasil- 

hasil perrtanian yang memiliki 

kepastian pasar.

Setelah selesai kegiatan pengab-

dian ini, diharapkan masyarakat 

sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan memiliki link 

atau jaringan yang dapat memasar-

kan hasil-hasil petanian mere-

ka.Oleh karena dalam kegiatan ini 

mencoba untuk membuka jaringan 

dengan Kelompok Tani Nelayan 

Andalan Jawa Timur. Dengan de- 

mikian diharapkan masyarakat dapat 

meningkatkan permodalan dan peng-

hasilan mereka. Di samping itu 

kegiatan ini berhasil membentuk 

koperasi bagi masyarakat sekitar 

hutan Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan.

Luaran dari kegiatan pengabdian 

ini adalah terbentuknya koperasi 

yang berbadan hukum.Untuk men- 

dapatkan permodalan diperlukan 

adanya kerjasama dengan lemba-

ga-lembaga terkait sebagai pembina 

dan penyandang dana. Hal ini tidak 

dapat dilakukan karena akta notaris 

pendirian koperasi yang menjadi 

salah satu persyaratan pengajuan 

proposal kerjasama belum mereka 

miliki. Di samping itu, terbentuknya 

koperasi diharapkan dapat merang-

sang nilai-nilai kerja keras, keterbu-

kaan, hemat, kebertanggungjawaban 

yang merupakan bagian pokok dari 

pemberdayaan masyarakat. (Karta-

sasmita, 1995)

Setelah dilakukan sosialisasi ten- 

tang pentingnya dan manfaat dari 

koperasi serta beberapa kali dilaku-

kan FGD,  maka hasil yang dicapai 

adalah :

1. Kesadaran masyarakat akan pent-

ingnya koperasi dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat.

 Dengan adanya kesadaran ma- 

syarakat tersebut diharapkan 

dapat menciptakan suasana atau 

iklim yang memungkinkan poten-

si masyarakat berkembang. 

Selama ini masyarakat tidak 

bergairah untuk berkoperasi 

sehingga koperasi ”mati suri”. 

Titik tolak penya- daran ini adalah 

pengenalan bahwa setiap manu-

sia, setiap masyarakat memiliki 

potensi yang dapat dikembang-

kan. Tidak ada masyarakat sama 

sekali tanpa daya. Pemberdayaan 

adalah upaya untuk membangun 

daya tersebut dengan cara men-

dorong, memotivasi dan mem-

bangkitkan kesadaran akan poten-

si yang dimiliki serta upaya 

mengembangkannya dengan 

”menghidupkan” kembali kopera-

si yang sudah ada.

2. Telah terbentuk koperasi ”Potre 

Koneng” pada 28 Agustus 2013, 

sedangkan tentang status badan 

hukum masih dalam proses 

pengurusan Akte Notaris tentang 

pendirian koperasi.

 Dengan adanya Akte Notaris bagi 

pendirian Koperasi ”Potre 

Koneng” adalah upaya untuk 

memperkuat potensi dan daya 

yang dimiliki oleh masyarakat 

desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan. Penguatan 

yang diupayakan adalah melalui 

Koperasi sebagai upaya pembu-

kaan akses kepada berbagai pelu-

ang antara lain Kelompok Tani 

Nelayan Andalan Jawa Timur. 

Sha- ring yang akan diberikan 

oleh Kelompok Tani Nelayan 

Andalan mulai dari tanaman atau 

budidaya apa yang memiliki pros-

pek pemasaran sampai pemasa-

rannya sendiri. Kegiatan pengab-

dian ini sudah melakukan pelati-

han manajemen sederhana yang 

dapat dipahami, diterima dan 

dilaksanakan sesuai dengan kebu-

tuhan masyarakat desa yang men-

jadi anggota koperasi.

 Dengan adanya koperasi diharap-

kan dapat dikembangkan sebagai 

badan usaha yang juga mengejar 

keuntungan walaupun perlu 

diperhatikan dalam mekanisme 

internal pembagian keuntungan 

diantara ang- gota perlu memper-

timbangkan aspek sosial dan 

kebersamaan. (Agnes, 2004). 

Dari segi materiil, keberadaan 

koperasi dirasa sangat membantu 

meningkatkan tingkat kesejahte- 

raan para anggota baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Selanjutnya Agnes menggambar-

kan bahwa Sisa Hasil Usaha yang  

merupakan keuntungan koperasi 

akan dibagikan kepada semua 

sesuai dengan partisipasi anggota 

dalam jenis usaha yang dikem-

bangkan oleh koperasi tersebut. 

Masih menurut Agnes, misalnya 

dalam usaha simpan pinjam, 

anggota yang frekuensi dan 

jumlah pinjamannya besar, yang 

bersangkutan akan mendapatkan 

bagian keuntungan lebih besar 

dibandingkan dengan anggota 

lain yang partisipasinya. Dengan 

prinsi-prinsip yang dikembang-

kan dalam koperasi diharapkan 

masyarakat makin bergairah 

dalam berusaha meningkatkan 

hasil pertaniannya untuk dapat 

meningkatkan partisipasinya 

dalam berkoperasi. Terpenting 

pula gairah masyarakat dapat 

menghidupkan kembali koperasi 

yang sudah ”mati suri” tersebut.

 Untuk menorong masyarakat ak- 

tif dalam kegiatan koperasi Tim 

Peneliti telah melakukan kegiatan 

: a) Pelatihan proses pembentukan 

koperasi sebagai bekal pengeta-

huan maupun tentang tahapan dan 

per- syaratan pendirian koperasi, 

yang diberikan sebelum terben-

tuknya ko- perasi; b) Pelatihan 

manajemen keuangan sederhana.

3. Terungkap bahwa banyak mas-

yarakat sekitar hutan yang belum 

dilibatkan dalam program PHBM 

Perum Perhutani Unit II Jawa 

Timur KPH Madura.

 Melalui kegiatan pengabdian  ini 

berupaya untuk mengikutkan ma- 

syarakat Desa Geger, Kecamatan 

Geger, Kabupaten Bangkalan pro- 

gram PHBM. Upaya ini disambut 

baik oleh Kepala Perum Perhutani 

Unit II Jawa Timur KPH Madura. 

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai, Tim tetap  mengupayakan 

kegiatan masyarakat desa masih 

ada keberlanjutan melalui kegia-

tan serupa.

Melihat antusiame masyarakat 

terhadap program pengabdian ini di 

satu sisi dan adanya Program Penge-

lolaan Hutan Bersama Masyarakat 

(PHBM) dari Perum Perhutani, maka 

Tim Pengusul akan  membantu  ma- 

syarakat sekitar hutan untuk menga-

jukan  program tersebut.

Hasil dari beberapa kali dialog 

dengan Kepala Perum Perhutani 

KPH Madura dapat diungkapkan 

bahwa sesungguhnya Perum Per- 

hutani sendiri mengalami berbagai 

kendala dalam mengelola dan 

melakukan pengawasan terhadap 

kawasan hutan yang menjadi wewe- 

nangnya. Bak ”gayung bersambut” 

niat Tim Pengusul untuk membantu  

masyarakat dalam memanfaatkan 

kawasan hutan yang menjadi 

wewenang  Perum Perhutani disam-

but dengan antusiasme pula.  Perum 

Perhutani  KPH Madura merupakan 

bagian dari Perum Perhutani  Unit II 

Jawa Timur seluas 47.121,20 Ha. 

KPH Madura menghadapi beberapa 

permasalahan sebagai berikut :

1. Luas lahan yang kosong, ber- 

dasarkan hasil Audit Potensi 2008 

seluas 4.444,67 Ha dan diupaya-

kan untuk dilakukan penanaman;

2. Sengketa tanah s/d bulan April 

2009 seluas 1.600,09 Ha. Penye- 

lesaian sudah dan akan terus 

dilakukan koordinasi dengan 

aparat dan instansi terkait serta 

penegak hukum lainnya. Akan 

tetapi sampai saat ini belum 

menunjukkan hasil yang me- 

muaskan.

3. Aksesibilitas yang rendah/terba-

tas disebabkan wilayah kerja 

terletak di kepulauan berdampak 

pada angka kerawanan hutan dan 

besarnya biaya pengelolaan hutan 

bila dibandingkan dengan KPH 

lainnya.

4. Potensi SDM KPH Madura masih 

rendah yang didominasi karya- 

wan non pegawai.

5. Secara umum keadaan KPH 

Madura sangat berbeda diban- 

dingkan dengan KPH lainnya 

yang ada di Pulau Jawa yang 

berbeda kondisi iklim dan tanah- 

nya.

6. Kondisi tanah kawasan KPH 

Madura secara umum tandus dan 

gersang dengan ciri-ciri yang 

dangkal, sarang, dan berbatu, 

miskin humus.

7. Iklim : Ferguson dalam tipe iklim 

C dan D.(Perum Perhutani KPH 

Madura, 2010)

Dengan permasalahan yang diha-

dapi tidak mungkin KPH Madura 

menyelesaikannya sendiri di satu sisi 

dan pada sisi lain kurangnya keterli-

batan masyarakat dalam pengelolaan 

sumber daya hutan, menyebabkan 

tidak adanya rasa memiliki dan sulit 

mencapai pengelolaan hutan lestari. 

Apabila kerjasama tersebut dapat 

dilaksanakan maka diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masya- 

rakat sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan.

Kegiatan pengabdian ini juga 

telah merintis kerja sama dengan 

Kelompok Tani Nelayan Andalam 

(KTNA)  Propinsi Jawa Timur. Sha- 

ring yang akan diberikan oleh KTNA 

adalah masyarakat akan diikutser-

takan program-program pelatihan 

dan pemasaran hasil pertanian.

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai melalui kegiatan semacam pe- 

ngabdian ini, Tim berupaya untuk 

mengikutsertakan masyarakat desa 

Geger Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan dalam program PHBM 

dari Perum Perhutani. Program 

PHBM diantaranya terdapat program 

pemberdayaan masyarakat dalam 

bentuk peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan dan pengembangan 

ekonomi kerakyatan.(Irawanti, 2010) 

Dengan Akte Pendirian koperasi 

yang legal diharapkan dapat menjadi 

modal bagi anggota koperasi untuk 

mempertemukan dengan lembaga 

keuangan atau perkreditan yang  

mampu dan bersedia melayani kebu-

tuhan permodalan. Tersedianya lem- 

baga keuangan yang memberi laya- 

nan pinjaman untuk peningkatan 

permodalan merupakan mitra pen- 

ting bagi masyarakat.

Di desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan terdapat 

kawasan hutan milik Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura 

yang terbengkalai belum dimanfaat-

kan untuk melaksanakan program 

PHBM. Kepala Perhutani sangat  

menyambut dengan baik apabila ke- 

giatan ini dilanjutkan dan Tim Pe- 

ngusul berperan sebagai fasilitator. 

Jalinan kerjasama dengan Perum 

Perhutani bisa dalam bentuk memin-

jam kawasan hutan yang ada. 

Dengan demikian masyarakat dapat 

memanfaatkan kawasan hutan yang 

ada yang akan memberi peluang dan 

kesempatan masyarakat untuk me- 

ningkatkan hasil pertaniannya.

Dari kegiatan pengabdian ini, 

terungkap bahwa PHBM merupakan 

sesuatu yang masih baru bagi ma- 

syarakat maupun Perum Perhutani 

sendiri, sehingga implementasinya 

tidak terbebas dari berbagai kendala. 

PHBM seringkali belum dipahami 

oleh seluruh jajaran Perhutani teruta-

ma pada tataran operasional, atau ada 

sebagian pejabat Perhutani masih 

memiliki perasaan tidak ikhlas untuk 

berbagi dengan masyarakat atau 

pihak (Asisten Direktur Produksi 

Perhutani, 2006). Tidak demikian 

halnya dengan Kepala Perum Per- 

hutani Unit II Jatim KPH Madura, 

menyambut baik keinginan dari Tim 

Pengusul, beliau mengistilahkan 

sebagai “bak gayung bersambut” 

dengan keinginan Tim. Sambutan 

yang begitu antusias hendaknya juga 

didukung Pemda Kabupaten Bang-

kalan jangan sampai kemudian ada 

pemikiran bahwa PHBM hanya men-

jadi urusan Perhutani saja. PHBM 

yang diharapkan dapat diimplemen-

tasikan ke seluruh desa-desa yang 

ada di sekitar hutan, di seluruh 

wilayah Madura, dapat dirasakan 

manfaatnya baik oleh masyarakat 

sekitar hutan, Perhutani, Pemerintah 

Kabupaten Bangkalan dan pihak 

yang berkepentingan lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pendampingan 

selama ini, masyarakat sekitar hutan 

khususnya Kecamatan Geger dan di 

beberapa kawasan hutan lainnya 

sangat membutuhkan pemberdayaan 

baik dari aspek pengetahuan maupun 

permodalan dalam upaya meningkat-

kan kesejahteraan hidup mereka. 

Keinginan masyarakat ini memiliki 

peluang yang sangat besar, yaitu 

khususnya untuk dilibatkan dalam 

Program PHBM dari Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura.

Sebaiknya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bangkalan secara khusus 

memperhatikan kondisi dan peluang 

yang ada dengan menjadikan Perum 

Perhutani sebagai mitra dalam upaya 

memberdayakan masyarakat sekitar 

hutan. Program PHBM penting 

untuk dilakukan secara menyeluruh 

untuk memberdayakan masyarakat 

sekitar hutan karena hampir semua 

masyarakat sekitar hutan belum 

pernah dilibatkan dalam pelaksanaan 

program PHBM dari Perum Perhuta-

ni tersebut.
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Pendahuluan

Pertunangan merupakan persetu-

juan antara kedua belah pihak, 

dimana mereka satu sama lain 

bertimbal berjanji mengadakan 

pekawinan yang telah ditentukan 

hari, tanggal, bulan, tahun, besar 

mahar dan sebagainya. Dalam 

Hukum  Adat, pertunangan tidaklah 

sama dengan perkawinan, dalam 

perkawinan pasangan suami istri itu 

sudah sah untuk melakukan hubu- 

ngan suami istri, namun dalam 

pertunangan, tujuannya tidaklah 

melegalkan hubungan suami istri, 

melainkan perjanjian awal untuk 

melakukan perkawinan. Jika  pihak  

perempuan tidak menepati janjinya, 

maka ia harus mengembalikan segala 

bentuk peningset yang diberikan 

kepadanya, tapi jika yang tidak 

menepati janjinya adalah pihak 

laki-laki, pihak perempuan tidak 

perlu mengembalikan apa yang 

sudah diberikan pihak laki-laki 

kepadanya.  

Terlepas dari  itu semua, ternyata 

di Desa Sitiarjo, yang mayoritas 

penduduknya beragama Kristen, ada 

fenomena yang menarik, yaitu pada 

masa pertunangan masyarakat desa 

tersebut sudah membolehkan pasa- 

ngan tinggal serumah. Oleh karena 

itu dalam penelitian ini mengkaji: 1) 

Apakah faktor dominan penyebab 

terjadinya penyimpangan karakteris-

tik sosio religius hukum adat dalam 

pelaksanaan pertunangan relevansi- 

nya dengan agama Kristen di Desa 

Sitiarjo Kecamatan Sumber Manjing  

Kabupaten Malang ; 2) Apakah 

upaya yang telah dan akan dilakukan 

oleh pemuka agama Kristen dan 

pemangku kepentingan untuk me- 

ngurangi angka kehamilan sebelum 

perkawinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan peneli-

tian yuridis antropologis, yaitu pene-

litian hukum yang dikaitkan dengan 

budaya masyarakat setempat yang 

sudah membolehkan pasangan yang 

masa bertunangan untuk tinggal 

serumah khususnya masyarakat yang 

beragama Kristen di Desa Sitiarjo 

Kecamatan Sumber Manjing  Kabu-

paten  Malang.  

Hasil dan Pembahasan
Pertunangan Menurut Hukum 
Adat

Pertunangan adalah merupakan 

suatu keadaan yang  bersifat khusus 

di Indonesia dan biasanya mendahu-

lui dilangsungkannya suatu perka- 

winan. Stadium fase II timbul setelah 

ada persetujuan antara kedua fihak 

yaitu fihak keluarga calon suami dan 

pihak kelarga calon istri untuk me- 

ngadakan perkawinan. Sedangkan, 

terhadap persetujuan ini dicapai oleh 

kedua pihak setelah dahulu ada suatu 

lamaran, yaitu suatu permintaan atau 

pertimbangan yang  dikemukakan 

oleh pihak laki-laki kepada pihak 

perempuan. Pada umumnya lamaran 

demikian tersebut dilakukan oleh 

seorang utusan yang mewakili kelu-

arga pihak laki-laki yaitu anggota 

keluarga yang dekat serta sudah 

berumur. Apabila pertemuan pertama 

ini berjalan lancar artinya dicapai 

kesepakatan yang dimaksudkan 

maka biasanya diadakan pertuna- 

ngan lebih dahulu sebelum perka- 

winan dilangsungkan (Wignyodi-

puro, 1988).

Menurut hukum adat pertunangan 

baru mengikat apabila dari pihak 

laki-laki sudah memberikan kepada 

pihak perempuan suatu tanda pe- 

ngikat (penyancang yang kelihatan 

yaitu “panjer” atau “peningset”) 

istilah di Jawa.

Adapun tanda pengikat tersebut 

adalah dengan diberikan secara 

timbal balik “pertukaran cincin” 

sebagai saat dimulainya secara resmi 

fase pertunangan. Hal ini sesuai 

dengan sifat dari hukum adat secara 

umum yaitu bahwa mentalitas yang 

menjiwai hukum adat adalah  sifat 

kongkrit, maksudnya tiap-tiap per- 

buatan atau keinginan atas hubu- 

ngan-hubungan tertentu dinyatakan 

dengan benda-benda berwujud. 

Tentu saja hal tersebut disamping 

sifat religio magis, komersial dan 

kontan. (Saragih, 1984).

Adapun akibat dari pertunangan  

ini adalah bahwa kedua belah pihak 

telah terikat untuk melakukan 

perkawinan. Tapi ikatan itu tidak 

berarti bahwa kedua pihak tidak 

boleh tidak, harus melakukan 

perkawinan. Dengan kata lain 

pertunangan yang dilakukan itu 

masih mungkin dibatalkan dalam 

hal-hal sebagai berikut :1) apabila 

pembatalan itu memang  menjadi 

kehendak kedua pihak setelah 

pertunangan berjalan beberapa wak- 

tu  lamanya; 2) apabila salah satu 

pihak tidak memenuhi janjinya sean-

dainya yang  menerima tanda jadi 

ingkar janji maka harus mengemba-

likan sejumlah atau berlipat dari 

yang diterimanya. Sedangkan apabi-

la yang tidak memenuhi janji pem-

beri maka tidak ada kewajiban untuk 

memberikan pemberian. 

Perkawinan menurut Hukum 
Adat

Sahnya perkawinan menurut 

hukum adat bagi masyarakat hukum 

adat di Indonesia pada umumnya 

bagi penganut agama tergantung 

pada agama yang dianut masyarakat 

adat bersangkutan. Maksudnya jika 

telah dilaksanakan menurut tata- 

tertib hukum agamanya, maka 

perkawinan itu sudah sah menurut 

hukum adat. Kecuali bagi mereka 

yang belum menganut agama yang 

diakui pemerintah, seperti halnya 

mereka yang masih menganut keper-

cayaan agama lama (kuno) seperti 

'sipelebegu' (pemuja roh) di kala- 

ngan orang Batak (perhatikan J.C. 

Vergouwen, 1986:81) atau agama 

Kaharingan di kalangan orang-orang 

Dayak Kalimantan Tengah dan lain- 

nya. maka perkawinan yang dilaku-

kan menurut tata tertib adat/agama 

mereka itu adalah sah menurut 

hukum adat setempat.

Hanya saja walaupun sudah sah 

menurut agama kepercayaan yang 

dianut masyarakat adat belum tentu 

sah menjadi warga adat dari ma- 

syarakat adat bersangkutan. Pada 

masyarakat Lampung beradat pepa-

dun, walaupun perkawinan suami 

isteri itu sudah sah dilaksanakan 

menurut Hukum Islam, apabila 

kedua mempelai belum diresmikan 

masuk menjadi warga adat (kugruk 

adat) Lampung berarti mereka belum 

diakui sebagai warga kekerabatan 

adat.

Upacara meresmikan masuk men-

jadi warga adat ini merupakan 

upacara perkawinan adat. di kala- 

ngan orang Lampung Tulang bawang 

upacara perkawinan adat ini dilak-

sanakan dengan acara 'mosok majew' 

(menyuap mempelai) dengan sila', 

yaitu kedua mempelai didudukkan di 

atas kasur pengawinan, biasanya di 

hadapan puwade tahta mempelai) 

menghadapi sepiring besar nasi 

dengan lauk pauk daging, hati 

kcrbau, ayam panggang dan lainnya, 

air minum segelas untuk mereka 

minum. Kedua mempelai duduk 

bersanding di pertemukan lututnya 

(tindih sila) disaksikan para pemuka 

adat, terutama kaum ibu dari kerabat 

kedua pihak yang mengikat tali 

perkawinan. (Hadikusumo, 1990).

 Menurut Hukum Kristen/Katolik 

Perkawinan itu sah apabila syarat- 

syarat yang telah ditentukan di- 

penuhi dan perkawinannya dilak-

sanakan di hadapan Pastur yang 

dihadiri oleh dua orang saksi. Saat 

sahnya perkawinan itu ialah pada 

saat perkawinan itu diteguhkan oleh 

Imam/Pastur dengan mengucapkan 

janji bersatu. Untuk dapat disahkan 

perkawinan itu maka kedua mempe-

lai harus sudah dibaptis (Kan. 

1055:2), ada kesepakatan antara 

kedua mempelai (Kan. 1057:2), tidak 

ada kekeliruan tentang diri orangnya 

(Kan. 1097:1), tidak ada paksaan 

(Kan. 1103), telah berumur 16 (enam 

belas) tahun bagi pria dan telah beru-

mur 14 (empat belas) tahun bagi 

wanita (Kan.1083:1), salah satu atau 

kedua calon suami isteri itu tidak 

terikat perkawinan sebelumnya 

(Kan. 1086: 1). Perkawinan dilaku-

kan di hadapan Pastur dan disaksikan 

oleh dua orang saksi (Kan.1108:1). 

(Perhatikan juga Sukiran, 1987: 

40-41.)

Di dalam agama Katolik perjan- 

jian perkawinan yang penting adalah 

di mana pria dan wanita yang 

melakukan perkawinan berjanji akan 

membentuk kebersamaan seluruh 

hidup (consorsiir totius vitae) di 

antara mereka menurut sifat kodrat- 

nya terasa pada kesejahteraan suami 

isteri serta pada kelahiran dan pendi-

dikan anak (Kanon 1055: 1). Teruta-

ma dalam perkawinan campur, di 

mana salah satu mempelai tidak 

dibaptis agar yang menganut agama 

Katolik berjanji menjauhi bahaya 

meninggalkan iman dan akan berusa-

ha sekuatnya mendidik anak dalam 

Katolik.

Di dalam agama Kristen, faham 

tentang perkawinan dari abad ke 

abad mengalami perkembangan dan 

perubahan yang  mendalam dan 

sampai sekarang juga tidak sepenuh- 

nya sama di dalam berbagai gereja 

(Prawirohamidjojo, 1996). Hal yang  

menjadi prinsip terhadap perkawinan 

menurut agama Kristen adalah 

sebagai persekutuan hidup pria dan 

wanita yang monogam yang diarah-

kan ke arah reproduksi sebagai tata 

ciptaan Tuhan yang disucikan oleh 

Kristus yang memperoleh arti kea- 

gamaan khusus. Oleh karena dalam 

agama Kristen, perkawinan selalu 

dipandang sebagai tata dari Tuhan 

sejak permulaan adanya manusia 

(Gen 1:27, Matt, 19:4-6).

Di dalam agama Hindu hukum 

yang mengatur khusus tentang 

perjanjian perkawinan tidak ada, 

tetapi yang jelas apabila ada perjan- 

jian yang dibuat bertentangan 

dengan larangan dalam agama 

.Hindu maka perjanjian itu tidak sah. 

Misalnya di dalam kawinan campu-

ran antara agama yang berbeda 

dijanjikan setelah perkawinan dalam 

upacara agama  Hindu akan dilaku-

kan  lagi perkawinan dalam upacara 

agama lain, perjanjian serupa ini 

tidak sah, seperti dikatakan G. Pudja 

Bagi pengesahan suatu perkawinan 

menurut hukum Hindu tidak ada 

suatu escape clause yang  dimung- 

kinkan bagi Brahmana untuk 

melakukan pengesahan upacara 

perkawinan ,yang dilakukan kalau 

antara kedua mempelai itu terdapat 

perbedaan agama (G. Pudja, 1975: 

24).

Begitu pula dalam agama Buddha 

Indonesia menurut hukum perka- 

winannya (HPAB) yang telah disah-

kan pada tanggal 1 Juni. 1977 dan 

terdiri dari XIV Bab dan 62 pasal itu 

ada khusus tentang perjanjian dalam 

ikatan perkawinan, hal mana berarti 

terserah kepada para pihak yang 

bersangkutan, asal  perjanjian yang 

dibuat itu tidak bertentangan dengan 

agama Buddha Indonesia, UU No. 1 

Tahun1974 dan kepentingan umum.

Perkawinan menurut UU No. 1 
Tahun 1974

Sebagai dasar dan tujuan perka- 

winan, UU memberikan batasan 

seperti yang tercantum dalam pasal 1 

UU No. 1/1974 yaitu perkawinan  

ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang berbahagia dan kekal berdasar-

kan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konsep Perkawinan Menurut 
Agama Kristen

Berdasarkan  konsep perkawinan 

menurut Agama Kristen, perkawinan 

itu ikatan suci yang berasal dari 

Tuhan, jadi bukan semata mata 

prilaku manusia, sehingga apa yang 

sudah disatukan oleh Tuhan tidak 

bisa dipisahkan oleh siapapun terma-

suk oleh manusia, kecuali maut.

Dalam Agama Kristen juga me- 

nganjurkan perkawinan dan mela-

rang umatnya berzina, seperti yang 

tertulis di dalam Keluaran Pasal 22 

ayat 16 :”Apabila seseorang  mem-

bujuk seorang perempuan anak 

perawan yang belum bertunangan 

dan tidur dengan dia maka haruslah 

dia mengambilnya sebagai istrinya 

dengan membayar mas kawin”. Ayat 

17nya mengemukakan ”Jika ayah 

perempuan sungguh sungguh meno-

lak memberikan kepadanya maka ia 

juga harus mengembalikan perak 

kepada- nya” (Suhariningsih, 2008).

Gambaran Umum Desa Sitiarjo

Berdasarkan pengamatan di 

lokasi penelitian dan wawancara 

dengan tokoh agama dan masyarakat 

diperoleh informasi sebagai berikut. 

Desa Sitiarjo merupakan salah satu 

desa dari 15 desa yang ada di Keca-

matan Sumber Manjing Kabupaten 

Malang. Selengkapnya, 14 desa yang 

lain adalah sebagai berikut :1) Desa 

Druju 2) Desa Sumber Manjing; 3) 

Desa Harjokuncaran/Telogorejo; 4) 

Desa Argo Tirto; 5) Desa Tambak 

Rejo ; 6) Desa Krdung Banteng ; 7) 

Desa Sidoasri; 8)Desa Tambak Asri; 

9) Desa Klepu; 10) Desa Tegal Rejo; 

11) Desa Sekar Banyu; 12) Desa 

Ringin Sari; 13) Desa Ringin 

Kembar; 14) Desa Sumber Agung 

Di Desa Sitiarjo sendiri terdiri 

dari dua dukuh yaitu :1) Dukuh 

Krajan ; 2) Dukuh Rowotratih. Dua 

dukuh tersebut terdiri dari 14 Rukun 

Warga (RW), dan dari 14 RW terse-

but terdapat 24 Rukun Tetangga 

(RT). Penduduk Desa Sitiarjo 

berjumlah ± 6.000 orang atau sekitar 

2.279 Kepala Keluarga. Dari seluruh 

penduduk Desa Sitiarjo, mayoritas 

yaitu 90 % beragama Nasrani, 

sementara sisanya 10 % beragama 

Islam. Biasanya yang beragama 

Islam adalah para pendatang bukan 

penduduk asli Desa Sitiarjo.

Jumlah penduduk yang  mayori-

tas beragama Nasrani ini dapat juga 

dilihat dari banyaknya bangunan 

gereja yang ada di  sebuah desa 

terpencil di puncak bukit dan tepi 

pantai itu. Ada lebih dari 5 gereja 

yang ada di desa itu, dan gereja yang 

tertua di desa tersebut sudah berusia 

lebih dari 2 abad (200 tahun). Hal itu 

menunjukkan bahwa memang sudah 

sangat lama penduduk Desa Sitiarjo 

memeluk agama Nasrani, yaitu sejak 

jaman penjajahan Belanda.

Lokasi desa yang berada di 

puncak bukit berkapur dan gersang 

itu dahulunya terkenal sebagai 

daerah minus, dimana penduduknya 

hidup sangat miskin. Tapi sekarang 

kondisinya sangat jauh berbeda, di 

desa yang sangat terpencil itu ternya-

ta bangunan rumahnya sangat bagus 

dan mewah. Hal itu disebabkan, 

sejak tahun 1980 an penduduk desa 

tersebut terutama yang perempuan, 

banyak yang menjadi pembantu 

rumah tangga di Hongkong. Oleh 

karena itu,  tidak mengherankan, jika 

di desa yang sangat jauh dari pusat 

kota itu ternyata juga ada Perusahaan 

Jasa Pengerah Tenaga Kerja Indone-

sia ke Luar Negeri.

Faktor Dominan Penyebab Terja- 
dinya Penyimpangan Karakteris-
tik Sosio Religius Hukum Adat 
Dalam Pelaksanaan Per- tunangan 
Relevansinya Dengan Agama 
Kristen di Desa Sitiarjo Keca-
matan Sumber Manjing  Kabupa- 
ten  Malang 

Dari hasil penelitian melalui 

pengamatan dan wawancara kepada 

tokoh agama dan masyarakat di 

lokasi penelitian dijumpai hal-hal 

yang sangat unik dan menarik, yang 

membedakan Desa Sitiarjo dengan 

desa yang lain.

Praktek Pelaksanaan Pertuna- 
ngan di Desa Sitiarjo 

Pertunangan merupakan suatu 

proses awal yang dilakukan oleh 

sebagian besar masyarakat atau 

kelompok masyarakat untuk menuju 

sebuah perkawinan. Begitu juga 

dengan masyarakat yang ada di Desa 

Sitiarjo, untuk menuju sebuah lem- 

baga perkawinan, mereka melakukan 

proses lamaran yang biasanya dari 

keluarga laki-laki kepada keluarga 

perempuan, di rumah keluarga 

perempuan. Setelah melalui proses  

lamaran, mereka akan mengumum-

kan pertunangan mereka di gereja 

dimana mereka menjadi jamaat, 

selama tiga minggu berturut-turut. 

Oleh karena itu, semua  jamaat selalu 

mengetahui kalau seseorang itu 

sedang bertunangan dengan orang 

lain.

Pada saat pertunangan itu,  pende-

ta akan memberikan nasehat kepada 

calon pengantin, bahwa meskipun 

mereka sudah bertunangan tetapi 

mereka belum boleh melakukan  

hubungan  intim selayaknya hubu- 

ngan suami istri. Nasehat juga diberi-

kan oleh orang  yang  menjadi saksi 

pertunangan mereka yang nantinya 

juga akan  menjadi saksi pada saat 

mereka menikah. Nasehatnya hampir 

sama dengan nasehat yang diberikan 

oleh pendeta.

Pada saat pertunangan biasanya 

ditentukan hari ”H” perkawinannya, 

atau istilah lokalnya disebut, ”teg- 

tegan hari/tanggal”, biasanya tiga 

bulan setelah tanggal pertunangan. 

Akan tetapi ada juga, tetapi jumlah- 

nya sedikit, yang pada saat pertuna- 

ngan belum ditentukan tanggal 

perkawinannya dengan pasti. Hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh 

Modin Hari berikut ini, ”menawi 

tunangan biasanipun sebagian besar 

sampun teg tegan dinten, nggih 

wonten sing dereng tapi jumlah 

nipun kedik”

Jika tanggal perkawinannya su- 

dah ditentukan pada saat pertuna-  

ngan di gereja, 90 % pasangan calon 

pengantin ini sudah tinggal serumah, 

biasanya di rumah pihak perempuan, 

meskipun ada juga  yang tinggal di 

rumah pihak laki-laki. Menanggapi 

pasangan yang belum menikah tapi 

tinggal serumah ini penduduk sekitar 

dan tokoh masyarakat setempat me- 

nganggap itu sudah biasa, tidak ada 

masalah karena mereka sudah 

bertunangan. Hal ini berdasarkan 

hasil wawancara dengan Modin Hari 

yang dalam bahasa aslinya sebagai 

berikut : ”Menawi sampun teg tegan 

dinten pas tunangan wonten gerejo, 

90 % calon manten meniko sampun 

tinggal bareng biasanipun  wonten 

daleme ingkang estri, mersani kados 

mekaten tokoh masyarakat lan ma- 

syarakat biasa mawon, amargi 

sampun tunangan”.

Akibat perilaku calon pengantin 

dan tanggapan masyarakat seperti itu 

tidak jarang pada saat mereka 

menikah banyak yang sudah hamil. 

Meskipun tidak hamil, dipastikan 

bahwa 90 % pasangan yang sudah 

bertunangan dan tinggal satu rumah 

sudah  melakukan hubungan seksual. 

Hal ini berdasarkan hasil wawancara 

dengan Pak Hari, modin yang ada di 

desa tersebut. Pak Hari mengetahui 

dengan pasti, karena pada saat 

mereka mengurus surat pernikahan 

untuk menikah di gereja, mereka 

harus mendaftar melalui Pak Modin 

Hari. Setiap ada calon pengantin 

yang  mendaftar, pak modin selalu 

menanyakan apakah mereka sudah 

melakukan hubungan seksual atau 

belum. Yang mencengangkan, 90 % 

dari mereka mengaku telah melaku-

kan hubungan seksual dengan 

pasangannya. Pertanyaan ini diaju-

kan oleh Pak modin, karena jika 

pihak perempuannya sedang hamil, 

maka sebelum proses pernikahan 

dilakukan, mereka harus melakukan 

pertaubatan di gereja yang di- 

saksikan oleh semua jamaat. Seperti 

duangkapkan dalam bahasa aslinya, 

”nggih  terus terang kula  tangleti, 

kedah jujur kalian kulo, amargi 

menawi ingkang estri sampun  

mbobot nggih kedah nglampahi 

pertobatan rumiyin sakdereangipun 

nikah”.

Akan tetapi, meskipun mereka 

telah  melakukan hubungan seksual 

sebelum menikah tetapi jika pihak 

perempuannya tidak hamil, mereka 

tidak perlu melakukan pertaubatan. 

Dan, menurut Pak modin, anak muda 

sekarang sudah sangat pandai se- 

hingga meskipun hampir seluruh 

pasangan sudah melakukan hubu- 

ngan seksual sebelum menikah, 

pihak perempuannya hanya sedikit 

yang hamil, sekitar 1-5 kasus perta-

hun, padahal angka perkawinan 

sangat tinggi, yaitu bisa sampai 5 

pasangan setiap hari yang  mendaftar 

ke pak  modin untuk menikah, hal ini 

dikarenakan mereka sudah menggu-

nakan alat kontrasepsi sebelum 

menikah. Hal ini seperti diuangkap-

kan Pak Modin Hari berikut ini, 

”lare sakniki lak pun pinter pinter a 

bu, dibanding lare jaman singen, lek 

singen kathah ingkang mbobot, 

menawi sak meniko namun kedik 

amargi KB meniko”

Proses Perkawinan di Desa Sitiar-
jo

Bagi pasangan yang akan 

melangsungkan perkawinan di desa 

Sitiarjo, mereka harus mendaftar 

melalui pak modin. Di desa tersebut 

Pak modin ada dua, yang satu khusus 

untuk umat Nasrani, yaitu Pak Hari, 

dan yang beragama Islam ke pak 

modin Islam, yaitu Pak Wahyudi. 

Sesuai dengan fokus peneitian ini, 

maka perkawinan umat Islam tidak 

diteliti lebih jauh, karena fokus pene-

litian ini berkaitan dengan penyim-

pangan karakteristik sosio religius 

hukum adat dalam pelaksanaan 

pertunangan relevansinya dengan 

agama kristen di Desa Sitiarjo Keca-

matan Sumber Manjing  Kabupaten  

Malang . Pada saat mendaftar ke Pak 

modin untuk menikah di gereja, 

pasangan calon pengantin harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut : 1) Foto copy Akte Kelahiran 

masing-masing 1 lembar (bagi yang 

punya, bagi yang tidak foto copy 

surat nikah orang tua ditambah Surat 

kelahiran Desa); 2) Foto copy Kartu 

Keluarga; 3) Foto copy  KTP calon 

pengantin  masing-masing 2 lembar; 

4) Foto copy KTP saksi masing- 

masing; 5) Foto copy Bukbaktis ma- 

sing-masing; 6) Kartu TT dari bidan, 

yang pertama dan kedua; 7) Pas foto 

berjajar ukuran 4 x 6 seba- nyak 8 

lembar.

Pada saat  mendaftar itulah pak 

modin akan menanyakan apakah 

mereka sudah melakukan hubungan 

suami istri atau belum. Pertanyaan 

ini diajukan oleh pak modin karena 

jika mereka sudah melakukan  

hubungan suami istri dan pihak 

perempuannya sudah hamil, maka 

sebelum proses pemberkatan per- 

kawinan,  mereka harus melakukan 

upacara pertobatan. Upacara perto-

batan yang lebih dulu harus dilaku-

kan ini jika pernikahan itu dilakukan 

di Gereja Kristen Jawi Wetan 

(GKJW). Sementara jika pernikahan 

dilakukan di gereja lain, tidak perlu 

dilakukan upacara pertobatan, 

meskipun calon pengantin perem-

puannya telah hamil lebih dulu. Dari 

hasil penelitian diketahui bahwa, di 

Desa Sitiarjo terdapat beberapa 

aliran dalam Nasrani, yaitu : GKJW, 

Tabatnakel, Pantekosta dan Bethel.

Dari ke empat aliran itu hanya 

Gereja Kristen Jawi Wetan yang 

mewajibkan upacara pertobatan bagi 

pasangan yang sudah hamil sebelum 

menikah, karena hanya GKJW yang 

mempunyai ”Toto Pranoto” acara 

pernikahan. Upacara  pertobatan itu 

dilakukan dengan cara, kedua calon 

pengantin sebelum upacara pernika-

han, dengan mengenakan busana 

pengantin, membacakan penyesalan- 

nya karena telah melakukan perbua-

tan dosa, yaitu melakukan hubungan 

suami istri sebelum menikah. Isi dari 

kata-kata penyesalannya itu sudah 

ada formnya yang ditetapkan oleh 

gereja, tetapi biasanya ditambahi 

oleh calon pengantin sesuai dengan 

rasa penyesalannya. Pembacaan 

pertobatan itu dilakukan di gereja di 

hadapan semua jemaat. Rasa penye-

salan yang  dibacakan  itu biasanya 

akan  membuat haru jemaat yang 

hadir, sehingga mereka sering kali 

menangis ketika ada yang memba-

cakan pertobatan.

Setelah pembacaan pertobatan 

tersebut, baru dapat dimulai acara 

pemberkatan perkawinannya. Per- 

kawinan itu harus disaksikan oleh 

dua orang saksi. Saksi ini merupakan 

orang yang dituakan di wilayahnya 

karena mereka juga yang akan mem-

berikan nasehat ketika rumah tangga 

mreka nanti dalam masalah. Syarat 

untuk menjadi saksi adalah tidak ada 

hubungan saudara dengan pengantin. 

Berbeda dengan perkawinan umat 

Islam, perkawinan di gereja tidak 

memerlukan  wali atau orang tua dari 

pengantin. Jadi bisa saja terjadi 

penikahan yang tidak disetujui/ 

direstui atau tidak dihadiri orang 

tuanya bisa terlaksana di gereja. 

Orang yang biasa menjadi saksi 

pernikahan adalah sebagai berikut : 

1) Pak Nyoto Aji (Tokoh Masyarakat 

Setempat); 2) Pak Suraji (Tokoh 

Masyarakat Setempat); 3) Pak Modin 

itu sendiri.  

Setelah itu, pengantin akan  men- 

dapatkan Surat Pemberkatan Nikah 

dari gereja. Perkawinan tidak lang- 

sung dicatatkan ke Kantor Catatan 

Sipil, tapi biasanya dilakukan sebu-

lan sekali oleh pendeta, jadi tidak 

dilakukan oleh pengantin itu sendiri. 

Pengantin itu diwajibkan membayar 

sejumlah Rp. 300.000,- (yang 

menurut sebagian masyarakat biaya 

tersebut terlalu mahal ) kemudian 

berkasnya diserahkan kepada pende-

ta untuk dicatatkan di Kantor Catatan 

Sipil. Oleh karena sistem pencatatan 

yang seperti ini, maka pernah terjadi 

selama bertahun- tahun pencatatan  

itu tidak dilakukan oleh pendetanya, 

sehingga banyak pasangan yang 

sudah  menikah di gereja di Desa 

Sitiarjo, tetapi tidak punya akta 

nikah, sehingga di Desa Sitiarjo 

seringkali dilakukan pemutihan akta 

nikah, dengan biaya yang sangat 

murah yaitu Rp. 25.000,-, termasuk 

Pak Modinnya sendiri juga baru 

mempunyai akta nikah setelah anak 

mereka lahir, sehingga anaknya 

tercatat sebagai anak luar kawin. 

Akhirnya pendeta tersebut dipecat, 

karena disamping menggelapkan  

uang pencatatan perkawinan juga 

melakukan tindak perselingkuhan.

Faktor Dominan Penyebab Terja- 
dinya Penyimpangan Dalam 
Pertunangan 

Dari uraian terdahulu dapat 

disimpulkan bahwa di Desa Sitiarjo 

telah terjadi penyimpangan karakte- 

ristik sosio religius hukum adat 

dalam pelaksanaan pertunangan  

relevansinya dengan agama kristen. 

Penyimpangan-penyimpangan itu 

dapat ditelaah dari analisa berikut 

ini.

Menurut hukum adat pertunangan 

baru mengikat apabila dari pihak 

laki-laki sudah memberikan kepada 

pihak perempuan suatu tanda 

pengikat (penyancang yang kelihatan 

yaitu “panjer” atau “peningset”) 

istilah di jawa (Djojodigoeno, tanpa 

tahun, 54). Adapun tanda pengikat 

tersebut adalah dengan diberikan 

secara timbal balik “pertukaran 

cincin” sebagai saat dimulainya 

secara resmi fase pertunangan. Hal 

ini sesuai dengan sifat dari hukum 

adat secara umum yaitu bahwa men-

talitas yang menjiwai hukum adat 

adalah : sifat kongkrit, maksudnya 

tiap-tiap perbuatan atau keinginan 

atas hubungan-hubungan tertentu 

dinyatakan dengan benda-benda 

berwujud. Tentu saja hal tersebut 

disamping sifat religius magis, 

komersial dan kontan. (Djaren 

Saragih, 1984, 19)

Sampai pada fase ini, di Desa 

Sitiarjo belum terjadi penyimpangan  

karena setiap proses pertunangan di 

desa tersebut diawali dengan proses 

lamaran dari keluarga laki- laki 

kepada keluarga perempuan, dengan 

memberikan peningset. Kemudian 

dilanjutkan proses pertunangan 

dengan ”tukar cincin” di gereja.

Secara umum, akibat dari per- 

tunangan adalah bahwa kedua belah 

pihak telah terikat untuk melakukan 

perkawinan. Tapi ikatan itu tidak 

berarti bahwa kedua pihak tidak 

boleh tidak, harus melakukan 

perkawinan. Dengan kata lain, 

pertunangan yang dilakukan itu 

masih mungkin dibatalkan dalam 

hal-hal: 1) Apabila pembatalan itu 

memang menjadi kehendak kedua 

pihak setelah pertunangan berjalan 

beberapa waktu lamanya; 2) Apabila 

salah satu pihak tidak memenuhi 

janjinya,  seandainya yang menerima 

tanda jadi ingkar janji maka harus 

mengembalikan sejumlah atau berli-

pat dari yang diterimanya. Sedang-

kan apabila yang tidak memenuhi 

janji adalah pihak pemberi maka 

tidak ada hak untuk meminta kemba-

li barang pemberiannya. 

Mulai dari fase ini sudah ada 

sedikit penyimpangan di Desa Sitiar-

jo, yaitu setiap pasangan yang sudah 

bertunangan, ”sudah pasti jadi” arti- 

nya tidak boleh tidak harus  

melangsungkan perkawinan (wa- 

wancara dengan responden). Hal ini 

tentu saja berbeda dengan pertuna- 

ngan secara umum menurut hukum 

adat yang masih memungkinkan 

adanya pembatalan pada masa 

pertunangan dari kedua belah pihak, 

atau dari salah satu pihak, dengan 

akibat hukumnya masing-masing. 

Faktor ini merupakan salah satu 

faktor penyebab pasangan yang 

sudah bertunangan tapi belum 

menikah berani tinggal serumah dan 

masyarakat sekitar melihat itu 

sebagai hal yang lumrah. 

Di samping itu, pertunangan 

dilakukan di gereja, disaksikan oleh 

seluruh jemaat, dan diumumkan 

selama tiga minggu berturut-turut. 

Bagi masyarakat Desa Sitiarjo, ini 

merupakan legitimasi bahwa semua 

pihak, baik itu pihak keluarga, pihak 

gereja, dan masyarakat sudah me- 

ngetahui bahwa mereka bertunangan 

dan sudah pasti menikah, sehingga 

bagi mereka dan masyarakat yang 

ada di sana tidak mempermasalahkan  

jika mereka tinggal dalam satu  

rumah meskipun mereka belum 

menikah. Hal ini juga dapat merupa-

kan faktor yang cukup berpengaruh 

yang menyebabkan terjadinya pe- 

nyimpangan karakteristik sosio 

religius dari pertunangan menurut 

hukum adat di Desa Sitiarjo.  

Sahnya perkawinan menurut 

hukum adat bagi masyarakat hukum 

adat di Indonesia pada umumnya 

bagi penganut agama tergantung 

pada agama yang dianut masyarakat 

adat bersangkutan. Maksudnya jika 

telah dilaksanakan menurut tata-ter- 

tib hukum agamanya, maka perka- 

winan itu sudah sah menurut hukum 

adat. Kecuali bagi mereka yang 

belum menganut agama yang diakui 

pemerintah, seperti halnya mereka 

yang masih menganut kepercayaan 

agama lama (kuno) seperti 'sipelebe-

gu' (pemuja roh) di kalangan orang 

Batak (perhatikan J.C. Vergouwen, 

1986:81) atau agama Kaharingan di 

kalangan orang-orang Dayak Kali-

mantan Tengah (Koentjaraningrat/J. 

Danandjaja, 1983:137) dan lainnya. 

maka perkawinan yang dilakukan 

menurut tata tertib adat/agama 

mereka itu adalah sah menurut 

hukum adat setempat.

Menurut Hukum Kristen/Katolik 

Perkawinan itu sah apabila syarat- 

syarat yang telah ditentukan dipenuhi 

dan perkawinannya dilaksanakan di 

hadapan Pastur yang dihadiri oleh 

dua orang saksi. Saat sahnya perka- 

winan itu ialah pada saat perkawinan 

itu diteguhkan oleh Imam/Pastur 

dengan mengucapkan janji bersatu. 

Untuk dapat disahkan perkawinan itu 

maka kedua mempelai harus sudah 

dibaptis (Kan.1055:2), ada kesepaka-

tan antara kedua mempelai (Kan. 

1057:2), tidak ada kekeliruan tentang 

diri orangnya (Kan.1097:1), tidak 

ada paksaan (Kan.1103), telah beru-

mur 16 (enam belas) tahun bagi pria 

dan telah berumur 14 (empat belas) 

tahun bagi wanita (Kan. 1083:1), 

salah satu atau kedua calon suami 

isteri itu tidak terikat perkawinan 

sebelumnya (Kan.1086: 1). Perka- 

winan dilakukan di hadapan Pastur 

dan disaksikan oleh dua orang saksi 

(Kan.1108:1). (Perhatikan juga 

Sukiran, 1987: 40-41.)

Dari sini kita juga dapat melihat 

adanya penyimpangan yang terjadi di 

Desa Sitiarjo, secara umum menurut 

Hukum Adat perkawinan adalah sah 

jika dilakukan secara sah menurut 

hukum agamanya masing-masing, 

dalam hal ini adalah Hukum Agama 

Nasrani. Menurut agama Nasrani 

perkawinan itu mulai sah pada saat 

perkawinan itu diteguhkan oleh 

Imam/Pastur dengan  mengucapkan 

janji bersatu, jadi pada saat pertuna- 

ngan belum sah terjadinya perka- 

winan. Hal ini dapat dibuktikan 

bahwa pada saat pertunangan, pende-

ta dan saksi memberikan nasehat 

kepada calon pengantin, bahwa 

meskipun  mereka sudah bertunan-

gan tapi mereka belum sah sebagai 

suami istri, sehingga belum boleh 

melakukan hubungan layaknya 

hubungan suami istri. Dibuktikan 

juga bahwa bagi pasangan tunangan 

yang sudah hamil lebih dahulu harus 

melakukan prosesi pertobatan sebe-

lum pemberkatan perkawinan.

Akan tetapi ada satu hal yang 

sangat menarik di Desa Sitiarjo, bagi 

pasangan tunangan yang telah 

melakukan hubungan suami istri tapi 

calon pengantin prempuannya tidak 

hamil, tidak perlu melakukan upaca-

ra pertobatan, meskipun modinnya 

mengetahui bahwa pasangan itu telah 

melakukan hubungan suami istri 

sebelum menikah. Dari hal ini kita 

juga dapat melihat adanya penyim-

pangan, bahwa bagi pasangan tuna- 

ngan yang  melakukan hubungan 

suami istri sebelum menikah, tapi 

perempuannya tidak hamil ”diang-

gap tidak berdosa”, sehingga tidak 

perlu melakukan upacara pertobatan 

sebagaimana pasangan tunangan 

yang hamil  lebih dulu. Ini juga mer-

upakan faktor yang menyebabkan 

terjadinya penyimpangan  karakteris-

tik sosio religius hukum adat dalam 

pelaksanaan pertunangan  di Desa 

Sitiarjo.

Di samping itu, jika melihat 

banyaknya bangunan gereja tua di 

Desa Sitiarjo, menunjukkan bahwa 

sejak jaman dahulu masyarakat Desa 

Sitiarjo sudah akrab dengan budaya 

barat yang dibawa oleh Belanda. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa 

Belanda datang ke Indonesia tidak 

hanya menyebarkan agamanya tetapi 

membawa serta budayanya, yang 

salah satunya adalah budaya per- 

gaulan muda mudi yang  lebih bebas 

dari budaya asli bangsa Indonesia. 

Oleh karena itu, tidak mengherankan 

jika budaya bebas tersebut akhirnya 

menular kepada muda-mudi yang 

ada di Desa Sitiarjo pada saat itu 

yang akhirnya berkembang sampai 

sekarang. Hal ini juga dapat menjadi 

faktor penyebab mengapa terjadi 

penyimpangan dalam pertunangan di 

Desa Sitiarjo.  

Dari uraian di atas kita dapat 

melihat ada empat faktor yang 

menyebabkan terjadinya penyimpa- 

ngan karakteristik sosio religius 

hukum adat dalam pelaksanaan 

pertunangan di Desa Sitiarjo, yaitu: 

1) Faktor  pandangan masyarakat 

yang melihat bahwa pasangan yang 

bertunangan itu pasti jadi menikah, 

tidak boleh tidak; 2) Faktor panda- 

ngan masyarakat yang mengasum-

sikan bahwa karena pertunangan itu 

dilangsungkan di Gereja, disaksikan 

oleh masyarakat banyak (para 

jemaat), dan diumumkan tiga ming- 

gu berturut turut, maka sah-sah saja 

jika pasangan yang sudah bertuna- 

ngan tapi belum menikah, tinggal 

serumah; 3) Faktor diskriminasi 

dalam pertobatan, pertobatan hanya 

harus dilakukan oleh pasangan yang 

terlanjur hamil lebih dulu, tapi bagi 

pasangan yang  jelas-jelas mengaku 

kepada modinnya bahwa mereka 

telah melakukan hubungan suami 

istri tapi perempuannya tidak hamil, 

tidak perlu melakukan pertobatan. 

Hal ini dapat diartikan bahwa 

melakukan hubungan seksual sebe-

lum menikah ”asal tidak hamil, tidak 

berdosa”, sehingga tidak perlu mela- 

kukan pertobatan.; 4)  Faktor budaya 

pergaulan bebas yang diwariskan 

oleh penjajah Belanda kepada ma- 

syarakat asli Desa Sitiarjo.

Dari ketiga faktor itu, faktor yang 

paling dominan dalam menyebabkan 

terjadinya penyimpangan karakteris-

tik sosio religius hukum adat dalam 

pelaksanaan pertunangan di Desa 

Sitiarjo adalah faktor yang ketiga, 

karena faktor ini tidak berasal dari 

masyarakat, tapi berasal dari pemuka 

agama, yang sebenarnya mempunyai 

pengaruh yang sangat besar terhadap 

perilaku masyarakat yang ada di 

Desa Sitiarjo.  Sementara dua faktor 

yang  lain, karena keduanya berasal 

dari pandangan masyarakat, yang  

tentunya akan mudah berubah sesuai 

dengan perubahan masyarakat itu 

sendiri, sehingga meskipun  punya 

andil dalam penyimpangan karakte- 

ristik, tetapi pengaruhnya tidak sebe-

sar pengaruh faktor yang ketiga.

Upaya Yang Telah dan Akan 
Dilakukan oleh Pemuka Agama  
Kristen dan Pemangku Kepenti- 
ngan untuk Mengurangi Angka 
Kehamilan Sebelum Perkawinan

 

Menghadapi permasalahan yang 

terjadi di Desa Sitiarjo berkaitan 

dengan banyaknya angka kehamilan 

sebelum perkawinan, telah dilakukan 

upaya oleh pemuka agama Kristen 

dan pemangku kepentingan yang 

lain, upaya upaya tersebut antara 

lain:

1. Pemberian nasehat oleh pendeta 

kepada pasangan tunangan agar 

tidak melakukan hubungan suami 

istri sebelum menikah.

2. Pemberian nasehat oleh saksi 

pertunangan  kepada pasangan 

tunangan agar tidak melakukan 

hubungan suami  istri sebelum 

menikah.

3. Pemberian pertanyaan oleh modin 

kepada pasangan yang akan 

menikah tentang apakah mereka 

sudah melakukan hubungan 

suami istri sebelum menikah atau 

tidak.

4. Pengharusan melakukan upacara 

pertobatan bagi pasangan yang 

hamil lebih dahulu sebelum pem-

berkatan pernikahan.

5. Menurut masyarakat, pihak gereja 

juga pernah mengadakan sema-

cam sayembara bahwa bagi 

pasangan yang pada saat melang- 

sungkan pernikahan belum hamil 

akan mendapat hadiah dari gereja.

Justru upaya yang belum tampak 

adalah upaya dari Kepala Desanya 

sendiri, karena ternyata pada saat 

penelitian ini dilaksanakan, di Desa 

Sitiarjo sedang tidak mempunyai 

kepala desa, karena kepala desanya 

baru saja dicopot/dilengserkan oleh 

masyarakat, karena tertangkap basah 

sedang berselingkuh dengan banyak 

perempuan di desa tersebut.  Seba- 

gaimana kita ketahui bahwa dalam 

penegakan hukum kita mengenal ada 

tiga komponen di sana ,  yaitu, 

substansi, struktur / aparat dan kultur.  

Kepala desa yang seharusnya menja-

di aparat yang menegakkan hukum di 

wilayahnya ternyata  memberikan 

contoh yang tidak baik, sehingga 

tidak mungkin dapat menegakkan 

hukum di desanya.

Pemuka agama kristen akan terus 

melakukan upaya yang selama ini 

sudah dilakukan, akan tetapi dari 

kepala desa tidak dapat dimintai 

keterangan tentang upaya apa yang 

akan diperbuat terhadap warganya, 

karena ternyata kepala desanya juga 

terbukti melakukan perbuatan asusila 

terhadap warganya. Bisa jadi 

kelakuan kepala desa yang  gemar 

berselingkuh itu juga merupakan 

faktor penyebab terjadinya penyim-

pangan karakteristik sosio reigius 

hukum adat dalam hal pertunangan 

di Desa Sitiarjo, karena kepala 

desanya memberikan contoh yang  

tidak baik, sehingga tidak mungkin 

dia akan dianggap oleh warganya 

ketika dia memberikan nasehat 

kepada warganya. 

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pemba-

hasan dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut.

1. Faktor dominan yang menye-

babkan terjadinya penyimpa- 

ngan karakteristik sosio religi-

us hukum adat dalam pelaksa-

naan pertunangan di Desa 

Sitiarjo, relevansinya dengan 

agama Kristen adalah faktor 

diskriminasi dalam pertobatan, 

pertobatan hanya wajib dilaku-

kan oleh pasangan yeng terlan-

jur hamil lebih dulu, tapi bagi 

pasangan yang jelas-jelas 

mengaku kepada modinnya 

bahwa mereka telah melaku-

kan hubungan suami istri tapi 

perempuannya tidak hamil, 

tidak perlu melakukan perto-

batan. Hal ini dapat diartikan 

bahwa melakukan hubungan 

seksual sebelum menikah 

”asal tidak hamil, tidak berdo-

sa”, sehingga tidak perlu 

melakukan pertobatan.  

2. Upaya yang telah dilakukan 

oleh pemuka agama  kristen 

dan pemangku kepentingan 

untuk mengurangi angka 

kehamilan sebelum perka- 

winan adalah sebagai berikut :

1) Pemberian nasehat oleh pen- 

deta kepada pasangan tuna- 

ngan agar tidak melakukan 

hubungan suami istri sebelum 

menikah.

2) Pemberian nasehat oleh saksi 

pertunangan  kepada pasangan 

tunangan agar tidak melaku-

kan hubungan suami istri sebe-

lum menikah.

3) Pemberian pertanyaan oleh 

modin kepada pasangan yang 

akan menikah tentang apakah 

mereka sudah melakukan 

hubungan suami istri sebelum 

menikah atau tidak.

4) Pengharusan melakukan upa- 

cara pertobatan bagi pasangan 

yang hamil lebih dahulu sebe-

lum pemberkatan pernikahan.

5) Menurut masyarakat, pihak 

gereja juga pernah mengada-

kan semacam sayembara bah- 

wa bagi pasangan yang pada 

saat melangsungkan pernika- 

han belum hamil akan 

mendapat hadiah dari gereja.

Justru upaya yang belum tampak 

untuk mengurangi angka kehamilan 

sebelum menikah adalah upaya dari 

Kepala Desa Sitiarjo. Pemuka agama 

kristen akan terus melakukan upaya 

yang selama ini sudah dilakukan, 

akan tetapi dari kepala desa tidak 

dapat dimintai keterangan tentang 

upaya apa yang akan diperbuat terha-

dap warganya, karena ternyata 

kepala desanya juga terbukti  

melakukan perbuatan asusila terha-

dap warganya. 

Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas 

peneliti memberikan saran-saran 

sebagai berikut :

1. Bagi pemuka agama Kristen harus 

terus mendidik umatnya agar 

tidak melakukan hubungan suami 

istri sebelum menikah, dan mem-

berikan pemahaman  kepada umat 

nya bahwa meskipun pertuna- 

ngan mereka sudah dilakukan di 

gereja dan disaksikan banyak 

orang, belum berarti mereka 

sudah menikah dan boleh melaku-

kan hubungan suami istri. Dan 

yang lebih penting adalah tidak 

lagi melakukan diskriminasi da- 

lam ”pertobatan”, seharusnya 

pertobatan tidak hanya wajib 

dilakukan oleh pasangan yang 

sudah hamil sebelum menikah, 

tapi juga terhadap seiap pasangan 

yang belum menikah tapi sudah 

melakukan hubungan suami istri.

2. Bagi tokoh masyarakat, hendak- 

nya dapat memberikan teladan 

yang baik bagi warganya sehing-

ga dapat  memimpin warganya ke 

dalam kehidupan dan pergaulan 

yang lebih baik.
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Abstract

This service activities carried out considering the willingness of village 
farmers Geger the District of Bangkalan to participate in the preparation of 
certification. All regions require the development of specific community 
organizations, namely the specific needs of farmers associations to build 
higher such as cooperatives, which requires knowledge of entrepreneurship 
also support external funding. IbM's long-term goals is to empower forest 
communities who have difficulty in capital and difficulty in marketing agri-
cultural products .The short term goals is to establish Koperasi "Potre 
Koneng" with legal status in the community and assistance implementation. 
The method used in obtaining the data is held by the Focus Group Discussion 
(FGD). Normative analysis is done by analyzing the primary legal materials 
with teleological interpretation method and futuristic. While the empirical 
analysis will use the method of Verstehen and discussion. This results is deed 
of establishment of Koperasi and Koperasi with legal entity status.
Key Word: Empowerment, rural communities, koperasi.

Abstrak

Kegiatan ini didasari keinginan petani Desa Geger Kabupaten Bangkalan 
untuk berpartisipasi dalam penyiapan sertifikasi. Semua wilayah memerlukan 
pengembangan organisasi masyarakat secara khusus, yaitu kebutuhan spesi-
fik dari petani untuk membangun asosiasi lebih tinggi seperti koperasi, mem-
butuhkan pengetahuan tentang kewirausahaan juga dukungan dana eksternal. 
Tujuan jangka panjang Iptek bagi Masyarakat (IbM) adalah untuk member-
dayakan masyarakat sekitar hutan yang mengalami kesulitan dalam mening-
katkan kemampuan mereka untuk meningkatkan modal dan kesulitan dalam 
pemasaran produk pertanian dan tujuan jangka pendek bertujuan dari kegia-
tan IbM ini untuk mendirikan koperasi “Potre Koneng “ yang berbadan 
hukum dan pendampingan masyarakat dalam pelaksanaannya. Metode yang 
digunakan dalam memperoleh data dengan Focus Group Discussion (FGD). 
Analisis normatif dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer 
dengan metode penafsiran teleologis dan futuristik. Sedangkan analisis 
empiris akan menggunakan metode verstehen (pemahaman) dan diskusi. 
Data dan bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil IbM ini adalah 
adanya akte pendirian koperasi dan berdirinya koperasi.
Kata Kunci: Pemberdayaan, masyarakat pedesaan, koperasi.

Pendahuluan

Pada awal Januari 2010 Menteri 

Kehutanan MS Ka`ban dalam 

kunjungan dinasnya ke Kecamatan 

Geger  menilai bahwa Madura me- 

rupakan kawasan yang kritis. Untuk 

mengeliminir maka perlu dibentuk 

hutan rakyat. Hutan rakyat merupa-

kan salah satu model pengelolaan 

sumber daya alam yang berdasarkan 

inisiatif masyarakat. Pengembangan 

hutan rakyat diarahkan untuk me- 

ngubah produktivitas lahan kritis, 

konservasi lahan, perlindungan 

hutan dan pengentasan kemiskinan 

melalui pemberdayaan masyarakat 

dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Pada saat ini, pembangunan hutan 

rakyat banyak dikembangkan dengan 

berbagai pola diantaranya yaitu pola 

kemitraan, pola swadaya, dan 

bentuk subsidi murni baik dari 

pemerintah atau pihak lain. Pola 

subsidi bertujuan agar masyarakat 

mau berpartisipasi dalam upaya 

rehabilitasi dan konservasi tanah 

sekaligus sebagai tambahan pen- 

dapatan masyarakat.  Pola swadaya 

yang merupakan tindak lanjut dari 

keberhasilan pola subsidi, bertujuan 

untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, mutu lingkungan, dan 

menunjang pemenuhan bahan baku 

kayu indistri. Sedangkan pola kemi-

traan paling diyakini sebagai suatu 

cara untuk mengatasi permasalahan 

modal dengan mengembangkan pola 

kemitraan baik dari pemerintah, 

swasta, maupun Perum Perhutani 

(BUMN).

Tujan pola kemitraan yaitu terba-

ngunnya unit-unit usaha perhutanan 

rakyat, pada daerah sentra industri 

pengolaan kayu, serta terbinanya 

partisipasi masyarakat dalam pele-

starian sumber daya hutan. Bertam-

bahnya luasan tutupan lahan berupa 

hutan rakyat yang banyak tumbuh di 

Kecamatan Geger Kabupaten Bang-

kalan telah mendapat penghargaan 

Ecolabel  dari Kementerian Negara 

Lingkungan Hidup. Hal tersebut 

memberi semangat baru kepada mas-

yarakat untuk menambah dan mele-

starikan luas tutupan lahan .

Sebagai upaya rehabilitasi ling- 

kungan, Pemerintah Kabupaten 

Bangkalan telah menerapkan gera-

kan “Kecil Menanam Dewasa 

Memanen” (KMDM). Gerakan ter- 

sebut diawali di desa Togubang 

Kecamatan Geger. Proses pengelo-

laan  hutan berbasis masyarakat akan 

lebih efektif dalam memandang 

situasi dan kondisi lingkungan lokal. 

Pandangan seperti ini amat relevan 

karena dengan cara melibatkan ma- 

syarakat, proses pengelolaan ling- 

kungan akan  jauh lebih berhasil dan 

optimal. Peran serta masyarakat 

dalam kegiatan pengelolaan lingku- 

ngan merupakan langkah strategis 

karena masyarakat memahami nilai- 

nilai dan norma yang dianut dalam 

dalam memandang kearifan lokal 

berkaitan dengan pengelolaan sum- 

ber daya alam dan lingkungan.

Dilihat dari peta  topografi maka 

daerah Kabupaten Bangkalan berada 

pada ketinggian 2-100 m di atas 

permukaan air laut. Wilayah yang 

terletah di pesisir pantai, seperti 

Kecamatan Sepuluh, Bangkalan, So- 

cah, Kamal, Modung, Kwanyar, 

Arosbaya, Klampis, Tanjung Bumi, 

Labang, dan Kecamatan Burneh 

mempunyai ketinggian antara 2-100 

m di atas permukaan air laut. Di 

bagian tengah, memiliki ketinggian 

antara 19-100 m di atas permukaan 

air laut. Sedangkan Kecamatan 

Geger tertinggi dengan ketinggian 

100 m di atas permukaan air laut.

Kecamatan Geger, Kabupaten 

Bangkalan, berkali-kali mendapat-

kan penghargaan nasional bidang 

lingkungan hidup. Penghargaan 

pertama kali berupa Kalpataru di 

tahun 1988 kemudian tahun 2004. 

Ada pula tokoh lingkungan yang 

mendapatkan Satya Lencana Pemba-

ngunan Lingkungan Hidup dari desa 

Kombangan, yakni  H. Gosali pada 

tahun 2009. Pada tahun 2010, 

Kelompok Tani Gunung Mereh men- 

dapatkan Ecolabel (Standarisasi 

Luasan Hutan Rakyat) dari Kemen- 

terian Negara Lingkungan Hidup. 

Ibarat penyempurna lingkungan, 

FMU “Gebang Lestari” mendapat-

kan sertifikasi UMHRL (Unit Mana-

jemen Hutan Rakyat Lestari) pada 20 

Juni 2010. 

Karakteristik sifat petani pada 

umumnya menunjukkan sedikit 

minat untuk memanen kayu dan 

hanya melakukannya jika menghada-

pi keadaan yang disebut filosofi 

“tebang butuh”. Mereka memper-

lakukan hutan sebagai asset jangka 

panjang layaknya rekening bank 

yang dapat sewaktu-waktu diuang-

kan. Hasil penelitian (dukungan 

REDD) menunjukkan bahwa kepen- 

tingan komersial saat ini menjadi 

pendorong utama petani untuk pena-

naman dan petani sangat memahami 

nilai sebenarnya hutan mereka, dan 

meyakini nilai tersebut meningkat 

dengan adanya sertifikasi hutan. 

Kemauan petani untuk berpartisipasi 

dalam penyiapan sertifikasi biasanya 

muncul ketika tim pendamping 

memfasilitasi pembenahan-pembe- 

nahan organisasi yang diusulkan. 

Semua wilayah memerlukan pe- 

ngembangan organisasi masyarakat 

secara khusus. Terdapat kebutuhan 

khusus membangun asosiasi petani 

yang lebih tinggi seperti koperasi, 

yang membutuhkan pengetahuan 

kewirausahaan juga dukungan dana 

eksternal. 

Permasalahan 

Kecamatan Geger terdiri dari 13 

(tiga belas) desa yaitu : desa Lerpak, 

Geger, Togubang, Batubella, Teber 

Priyah, Campor, Kompol, Komban-

gan, Dabung, Katol Barat, Ba- 

nyoneng Laok, dan desa Banyoneng 

Dajah. Dari tiga belas desa tersebut, 

kelompok tani yang relatif  maju 

terdapat di desa Geger, Kombangan, 

dan desa Togubang. Kelompok dari 3 

(tiga) desa tersebut tergabung dalam 

FMU “Gebang Lestari” yang dipu-

satkan di desa Kombangan di bawah 

arahan H. Gosali. Permasalahan 

klasik yang dihadapi kelompok tani 

yang berbasis pengelolaan hasil 

hutan yang berasal dari hutan rakyat 

pada umumnya, juga dialami oleh 

FMU “Gebang Lestari” yaitu: 1) 

Keterbatasan modal masyarakat 

dalam menyelenggarakan usaha 

hutan rakyat; 2) Luas pemilikan 

lahan yang relatif sempit dan terpen-

car sehingga menyulitkan pengelo-

laan dalam satu manajemen; 3) Pem-

biayaan berkelanjutan dan berorien-

tasi pada proyek; 4) Kualitas sumber 

daya manusia.

Masyarakat tani hutan yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan kelompok tani 

hutan yang sering mendapat peng-

hargaan dan sertifikasi. Namun, 

penghargaan tersebut hanyalah legi- 

timasi keberadaan mereka saja, 

tanpa diiringi dengan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan 

kesejahteraannya. Melihat perma- 

salahan di atas, prestasi yang dimili-

ki FMU “Gebang Lestari” serta 

semangat yang ada pada masyarakat 

secara lambat laun akan menghilang 

jika tidak ditindaklanjuti dengan 

upaya yang tepat dan strategis. 

Persoalan pelik yang mengha-

dang adalah pengusahaan hasil hutan 

yang sulit dilaksanakan. Koperasi  

masyarakat di desa Geger yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan koperasi yang 

sudah “mati suri”. Jenis tanaman 

hasil hutan non-kayu berupa tana-

man holtikultura seperti alpukat, 

mangga, papaya, rambutan, jeruk 

dan lain-lain. wilayah Kecamatan 

Geger relatif subur, sedangkan untuk 

hasil hutan kayu, khususnya kayu 

jati di Kecamatan Geger ini sulit 

diharapkan hasilnya, padahal kawa- 

san ini merupakan kawasan pe- 

nyangga yang harus dijaga kelestari-

an hutannya. Dengan kata lain perlu 

dilakukan rehabilitasi terhadap lahan 

di kawasan hutan tersebut, akan 

tetapi di sisi lain masyarakat terben-

tur masalah permodalan. Untuk 

mendapatkan permodalan diperlu-

kan adanya kerjasama dengan 

lembaga-lembaga terkait sebagai 

pembina dan penyandang dana. Hal 

ini tidak dapat dilakukan karena akta 

notaris pendirian koperasi yang 

menjadi salah satu persyaratan 

pengajuan proposal kerjasama be- 

lum mereka miliki.

Persoalan ketidakmampuan pe- 

ngurusan akta pendirian koperasi 

dan pembuatan proposal kerjasama 

ini menjadi kendala masyarakat 

sekitar hutan  untuk meningkatkan 

kesejahteraannya. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan pemberdayaan dan 

pengembangan kapasitas masyarakat 

sekitar hutan yang sangat relevan, 

yakni dari aspek institusi, seperti : 

administrasi dan manajemen kopera-

si, pengembangan organisasi, moni-

toring, penggunaan komputer, pe- 

ngembangan masyarakat seperti 

manajemen kelompok-kelompok pe- 

tani.

Undang-undang  Nomor  41 

Tahun 1999 yang telah diubah 

berdasarkan Undang-undang Nomor 

19 Tahun 2004 tentang Perpu  

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peru-

bahan  atas Undang-undang Nomor 

41 tahun 1991 tentang   Kehutanan 

Menjadi Undang-undang  (selanjut- 

nya UU Kehutanan), mengatur 

tentang rehabilitasi hutan. Pasal 43 

ayat (1) UU Kehutanan menentukan 

bahwa setiap orang yang  memiliki, 

mengelola, dan atau memanfaatkan 

hutan yang kritis atau tidak produk-

tif, wajib melaksanakan rehabilitasi 

hutan untuk tujuan perlindungan dan 

konservasi. Selanjutnya dalam ayat 

(2) ditegaskan bahwa dalam melak-

sanakan rehabilitasi setiap orang da- 

pat meminta pendampingan, pela- 

yanan, dan dukungan kepada lemba-

ga swadaya masyarakat, pihak lain 

atau pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan  Rencana Pengelolaan 

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, 

dalam Pasal 84 mengatur pember-

dayaan masyarakat dapat dilakukan 

melalui : (1) hutan desa; (2) hutan  

kemasyarakatan; (3) kemitraan. Se- 

dangkan kemitraan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 1977 tentang Kemitraan. 

Peraturan Pemerintah (PP) tersebut 

merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1995 tentang Usaha Kecil. Pada 

dasarnya, kemitraan merupakan 

kerja sama dan bukan merupakan 

bentuk usaha. Kemitraan adalah 

kerja sama antara usaha kecil dengan 

usaha menengah dan atau usaha 

besar dengan usaha besar dengan 

memperhatikan prinsip saling me- 

merlukan, saling memperkuat dan 

saling menguntungkan.

Dalam rangka berorientasi agar 

dapat diterapkan model kemitraan, 

maka koperasi yang sudah ”mati 

suri” harus ditingkatkan statusnya 

menjadi badan usaha dengan men- 

daftarkan ke Notaris. Dengan demi- 

kian dalam mengatasi permasalahan 

yang dihadapi mitra maka solusi 

yang ditawarkan adalah :

1. Sosialisas pentingnya koperasi 

dan pelatihan-pelatihan terkait 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan berupa pembukuan dan 

keuangan sederhana.

2. Pembentukan  koperasi dan men- 

daftarkan   ke kantor Notaris  se- 

hingga menjadi koperasi yang 

berbadan hukum;

3. Pembuatan proposal kegiatan 

dengan model  kemitraan ke  

BUMN atau pihak swasta.

Metode Pelaksanaan 

IbM ini menggunakan metode 

yang berjenis normatif-kualitatif, 

sehingga desain dan metodenya me- 

rupakan perpaduan antara metode 

pendekatan hukum (perundang- 

undangan) dan metode pendekatan 

sosiologis. Perspektif hukum nam- 

pak pada analisis terhadap berbagai 

peraturan perundangan-undangan 

bidang kehutanan khususnya tentang 

peran serta masyarakat sekitar hutan 

dalam pengelolaan, pemanfaatan, 

pengawasan sumber daya hutan, dan 

pelembagaannya. 

Dalam perspektif sosiologis maka 

analisis diarahkan pada hal-hal yang 

berkaitan dengan pembentukan 

mindset masyarakat sekitar hutan 

terhadap pendayagunaan hutan. 

Analisis akan difokuskan pada 

persepsi masyarakat tentang hutan, 

karakteristik masyarakat, dan apa 

yang ingin disuarakan, peran dan 

posisi yang jelas dari masyarakat 

berkaitan dengan pengelolaan, pe- 

manfaatan, dan pengawasan sumber 

daya hutan.

Metode yang digunakan dalam 

memperoleh data adalah dengan cara 

mengadakan Focus Group Discus-

sion (FGD), yakni dilakukan diskusi 

secara intensif dengan seluruh tokoh 

masyarakat dan anggota kelompok 

tani. Dalam mencari solusi peman-

faatan sumberdaya hutan digunakan  

model parsial. Model parsial adalah 

model diskusi di mana pemikiran, 

ide, atau kepentingan peserta FGD 

yang berbeda dieliminir hingga 

memiliki kesamaan pandangan. (Wa-

hyudi, 2006). Pemilihan model ini 

didasarkan atas alasan baik tokoh 

masyarakat maupun masyarakat 

kelompok tani pengguna sumber 

daya hutan agar tetap memiliki tang-

gung jawab sama dalam menjaga 

kelestarian sumber daya hutan.

Analisis normatif dilakukan de- 

ngan menganalisis bahan hukum 

primer dengan metode interpretasi 

teleologis  dan futuristik. Sedangkan 

pada analisis empiris akan  menggu-

nakan metode verstehen (pemaha-

man) dan diskusi. Data dan bahan 

hukumyang diperoleh akan dianalisis 

secara kualitatif.

Rangkaian pemikiran berikut di- 

ungkapkan sebagai disain penelitian 

yaitu disain untuk pelaksanaan 

pengelolaan hutan oleh kelompok 

tani Desa Geger Kecamatan Geger 

yang diharapkan dapat mensejahtera-

kan masyarakat sekitar hutan :

1. Memberi sosialisasi pada  masya- 

rakat dan mendiskusikan secara 

kritis tentang peran serta ma- 

syarakat dalam pengelolaan, pe- 

manfaatan dan pengawasan sum- 

ber daya hutan yang dijamin oleh 

UU Kehutanan;

2. Pemahaman perlunya aksi kolek-

tif bagi pemecahan masalah 

pemenuhan kebutuhan dalam hal 

pengelolaan, pemanfaatan, dan 

pengawasan sumber daya hutan 

dengan membentuk lembaga 

koperasi sebagai wadah kebersa-

maannya.

3. Dengan dilaksanakan aksi peman-

faatan dan pengelolaan hutan oleh 

kelompok tani secara bersama 

dalam wadah koperasi diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan 

para petani pada khususnya dan 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat sekitar hutan pada 

umumnya.   

Hasil dan Pembahasan
Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat sekitar hutan Keca-

matan geger Kabupaten Bangkalan 

layak untuk menjadi sasaran kegia-

tan pengabdian ini.Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberdayakan 

masyarakat sekitar hutan yang me- 

ngalami kesulitan dalam meningkat-

kan kemampuan mereka untuk 

meningkatkan permodalan dan kesu-

litan dalam memasarkan hasil-hasil 

pertanian mereka.

Pemberdayaan masyarakat sendi-

ri diartikan sebagai upaya untuk 

membantu masyarakat dalam me- 

ngembangkan kemampuan sendiri 

sehingga bebas dan mampu untuk 

mengatasi masalah dan mengambil 

keputusan secara pribadi. Dengan 

demikian pemberdayaan masyarakat 

ditujukan untuk mendorong tercip-

tanya kekuatan dan kemampuan 

lembaga masyarakat untuk secara 

mandiri mampu mengelola dirinya 

sendiri berdasarkan kebutuhan ma- 

syarakat itu sendiri, serta mampu 

mengatasi tantangan persoalan di 

masa yang akan datang.

Dasar pandangan strategi pem-

berdayaan masyarakat adalah bahwa 

upaya yang akan dilakukan harus 

diarahkan langsung pada akar perso-

alannya, yaitu meningkatkan ke- 

mampuan masyarakat. Bagian yang 

tertinggal dalam masyarakat harus 

ditingkatkan kemampuannya dengan 

mengembangkan dan mendinamim- 

sasikan potensinya, dengan kata lain 

memberdayakannya. (Ginanjar,  

1996).  Dalam konteks inilah maka 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan harus diberdayakan agar 

mereka dapat menjaga hutan seka-

ligus memanfaatkannya.Usaha pem-

berdayaan masyarakat harus diikuti 

dengan memperkuat potensi atau 

daya yang dimiliki masyarakat. 

Dalam kerangka ini dibutuhkan 

langkah-langkah yang lebih positif 

dan tidak hanya sekadar mencip-

takan iklim dan suasana. Pember-

dayaan bukan hanya meliputi 

penguatan individu anggota ma- 

syarakat, tetapi juga pranata-prana-

tanya, dalam hal ini pendirian kope- 

rasi merupakan alternatif yang tepat. 

Menanamkan nilai-nilai kerja keras, 

keterbukaan, hemat, kebertanggung-

jawaban adalah bagian pokok dari 

pemberdayaan.

Kegiatan yang telah dilakukan 

berupa pelatihan tentang koperasi 

dan pembukuan sederhana yang 

dapat diterima oleh masyarakat 

(warga) desa Geger Kecamatan 

Geger Kabupaten Bangkalan. Kegia-

tan yang sudah diterima oleh ma- 

syarakat diharapkan dapat mem-

bekali dalam mengelola koperasi 

sehingga dapat meningkatkan peng-

hasilan mereka. Pelatihan diseleng-

garakan dengan tujuan untuk 

menambah pengetahuan, keterampi-

lan dan kemampuan berusaha untuk 

dapat mengaktifkan usaha produktif 

dengan cara menngoptimalkan 

sumber daya yang ada. Dengan 

membuka lynk dengan Kelompok 

Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa 

Timur diharapkan dapat mendorong 

masyarakat menjadi produsen hasil- 

hasil perrtanian yang memiliki 

kepastian pasar.

Setelah selesai kegiatan pengab-

dian ini, diharapkan masyarakat 

sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan memiliki link 

atau jaringan yang dapat memasar-

kan hasil-hasil petanian mere-

ka.Oleh karena dalam kegiatan ini 

mencoba untuk membuka jaringan 

dengan Kelompok Tani Nelayan 

Andalan Jawa Timur. Dengan de- 

mikian diharapkan masyarakat dapat 

meningkatkan permodalan dan peng-

hasilan mereka. Di samping itu 

kegiatan ini berhasil membentuk 

koperasi bagi masyarakat sekitar 

hutan Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan.

Luaran dari kegiatan pengabdian 

ini adalah terbentuknya koperasi 

yang berbadan hukum.Untuk men- 

dapatkan permodalan diperlukan 

adanya kerjasama dengan lemba-

ga-lembaga terkait sebagai pembina 

dan penyandang dana. Hal ini tidak 

dapat dilakukan karena akta notaris 

pendirian koperasi yang menjadi 

salah satu persyaratan pengajuan 

proposal kerjasama belum mereka 

miliki. Di samping itu, terbentuknya 

koperasi diharapkan dapat merang-

sang nilai-nilai kerja keras, keterbu-

kaan, hemat, kebertanggungjawaban 

yang merupakan bagian pokok dari 

pemberdayaan masyarakat. (Karta-

sasmita, 1995)

Setelah dilakukan sosialisasi ten- 

tang pentingnya dan manfaat dari 

koperasi serta beberapa kali dilaku-

kan FGD,  maka hasil yang dicapai 

adalah :

1. Kesadaran masyarakat akan pent-

ingnya koperasi dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat.

 Dengan adanya kesadaran ma- 

syarakat tersebut diharapkan 

dapat menciptakan suasana atau 

iklim yang memungkinkan poten-

si masyarakat berkembang. 

Selama ini masyarakat tidak 

bergairah untuk berkoperasi 

sehingga koperasi ”mati suri”. 

Titik tolak penya- daran ini adalah 

pengenalan bahwa setiap manu-

sia, setiap masyarakat memiliki 

potensi yang dapat dikembang-

kan. Tidak ada masyarakat sama 

sekali tanpa daya. Pemberdayaan 

adalah upaya untuk membangun 

daya tersebut dengan cara men-

dorong, memotivasi dan mem-

bangkitkan kesadaran akan poten-

si yang dimiliki serta upaya 

mengembangkannya dengan 

”menghidupkan” kembali kopera-

si yang sudah ada.

2. Telah terbentuk koperasi ”Potre 

Koneng” pada 28 Agustus 2013, 

sedangkan tentang status badan 

hukum masih dalam proses 

pengurusan Akte Notaris tentang 

pendirian koperasi.

 Dengan adanya Akte Notaris bagi 

pendirian Koperasi ”Potre 

Koneng” adalah upaya untuk 

memperkuat potensi dan daya 

yang dimiliki oleh masyarakat 

desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan. Penguatan 

yang diupayakan adalah melalui 

Koperasi sebagai upaya pembu-

kaan akses kepada berbagai pelu-

ang antara lain Kelompok Tani 

Nelayan Andalan Jawa Timur. 

Sha- ring yang akan diberikan 

oleh Kelompok Tani Nelayan 

Andalan mulai dari tanaman atau 

budidaya apa yang memiliki pros-

pek pemasaran sampai pemasa-

rannya sendiri. Kegiatan pengab-

dian ini sudah melakukan pelati-

han manajemen sederhana yang 

dapat dipahami, diterima dan 

dilaksanakan sesuai dengan kebu-

tuhan masyarakat desa yang men-

jadi anggota koperasi.

 Dengan adanya koperasi diharap-

kan dapat dikembangkan sebagai 

badan usaha yang juga mengejar 

keuntungan walaupun perlu 

diperhatikan dalam mekanisme 

internal pembagian keuntungan 

diantara ang- gota perlu memper-

timbangkan aspek sosial dan 

kebersamaan. (Agnes, 2004). 

Dari segi materiil, keberadaan 

koperasi dirasa sangat membantu 

meningkatkan tingkat kesejahte- 

raan para anggota baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Selanjutnya Agnes menggambar-

kan bahwa Sisa Hasil Usaha yang  

merupakan keuntungan koperasi 

akan dibagikan kepada semua 

sesuai dengan partisipasi anggota 

dalam jenis usaha yang dikem-

bangkan oleh koperasi tersebut. 

Masih menurut Agnes, misalnya 

dalam usaha simpan pinjam, 

anggota yang frekuensi dan 

jumlah pinjamannya besar, yang 

bersangkutan akan mendapatkan 

bagian keuntungan lebih besar 

dibandingkan dengan anggota 

lain yang partisipasinya. Dengan 

prinsi-prinsip yang dikembang-

kan dalam koperasi diharapkan 

masyarakat makin bergairah 

dalam berusaha meningkatkan 

hasil pertaniannya untuk dapat 

meningkatkan partisipasinya 

dalam berkoperasi. Terpenting 

pula gairah masyarakat dapat 

menghidupkan kembali koperasi 

yang sudah ”mati suri” tersebut.

 Untuk menorong masyarakat ak- 

tif dalam kegiatan koperasi Tim 

Peneliti telah melakukan kegiatan 

: a) Pelatihan proses pembentukan 

koperasi sebagai bekal pengeta-

huan maupun tentang tahapan dan 

per- syaratan pendirian koperasi, 

yang diberikan sebelum terben-

tuknya ko- perasi; b) Pelatihan 

manajemen keuangan sederhana.

3. Terungkap bahwa banyak mas-

yarakat sekitar hutan yang belum 

dilibatkan dalam program PHBM 

Perum Perhutani Unit II Jawa 

Timur KPH Madura.

 Melalui kegiatan pengabdian  ini 

berupaya untuk mengikutkan ma- 

syarakat Desa Geger, Kecamatan 

Geger, Kabupaten Bangkalan pro- 

gram PHBM. Upaya ini disambut 

baik oleh Kepala Perum Perhutani 

Unit II Jawa Timur KPH Madura. 

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai, Tim tetap  mengupayakan 

kegiatan masyarakat desa masih 

ada keberlanjutan melalui kegia-

tan serupa.

Melihat antusiame masyarakat 

terhadap program pengabdian ini di 

satu sisi dan adanya Program Penge-

lolaan Hutan Bersama Masyarakat 

(PHBM) dari Perum Perhutani, maka 

Tim Pengusul akan  membantu  ma- 

syarakat sekitar hutan untuk menga-

jukan  program tersebut.

Hasil dari beberapa kali dialog 

dengan Kepala Perum Perhutani 

KPH Madura dapat diungkapkan 

bahwa sesungguhnya Perum Per- 

hutani sendiri mengalami berbagai 

kendala dalam mengelola dan 

melakukan pengawasan terhadap 

kawasan hutan yang menjadi wewe- 

nangnya. Bak ”gayung bersambut” 

niat Tim Pengusul untuk membantu  

masyarakat dalam memanfaatkan 

kawasan hutan yang menjadi 

wewenang  Perum Perhutani disam-

but dengan antusiasme pula.  Perum 

Perhutani  KPH Madura merupakan 

bagian dari Perum Perhutani  Unit II 

Jawa Timur seluas 47.121,20 Ha. 

KPH Madura menghadapi beberapa 

permasalahan sebagai berikut :

1. Luas lahan yang kosong, ber- 

dasarkan hasil Audit Potensi 2008 

seluas 4.444,67 Ha dan diupaya-

kan untuk dilakukan penanaman;

2. Sengketa tanah s/d bulan April 

2009 seluas 1.600,09 Ha. Penye- 

lesaian sudah dan akan terus 

dilakukan koordinasi dengan 

aparat dan instansi terkait serta 

penegak hukum lainnya. Akan 

tetapi sampai saat ini belum 

menunjukkan hasil yang me- 

muaskan.

3. Aksesibilitas yang rendah/terba-

tas disebabkan wilayah kerja 

terletak di kepulauan berdampak 

pada angka kerawanan hutan dan 

besarnya biaya pengelolaan hutan 

bila dibandingkan dengan KPH 

lainnya.

4. Potensi SDM KPH Madura masih 

rendah yang didominasi karya- 

wan non pegawai.

5. Secara umum keadaan KPH 

Madura sangat berbeda diban- 

dingkan dengan KPH lainnya 

yang ada di Pulau Jawa yang 

berbeda kondisi iklim dan tanah- 

nya.

6. Kondisi tanah kawasan KPH 

Madura secara umum tandus dan 

gersang dengan ciri-ciri yang 

dangkal, sarang, dan berbatu, 

miskin humus.

7. Iklim : Ferguson dalam tipe iklim 

C dan D.(Perum Perhutani KPH 

Madura, 2010)

Dengan permasalahan yang diha-

dapi tidak mungkin KPH Madura 

menyelesaikannya sendiri di satu sisi 

dan pada sisi lain kurangnya keterli-

batan masyarakat dalam pengelolaan 

sumber daya hutan, menyebabkan 

tidak adanya rasa memiliki dan sulit 

mencapai pengelolaan hutan lestari. 

Apabila kerjasama tersebut dapat 

dilaksanakan maka diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masya- 

rakat sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan.

Kegiatan pengabdian ini juga 

telah merintis kerja sama dengan 

Kelompok Tani Nelayan Andalam 

(KTNA)  Propinsi Jawa Timur. Sha- 

ring yang akan diberikan oleh KTNA 

adalah masyarakat akan diikutser-

takan program-program pelatihan 

dan pemasaran hasil pertanian.

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai melalui kegiatan semacam pe- 

ngabdian ini, Tim berupaya untuk 

mengikutsertakan masyarakat desa 

Geger Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan dalam program PHBM 

dari Perum Perhutani. Program 

PHBM diantaranya terdapat program 

pemberdayaan masyarakat dalam 

bentuk peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan dan pengembangan 

ekonomi kerakyatan.(Irawanti, 2010) 

Dengan Akte Pendirian koperasi 

yang legal diharapkan dapat menjadi 

modal bagi anggota koperasi untuk 

mempertemukan dengan lembaga 

keuangan atau perkreditan yang  

mampu dan bersedia melayani kebu-

tuhan permodalan. Tersedianya lem- 

baga keuangan yang memberi laya- 

nan pinjaman untuk peningkatan 

permodalan merupakan mitra pen- 

ting bagi masyarakat.

Di desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan terdapat 

kawasan hutan milik Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura 

yang terbengkalai belum dimanfaat-

kan untuk melaksanakan program 

PHBM. Kepala Perhutani sangat  

menyambut dengan baik apabila ke- 

giatan ini dilanjutkan dan Tim Pe- 

ngusul berperan sebagai fasilitator. 

Jalinan kerjasama dengan Perum 

Perhutani bisa dalam bentuk memin-

jam kawasan hutan yang ada. 

Dengan demikian masyarakat dapat 

memanfaatkan kawasan hutan yang 

ada yang akan memberi peluang dan 

kesempatan masyarakat untuk me- 

ningkatkan hasil pertaniannya.

Dari kegiatan pengabdian ini, 

terungkap bahwa PHBM merupakan 

sesuatu yang masih baru bagi ma- 

syarakat maupun Perum Perhutani 

sendiri, sehingga implementasinya 

tidak terbebas dari berbagai kendala. 

PHBM seringkali belum dipahami 

oleh seluruh jajaran Perhutani teruta-

ma pada tataran operasional, atau ada 

sebagian pejabat Perhutani masih 

memiliki perasaan tidak ikhlas untuk 

berbagi dengan masyarakat atau 

pihak (Asisten Direktur Produksi 

Perhutani, 2006). Tidak demikian 

halnya dengan Kepala Perum Per- 

hutani Unit II Jatim KPH Madura, 

menyambut baik keinginan dari Tim 

Pengusul, beliau mengistilahkan 

sebagai “bak gayung bersambut” 

dengan keinginan Tim. Sambutan 

yang begitu antusias hendaknya juga 

didukung Pemda Kabupaten Bang-

kalan jangan sampai kemudian ada 

pemikiran bahwa PHBM hanya men-

jadi urusan Perhutani saja. PHBM 

yang diharapkan dapat diimplemen-

tasikan ke seluruh desa-desa yang 

ada di sekitar hutan, di seluruh 

wilayah Madura, dapat dirasakan 

manfaatnya baik oleh masyarakat 

sekitar hutan, Perhutani, Pemerintah 

Kabupaten Bangkalan dan pihak 

yang berkepentingan lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pendampingan 

selama ini, masyarakat sekitar hutan 

khususnya Kecamatan Geger dan di 

beberapa kawasan hutan lainnya 

sangat membutuhkan pemberdayaan 

baik dari aspek pengetahuan maupun 

permodalan dalam upaya meningkat-

kan kesejahteraan hidup mereka. 

Keinginan masyarakat ini memiliki 

peluang yang sangat besar, yaitu 

khususnya untuk dilibatkan dalam 

Program PHBM dari Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura.

Sebaiknya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bangkalan secara khusus 

memperhatikan kondisi dan peluang 

yang ada dengan menjadikan Perum 

Perhutani sebagai mitra dalam upaya 

memberdayakan masyarakat sekitar 

hutan. Program PHBM penting 

untuk dilakukan secara menyeluruh 

untuk memberdayakan masyarakat 

sekitar hutan karena hampir semua 

masyarakat sekitar hutan belum 

pernah dilibatkan dalam pelaksanaan 

program PHBM dari Perum Perhuta-

ni tersebut.
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Pendahuluan

Pertunangan merupakan persetu-

juan antara kedua belah pihak, 

dimana mereka satu sama lain 

bertimbal berjanji mengadakan 

pekawinan yang telah ditentukan 

hari, tanggal, bulan, tahun, besar 

mahar dan sebagainya. Dalam 

Hukum  Adat, pertunangan tidaklah 

sama dengan perkawinan, dalam 

perkawinan pasangan suami istri itu 

sudah sah untuk melakukan hubu- 

ngan suami istri, namun dalam 

pertunangan, tujuannya tidaklah 

melegalkan hubungan suami istri, 

melainkan perjanjian awal untuk 

melakukan perkawinan. Jika  pihak  

perempuan tidak menepati janjinya, 

maka ia harus mengembalikan segala 

bentuk peningset yang diberikan 

kepadanya, tapi jika yang tidak 

menepati janjinya adalah pihak 

laki-laki, pihak perempuan tidak 

perlu mengembalikan apa yang 

sudah diberikan pihak laki-laki 

kepadanya.  

Terlepas dari  itu semua, ternyata 

di Desa Sitiarjo, yang mayoritas 

penduduknya beragama Kristen, ada 

fenomena yang menarik, yaitu pada 

masa pertunangan masyarakat desa 

tersebut sudah membolehkan pasa- 

ngan tinggal serumah. Oleh karena 

itu dalam penelitian ini mengkaji: 1) 

Apakah faktor dominan penyebab 

terjadinya penyimpangan karakteris-

tik sosio religius hukum adat dalam 

pelaksanaan pertunangan relevansi- 

nya dengan agama Kristen di Desa 

Sitiarjo Kecamatan Sumber Manjing  

Kabupaten Malang ; 2) Apakah 

upaya yang telah dan akan dilakukan 

oleh pemuka agama Kristen dan 

pemangku kepentingan untuk me- 

ngurangi angka kehamilan sebelum 

perkawinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan peneli-

tian yuridis antropologis, yaitu pene-

litian hukum yang dikaitkan dengan 

budaya masyarakat setempat yang 

sudah membolehkan pasangan yang 

masa bertunangan untuk tinggal 

serumah khususnya masyarakat yang 

beragama Kristen di Desa Sitiarjo 

Kecamatan Sumber Manjing  Kabu-

paten  Malang.  

Hasil dan Pembahasan
Pertunangan Menurut Hukum 
Adat

Pertunangan adalah merupakan 

suatu keadaan yang  bersifat khusus 

di Indonesia dan biasanya mendahu-

lui dilangsungkannya suatu perka- 

winan. Stadium fase II timbul setelah 

ada persetujuan antara kedua fihak 

yaitu fihak keluarga calon suami dan 

pihak kelarga calon istri untuk me- 

ngadakan perkawinan. Sedangkan, 

terhadap persetujuan ini dicapai oleh 

kedua pihak setelah dahulu ada suatu 

lamaran, yaitu suatu permintaan atau 

pertimbangan yang  dikemukakan 

oleh pihak laki-laki kepada pihak 

perempuan. Pada umumnya lamaran 

demikian tersebut dilakukan oleh 

seorang utusan yang mewakili kelu-

arga pihak laki-laki yaitu anggota 

keluarga yang dekat serta sudah 

berumur. Apabila pertemuan pertama 

ini berjalan lancar artinya dicapai 

kesepakatan yang dimaksudkan 

maka biasanya diadakan pertuna- 

ngan lebih dahulu sebelum perka- 

winan dilangsungkan (Wignyodi-

puro, 1988).

Menurut hukum adat pertunangan 

baru mengikat apabila dari pihak 

laki-laki sudah memberikan kepada 

pihak perempuan suatu tanda pe- 

ngikat (penyancang yang kelihatan 

yaitu “panjer” atau “peningset”) 

istilah di Jawa.

Adapun tanda pengikat tersebut 

adalah dengan diberikan secara 

timbal balik “pertukaran cincin” 

sebagai saat dimulainya secara resmi 

fase pertunangan. Hal ini sesuai 

dengan sifat dari hukum adat secara 

umum yaitu bahwa mentalitas yang 

menjiwai hukum adat adalah  sifat 

kongkrit, maksudnya tiap-tiap per- 

buatan atau keinginan atas hubu- 

ngan-hubungan tertentu dinyatakan 

dengan benda-benda berwujud. 

Tentu saja hal tersebut disamping 

sifat religio magis, komersial dan 

kontan. (Saragih, 1984).

Adapun akibat dari pertunangan  

ini adalah bahwa kedua belah pihak 

telah terikat untuk melakukan 

perkawinan. Tapi ikatan itu tidak 

berarti bahwa kedua pihak tidak 

boleh tidak, harus melakukan 

perkawinan. Dengan kata lain 

pertunangan yang dilakukan itu 

masih mungkin dibatalkan dalam 

hal-hal sebagai berikut :1) apabila 

pembatalan itu memang  menjadi 

kehendak kedua pihak setelah 

pertunangan berjalan beberapa wak- 

tu  lamanya; 2) apabila salah satu 

pihak tidak memenuhi janjinya sean-

dainya yang  menerima tanda jadi 

ingkar janji maka harus mengemba-

likan sejumlah atau berlipat dari 

yang diterimanya. Sedangkan apabi-

la yang tidak memenuhi janji pem-

beri maka tidak ada kewajiban untuk 

memberikan pemberian. 

Perkawinan menurut Hukum 
Adat

Sahnya perkawinan menurut 

hukum adat bagi masyarakat hukum 

adat di Indonesia pada umumnya 

bagi penganut agama tergantung 

pada agama yang dianut masyarakat 

adat bersangkutan. Maksudnya jika 

telah dilaksanakan menurut tata- 

tertib hukum agamanya, maka 

perkawinan itu sudah sah menurut 

hukum adat. Kecuali bagi mereka 

yang belum menganut agama yang 

diakui pemerintah, seperti halnya 

mereka yang masih menganut keper-

cayaan agama lama (kuno) seperti 

'sipelebegu' (pemuja roh) di kala- 

ngan orang Batak (perhatikan J.C. 

Vergouwen, 1986:81) atau agama 

Kaharingan di kalangan orang-orang 

Dayak Kalimantan Tengah dan lain- 

nya. maka perkawinan yang dilaku-

kan menurut tata tertib adat/agama 

mereka itu adalah sah menurut 

hukum adat setempat.

Hanya saja walaupun sudah sah 

menurut agama kepercayaan yang 

dianut masyarakat adat belum tentu 

sah menjadi warga adat dari ma- 

syarakat adat bersangkutan. Pada 

masyarakat Lampung beradat pepa-

dun, walaupun perkawinan suami 

isteri itu sudah sah dilaksanakan 

menurut Hukum Islam, apabila 

kedua mempelai belum diresmikan 

masuk menjadi warga adat (kugruk 

adat) Lampung berarti mereka belum 

diakui sebagai warga kekerabatan 

adat.

Upacara meresmikan masuk men-

jadi warga adat ini merupakan 

upacara perkawinan adat. di kala- 

ngan orang Lampung Tulang bawang 

upacara perkawinan adat ini dilak-

sanakan dengan acara 'mosok majew' 

(menyuap mempelai) dengan sila', 

yaitu kedua mempelai didudukkan di 

atas kasur pengawinan, biasanya di 

hadapan puwade tahta mempelai) 

menghadapi sepiring besar nasi 

dengan lauk pauk daging, hati 

kcrbau, ayam panggang dan lainnya, 

air minum segelas untuk mereka 

minum. Kedua mempelai duduk 

bersanding di pertemukan lututnya 

(tindih sila) disaksikan para pemuka 

adat, terutama kaum ibu dari kerabat 

kedua pihak yang mengikat tali 

perkawinan. (Hadikusumo, 1990).

 Menurut Hukum Kristen/Katolik 

Perkawinan itu sah apabila syarat- 

syarat yang telah ditentukan di- 

penuhi dan perkawinannya dilak-

sanakan di hadapan Pastur yang 

dihadiri oleh dua orang saksi. Saat 

sahnya perkawinan itu ialah pada 

saat perkawinan itu diteguhkan oleh 

Imam/Pastur dengan mengucapkan 

janji bersatu. Untuk dapat disahkan 

perkawinan itu maka kedua mempe-

lai harus sudah dibaptis (Kan. 

1055:2), ada kesepakatan antara 

kedua mempelai (Kan. 1057:2), tidak 

ada kekeliruan tentang diri orangnya 

(Kan. 1097:1), tidak ada paksaan 

(Kan. 1103), telah berumur 16 (enam 

belas) tahun bagi pria dan telah beru-

mur 14 (empat belas) tahun bagi 

wanita (Kan.1083:1), salah satu atau 

kedua calon suami isteri itu tidak 

terikat perkawinan sebelumnya 

(Kan. 1086: 1). Perkawinan dilaku-

kan di hadapan Pastur dan disaksikan 

oleh dua orang saksi (Kan.1108:1). 

(Perhatikan juga Sukiran, 1987: 

40-41.)

Di dalam agama Katolik perjan- 

jian perkawinan yang penting adalah 

di mana pria dan wanita yang 

melakukan perkawinan berjanji akan 

membentuk kebersamaan seluruh 

hidup (consorsiir totius vitae) di 

antara mereka menurut sifat kodrat- 

nya terasa pada kesejahteraan suami 

isteri serta pada kelahiran dan pendi-

dikan anak (Kanon 1055: 1). Teruta-

ma dalam perkawinan campur, di 

mana salah satu mempelai tidak 

dibaptis agar yang menganut agama 

Katolik berjanji menjauhi bahaya 

meninggalkan iman dan akan berusa-

ha sekuatnya mendidik anak dalam 

Katolik.

Di dalam agama Kristen, faham 

tentang perkawinan dari abad ke 

abad mengalami perkembangan dan 

perubahan yang  mendalam dan 

sampai sekarang juga tidak sepenuh- 

nya sama di dalam berbagai gereja 

(Prawirohamidjojo, 1996). Hal yang  

menjadi prinsip terhadap perkawinan 

menurut agama Kristen adalah 

sebagai persekutuan hidup pria dan 

wanita yang monogam yang diarah-

kan ke arah reproduksi sebagai tata 

ciptaan Tuhan yang disucikan oleh 

Kristus yang memperoleh arti kea- 

gamaan khusus. Oleh karena dalam 

agama Kristen, perkawinan selalu 

dipandang sebagai tata dari Tuhan 

sejak permulaan adanya manusia 

(Gen 1:27, Matt, 19:4-6).

Di dalam agama Hindu hukum 

yang mengatur khusus tentang 

perjanjian perkawinan tidak ada, 

tetapi yang jelas apabila ada perjan- 

jian yang dibuat bertentangan 

dengan larangan dalam agama 

.Hindu maka perjanjian itu tidak sah. 

Misalnya di dalam kawinan campu-

ran antara agama yang berbeda 

dijanjikan setelah perkawinan dalam 

upacara agama  Hindu akan dilaku-

kan  lagi perkawinan dalam upacara 

agama lain, perjanjian serupa ini 

tidak sah, seperti dikatakan G. Pudja 

Bagi pengesahan suatu perkawinan 

menurut hukum Hindu tidak ada 

suatu escape clause yang  dimung- 

kinkan bagi Brahmana untuk 

melakukan pengesahan upacara 

perkawinan ,yang dilakukan kalau 

antara kedua mempelai itu terdapat 

perbedaan agama (G. Pudja, 1975: 

24).

Begitu pula dalam agama Buddha 

Indonesia menurut hukum perka- 

winannya (HPAB) yang telah disah-

kan pada tanggal 1 Juni. 1977 dan 

terdiri dari XIV Bab dan 62 pasal itu 

ada khusus tentang perjanjian dalam 

ikatan perkawinan, hal mana berarti 

terserah kepada para pihak yang 

bersangkutan, asal  perjanjian yang 

dibuat itu tidak bertentangan dengan 

agama Buddha Indonesia, UU No. 1 

Tahun1974 dan kepentingan umum.

Perkawinan menurut UU No. 1 
Tahun 1974

Sebagai dasar dan tujuan perka- 

winan, UU memberikan batasan 

seperti yang tercantum dalam pasal 1 

UU No. 1/1974 yaitu perkawinan  

ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang berbahagia dan kekal berdasar-

kan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konsep Perkawinan Menurut 
Agama Kristen

Berdasarkan  konsep perkawinan 

menurut Agama Kristen, perkawinan 

itu ikatan suci yang berasal dari 

Tuhan, jadi bukan semata mata 

prilaku manusia, sehingga apa yang 

sudah disatukan oleh Tuhan tidak 

bisa dipisahkan oleh siapapun terma-

suk oleh manusia, kecuali maut.

Dalam Agama Kristen juga me- 

nganjurkan perkawinan dan mela-

rang umatnya berzina, seperti yang 

tertulis di dalam Keluaran Pasal 22 

ayat 16 :”Apabila seseorang  mem-

bujuk seorang perempuan anak 

perawan yang belum bertunangan 

dan tidur dengan dia maka haruslah 

dia mengambilnya sebagai istrinya 

dengan membayar mas kawin”. Ayat 

17nya mengemukakan ”Jika ayah 

perempuan sungguh sungguh meno-

lak memberikan kepadanya maka ia 

juga harus mengembalikan perak 

kepada- nya” (Suhariningsih, 2008).

Gambaran Umum Desa Sitiarjo

Berdasarkan pengamatan di 

lokasi penelitian dan wawancara 

dengan tokoh agama dan masyarakat 

diperoleh informasi sebagai berikut. 

Desa Sitiarjo merupakan salah satu 

desa dari 15 desa yang ada di Keca-

matan Sumber Manjing Kabupaten 

Malang. Selengkapnya, 14 desa yang 

lain adalah sebagai berikut :1) Desa 

Druju 2) Desa Sumber Manjing; 3) 

Desa Harjokuncaran/Telogorejo; 4) 

Desa Argo Tirto; 5) Desa Tambak 

Rejo ; 6) Desa Krdung Banteng ; 7) 

Desa Sidoasri; 8)Desa Tambak Asri; 

9) Desa Klepu; 10) Desa Tegal Rejo; 

11) Desa Sekar Banyu; 12) Desa 

Ringin Sari; 13) Desa Ringin 

Kembar; 14) Desa Sumber Agung 

Di Desa Sitiarjo sendiri terdiri 

dari dua dukuh yaitu :1) Dukuh 

Krajan ; 2) Dukuh Rowotratih. Dua 

dukuh tersebut terdiri dari 14 Rukun 

Warga (RW), dan dari 14 RW terse-

but terdapat 24 Rukun Tetangga 

(RT). Penduduk Desa Sitiarjo 

berjumlah ± 6.000 orang atau sekitar 

2.279 Kepala Keluarga. Dari seluruh 

penduduk Desa Sitiarjo, mayoritas 

yaitu 90 % beragama Nasrani, 

sementara sisanya 10 % beragama 

Islam. Biasanya yang beragama 

Islam adalah para pendatang bukan 

penduduk asli Desa Sitiarjo.

Jumlah penduduk yang  mayori-

tas beragama Nasrani ini dapat juga 

dilihat dari banyaknya bangunan 

gereja yang ada di  sebuah desa 

terpencil di puncak bukit dan tepi 

pantai itu. Ada lebih dari 5 gereja 

yang ada di desa itu, dan gereja yang 

tertua di desa tersebut sudah berusia 

lebih dari 2 abad (200 tahun). Hal itu 

menunjukkan bahwa memang sudah 

sangat lama penduduk Desa Sitiarjo 

memeluk agama Nasrani, yaitu sejak 

jaman penjajahan Belanda.

Lokasi desa yang berada di 

puncak bukit berkapur dan gersang 

itu dahulunya terkenal sebagai 

daerah minus, dimana penduduknya 

hidup sangat miskin. Tapi sekarang 

kondisinya sangat jauh berbeda, di 

desa yang sangat terpencil itu ternya-

ta bangunan rumahnya sangat bagus 

dan mewah. Hal itu disebabkan, 

sejak tahun 1980 an penduduk desa 

tersebut terutama yang perempuan, 

banyak yang menjadi pembantu 

rumah tangga di Hongkong. Oleh 

karena itu,  tidak mengherankan, jika 

di desa yang sangat jauh dari pusat 

kota itu ternyata juga ada Perusahaan 

Jasa Pengerah Tenaga Kerja Indone-

sia ke Luar Negeri.

Faktor Dominan Penyebab Terja- 
dinya Penyimpangan Karakteris-
tik Sosio Religius Hukum Adat 
Dalam Pelaksanaan Per- tunangan 
Relevansinya Dengan Agama 
Kristen di Desa Sitiarjo Keca-
matan Sumber Manjing  Kabupa- 
ten  Malang 

Dari hasil penelitian melalui 

pengamatan dan wawancara kepada 

tokoh agama dan masyarakat di 

lokasi penelitian dijumpai hal-hal 

yang sangat unik dan menarik, yang 

membedakan Desa Sitiarjo dengan 

desa yang lain.

Praktek Pelaksanaan Pertuna- 
ngan di Desa Sitiarjo 

Pertunangan merupakan suatu 

proses awal yang dilakukan oleh 

sebagian besar masyarakat atau 

kelompok masyarakat untuk menuju 

sebuah perkawinan. Begitu juga 

dengan masyarakat yang ada di Desa 

Sitiarjo, untuk menuju sebuah lem- 

baga perkawinan, mereka melakukan 

proses lamaran yang biasanya dari 

keluarga laki-laki kepada keluarga 

perempuan, di rumah keluarga 

perempuan. Setelah melalui proses  

lamaran, mereka akan mengumum-

kan pertunangan mereka di gereja 

dimana mereka menjadi jamaat, 

selama tiga minggu berturut-turut. 

Oleh karena itu, semua  jamaat selalu 

mengetahui kalau seseorang itu 

sedang bertunangan dengan orang 

lain.

Pada saat pertunangan itu,  pende-

ta akan memberikan nasehat kepada 

calon pengantin, bahwa meskipun 

mereka sudah bertunangan tetapi 

mereka belum boleh melakukan  

hubungan  intim selayaknya hubu- 

ngan suami istri. Nasehat juga diberi-

kan oleh orang  yang  menjadi saksi 

pertunangan mereka yang nantinya 

juga akan  menjadi saksi pada saat 

mereka menikah. Nasehatnya hampir 

sama dengan nasehat yang diberikan 

oleh pendeta.

Pada saat pertunangan biasanya 

ditentukan hari ”H” perkawinannya, 

atau istilah lokalnya disebut, ”teg- 

tegan hari/tanggal”, biasanya tiga 

bulan setelah tanggal pertunangan. 

Akan tetapi ada juga, tetapi jumlah- 

nya sedikit, yang pada saat pertuna- 

ngan belum ditentukan tanggal 

perkawinannya dengan pasti. Hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh 

Modin Hari berikut ini, ”menawi 

tunangan biasanipun sebagian besar 

sampun teg tegan dinten, nggih 

wonten sing dereng tapi jumlah 

nipun kedik”

Jika tanggal perkawinannya su- 

dah ditentukan pada saat pertuna-  

ngan di gereja, 90 % pasangan calon 

pengantin ini sudah tinggal serumah, 

biasanya di rumah pihak perempuan, 

meskipun ada juga  yang tinggal di 

rumah pihak laki-laki. Menanggapi 

pasangan yang belum menikah tapi 

tinggal serumah ini penduduk sekitar 

dan tokoh masyarakat setempat me- 

nganggap itu sudah biasa, tidak ada 

masalah karena mereka sudah 

bertunangan. Hal ini berdasarkan 

hasil wawancara dengan Modin Hari 

yang dalam bahasa aslinya sebagai 

berikut : ”Menawi sampun teg tegan 

dinten pas tunangan wonten gerejo, 

90 % calon manten meniko sampun 

tinggal bareng biasanipun  wonten 

daleme ingkang estri, mersani kados 

mekaten tokoh masyarakat lan ma- 

syarakat biasa mawon, amargi 

sampun tunangan”.

Akibat perilaku calon pengantin 

dan tanggapan masyarakat seperti itu 

tidak jarang pada saat mereka 

menikah banyak yang sudah hamil. 

Meskipun tidak hamil, dipastikan 

bahwa 90 % pasangan yang sudah 

bertunangan dan tinggal satu rumah 

sudah  melakukan hubungan seksual. 

Hal ini berdasarkan hasil wawancara 

dengan Pak Hari, modin yang ada di 

desa tersebut. Pak Hari mengetahui 

dengan pasti, karena pada saat 

mereka mengurus surat pernikahan 

untuk menikah di gereja, mereka 

harus mendaftar melalui Pak Modin 

Hari. Setiap ada calon pengantin 

yang  mendaftar, pak modin selalu 

menanyakan apakah mereka sudah 

melakukan hubungan seksual atau 

belum. Yang mencengangkan, 90 % 

dari mereka mengaku telah melaku-

kan hubungan seksual dengan 

pasangannya. Pertanyaan ini diaju-

kan oleh Pak modin, karena jika 

pihak perempuannya sedang hamil, 

maka sebelum proses pernikahan 

dilakukan, mereka harus melakukan 

pertaubatan di gereja yang di- 

saksikan oleh semua jamaat. Seperti 

duangkapkan dalam bahasa aslinya, 

”nggih  terus terang kula  tangleti, 

kedah jujur kalian kulo, amargi 

menawi ingkang estri sampun  

mbobot nggih kedah nglampahi 

pertobatan rumiyin sakdereangipun 

nikah”.

Akan tetapi, meskipun mereka 

telah  melakukan hubungan seksual 

sebelum menikah tetapi jika pihak 

perempuannya tidak hamil, mereka 

tidak perlu melakukan pertaubatan. 

Dan, menurut Pak modin, anak muda 

sekarang sudah sangat pandai se- 

hingga meskipun hampir seluruh 

pasangan sudah melakukan hubu- 

ngan seksual sebelum menikah, 

pihak perempuannya hanya sedikit 

yang hamil, sekitar 1-5 kasus perta-

hun, padahal angka perkawinan 

sangat tinggi, yaitu bisa sampai 5 

pasangan setiap hari yang  mendaftar 

ke pak  modin untuk menikah, hal ini 

dikarenakan mereka sudah menggu-

nakan alat kontrasepsi sebelum 

menikah. Hal ini seperti diuangkap-

kan Pak Modin Hari berikut ini, 

”lare sakniki lak pun pinter pinter a 

bu, dibanding lare jaman singen, lek 

singen kathah ingkang mbobot, 

menawi sak meniko namun kedik 

amargi KB meniko”

Proses Perkawinan di Desa Sitiar-
jo

Bagi pasangan yang akan 

melangsungkan perkawinan di desa 

Sitiarjo, mereka harus mendaftar 

melalui pak modin. Di desa tersebut 

Pak modin ada dua, yang satu khusus 

untuk umat Nasrani, yaitu Pak Hari, 

dan yang beragama Islam ke pak 

modin Islam, yaitu Pak Wahyudi. 

Sesuai dengan fokus peneitian ini, 

maka perkawinan umat Islam tidak 

diteliti lebih jauh, karena fokus pene-

litian ini berkaitan dengan penyim-

pangan karakteristik sosio religius 

hukum adat dalam pelaksanaan 

pertunangan relevansinya dengan 

agama kristen di Desa Sitiarjo Keca-

matan Sumber Manjing  Kabupaten  

Malang . Pada saat mendaftar ke Pak 

modin untuk menikah di gereja, 

pasangan calon pengantin harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut : 1) Foto copy Akte Kelahiran 

masing-masing 1 lembar (bagi yang 

punya, bagi yang tidak foto copy 

surat nikah orang tua ditambah Surat 

kelahiran Desa); 2) Foto copy Kartu 

Keluarga; 3) Foto copy  KTP calon 

pengantin  masing-masing 2 lembar; 

4) Foto copy KTP saksi masing- 

masing; 5) Foto copy Bukbaktis ma- 

sing-masing; 6) Kartu TT dari bidan, 

yang pertama dan kedua; 7) Pas foto 

berjajar ukuran 4 x 6 seba- nyak 8 

lembar.

Pada saat  mendaftar itulah pak 

modin akan menanyakan apakah 

mereka sudah melakukan hubungan 

suami istri atau belum. Pertanyaan 

ini diajukan oleh pak modin karena 

jika mereka sudah melakukan  

hubungan suami istri dan pihak 

perempuannya sudah hamil, maka 

sebelum proses pemberkatan per- 

kawinan,  mereka harus melakukan 

upacara pertobatan. Upacara perto-

batan yang lebih dulu harus dilaku-

kan ini jika pernikahan itu dilakukan 

di Gereja Kristen Jawi Wetan 

(GKJW). Sementara jika pernikahan 

dilakukan di gereja lain, tidak perlu 

dilakukan upacara pertobatan, 

meskipun calon pengantin perem-

puannya telah hamil lebih dulu. Dari 

hasil penelitian diketahui bahwa, di 

Desa Sitiarjo terdapat beberapa 

aliran dalam Nasrani, yaitu : GKJW, 

Tabatnakel, Pantekosta dan Bethel.

Dari ke empat aliran itu hanya 

Gereja Kristen Jawi Wetan yang 

mewajibkan upacara pertobatan bagi 

pasangan yang sudah hamil sebelum 

menikah, karena hanya GKJW yang 

mempunyai ”Toto Pranoto” acara 

pernikahan. Upacara  pertobatan itu 

dilakukan dengan cara, kedua calon 

pengantin sebelum upacara pernika-

han, dengan mengenakan busana 

pengantin, membacakan penyesalan- 

nya karena telah melakukan perbua-

tan dosa, yaitu melakukan hubungan 

suami istri sebelum menikah. Isi dari 

kata-kata penyesalannya itu sudah 

ada formnya yang ditetapkan oleh 

gereja, tetapi biasanya ditambahi 

oleh calon pengantin sesuai dengan 

rasa penyesalannya. Pembacaan 

pertobatan itu dilakukan di gereja di 

hadapan semua jemaat. Rasa penye-

salan yang  dibacakan  itu biasanya 

akan  membuat haru jemaat yang 

hadir, sehingga mereka sering kali 

menangis ketika ada yang memba-

cakan pertobatan.

Setelah pembacaan pertobatan 

tersebut, baru dapat dimulai acara 

pemberkatan perkawinannya. Per- 

kawinan itu harus disaksikan oleh 

dua orang saksi. Saksi ini merupakan 

orang yang dituakan di wilayahnya 

karena mereka juga yang akan mem-

berikan nasehat ketika rumah tangga 

mreka nanti dalam masalah. Syarat 

untuk menjadi saksi adalah tidak ada 

hubungan saudara dengan pengantin. 

Berbeda dengan perkawinan umat 

Islam, perkawinan di gereja tidak 

memerlukan  wali atau orang tua dari 

pengantin. Jadi bisa saja terjadi 

penikahan yang tidak disetujui/ 

direstui atau tidak dihadiri orang 

tuanya bisa terlaksana di gereja. 

Orang yang biasa menjadi saksi 

pernikahan adalah sebagai berikut : 

1) Pak Nyoto Aji (Tokoh Masyarakat 

Setempat); 2) Pak Suraji (Tokoh 

Masyarakat Setempat); 3) Pak Modin 

itu sendiri.  

Setelah itu, pengantin akan  men- 

dapatkan Surat Pemberkatan Nikah 

dari gereja. Perkawinan tidak lang- 

sung dicatatkan ke Kantor Catatan 

Sipil, tapi biasanya dilakukan sebu-

lan sekali oleh pendeta, jadi tidak 

dilakukan oleh pengantin itu sendiri. 

Pengantin itu diwajibkan membayar 

sejumlah Rp. 300.000,- (yang 

menurut sebagian masyarakat biaya 

tersebut terlalu mahal ) kemudian 

berkasnya diserahkan kepada pende-

ta untuk dicatatkan di Kantor Catatan 

Sipil. Oleh karena sistem pencatatan 

yang seperti ini, maka pernah terjadi 

selama bertahun- tahun pencatatan  

itu tidak dilakukan oleh pendetanya, 

sehingga banyak pasangan yang 

sudah  menikah di gereja di Desa 

Sitiarjo, tetapi tidak punya akta 

nikah, sehingga di Desa Sitiarjo 

seringkali dilakukan pemutihan akta 

nikah, dengan biaya yang sangat 

murah yaitu Rp. 25.000,-, termasuk 

Pak Modinnya sendiri juga baru 

mempunyai akta nikah setelah anak 

mereka lahir, sehingga anaknya 

tercatat sebagai anak luar kawin. 

Akhirnya pendeta tersebut dipecat, 

karena disamping menggelapkan  

uang pencatatan perkawinan juga 

melakukan tindak perselingkuhan.

Faktor Dominan Penyebab Terja- 
dinya Penyimpangan Dalam 
Pertunangan 

Dari uraian terdahulu dapat 

disimpulkan bahwa di Desa Sitiarjo 

telah terjadi penyimpangan karakte- 

ristik sosio religius hukum adat 

dalam pelaksanaan pertunangan  

relevansinya dengan agama kristen. 

Penyimpangan-penyimpangan itu 

dapat ditelaah dari analisa berikut 

ini.

Menurut hukum adat pertunangan 

baru mengikat apabila dari pihak 

laki-laki sudah memberikan kepada 

pihak perempuan suatu tanda 

pengikat (penyancang yang kelihatan 

yaitu “panjer” atau “peningset”) 

istilah di jawa (Djojodigoeno, tanpa 

tahun, 54). Adapun tanda pengikat 

tersebut adalah dengan diberikan 

secara timbal balik “pertukaran 

cincin” sebagai saat dimulainya 

secara resmi fase pertunangan. Hal 

ini sesuai dengan sifat dari hukum 

adat secara umum yaitu bahwa men-

talitas yang menjiwai hukum adat 

adalah : sifat kongkrit, maksudnya 

tiap-tiap perbuatan atau keinginan 

atas hubungan-hubungan tertentu 

dinyatakan dengan benda-benda 

berwujud. Tentu saja hal tersebut 

disamping sifat religius magis, 

komersial dan kontan. (Djaren 

Saragih, 1984, 19)

Sampai pada fase ini, di Desa 

Sitiarjo belum terjadi penyimpangan  

karena setiap proses pertunangan di 

desa tersebut diawali dengan proses 

lamaran dari keluarga laki- laki 

kepada keluarga perempuan, dengan 

memberikan peningset. Kemudian 

dilanjutkan proses pertunangan 

dengan ”tukar cincin” di gereja.

Secara umum, akibat dari per- 

tunangan adalah bahwa kedua belah 

pihak telah terikat untuk melakukan 

perkawinan. Tapi ikatan itu tidak 

berarti bahwa kedua pihak tidak 

boleh tidak, harus melakukan 

perkawinan. Dengan kata lain, 

pertunangan yang dilakukan itu 

masih mungkin dibatalkan dalam 

hal-hal: 1) Apabila pembatalan itu 

memang menjadi kehendak kedua 

pihak setelah pertunangan berjalan 

beberapa waktu lamanya; 2) Apabila 

salah satu pihak tidak memenuhi 

janjinya,  seandainya yang menerima 

tanda jadi ingkar janji maka harus 

mengembalikan sejumlah atau berli-

pat dari yang diterimanya. Sedang-

kan apabila yang tidak memenuhi 

janji adalah pihak pemberi maka 

tidak ada hak untuk meminta kemba-

li barang pemberiannya. 

Mulai dari fase ini sudah ada 

sedikit penyimpangan di Desa Sitiar-

jo, yaitu setiap pasangan yang sudah 

bertunangan, ”sudah pasti jadi” arti- 

nya tidak boleh tidak harus  

melangsungkan perkawinan (wa- 

wancara dengan responden). Hal ini 

tentu saja berbeda dengan pertuna- 

ngan secara umum menurut hukum 

adat yang masih memungkinkan 

adanya pembatalan pada masa 

pertunangan dari kedua belah pihak, 

atau dari salah satu pihak, dengan 

akibat hukumnya masing-masing. 

Faktor ini merupakan salah satu 

faktor penyebab pasangan yang 

sudah bertunangan tapi belum 

menikah berani tinggal serumah dan 

masyarakat sekitar melihat itu 

sebagai hal yang lumrah. 

Di samping itu, pertunangan 

dilakukan di gereja, disaksikan oleh 

seluruh jemaat, dan diumumkan 

selama tiga minggu berturut-turut. 

Bagi masyarakat Desa Sitiarjo, ini 

merupakan legitimasi bahwa semua 

pihak, baik itu pihak keluarga, pihak 

gereja, dan masyarakat sudah me- 

ngetahui bahwa mereka bertunangan 

dan sudah pasti menikah, sehingga 

bagi mereka dan masyarakat yang 

ada di sana tidak mempermasalahkan  

jika mereka tinggal dalam satu  

rumah meskipun mereka belum 

menikah. Hal ini juga dapat merupa-

kan faktor yang cukup berpengaruh 

yang menyebabkan terjadinya pe- 

nyimpangan karakteristik sosio 

religius dari pertunangan menurut 

hukum adat di Desa Sitiarjo.  

Sahnya perkawinan menurut 

hukum adat bagi masyarakat hukum 

adat di Indonesia pada umumnya 

bagi penganut agama tergantung 

pada agama yang dianut masyarakat 

adat bersangkutan. Maksudnya jika 

telah dilaksanakan menurut tata-ter- 

tib hukum agamanya, maka perka- 

winan itu sudah sah menurut hukum 

adat. Kecuali bagi mereka yang 

belum menganut agama yang diakui 

pemerintah, seperti halnya mereka 

yang masih menganut kepercayaan 

agama lama (kuno) seperti 'sipelebe-

gu' (pemuja roh) di kalangan orang 

Batak (perhatikan J.C. Vergouwen, 

1986:81) atau agama Kaharingan di 

kalangan orang-orang Dayak Kali-

mantan Tengah (Koentjaraningrat/J. 

Danandjaja, 1983:137) dan lainnya. 

maka perkawinan yang dilakukan 

menurut tata tertib adat/agama 

mereka itu adalah sah menurut 

hukum adat setempat.

Menurut Hukum Kristen/Katolik 

Perkawinan itu sah apabila syarat- 

syarat yang telah ditentukan dipenuhi 

dan perkawinannya dilaksanakan di 

hadapan Pastur yang dihadiri oleh 

dua orang saksi. Saat sahnya perka- 

winan itu ialah pada saat perkawinan 

itu diteguhkan oleh Imam/Pastur 

dengan mengucapkan janji bersatu. 

Untuk dapat disahkan perkawinan itu 

maka kedua mempelai harus sudah 

dibaptis (Kan.1055:2), ada kesepaka-

tan antara kedua mempelai (Kan. 

1057:2), tidak ada kekeliruan tentang 

diri orangnya (Kan.1097:1), tidak 

ada paksaan (Kan.1103), telah beru-

mur 16 (enam belas) tahun bagi pria 

dan telah berumur 14 (empat belas) 

tahun bagi wanita (Kan. 1083:1), 

salah satu atau kedua calon suami 

isteri itu tidak terikat perkawinan 

sebelumnya (Kan.1086: 1). Perka- 

winan dilakukan di hadapan Pastur 

dan disaksikan oleh dua orang saksi 

(Kan.1108:1). (Perhatikan juga 

Sukiran, 1987: 40-41.)

Dari sini kita juga dapat melihat 

adanya penyimpangan yang terjadi di 

Desa Sitiarjo, secara umum menurut 

Hukum Adat perkawinan adalah sah 

jika dilakukan secara sah menurut 

hukum agamanya masing-masing, 

dalam hal ini adalah Hukum Agama 

Nasrani. Menurut agama Nasrani 

perkawinan itu mulai sah pada saat 

perkawinan itu diteguhkan oleh 

Imam/Pastur dengan  mengucapkan 

janji bersatu, jadi pada saat pertuna- 

ngan belum sah terjadinya perka- 

winan. Hal ini dapat dibuktikan 

bahwa pada saat pertunangan, pende-

ta dan saksi memberikan nasehat 

kepada calon pengantin, bahwa 

meskipun  mereka sudah bertunan-

gan tapi mereka belum sah sebagai 

suami istri, sehingga belum boleh 

melakukan hubungan layaknya 

hubungan suami istri. Dibuktikan 

juga bahwa bagi pasangan tunangan 

yang sudah hamil lebih dahulu harus 

melakukan prosesi pertobatan sebe-

lum pemberkatan perkawinan.

Akan tetapi ada satu hal yang 

sangat menarik di Desa Sitiarjo, bagi 

pasangan tunangan yang telah 

melakukan hubungan suami istri tapi 

calon pengantin prempuannya tidak 

hamil, tidak perlu melakukan upaca-

ra pertobatan, meskipun modinnya 

mengetahui bahwa pasangan itu telah 

melakukan hubungan suami istri 

sebelum menikah. Dari hal ini kita 

juga dapat melihat adanya penyim-

pangan, bahwa bagi pasangan tuna- 

ngan yang  melakukan hubungan 

suami istri sebelum menikah, tapi 

perempuannya tidak hamil ”diang-

gap tidak berdosa”, sehingga tidak 

perlu melakukan upacara pertobatan 

sebagaimana pasangan tunangan 

yang hamil  lebih dulu. Ini juga mer-

upakan faktor yang menyebabkan 

terjadinya penyimpangan  karakteris-

tik sosio religius hukum adat dalam 

pelaksanaan pertunangan  di Desa 

Sitiarjo.

Di samping itu, jika melihat 

banyaknya bangunan gereja tua di 

Desa Sitiarjo, menunjukkan bahwa 

sejak jaman dahulu masyarakat Desa 

Sitiarjo sudah akrab dengan budaya 

barat yang dibawa oleh Belanda. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa 

Belanda datang ke Indonesia tidak 

hanya menyebarkan agamanya tetapi 

membawa serta budayanya, yang 

salah satunya adalah budaya per- 

gaulan muda mudi yang  lebih bebas 

dari budaya asli bangsa Indonesia. 

Oleh karena itu, tidak mengherankan 

jika budaya bebas tersebut akhirnya 

menular kepada muda-mudi yang 

ada di Desa Sitiarjo pada saat itu 

yang akhirnya berkembang sampai 

sekarang. Hal ini juga dapat menjadi 

faktor penyebab mengapa terjadi 

penyimpangan dalam pertunangan di 

Desa Sitiarjo.  

Dari uraian di atas kita dapat 

melihat ada empat faktor yang 

menyebabkan terjadinya penyimpa- 

ngan karakteristik sosio religius 

hukum adat dalam pelaksanaan 

pertunangan di Desa Sitiarjo, yaitu: 

1) Faktor  pandangan masyarakat 

yang melihat bahwa pasangan yang 

bertunangan itu pasti jadi menikah, 

tidak boleh tidak; 2) Faktor panda- 

ngan masyarakat yang mengasum-

sikan bahwa karena pertunangan itu 

dilangsungkan di Gereja, disaksikan 

oleh masyarakat banyak (para 

jemaat), dan diumumkan tiga ming- 

gu berturut turut, maka sah-sah saja 

jika pasangan yang sudah bertuna- 

ngan tapi belum menikah, tinggal 

serumah; 3) Faktor diskriminasi 

dalam pertobatan, pertobatan hanya 

harus dilakukan oleh pasangan yang 

terlanjur hamil lebih dulu, tapi bagi 

pasangan yang  jelas-jelas mengaku 

kepada modinnya bahwa mereka 

telah melakukan hubungan suami 

istri tapi perempuannya tidak hamil, 

tidak perlu melakukan pertobatan. 

Hal ini dapat diartikan bahwa 

melakukan hubungan seksual sebe-

lum menikah ”asal tidak hamil, tidak 

berdosa”, sehingga tidak perlu mela- 

kukan pertobatan.; 4)  Faktor budaya 

pergaulan bebas yang diwariskan 

oleh penjajah Belanda kepada ma- 

syarakat asli Desa Sitiarjo.

Dari ketiga faktor itu, faktor yang 

paling dominan dalam menyebabkan 

terjadinya penyimpangan karakteris-

tik sosio religius hukum adat dalam 

pelaksanaan pertunangan di Desa 

Sitiarjo adalah faktor yang ketiga, 

karena faktor ini tidak berasal dari 

masyarakat, tapi berasal dari pemuka 

agama, yang sebenarnya mempunyai 

pengaruh yang sangat besar terhadap 

perilaku masyarakat yang ada di 

Desa Sitiarjo.  Sementara dua faktor 

yang  lain, karena keduanya berasal 

dari pandangan masyarakat, yang  

tentunya akan mudah berubah sesuai 

dengan perubahan masyarakat itu 

sendiri, sehingga meskipun  punya 

andil dalam penyimpangan karakte- 

ristik, tetapi pengaruhnya tidak sebe-

sar pengaruh faktor yang ketiga.

Upaya Yang Telah dan Akan 
Dilakukan oleh Pemuka Agama  
Kristen dan Pemangku Kepenti- 
ngan untuk Mengurangi Angka 
Kehamilan Sebelum Perkawinan

 

Menghadapi permasalahan yang 

terjadi di Desa Sitiarjo berkaitan 

dengan banyaknya angka kehamilan 

sebelum perkawinan, telah dilakukan 

upaya oleh pemuka agama Kristen 

dan pemangku kepentingan yang 

lain, upaya upaya tersebut antara 

lain:

1. Pemberian nasehat oleh pendeta 

kepada pasangan tunangan agar 

tidak melakukan hubungan suami 

istri sebelum menikah.

2. Pemberian nasehat oleh saksi 

pertunangan  kepada pasangan 

tunangan agar tidak melakukan 

hubungan suami  istri sebelum 

menikah.

3. Pemberian pertanyaan oleh modin 

kepada pasangan yang akan 

menikah tentang apakah mereka 

sudah melakukan hubungan 

suami istri sebelum menikah atau 

tidak.

4. Pengharusan melakukan upacara 

pertobatan bagi pasangan yang 

hamil lebih dahulu sebelum pem-

berkatan pernikahan.

5. Menurut masyarakat, pihak gereja 

juga pernah mengadakan sema-

cam sayembara bahwa bagi 

pasangan yang pada saat melang- 

sungkan pernikahan belum hamil 

akan mendapat hadiah dari gereja.

Justru upaya yang belum tampak 

adalah upaya dari Kepala Desanya 

sendiri, karena ternyata pada saat 

penelitian ini dilaksanakan, di Desa 

Sitiarjo sedang tidak mempunyai 

kepala desa, karena kepala desanya 

baru saja dicopot/dilengserkan oleh 

masyarakat, karena tertangkap basah 

sedang berselingkuh dengan banyak 

perempuan di desa tersebut.  Seba- 

gaimana kita ketahui bahwa dalam 

penegakan hukum kita mengenal ada 

tiga komponen di sana ,  yaitu, 

substansi, struktur / aparat dan kultur.  

Kepala desa yang seharusnya menja-

di aparat yang menegakkan hukum di 

wilayahnya ternyata  memberikan 

contoh yang tidak baik, sehingga 

tidak mungkin dapat menegakkan 

hukum di desanya.

Pemuka agama kristen akan terus 

melakukan upaya yang selama ini 

sudah dilakukan, akan tetapi dari 

kepala desa tidak dapat dimintai 

keterangan tentang upaya apa yang 

akan diperbuat terhadap warganya, 

karena ternyata kepala desanya juga 

terbukti melakukan perbuatan asusila 

terhadap warganya. Bisa jadi 

kelakuan kepala desa yang  gemar 

berselingkuh itu juga merupakan 

faktor penyebab terjadinya penyim-

pangan karakteristik sosio reigius 

hukum adat dalam hal pertunangan 

di Desa Sitiarjo, karena kepala 

desanya memberikan contoh yang  

tidak baik, sehingga tidak mungkin 

dia akan dianggap oleh warganya 

ketika dia memberikan nasehat 

kepada warganya. 

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pemba-

hasan dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut.

1. Faktor dominan yang menye-

babkan terjadinya penyimpa- 

ngan karakteristik sosio religi-

us hukum adat dalam pelaksa-

naan pertunangan di Desa 

Sitiarjo, relevansinya dengan 

agama Kristen adalah faktor 

diskriminasi dalam pertobatan, 

pertobatan hanya wajib dilaku-

kan oleh pasangan yeng terlan-

jur hamil lebih dulu, tapi bagi 

pasangan yang jelas-jelas 

mengaku kepada modinnya 

bahwa mereka telah melaku-

kan hubungan suami istri tapi 

perempuannya tidak hamil, 

tidak perlu melakukan perto-

batan. Hal ini dapat diartikan 

bahwa melakukan hubungan 

seksual sebelum menikah 

”asal tidak hamil, tidak berdo-

sa”, sehingga tidak perlu 

melakukan pertobatan.  

2. Upaya yang telah dilakukan 

oleh pemuka agama  kristen 

dan pemangku kepentingan 

untuk mengurangi angka 

kehamilan sebelum perka- 

winan adalah sebagai berikut :

1) Pemberian nasehat oleh pen- 

deta kepada pasangan tuna- 

ngan agar tidak melakukan 

hubungan suami istri sebelum 

menikah.

2) Pemberian nasehat oleh saksi 

pertunangan  kepada pasangan 

tunangan agar tidak melaku-

kan hubungan suami istri sebe-

lum menikah.

3) Pemberian pertanyaan oleh 

modin kepada pasangan yang 

akan menikah tentang apakah 

mereka sudah melakukan 

hubungan suami istri sebelum 

menikah atau tidak.

4) Pengharusan melakukan upa- 

cara pertobatan bagi pasangan 

yang hamil lebih dahulu sebe-

lum pemberkatan pernikahan.

5) Menurut masyarakat, pihak 

gereja juga pernah mengada-

kan semacam sayembara bah- 

wa bagi pasangan yang pada 

saat melangsungkan pernika- 

han belum hamil akan 

mendapat hadiah dari gereja.

Justru upaya yang belum tampak 

untuk mengurangi angka kehamilan 

sebelum menikah adalah upaya dari 

Kepala Desa Sitiarjo. Pemuka agama 

kristen akan terus melakukan upaya 

yang selama ini sudah dilakukan, 

akan tetapi dari kepala desa tidak 

dapat dimintai keterangan tentang 

upaya apa yang akan diperbuat terha-

dap warganya, karena ternyata 

kepala desanya juga terbukti  

melakukan perbuatan asusila terha-

dap warganya. 

Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas 

peneliti memberikan saran-saran 

sebagai berikut :

1. Bagi pemuka agama Kristen harus 

terus mendidik umatnya agar 

tidak melakukan hubungan suami 

istri sebelum menikah, dan mem-

berikan pemahaman  kepada umat 

nya bahwa meskipun pertuna- 

ngan mereka sudah dilakukan di 

gereja dan disaksikan banyak 

orang, belum berarti mereka 

sudah menikah dan boleh melaku-

kan hubungan suami istri. Dan 

yang lebih penting adalah tidak 

lagi melakukan diskriminasi da- 

lam ”pertobatan”, seharusnya 

pertobatan tidak hanya wajib 

dilakukan oleh pasangan yang 

sudah hamil sebelum menikah, 

tapi juga terhadap seiap pasangan 

yang belum menikah tapi sudah 

melakukan hubungan suami istri.

2. Bagi tokoh masyarakat, hendak- 

nya dapat memberikan teladan 

yang baik bagi warganya sehing-

ga dapat  memimpin warganya ke 

dalam kehidupan dan pergaulan 

yang lebih baik.
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Pendahuluan

Pada awal Januari 2010 Menteri 

Kehutanan MS Ka`ban dalam 

kunjungan dinasnya ke Kecamatan 

Geger  menilai bahwa Madura me- 

rupakan kawasan yang kritis. Untuk 

mengeliminir maka perlu dibentuk 

hutan rakyat. Hutan rakyat merupa-

kan salah satu model pengelolaan 

sumber daya alam yang berdasarkan 

inisiatif masyarakat. Pengembangan 

hutan rakyat diarahkan untuk me- 

ngubah produktivitas lahan kritis, 

konservasi lahan, perlindungan 

hutan dan pengentasan kemiskinan 

melalui pemberdayaan masyarakat 

dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Pada saat ini, pembangunan hutan 

rakyat banyak dikembangkan dengan 

berbagai pola diantaranya yaitu pola 

kemitraan, pola swadaya, dan 

bentuk subsidi murni baik dari 

pemerintah atau pihak lain. Pola 

subsidi bertujuan agar masyarakat 

mau berpartisipasi dalam upaya 

rehabilitasi dan konservasi tanah 

sekaligus sebagai tambahan pen- 

dapatan masyarakat.  Pola swadaya 

yang merupakan tindak lanjut dari 

keberhasilan pola subsidi, bertujuan 

untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, mutu lingkungan, dan 

menunjang pemenuhan bahan baku 

kayu indistri. Sedangkan pola kemi-

traan paling diyakini sebagai suatu 

cara untuk mengatasi permasalahan 

modal dengan mengembangkan pola 

kemitraan baik dari pemerintah, 

swasta, maupun Perum Perhutani 

(BUMN).

Tujan pola kemitraan yaitu terba-

ngunnya unit-unit usaha perhutanan 

rakyat, pada daerah sentra industri 

pengolaan kayu, serta terbinanya 

partisipasi masyarakat dalam pele-

starian sumber daya hutan. Bertam-

bahnya luasan tutupan lahan berupa 

hutan rakyat yang banyak tumbuh di 

Kecamatan Geger Kabupaten Bang-

kalan telah mendapat penghargaan 

Ecolabel  dari Kementerian Negara 

Lingkungan Hidup. Hal tersebut 

memberi semangat baru kepada mas-

yarakat untuk menambah dan mele-

starikan luas tutupan lahan .

Sebagai upaya rehabilitasi ling- 

kungan, Pemerintah Kabupaten 

Bangkalan telah menerapkan gera-

kan “Kecil Menanam Dewasa 

Memanen” (KMDM). Gerakan ter- 

sebut diawali di desa Togubang 

Kecamatan Geger. Proses pengelo-

laan  hutan berbasis masyarakat akan 

lebih efektif dalam memandang 

situasi dan kondisi lingkungan lokal. 

Pandangan seperti ini amat relevan 

karena dengan cara melibatkan ma- 

syarakat, proses pengelolaan ling- 

kungan akan  jauh lebih berhasil dan 

optimal. Peran serta masyarakat 

dalam kegiatan pengelolaan lingku- 

ngan merupakan langkah strategis 

karena masyarakat memahami nilai- 

nilai dan norma yang dianut dalam 

dalam memandang kearifan lokal 

berkaitan dengan pengelolaan sum- 

ber daya alam dan lingkungan.

Dilihat dari peta  topografi maka 

daerah Kabupaten Bangkalan berada 

pada ketinggian 2-100 m di atas 

permukaan air laut. Wilayah yang 

terletah di pesisir pantai, seperti 

Kecamatan Sepuluh, Bangkalan, So- 

cah, Kamal, Modung, Kwanyar, 

Arosbaya, Klampis, Tanjung Bumi, 

Labang, dan Kecamatan Burneh 

mempunyai ketinggian antara 2-100 

m di atas permukaan air laut. Di 

bagian tengah, memiliki ketinggian 

antara 19-100 m di atas permukaan 

air laut. Sedangkan Kecamatan 

Geger tertinggi dengan ketinggian 

100 m di atas permukaan air laut.

Gambar : 1 : Peta Topografi

 

Sumber : Bangkalan dalam Angka 2010 Bangkalan in Figures 2010

Kecamatan Geger, Kabupaten 

Bangkalan, berkali-kali mendapat-

kan penghargaan nasional bidang 

lingkungan hidup. Penghargaan 

pertama kali berupa Kalpataru di 

tahun 1988 kemudian tahun 2004. 

Ada pula tokoh lingkungan yang 

mendapatkan Satya Lencana Pemba-

ngunan Lingkungan Hidup dari desa 

Kombangan, yakni  H. Gosali pada 

tahun 2009. Pada tahun 2010, 

Kelompok Tani Gunung Mereh men- 

dapatkan Ecolabel (Standarisasi 

Luasan Hutan Rakyat) dari Kemen- 

terian Negara Lingkungan Hidup. 

Ibarat penyempurna lingkungan, 

FMU “Gebang Lestari” mendapat-

kan sertifikasi UMHRL (Unit Mana-

jemen Hutan Rakyat Lestari) pada 20 

Juni 2010. 

Karakteristik sifat petani pada 

umumnya menunjukkan sedikit 

minat untuk memanen kayu dan 

hanya melakukannya jika menghada-

pi keadaan yang disebut filosofi 

“tebang butuh”. Mereka memper-

lakukan hutan sebagai asset jangka 

panjang layaknya rekening bank 

yang dapat sewaktu-waktu diuang-

kan. Hasil penelitian (dukungan 

REDD) menunjukkan bahwa kepen- 

tingan komersial saat ini menjadi 

pendorong utama petani untuk pena-

naman dan petani sangat memahami 

nilai sebenarnya hutan mereka, dan 

meyakini nilai tersebut meningkat 

dengan adanya sertifikasi hutan. 

Kemauan petani untuk berpartisipasi 

dalam penyiapan sertifikasi biasanya 

muncul ketika tim pendamping 

memfasilitasi pembenahan-pembe- 

nahan organisasi yang diusulkan. 

Semua wilayah memerlukan pe- 

ngembangan organisasi masyarakat 

secara khusus. Terdapat kebutuhan 

khusus membangun asosiasi petani 

yang lebih tinggi seperti koperasi, 

yang membutuhkan pengetahuan 

kewirausahaan juga dukungan dana 

eksternal. 

Permasalahan 

Kecamatan Geger terdiri dari 13 

(tiga belas) desa yaitu : desa Lerpak, 

Geger, Togubang, Batubella, Teber 

Priyah, Campor, Kompol, Komban-

gan, Dabung, Katol Barat, Ba- 

nyoneng Laok, dan desa Banyoneng 

Dajah. Dari tiga belas desa tersebut, 

kelompok tani yang relatif  maju 

terdapat di desa Geger, Kombangan, 

dan desa Togubang. Kelompok dari 3 

(tiga) desa tersebut tergabung dalam 

FMU “Gebang Lestari” yang dipu-

satkan di desa Kombangan di bawah 

arahan H. Gosali. Permasalahan 

klasik yang dihadapi kelompok tani 

yang berbasis pengelolaan hasil 

hutan yang berasal dari hutan rakyat 

pada umumnya, juga dialami oleh 

FMU “Gebang Lestari” yaitu: 1) 

Keterbatasan modal masyarakat 

dalam menyelenggarakan usaha 

hutan rakyat; 2) Luas pemilikan 

lahan yang relatif sempit dan terpen-

car sehingga menyulitkan pengelo-

laan dalam satu manajemen; 3) Pem-

biayaan berkelanjutan dan berorien-

tasi pada proyek; 4) Kualitas sumber 

daya manusia.

Masyarakat tani hutan yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan kelompok tani 

hutan yang sering mendapat peng-

hargaan dan sertifikasi. Namun, 

penghargaan tersebut hanyalah legi- 

timasi keberadaan mereka saja, 

tanpa diiringi dengan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan 

kesejahteraannya. Melihat perma- 

salahan di atas, prestasi yang dimili-

ki FMU “Gebang Lestari” serta 

semangat yang ada pada masyarakat 

secara lambat laun akan menghilang 

jika tidak ditindaklanjuti dengan 

upaya yang tepat dan strategis. 

Persoalan pelik yang mengha-

dang adalah pengusahaan hasil hutan 

yang sulit dilaksanakan. Koperasi  

masyarakat di desa Geger yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan koperasi yang 

sudah “mati suri”. Jenis tanaman 

hasil hutan non-kayu berupa tana-

man holtikultura seperti alpukat, 

mangga, papaya, rambutan, jeruk 

dan lain-lain. wilayah Kecamatan 

Geger relatif subur, sedangkan untuk 

hasil hutan kayu, khususnya kayu 

jati di Kecamatan Geger ini sulit 

diharapkan hasilnya, padahal kawa- 

san ini merupakan kawasan pe- 

nyangga yang harus dijaga kelestari-

an hutannya. Dengan kata lain perlu 

dilakukan rehabilitasi terhadap lahan 

di kawasan hutan tersebut, akan 

tetapi di sisi lain masyarakat terben-

tur masalah permodalan. Untuk 

mendapatkan permodalan diperlu-

kan adanya kerjasama dengan 

lembaga-lembaga terkait sebagai 

pembina dan penyandang dana. Hal 

ini tidak dapat dilakukan karena akta 

notaris pendirian koperasi yang 

menjadi salah satu persyaratan 

pengajuan proposal kerjasama be- 

lum mereka miliki.

Persoalan ketidakmampuan pe- 

ngurusan akta pendirian koperasi 

dan pembuatan proposal kerjasama 

ini menjadi kendala masyarakat 

sekitar hutan  untuk meningkatkan 

kesejahteraannya. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan pemberdayaan dan 

pengembangan kapasitas masyarakat 

sekitar hutan yang sangat relevan, 

yakni dari aspek institusi, seperti : 

administrasi dan manajemen kopera-

si, pengembangan organisasi, moni-

toring, penggunaan komputer, pe- 

ngembangan masyarakat seperti 

manajemen kelompok-kelompok pe- 

tani.

Undang-undang  Nomor  41 

Tahun 1999 yang telah diubah 

berdasarkan Undang-undang Nomor 

19 Tahun 2004 tentang Perpu  

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peru-

bahan  atas Undang-undang Nomor 

41 tahun 1991 tentang   Kehutanan 

Menjadi Undang-undang  (selanjut- 

nya UU Kehutanan), mengatur 

tentang rehabilitasi hutan. Pasal 43 

ayat (1) UU Kehutanan menentukan 

bahwa setiap orang yang  memiliki, 

mengelola, dan atau memanfaatkan 

hutan yang kritis atau tidak produk-

tif, wajib melaksanakan rehabilitasi 

hutan untuk tujuan perlindungan dan 

konservasi. Selanjutnya dalam ayat 

(2) ditegaskan bahwa dalam melak-

sanakan rehabilitasi setiap orang da- 

pat meminta pendampingan, pela- 

yanan, dan dukungan kepada lemba-

ga swadaya masyarakat, pihak lain 

atau pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan  Rencana Pengelolaan 

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, 

dalam Pasal 84 mengatur pember-

dayaan masyarakat dapat dilakukan 

melalui : (1) hutan desa; (2) hutan  

kemasyarakatan; (3) kemitraan. Se- 

dangkan kemitraan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 1977 tentang Kemitraan. 

Peraturan Pemerintah (PP) tersebut 

merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1995 tentang Usaha Kecil. Pada 

dasarnya, kemitraan merupakan 

kerja sama dan bukan merupakan 

bentuk usaha. Kemitraan adalah 

kerja sama antara usaha kecil dengan 

usaha menengah dan atau usaha 

besar dengan usaha besar dengan 

memperhatikan prinsip saling me- 

merlukan, saling memperkuat dan 

saling menguntungkan.

Dalam rangka berorientasi agar 

dapat diterapkan model kemitraan, 

maka koperasi yang sudah ”mati 

suri” harus ditingkatkan statusnya 

menjadi badan usaha dengan men- 

daftarkan ke Notaris. Dengan demi- 

kian dalam mengatasi permasalahan 

yang dihadapi mitra maka solusi 

yang ditawarkan adalah :

1. Sosialisas pentingnya koperasi 

dan pelatihan-pelatihan terkait 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan berupa pembukuan dan 

keuangan sederhana.

2. Pembentukan  koperasi dan men- 

daftarkan   ke kantor Notaris  se- 

hingga menjadi koperasi yang 

berbadan hukum;

3. Pembuatan proposal kegiatan 

dengan model  kemitraan ke  

BUMN atau pihak swasta.

Metode Pelaksanaan 

IbM ini menggunakan metode 

yang berjenis normatif-kualitatif, 

sehingga desain dan metodenya me- 

rupakan perpaduan antara metode 

pendekatan hukum (perundang- 

undangan) dan metode pendekatan 

sosiologis. Perspektif hukum nam- 

pak pada analisis terhadap berbagai 

peraturan perundangan-undangan 

bidang kehutanan khususnya tentang 

peran serta masyarakat sekitar hutan 

dalam pengelolaan, pemanfaatan, 

pengawasan sumber daya hutan, dan 

pelembagaannya. 

Dalam perspektif sosiologis maka 

analisis diarahkan pada hal-hal yang 

berkaitan dengan pembentukan 

mindset masyarakat sekitar hutan 

terhadap pendayagunaan hutan. 

Analisis akan difokuskan pada 

persepsi masyarakat tentang hutan, 

karakteristik masyarakat, dan apa 

yang ingin disuarakan, peran dan 

posisi yang jelas dari masyarakat 

berkaitan dengan pengelolaan, pe- 

manfaatan, dan pengawasan sumber 

daya hutan.

Metode yang digunakan dalam 

memperoleh data adalah dengan cara 

mengadakan Focus Group Discus-

sion (FGD), yakni dilakukan diskusi 

secara intensif dengan seluruh tokoh 

masyarakat dan anggota kelompok 

tani. Dalam mencari solusi peman-

faatan sumberdaya hutan digunakan  

model parsial. Model parsial adalah 

model diskusi di mana pemikiran, 

ide, atau kepentingan peserta FGD 

yang berbeda dieliminir hingga 

memiliki kesamaan pandangan. (Wa-

hyudi, 2006). Pemilihan model ini 

didasarkan atas alasan baik tokoh 

masyarakat maupun masyarakat 

kelompok tani pengguna sumber 

daya hutan agar tetap memiliki tang-

gung jawab sama dalam menjaga 

kelestarian sumber daya hutan.

Analisis normatif dilakukan de- 

ngan menganalisis bahan hukum 

primer dengan metode interpretasi 

teleologis  dan futuristik. Sedangkan 

pada analisis empiris akan  menggu-

nakan metode verstehen (pemaha-

man) dan diskusi. Data dan bahan 

hukumyang diperoleh akan dianalisis 

secara kualitatif.

Rangkaian pemikiran berikut di- 

ungkapkan sebagai disain penelitian 

yaitu disain untuk pelaksanaan 

pengelolaan hutan oleh kelompok 

tani Desa Geger Kecamatan Geger 

yang diharapkan dapat mensejahtera-

kan masyarakat sekitar hutan :

1. Memberi sosialisasi pada  masya- 

rakat dan mendiskusikan secara 

kritis tentang peran serta ma- 

syarakat dalam pengelolaan, pe- 

manfaatan dan pengawasan sum- 

ber daya hutan yang dijamin oleh 

UU Kehutanan;

2. Pemahaman perlunya aksi kolek-

tif bagi pemecahan masalah 

pemenuhan kebutuhan dalam hal 

pengelolaan, pemanfaatan, dan 

pengawasan sumber daya hutan 

dengan membentuk lembaga 

koperasi sebagai wadah kebersa-

maannya.

3. Dengan dilaksanakan aksi peman-

faatan dan pengelolaan hutan oleh 

kelompok tani secara bersama 

dalam wadah koperasi diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan 

para petani pada khususnya dan 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat sekitar hutan pada 

umumnya.   

Hasil dan Pembahasan
Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat sekitar hutan Keca-

matan geger Kabupaten Bangkalan 

layak untuk menjadi sasaran kegia-

tan pengabdian ini.Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberdayakan 

masyarakat sekitar hutan yang me- 

ngalami kesulitan dalam meningkat-

kan kemampuan mereka untuk 

meningkatkan permodalan dan kesu-

litan dalam memasarkan hasil-hasil 

pertanian mereka.

Pemberdayaan masyarakat sendi-

ri diartikan sebagai upaya untuk 

membantu masyarakat dalam me- 

ngembangkan kemampuan sendiri 

sehingga bebas dan mampu untuk 

mengatasi masalah dan mengambil 

keputusan secara pribadi. Dengan 

demikian pemberdayaan masyarakat 

ditujukan untuk mendorong tercip-

tanya kekuatan dan kemampuan 

lembaga masyarakat untuk secara 

mandiri mampu mengelola dirinya 

sendiri berdasarkan kebutuhan ma- 

syarakat itu sendiri, serta mampu 

mengatasi tantangan persoalan di 

masa yang akan datang.

Dasar pandangan strategi pem-

berdayaan masyarakat adalah bahwa 

upaya yang akan dilakukan harus 

diarahkan langsung pada akar perso-

alannya, yaitu meningkatkan ke- 

mampuan masyarakat. Bagian yang 

tertinggal dalam masyarakat harus 

ditingkatkan kemampuannya dengan 

mengembangkan dan mendinamim- 

sasikan potensinya, dengan kata lain 

memberdayakannya. (Ginanjar,  

1996).  Dalam konteks inilah maka 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan harus diberdayakan agar 

mereka dapat menjaga hutan seka-

ligus memanfaatkannya.Usaha pem-

berdayaan masyarakat harus diikuti 

dengan memperkuat potensi atau 

daya yang dimiliki masyarakat. 

Dalam kerangka ini dibutuhkan 

langkah-langkah yang lebih positif 

dan tidak hanya sekadar mencip-

takan iklim dan suasana. Pember-

dayaan bukan hanya meliputi 

penguatan individu anggota ma- 

syarakat, tetapi juga pranata-prana-

tanya, dalam hal ini pendirian kope- 

rasi merupakan alternatif yang tepat. 

Menanamkan nilai-nilai kerja keras, 

keterbukaan, hemat, kebertanggung-

jawaban adalah bagian pokok dari 

pemberdayaan.

Kegiatan yang telah dilakukan 

berupa pelatihan tentang koperasi 

dan pembukuan sederhana yang 

dapat diterima oleh masyarakat 

(warga) desa Geger Kecamatan 

Geger Kabupaten Bangkalan. Kegia-

tan yang sudah diterima oleh ma- 

syarakat diharapkan dapat mem-

bekali dalam mengelola koperasi 

sehingga dapat meningkatkan peng-

hasilan mereka. Pelatihan diseleng-

garakan dengan tujuan untuk 

menambah pengetahuan, keterampi-

lan dan kemampuan berusaha untuk 

dapat mengaktifkan usaha produktif 

dengan cara menngoptimalkan 

sumber daya yang ada. Dengan 

membuka lynk dengan Kelompok 

Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa 

Timur diharapkan dapat mendorong 

masyarakat menjadi produsen hasil- 

hasil perrtanian yang memiliki 

kepastian pasar.

Setelah selesai kegiatan pengab-

dian ini, diharapkan masyarakat 

sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan memiliki link 

atau jaringan yang dapat memasar-

kan hasil-hasil petanian mere-

ka.Oleh karena dalam kegiatan ini 

mencoba untuk membuka jaringan 

dengan Kelompok Tani Nelayan 

Andalan Jawa Timur. Dengan de- 

mikian diharapkan masyarakat dapat 

meningkatkan permodalan dan peng-

hasilan mereka. Di samping itu 

kegiatan ini berhasil membentuk 

koperasi bagi masyarakat sekitar 

hutan Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan.

Luaran dari kegiatan pengabdian 

ini adalah terbentuknya koperasi 

yang berbadan hukum.Untuk men- 

dapatkan permodalan diperlukan 

adanya kerjasama dengan lemba-

ga-lembaga terkait sebagai pembina 

dan penyandang dana. Hal ini tidak 

dapat dilakukan karena akta notaris 

pendirian koperasi yang menjadi 

salah satu persyaratan pengajuan 

proposal kerjasama belum mereka 

miliki. Di samping itu, terbentuknya 

koperasi diharapkan dapat merang-

sang nilai-nilai kerja keras, keterbu-

kaan, hemat, kebertanggungjawaban 

yang merupakan bagian pokok dari 

pemberdayaan masyarakat. (Karta-

sasmita, 1995)

Setelah dilakukan sosialisasi ten- 

tang pentingnya dan manfaat dari 

koperasi serta beberapa kali dilaku-

kan FGD,  maka hasil yang dicapai 

adalah :

1. Kesadaran masyarakat akan pent-

ingnya koperasi dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat.

 Dengan adanya kesadaran ma- 

syarakat tersebut diharapkan 

dapat menciptakan suasana atau 

iklim yang memungkinkan poten-

si masyarakat berkembang. 

Selama ini masyarakat tidak 

bergairah untuk berkoperasi 

sehingga koperasi ”mati suri”. 

Titik tolak penya- daran ini adalah 

pengenalan bahwa setiap manu-

sia, setiap masyarakat memiliki 

potensi yang dapat dikembang-

kan. Tidak ada masyarakat sama 

sekali tanpa daya. Pemberdayaan 

adalah upaya untuk membangun 

daya tersebut dengan cara men-

dorong, memotivasi dan mem-

bangkitkan kesadaran akan poten-

si yang dimiliki serta upaya 

mengembangkannya dengan 

”menghidupkan” kembali kopera-

si yang sudah ada.

2. Telah terbentuk koperasi ”Potre 

Koneng” pada 28 Agustus 2013, 

sedangkan tentang status badan 

hukum masih dalam proses 

pengurusan Akte Notaris tentang 

pendirian koperasi.

 Dengan adanya Akte Notaris bagi 

pendirian Koperasi ”Potre 

Koneng” adalah upaya untuk 

memperkuat potensi dan daya 

yang dimiliki oleh masyarakat 

desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan. Penguatan 

yang diupayakan adalah melalui 

Koperasi sebagai upaya pembu-

kaan akses kepada berbagai pelu-

ang antara lain Kelompok Tani 

Nelayan Andalan Jawa Timur. 

Sha- ring yang akan diberikan 

oleh Kelompok Tani Nelayan 

Andalan mulai dari tanaman atau 

budidaya apa yang memiliki pros-

pek pemasaran sampai pemasa-

rannya sendiri. Kegiatan pengab-

dian ini sudah melakukan pelati-

han manajemen sederhana yang 

dapat dipahami, diterima dan 

dilaksanakan sesuai dengan kebu-

tuhan masyarakat desa yang men-

jadi anggota koperasi.

 Dengan adanya koperasi diharap-

kan dapat dikembangkan sebagai 

badan usaha yang juga mengejar 

keuntungan walaupun perlu 

diperhatikan dalam mekanisme 

internal pembagian keuntungan 

diantara ang- gota perlu memper-

timbangkan aspek sosial dan 

kebersamaan. (Agnes, 2004). 

Dari segi materiil, keberadaan 

koperasi dirasa sangat membantu 

meningkatkan tingkat kesejahte- 

raan para anggota baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Selanjutnya Agnes menggambar-

kan bahwa Sisa Hasil Usaha yang  

merupakan keuntungan koperasi 

akan dibagikan kepada semua 

sesuai dengan partisipasi anggota 

dalam jenis usaha yang dikem-

bangkan oleh koperasi tersebut. 

Masih menurut Agnes, misalnya 

dalam usaha simpan pinjam, 

anggota yang frekuensi dan 

jumlah pinjamannya besar, yang 

bersangkutan akan mendapatkan 

bagian keuntungan lebih besar 

dibandingkan dengan anggota 

lain yang partisipasinya. Dengan 

prinsi-prinsip yang dikembang-

kan dalam koperasi diharapkan 

masyarakat makin bergairah 

dalam berusaha meningkatkan 

hasil pertaniannya untuk dapat 

meningkatkan partisipasinya 

dalam berkoperasi. Terpenting 

pula gairah masyarakat dapat 

menghidupkan kembali koperasi 

yang sudah ”mati suri” tersebut.

 Untuk menorong masyarakat ak- 

tif dalam kegiatan koperasi Tim 

Peneliti telah melakukan kegiatan 

: a) Pelatihan proses pembentukan 

koperasi sebagai bekal pengeta-

huan maupun tentang tahapan dan 

per- syaratan pendirian koperasi, 

yang diberikan sebelum terben-

tuknya ko- perasi; b) Pelatihan 

manajemen keuangan sederhana.

3. Terungkap bahwa banyak mas-

yarakat sekitar hutan yang belum 

dilibatkan dalam program PHBM 

Perum Perhutani Unit II Jawa 

Timur KPH Madura.

 Melalui kegiatan pengabdian  ini 

berupaya untuk mengikutkan ma- 

syarakat Desa Geger, Kecamatan 

Geger, Kabupaten Bangkalan pro- 

gram PHBM. Upaya ini disambut 

baik oleh Kepala Perum Perhutani 

Unit II Jawa Timur KPH Madura. 

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai, Tim tetap  mengupayakan 

kegiatan masyarakat desa masih 

ada keberlanjutan melalui kegia-

tan serupa.

Melihat antusiame masyarakat 

terhadap program pengabdian ini di 

satu sisi dan adanya Program Penge-

lolaan Hutan Bersama Masyarakat 

(PHBM) dari Perum Perhutani, maka 

Tim Pengusul akan  membantu  ma- 

syarakat sekitar hutan untuk menga-

jukan  program tersebut.

Hasil dari beberapa kali dialog 

dengan Kepala Perum Perhutani 

KPH Madura dapat diungkapkan 

bahwa sesungguhnya Perum Per- 

hutani sendiri mengalami berbagai 

kendala dalam mengelola dan 

melakukan pengawasan terhadap 

kawasan hutan yang menjadi wewe- 

nangnya. Bak ”gayung bersambut” 

niat Tim Pengusul untuk membantu  

masyarakat dalam memanfaatkan 

kawasan hutan yang menjadi 

wewenang  Perum Perhutani disam-

but dengan antusiasme pula.  Perum 

Perhutani  KPH Madura merupakan 

bagian dari Perum Perhutani  Unit II 

Jawa Timur seluas 47.121,20 Ha. 

KPH Madura menghadapi beberapa 

permasalahan sebagai berikut :

1. Luas lahan yang kosong, ber- 

dasarkan hasil Audit Potensi 2008 

seluas 4.444,67 Ha dan diupaya-

kan untuk dilakukan penanaman;

2. Sengketa tanah s/d bulan April 

2009 seluas 1.600,09 Ha. Penye- 

lesaian sudah dan akan terus 

dilakukan koordinasi dengan 

aparat dan instansi terkait serta 

penegak hukum lainnya. Akan 

tetapi sampai saat ini belum 

menunjukkan hasil yang me- 

muaskan.

3. Aksesibilitas yang rendah/terba-

tas disebabkan wilayah kerja 

terletak di kepulauan berdampak 

pada angka kerawanan hutan dan 

besarnya biaya pengelolaan hutan 

bila dibandingkan dengan KPH 

lainnya.

4. Potensi SDM KPH Madura masih 

rendah yang didominasi karya- 

wan non pegawai.

5. Secara umum keadaan KPH 

Madura sangat berbeda diban- 

dingkan dengan KPH lainnya 

yang ada di Pulau Jawa yang 

berbeda kondisi iklim dan tanah- 

nya.

6. Kondisi tanah kawasan KPH 

Madura secara umum tandus dan 

gersang dengan ciri-ciri yang 

dangkal, sarang, dan berbatu, 

miskin humus.

7. Iklim : Ferguson dalam tipe iklim 

C dan D.(Perum Perhutani KPH 

Madura, 2010)

Dengan permasalahan yang diha-

dapi tidak mungkin KPH Madura 

menyelesaikannya sendiri di satu sisi 

dan pada sisi lain kurangnya keterli-

batan masyarakat dalam pengelolaan 

sumber daya hutan, menyebabkan 

tidak adanya rasa memiliki dan sulit 

mencapai pengelolaan hutan lestari. 

Apabila kerjasama tersebut dapat 

dilaksanakan maka diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masya- 

rakat sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan.

Kegiatan pengabdian ini juga 

telah merintis kerja sama dengan 

Kelompok Tani Nelayan Andalam 

(KTNA)  Propinsi Jawa Timur. Sha- 

ring yang akan diberikan oleh KTNA 

adalah masyarakat akan diikutser-

takan program-program pelatihan 

dan pemasaran hasil pertanian.

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai melalui kegiatan semacam pe- 

ngabdian ini, Tim berupaya untuk 

mengikutsertakan masyarakat desa 

Geger Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan dalam program PHBM 

dari Perum Perhutani. Program 

PHBM diantaranya terdapat program 

pemberdayaan masyarakat dalam 

bentuk peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan dan pengembangan 

ekonomi kerakyatan.(Irawanti, 2010) 

Dengan Akte Pendirian koperasi 

yang legal diharapkan dapat menjadi 

modal bagi anggota koperasi untuk 

mempertemukan dengan lembaga 

keuangan atau perkreditan yang  

mampu dan bersedia melayani kebu-

tuhan permodalan. Tersedianya lem- 

baga keuangan yang memberi laya- 

nan pinjaman untuk peningkatan 

permodalan merupakan mitra pen- 

ting bagi masyarakat.

Di desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan terdapat 

kawasan hutan milik Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura 

yang terbengkalai belum dimanfaat-

kan untuk melaksanakan program 

PHBM. Kepala Perhutani sangat  

menyambut dengan baik apabila ke- 

giatan ini dilanjutkan dan Tim Pe- 

ngusul berperan sebagai fasilitator. 

Jalinan kerjasama dengan Perum 

Perhutani bisa dalam bentuk memin-

jam kawasan hutan yang ada. 

Dengan demikian masyarakat dapat 

memanfaatkan kawasan hutan yang 

ada yang akan memberi peluang dan 

kesempatan masyarakat untuk me- 

ningkatkan hasil pertaniannya.

Dari kegiatan pengabdian ini, 

terungkap bahwa PHBM merupakan 

sesuatu yang masih baru bagi ma- 

syarakat maupun Perum Perhutani 

sendiri, sehingga implementasinya 

tidak terbebas dari berbagai kendala. 

PHBM seringkali belum dipahami 

oleh seluruh jajaran Perhutani teruta-

ma pada tataran operasional, atau ada 

sebagian pejabat Perhutani masih 

memiliki perasaan tidak ikhlas untuk 

berbagi dengan masyarakat atau 

pihak (Asisten Direktur Produksi 

Perhutani, 2006). Tidak demikian 

halnya dengan Kepala Perum Per- 

hutani Unit II Jatim KPH Madura, 

menyambut baik keinginan dari Tim 

Pengusul, beliau mengistilahkan 

sebagai “bak gayung bersambut” 

dengan keinginan Tim. Sambutan 

yang begitu antusias hendaknya juga 

didukung Pemda Kabupaten Bang-

kalan jangan sampai kemudian ada 

pemikiran bahwa PHBM hanya men-

jadi urusan Perhutani saja. PHBM 

yang diharapkan dapat diimplemen-

tasikan ke seluruh desa-desa yang 

ada di sekitar hutan, di seluruh 

wilayah Madura, dapat dirasakan 

manfaatnya baik oleh masyarakat 

sekitar hutan, Perhutani, Pemerintah 

Kabupaten Bangkalan dan pihak 

yang berkepentingan lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pendampingan 

selama ini, masyarakat sekitar hutan 

khususnya Kecamatan Geger dan di 

beberapa kawasan hutan lainnya 

sangat membutuhkan pemberdayaan 

baik dari aspek pengetahuan maupun 

permodalan dalam upaya meningkat-

kan kesejahteraan hidup mereka. 

Keinginan masyarakat ini memiliki 

peluang yang sangat besar, yaitu 

khususnya untuk dilibatkan dalam 

Program PHBM dari Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura.

Sebaiknya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bangkalan secara khusus 

memperhatikan kondisi dan peluang 

yang ada dengan menjadikan Perum 

Perhutani sebagai mitra dalam upaya 

memberdayakan masyarakat sekitar 

hutan. Program PHBM penting 

untuk dilakukan secara menyeluruh 

untuk memberdayakan masyarakat 

sekitar hutan karena hampir semua 

masyarakat sekitar hutan belum 

pernah dilibatkan dalam pelaksanaan 

program PHBM dari Perum Perhuta-

ni tersebut.
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Pendahuluan

Pertunangan merupakan persetu-

juan antara kedua belah pihak, 

dimana mereka satu sama lain 

bertimbal berjanji mengadakan 

pekawinan yang telah ditentukan 

hari, tanggal, bulan, tahun, besar 

mahar dan sebagainya. Dalam 

Hukum  Adat, pertunangan tidaklah 

sama dengan perkawinan, dalam 

perkawinan pasangan suami istri itu 

sudah sah untuk melakukan hubu- 

ngan suami istri, namun dalam 

pertunangan, tujuannya tidaklah 

melegalkan hubungan suami istri, 

melainkan perjanjian awal untuk 

melakukan perkawinan. Jika  pihak  

perempuan tidak menepati janjinya, 

maka ia harus mengembalikan segala 

bentuk peningset yang diberikan 

kepadanya, tapi jika yang tidak 

menepati janjinya adalah pihak 

laki-laki, pihak perempuan tidak 

perlu mengembalikan apa yang 

sudah diberikan pihak laki-laki 

kepadanya.  

Terlepas dari  itu semua, ternyata 

di Desa Sitiarjo, yang mayoritas 

penduduknya beragama Kristen, ada 

fenomena yang menarik, yaitu pada 

masa pertunangan masyarakat desa 

tersebut sudah membolehkan pasa- 

ngan tinggal serumah. Oleh karena 

itu dalam penelitian ini mengkaji: 1) 

Apakah faktor dominan penyebab 

terjadinya penyimpangan karakteris-

tik sosio religius hukum adat dalam 

pelaksanaan pertunangan relevansi- 

nya dengan agama Kristen di Desa 

Sitiarjo Kecamatan Sumber Manjing  

Kabupaten Malang ; 2) Apakah 

upaya yang telah dan akan dilakukan 

oleh pemuka agama Kristen dan 

pemangku kepentingan untuk me- 

ngurangi angka kehamilan sebelum 

perkawinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan peneli-

tian yuridis antropologis, yaitu pene-

litian hukum yang dikaitkan dengan 

budaya masyarakat setempat yang 

sudah membolehkan pasangan yang 

masa bertunangan untuk tinggal 

serumah khususnya masyarakat yang 

beragama Kristen di Desa Sitiarjo 

Kecamatan Sumber Manjing  Kabu-

paten  Malang.  

Hasil dan Pembahasan
Pertunangan Menurut Hukum 
Adat

Pertunangan adalah merupakan 

suatu keadaan yang  bersifat khusus 

di Indonesia dan biasanya mendahu-

lui dilangsungkannya suatu perka- 

winan. Stadium fase II timbul setelah 

ada persetujuan antara kedua fihak 

yaitu fihak keluarga calon suami dan 

pihak kelarga calon istri untuk me- 

ngadakan perkawinan. Sedangkan, 

terhadap persetujuan ini dicapai oleh 

kedua pihak setelah dahulu ada suatu 

lamaran, yaitu suatu permintaan atau 

pertimbangan yang  dikemukakan 

oleh pihak laki-laki kepada pihak 

perempuan. Pada umumnya lamaran 

demikian tersebut dilakukan oleh 

seorang utusan yang mewakili kelu-

arga pihak laki-laki yaitu anggota 

keluarga yang dekat serta sudah 

berumur. Apabila pertemuan pertama 

ini berjalan lancar artinya dicapai 

kesepakatan yang dimaksudkan 

maka biasanya diadakan pertuna- 

ngan lebih dahulu sebelum perka- 

winan dilangsungkan (Wignyodi-

puro, 1988).

Menurut hukum adat pertunangan 

baru mengikat apabila dari pihak 

laki-laki sudah memberikan kepada 

pihak perempuan suatu tanda pe- 

ngikat (penyancang yang kelihatan 

yaitu “panjer” atau “peningset”) 

istilah di Jawa.

Adapun tanda pengikat tersebut 

adalah dengan diberikan secara 

timbal balik “pertukaran cincin” 

sebagai saat dimulainya secara resmi 

fase pertunangan. Hal ini sesuai 

dengan sifat dari hukum adat secara 

umum yaitu bahwa mentalitas yang 

menjiwai hukum adat adalah  sifat 

kongkrit, maksudnya tiap-tiap per- 

buatan atau keinginan atas hubu- 

ngan-hubungan tertentu dinyatakan 

dengan benda-benda berwujud. 

Tentu saja hal tersebut disamping 

sifat religio magis, komersial dan 

kontan. (Saragih, 1984).

Adapun akibat dari pertunangan  

ini adalah bahwa kedua belah pihak 

telah terikat untuk melakukan 

perkawinan. Tapi ikatan itu tidak 

berarti bahwa kedua pihak tidak 

boleh tidak, harus melakukan 

perkawinan. Dengan kata lain 

pertunangan yang dilakukan itu 

masih mungkin dibatalkan dalam 

hal-hal sebagai berikut :1) apabila 

pembatalan itu memang  menjadi 

kehendak kedua pihak setelah 

pertunangan berjalan beberapa wak- 

tu  lamanya; 2) apabila salah satu 

pihak tidak memenuhi janjinya sean-

dainya yang  menerima tanda jadi 

ingkar janji maka harus mengemba-

likan sejumlah atau berlipat dari 

yang diterimanya. Sedangkan apabi-

la yang tidak memenuhi janji pem-

beri maka tidak ada kewajiban untuk 

memberikan pemberian. 

Perkawinan menurut Hukum 
Adat

Sahnya perkawinan menurut 

hukum adat bagi masyarakat hukum 

adat di Indonesia pada umumnya 

bagi penganut agama tergantung 

pada agama yang dianut masyarakat 

adat bersangkutan. Maksudnya jika 

telah dilaksanakan menurut tata- 

tertib hukum agamanya, maka 

perkawinan itu sudah sah menurut 

hukum adat. Kecuali bagi mereka 

yang belum menganut agama yang 

diakui pemerintah, seperti halnya 

mereka yang masih menganut keper-

cayaan agama lama (kuno) seperti 

'sipelebegu' (pemuja roh) di kala- 

ngan orang Batak (perhatikan J.C. 

Vergouwen, 1986:81) atau agama 

Kaharingan di kalangan orang-orang 

Dayak Kalimantan Tengah dan lain- 

nya. maka perkawinan yang dilaku-

kan menurut tata tertib adat/agama 

mereka itu adalah sah menurut 

hukum adat setempat.

Hanya saja walaupun sudah sah 

menurut agama kepercayaan yang 

dianut masyarakat adat belum tentu 

sah menjadi warga adat dari ma- 

syarakat adat bersangkutan. Pada 

masyarakat Lampung beradat pepa-

dun, walaupun perkawinan suami 

isteri itu sudah sah dilaksanakan 

menurut Hukum Islam, apabila 

kedua mempelai belum diresmikan 

masuk menjadi warga adat (kugruk 

adat) Lampung berarti mereka belum 

diakui sebagai warga kekerabatan 

adat.

Upacara meresmikan masuk men-

jadi warga adat ini merupakan 

upacara perkawinan adat. di kala- 

ngan orang Lampung Tulang bawang 

upacara perkawinan adat ini dilak-

sanakan dengan acara 'mosok majew' 

(menyuap mempelai) dengan sila', 

yaitu kedua mempelai didudukkan di 

atas kasur pengawinan, biasanya di 

hadapan puwade tahta mempelai) 

menghadapi sepiring besar nasi 

dengan lauk pauk daging, hati 

kcrbau, ayam panggang dan lainnya, 

air minum segelas untuk mereka 

minum. Kedua mempelai duduk 

bersanding di pertemukan lututnya 

(tindih sila) disaksikan para pemuka 

adat, terutama kaum ibu dari kerabat 

kedua pihak yang mengikat tali 

perkawinan. (Hadikusumo, 1990).

 Menurut Hukum Kristen/Katolik 

Perkawinan itu sah apabila syarat- 

syarat yang telah ditentukan di- 

penuhi dan perkawinannya dilak-

sanakan di hadapan Pastur yang 

dihadiri oleh dua orang saksi. Saat 

sahnya perkawinan itu ialah pada 

saat perkawinan itu diteguhkan oleh 

Imam/Pastur dengan mengucapkan 

janji bersatu. Untuk dapat disahkan 

perkawinan itu maka kedua mempe-

lai harus sudah dibaptis (Kan. 

1055:2), ada kesepakatan antara 

kedua mempelai (Kan. 1057:2), tidak 

ada kekeliruan tentang diri orangnya 

(Kan. 1097:1), tidak ada paksaan 

(Kan. 1103), telah berumur 16 (enam 

belas) tahun bagi pria dan telah beru-

mur 14 (empat belas) tahun bagi 

wanita (Kan.1083:1), salah satu atau 

kedua calon suami isteri itu tidak 

terikat perkawinan sebelumnya 

(Kan. 1086: 1). Perkawinan dilaku-

kan di hadapan Pastur dan disaksikan 

oleh dua orang saksi (Kan.1108:1). 

(Perhatikan juga Sukiran, 1987: 

40-41.)

Di dalam agama Katolik perjan- 

jian perkawinan yang penting adalah 

di mana pria dan wanita yang 

melakukan perkawinan berjanji akan 

membentuk kebersamaan seluruh 

hidup (consorsiir totius vitae) di 

antara mereka menurut sifat kodrat- 

nya terasa pada kesejahteraan suami 

isteri serta pada kelahiran dan pendi-

dikan anak (Kanon 1055: 1). Teruta-

ma dalam perkawinan campur, di 

mana salah satu mempelai tidak 

dibaptis agar yang menganut agama 

Katolik berjanji menjauhi bahaya 

meninggalkan iman dan akan berusa-

ha sekuatnya mendidik anak dalam 

Katolik.

Di dalam agama Kristen, faham 

tentang perkawinan dari abad ke 

abad mengalami perkembangan dan 

perubahan yang  mendalam dan 

sampai sekarang juga tidak sepenuh- 

nya sama di dalam berbagai gereja 

(Prawirohamidjojo, 1996). Hal yang  

menjadi prinsip terhadap perkawinan 

menurut agama Kristen adalah 

sebagai persekutuan hidup pria dan 

wanita yang monogam yang diarah-

kan ke arah reproduksi sebagai tata 

ciptaan Tuhan yang disucikan oleh 

Kristus yang memperoleh arti kea- 

gamaan khusus. Oleh karena dalam 

agama Kristen, perkawinan selalu 

dipandang sebagai tata dari Tuhan 

sejak permulaan adanya manusia 

(Gen 1:27, Matt, 19:4-6).

Di dalam agama Hindu hukum 

yang mengatur khusus tentang 

perjanjian perkawinan tidak ada, 

tetapi yang jelas apabila ada perjan- 

jian yang dibuat bertentangan 

dengan larangan dalam agama 

.Hindu maka perjanjian itu tidak sah. 

Misalnya di dalam kawinan campu-

ran antara agama yang berbeda 

dijanjikan setelah perkawinan dalam 

upacara agama  Hindu akan dilaku-

kan  lagi perkawinan dalam upacara 

agama lain, perjanjian serupa ini 

tidak sah, seperti dikatakan G. Pudja 

Bagi pengesahan suatu perkawinan 

menurut hukum Hindu tidak ada 

suatu escape clause yang  dimung- 

kinkan bagi Brahmana untuk 

melakukan pengesahan upacara 

perkawinan ,yang dilakukan kalau 

antara kedua mempelai itu terdapat 

perbedaan agama (G. Pudja, 1975: 

24).

Begitu pula dalam agama Buddha 

Indonesia menurut hukum perka- 

winannya (HPAB) yang telah disah-

kan pada tanggal 1 Juni. 1977 dan 

terdiri dari XIV Bab dan 62 pasal itu 

ada khusus tentang perjanjian dalam 

ikatan perkawinan, hal mana berarti 

terserah kepada para pihak yang 

bersangkutan, asal  perjanjian yang 

dibuat itu tidak bertentangan dengan 

agama Buddha Indonesia, UU No. 1 

Tahun1974 dan kepentingan umum.

Perkawinan menurut UU No. 1 
Tahun 1974

Sebagai dasar dan tujuan perka- 

winan, UU memberikan batasan 

seperti yang tercantum dalam pasal 1 

UU No. 1/1974 yaitu perkawinan  

ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang berbahagia dan kekal berdasar-

kan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konsep Perkawinan Menurut 
Agama Kristen

Berdasarkan  konsep perkawinan 

menurut Agama Kristen, perkawinan 

itu ikatan suci yang berasal dari 

Tuhan, jadi bukan semata mata 

prilaku manusia, sehingga apa yang 

sudah disatukan oleh Tuhan tidak 

bisa dipisahkan oleh siapapun terma-

suk oleh manusia, kecuali maut.

Dalam Agama Kristen juga me- 

nganjurkan perkawinan dan mela-

rang umatnya berzina, seperti yang 

tertulis di dalam Keluaran Pasal 22 

ayat 16 :”Apabila seseorang  mem-

bujuk seorang perempuan anak 

perawan yang belum bertunangan 

dan tidur dengan dia maka haruslah 

dia mengambilnya sebagai istrinya 

dengan membayar mas kawin”. Ayat 

17nya mengemukakan ”Jika ayah 

perempuan sungguh sungguh meno-

lak memberikan kepadanya maka ia 

juga harus mengembalikan perak 

kepada- nya” (Suhariningsih, 2008).

Gambaran Umum Desa Sitiarjo

Berdasarkan pengamatan di 

lokasi penelitian dan wawancara 

dengan tokoh agama dan masyarakat 

diperoleh informasi sebagai berikut. 

Desa Sitiarjo merupakan salah satu 

desa dari 15 desa yang ada di Keca-

matan Sumber Manjing Kabupaten 

Malang. Selengkapnya, 14 desa yang 

lain adalah sebagai berikut :1) Desa 

Druju 2) Desa Sumber Manjing; 3) 

Desa Harjokuncaran/Telogorejo; 4) 

Desa Argo Tirto; 5) Desa Tambak 

Rejo ; 6) Desa Krdung Banteng ; 7) 

Desa Sidoasri; 8)Desa Tambak Asri; 

9) Desa Klepu; 10) Desa Tegal Rejo; 

11) Desa Sekar Banyu; 12) Desa 

Ringin Sari; 13) Desa Ringin 

Kembar; 14) Desa Sumber Agung 

Di Desa Sitiarjo sendiri terdiri 

dari dua dukuh yaitu :1) Dukuh 

Krajan ; 2) Dukuh Rowotratih. Dua 

dukuh tersebut terdiri dari 14 Rukun 

Warga (RW), dan dari 14 RW terse-

but terdapat 24 Rukun Tetangga 

(RT). Penduduk Desa Sitiarjo 

berjumlah ± 6.000 orang atau sekitar 

2.279 Kepala Keluarga. Dari seluruh 

penduduk Desa Sitiarjo, mayoritas 

yaitu 90 % beragama Nasrani, 

sementara sisanya 10 % beragama 

Islam. Biasanya yang beragama 

Islam adalah para pendatang bukan 

penduduk asli Desa Sitiarjo.

Jumlah penduduk yang  mayori-

tas beragama Nasrani ini dapat juga 

dilihat dari banyaknya bangunan 

gereja yang ada di  sebuah desa 

terpencil di puncak bukit dan tepi 

pantai itu. Ada lebih dari 5 gereja 

yang ada di desa itu, dan gereja yang 

tertua di desa tersebut sudah berusia 

lebih dari 2 abad (200 tahun). Hal itu 

menunjukkan bahwa memang sudah 

sangat lama penduduk Desa Sitiarjo 

memeluk agama Nasrani, yaitu sejak 

jaman penjajahan Belanda.

Lokasi desa yang berada di 

puncak bukit berkapur dan gersang 

itu dahulunya terkenal sebagai 

daerah minus, dimana penduduknya 

hidup sangat miskin. Tapi sekarang 

kondisinya sangat jauh berbeda, di 

desa yang sangat terpencil itu ternya-

ta bangunan rumahnya sangat bagus 

dan mewah. Hal itu disebabkan, 

sejak tahun 1980 an penduduk desa 

tersebut terutama yang perempuan, 

banyak yang menjadi pembantu 

rumah tangga di Hongkong. Oleh 

karena itu,  tidak mengherankan, jika 

di desa yang sangat jauh dari pusat 

kota itu ternyata juga ada Perusahaan 

Jasa Pengerah Tenaga Kerja Indone-

sia ke Luar Negeri.

Faktor Dominan Penyebab Terja- 
dinya Penyimpangan Karakteris-
tik Sosio Religius Hukum Adat 
Dalam Pelaksanaan Per- tunangan 
Relevansinya Dengan Agama 
Kristen di Desa Sitiarjo Keca-
matan Sumber Manjing  Kabupa- 
ten  Malang 

Dari hasil penelitian melalui 

pengamatan dan wawancara kepada 

tokoh agama dan masyarakat di 

lokasi penelitian dijumpai hal-hal 

yang sangat unik dan menarik, yang 

membedakan Desa Sitiarjo dengan 

desa yang lain.

Praktek Pelaksanaan Pertuna- 
ngan di Desa Sitiarjo 

Pertunangan merupakan suatu 

proses awal yang dilakukan oleh 

sebagian besar masyarakat atau 

kelompok masyarakat untuk menuju 

sebuah perkawinan. Begitu juga 

dengan masyarakat yang ada di Desa 

Sitiarjo, untuk menuju sebuah lem- 

baga perkawinan, mereka melakukan 

proses lamaran yang biasanya dari 

keluarga laki-laki kepada keluarga 

perempuan, di rumah keluarga 

perempuan. Setelah melalui proses  

lamaran, mereka akan mengumum-

kan pertunangan mereka di gereja 

dimana mereka menjadi jamaat, 

selama tiga minggu berturut-turut. 

Oleh karena itu, semua  jamaat selalu 

mengetahui kalau seseorang itu 

sedang bertunangan dengan orang 

lain.

Pada saat pertunangan itu,  pende-

ta akan memberikan nasehat kepada 

calon pengantin, bahwa meskipun 

mereka sudah bertunangan tetapi 

mereka belum boleh melakukan  

hubungan  intim selayaknya hubu- 

ngan suami istri. Nasehat juga diberi-

kan oleh orang  yang  menjadi saksi 

pertunangan mereka yang nantinya 

juga akan  menjadi saksi pada saat 

mereka menikah. Nasehatnya hampir 

sama dengan nasehat yang diberikan 

oleh pendeta.

Pada saat pertunangan biasanya 

ditentukan hari ”H” perkawinannya, 

atau istilah lokalnya disebut, ”teg- 

tegan hari/tanggal”, biasanya tiga 

bulan setelah tanggal pertunangan. 

Akan tetapi ada juga, tetapi jumlah- 

nya sedikit, yang pada saat pertuna- 

ngan belum ditentukan tanggal 

perkawinannya dengan pasti. Hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh 

Modin Hari berikut ini, ”menawi 

tunangan biasanipun sebagian besar 

sampun teg tegan dinten, nggih 

wonten sing dereng tapi jumlah 

nipun kedik”

Jika tanggal perkawinannya su- 

dah ditentukan pada saat pertuna-  

ngan di gereja, 90 % pasangan calon 

pengantin ini sudah tinggal serumah, 

biasanya di rumah pihak perempuan, 

meskipun ada juga  yang tinggal di 

rumah pihak laki-laki. Menanggapi 

pasangan yang belum menikah tapi 

tinggal serumah ini penduduk sekitar 

dan tokoh masyarakat setempat me- 

nganggap itu sudah biasa, tidak ada 

masalah karena mereka sudah 

bertunangan. Hal ini berdasarkan 

hasil wawancara dengan Modin Hari 

yang dalam bahasa aslinya sebagai 

berikut : ”Menawi sampun teg tegan 

dinten pas tunangan wonten gerejo, 

90 % calon manten meniko sampun 

tinggal bareng biasanipun  wonten 

daleme ingkang estri, mersani kados 

mekaten tokoh masyarakat lan ma- 

syarakat biasa mawon, amargi 

sampun tunangan”.

Akibat perilaku calon pengantin 

dan tanggapan masyarakat seperti itu 

tidak jarang pada saat mereka 

menikah banyak yang sudah hamil. 

Meskipun tidak hamil, dipastikan 

bahwa 90 % pasangan yang sudah 

bertunangan dan tinggal satu rumah 

sudah  melakukan hubungan seksual. 

Hal ini berdasarkan hasil wawancara 

dengan Pak Hari, modin yang ada di 

desa tersebut. Pak Hari mengetahui 

dengan pasti, karena pada saat 

mereka mengurus surat pernikahan 

untuk menikah di gereja, mereka 

harus mendaftar melalui Pak Modin 

Hari. Setiap ada calon pengantin 

yang  mendaftar, pak modin selalu 

menanyakan apakah mereka sudah 

melakukan hubungan seksual atau 

belum. Yang mencengangkan, 90 % 

dari mereka mengaku telah melaku-

kan hubungan seksual dengan 

pasangannya. Pertanyaan ini diaju-

kan oleh Pak modin, karena jika 

pihak perempuannya sedang hamil, 

maka sebelum proses pernikahan 

dilakukan, mereka harus melakukan 

pertaubatan di gereja yang di- 

saksikan oleh semua jamaat. Seperti 

duangkapkan dalam bahasa aslinya, 

”nggih  terus terang kula  tangleti, 

kedah jujur kalian kulo, amargi 

menawi ingkang estri sampun  

mbobot nggih kedah nglampahi 

pertobatan rumiyin sakdereangipun 

nikah”.

Akan tetapi, meskipun mereka 

telah  melakukan hubungan seksual 

sebelum menikah tetapi jika pihak 

perempuannya tidak hamil, mereka 

tidak perlu melakukan pertaubatan. 

Dan, menurut Pak modin, anak muda 

sekarang sudah sangat pandai se- 

hingga meskipun hampir seluruh 

pasangan sudah melakukan hubu- 

ngan seksual sebelum menikah, 

pihak perempuannya hanya sedikit 

yang hamil, sekitar 1-5 kasus perta-

hun, padahal angka perkawinan 

sangat tinggi, yaitu bisa sampai 5 

pasangan setiap hari yang  mendaftar 

ke pak  modin untuk menikah, hal ini 

dikarenakan mereka sudah menggu-

nakan alat kontrasepsi sebelum 

menikah. Hal ini seperti diuangkap-

kan Pak Modin Hari berikut ini, 

”lare sakniki lak pun pinter pinter a 

bu, dibanding lare jaman singen, lek 

singen kathah ingkang mbobot, 

menawi sak meniko namun kedik 

amargi KB meniko”

Proses Perkawinan di Desa Sitiar-
jo

Bagi pasangan yang akan 

melangsungkan perkawinan di desa 

Sitiarjo, mereka harus mendaftar 

melalui pak modin. Di desa tersebut 

Pak modin ada dua, yang satu khusus 

untuk umat Nasrani, yaitu Pak Hari, 

dan yang beragama Islam ke pak 

modin Islam, yaitu Pak Wahyudi. 

Sesuai dengan fokus peneitian ini, 

maka perkawinan umat Islam tidak 

diteliti lebih jauh, karena fokus pene-

litian ini berkaitan dengan penyim-

pangan karakteristik sosio religius 

hukum adat dalam pelaksanaan 

pertunangan relevansinya dengan 

agama kristen di Desa Sitiarjo Keca-

matan Sumber Manjing  Kabupaten  

Malang . Pada saat mendaftar ke Pak 

modin untuk menikah di gereja, 

pasangan calon pengantin harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut : 1) Foto copy Akte Kelahiran 

masing-masing 1 lembar (bagi yang 

punya, bagi yang tidak foto copy 

surat nikah orang tua ditambah Surat 

kelahiran Desa); 2) Foto copy Kartu 

Keluarga; 3) Foto copy  KTP calon 

pengantin  masing-masing 2 lembar; 

4) Foto copy KTP saksi masing- 

masing; 5) Foto copy Bukbaktis ma- 

sing-masing; 6) Kartu TT dari bidan, 

yang pertama dan kedua; 7) Pas foto 

berjajar ukuran 4 x 6 seba- nyak 8 

lembar.

Pada saat  mendaftar itulah pak 

modin akan menanyakan apakah 

mereka sudah melakukan hubungan 

suami istri atau belum. Pertanyaan 

ini diajukan oleh pak modin karena 

jika mereka sudah melakukan  

hubungan suami istri dan pihak 

perempuannya sudah hamil, maka 

sebelum proses pemberkatan per- 

kawinan,  mereka harus melakukan 

upacara pertobatan. Upacara perto-

batan yang lebih dulu harus dilaku-

kan ini jika pernikahan itu dilakukan 

di Gereja Kristen Jawi Wetan 

(GKJW). Sementara jika pernikahan 

dilakukan di gereja lain, tidak perlu 

dilakukan upacara pertobatan, 

meskipun calon pengantin perem-

puannya telah hamil lebih dulu. Dari 

hasil penelitian diketahui bahwa, di 

Desa Sitiarjo terdapat beberapa 

aliran dalam Nasrani, yaitu : GKJW, 

Tabatnakel, Pantekosta dan Bethel.

Dari ke empat aliran itu hanya 

Gereja Kristen Jawi Wetan yang 

mewajibkan upacara pertobatan bagi 

pasangan yang sudah hamil sebelum 

menikah, karena hanya GKJW yang 

mempunyai ”Toto Pranoto” acara 

pernikahan. Upacara  pertobatan itu 

dilakukan dengan cara, kedua calon 

pengantin sebelum upacara pernika-

han, dengan mengenakan busana 

pengantin, membacakan penyesalan- 

nya karena telah melakukan perbua-

tan dosa, yaitu melakukan hubungan 

suami istri sebelum menikah. Isi dari 

kata-kata penyesalannya itu sudah 

ada formnya yang ditetapkan oleh 

gereja, tetapi biasanya ditambahi 

oleh calon pengantin sesuai dengan 

rasa penyesalannya. Pembacaan 

pertobatan itu dilakukan di gereja di 

hadapan semua jemaat. Rasa penye-

salan yang  dibacakan  itu biasanya 

akan  membuat haru jemaat yang 

hadir, sehingga mereka sering kali 

menangis ketika ada yang memba-

cakan pertobatan.

Setelah pembacaan pertobatan 

tersebut, baru dapat dimulai acara 

pemberkatan perkawinannya. Per- 

kawinan itu harus disaksikan oleh 

dua orang saksi. Saksi ini merupakan 

orang yang dituakan di wilayahnya 

karena mereka juga yang akan mem-

berikan nasehat ketika rumah tangga 

mreka nanti dalam masalah. Syarat 

untuk menjadi saksi adalah tidak ada 

hubungan saudara dengan pengantin. 

Berbeda dengan perkawinan umat 

Islam, perkawinan di gereja tidak 

memerlukan  wali atau orang tua dari 

pengantin. Jadi bisa saja terjadi 

penikahan yang tidak disetujui/ 

direstui atau tidak dihadiri orang 

tuanya bisa terlaksana di gereja. 

Orang yang biasa menjadi saksi 

pernikahan adalah sebagai berikut : 

1) Pak Nyoto Aji (Tokoh Masyarakat 

Setempat); 2) Pak Suraji (Tokoh 

Masyarakat Setempat); 3) Pak Modin 

itu sendiri.  

Setelah itu, pengantin akan  men- 

dapatkan Surat Pemberkatan Nikah 

dari gereja. Perkawinan tidak lang- 

sung dicatatkan ke Kantor Catatan 

Sipil, tapi biasanya dilakukan sebu-

lan sekali oleh pendeta, jadi tidak 

dilakukan oleh pengantin itu sendiri. 

Pengantin itu diwajibkan membayar 

sejumlah Rp. 300.000,- (yang 

menurut sebagian masyarakat biaya 

tersebut terlalu mahal ) kemudian 

berkasnya diserahkan kepada pende-

ta untuk dicatatkan di Kantor Catatan 

Sipil. Oleh karena sistem pencatatan 

yang seperti ini, maka pernah terjadi 

selama bertahun- tahun pencatatan  

itu tidak dilakukan oleh pendetanya, 

sehingga banyak pasangan yang 

sudah  menikah di gereja di Desa 

Sitiarjo, tetapi tidak punya akta 

nikah, sehingga di Desa Sitiarjo 

seringkali dilakukan pemutihan akta 

nikah, dengan biaya yang sangat 

murah yaitu Rp. 25.000,-, termasuk 

Pak Modinnya sendiri juga baru 

mempunyai akta nikah setelah anak 

mereka lahir, sehingga anaknya 

tercatat sebagai anak luar kawin. 

Akhirnya pendeta tersebut dipecat, 

karena disamping menggelapkan  

uang pencatatan perkawinan juga 

melakukan tindak perselingkuhan.

Faktor Dominan Penyebab Terja- 
dinya Penyimpangan Dalam 
Pertunangan 

Dari uraian terdahulu dapat 

disimpulkan bahwa di Desa Sitiarjo 

telah terjadi penyimpangan karakte- 

ristik sosio religius hukum adat 

dalam pelaksanaan pertunangan  

relevansinya dengan agama kristen. 

Penyimpangan-penyimpangan itu 

dapat ditelaah dari analisa berikut 

ini.

Menurut hukum adat pertunangan 

baru mengikat apabila dari pihak 

laki-laki sudah memberikan kepada 

pihak perempuan suatu tanda 

pengikat (penyancang yang kelihatan 

yaitu “panjer” atau “peningset”) 

istilah di jawa (Djojodigoeno, tanpa 

tahun, 54). Adapun tanda pengikat 

tersebut adalah dengan diberikan 

secara timbal balik “pertukaran 

cincin” sebagai saat dimulainya 

secara resmi fase pertunangan. Hal 

ini sesuai dengan sifat dari hukum 

adat secara umum yaitu bahwa men-

talitas yang menjiwai hukum adat 

adalah : sifat kongkrit, maksudnya 

tiap-tiap perbuatan atau keinginan 

atas hubungan-hubungan tertentu 

dinyatakan dengan benda-benda 

berwujud. Tentu saja hal tersebut 

disamping sifat religius magis, 

komersial dan kontan. (Djaren 

Saragih, 1984, 19)

Sampai pada fase ini, di Desa 

Sitiarjo belum terjadi penyimpangan  

karena setiap proses pertunangan di 

desa tersebut diawali dengan proses 

lamaran dari keluarga laki- laki 

kepada keluarga perempuan, dengan 

memberikan peningset. Kemudian 

dilanjutkan proses pertunangan 

dengan ”tukar cincin” di gereja.

Secara umum, akibat dari per- 

tunangan adalah bahwa kedua belah 

pihak telah terikat untuk melakukan 

perkawinan. Tapi ikatan itu tidak 

berarti bahwa kedua pihak tidak 

boleh tidak, harus melakukan 

perkawinan. Dengan kata lain, 

pertunangan yang dilakukan itu 

masih mungkin dibatalkan dalam 

hal-hal: 1) Apabila pembatalan itu 

memang menjadi kehendak kedua 

pihak setelah pertunangan berjalan 

beberapa waktu lamanya; 2) Apabila 

salah satu pihak tidak memenuhi 

janjinya,  seandainya yang menerima 

tanda jadi ingkar janji maka harus 

mengembalikan sejumlah atau berli-

pat dari yang diterimanya. Sedang-

kan apabila yang tidak memenuhi 

janji adalah pihak pemberi maka 

tidak ada hak untuk meminta kemba-

li barang pemberiannya. 

Mulai dari fase ini sudah ada 

sedikit penyimpangan di Desa Sitiar-

jo, yaitu setiap pasangan yang sudah 

bertunangan, ”sudah pasti jadi” arti- 

nya tidak boleh tidak harus  

melangsungkan perkawinan (wa- 

wancara dengan responden). Hal ini 

tentu saja berbeda dengan pertuna- 

ngan secara umum menurut hukum 

adat yang masih memungkinkan 

adanya pembatalan pada masa 

pertunangan dari kedua belah pihak, 

atau dari salah satu pihak, dengan 

akibat hukumnya masing-masing. 

Faktor ini merupakan salah satu 

faktor penyebab pasangan yang 

sudah bertunangan tapi belum 

menikah berani tinggal serumah dan 

masyarakat sekitar melihat itu 

sebagai hal yang lumrah. 

Di samping itu, pertunangan 

dilakukan di gereja, disaksikan oleh 

seluruh jemaat, dan diumumkan 

selama tiga minggu berturut-turut. 

Bagi masyarakat Desa Sitiarjo, ini 

merupakan legitimasi bahwa semua 

pihak, baik itu pihak keluarga, pihak 

gereja, dan masyarakat sudah me- 

ngetahui bahwa mereka bertunangan 

dan sudah pasti menikah, sehingga 

bagi mereka dan masyarakat yang 

ada di sana tidak mempermasalahkan  

jika mereka tinggal dalam satu  

rumah meskipun mereka belum 

menikah. Hal ini juga dapat merupa-

kan faktor yang cukup berpengaruh 

yang menyebabkan terjadinya pe- 

nyimpangan karakteristik sosio 

religius dari pertunangan menurut 

hukum adat di Desa Sitiarjo.  

Sahnya perkawinan menurut 

hukum adat bagi masyarakat hukum 

adat di Indonesia pada umumnya 

bagi penganut agama tergantung 

pada agama yang dianut masyarakat 

adat bersangkutan. Maksudnya jika 

telah dilaksanakan menurut tata-ter- 

tib hukum agamanya, maka perka- 

winan itu sudah sah menurut hukum 

adat. Kecuali bagi mereka yang 

belum menganut agama yang diakui 

pemerintah, seperti halnya mereka 

yang masih menganut kepercayaan 

agama lama (kuno) seperti 'sipelebe-

gu' (pemuja roh) di kalangan orang 

Batak (perhatikan J.C. Vergouwen, 

1986:81) atau agama Kaharingan di 

kalangan orang-orang Dayak Kali-

mantan Tengah (Koentjaraningrat/J. 

Danandjaja, 1983:137) dan lainnya. 

maka perkawinan yang dilakukan 

menurut tata tertib adat/agama 

mereka itu adalah sah menurut 

hukum adat setempat.

Menurut Hukum Kristen/Katolik 

Perkawinan itu sah apabila syarat- 

syarat yang telah ditentukan dipenuhi 

dan perkawinannya dilaksanakan di 

hadapan Pastur yang dihadiri oleh 

dua orang saksi. Saat sahnya perka- 

winan itu ialah pada saat perkawinan 

itu diteguhkan oleh Imam/Pastur 

dengan mengucapkan janji bersatu. 

Untuk dapat disahkan perkawinan itu 

maka kedua mempelai harus sudah 

dibaptis (Kan.1055:2), ada kesepaka-

tan antara kedua mempelai (Kan. 

1057:2), tidak ada kekeliruan tentang 

diri orangnya (Kan.1097:1), tidak 

ada paksaan (Kan.1103), telah beru-

mur 16 (enam belas) tahun bagi pria 

dan telah berumur 14 (empat belas) 

tahun bagi wanita (Kan. 1083:1), 

salah satu atau kedua calon suami 

isteri itu tidak terikat perkawinan 

sebelumnya (Kan.1086: 1). Perka- 

winan dilakukan di hadapan Pastur 

dan disaksikan oleh dua orang saksi 

(Kan.1108:1). (Perhatikan juga 

Sukiran, 1987: 40-41.)

Dari sini kita juga dapat melihat 

adanya penyimpangan yang terjadi di 

Desa Sitiarjo, secara umum menurut 

Hukum Adat perkawinan adalah sah 

jika dilakukan secara sah menurut 

hukum agamanya masing-masing, 

dalam hal ini adalah Hukum Agama 

Nasrani. Menurut agama Nasrani 

perkawinan itu mulai sah pada saat 

perkawinan itu diteguhkan oleh 

Imam/Pastur dengan  mengucapkan 

janji bersatu, jadi pada saat pertuna- 

ngan belum sah terjadinya perka- 

winan. Hal ini dapat dibuktikan 

bahwa pada saat pertunangan, pende-

ta dan saksi memberikan nasehat 

kepada calon pengantin, bahwa 

meskipun  mereka sudah bertunan-

gan tapi mereka belum sah sebagai 

suami istri, sehingga belum boleh 

melakukan hubungan layaknya 

hubungan suami istri. Dibuktikan 

juga bahwa bagi pasangan tunangan 

yang sudah hamil lebih dahulu harus 

melakukan prosesi pertobatan sebe-

lum pemberkatan perkawinan.

Akan tetapi ada satu hal yang 

sangat menarik di Desa Sitiarjo, bagi 

pasangan tunangan yang telah 

melakukan hubungan suami istri tapi 

calon pengantin prempuannya tidak 

hamil, tidak perlu melakukan upaca-

ra pertobatan, meskipun modinnya 

mengetahui bahwa pasangan itu telah 

melakukan hubungan suami istri 

sebelum menikah. Dari hal ini kita 

juga dapat melihat adanya penyim-

pangan, bahwa bagi pasangan tuna- 

ngan yang  melakukan hubungan 

suami istri sebelum menikah, tapi 

perempuannya tidak hamil ”diang-

gap tidak berdosa”, sehingga tidak 

perlu melakukan upacara pertobatan 

sebagaimana pasangan tunangan 

yang hamil  lebih dulu. Ini juga mer-

upakan faktor yang menyebabkan 

terjadinya penyimpangan  karakteris-

tik sosio religius hukum adat dalam 

pelaksanaan pertunangan  di Desa 

Sitiarjo.

Di samping itu, jika melihat 

banyaknya bangunan gereja tua di 

Desa Sitiarjo, menunjukkan bahwa 

sejak jaman dahulu masyarakat Desa 

Sitiarjo sudah akrab dengan budaya 

barat yang dibawa oleh Belanda. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa 

Belanda datang ke Indonesia tidak 

hanya menyebarkan agamanya tetapi 

membawa serta budayanya, yang 

salah satunya adalah budaya per- 

gaulan muda mudi yang  lebih bebas 

dari budaya asli bangsa Indonesia. 

Oleh karena itu, tidak mengherankan 

jika budaya bebas tersebut akhirnya 

menular kepada muda-mudi yang 

ada di Desa Sitiarjo pada saat itu 

yang akhirnya berkembang sampai 

sekarang. Hal ini juga dapat menjadi 

faktor penyebab mengapa terjadi 

penyimpangan dalam pertunangan di 

Desa Sitiarjo.  

Dari uraian di atas kita dapat 

melihat ada empat faktor yang 

menyebabkan terjadinya penyimpa- 

ngan karakteristik sosio religius 

hukum adat dalam pelaksanaan 

pertunangan di Desa Sitiarjo, yaitu: 

1) Faktor  pandangan masyarakat 

yang melihat bahwa pasangan yang 

bertunangan itu pasti jadi menikah, 

tidak boleh tidak; 2) Faktor panda- 

ngan masyarakat yang mengasum-

sikan bahwa karena pertunangan itu 

dilangsungkan di Gereja, disaksikan 

oleh masyarakat banyak (para 

jemaat), dan diumumkan tiga ming- 

gu berturut turut, maka sah-sah saja 

jika pasangan yang sudah bertuna- 

ngan tapi belum menikah, tinggal 

serumah; 3) Faktor diskriminasi 

dalam pertobatan, pertobatan hanya 

harus dilakukan oleh pasangan yang 

terlanjur hamil lebih dulu, tapi bagi 

pasangan yang  jelas-jelas mengaku 

kepada modinnya bahwa mereka 

telah melakukan hubungan suami 

istri tapi perempuannya tidak hamil, 

tidak perlu melakukan pertobatan. 

Hal ini dapat diartikan bahwa 

melakukan hubungan seksual sebe-

lum menikah ”asal tidak hamil, tidak 

berdosa”, sehingga tidak perlu mela- 

kukan pertobatan.; 4)  Faktor budaya 

pergaulan bebas yang diwariskan 

oleh penjajah Belanda kepada ma- 

syarakat asli Desa Sitiarjo.

Dari ketiga faktor itu, faktor yang 

paling dominan dalam menyebabkan 

terjadinya penyimpangan karakteris-

tik sosio religius hukum adat dalam 

pelaksanaan pertunangan di Desa 

Sitiarjo adalah faktor yang ketiga, 

karena faktor ini tidak berasal dari 

masyarakat, tapi berasal dari pemuka 

agama, yang sebenarnya mempunyai 

pengaruh yang sangat besar terhadap 

perilaku masyarakat yang ada di 

Desa Sitiarjo.  Sementara dua faktor 

yang  lain, karena keduanya berasal 

dari pandangan masyarakat, yang  

tentunya akan mudah berubah sesuai 

dengan perubahan masyarakat itu 

sendiri, sehingga meskipun  punya 

andil dalam penyimpangan karakte- 

ristik, tetapi pengaruhnya tidak sebe-

sar pengaruh faktor yang ketiga.

Upaya Yang Telah dan Akan 
Dilakukan oleh Pemuka Agama  
Kristen dan Pemangku Kepenti- 
ngan untuk Mengurangi Angka 
Kehamilan Sebelum Perkawinan

 

Menghadapi permasalahan yang 

terjadi di Desa Sitiarjo berkaitan 

dengan banyaknya angka kehamilan 

sebelum perkawinan, telah dilakukan 

upaya oleh pemuka agama Kristen 

dan pemangku kepentingan yang 

lain, upaya upaya tersebut antara 

lain:

1. Pemberian nasehat oleh pendeta 

kepada pasangan tunangan agar 

tidak melakukan hubungan suami 

istri sebelum menikah.

2. Pemberian nasehat oleh saksi 

pertunangan  kepada pasangan 

tunangan agar tidak melakukan 

hubungan suami  istri sebelum 

menikah.

3. Pemberian pertanyaan oleh modin 

kepada pasangan yang akan 

menikah tentang apakah mereka 

sudah melakukan hubungan 

suami istri sebelum menikah atau 

tidak.

4. Pengharusan melakukan upacara 

pertobatan bagi pasangan yang 

hamil lebih dahulu sebelum pem-

berkatan pernikahan.

5. Menurut masyarakat, pihak gereja 

juga pernah mengadakan sema-

cam sayembara bahwa bagi 

pasangan yang pada saat melang- 

sungkan pernikahan belum hamil 

akan mendapat hadiah dari gereja.

Justru upaya yang belum tampak 

adalah upaya dari Kepala Desanya 

sendiri, karena ternyata pada saat 

penelitian ini dilaksanakan, di Desa 

Sitiarjo sedang tidak mempunyai 

kepala desa, karena kepala desanya 

baru saja dicopot/dilengserkan oleh 

masyarakat, karena tertangkap basah 

sedang berselingkuh dengan banyak 

perempuan di desa tersebut.  Seba- 

gaimana kita ketahui bahwa dalam 

penegakan hukum kita mengenal ada 

tiga komponen di sana ,  yaitu, 

substansi, struktur / aparat dan kultur.  

Kepala desa yang seharusnya menja-

di aparat yang menegakkan hukum di 

wilayahnya ternyata  memberikan 

contoh yang tidak baik, sehingga 

tidak mungkin dapat menegakkan 

hukum di desanya.

Pemuka agama kristen akan terus 

melakukan upaya yang selama ini 

sudah dilakukan, akan tetapi dari 

kepala desa tidak dapat dimintai 

keterangan tentang upaya apa yang 

akan diperbuat terhadap warganya, 

karena ternyata kepala desanya juga 

terbukti melakukan perbuatan asusila 

terhadap warganya. Bisa jadi 

kelakuan kepala desa yang  gemar 

berselingkuh itu juga merupakan 

faktor penyebab terjadinya penyim-

pangan karakteristik sosio reigius 

hukum adat dalam hal pertunangan 

di Desa Sitiarjo, karena kepala 

desanya memberikan contoh yang  

tidak baik, sehingga tidak mungkin 

dia akan dianggap oleh warganya 

ketika dia memberikan nasehat 

kepada warganya. 

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pemba-

hasan dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut.

1. Faktor dominan yang menye-

babkan terjadinya penyimpa- 

ngan karakteristik sosio religi-

us hukum adat dalam pelaksa-

naan pertunangan di Desa 

Sitiarjo, relevansinya dengan 

agama Kristen adalah faktor 

diskriminasi dalam pertobatan, 

pertobatan hanya wajib dilaku-

kan oleh pasangan yeng terlan-

jur hamil lebih dulu, tapi bagi 

pasangan yang jelas-jelas 

mengaku kepada modinnya 

bahwa mereka telah melaku-

kan hubungan suami istri tapi 

perempuannya tidak hamil, 

tidak perlu melakukan perto-

batan. Hal ini dapat diartikan 

bahwa melakukan hubungan 

seksual sebelum menikah 

”asal tidak hamil, tidak berdo-

sa”, sehingga tidak perlu 

melakukan pertobatan.  

2. Upaya yang telah dilakukan 

oleh pemuka agama  kristen 

dan pemangku kepentingan 

untuk mengurangi angka 

kehamilan sebelum perka- 

winan adalah sebagai berikut :

1) Pemberian nasehat oleh pen- 

deta kepada pasangan tuna- 

ngan agar tidak melakukan 

hubungan suami istri sebelum 

menikah.

2) Pemberian nasehat oleh saksi 

pertunangan  kepada pasangan 

tunangan agar tidak melaku-

kan hubungan suami istri sebe-

lum menikah.

3) Pemberian pertanyaan oleh 

modin kepada pasangan yang 

akan menikah tentang apakah 

mereka sudah melakukan 

hubungan suami istri sebelum 

menikah atau tidak.

4) Pengharusan melakukan upa- 

cara pertobatan bagi pasangan 

yang hamil lebih dahulu sebe-

lum pemberkatan pernikahan.

5) Menurut masyarakat, pihak 

gereja juga pernah mengada-

kan semacam sayembara bah- 

wa bagi pasangan yang pada 

saat melangsungkan pernika- 

han belum hamil akan 

mendapat hadiah dari gereja.

Justru upaya yang belum tampak 

untuk mengurangi angka kehamilan 

sebelum menikah adalah upaya dari 

Kepala Desa Sitiarjo. Pemuka agama 

kristen akan terus melakukan upaya 

yang selama ini sudah dilakukan, 

akan tetapi dari kepala desa tidak 

dapat dimintai keterangan tentang 

upaya apa yang akan diperbuat terha-

dap warganya, karena ternyata 

kepala desanya juga terbukti  

melakukan perbuatan asusila terha-

dap warganya. 

Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas 

peneliti memberikan saran-saran 

sebagai berikut :

1. Bagi pemuka agama Kristen harus 

terus mendidik umatnya agar 

tidak melakukan hubungan suami 

istri sebelum menikah, dan mem-

berikan pemahaman  kepada umat 

nya bahwa meskipun pertuna- 

ngan mereka sudah dilakukan di 

gereja dan disaksikan banyak 

orang, belum berarti mereka 

sudah menikah dan boleh melaku-

kan hubungan suami istri. Dan 

yang lebih penting adalah tidak 

lagi melakukan diskriminasi da- 

lam ”pertobatan”, seharusnya 

pertobatan tidak hanya wajib 

dilakukan oleh pasangan yang 

sudah hamil sebelum menikah, 

tapi juga terhadap seiap pasangan 

yang belum menikah tapi sudah 

melakukan hubungan suami istri.

2. Bagi tokoh masyarakat, hendak- 

nya dapat memberikan teladan 

yang baik bagi warganya sehing-

ga dapat  memimpin warganya ke 

dalam kehidupan dan pergaulan 

yang lebih baik.

Daftar Rujukan

Bushar Muhammad,1985. Susunan 
Hukum Kekeluargaan Indonesia 
Menuju Ke Sistem Bilateral – 
Parental, Jakarta: Pradnya 
Paramita.

Djaren Saragih,1984 Pengantar 
Hukum Adat Indonesia, Bandung, 
Tarsito.

Hilman Hadikusuma, 1978. Hukum 
Perkawinan Adat, Bandung: PT. 
Alumni.

Hilman Hadikusuma, 1990. Hukum 
Perkawinan Indonesia, Bandung: 
Mandar Maju.

Imam Sudiyat, 2000. Asas-asas 
Hukum Adat Bekal Pegantar, 
Yogyakarta: Liberty.

K. Wantjik Saleh, 1975. Hukum 
Perkawinan Indonesia, Jakarta: 
Ghalia Indonesia.

Marzuki,1984. Metodologi Riset, 

bagian Penelitian Yogyakarta, 
Fakultas Ekonomi UII.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1982 Me- 
todologi Penelitian Hukum dan 
Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indone-
sia.

R. Subekti, dan R.Tjitrosudi-
bio,1995. Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata, Jakarta: PT. 
Pradnya Paramita.

Sorjono Soekanto, 1989. Perbandi- 
ngan Hukum, Bandung: PT 
Alumni.

Soerojo, Wignyodipuro, 1988. Pe- 
ngantar dan Asas-Asas hukum 
Adat, Jakarta, Haji Mas agung.

Soetojo Prawirohamidjojo, 1996. 
Pluralisme Dalam Perundang- 
undangan Dengan Perkawinan di 
Indonesia dan Belanda, Suraba-
ya: Airlangga University Press.

Soetojo Prawirohamidjojo, 1996. 
Sejarah Perkembangan Hukum 
Perceraian di Indonesia dan 
Belanda, Surabaya: Airlangga 
University Press.

Sution Usman Adji, 1989. Kawin lari 
dan kawin antar agama, Yogya-
karta: Liberty.

Sayuti Thalib, 1982. Hukum Kekelu-
argaan Indonesia, Jakarta: 
Universitas Indonesia. 

Kecamatan Geger, Kabupaten 

Bangkalan, berkali-kali mendapat-

kan penghargaan nasional bidang 

lingkungan hidup. Penghargaan 

pertama kali berupa Kalpataru di 

tahun 1988 kemudian tahun 2004. 

Ada pula tokoh lingkungan yang 

mendapatkan Satya Lencana Pemba-

ngunan Lingkungan Hidup dari desa 

Kombangan, yakni  H. Gosali pada 

tahun 2009. Pada tahun 2010, 

Kelompok Tani Gunung Mereh men- 

dapatkan Ecolabel (Standarisasi 

Luasan Hutan Rakyat) dari Kemen- 

terian Negara Lingkungan Hidup. 

Ibarat penyempurna lingkungan, 

FMU “Gebang Lestari” mendapat-

kan sertifikasi UMHRL (Unit Mana-

jemen Hutan Rakyat Lestari) pada 20 

Juni 2010. 

Karakteristik sifat petani pada 

umumnya menunjukkan sedikit 

minat untuk memanen kayu dan 

hanya melakukannya jika menghada-

pi keadaan yang disebut filosofi 

“tebang butuh”. Mereka memper-

lakukan hutan sebagai asset jangka 

panjang layaknya rekening bank 

yang dapat sewaktu-waktu diuang-

kan. Hasil penelitian (dukungan 

REDD) menunjukkan bahwa kepen- 

tingan komersial saat ini menjadi 

pendorong utama petani untuk pena-

naman dan petani sangat memahami 

nilai sebenarnya hutan mereka, dan 

meyakini nilai tersebut meningkat 

dengan adanya sertifikasi hutan. 

Kemauan petani untuk berpartisipasi 

dalam penyiapan sertifikasi biasanya 

muncul ketika tim pendamping 

memfasilitasi pembenahan-pembe- 

nahan organisasi yang diusulkan. 

Semua wilayah memerlukan pe- 

ngembangan organisasi masyarakat 

secara khusus. Terdapat kebutuhan 

khusus membangun asosiasi petani 

yang lebih tinggi seperti koperasi, 

yang membutuhkan pengetahuan 

kewirausahaan juga dukungan dana 

eksternal. 

Permasalahan 

Kecamatan Geger terdiri dari 13 

(tiga belas) desa yaitu : desa Lerpak, 

Geger, Togubang, Batubella, Teber 

Priyah, Campor, Kompol, Komban-

gan, Dabung, Katol Barat, Ba- 

nyoneng Laok, dan desa Banyoneng 

Dajah. Dari tiga belas desa tersebut, 

kelompok tani yang relatif  maju 

terdapat di desa Geger, Kombangan, 

dan desa Togubang. Kelompok dari 3 

(tiga) desa tersebut tergabung dalam 

FMU “Gebang Lestari” yang dipu-

satkan di desa Kombangan di bawah 

arahan H. Gosali. Permasalahan 

klasik yang dihadapi kelompok tani 

yang berbasis pengelolaan hasil 

hutan yang berasal dari hutan rakyat 

pada umumnya, juga dialami oleh 

FMU “Gebang Lestari” yaitu: 1) 

Keterbatasan modal masyarakat 

dalam menyelenggarakan usaha 

hutan rakyat; 2) Luas pemilikan 

lahan yang relatif sempit dan terpen-

car sehingga menyulitkan pengelo-

laan dalam satu manajemen; 3) Pem-

biayaan berkelanjutan dan berorien-

tasi pada proyek; 4) Kualitas sumber 

daya manusia.

Masyarakat tani hutan yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan kelompok tani 

hutan yang sering mendapat peng-

hargaan dan sertifikasi. Namun, 

penghargaan tersebut hanyalah legi- 

timasi keberadaan mereka saja, 

tanpa diiringi dengan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan 

kesejahteraannya. Melihat perma- 

salahan di atas, prestasi yang dimili-

ki FMU “Gebang Lestari” serta 

semangat yang ada pada masyarakat 

secara lambat laun akan menghilang 

jika tidak ditindaklanjuti dengan 

upaya yang tepat dan strategis. 

Persoalan pelik yang mengha-

dang adalah pengusahaan hasil hutan 

yang sulit dilaksanakan. Koperasi  

masyarakat di desa Geger yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan koperasi yang 

sudah “mati suri”. Jenis tanaman 

hasil hutan non-kayu berupa tana-

man holtikultura seperti alpukat, 

mangga, papaya, rambutan, jeruk 

dan lain-lain. wilayah Kecamatan 

Geger relatif subur, sedangkan untuk 

hasil hutan kayu, khususnya kayu 

jati di Kecamatan Geger ini sulit 

diharapkan hasilnya, padahal kawa- 

san ini merupakan kawasan pe- 

nyangga yang harus dijaga kelestari-

an hutannya. Dengan kata lain perlu 

dilakukan rehabilitasi terhadap lahan 

di kawasan hutan tersebut, akan 

tetapi di sisi lain masyarakat terben-

tur masalah permodalan. Untuk 

mendapatkan permodalan diperlu-

kan adanya kerjasama dengan 

lembaga-lembaga terkait sebagai 

pembina dan penyandang dana. Hal 

ini tidak dapat dilakukan karena akta 

notaris pendirian koperasi yang 

menjadi salah satu persyaratan 

pengajuan proposal kerjasama be- 

lum mereka miliki.

Persoalan ketidakmampuan pe- 

ngurusan akta pendirian koperasi 

dan pembuatan proposal kerjasama 

ini menjadi kendala masyarakat 

sekitar hutan  untuk meningkatkan 

kesejahteraannya. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan pemberdayaan dan 

pengembangan kapasitas masyarakat 

sekitar hutan yang sangat relevan, 

yakni dari aspek institusi, seperti : 

administrasi dan manajemen kopera-

si, pengembangan organisasi, moni-

toring, penggunaan komputer, pe- 

ngembangan masyarakat seperti 

manajemen kelompok-kelompok pe- 

tani.

Undang-undang  Nomor  41 

Tahun 1999 yang telah diubah 

berdasarkan Undang-undang Nomor 

19 Tahun 2004 tentang Perpu  

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peru-

bahan  atas Undang-undang Nomor 

41 tahun 1991 tentang   Kehutanan 

Menjadi Undang-undang  (selanjut- 

nya UU Kehutanan), mengatur 

tentang rehabilitasi hutan. Pasal 43 

ayat (1) UU Kehutanan menentukan 

bahwa setiap orang yang  memiliki, 

mengelola, dan atau memanfaatkan 

hutan yang kritis atau tidak produk-

tif, wajib melaksanakan rehabilitasi 

hutan untuk tujuan perlindungan dan 

konservasi. Selanjutnya dalam ayat 

(2) ditegaskan bahwa dalam melak-

sanakan rehabilitasi setiap orang da- 

pat meminta pendampingan, pela- 

yanan, dan dukungan kepada lemba-

ga swadaya masyarakat, pihak lain 

atau pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan  Rencana Pengelolaan 

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, 

dalam Pasal 84 mengatur pember-

dayaan masyarakat dapat dilakukan 

melalui : (1) hutan desa; (2) hutan  

kemasyarakatan; (3) kemitraan. Se- 

dangkan kemitraan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 1977 tentang Kemitraan. 

Peraturan Pemerintah (PP) tersebut 

merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1995 tentang Usaha Kecil. Pada 

dasarnya, kemitraan merupakan 

kerja sama dan bukan merupakan 

bentuk usaha. Kemitraan adalah 

kerja sama antara usaha kecil dengan 

usaha menengah dan atau usaha 

besar dengan usaha besar dengan 

memperhatikan prinsip saling me- 

merlukan, saling memperkuat dan 

saling menguntungkan.

Dalam rangka berorientasi agar 

dapat diterapkan model kemitraan, 

maka koperasi yang sudah ”mati 

suri” harus ditingkatkan statusnya 

menjadi badan usaha dengan men- 

daftarkan ke Notaris. Dengan demi- 

kian dalam mengatasi permasalahan 

yang dihadapi mitra maka solusi 

yang ditawarkan adalah :

1. Sosialisas pentingnya koperasi 

dan pelatihan-pelatihan terkait 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan berupa pembukuan dan 

keuangan sederhana.

2. Pembentukan  koperasi dan men- 

daftarkan   ke kantor Notaris  se- 

hingga menjadi koperasi yang 

berbadan hukum;

3. Pembuatan proposal kegiatan 

dengan model  kemitraan ke  

BUMN atau pihak swasta.

Metode Pelaksanaan 

IbM ini menggunakan metode 

yang berjenis normatif-kualitatif, 

sehingga desain dan metodenya me- 

rupakan perpaduan antara metode 

pendekatan hukum (perundang- 

undangan) dan metode pendekatan 

sosiologis. Perspektif hukum nam- 

pak pada analisis terhadap berbagai 

peraturan perundangan-undangan 

bidang kehutanan khususnya tentang 

peran serta masyarakat sekitar hutan 

dalam pengelolaan, pemanfaatan, 

pengawasan sumber daya hutan, dan 

pelembagaannya. 

Dalam perspektif sosiologis maka 

analisis diarahkan pada hal-hal yang 

berkaitan dengan pembentukan 

mindset masyarakat sekitar hutan 

terhadap pendayagunaan hutan. 

Analisis akan difokuskan pada 

persepsi masyarakat tentang hutan, 

karakteristik masyarakat, dan apa 

yang ingin disuarakan, peran dan 

posisi yang jelas dari masyarakat 

berkaitan dengan pengelolaan, pe- 

manfaatan, dan pengawasan sumber 

daya hutan.

Metode yang digunakan dalam 

memperoleh data adalah dengan cara 

mengadakan Focus Group Discus-

sion (FGD), yakni dilakukan diskusi 

secara intensif dengan seluruh tokoh 

masyarakat dan anggota kelompok 

tani. Dalam mencari solusi peman-

faatan sumberdaya hutan digunakan  

model parsial. Model parsial adalah 

model diskusi di mana pemikiran, 

ide, atau kepentingan peserta FGD 

yang berbeda dieliminir hingga 

memiliki kesamaan pandangan. (Wa-

hyudi, 2006). Pemilihan model ini 

didasarkan atas alasan baik tokoh 

masyarakat maupun masyarakat 

kelompok tani pengguna sumber 

daya hutan agar tetap memiliki tang-

gung jawab sama dalam menjaga 

kelestarian sumber daya hutan.

Analisis normatif dilakukan de- 

ngan menganalisis bahan hukum 

primer dengan metode interpretasi 

teleologis  dan futuristik. Sedangkan 

pada analisis empiris akan  menggu-

nakan metode verstehen (pemaha-

man) dan diskusi. Data dan bahan 

hukumyang diperoleh akan dianalisis 

secara kualitatif.

Rangkaian pemikiran berikut di- 

ungkapkan sebagai disain penelitian 

yaitu disain untuk pelaksanaan 

pengelolaan hutan oleh kelompok 

tani Desa Geger Kecamatan Geger 

yang diharapkan dapat mensejahtera-

kan masyarakat sekitar hutan :

1. Memberi sosialisasi pada  masya- 

rakat dan mendiskusikan secara 

kritis tentang peran serta ma- 

syarakat dalam pengelolaan, pe- 

manfaatan dan pengawasan sum- 

ber daya hutan yang dijamin oleh 

UU Kehutanan;

2. Pemahaman perlunya aksi kolek-

tif bagi pemecahan masalah 

pemenuhan kebutuhan dalam hal 

pengelolaan, pemanfaatan, dan 

pengawasan sumber daya hutan 

dengan membentuk lembaga 

koperasi sebagai wadah kebersa-

maannya.

3. Dengan dilaksanakan aksi peman-

faatan dan pengelolaan hutan oleh 

kelompok tani secara bersama 

dalam wadah koperasi diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan 

para petani pada khususnya dan 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat sekitar hutan pada 

umumnya.   

Hasil dan Pembahasan
Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat sekitar hutan Keca-

matan geger Kabupaten Bangkalan 

layak untuk menjadi sasaran kegia-

tan pengabdian ini.Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberdayakan 

masyarakat sekitar hutan yang me- 

ngalami kesulitan dalam meningkat-

kan kemampuan mereka untuk 

meningkatkan permodalan dan kesu-

litan dalam memasarkan hasil-hasil 

pertanian mereka.

Pemberdayaan masyarakat sendi-

ri diartikan sebagai upaya untuk 

membantu masyarakat dalam me- 

ngembangkan kemampuan sendiri 

sehingga bebas dan mampu untuk 

mengatasi masalah dan mengambil 

keputusan secara pribadi. Dengan 

demikian pemberdayaan masyarakat 

ditujukan untuk mendorong tercip-

tanya kekuatan dan kemampuan 

lembaga masyarakat untuk secara 

mandiri mampu mengelola dirinya 

sendiri berdasarkan kebutuhan ma- 

syarakat itu sendiri, serta mampu 

mengatasi tantangan persoalan di 

masa yang akan datang.

Dasar pandangan strategi pem-

berdayaan masyarakat adalah bahwa 

upaya yang akan dilakukan harus 

diarahkan langsung pada akar perso-

alannya, yaitu meningkatkan ke- 

mampuan masyarakat. Bagian yang 

tertinggal dalam masyarakat harus 

ditingkatkan kemampuannya dengan 

mengembangkan dan mendinamim- 

sasikan potensinya, dengan kata lain 

memberdayakannya. (Ginanjar,  

1996).  Dalam konteks inilah maka 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan harus diberdayakan agar 

mereka dapat menjaga hutan seka-

ligus memanfaatkannya.Usaha pem-

berdayaan masyarakat harus diikuti 

dengan memperkuat potensi atau 

daya yang dimiliki masyarakat. 

Dalam kerangka ini dibutuhkan 

langkah-langkah yang lebih positif 

dan tidak hanya sekadar mencip-

takan iklim dan suasana. Pember-

dayaan bukan hanya meliputi 

penguatan individu anggota ma- 

syarakat, tetapi juga pranata-prana-

tanya, dalam hal ini pendirian kope- 

rasi merupakan alternatif yang tepat. 

Menanamkan nilai-nilai kerja keras, 

keterbukaan, hemat, kebertanggung-

jawaban adalah bagian pokok dari 

pemberdayaan.

Kegiatan yang telah dilakukan 

berupa pelatihan tentang koperasi 

dan pembukuan sederhana yang 

dapat diterima oleh masyarakat 

(warga) desa Geger Kecamatan 

Geger Kabupaten Bangkalan. Kegia-

tan yang sudah diterima oleh ma- 

syarakat diharapkan dapat mem-

bekali dalam mengelola koperasi 

sehingga dapat meningkatkan peng-

hasilan mereka. Pelatihan diseleng-

garakan dengan tujuan untuk 

menambah pengetahuan, keterampi-

lan dan kemampuan berusaha untuk 

dapat mengaktifkan usaha produktif 

dengan cara menngoptimalkan 

sumber daya yang ada. Dengan 

membuka lynk dengan Kelompok 

Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa 

Timur diharapkan dapat mendorong 

masyarakat menjadi produsen hasil- 

hasil perrtanian yang memiliki 

kepastian pasar.

Setelah selesai kegiatan pengab-

dian ini, diharapkan masyarakat 

sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan memiliki link 

atau jaringan yang dapat memasar-

kan hasil-hasil petanian mere-

ka.Oleh karena dalam kegiatan ini 

mencoba untuk membuka jaringan 

dengan Kelompok Tani Nelayan 

Andalan Jawa Timur. Dengan de- 

mikian diharapkan masyarakat dapat 

meningkatkan permodalan dan peng-

hasilan mereka. Di samping itu 

kegiatan ini berhasil membentuk 

koperasi bagi masyarakat sekitar 

hutan Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan.

Luaran dari kegiatan pengabdian 

ini adalah terbentuknya koperasi 

yang berbadan hukum.Untuk men- 

dapatkan permodalan diperlukan 

adanya kerjasama dengan lemba-

ga-lembaga terkait sebagai pembina 

dan penyandang dana. Hal ini tidak 

dapat dilakukan karena akta notaris 

pendirian koperasi yang menjadi 

salah satu persyaratan pengajuan 

proposal kerjasama belum mereka 

miliki. Di samping itu, terbentuknya 

koperasi diharapkan dapat merang-

sang nilai-nilai kerja keras, keterbu-

kaan, hemat, kebertanggungjawaban 

yang merupakan bagian pokok dari 

pemberdayaan masyarakat. (Karta-

sasmita, 1995)

Setelah dilakukan sosialisasi ten- 

tang pentingnya dan manfaat dari 

koperasi serta beberapa kali dilaku-

kan FGD,  maka hasil yang dicapai 

adalah :

1. Kesadaran masyarakat akan pent-

ingnya koperasi dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat.

 Dengan adanya kesadaran ma- 

syarakat tersebut diharapkan 

dapat menciptakan suasana atau 

iklim yang memungkinkan poten-

si masyarakat berkembang. 

Selama ini masyarakat tidak 

bergairah untuk berkoperasi 

sehingga koperasi ”mati suri”. 

Titik tolak penya- daran ini adalah 

pengenalan bahwa setiap manu-

sia, setiap masyarakat memiliki 

potensi yang dapat dikembang-

kan. Tidak ada masyarakat sama 

sekali tanpa daya. Pemberdayaan 

adalah upaya untuk membangun 

daya tersebut dengan cara men-

dorong, memotivasi dan mem-

bangkitkan kesadaran akan poten-

si yang dimiliki serta upaya 

mengembangkannya dengan 

”menghidupkan” kembali kopera-

si yang sudah ada.

2. Telah terbentuk koperasi ”Potre 

Koneng” pada 28 Agustus 2013, 

sedangkan tentang status badan 

hukum masih dalam proses 

pengurusan Akte Notaris tentang 

pendirian koperasi.

 Dengan adanya Akte Notaris bagi 

pendirian Koperasi ”Potre 

Koneng” adalah upaya untuk 

memperkuat potensi dan daya 

yang dimiliki oleh masyarakat 

desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan. Penguatan 

yang diupayakan adalah melalui 

Koperasi sebagai upaya pembu-

kaan akses kepada berbagai pelu-

ang antara lain Kelompok Tani 

Nelayan Andalan Jawa Timur. 

Sha- ring yang akan diberikan 

oleh Kelompok Tani Nelayan 

Andalan mulai dari tanaman atau 

budidaya apa yang memiliki pros-

pek pemasaran sampai pemasa-

rannya sendiri. Kegiatan pengab-

dian ini sudah melakukan pelati-

han manajemen sederhana yang 

dapat dipahami, diterima dan 

dilaksanakan sesuai dengan kebu-

tuhan masyarakat desa yang men-

jadi anggota koperasi.

 Dengan adanya koperasi diharap-

kan dapat dikembangkan sebagai 

badan usaha yang juga mengejar 

keuntungan walaupun perlu 

diperhatikan dalam mekanisme 

internal pembagian keuntungan 

diantara ang- gota perlu memper-

timbangkan aspek sosial dan 

kebersamaan. (Agnes, 2004). 

Dari segi materiil, keberadaan 

koperasi dirasa sangat membantu 

meningkatkan tingkat kesejahte- 

raan para anggota baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Selanjutnya Agnes menggambar-

kan bahwa Sisa Hasil Usaha yang  

merupakan keuntungan koperasi 

akan dibagikan kepada semua 

sesuai dengan partisipasi anggota 

dalam jenis usaha yang dikem-

bangkan oleh koperasi tersebut. 

Masih menurut Agnes, misalnya 

dalam usaha simpan pinjam, 

anggota yang frekuensi dan 

jumlah pinjamannya besar, yang 

bersangkutan akan mendapatkan 

bagian keuntungan lebih besar 

dibandingkan dengan anggota 

lain yang partisipasinya. Dengan 

prinsi-prinsip yang dikembang-

kan dalam koperasi diharapkan 

masyarakat makin bergairah 

dalam berusaha meningkatkan 

hasil pertaniannya untuk dapat 

meningkatkan partisipasinya 

dalam berkoperasi. Terpenting 

pula gairah masyarakat dapat 

menghidupkan kembali koperasi 

yang sudah ”mati suri” tersebut.

 Untuk menorong masyarakat ak- 

tif dalam kegiatan koperasi Tim 

Peneliti telah melakukan kegiatan 

: a) Pelatihan proses pembentukan 

koperasi sebagai bekal pengeta-

huan maupun tentang tahapan dan 

per- syaratan pendirian koperasi, 

yang diberikan sebelum terben-

tuknya ko- perasi; b) Pelatihan 

manajemen keuangan sederhana.

3. Terungkap bahwa banyak mas-

yarakat sekitar hutan yang belum 

dilibatkan dalam program PHBM 

Perum Perhutani Unit II Jawa 

Timur KPH Madura.

 Melalui kegiatan pengabdian  ini 

berupaya untuk mengikutkan ma- 

syarakat Desa Geger, Kecamatan 

Geger, Kabupaten Bangkalan pro- 

gram PHBM. Upaya ini disambut 

baik oleh Kepala Perum Perhutani 

Unit II Jawa Timur KPH Madura. 

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai, Tim tetap  mengupayakan 

kegiatan masyarakat desa masih 

ada keberlanjutan melalui kegia-

tan serupa.

Melihat antusiame masyarakat 

terhadap program pengabdian ini di 

satu sisi dan adanya Program Penge-

lolaan Hutan Bersama Masyarakat 

(PHBM) dari Perum Perhutani, maka 

Tim Pengusul akan  membantu  ma- 

syarakat sekitar hutan untuk menga-

jukan  program tersebut.

Hasil dari beberapa kali dialog 

dengan Kepala Perum Perhutani 

KPH Madura dapat diungkapkan 

bahwa sesungguhnya Perum Per- 

hutani sendiri mengalami berbagai 

kendala dalam mengelola dan 

melakukan pengawasan terhadap 

kawasan hutan yang menjadi wewe- 

nangnya. Bak ”gayung bersambut” 

niat Tim Pengusul untuk membantu  

masyarakat dalam memanfaatkan 

kawasan hutan yang menjadi 

wewenang  Perum Perhutani disam-

but dengan antusiasme pula.  Perum 

Perhutani  KPH Madura merupakan 

bagian dari Perum Perhutani  Unit II 

Jawa Timur seluas 47.121,20 Ha. 

KPH Madura menghadapi beberapa 

permasalahan sebagai berikut :

1. Luas lahan yang kosong, ber- 

dasarkan hasil Audit Potensi 2008 

seluas 4.444,67 Ha dan diupaya-

kan untuk dilakukan penanaman;

2. Sengketa tanah s/d bulan April 

2009 seluas 1.600,09 Ha. Penye- 

lesaian sudah dan akan terus 

dilakukan koordinasi dengan 

aparat dan instansi terkait serta 

penegak hukum lainnya. Akan 

tetapi sampai saat ini belum 

menunjukkan hasil yang me- 

muaskan.

3. Aksesibilitas yang rendah/terba-

tas disebabkan wilayah kerja 

terletak di kepulauan berdampak 

pada angka kerawanan hutan dan 

besarnya biaya pengelolaan hutan 

bila dibandingkan dengan KPH 

lainnya.

4. Potensi SDM KPH Madura masih 

rendah yang didominasi karya- 

wan non pegawai.

5. Secara umum keadaan KPH 

Madura sangat berbeda diban- 

dingkan dengan KPH lainnya 

yang ada di Pulau Jawa yang 

berbeda kondisi iklim dan tanah- 

nya.

6. Kondisi tanah kawasan KPH 

Madura secara umum tandus dan 

gersang dengan ciri-ciri yang 

dangkal, sarang, dan berbatu, 

miskin humus.

7. Iklim : Ferguson dalam tipe iklim 

C dan D.(Perum Perhutani KPH 

Madura, 2010)

Dengan permasalahan yang diha-

dapi tidak mungkin KPH Madura 

menyelesaikannya sendiri di satu sisi 

dan pada sisi lain kurangnya keterli-

batan masyarakat dalam pengelolaan 

sumber daya hutan, menyebabkan 

tidak adanya rasa memiliki dan sulit 

mencapai pengelolaan hutan lestari. 

Apabila kerjasama tersebut dapat 

dilaksanakan maka diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masya- 

rakat sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan.

Kegiatan pengabdian ini juga 

telah merintis kerja sama dengan 

Kelompok Tani Nelayan Andalam 

(KTNA)  Propinsi Jawa Timur. Sha- 

ring yang akan diberikan oleh KTNA 

adalah masyarakat akan diikutser-

takan program-program pelatihan 

dan pemasaran hasil pertanian.

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai melalui kegiatan semacam pe- 

ngabdian ini, Tim berupaya untuk 

mengikutsertakan masyarakat desa 

Geger Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan dalam program PHBM 

dari Perum Perhutani. Program 

PHBM diantaranya terdapat program 

pemberdayaan masyarakat dalam 

bentuk peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan dan pengembangan 

ekonomi kerakyatan.(Irawanti, 2010) 

Dengan Akte Pendirian koperasi 

yang legal diharapkan dapat menjadi 

modal bagi anggota koperasi untuk 

mempertemukan dengan lembaga 

keuangan atau perkreditan yang  

mampu dan bersedia melayani kebu-

tuhan permodalan. Tersedianya lem- 

baga keuangan yang memberi laya- 

nan pinjaman untuk peningkatan 

permodalan merupakan mitra pen- 

ting bagi masyarakat.

Di desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan terdapat 

kawasan hutan milik Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura 

yang terbengkalai belum dimanfaat-

kan untuk melaksanakan program 

PHBM. Kepala Perhutani sangat  

menyambut dengan baik apabila ke- 

giatan ini dilanjutkan dan Tim Pe- 

ngusul berperan sebagai fasilitator. 

Jalinan kerjasama dengan Perum 

Perhutani bisa dalam bentuk memin-

jam kawasan hutan yang ada. 

Dengan demikian masyarakat dapat 

memanfaatkan kawasan hutan yang 

ada yang akan memberi peluang dan 

kesempatan masyarakat untuk me- 

ningkatkan hasil pertaniannya.

Dari kegiatan pengabdian ini, 

terungkap bahwa PHBM merupakan 

sesuatu yang masih baru bagi ma- 

syarakat maupun Perum Perhutani 

sendiri, sehingga implementasinya 

tidak terbebas dari berbagai kendala. 

PHBM seringkali belum dipahami 

oleh seluruh jajaran Perhutani teruta-

ma pada tataran operasional, atau ada 

sebagian pejabat Perhutani masih 

memiliki perasaan tidak ikhlas untuk 

berbagi dengan masyarakat atau 

pihak (Asisten Direktur Produksi 

Perhutani, 2006). Tidak demikian 

halnya dengan Kepala Perum Per- 

hutani Unit II Jatim KPH Madura, 

menyambut baik keinginan dari Tim 

Pengusul, beliau mengistilahkan 

sebagai “bak gayung bersambut” 

dengan keinginan Tim. Sambutan 

yang begitu antusias hendaknya juga 

didukung Pemda Kabupaten Bang-

kalan jangan sampai kemudian ada 

pemikiran bahwa PHBM hanya men-

jadi urusan Perhutani saja. PHBM 

yang diharapkan dapat diimplemen-

tasikan ke seluruh desa-desa yang 

ada di sekitar hutan, di seluruh 

wilayah Madura, dapat dirasakan 

manfaatnya baik oleh masyarakat 

sekitar hutan, Perhutani, Pemerintah 

Kabupaten Bangkalan dan pihak 

yang berkepentingan lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pendampingan 

selama ini, masyarakat sekitar hutan 

khususnya Kecamatan Geger dan di 

beberapa kawasan hutan lainnya 

sangat membutuhkan pemberdayaan 

baik dari aspek pengetahuan maupun 

permodalan dalam upaya meningkat-

kan kesejahteraan hidup mereka. 

Keinginan masyarakat ini memiliki 

peluang yang sangat besar, yaitu 

khususnya untuk dilibatkan dalam 

Program PHBM dari Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura.

Sebaiknya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bangkalan secara khusus 

memperhatikan kondisi dan peluang 

yang ada dengan menjadikan Perum 

Perhutani sebagai mitra dalam upaya 

memberdayakan masyarakat sekitar 

hutan. Program PHBM penting 

untuk dilakukan secara menyeluruh 

untuk memberdayakan masyarakat 

sekitar hutan karena hampir semua 

masyarakat sekitar hutan belum 

pernah dilibatkan dalam pelaksanaan 

program PHBM dari Perum Perhuta-

ni tersebut.
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Pendahuluan

Pertunangan merupakan persetu-

juan antara kedua belah pihak, 

dimana mereka satu sama lain 

bertimbal berjanji mengadakan 

pekawinan yang telah ditentukan 

hari, tanggal, bulan, tahun, besar 

mahar dan sebagainya. Dalam 

Hukum  Adat, pertunangan tidaklah 

sama dengan perkawinan, dalam 

perkawinan pasangan suami istri itu 

sudah sah untuk melakukan hubu- 

ngan suami istri, namun dalam 

pertunangan, tujuannya tidaklah 

melegalkan hubungan suami istri, 

melainkan perjanjian awal untuk 

melakukan perkawinan. Jika  pihak  

perempuan tidak menepati janjinya, 

maka ia harus mengembalikan segala 

bentuk peningset yang diberikan 

kepadanya, tapi jika yang tidak 

menepati janjinya adalah pihak 

laki-laki, pihak perempuan tidak 

perlu mengembalikan apa yang 

sudah diberikan pihak laki-laki 

kepadanya.  

Terlepas dari  itu semua, ternyata 

di Desa Sitiarjo, yang mayoritas 

penduduknya beragama Kristen, ada 

fenomena yang menarik, yaitu pada 

masa pertunangan masyarakat desa 

tersebut sudah membolehkan pasa- 

ngan tinggal serumah. Oleh karena 

itu dalam penelitian ini mengkaji: 1) 

Apakah faktor dominan penyebab 

terjadinya penyimpangan karakteris-

tik sosio religius hukum adat dalam 

pelaksanaan pertunangan relevansi- 

nya dengan agama Kristen di Desa 

Sitiarjo Kecamatan Sumber Manjing  

Kabupaten Malang ; 2) Apakah 

upaya yang telah dan akan dilakukan 

oleh pemuka agama Kristen dan 

pemangku kepentingan untuk me- 

ngurangi angka kehamilan sebelum 

perkawinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan peneli-

tian yuridis antropologis, yaitu pene-

litian hukum yang dikaitkan dengan 

budaya masyarakat setempat yang 

sudah membolehkan pasangan yang 

masa bertunangan untuk tinggal 

serumah khususnya masyarakat yang 

beragama Kristen di Desa Sitiarjo 

Kecamatan Sumber Manjing  Kabu-

paten  Malang.  

Hasil dan Pembahasan
Pertunangan Menurut Hukum 
Adat

Pertunangan adalah merupakan 

suatu keadaan yang  bersifat khusus 

di Indonesia dan biasanya mendahu-

lui dilangsungkannya suatu perka- 

winan. Stadium fase II timbul setelah 

ada persetujuan antara kedua fihak 

yaitu fihak keluarga calon suami dan 

pihak kelarga calon istri untuk me- 

ngadakan perkawinan. Sedangkan, 

terhadap persetujuan ini dicapai oleh 

kedua pihak setelah dahulu ada suatu 

lamaran, yaitu suatu permintaan atau 

pertimbangan yang  dikemukakan 

oleh pihak laki-laki kepada pihak 

perempuan. Pada umumnya lamaran 

demikian tersebut dilakukan oleh 

seorang utusan yang mewakili kelu-

arga pihak laki-laki yaitu anggota 

keluarga yang dekat serta sudah 

berumur. Apabila pertemuan pertama 

ini berjalan lancar artinya dicapai 

kesepakatan yang dimaksudkan 

maka biasanya diadakan pertuna- 

ngan lebih dahulu sebelum perka- 

winan dilangsungkan (Wignyodi-

puro, 1988).

Menurut hukum adat pertunangan 

baru mengikat apabila dari pihak 

laki-laki sudah memberikan kepada 

pihak perempuan suatu tanda pe- 

ngikat (penyancang yang kelihatan 

yaitu “panjer” atau “peningset”) 

istilah di Jawa.

Adapun tanda pengikat tersebut 

adalah dengan diberikan secara 

timbal balik “pertukaran cincin” 

sebagai saat dimulainya secara resmi 

fase pertunangan. Hal ini sesuai 

dengan sifat dari hukum adat secara 

umum yaitu bahwa mentalitas yang 

menjiwai hukum adat adalah  sifat 

kongkrit, maksudnya tiap-tiap per- 

buatan atau keinginan atas hubu- 

ngan-hubungan tertentu dinyatakan 

dengan benda-benda berwujud. 

Tentu saja hal tersebut disamping 

sifat religio magis, komersial dan 

kontan. (Saragih, 1984).

Adapun akibat dari pertunangan  

ini adalah bahwa kedua belah pihak 

telah terikat untuk melakukan 

perkawinan. Tapi ikatan itu tidak 

berarti bahwa kedua pihak tidak 

boleh tidak, harus melakukan 

perkawinan. Dengan kata lain 

pertunangan yang dilakukan itu 

masih mungkin dibatalkan dalam 

hal-hal sebagai berikut :1) apabila 

pembatalan itu memang  menjadi 

kehendak kedua pihak setelah 

pertunangan berjalan beberapa wak- 

tu  lamanya; 2) apabila salah satu 

pihak tidak memenuhi janjinya sean-

dainya yang  menerima tanda jadi 

ingkar janji maka harus mengemba-

likan sejumlah atau berlipat dari 

yang diterimanya. Sedangkan apabi-

la yang tidak memenuhi janji pem-

beri maka tidak ada kewajiban untuk 

memberikan pemberian. 

Perkawinan menurut Hukum 
Adat

Sahnya perkawinan menurut 

hukum adat bagi masyarakat hukum 

adat di Indonesia pada umumnya 

bagi penganut agama tergantung 

pada agama yang dianut masyarakat 

adat bersangkutan. Maksudnya jika 

telah dilaksanakan menurut tata- 

tertib hukum agamanya, maka 

perkawinan itu sudah sah menurut 

hukum adat. Kecuali bagi mereka 

yang belum menganut agama yang 

diakui pemerintah, seperti halnya 

mereka yang masih menganut keper-

cayaan agama lama (kuno) seperti 

'sipelebegu' (pemuja roh) di kala- 

ngan orang Batak (perhatikan J.C. 

Vergouwen, 1986:81) atau agama 

Kaharingan di kalangan orang-orang 

Dayak Kalimantan Tengah dan lain- 

nya. maka perkawinan yang dilaku-

kan menurut tata tertib adat/agama 

mereka itu adalah sah menurut 

hukum adat setempat.

Hanya saja walaupun sudah sah 

menurut agama kepercayaan yang 

dianut masyarakat adat belum tentu 

sah menjadi warga adat dari ma- 

syarakat adat bersangkutan. Pada 

masyarakat Lampung beradat pepa-

dun, walaupun perkawinan suami 

isteri itu sudah sah dilaksanakan 

menurut Hukum Islam, apabila 

kedua mempelai belum diresmikan 

masuk menjadi warga adat (kugruk 

adat) Lampung berarti mereka belum 

diakui sebagai warga kekerabatan 

adat.

Upacara meresmikan masuk men-

jadi warga adat ini merupakan 

upacara perkawinan adat. di kala- 

ngan orang Lampung Tulang bawang 

upacara perkawinan adat ini dilak-

sanakan dengan acara 'mosok majew' 

(menyuap mempelai) dengan sila', 

yaitu kedua mempelai didudukkan di 

atas kasur pengawinan, biasanya di 

hadapan puwade tahta mempelai) 

menghadapi sepiring besar nasi 

dengan lauk pauk daging, hati 

kcrbau, ayam panggang dan lainnya, 

air minum segelas untuk mereka 

minum. Kedua mempelai duduk 

bersanding di pertemukan lututnya 

(tindih sila) disaksikan para pemuka 

adat, terutama kaum ibu dari kerabat 

kedua pihak yang mengikat tali 

perkawinan. (Hadikusumo, 1990).

 Menurut Hukum Kristen/Katolik 

Perkawinan itu sah apabila syarat- 

syarat yang telah ditentukan di- 

penuhi dan perkawinannya dilak-

sanakan di hadapan Pastur yang 

dihadiri oleh dua orang saksi. Saat 

sahnya perkawinan itu ialah pada 

saat perkawinan itu diteguhkan oleh 

Imam/Pastur dengan mengucapkan 

janji bersatu. Untuk dapat disahkan 

perkawinan itu maka kedua mempe-

lai harus sudah dibaptis (Kan. 

1055:2), ada kesepakatan antara 

kedua mempelai (Kan. 1057:2), tidak 

ada kekeliruan tentang diri orangnya 

(Kan. 1097:1), tidak ada paksaan 

(Kan. 1103), telah berumur 16 (enam 

belas) tahun bagi pria dan telah beru-

mur 14 (empat belas) tahun bagi 

wanita (Kan.1083:1), salah satu atau 

kedua calon suami isteri itu tidak 

terikat perkawinan sebelumnya 

(Kan. 1086: 1). Perkawinan dilaku-

kan di hadapan Pastur dan disaksikan 

oleh dua orang saksi (Kan.1108:1). 

(Perhatikan juga Sukiran, 1987: 

40-41.)

Di dalam agama Katolik perjan- 

jian perkawinan yang penting adalah 

di mana pria dan wanita yang 

melakukan perkawinan berjanji akan 

membentuk kebersamaan seluruh 

hidup (consorsiir totius vitae) di 

antara mereka menurut sifat kodrat- 

nya terasa pada kesejahteraan suami 

isteri serta pada kelahiran dan pendi-

dikan anak (Kanon 1055: 1). Teruta-

ma dalam perkawinan campur, di 

mana salah satu mempelai tidak 

dibaptis agar yang menganut agama 

Katolik berjanji menjauhi bahaya 

meninggalkan iman dan akan berusa-

ha sekuatnya mendidik anak dalam 

Katolik.

Di dalam agama Kristen, faham 

tentang perkawinan dari abad ke 

abad mengalami perkembangan dan 

perubahan yang  mendalam dan 

sampai sekarang juga tidak sepenuh- 

nya sama di dalam berbagai gereja 

(Prawirohamidjojo, 1996). Hal yang  

menjadi prinsip terhadap perkawinan 

menurut agama Kristen adalah 

sebagai persekutuan hidup pria dan 

wanita yang monogam yang diarah-

kan ke arah reproduksi sebagai tata 

ciptaan Tuhan yang disucikan oleh 

Kristus yang memperoleh arti kea- 

gamaan khusus. Oleh karena dalam 

agama Kristen, perkawinan selalu 

dipandang sebagai tata dari Tuhan 

sejak permulaan adanya manusia 

(Gen 1:27, Matt, 19:4-6).

Di dalam agama Hindu hukum 

yang mengatur khusus tentang 

perjanjian perkawinan tidak ada, 

tetapi yang jelas apabila ada perjan- 

jian yang dibuat bertentangan 

dengan larangan dalam agama 

.Hindu maka perjanjian itu tidak sah. 

Misalnya di dalam kawinan campu-

ran antara agama yang berbeda 

dijanjikan setelah perkawinan dalam 

upacara agama  Hindu akan dilaku-

kan  lagi perkawinan dalam upacara 

agama lain, perjanjian serupa ini 

tidak sah, seperti dikatakan G. Pudja 

Bagi pengesahan suatu perkawinan 

menurut hukum Hindu tidak ada 

suatu escape clause yang  dimung- 

kinkan bagi Brahmana untuk 

melakukan pengesahan upacara 

perkawinan ,yang dilakukan kalau 

antara kedua mempelai itu terdapat 

perbedaan agama (G. Pudja, 1975: 

24).

Begitu pula dalam agama Buddha 

Indonesia menurut hukum perka- 

winannya (HPAB) yang telah disah-

kan pada tanggal 1 Juni. 1977 dan 

terdiri dari XIV Bab dan 62 pasal itu 

ada khusus tentang perjanjian dalam 

ikatan perkawinan, hal mana berarti 

terserah kepada para pihak yang 

bersangkutan, asal  perjanjian yang 

dibuat itu tidak bertentangan dengan 

agama Buddha Indonesia, UU No. 1 

Tahun1974 dan kepentingan umum.

Perkawinan menurut UU No. 1 
Tahun 1974

Sebagai dasar dan tujuan perka- 

winan, UU memberikan batasan 

seperti yang tercantum dalam pasal 1 

UU No. 1/1974 yaitu perkawinan  

ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang berbahagia dan kekal berdasar-

kan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konsep Perkawinan Menurut 
Agama Kristen

Berdasarkan  konsep perkawinan 

menurut Agama Kristen, perkawinan 

itu ikatan suci yang berasal dari 

Tuhan, jadi bukan semata mata 

prilaku manusia, sehingga apa yang 

sudah disatukan oleh Tuhan tidak 

bisa dipisahkan oleh siapapun terma-

suk oleh manusia, kecuali maut.

Dalam Agama Kristen juga me- 

nganjurkan perkawinan dan mela-

rang umatnya berzina, seperti yang 

tertulis di dalam Keluaran Pasal 22 

ayat 16 :”Apabila seseorang  mem-

bujuk seorang perempuan anak 

perawan yang belum bertunangan 

dan tidur dengan dia maka haruslah 

dia mengambilnya sebagai istrinya 

dengan membayar mas kawin”. Ayat 

17nya mengemukakan ”Jika ayah 

perempuan sungguh sungguh meno-

lak memberikan kepadanya maka ia 

juga harus mengembalikan perak 

kepada- nya” (Suhariningsih, 2008).

Gambaran Umum Desa Sitiarjo

Berdasarkan pengamatan di 

lokasi penelitian dan wawancara 

dengan tokoh agama dan masyarakat 

diperoleh informasi sebagai berikut. 

Desa Sitiarjo merupakan salah satu 

desa dari 15 desa yang ada di Keca-

matan Sumber Manjing Kabupaten 

Malang. Selengkapnya, 14 desa yang 

lain adalah sebagai berikut :1) Desa 

Druju 2) Desa Sumber Manjing; 3) 

Desa Harjokuncaran/Telogorejo; 4) 

Desa Argo Tirto; 5) Desa Tambak 

Rejo ; 6) Desa Krdung Banteng ; 7) 

Desa Sidoasri; 8)Desa Tambak Asri; 

9) Desa Klepu; 10) Desa Tegal Rejo; 

11) Desa Sekar Banyu; 12) Desa 

Ringin Sari; 13) Desa Ringin 

Kembar; 14) Desa Sumber Agung 

Di Desa Sitiarjo sendiri terdiri 

dari dua dukuh yaitu :1) Dukuh 

Krajan ; 2) Dukuh Rowotratih. Dua 

dukuh tersebut terdiri dari 14 Rukun 

Warga (RW), dan dari 14 RW terse-

but terdapat 24 Rukun Tetangga 

(RT). Penduduk Desa Sitiarjo 

berjumlah ± 6.000 orang atau sekitar 

2.279 Kepala Keluarga. Dari seluruh 

penduduk Desa Sitiarjo, mayoritas 

yaitu 90 % beragama Nasrani, 

sementara sisanya 10 % beragama 

Islam. Biasanya yang beragama 

Islam adalah para pendatang bukan 

penduduk asli Desa Sitiarjo.

Jumlah penduduk yang  mayori-

tas beragama Nasrani ini dapat juga 

dilihat dari banyaknya bangunan 

gereja yang ada di  sebuah desa 

terpencil di puncak bukit dan tepi 

pantai itu. Ada lebih dari 5 gereja 

yang ada di desa itu, dan gereja yang 

tertua di desa tersebut sudah berusia 

lebih dari 2 abad (200 tahun). Hal itu 

menunjukkan bahwa memang sudah 

sangat lama penduduk Desa Sitiarjo 

memeluk agama Nasrani, yaitu sejak 

jaman penjajahan Belanda.

Lokasi desa yang berada di 

puncak bukit berkapur dan gersang 

itu dahulunya terkenal sebagai 

daerah minus, dimana penduduknya 

hidup sangat miskin. Tapi sekarang 

kondisinya sangat jauh berbeda, di 

desa yang sangat terpencil itu ternya-

ta bangunan rumahnya sangat bagus 

dan mewah. Hal itu disebabkan, 

sejak tahun 1980 an penduduk desa 

tersebut terutama yang perempuan, 

banyak yang menjadi pembantu 

rumah tangga di Hongkong. Oleh 

karena itu,  tidak mengherankan, jika 

di desa yang sangat jauh dari pusat 

kota itu ternyata juga ada Perusahaan 

Jasa Pengerah Tenaga Kerja Indone-

sia ke Luar Negeri.

Faktor Dominan Penyebab Terja- 
dinya Penyimpangan Karakteris-
tik Sosio Religius Hukum Adat 
Dalam Pelaksanaan Per- tunangan 
Relevansinya Dengan Agama 
Kristen di Desa Sitiarjo Keca-
matan Sumber Manjing  Kabupa- 
ten  Malang 

Dari hasil penelitian melalui 

pengamatan dan wawancara kepada 

tokoh agama dan masyarakat di 

lokasi penelitian dijumpai hal-hal 

yang sangat unik dan menarik, yang 

membedakan Desa Sitiarjo dengan 

desa yang lain.

Praktek Pelaksanaan Pertuna- 
ngan di Desa Sitiarjo 

Pertunangan merupakan suatu 

proses awal yang dilakukan oleh 

sebagian besar masyarakat atau 

kelompok masyarakat untuk menuju 

sebuah perkawinan. Begitu juga 

dengan masyarakat yang ada di Desa 

Sitiarjo, untuk menuju sebuah lem- 

baga perkawinan, mereka melakukan 

proses lamaran yang biasanya dari 

keluarga laki-laki kepada keluarga 

perempuan, di rumah keluarga 

perempuan. Setelah melalui proses  

lamaran, mereka akan mengumum-

kan pertunangan mereka di gereja 

dimana mereka menjadi jamaat, 

selama tiga minggu berturut-turut. 

Oleh karena itu, semua  jamaat selalu 

mengetahui kalau seseorang itu 

sedang bertunangan dengan orang 

lain.

Pada saat pertunangan itu,  pende-

ta akan memberikan nasehat kepada 

calon pengantin, bahwa meskipun 

mereka sudah bertunangan tetapi 

mereka belum boleh melakukan  

hubungan  intim selayaknya hubu- 

ngan suami istri. Nasehat juga diberi-

kan oleh orang  yang  menjadi saksi 

pertunangan mereka yang nantinya 

juga akan  menjadi saksi pada saat 

mereka menikah. Nasehatnya hampir 

sama dengan nasehat yang diberikan 

oleh pendeta.

Pada saat pertunangan biasanya 

ditentukan hari ”H” perkawinannya, 

atau istilah lokalnya disebut, ”teg- 

tegan hari/tanggal”, biasanya tiga 

bulan setelah tanggal pertunangan. 

Akan tetapi ada juga, tetapi jumlah- 

nya sedikit, yang pada saat pertuna- 

ngan belum ditentukan tanggal 

perkawinannya dengan pasti. Hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh 

Modin Hari berikut ini, ”menawi 

tunangan biasanipun sebagian besar 

sampun teg tegan dinten, nggih 

wonten sing dereng tapi jumlah 

nipun kedik”

Jika tanggal perkawinannya su- 

dah ditentukan pada saat pertuna-  

ngan di gereja, 90 % pasangan calon 

pengantin ini sudah tinggal serumah, 

biasanya di rumah pihak perempuan, 

meskipun ada juga  yang tinggal di 

rumah pihak laki-laki. Menanggapi 

pasangan yang belum menikah tapi 

tinggal serumah ini penduduk sekitar 

dan tokoh masyarakat setempat me- 

nganggap itu sudah biasa, tidak ada 

masalah karena mereka sudah 

bertunangan. Hal ini berdasarkan 

hasil wawancara dengan Modin Hari 

yang dalam bahasa aslinya sebagai 

berikut : ”Menawi sampun teg tegan 

dinten pas tunangan wonten gerejo, 

90 % calon manten meniko sampun 

tinggal bareng biasanipun  wonten 

daleme ingkang estri, mersani kados 

mekaten tokoh masyarakat lan ma- 

syarakat biasa mawon, amargi 

sampun tunangan”.

Akibat perilaku calon pengantin 

dan tanggapan masyarakat seperti itu 

tidak jarang pada saat mereka 

menikah banyak yang sudah hamil. 

Meskipun tidak hamil, dipastikan 

bahwa 90 % pasangan yang sudah 

bertunangan dan tinggal satu rumah 

sudah  melakukan hubungan seksual. 

Hal ini berdasarkan hasil wawancara 

dengan Pak Hari, modin yang ada di 

desa tersebut. Pak Hari mengetahui 

dengan pasti, karena pada saat 

mereka mengurus surat pernikahan 

untuk menikah di gereja, mereka 

harus mendaftar melalui Pak Modin 

Hari. Setiap ada calon pengantin 

yang  mendaftar, pak modin selalu 

menanyakan apakah mereka sudah 

melakukan hubungan seksual atau 

belum. Yang mencengangkan, 90 % 

dari mereka mengaku telah melaku-

kan hubungan seksual dengan 

pasangannya. Pertanyaan ini diaju-

kan oleh Pak modin, karena jika 

pihak perempuannya sedang hamil, 

maka sebelum proses pernikahan 

dilakukan, mereka harus melakukan 

pertaubatan di gereja yang di- 

saksikan oleh semua jamaat. Seperti 

duangkapkan dalam bahasa aslinya, 

”nggih  terus terang kula  tangleti, 

kedah jujur kalian kulo, amargi 

menawi ingkang estri sampun  

mbobot nggih kedah nglampahi 

pertobatan rumiyin sakdereangipun 

nikah”.

Akan tetapi, meskipun mereka 

telah  melakukan hubungan seksual 

sebelum menikah tetapi jika pihak 

perempuannya tidak hamil, mereka 

tidak perlu melakukan pertaubatan. 

Dan, menurut Pak modin, anak muda 

sekarang sudah sangat pandai se- 

hingga meskipun hampir seluruh 

pasangan sudah melakukan hubu- 

ngan seksual sebelum menikah, 

pihak perempuannya hanya sedikit 

yang hamil, sekitar 1-5 kasus perta-

hun, padahal angka perkawinan 

sangat tinggi, yaitu bisa sampai 5 

pasangan setiap hari yang  mendaftar 

ke pak  modin untuk menikah, hal ini 

dikarenakan mereka sudah menggu-

nakan alat kontrasepsi sebelum 

menikah. Hal ini seperti diuangkap-

kan Pak Modin Hari berikut ini, 

”lare sakniki lak pun pinter pinter a 

bu, dibanding lare jaman singen, lek 

singen kathah ingkang mbobot, 

menawi sak meniko namun kedik 

amargi KB meniko”

Proses Perkawinan di Desa Sitiar-
jo

Bagi pasangan yang akan 

melangsungkan perkawinan di desa 

Sitiarjo, mereka harus mendaftar 

melalui pak modin. Di desa tersebut 

Pak modin ada dua, yang satu khusus 

untuk umat Nasrani, yaitu Pak Hari, 

dan yang beragama Islam ke pak 

modin Islam, yaitu Pak Wahyudi. 

Sesuai dengan fokus peneitian ini, 

maka perkawinan umat Islam tidak 

diteliti lebih jauh, karena fokus pene-

litian ini berkaitan dengan penyim-

pangan karakteristik sosio religius 

hukum adat dalam pelaksanaan 

pertunangan relevansinya dengan 

agama kristen di Desa Sitiarjo Keca-

matan Sumber Manjing  Kabupaten  

Malang . Pada saat mendaftar ke Pak 

modin untuk menikah di gereja, 

pasangan calon pengantin harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut : 1) Foto copy Akte Kelahiran 

masing-masing 1 lembar (bagi yang 

punya, bagi yang tidak foto copy 

surat nikah orang tua ditambah Surat 

kelahiran Desa); 2) Foto copy Kartu 

Keluarga; 3) Foto copy  KTP calon 

pengantin  masing-masing 2 lembar; 

4) Foto copy KTP saksi masing- 

masing; 5) Foto copy Bukbaktis ma- 

sing-masing; 6) Kartu TT dari bidan, 

yang pertama dan kedua; 7) Pas foto 

berjajar ukuran 4 x 6 seba- nyak 8 

lembar.

Pada saat  mendaftar itulah pak 

modin akan menanyakan apakah 

mereka sudah melakukan hubungan 

suami istri atau belum. Pertanyaan 

ini diajukan oleh pak modin karena 

jika mereka sudah melakukan  

hubungan suami istri dan pihak 

perempuannya sudah hamil, maka 

sebelum proses pemberkatan per- 

kawinan,  mereka harus melakukan 

upacara pertobatan. Upacara perto-

batan yang lebih dulu harus dilaku-

kan ini jika pernikahan itu dilakukan 

di Gereja Kristen Jawi Wetan 

(GKJW). Sementara jika pernikahan 

dilakukan di gereja lain, tidak perlu 

dilakukan upacara pertobatan, 

meskipun calon pengantin perem-

puannya telah hamil lebih dulu. Dari 

hasil penelitian diketahui bahwa, di 

Desa Sitiarjo terdapat beberapa 

aliran dalam Nasrani, yaitu : GKJW, 

Tabatnakel, Pantekosta dan Bethel.

Dari ke empat aliran itu hanya 

Gereja Kristen Jawi Wetan yang 

mewajibkan upacara pertobatan bagi 

pasangan yang sudah hamil sebelum 

menikah, karena hanya GKJW yang 

mempunyai ”Toto Pranoto” acara 

pernikahan. Upacara  pertobatan itu 

dilakukan dengan cara, kedua calon 

pengantin sebelum upacara pernika-

han, dengan mengenakan busana 

pengantin, membacakan penyesalan- 

nya karena telah melakukan perbua-

tan dosa, yaitu melakukan hubungan 

suami istri sebelum menikah. Isi dari 

kata-kata penyesalannya itu sudah 

ada formnya yang ditetapkan oleh 

gereja, tetapi biasanya ditambahi 

oleh calon pengantin sesuai dengan 

rasa penyesalannya. Pembacaan 

pertobatan itu dilakukan di gereja di 

hadapan semua jemaat. Rasa penye-

salan yang  dibacakan  itu biasanya 

akan  membuat haru jemaat yang 

hadir, sehingga mereka sering kali 

menangis ketika ada yang memba-

cakan pertobatan.

Setelah pembacaan pertobatan 

tersebut, baru dapat dimulai acara 

pemberkatan perkawinannya. Per- 

kawinan itu harus disaksikan oleh 

dua orang saksi. Saksi ini merupakan 

orang yang dituakan di wilayahnya 

karena mereka juga yang akan mem-

berikan nasehat ketika rumah tangga 

mreka nanti dalam masalah. Syarat 

untuk menjadi saksi adalah tidak ada 

hubungan saudara dengan pengantin. 

Berbeda dengan perkawinan umat 

Islam, perkawinan di gereja tidak 

memerlukan  wali atau orang tua dari 

pengantin. Jadi bisa saja terjadi 

penikahan yang tidak disetujui/ 

direstui atau tidak dihadiri orang 

tuanya bisa terlaksana di gereja. 

Orang yang biasa menjadi saksi 

pernikahan adalah sebagai berikut : 

1) Pak Nyoto Aji (Tokoh Masyarakat 

Setempat); 2) Pak Suraji (Tokoh 

Masyarakat Setempat); 3) Pak Modin 

itu sendiri.  

Setelah itu, pengantin akan  men- 

dapatkan Surat Pemberkatan Nikah 

dari gereja. Perkawinan tidak lang- 

sung dicatatkan ke Kantor Catatan 

Sipil, tapi biasanya dilakukan sebu-

lan sekali oleh pendeta, jadi tidak 

dilakukan oleh pengantin itu sendiri. 

Pengantin itu diwajibkan membayar 

sejumlah Rp. 300.000,- (yang 

menurut sebagian masyarakat biaya 

tersebut terlalu mahal ) kemudian 

berkasnya diserahkan kepada pende-

ta untuk dicatatkan di Kantor Catatan 

Sipil. Oleh karena sistem pencatatan 

yang seperti ini, maka pernah terjadi 

selama bertahun- tahun pencatatan  

itu tidak dilakukan oleh pendetanya, 

sehingga banyak pasangan yang 

sudah  menikah di gereja di Desa 

Sitiarjo, tetapi tidak punya akta 

nikah, sehingga di Desa Sitiarjo 

seringkali dilakukan pemutihan akta 

nikah, dengan biaya yang sangat 

murah yaitu Rp. 25.000,-, termasuk 

Pak Modinnya sendiri juga baru 

mempunyai akta nikah setelah anak 

mereka lahir, sehingga anaknya 

tercatat sebagai anak luar kawin. 

Akhirnya pendeta tersebut dipecat, 

karena disamping menggelapkan  

uang pencatatan perkawinan juga 

melakukan tindak perselingkuhan.

Faktor Dominan Penyebab Terja- 
dinya Penyimpangan Dalam 
Pertunangan 

Dari uraian terdahulu dapat 

disimpulkan bahwa di Desa Sitiarjo 

telah terjadi penyimpangan karakte- 

ristik sosio religius hukum adat 

dalam pelaksanaan pertunangan  

relevansinya dengan agama kristen. 

Penyimpangan-penyimpangan itu 

dapat ditelaah dari analisa berikut 

ini.

Menurut hukum adat pertunangan 

baru mengikat apabila dari pihak 

laki-laki sudah memberikan kepada 

pihak perempuan suatu tanda 

pengikat (penyancang yang kelihatan 

yaitu “panjer” atau “peningset”) 

istilah di jawa (Djojodigoeno, tanpa 

tahun, 54). Adapun tanda pengikat 

tersebut adalah dengan diberikan 

secara timbal balik “pertukaran 

cincin” sebagai saat dimulainya 

secara resmi fase pertunangan. Hal 

ini sesuai dengan sifat dari hukum 

adat secara umum yaitu bahwa men-

talitas yang menjiwai hukum adat 

adalah : sifat kongkrit, maksudnya 

tiap-tiap perbuatan atau keinginan 

atas hubungan-hubungan tertentu 

dinyatakan dengan benda-benda 

berwujud. Tentu saja hal tersebut 

disamping sifat religius magis, 

komersial dan kontan. (Djaren 

Saragih, 1984, 19)

Sampai pada fase ini, di Desa 

Sitiarjo belum terjadi penyimpangan  

karena setiap proses pertunangan di 

desa tersebut diawali dengan proses 

lamaran dari keluarga laki- laki 

kepada keluarga perempuan, dengan 

memberikan peningset. Kemudian 

dilanjutkan proses pertunangan 

dengan ”tukar cincin” di gereja.

Secara umum, akibat dari per- 

tunangan adalah bahwa kedua belah 

pihak telah terikat untuk melakukan 

perkawinan. Tapi ikatan itu tidak 

berarti bahwa kedua pihak tidak 

boleh tidak, harus melakukan 

perkawinan. Dengan kata lain, 

pertunangan yang dilakukan itu 

masih mungkin dibatalkan dalam 

hal-hal: 1) Apabila pembatalan itu 

memang menjadi kehendak kedua 

pihak setelah pertunangan berjalan 

beberapa waktu lamanya; 2) Apabila 

salah satu pihak tidak memenuhi 

janjinya,  seandainya yang menerima 

tanda jadi ingkar janji maka harus 

mengembalikan sejumlah atau berli-

pat dari yang diterimanya. Sedang-

kan apabila yang tidak memenuhi 

janji adalah pihak pemberi maka 

tidak ada hak untuk meminta kemba-

li barang pemberiannya. 

Mulai dari fase ini sudah ada 

sedikit penyimpangan di Desa Sitiar-

jo, yaitu setiap pasangan yang sudah 

bertunangan, ”sudah pasti jadi” arti- 

nya tidak boleh tidak harus  

melangsungkan perkawinan (wa- 

wancara dengan responden). Hal ini 

tentu saja berbeda dengan pertuna- 

ngan secara umum menurut hukum 

adat yang masih memungkinkan 

adanya pembatalan pada masa 

pertunangan dari kedua belah pihak, 

atau dari salah satu pihak, dengan 

akibat hukumnya masing-masing. 

Faktor ini merupakan salah satu 

faktor penyebab pasangan yang 

sudah bertunangan tapi belum 

menikah berani tinggal serumah dan 

masyarakat sekitar melihat itu 

sebagai hal yang lumrah. 

Di samping itu, pertunangan 

dilakukan di gereja, disaksikan oleh 

seluruh jemaat, dan diumumkan 

selama tiga minggu berturut-turut. 

Bagi masyarakat Desa Sitiarjo, ini 

merupakan legitimasi bahwa semua 

pihak, baik itu pihak keluarga, pihak 

gereja, dan masyarakat sudah me- 

ngetahui bahwa mereka bertunangan 

dan sudah pasti menikah, sehingga 

bagi mereka dan masyarakat yang 

ada di sana tidak mempermasalahkan  

jika mereka tinggal dalam satu  

rumah meskipun mereka belum 

menikah. Hal ini juga dapat merupa-

kan faktor yang cukup berpengaruh 

yang menyebabkan terjadinya pe- 

nyimpangan karakteristik sosio 

religius dari pertunangan menurut 

hukum adat di Desa Sitiarjo.  

Sahnya perkawinan menurut 

hukum adat bagi masyarakat hukum 

adat di Indonesia pada umumnya 

bagi penganut agama tergantung 

pada agama yang dianut masyarakat 

adat bersangkutan. Maksudnya jika 

telah dilaksanakan menurut tata-ter- 

tib hukum agamanya, maka perka- 

winan itu sudah sah menurut hukum 

adat. Kecuali bagi mereka yang 

belum menganut agama yang diakui 

pemerintah, seperti halnya mereka 

yang masih menganut kepercayaan 

agama lama (kuno) seperti 'sipelebe-

gu' (pemuja roh) di kalangan orang 

Batak (perhatikan J.C. Vergouwen, 

1986:81) atau agama Kaharingan di 

kalangan orang-orang Dayak Kali-

mantan Tengah (Koentjaraningrat/J. 

Danandjaja, 1983:137) dan lainnya. 

maka perkawinan yang dilakukan 

menurut tata tertib adat/agama 

mereka itu adalah sah menurut 

hukum adat setempat.

Menurut Hukum Kristen/Katolik 

Perkawinan itu sah apabila syarat- 

syarat yang telah ditentukan dipenuhi 

dan perkawinannya dilaksanakan di 

hadapan Pastur yang dihadiri oleh 

dua orang saksi. Saat sahnya perka- 

winan itu ialah pada saat perkawinan 

itu diteguhkan oleh Imam/Pastur 

dengan mengucapkan janji bersatu. 

Untuk dapat disahkan perkawinan itu 

maka kedua mempelai harus sudah 

dibaptis (Kan.1055:2), ada kesepaka-

tan antara kedua mempelai (Kan. 

1057:2), tidak ada kekeliruan tentang 

diri orangnya (Kan.1097:1), tidak 

ada paksaan (Kan.1103), telah beru-

mur 16 (enam belas) tahun bagi pria 

dan telah berumur 14 (empat belas) 

tahun bagi wanita (Kan. 1083:1), 

salah satu atau kedua calon suami 

isteri itu tidak terikat perkawinan 

sebelumnya (Kan.1086: 1). Perka- 

winan dilakukan di hadapan Pastur 

dan disaksikan oleh dua orang saksi 

(Kan.1108:1). (Perhatikan juga 

Sukiran, 1987: 40-41.)

Dari sini kita juga dapat melihat 

adanya penyimpangan yang terjadi di 

Desa Sitiarjo, secara umum menurut 

Hukum Adat perkawinan adalah sah 

jika dilakukan secara sah menurut 

hukum agamanya masing-masing, 

dalam hal ini adalah Hukum Agama 

Nasrani. Menurut agama Nasrani 

perkawinan itu mulai sah pada saat 

perkawinan itu diteguhkan oleh 

Imam/Pastur dengan  mengucapkan 

janji bersatu, jadi pada saat pertuna- 

ngan belum sah terjadinya perka- 

winan. Hal ini dapat dibuktikan 

bahwa pada saat pertunangan, pende-

ta dan saksi memberikan nasehat 

kepada calon pengantin, bahwa 

meskipun  mereka sudah bertunan-

gan tapi mereka belum sah sebagai 

suami istri, sehingga belum boleh 

melakukan hubungan layaknya 

hubungan suami istri. Dibuktikan 

juga bahwa bagi pasangan tunangan 

yang sudah hamil lebih dahulu harus 

melakukan prosesi pertobatan sebe-

lum pemberkatan perkawinan.

Akan tetapi ada satu hal yang 

sangat menarik di Desa Sitiarjo, bagi 

pasangan tunangan yang telah 

melakukan hubungan suami istri tapi 

calon pengantin prempuannya tidak 

hamil, tidak perlu melakukan upaca-

ra pertobatan, meskipun modinnya 

mengetahui bahwa pasangan itu telah 

melakukan hubungan suami istri 

sebelum menikah. Dari hal ini kita 

juga dapat melihat adanya penyim-

pangan, bahwa bagi pasangan tuna- 

ngan yang  melakukan hubungan 

suami istri sebelum menikah, tapi 

perempuannya tidak hamil ”diang-

gap tidak berdosa”, sehingga tidak 

perlu melakukan upacara pertobatan 

sebagaimana pasangan tunangan 

yang hamil  lebih dulu. Ini juga mer-

upakan faktor yang menyebabkan 

terjadinya penyimpangan  karakteris-

tik sosio religius hukum adat dalam 

pelaksanaan pertunangan  di Desa 

Sitiarjo.

Di samping itu, jika melihat 

banyaknya bangunan gereja tua di 

Desa Sitiarjo, menunjukkan bahwa 

sejak jaman dahulu masyarakat Desa 

Sitiarjo sudah akrab dengan budaya 

barat yang dibawa oleh Belanda. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa 

Belanda datang ke Indonesia tidak 

hanya menyebarkan agamanya tetapi 

membawa serta budayanya, yang 

salah satunya adalah budaya per- 

gaulan muda mudi yang  lebih bebas 

dari budaya asli bangsa Indonesia. 

Oleh karena itu, tidak mengherankan 

jika budaya bebas tersebut akhirnya 

menular kepada muda-mudi yang 

ada di Desa Sitiarjo pada saat itu 

yang akhirnya berkembang sampai 

sekarang. Hal ini juga dapat menjadi 

faktor penyebab mengapa terjadi 

penyimpangan dalam pertunangan di 

Desa Sitiarjo.  

Dari uraian di atas kita dapat 

melihat ada empat faktor yang 

menyebabkan terjadinya penyimpa- 

ngan karakteristik sosio religius 

hukum adat dalam pelaksanaan 

pertunangan di Desa Sitiarjo, yaitu: 

1) Faktor  pandangan masyarakat 

yang melihat bahwa pasangan yang 

bertunangan itu pasti jadi menikah, 

tidak boleh tidak; 2) Faktor panda- 

ngan masyarakat yang mengasum-

sikan bahwa karena pertunangan itu 

dilangsungkan di Gereja, disaksikan 

oleh masyarakat banyak (para 

jemaat), dan diumumkan tiga ming- 

gu berturut turut, maka sah-sah saja 

jika pasangan yang sudah bertuna- 

ngan tapi belum menikah, tinggal 

serumah; 3) Faktor diskriminasi 

dalam pertobatan, pertobatan hanya 

harus dilakukan oleh pasangan yang 

terlanjur hamil lebih dulu, tapi bagi 

pasangan yang  jelas-jelas mengaku 

kepada modinnya bahwa mereka 

telah melakukan hubungan suami 

istri tapi perempuannya tidak hamil, 

tidak perlu melakukan pertobatan. 

Hal ini dapat diartikan bahwa 

melakukan hubungan seksual sebe-

lum menikah ”asal tidak hamil, tidak 

berdosa”, sehingga tidak perlu mela- 

kukan pertobatan.; 4)  Faktor budaya 

pergaulan bebas yang diwariskan 

oleh penjajah Belanda kepada ma- 

syarakat asli Desa Sitiarjo.

Dari ketiga faktor itu, faktor yang 

paling dominan dalam menyebabkan 

terjadinya penyimpangan karakteris-

tik sosio religius hukum adat dalam 

pelaksanaan pertunangan di Desa 

Sitiarjo adalah faktor yang ketiga, 

karena faktor ini tidak berasal dari 

masyarakat, tapi berasal dari pemuka 

agama, yang sebenarnya mempunyai 

pengaruh yang sangat besar terhadap 

perilaku masyarakat yang ada di 

Desa Sitiarjo.  Sementara dua faktor 

yang  lain, karena keduanya berasal 

dari pandangan masyarakat, yang  

tentunya akan mudah berubah sesuai 

dengan perubahan masyarakat itu 

sendiri, sehingga meskipun  punya 

andil dalam penyimpangan karakte- 

ristik, tetapi pengaruhnya tidak sebe-

sar pengaruh faktor yang ketiga.

Upaya Yang Telah dan Akan 
Dilakukan oleh Pemuka Agama  
Kristen dan Pemangku Kepenti- 
ngan untuk Mengurangi Angka 
Kehamilan Sebelum Perkawinan

 

Menghadapi permasalahan yang 

terjadi di Desa Sitiarjo berkaitan 

dengan banyaknya angka kehamilan 

sebelum perkawinan, telah dilakukan 

upaya oleh pemuka agama Kristen 

dan pemangku kepentingan yang 

lain, upaya upaya tersebut antara 

lain:

1. Pemberian nasehat oleh pendeta 

kepada pasangan tunangan agar 

tidak melakukan hubungan suami 

istri sebelum menikah.

2. Pemberian nasehat oleh saksi 

pertunangan  kepada pasangan 

tunangan agar tidak melakukan 

hubungan suami  istri sebelum 

menikah.

3. Pemberian pertanyaan oleh modin 

kepada pasangan yang akan 

menikah tentang apakah mereka 

sudah melakukan hubungan 

suami istri sebelum menikah atau 

tidak.

4. Pengharusan melakukan upacara 

pertobatan bagi pasangan yang 

hamil lebih dahulu sebelum pem-

berkatan pernikahan.

5. Menurut masyarakat, pihak gereja 

juga pernah mengadakan sema-

cam sayembara bahwa bagi 

pasangan yang pada saat melang- 

sungkan pernikahan belum hamil 

akan mendapat hadiah dari gereja.

Justru upaya yang belum tampak 

adalah upaya dari Kepala Desanya 

sendiri, karena ternyata pada saat 

penelitian ini dilaksanakan, di Desa 

Sitiarjo sedang tidak mempunyai 

kepala desa, karena kepala desanya 

baru saja dicopot/dilengserkan oleh 

masyarakat, karena tertangkap basah 

sedang berselingkuh dengan banyak 

perempuan di desa tersebut.  Seba- 

gaimana kita ketahui bahwa dalam 

penegakan hukum kita mengenal ada 

tiga komponen di sana ,  yaitu, 

substansi, struktur / aparat dan kultur.  

Kepala desa yang seharusnya menja-

di aparat yang menegakkan hukum di 

wilayahnya ternyata  memberikan 

contoh yang tidak baik, sehingga 

tidak mungkin dapat menegakkan 

hukum di desanya.

Pemuka agama kristen akan terus 

melakukan upaya yang selama ini 

sudah dilakukan, akan tetapi dari 

kepala desa tidak dapat dimintai 

keterangan tentang upaya apa yang 

akan diperbuat terhadap warganya, 

karena ternyata kepala desanya juga 

terbukti melakukan perbuatan asusila 

terhadap warganya. Bisa jadi 

kelakuan kepala desa yang  gemar 

berselingkuh itu juga merupakan 

faktor penyebab terjadinya penyim-

pangan karakteristik sosio reigius 

hukum adat dalam hal pertunangan 

di Desa Sitiarjo, karena kepala 

desanya memberikan contoh yang  

tidak baik, sehingga tidak mungkin 

dia akan dianggap oleh warganya 

ketika dia memberikan nasehat 

kepada warganya. 

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pemba-

hasan dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut.

1. Faktor dominan yang menye-

babkan terjadinya penyimpa- 

ngan karakteristik sosio religi-

us hukum adat dalam pelaksa-

naan pertunangan di Desa 

Sitiarjo, relevansinya dengan 

agama Kristen adalah faktor 

diskriminasi dalam pertobatan, 

pertobatan hanya wajib dilaku-

kan oleh pasangan yeng terlan-

jur hamil lebih dulu, tapi bagi 

pasangan yang jelas-jelas 

mengaku kepada modinnya 

bahwa mereka telah melaku-

kan hubungan suami istri tapi 

perempuannya tidak hamil, 

tidak perlu melakukan perto-

batan. Hal ini dapat diartikan 

bahwa melakukan hubungan 

seksual sebelum menikah 

”asal tidak hamil, tidak berdo-

sa”, sehingga tidak perlu 

melakukan pertobatan.  

2. Upaya yang telah dilakukan 

oleh pemuka agama  kristen 

dan pemangku kepentingan 

untuk mengurangi angka 

kehamilan sebelum perka- 

winan adalah sebagai berikut :

1) Pemberian nasehat oleh pen- 

deta kepada pasangan tuna- 

ngan agar tidak melakukan 

hubungan suami istri sebelum 

menikah.

2) Pemberian nasehat oleh saksi 

pertunangan  kepada pasangan 

tunangan agar tidak melaku-

kan hubungan suami istri sebe-

lum menikah.

3) Pemberian pertanyaan oleh 

modin kepada pasangan yang 

akan menikah tentang apakah 

mereka sudah melakukan 

hubungan suami istri sebelum 

menikah atau tidak.

4) Pengharusan melakukan upa- 

cara pertobatan bagi pasangan 

yang hamil lebih dahulu sebe-

lum pemberkatan pernikahan.

5) Menurut masyarakat, pihak 

gereja juga pernah mengada-

kan semacam sayembara bah- 

wa bagi pasangan yang pada 

saat melangsungkan pernika- 

han belum hamil akan 

mendapat hadiah dari gereja.

Justru upaya yang belum tampak 

untuk mengurangi angka kehamilan 

sebelum menikah adalah upaya dari 

Kepala Desa Sitiarjo. Pemuka agama 

kristen akan terus melakukan upaya 

yang selama ini sudah dilakukan, 

akan tetapi dari kepala desa tidak 

dapat dimintai keterangan tentang 

upaya apa yang akan diperbuat terha-

dap warganya, karena ternyata 

kepala desanya juga terbukti  

melakukan perbuatan asusila terha-

dap warganya. 

Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas 

peneliti memberikan saran-saran 

sebagai berikut :

1. Bagi pemuka agama Kristen harus 

terus mendidik umatnya agar 

tidak melakukan hubungan suami 

istri sebelum menikah, dan mem-

berikan pemahaman  kepada umat 

nya bahwa meskipun pertuna- 

ngan mereka sudah dilakukan di 

gereja dan disaksikan banyak 

orang, belum berarti mereka 

sudah menikah dan boleh melaku-

kan hubungan suami istri. Dan 

yang lebih penting adalah tidak 

lagi melakukan diskriminasi da- 

lam ”pertobatan”, seharusnya 

pertobatan tidak hanya wajib 

dilakukan oleh pasangan yang 

sudah hamil sebelum menikah, 

tapi juga terhadap seiap pasangan 

yang belum menikah tapi sudah 

melakukan hubungan suami istri.

2. Bagi tokoh masyarakat, hendak- 

nya dapat memberikan teladan 

yang baik bagi warganya sehing-

ga dapat  memimpin warganya ke 

dalam kehidupan dan pergaulan 

yang lebih baik.
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Kecamatan Geger, Kabupaten 

Bangkalan, berkali-kali mendapat-

kan penghargaan nasional bidang 

lingkungan hidup. Penghargaan 

pertama kali berupa Kalpataru di 

tahun 1988 kemudian tahun 2004. 

Ada pula tokoh lingkungan yang 

mendapatkan Satya Lencana Pemba-

ngunan Lingkungan Hidup dari desa 

Kombangan, yakni  H. Gosali pada 

tahun 2009. Pada tahun 2010, 

Kelompok Tani Gunung Mereh men- 

dapatkan Ecolabel (Standarisasi 

Luasan Hutan Rakyat) dari Kemen- 

terian Negara Lingkungan Hidup. 

Ibarat penyempurna lingkungan, 

FMU “Gebang Lestari” mendapat-

kan sertifikasi UMHRL (Unit Mana-

jemen Hutan Rakyat Lestari) pada 20 

Juni 2010. 

Karakteristik sifat petani pada 

umumnya menunjukkan sedikit 

minat untuk memanen kayu dan 

hanya melakukannya jika menghada-

pi keadaan yang disebut filosofi 

“tebang butuh”. Mereka memper-

lakukan hutan sebagai asset jangka 

panjang layaknya rekening bank 

yang dapat sewaktu-waktu diuang-

kan. Hasil penelitian (dukungan 

REDD) menunjukkan bahwa kepen- 

tingan komersial saat ini menjadi 

pendorong utama petani untuk pena-

naman dan petani sangat memahami 

nilai sebenarnya hutan mereka, dan 

meyakini nilai tersebut meningkat 

dengan adanya sertifikasi hutan. 

Kemauan petani untuk berpartisipasi 

dalam penyiapan sertifikasi biasanya 

muncul ketika tim pendamping 

memfasilitasi pembenahan-pembe- 

nahan organisasi yang diusulkan. 

Semua wilayah memerlukan pe- 

ngembangan organisasi masyarakat 

secara khusus. Terdapat kebutuhan 

khusus membangun asosiasi petani 

yang lebih tinggi seperti koperasi, 

yang membutuhkan pengetahuan 

kewirausahaan juga dukungan dana 

eksternal. 

Permasalahan 

Kecamatan Geger terdiri dari 13 

(tiga belas) desa yaitu : desa Lerpak, 

Geger, Togubang, Batubella, Teber 

Priyah, Campor, Kompol, Komban-

gan, Dabung, Katol Barat, Ba- 

nyoneng Laok, dan desa Banyoneng 

Dajah. Dari tiga belas desa tersebut, 

kelompok tani yang relatif  maju 

terdapat di desa Geger, Kombangan, 

dan desa Togubang. Kelompok dari 3 

(tiga) desa tersebut tergabung dalam 

FMU “Gebang Lestari” yang dipu-

satkan di desa Kombangan di bawah 

arahan H. Gosali. Permasalahan 

klasik yang dihadapi kelompok tani 

yang berbasis pengelolaan hasil 

hutan yang berasal dari hutan rakyat 

pada umumnya, juga dialami oleh 

FMU “Gebang Lestari” yaitu: 1) 

Keterbatasan modal masyarakat 

dalam menyelenggarakan usaha 

hutan rakyat; 2) Luas pemilikan 

lahan yang relatif sempit dan terpen-

car sehingga menyulitkan pengelo-

laan dalam satu manajemen; 3) Pem-

biayaan berkelanjutan dan berorien-

tasi pada proyek; 4) Kualitas sumber 

daya manusia.

Masyarakat tani hutan yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan kelompok tani 

hutan yang sering mendapat peng-

hargaan dan sertifikasi. Namun, 

penghargaan tersebut hanyalah legi- 

timasi keberadaan mereka saja, 

tanpa diiringi dengan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan 

kesejahteraannya. Melihat perma- 

salahan di atas, prestasi yang dimili-

ki FMU “Gebang Lestari” serta 

semangat yang ada pada masyarakat 

secara lambat laun akan menghilang 

jika tidak ditindaklanjuti dengan 

upaya yang tepat dan strategis. 

Persoalan pelik yang mengha-

dang adalah pengusahaan hasil hutan 

yang sulit dilaksanakan. Koperasi  

masyarakat di desa Geger yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan koperasi yang 

sudah “mati suri”. Jenis tanaman 

hasil hutan non-kayu berupa tana-

man holtikultura seperti alpukat, 

mangga, papaya, rambutan, jeruk 

dan lain-lain. wilayah Kecamatan 

Geger relatif subur, sedangkan untuk 

hasil hutan kayu, khususnya kayu 

jati di Kecamatan Geger ini sulit 

diharapkan hasilnya, padahal kawa- 

san ini merupakan kawasan pe- 

nyangga yang harus dijaga kelestari-

an hutannya. Dengan kata lain perlu 

dilakukan rehabilitasi terhadap lahan 

di kawasan hutan tersebut, akan 

tetapi di sisi lain masyarakat terben-

tur masalah permodalan. Untuk 

mendapatkan permodalan diperlu-

kan adanya kerjasama dengan 

lembaga-lembaga terkait sebagai 

pembina dan penyandang dana. Hal 

ini tidak dapat dilakukan karena akta 

notaris pendirian koperasi yang 

menjadi salah satu persyaratan 

pengajuan proposal kerjasama be- 

lum mereka miliki.

Persoalan ketidakmampuan pe- 

ngurusan akta pendirian koperasi 

dan pembuatan proposal kerjasama 

ini menjadi kendala masyarakat 

sekitar hutan  untuk meningkatkan 

kesejahteraannya. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan pemberdayaan dan 

pengembangan kapasitas masyarakat 

sekitar hutan yang sangat relevan, 

yakni dari aspek institusi, seperti : 

administrasi dan manajemen kopera-

si, pengembangan organisasi, moni-

toring, penggunaan komputer, pe- 

ngembangan masyarakat seperti 

manajemen kelompok-kelompok pe- 

tani.

Undang-undang  Nomor  41 

Tahun 1999 yang telah diubah 

berdasarkan Undang-undang Nomor 

19 Tahun 2004 tentang Perpu  

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peru-

bahan  atas Undang-undang Nomor 

41 tahun 1991 tentang   Kehutanan 

Menjadi Undang-undang  (selanjut- 

nya UU Kehutanan), mengatur 

tentang rehabilitasi hutan. Pasal 43 

ayat (1) UU Kehutanan menentukan 

bahwa setiap orang yang  memiliki, 

mengelola, dan atau memanfaatkan 

hutan yang kritis atau tidak produk-

tif, wajib melaksanakan rehabilitasi 

hutan untuk tujuan perlindungan dan 

konservasi. Selanjutnya dalam ayat 

(2) ditegaskan bahwa dalam melak-

sanakan rehabilitasi setiap orang da- 

pat meminta pendampingan, pela- 

yanan, dan dukungan kepada lemba-

ga swadaya masyarakat, pihak lain 

atau pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan  Rencana Pengelolaan 

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, 

dalam Pasal 84 mengatur pember-

dayaan masyarakat dapat dilakukan 

melalui : (1) hutan desa; (2) hutan  

kemasyarakatan; (3) kemitraan. Se- 

dangkan kemitraan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 1977 tentang Kemitraan. 

Peraturan Pemerintah (PP) tersebut 

merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1995 tentang Usaha Kecil. Pada 

dasarnya, kemitraan merupakan 

kerja sama dan bukan merupakan 

bentuk usaha. Kemitraan adalah 

kerja sama antara usaha kecil dengan 

usaha menengah dan atau usaha 

besar dengan usaha besar dengan 

memperhatikan prinsip saling me- 

merlukan, saling memperkuat dan 

saling menguntungkan.

Dalam rangka berorientasi agar 

dapat diterapkan model kemitraan, 

maka koperasi yang sudah ”mati 

suri” harus ditingkatkan statusnya 

menjadi badan usaha dengan men- 

daftarkan ke Notaris. Dengan demi- 

kian dalam mengatasi permasalahan 

yang dihadapi mitra maka solusi 

yang ditawarkan adalah :

1. Sosialisas pentingnya koperasi 

dan pelatihan-pelatihan terkait 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan berupa pembukuan dan 

keuangan sederhana.

2. Pembentukan  koperasi dan men- 

daftarkan   ke kantor Notaris  se- 

hingga menjadi koperasi yang 

berbadan hukum;

3. Pembuatan proposal kegiatan 

dengan model  kemitraan ke  

BUMN atau pihak swasta.

Metode Pelaksanaan 

IbM ini menggunakan metode 

yang berjenis normatif-kualitatif, 

sehingga desain dan metodenya me- 

rupakan perpaduan antara metode 

pendekatan hukum (perundang- 

undangan) dan metode pendekatan 

sosiologis. Perspektif hukum nam- 

pak pada analisis terhadap berbagai 

peraturan perundangan-undangan 

bidang kehutanan khususnya tentang 

peran serta masyarakat sekitar hutan 

dalam pengelolaan, pemanfaatan, 

pengawasan sumber daya hutan, dan 

pelembagaannya. 

Dalam perspektif sosiologis maka 

analisis diarahkan pada hal-hal yang 

berkaitan dengan pembentukan 

mindset masyarakat sekitar hutan 

terhadap pendayagunaan hutan. 

Analisis akan difokuskan pada 

persepsi masyarakat tentang hutan, 

karakteristik masyarakat, dan apa 

yang ingin disuarakan, peran dan 

posisi yang jelas dari masyarakat 

berkaitan dengan pengelolaan, pe- 

manfaatan, dan pengawasan sumber 

daya hutan.

Metode yang digunakan dalam 

memperoleh data adalah dengan cara 

mengadakan Focus Group Discus-

sion (FGD), yakni dilakukan diskusi 

secara intensif dengan seluruh tokoh 

masyarakat dan anggota kelompok 

tani. Dalam mencari solusi peman-

faatan sumberdaya hutan digunakan  

model parsial. Model parsial adalah 

model diskusi di mana pemikiran, 

ide, atau kepentingan peserta FGD 

yang berbeda dieliminir hingga 

memiliki kesamaan pandangan. (Wa-

hyudi, 2006). Pemilihan model ini 

didasarkan atas alasan baik tokoh 

masyarakat maupun masyarakat 

kelompok tani pengguna sumber 

daya hutan agar tetap memiliki tang-

gung jawab sama dalam menjaga 

kelestarian sumber daya hutan.

Analisis normatif dilakukan de- 

ngan menganalisis bahan hukum 

primer dengan metode interpretasi 

teleologis  dan futuristik. Sedangkan 

pada analisis empiris akan  menggu-

nakan metode verstehen (pemaha-

man) dan diskusi. Data dan bahan 

hukumyang diperoleh akan dianalisis 

secara kualitatif.

Rangkaian pemikiran berikut di- 

ungkapkan sebagai disain penelitian 

yaitu disain untuk pelaksanaan 

pengelolaan hutan oleh kelompok 

tani Desa Geger Kecamatan Geger 

yang diharapkan dapat mensejahtera-

kan masyarakat sekitar hutan :

1. Memberi sosialisasi pada  masya- 

rakat dan mendiskusikan secara 

kritis tentang peran serta ma- 

syarakat dalam pengelolaan, pe- 

manfaatan dan pengawasan sum- 

ber daya hutan yang dijamin oleh 

UU Kehutanan;

2. Pemahaman perlunya aksi kolek-

tif bagi pemecahan masalah 

pemenuhan kebutuhan dalam hal 

pengelolaan, pemanfaatan, dan 

pengawasan sumber daya hutan 

dengan membentuk lembaga 

koperasi sebagai wadah kebersa-

maannya.

3. Dengan dilaksanakan aksi peman-

faatan dan pengelolaan hutan oleh 

kelompok tani secara bersama 

dalam wadah koperasi diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan 

para petani pada khususnya dan 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat sekitar hutan pada 

umumnya.   

Hasil dan Pembahasan
Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat sekitar hutan Keca-

matan geger Kabupaten Bangkalan 

layak untuk menjadi sasaran kegia-

tan pengabdian ini.Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberdayakan 

masyarakat sekitar hutan yang me- 

ngalami kesulitan dalam meningkat-

kan kemampuan mereka untuk 

meningkatkan permodalan dan kesu-

litan dalam memasarkan hasil-hasil 

pertanian mereka.

Pemberdayaan masyarakat sendi-

ri diartikan sebagai upaya untuk 

membantu masyarakat dalam me- 

ngembangkan kemampuan sendiri 

sehingga bebas dan mampu untuk 

mengatasi masalah dan mengambil 

keputusan secara pribadi. Dengan 

demikian pemberdayaan masyarakat 

ditujukan untuk mendorong tercip-

tanya kekuatan dan kemampuan 

lembaga masyarakat untuk secara 

mandiri mampu mengelola dirinya 

sendiri berdasarkan kebutuhan ma- 

syarakat itu sendiri, serta mampu 

mengatasi tantangan persoalan di 

masa yang akan datang.

Dasar pandangan strategi pem-

berdayaan masyarakat adalah bahwa 

upaya yang akan dilakukan harus 

diarahkan langsung pada akar perso-

alannya, yaitu meningkatkan ke- 

mampuan masyarakat. Bagian yang 

tertinggal dalam masyarakat harus 

ditingkatkan kemampuannya dengan 

mengembangkan dan mendinamim- 

sasikan potensinya, dengan kata lain 

memberdayakannya. (Ginanjar,  

1996).  Dalam konteks inilah maka 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan harus diberdayakan agar 

mereka dapat menjaga hutan seka-

ligus memanfaatkannya.Usaha pem-

berdayaan masyarakat harus diikuti 

dengan memperkuat potensi atau 

daya yang dimiliki masyarakat. 

Dalam kerangka ini dibutuhkan 

langkah-langkah yang lebih positif 

dan tidak hanya sekadar mencip-

takan iklim dan suasana. Pember-

dayaan bukan hanya meliputi 

penguatan individu anggota ma- 

syarakat, tetapi juga pranata-prana-

tanya, dalam hal ini pendirian kope- 

rasi merupakan alternatif yang tepat. 

Menanamkan nilai-nilai kerja keras, 

keterbukaan, hemat, kebertanggung-

jawaban adalah bagian pokok dari 

pemberdayaan.

Kegiatan yang telah dilakukan 

berupa pelatihan tentang koperasi 

dan pembukuan sederhana yang 

dapat diterima oleh masyarakat 

(warga) desa Geger Kecamatan 

Geger Kabupaten Bangkalan. Kegia-

tan yang sudah diterima oleh ma- 

syarakat diharapkan dapat mem-

bekali dalam mengelola koperasi 

sehingga dapat meningkatkan peng-

hasilan mereka. Pelatihan diseleng-

garakan dengan tujuan untuk 

menambah pengetahuan, keterampi-

lan dan kemampuan berusaha untuk 

dapat mengaktifkan usaha produktif 

dengan cara menngoptimalkan 

sumber daya yang ada. Dengan 

membuka lynk dengan Kelompok 

Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa 

Timur diharapkan dapat mendorong 

masyarakat menjadi produsen hasil- 

hasil perrtanian yang memiliki 

kepastian pasar.

Setelah selesai kegiatan pengab-

dian ini, diharapkan masyarakat 

sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan memiliki link 

atau jaringan yang dapat memasar-

kan hasil-hasil petanian mere-

ka.Oleh karena dalam kegiatan ini 

mencoba untuk membuka jaringan 

dengan Kelompok Tani Nelayan 

Andalan Jawa Timur. Dengan de- 

mikian diharapkan masyarakat dapat 

meningkatkan permodalan dan peng-

hasilan mereka. Di samping itu 

kegiatan ini berhasil membentuk 

koperasi bagi masyarakat sekitar 

hutan Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan.

Luaran dari kegiatan pengabdian 

ini adalah terbentuknya koperasi 

yang berbadan hukum.Untuk men- 

dapatkan permodalan diperlukan 

adanya kerjasama dengan lemba-

ga-lembaga terkait sebagai pembina 

dan penyandang dana. Hal ini tidak 

dapat dilakukan karena akta notaris 

pendirian koperasi yang menjadi 

salah satu persyaratan pengajuan 

proposal kerjasama belum mereka 

miliki. Di samping itu, terbentuknya 

koperasi diharapkan dapat merang-

sang nilai-nilai kerja keras, keterbu-

kaan, hemat, kebertanggungjawaban 

yang merupakan bagian pokok dari 

pemberdayaan masyarakat. (Karta-

sasmita, 1995)

Setelah dilakukan sosialisasi ten- 

tang pentingnya dan manfaat dari 

koperasi serta beberapa kali dilaku-

kan FGD,  maka hasil yang dicapai 

adalah :

1. Kesadaran masyarakat akan pent-

ingnya koperasi dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat.

 Dengan adanya kesadaran ma- 

syarakat tersebut diharapkan 

dapat menciptakan suasana atau 

iklim yang memungkinkan poten-

si masyarakat berkembang. 

Selama ini masyarakat tidak 

bergairah untuk berkoperasi 

sehingga koperasi ”mati suri”. 

Titik tolak penya- daran ini adalah 

pengenalan bahwa setiap manu-

sia, setiap masyarakat memiliki 

potensi yang dapat dikembang-

kan. Tidak ada masyarakat sama 

sekali tanpa daya. Pemberdayaan 

adalah upaya untuk membangun 

daya tersebut dengan cara men-

dorong, memotivasi dan mem-

bangkitkan kesadaran akan poten-

si yang dimiliki serta upaya 

mengembangkannya dengan 

”menghidupkan” kembali kopera-

si yang sudah ada.

2. Telah terbentuk koperasi ”Potre 

Koneng” pada 28 Agustus 2013, 

sedangkan tentang status badan 

hukum masih dalam proses 

pengurusan Akte Notaris tentang 

pendirian koperasi.

 Dengan adanya Akte Notaris bagi 

pendirian Koperasi ”Potre 

Koneng” adalah upaya untuk 

memperkuat potensi dan daya 

yang dimiliki oleh masyarakat 

desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan. Penguatan 

yang diupayakan adalah melalui 

Koperasi sebagai upaya pembu-

kaan akses kepada berbagai pelu-

ang antara lain Kelompok Tani 

Nelayan Andalan Jawa Timur. 

Sha- ring yang akan diberikan 

oleh Kelompok Tani Nelayan 

Andalan mulai dari tanaman atau 

budidaya apa yang memiliki pros-

pek pemasaran sampai pemasa-

rannya sendiri. Kegiatan pengab-

dian ini sudah melakukan pelati-

han manajemen sederhana yang 

dapat dipahami, diterima dan 

dilaksanakan sesuai dengan kebu-

tuhan masyarakat desa yang men-

jadi anggota koperasi.

 Dengan adanya koperasi diharap-

kan dapat dikembangkan sebagai 

badan usaha yang juga mengejar 

keuntungan walaupun perlu 

diperhatikan dalam mekanisme 

internal pembagian keuntungan 

diantara ang- gota perlu memper-

timbangkan aspek sosial dan 

kebersamaan. (Agnes, 2004). 

Dari segi materiil, keberadaan 

koperasi dirasa sangat membantu 

meningkatkan tingkat kesejahte- 

raan para anggota baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Selanjutnya Agnes menggambar-

kan bahwa Sisa Hasil Usaha yang  

merupakan keuntungan koperasi 

akan dibagikan kepada semua 

sesuai dengan partisipasi anggota 

dalam jenis usaha yang dikem-

bangkan oleh koperasi tersebut. 

Masih menurut Agnes, misalnya 

dalam usaha simpan pinjam, 

anggota yang frekuensi dan 

jumlah pinjamannya besar, yang 

bersangkutan akan mendapatkan 

bagian keuntungan lebih besar 

dibandingkan dengan anggota 

lain yang partisipasinya. Dengan 

prinsi-prinsip yang dikembang-

kan dalam koperasi diharapkan 

masyarakat makin bergairah 

dalam berusaha meningkatkan 

hasil pertaniannya untuk dapat 

meningkatkan partisipasinya 

dalam berkoperasi. Terpenting 

pula gairah masyarakat dapat 

menghidupkan kembali koperasi 

yang sudah ”mati suri” tersebut.

 Untuk menorong masyarakat ak- 

tif dalam kegiatan koperasi Tim 

Peneliti telah melakukan kegiatan 

: a) Pelatihan proses pembentukan 

koperasi sebagai bekal pengeta-

huan maupun tentang tahapan dan 

per- syaratan pendirian koperasi, 

yang diberikan sebelum terben-

tuknya ko- perasi; b) Pelatihan 

manajemen keuangan sederhana.

3. Terungkap bahwa banyak mas-

yarakat sekitar hutan yang belum 

dilibatkan dalam program PHBM 

Perum Perhutani Unit II Jawa 

Timur KPH Madura.

 Melalui kegiatan pengabdian  ini 

berupaya untuk mengikutkan ma- 

syarakat Desa Geger, Kecamatan 

Geger, Kabupaten Bangkalan pro- 

gram PHBM. Upaya ini disambut 

baik oleh Kepala Perum Perhutani 

Unit II Jawa Timur KPH Madura. 

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai, Tim tetap  mengupayakan 

kegiatan masyarakat desa masih 

ada keberlanjutan melalui kegia-

tan serupa.

Melihat antusiame masyarakat 

terhadap program pengabdian ini di 

satu sisi dan adanya Program Penge-

lolaan Hutan Bersama Masyarakat 

(PHBM) dari Perum Perhutani, maka 

Tim Pengusul akan  membantu  ma- 

syarakat sekitar hutan untuk menga-

jukan  program tersebut.

Hasil dari beberapa kali dialog 

dengan Kepala Perum Perhutani 

KPH Madura dapat diungkapkan 

bahwa sesungguhnya Perum Per- 

hutani sendiri mengalami berbagai 

kendala dalam mengelola dan 

melakukan pengawasan terhadap 

kawasan hutan yang menjadi wewe- 

nangnya. Bak ”gayung bersambut” 

niat Tim Pengusul untuk membantu  

masyarakat dalam memanfaatkan 

kawasan hutan yang menjadi 

wewenang  Perum Perhutani disam-

but dengan antusiasme pula.  Perum 

Perhutani  KPH Madura merupakan 

bagian dari Perum Perhutani  Unit II 

Jawa Timur seluas 47.121,20 Ha. 

KPH Madura menghadapi beberapa 

permasalahan sebagai berikut :

1. Luas lahan yang kosong, ber- 

dasarkan hasil Audit Potensi 2008 

seluas 4.444,67 Ha dan diupaya-

kan untuk dilakukan penanaman;

2. Sengketa tanah s/d bulan April 

2009 seluas 1.600,09 Ha. Penye- 

lesaian sudah dan akan terus 

dilakukan koordinasi dengan 

aparat dan instansi terkait serta 

penegak hukum lainnya. Akan 

tetapi sampai saat ini belum 

menunjukkan hasil yang me- 

muaskan.

3. Aksesibilitas yang rendah/terba-

tas disebabkan wilayah kerja 

terletak di kepulauan berdampak 

pada angka kerawanan hutan dan 

besarnya biaya pengelolaan hutan 

bila dibandingkan dengan KPH 

lainnya.

4. Potensi SDM KPH Madura masih 

rendah yang didominasi karya- 

wan non pegawai.

5. Secara umum keadaan KPH 

Madura sangat berbeda diban- 

dingkan dengan KPH lainnya 

yang ada di Pulau Jawa yang 

berbeda kondisi iklim dan tanah- 

nya.

6. Kondisi tanah kawasan KPH 

Madura secara umum tandus dan 

gersang dengan ciri-ciri yang 

dangkal, sarang, dan berbatu, 

miskin humus.

7. Iklim : Ferguson dalam tipe iklim 

C dan D.(Perum Perhutani KPH 

Madura, 2010)

Dengan permasalahan yang diha-

dapi tidak mungkin KPH Madura 

menyelesaikannya sendiri di satu sisi 

dan pada sisi lain kurangnya keterli-

batan masyarakat dalam pengelolaan 

sumber daya hutan, menyebabkan 

tidak adanya rasa memiliki dan sulit 

mencapai pengelolaan hutan lestari. 

Apabila kerjasama tersebut dapat 

dilaksanakan maka diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masya- 

rakat sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan.

Kegiatan pengabdian ini juga 

telah merintis kerja sama dengan 

Kelompok Tani Nelayan Andalam 

(KTNA)  Propinsi Jawa Timur. Sha- 

ring yang akan diberikan oleh KTNA 

adalah masyarakat akan diikutser-

takan program-program pelatihan 

dan pemasaran hasil pertanian.

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai melalui kegiatan semacam pe- 

ngabdian ini, Tim berupaya untuk 

mengikutsertakan masyarakat desa 

Geger Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan dalam program PHBM 

dari Perum Perhutani. Program 

PHBM diantaranya terdapat program 

pemberdayaan masyarakat dalam 

bentuk peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan dan pengembangan 

ekonomi kerakyatan.(Irawanti, 2010) 

Dengan Akte Pendirian koperasi 

yang legal diharapkan dapat menjadi 

modal bagi anggota koperasi untuk 

mempertemukan dengan lembaga 

keuangan atau perkreditan yang  

mampu dan bersedia melayani kebu-

tuhan permodalan. Tersedianya lem- 

baga keuangan yang memberi laya- 

nan pinjaman untuk peningkatan 

permodalan merupakan mitra pen- 

ting bagi masyarakat.

Di desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan terdapat 

kawasan hutan milik Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura 

yang terbengkalai belum dimanfaat-

kan untuk melaksanakan program 

PHBM. Kepala Perhutani sangat  

menyambut dengan baik apabila ke- 

giatan ini dilanjutkan dan Tim Pe- 

ngusul berperan sebagai fasilitator. 

Jalinan kerjasama dengan Perum 

Perhutani bisa dalam bentuk memin-

jam kawasan hutan yang ada. 

Dengan demikian masyarakat dapat 

memanfaatkan kawasan hutan yang 

ada yang akan memberi peluang dan 

kesempatan masyarakat untuk me- 

ningkatkan hasil pertaniannya.

Dari kegiatan pengabdian ini, 

terungkap bahwa PHBM merupakan 

sesuatu yang masih baru bagi ma- 

syarakat maupun Perum Perhutani 

sendiri, sehingga implementasinya 

tidak terbebas dari berbagai kendala. 

PHBM seringkali belum dipahami 

oleh seluruh jajaran Perhutani teruta-

ma pada tataran operasional, atau ada 

sebagian pejabat Perhutani masih 

memiliki perasaan tidak ikhlas untuk 

berbagi dengan masyarakat atau 

pihak (Asisten Direktur Produksi 

Perhutani, 2006). Tidak demikian 

halnya dengan Kepala Perum Per- 

hutani Unit II Jatim KPH Madura, 

menyambut baik keinginan dari Tim 

Pengusul, beliau mengistilahkan 

sebagai “bak gayung bersambut” 

dengan keinginan Tim. Sambutan 

yang begitu antusias hendaknya juga 

didukung Pemda Kabupaten Bang-

kalan jangan sampai kemudian ada 

pemikiran bahwa PHBM hanya men-

jadi urusan Perhutani saja. PHBM 

yang diharapkan dapat diimplemen-

tasikan ke seluruh desa-desa yang 

ada di sekitar hutan, di seluruh 

wilayah Madura, dapat dirasakan 

manfaatnya baik oleh masyarakat 

sekitar hutan, Perhutani, Pemerintah 

Kabupaten Bangkalan dan pihak 

yang berkepentingan lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pendampingan 

selama ini, masyarakat sekitar hutan 

khususnya Kecamatan Geger dan di 

beberapa kawasan hutan lainnya 

sangat membutuhkan pemberdayaan 

baik dari aspek pengetahuan maupun 

permodalan dalam upaya meningkat-

kan kesejahteraan hidup mereka. 

Keinginan masyarakat ini memiliki 

peluang yang sangat besar, yaitu 

khususnya untuk dilibatkan dalam 

Program PHBM dari Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura.

Sebaiknya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bangkalan secara khusus 

memperhatikan kondisi dan peluang 

yang ada dengan menjadikan Perum 

Perhutani sebagai mitra dalam upaya 

memberdayakan masyarakat sekitar 

hutan. Program PHBM penting 

untuk dilakukan secara menyeluruh 

untuk memberdayakan masyarakat 

sekitar hutan karena hampir semua 

masyarakat sekitar hutan belum 

pernah dilibatkan dalam pelaksanaan 

program PHBM dari Perum Perhuta-

ni tersebut.
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Pendahuluan

Pertunangan merupakan persetu-

juan antara kedua belah pihak, 

dimana mereka satu sama lain 

bertimbal berjanji mengadakan 

pekawinan yang telah ditentukan 

hari, tanggal, bulan, tahun, besar 

mahar dan sebagainya. Dalam 

Hukum  Adat, pertunangan tidaklah 

sama dengan perkawinan, dalam 

perkawinan pasangan suami istri itu 

sudah sah untuk melakukan hubu- 

ngan suami istri, namun dalam 

pertunangan, tujuannya tidaklah 

melegalkan hubungan suami istri, 

melainkan perjanjian awal untuk 

melakukan perkawinan. Jika  pihak  

perempuan tidak menepati janjinya, 

maka ia harus mengembalikan segala 

bentuk peningset yang diberikan 

kepadanya, tapi jika yang tidak 

menepati janjinya adalah pihak 

laki-laki, pihak perempuan tidak 

perlu mengembalikan apa yang 

sudah diberikan pihak laki-laki 

kepadanya.  

Terlepas dari  itu semua, ternyata 

di Desa Sitiarjo, yang mayoritas 

penduduknya beragama Kristen, ada 

fenomena yang menarik, yaitu pada 

masa pertunangan masyarakat desa 

tersebut sudah membolehkan pasa- 

ngan tinggal serumah. Oleh karena 

itu dalam penelitian ini mengkaji: 1) 

Apakah faktor dominan penyebab 

terjadinya penyimpangan karakteris-

tik sosio religius hukum adat dalam 

pelaksanaan pertunangan relevansi- 

nya dengan agama Kristen di Desa 

Sitiarjo Kecamatan Sumber Manjing  

Kabupaten Malang ; 2) Apakah 

upaya yang telah dan akan dilakukan 

oleh pemuka agama Kristen dan 

pemangku kepentingan untuk me- 

ngurangi angka kehamilan sebelum 

perkawinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan peneli-

tian yuridis antropologis, yaitu pene-

litian hukum yang dikaitkan dengan 

budaya masyarakat setempat yang 

sudah membolehkan pasangan yang 

masa bertunangan untuk tinggal 

serumah khususnya masyarakat yang 

beragama Kristen di Desa Sitiarjo 

Kecamatan Sumber Manjing  Kabu-

paten  Malang.  

Hasil dan Pembahasan
Pertunangan Menurut Hukum 
Adat

Pertunangan adalah merupakan 

suatu keadaan yang  bersifat khusus 

di Indonesia dan biasanya mendahu-

lui dilangsungkannya suatu perka- 

winan. Stadium fase II timbul setelah 

ada persetujuan antara kedua fihak 

yaitu fihak keluarga calon suami dan 

pihak kelarga calon istri untuk me- 

ngadakan perkawinan. Sedangkan, 

terhadap persetujuan ini dicapai oleh 

kedua pihak setelah dahulu ada suatu 

lamaran, yaitu suatu permintaan atau 

pertimbangan yang  dikemukakan 

oleh pihak laki-laki kepada pihak 

perempuan. Pada umumnya lamaran 

demikian tersebut dilakukan oleh 

seorang utusan yang mewakili kelu-

arga pihak laki-laki yaitu anggota 

keluarga yang dekat serta sudah 

berumur. Apabila pertemuan pertama 

ini berjalan lancar artinya dicapai 

kesepakatan yang dimaksudkan 

maka biasanya diadakan pertuna- 

ngan lebih dahulu sebelum perka- 

winan dilangsungkan (Wignyodi-

puro, 1988).

Menurut hukum adat pertunangan 

baru mengikat apabila dari pihak 

laki-laki sudah memberikan kepada 

pihak perempuan suatu tanda pe- 

ngikat (penyancang yang kelihatan 

yaitu “panjer” atau “peningset”) 

istilah di Jawa.

Adapun tanda pengikat tersebut 

adalah dengan diberikan secara 

timbal balik “pertukaran cincin” 

sebagai saat dimulainya secara resmi 

fase pertunangan. Hal ini sesuai 

dengan sifat dari hukum adat secara 

umum yaitu bahwa mentalitas yang 

menjiwai hukum adat adalah  sifat 

kongkrit, maksudnya tiap-tiap per- 

buatan atau keinginan atas hubu- 

ngan-hubungan tertentu dinyatakan 

dengan benda-benda berwujud. 

Tentu saja hal tersebut disamping 

sifat religio magis, komersial dan 

kontan. (Saragih, 1984).

Adapun akibat dari pertunangan  

ini adalah bahwa kedua belah pihak 

telah terikat untuk melakukan 

perkawinan. Tapi ikatan itu tidak 

berarti bahwa kedua pihak tidak 

boleh tidak, harus melakukan 

perkawinan. Dengan kata lain 

pertunangan yang dilakukan itu 

masih mungkin dibatalkan dalam 

hal-hal sebagai berikut :1) apabila 

pembatalan itu memang  menjadi 

kehendak kedua pihak setelah 

pertunangan berjalan beberapa wak- 

tu  lamanya; 2) apabila salah satu 

pihak tidak memenuhi janjinya sean-

dainya yang  menerima tanda jadi 

ingkar janji maka harus mengemba-

likan sejumlah atau berlipat dari 

yang diterimanya. Sedangkan apabi-

la yang tidak memenuhi janji pem-

beri maka tidak ada kewajiban untuk 

memberikan pemberian. 

Perkawinan menurut Hukum 
Adat

Sahnya perkawinan menurut 

hukum adat bagi masyarakat hukum 

adat di Indonesia pada umumnya 

bagi penganut agama tergantung 

pada agama yang dianut masyarakat 

adat bersangkutan. Maksudnya jika 

telah dilaksanakan menurut tata- 

tertib hukum agamanya, maka 

perkawinan itu sudah sah menurut 

hukum adat. Kecuali bagi mereka 

yang belum menganut agama yang 

diakui pemerintah, seperti halnya 

mereka yang masih menganut keper-

cayaan agama lama (kuno) seperti 

'sipelebegu' (pemuja roh) di kala- 

ngan orang Batak (perhatikan J.C. 

Vergouwen, 1986:81) atau agama 

Kaharingan di kalangan orang-orang 

Dayak Kalimantan Tengah dan lain- 

nya. maka perkawinan yang dilaku-

kan menurut tata tertib adat/agama 

mereka itu adalah sah menurut 

hukum adat setempat.

Hanya saja walaupun sudah sah 

menurut agama kepercayaan yang 

dianut masyarakat adat belum tentu 

sah menjadi warga adat dari ma- 

syarakat adat bersangkutan. Pada 

masyarakat Lampung beradat pepa-

dun, walaupun perkawinan suami 

isteri itu sudah sah dilaksanakan 

menurut Hukum Islam, apabila 

kedua mempelai belum diresmikan 

masuk menjadi warga adat (kugruk 

adat) Lampung berarti mereka belum 

diakui sebagai warga kekerabatan 

adat.

Upacara meresmikan masuk men-

jadi warga adat ini merupakan 

upacara perkawinan adat. di kala- 

ngan orang Lampung Tulang bawang 

upacara perkawinan adat ini dilak-

sanakan dengan acara 'mosok majew' 

(menyuap mempelai) dengan sila', 

yaitu kedua mempelai didudukkan di 

atas kasur pengawinan, biasanya di 

hadapan puwade tahta mempelai) 

menghadapi sepiring besar nasi 

dengan lauk pauk daging, hati 

kcrbau, ayam panggang dan lainnya, 

air minum segelas untuk mereka 

minum. Kedua mempelai duduk 

bersanding di pertemukan lututnya 

(tindih sila) disaksikan para pemuka 

adat, terutama kaum ibu dari kerabat 

kedua pihak yang mengikat tali 

perkawinan. (Hadikusumo, 1990).

 Menurut Hukum Kristen/Katolik 

Perkawinan itu sah apabila syarat- 

syarat yang telah ditentukan di- 

penuhi dan perkawinannya dilak-

sanakan di hadapan Pastur yang 

dihadiri oleh dua orang saksi. Saat 

sahnya perkawinan itu ialah pada 

saat perkawinan itu diteguhkan oleh 

Imam/Pastur dengan mengucapkan 

janji bersatu. Untuk dapat disahkan 

perkawinan itu maka kedua mempe-

lai harus sudah dibaptis (Kan. 

1055:2), ada kesepakatan antara 

kedua mempelai (Kan. 1057:2), tidak 

ada kekeliruan tentang diri orangnya 

(Kan. 1097:1), tidak ada paksaan 

(Kan. 1103), telah berumur 16 (enam 

belas) tahun bagi pria dan telah beru-

mur 14 (empat belas) tahun bagi 

wanita (Kan.1083:1), salah satu atau 

kedua calon suami isteri itu tidak 

terikat perkawinan sebelumnya 

(Kan. 1086: 1). Perkawinan dilaku-

kan di hadapan Pastur dan disaksikan 

oleh dua orang saksi (Kan.1108:1). 

(Perhatikan juga Sukiran, 1987: 

40-41.)

Di dalam agama Katolik perjan- 

jian perkawinan yang penting adalah 

di mana pria dan wanita yang 

melakukan perkawinan berjanji akan 

membentuk kebersamaan seluruh 

hidup (consorsiir totius vitae) di 

antara mereka menurut sifat kodrat- 

nya terasa pada kesejahteraan suami 

isteri serta pada kelahiran dan pendi-

dikan anak (Kanon 1055: 1). Teruta-

ma dalam perkawinan campur, di 

mana salah satu mempelai tidak 

dibaptis agar yang menganut agama 

Katolik berjanji menjauhi bahaya 

meninggalkan iman dan akan berusa-

ha sekuatnya mendidik anak dalam 

Katolik.

Di dalam agama Kristen, faham 

tentang perkawinan dari abad ke 

abad mengalami perkembangan dan 

perubahan yang  mendalam dan 

sampai sekarang juga tidak sepenuh- 

nya sama di dalam berbagai gereja 

(Prawirohamidjojo, 1996). Hal yang  

menjadi prinsip terhadap perkawinan 

menurut agama Kristen adalah 

sebagai persekutuan hidup pria dan 

wanita yang monogam yang diarah-

kan ke arah reproduksi sebagai tata 

ciptaan Tuhan yang disucikan oleh 

Kristus yang memperoleh arti kea- 

gamaan khusus. Oleh karena dalam 

agama Kristen, perkawinan selalu 

dipandang sebagai tata dari Tuhan 

sejak permulaan adanya manusia 

(Gen 1:27, Matt, 19:4-6).

Di dalam agama Hindu hukum 

yang mengatur khusus tentang 

perjanjian perkawinan tidak ada, 

tetapi yang jelas apabila ada perjan- 

jian yang dibuat bertentangan 

dengan larangan dalam agama 

.Hindu maka perjanjian itu tidak sah. 

Misalnya di dalam kawinan campu-

ran antara agama yang berbeda 

dijanjikan setelah perkawinan dalam 

upacara agama  Hindu akan dilaku-

kan  lagi perkawinan dalam upacara 

agama lain, perjanjian serupa ini 

tidak sah, seperti dikatakan G. Pudja 

Bagi pengesahan suatu perkawinan 

menurut hukum Hindu tidak ada 

suatu escape clause yang  dimung- 

kinkan bagi Brahmana untuk 

melakukan pengesahan upacara 

perkawinan ,yang dilakukan kalau 

antara kedua mempelai itu terdapat 

perbedaan agama (G. Pudja, 1975: 

24).

Begitu pula dalam agama Buddha 

Indonesia menurut hukum perka- 

winannya (HPAB) yang telah disah-

kan pada tanggal 1 Juni. 1977 dan 

terdiri dari XIV Bab dan 62 pasal itu 

ada khusus tentang perjanjian dalam 

ikatan perkawinan, hal mana berarti 

terserah kepada para pihak yang 

bersangkutan, asal  perjanjian yang 

dibuat itu tidak bertentangan dengan 

agama Buddha Indonesia, UU No. 1 

Tahun1974 dan kepentingan umum.

Perkawinan menurut UU No. 1 
Tahun 1974

Sebagai dasar dan tujuan perka- 

winan, UU memberikan batasan 

seperti yang tercantum dalam pasal 1 

UU No. 1/1974 yaitu perkawinan  

ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang berbahagia dan kekal berdasar-

kan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konsep Perkawinan Menurut 
Agama Kristen

Berdasarkan  konsep perkawinan 

menurut Agama Kristen, perkawinan 

itu ikatan suci yang berasal dari 

Tuhan, jadi bukan semata mata 

prilaku manusia, sehingga apa yang 

sudah disatukan oleh Tuhan tidak 

bisa dipisahkan oleh siapapun terma-

suk oleh manusia, kecuali maut.

Dalam Agama Kristen juga me- 

nganjurkan perkawinan dan mela-

rang umatnya berzina, seperti yang 

tertulis di dalam Keluaran Pasal 22 

ayat 16 :”Apabila seseorang  mem-

bujuk seorang perempuan anak 

perawan yang belum bertunangan 

dan tidur dengan dia maka haruslah 

dia mengambilnya sebagai istrinya 

dengan membayar mas kawin”. Ayat 

17nya mengemukakan ”Jika ayah 

perempuan sungguh sungguh meno-

lak memberikan kepadanya maka ia 

juga harus mengembalikan perak 

kepada- nya” (Suhariningsih, 2008).

Gambaran Umum Desa Sitiarjo

Berdasarkan pengamatan di 

lokasi penelitian dan wawancara 

dengan tokoh agama dan masyarakat 

diperoleh informasi sebagai berikut. 

Desa Sitiarjo merupakan salah satu 

desa dari 15 desa yang ada di Keca-

matan Sumber Manjing Kabupaten 

Malang. Selengkapnya, 14 desa yang 

lain adalah sebagai berikut :1) Desa 

Druju 2) Desa Sumber Manjing; 3) 

Desa Harjokuncaran/Telogorejo; 4) 

Desa Argo Tirto; 5) Desa Tambak 

Rejo ; 6) Desa Krdung Banteng ; 7) 

Desa Sidoasri; 8)Desa Tambak Asri; 

9) Desa Klepu; 10) Desa Tegal Rejo; 

11) Desa Sekar Banyu; 12) Desa 

Ringin Sari; 13) Desa Ringin 

Kembar; 14) Desa Sumber Agung 

Di Desa Sitiarjo sendiri terdiri 

dari dua dukuh yaitu :1) Dukuh 

Krajan ; 2) Dukuh Rowotratih. Dua 

dukuh tersebut terdiri dari 14 Rukun 

Warga (RW), dan dari 14 RW terse-

but terdapat 24 Rukun Tetangga 

(RT). Penduduk Desa Sitiarjo 

berjumlah ± 6.000 orang atau sekitar 

2.279 Kepala Keluarga. Dari seluruh 

penduduk Desa Sitiarjo, mayoritas 

yaitu 90 % beragama Nasrani, 

sementara sisanya 10 % beragama 

Islam. Biasanya yang beragama 

Islam adalah para pendatang bukan 

penduduk asli Desa Sitiarjo.

Jumlah penduduk yang  mayori-

tas beragama Nasrani ini dapat juga 

dilihat dari banyaknya bangunan 

gereja yang ada di  sebuah desa 

terpencil di puncak bukit dan tepi 

pantai itu. Ada lebih dari 5 gereja 

yang ada di desa itu, dan gereja yang 

tertua di desa tersebut sudah berusia 

lebih dari 2 abad (200 tahun). Hal itu 

menunjukkan bahwa memang sudah 

sangat lama penduduk Desa Sitiarjo 

memeluk agama Nasrani, yaitu sejak 

jaman penjajahan Belanda.

Lokasi desa yang berada di 

puncak bukit berkapur dan gersang 

itu dahulunya terkenal sebagai 

daerah minus, dimana penduduknya 

hidup sangat miskin. Tapi sekarang 

kondisinya sangat jauh berbeda, di 

desa yang sangat terpencil itu ternya-

ta bangunan rumahnya sangat bagus 

dan mewah. Hal itu disebabkan, 

sejak tahun 1980 an penduduk desa 

tersebut terutama yang perempuan, 

banyak yang menjadi pembantu 

rumah tangga di Hongkong. Oleh 

karena itu,  tidak mengherankan, jika 

di desa yang sangat jauh dari pusat 

kota itu ternyata juga ada Perusahaan 

Jasa Pengerah Tenaga Kerja Indone-

sia ke Luar Negeri.

Faktor Dominan Penyebab Terja- 
dinya Penyimpangan Karakteris-
tik Sosio Religius Hukum Adat 
Dalam Pelaksanaan Per- tunangan 
Relevansinya Dengan Agama 
Kristen di Desa Sitiarjo Keca-
matan Sumber Manjing  Kabupa- 
ten  Malang 

Dari hasil penelitian melalui 

pengamatan dan wawancara kepada 

tokoh agama dan masyarakat di 

lokasi penelitian dijumpai hal-hal 

yang sangat unik dan menarik, yang 

membedakan Desa Sitiarjo dengan 

desa yang lain.

Praktek Pelaksanaan Pertuna- 
ngan di Desa Sitiarjo 

Pertunangan merupakan suatu 

proses awal yang dilakukan oleh 

sebagian besar masyarakat atau 

kelompok masyarakat untuk menuju 

sebuah perkawinan. Begitu juga 

dengan masyarakat yang ada di Desa 

Sitiarjo, untuk menuju sebuah lem- 

baga perkawinan, mereka melakukan 

proses lamaran yang biasanya dari 

keluarga laki-laki kepada keluarga 

perempuan, di rumah keluarga 

perempuan. Setelah melalui proses  

lamaran, mereka akan mengumum-

kan pertunangan mereka di gereja 

dimana mereka menjadi jamaat, 

selama tiga minggu berturut-turut. 

Oleh karena itu, semua  jamaat selalu 

mengetahui kalau seseorang itu 

sedang bertunangan dengan orang 

lain.

Pada saat pertunangan itu,  pende-

ta akan memberikan nasehat kepada 

calon pengantin, bahwa meskipun 

mereka sudah bertunangan tetapi 

mereka belum boleh melakukan  

hubungan  intim selayaknya hubu- 

ngan suami istri. Nasehat juga diberi-

kan oleh orang  yang  menjadi saksi 

pertunangan mereka yang nantinya 

juga akan  menjadi saksi pada saat 

mereka menikah. Nasehatnya hampir 

sama dengan nasehat yang diberikan 

oleh pendeta.

Pada saat pertunangan biasanya 

ditentukan hari ”H” perkawinannya, 

atau istilah lokalnya disebut, ”teg- 

tegan hari/tanggal”, biasanya tiga 

bulan setelah tanggal pertunangan. 

Akan tetapi ada juga, tetapi jumlah- 

nya sedikit, yang pada saat pertuna- 

ngan belum ditentukan tanggal 

perkawinannya dengan pasti. Hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh 

Modin Hari berikut ini, ”menawi 

tunangan biasanipun sebagian besar 

sampun teg tegan dinten, nggih 

wonten sing dereng tapi jumlah 

nipun kedik”

Jika tanggal perkawinannya su- 

dah ditentukan pada saat pertuna-  

ngan di gereja, 90 % pasangan calon 

pengantin ini sudah tinggal serumah, 

biasanya di rumah pihak perempuan, 

meskipun ada juga  yang tinggal di 

rumah pihak laki-laki. Menanggapi 

pasangan yang belum menikah tapi 

tinggal serumah ini penduduk sekitar 

dan tokoh masyarakat setempat me- 

nganggap itu sudah biasa, tidak ada 

masalah karena mereka sudah 

bertunangan. Hal ini berdasarkan 

hasil wawancara dengan Modin Hari 

yang dalam bahasa aslinya sebagai 

berikut : ”Menawi sampun teg tegan 

dinten pas tunangan wonten gerejo, 

90 % calon manten meniko sampun 

tinggal bareng biasanipun  wonten 

daleme ingkang estri, mersani kados 

mekaten tokoh masyarakat lan ma- 

syarakat biasa mawon, amargi 

sampun tunangan”.

Akibat perilaku calon pengantin 

dan tanggapan masyarakat seperti itu 

tidak jarang pada saat mereka 

menikah banyak yang sudah hamil. 

Meskipun tidak hamil, dipastikan 

bahwa 90 % pasangan yang sudah 

bertunangan dan tinggal satu rumah 

sudah  melakukan hubungan seksual. 

Hal ini berdasarkan hasil wawancara 

dengan Pak Hari, modin yang ada di 

desa tersebut. Pak Hari mengetahui 

dengan pasti, karena pada saat 

mereka mengurus surat pernikahan 

untuk menikah di gereja, mereka 

harus mendaftar melalui Pak Modin 

Hari. Setiap ada calon pengantin 

yang  mendaftar, pak modin selalu 

menanyakan apakah mereka sudah 

melakukan hubungan seksual atau 

belum. Yang mencengangkan, 90 % 

dari mereka mengaku telah melaku-

kan hubungan seksual dengan 

pasangannya. Pertanyaan ini diaju-

kan oleh Pak modin, karena jika 

pihak perempuannya sedang hamil, 

maka sebelum proses pernikahan 

dilakukan, mereka harus melakukan 

pertaubatan di gereja yang di- 

saksikan oleh semua jamaat. Seperti 

duangkapkan dalam bahasa aslinya, 

”nggih  terus terang kula  tangleti, 

kedah jujur kalian kulo, amargi 

menawi ingkang estri sampun  

mbobot nggih kedah nglampahi 

pertobatan rumiyin sakdereangipun 

nikah”.

Akan tetapi, meskipun mereka 

telah  melakukan hubungan seksual 

sebelum menikah tetapi jika pihak 

perempuannya tidak hamil, mereka 

tidak perlu melakukan pertaubatan. 

Dan, menurut Pak modin, anak muda 

sekarang sudah sangat pandai se- 

hingga meskipun hampir seluruh 

pasangan sudah melakukan hubu- 

ngan seksual sebelum menikah, 

pihak perempuannya hanya sedikit 

yang hamil, sekitar 1-5 kasus perta-

hun, padahal angka perkawinan 

sangat tinggi, yaitu bisa sampai 5 

pasangan setiap hari yang  mendaftar 

ke pak  modin untuk menikah, hal ini 

dikarenakan mereka sudah menggu-

nakan alat kontrasepsi sebelum 

menikah. Hal ini seperti diuangkap-

kan Pak Modin Hari berikut ini, 

”lare sakniki lak pun pinter pinter a 

bu, dibanding lare jaman singen, lek 

singen kathah ingkang mbobot, 

menawi sak meniko namun kedik 

amargi KB meniko”

Proses Perkawinan di Desa Sitiar-
jo

Bagi pasangan yang akan 

melangsungkan perkawinan di desa 

Sitiarjo, mereka harus mendaftar 

melalui pak modin. Di desa tersebut 

Pak modin ada dua, yang satu khusus 

untuk umat Nasrani, yaitu Pak Hari, 

dan yang beragama Islam ke pak 

modin Islam, yaitu Pak Wahyudi. 

Sesuai dengan fokus peneitian ini, 

maka perkawinan umat Islam tidak 

diteliti lebih jauh, karena fokus pene-

litian ini berkaitan dengan penyim-

pangan karakteristik sosio religius 

hukum adat dalam pelaksanaan 

pertunangan relevansinya dengan 

agama kristen di Desa Sitiarjo Keca-

matan Sumber Manjing  Kabupaten  

Malang . Pada saat mendaftar ke Pak 

modin untuk menikah di gereja, 

pasangan calon pengantin harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut : 1) Foto copy Akte Kelahiran 

masing-masing 1 lembar (bagi yang 

punya, bagi yang tidak foto copy 

surat nikah orang tua ditambah Surat 

kelahiran Desa); 2) Foto copy Kartu 

Keluarga; 3) Foto copy  KTP calon 

pengantin  masing-masing 2 lembar; 

4) Foto copy KTP saksi masing- 

masing; 5) Foto copy Bukbaktis ma- 

sing-masing; 6) Kartu TT dari bidan, 

yang pertama dan kedua; 7) Pas foto 

berjajar ukuran 4 x 6 seba- nyak 8 

lembar.

Pada saat  mendaftar itulah pak 

modin akan menanyakan apakah 

mereka sudah melakukan hubungan 

suami istri atau belum. Pertanyaan 

ini diajukan oleh pak modin karena 

jika mereka sudah melakukan  

hubungan suami istri dan pihak 

perempuannya sudah hamil, maka 

sebelum proses pemberkatan per- 

kawinan,  mereka harus melakukan 

upacara pertobatan. Upacara perto-

batan yang lebih dulu harus dilaku-

kan ini jika pernikahan itu dilakukan 

di Gereja Kristen Jawi Wetan 

(GKJW). Sementara jika pernikahan 

dilakukan di gereja lain, tidak perlu 

dilakukan upacara pertobatan, 

meskipun calon pengantin perem-

puannya telah hamil lebih dulu. Dari 

hasil penelitian diketahui bahwa, di 

Desa Sitiarjo terdapat beberapa 

aliran dalam Nasrani, yaitu : GKJW, 

Tabatnakel, Pantekosta dan Bethel.

Dari ke empat aliran itu hanya 

Gereja Kristen Jawi Wetan yang 

mewajibkan upacara pertobatan bagi 

pasangan yang sudah hamil sebelum 

menikah, karena hanya GKJW yang 

mempunyai ”Toto Pranoto” acara 

pernikahan. Upacara  pertobatan itu 

dilakukan dengan cara, kedua calon 

pengantin sebelum upacara pernika-

han, dengan mengenakan busana 

pengantin, membacakan penyesalan- 

nya karena telah melakukan perbua-

tan dosa, yaitu melakukan hubungan 

suami istri sebelum menikah. Isi dari 

kata-kata penyesalannya itu sudah 

ada formnya yang ditetapkan oleh 

gereja, tetapi biasanya ditambahi 

oleh calon pengantin sesuai dengan 

rasa penyesalannya. Pembacaan 

pertobatan itu dilakukan di gereja di 

hadapan semua jemaat. Rasa penye-

salan yang  dibacakan  itu biasanya 

akan  membuat haru jemaat yang 

hadir, sehingga mereka sering kali 

menangis ketika ada yang memba-

cakan pertobatan.

Setelah pembacaan pertobatan 

tersebut, baru dapat dimulai acara 

pemberkatan perkawinannya. Per- 

kawinan itu harus disaksikan oleh 

dua orang saksi. Saksi ini merupakan 

orang yang dituakan di wilayahnya 

karena mereka juga yang akan mem-

berikan nasehat ketika rumah tangga 

mreka nanti dalam masalah. Syarat 

untuk menjadi saksi adalah tidak ada 

hubungan saudara dengan pengantin. 

Berbeda dengan perkawinan umat 

Islam, perkawinan di gereja tidak 

memerlukan  wali atau orang tua dari 

pengantin. Jadi bisa saja terjadi 

penikahan yang tidak disetujui/ 

direstui atau tidak dihadiri orang 

tuanya bisa terlaksana di gereja. 

Orang yang biasa menjadi saksi 

pernikahan adalah sebagai berikut : 

1) Pak Nyoto Aji (Tokoh Masyarakat 

Setempat); 2) Pak Suraji (Tokoh 

Masyarakat Setempat); 3) Pak Modin 

itu sendiri.  

Setelah itu, pengantin akan  men- 

dapatkan Surat Pemberkatan Nikah 

dari gereja. Perkawinan tidak lang- 

sung dicatatkan ke Kantor Catatan 

Sipil, tapi biasanya dilakukan sebu-

lan sekali oleh pendeta, jadi tidak 

dilakukan oleh pengantin itu sendiri. 

Pengantin itu diwajibkan membayar 

sejumlah Rp. 300.000,- (yang 

menurut sebagian masyarakat biaya 

tersebut terlalu mahal ) kemudian 

berkasnya diserahkan kepada pende-

ta untuk dicatatkan di Kantor Catatan 

Sipil. Oleh karena sistem pencatatan 

yang seperti ini, maka pernah terjadi 

selama bertahun- tahun pencatatan  

itu tidak dilakukan oleh pendetanya, 

sehingga banyak pasangan yang 

sudah  menikah di gereja di Desa 

Sitiarjo, tetapi tidak punya akta 

nikah, sehingga di Desa Sitiarjo 

seringkali dilakukan pemutihan akta 

nikah, dengan biaya yang sangat 

murah yaitu Rp. 25.000,-, termasuk 

Pak Modinnya sendiri juga baru 

mempunyai akta nikah setelah anak 

mereka lahir, sehingga anaknya 

tercatat sebagai anak luar kawin. 

Akhirnya pendeta tersebut dipecat, 

karena disamping menggelapkan  

uang pencatatan perkawinan juga 

melakukan tindak perselingkuhan.

Faktor Dominan Penyebab Terja- 
dinya Penyimpangan Dalam 
Pertunangan 

Dari uraian terdahulu dapat 

disimpulkan bahwa di Desa Sitiarjo 

telah terjadi penyimpangan karakte- 

ristik sosio religius hukum adat 

dalam pelaksanaan pertunangan  

relevansinya dengan agama kristen. 

Penyimpangan-penyimpangan itu 

dapat ditelaah dari analisa berikut 

ini.

Menurut hukum adat pertunangan 

baru mengikat apabila dari pihak 

laki-laki sudah memberikan kepada 

pihak perempuan suatu tanda 

pengikat (penyancang yang kelihatan 

yaitu “panjer” atau “peningset”) 

istilah di jawa (Djojodigoeno, tanpa 

tahun, 54). Adapun tanda pengikat 

tersebut adalah dengan diberikan 

secara timbal balik “pertukaran 

cincin” sebagai saat dimulainya 

secara resmi fase pertunangan. Hal 

ini sesuai dengan sifat dari hukum 

adat secara umum yaitu bahwa men-

talitas yang menjiwai hukum adat 

adalah : sifat kongkrit, maksudnya 

tiap-tiap perbuatan atau keinginan 

atas hubungan-hubungan tertentu 

dinyatakan dengan benda-benda 

berwujud. Tentu saja hal tersebut 

disamping sifat religius magis, 

komersial dan kontan. (Djaren 

Saragih, 1984, 19)

Sampai pada fase ini, di Desa 

Sitiarjo belum terjadi penyimpangan  

karena setiap proses pertunangan di 

desa tersebut diawali dengan proses 

lamaran dari keluarga laki- laki 

kepada keluarga perempuan, dengan 

memberikan peningset. Kemudian 

dilanjutkan proses pertunangan 

dengan ”tukar cincin” di gereja.

Secara umum, akibat dari per- 

tunangan adalah bahwa kedua belah 

pihak telah terikat untuk melakukan 

perkawinan. Tapi ikatan itu tidak 

berarti bahwa kedua pihak tidak 

boleh tidak, harus melakukan 

perkawinan. Dengan kata lain, 

pertunangan yang dilakukan itu 

masih mungkin dibatalkan dalam 

hal-hal: 1) Apabila pembatalan itu 

memang menjadi kehendak kedua 

pihak setelah pertunangan berjalan 

beberapa waktu lamanya; 2) Apabila 

salah satu pihak tidak memenuhi 

janjinya,  seandainya yang menerima 

tanda jadi ingkar janji maka harus 

mengembalikan sejumlah atau berli-

pat dari yang diterimanya. Sedang-

kan apabila yang tidak memenuhi 

janji adalah pihak pemberi maka 

tidak ada hak untuk meminta kemba-

li barang pemberiannya. 

Mulai dari fase ini sudah ada 

sedikit penyimpangan di Desa Sitiar-

jo, yaitu setiap pasangan yang sudah 

bertunangan, ”sudah pasti jadi” arti- 

nya tidak boleh tidak harus  

melangsungkan perkawinan (wa- 

wancara dengan responden). Hal ini 

tentu saja berbeda dengan pertuna- 

ngan secara umum menurut hukum 

adat yang masih memungkinkan 

adanya pembatalan pada masa 

pertunangan dari kedua belah pihak, 

atau dari salah satu pihak, dengan 

akibat hukumnya masing-masing. 

Faktor ini merupakan salah satu 

faktor penyebab pasangan yang 

sudah bertunangan tapi belum 

menikah berani tinggal serumah dan 

masyarakat sekitar melihat itu 

sebagai hal yang lumrah. 

Di samping itu, pertunangan 

dilakukan di gereja, disaksikan oleh 

seluruh jemaat, dan diumumkan 

selama tiga minggu berturut-turut. 

Bagi masyarakat Desa Sitiarjo, ini 

merupakan legitimasi bahwa semua 

pihak, baik itu pihak keluarga, pihak 

gereja, dan masyarakat sudah me- 

ngetahui bahwa mereka bertunangan 

dan sudah pasti menikah, sehingga 

bagi mereka dan masyarakat yang 

ada di sana tidak mempermasalahkan  

jika mereka tinggal dalam satu  

rumah meskipun mereka belum 

menikah. Hal ini juga dapat merupa-

kan faktor yang cukup berpengaruh 

yang menyebabkan terjadinya pe- 

nyimpangan karakteristik sosio 

religius dari pertunangan menurut 

hukum adat di Desa Sitiarjo.  

Sahnya perkawinan menurut 

hukum adat bagi masyarakat hukum 

adat di Indonesia pada umumnya 

bagi penganut agama tergantung 

pada agama yang dianut masyarakat 

adat bersangkutan. Maksudnya jika 

telah dilaksanakan menurut tata-ter- 

tib hukum agamanya, maka perka- 

winan itu sudah sah menurut hukum 

adat. Kecuali bagi mereka yang 

belum menganut agama yang diakui 

pemerintah, seperti halnya mereka 

yang masih menganut kepercayaan 

agama lama (kuno) seperti 'sipelebe-

gu' (pemuja roh) di kalangan orang 

Batak (perhatikan J.C. Vergouwen, 

1986:81) atau agama Kaharingan di 

kalangan orang-orang Dayak Kali-

mantan Tengah (Koentjaraningrat/J. 

Danandjaja, 1983:137) dan lainnya. 

maka perkawinan yang dilakukan 

menurut tata tertib adat/agama 

mereka itu adalah sah menurut 

hukum adat setempat.

Menurut Hukum Kristen/Katolik 

Perkawinan itu sah apabila syarat- 

syarat yang telah ditentukan dipenuhi 

dan perkawinannya dilaksanakan di 

hadapan Pastur yang dihadiri oleh 

dua orang saksi. Saat sahnya perka- 

winan itu ialah pada saat perkawinan 

itu diteguhkan oleh Imam/Pastur 

dengan mengucapkan janji bersatu. 

Untuk dapat disahkan perkawinan itu 

maka kedua mempelai harus sudah 

dibaptis (Kan.1055:2), ada kesepaka-

tan antara kedua mempelai (Kan. 

1057:2), tidak ada kekeliruan tentang 

diri orangnya (Kan.1097:1), tidak 

ada paksaan (Kan.1103), telah beru-

mur 16 (enam belas) tahun bagi pria 

dan telah berumur 14 (empat belas) 

tahun bagi wanita (Kan. 1083:1), 

salah satu atau kedua calon suami 

isteri itu tidak terikat perkawinan 

sebelumnya (Kan.1086: 1). Perka- 

winan dilakukan di hadapan Pastur 

dan disaksikan oleh dua orang saksi 

(Kan.1108:1). (Perhatikan juga 

Sukiran, 1987: 40-41.)

Dari sini kita juga dapat melihat 

adanya penyimpangan yang terjadi di 

Desa Sitiarjo, secara umum menurut 

Hukum Adat perkawinan adalah sah 

jika dilakukan secara sah menurut 

hukum agamanya masing-masing, 

dalam hal ini adalah Hukum Agama 

Nasrani. Menurut agama Nasrani 

perkawinan itu mulai sah pada saat 

perkawinan itu diteguhkan oleh 

Imam/Pastur dengan  mengucapkan 

janji bersatu, jadi pada saat pertuna- 

ngan belum sah terjadinya perka- 

winan. Hal ini dapat dibuktikan 

bahwa pada saat pertunangan, pende-

ta dan saksi memberikan nasehat 

kepada calon pengantin, bahwa 

meskipun  mereka sudah bertunan-

gan tapi mereka belum sah sebagai 

suami istri, sehingga belum boleh 

melakukan hubungan layaknya 

hubungan suami istri. Dibuktikan 

juga bahwa bagi pasangan tunangan 

yang sudah hamil lebih dahulu harus 

melakukan prosesi pertobatan sebe-

lum pemberkatan perkawinan.

Akan tetapi ada satu hal yang 

sangat menarik di Desa Sitiarjo, bagi 

pasangan tunangan yang telah 

melakukan hubungan suami istri tapi 

calon pengantin prempuannya tidak 

hamil, tidak perlu melakukan upaca-

ra pertobatan, meskipun modinnya 

mengetahui bahwa pasangan itu telah 

melakukan hubungan suami istri 

sebelum menikah. Dari hal ini kita 

juga dapat melihat adanya penyim-

pangan, bahwa bagi pasangan tuna- 

ngan yang  melakukan hubungan 

suami istri sebelum menikah, tapi 

perempuannya tidak hamil ”diang-

gap tidak berdosa”, sehingga tidak 

perlu melakukan upacara pertobatan 

sebagaimana pasangan tunangan 

yang hamil  lebih dulu. Ini juga mer-

upakan faktor yang menyebabkan 

terjadinya penyimpangan  karakteris-

tik sosio religius hukum adat dalam 

pelaksanaan pertunangan  di Desa 

Sitiarjo.

Di samping itu, jika melihat 

banyaknya bangunan gereja tua di 

Desa Sitiarjo, menunjukkan bahwa 

sejak jaman dahulu masyarakat Desa 

Sitiarjo sudah akrab dengan budaya 

barat yang dibawa oleh Belanda. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa 

Belanda datang ke Indonesia tidak 

hanya menyebarkan agamanya tetapi 

membawa serta budayanya, yang 

salah satunya adalah budaya per- 

gaulan muda mudi yang  lebih bebas 

dari budaya asli bangsa Indonesia. 

Oleh karena itu, tidak mengherankan 

jika budaya bebas tersebut akhirnya 

menular kepada muda-mudi yang 

ada di Desa Sitiarjo pada saat itu 

yang akhirnya berkembang sampai 

sekarang. Hal ini juga dapat menjadi 

faktor penyebab mengapa terjadi 

penyimpangan dalam pertunangan di 

Desa Sitiarjo.  

Dari uraian di atas kita dapat 

melihat ada empat faktor yang 

menyebabkan terjadinya penyimpa- 

ngan karakteristik sosio religius 

hukum adat dalam pelaksanaan 

pertunangan di Desa Sitiarjo, yaitu: 

1) Faktor  pandangan masyarakat 

yang melihat bahwa pasangan yang 

bertunangan itu pasti jadi menikah, 

tidak boleh tidak; 2) Faktor panda- 

ngan masyarakat yang mengasum-

sikan bahwa karena pertunangan itu 

dilangsungkan di Gereja, disaksikan 

oleh masyarakat banyak (para 

jemaat), dan diumumkan tiga ming- 

gu berturut turut, maka sah-sah saja 

jika pasangan yang sudah bertuna- 

ngan tapi belum menikah, tinggal 

serumah; 3) Faktor diskriminasi 

dalam pertobatan, pertobatan hanya 

harus dilakukan oleh pasangan yang 

terlanjur hamil lebih dulu, tapi bagi 

pasangan yang  jelas-jelas mengaku 

kepada modinnya bahwa mereka 

telah melakukan hubungan suami 

istri tapi perempuannya tidak hamil, 

tidak perlu melakukan pertobatan. 

Hal ini dapat diartikan bahwa 

melakukan hubungan seksual sebe-

lum menikah ”asal tidak hamil, tidak 

berdosa”, sehingga tidak perlu mela- 

kukan pertobatan.; 4)  Faktor budaya 

pergaulan bebas yang diwariskan 

oleh penjajah Belanda kepada ma- 

syarakat asli Desa Sitiarjo.

Dari ketiga faktor itu, faktor yang 

paling dominan dalam menyebabkan 

terjadinya penyimpangan karakteris-

tik sosio religius hukum adat dalam 

pelaksanaan pertunangan di Desa 

Sitiarjo adalah faktor yang ketiga, 

karena faktor ini tidak berasal dari 

masyarakat, tapi berasal dari pemuka 

agama, yang sebenarnya mempunyai 

pengaruh yang sangat besar terhadap 

perilaku masyarakat yang ada di 

Desa Sitiarjo.  Sementara dua faktor 

yang  lain, karena keduanya berasal 

dari pandangan masyarakat, yang  

tentunya akan mudah berubah sesuai 

dengan perubahan masyarakat itu 

sendiri, sehingga meskipun  punya 

andil dalam penyimpangan karakte- 

ristik, tetapi pengaruhnya tidak sebe-

sar pengaruh faktor yang ketiga.

Upaya Yang Telah dan Akan 
Dilakukan oleh Pemuka Agama  
Kristen dan Pemangku Kepenti- 
ngan untuk Mengurangi Angka 
Kehamilan Sebelum Perkawinan

 

Menghadapi permasalahan yang 

terjadi di Desa Sitiarjo berkaitan 

dengan banyaknya angka kehamilan 

sebelum perkawinan, telah dilakukan 

upaya oleh pemuka agama Kristen 

dan pemangku kepentingan yang 

lain, upaya upaya tersebut antara 

lain:

1. Pemberian nasehat oleh pendeta 

kepada pasangan tunangan agar 

tidak melakukan hubungan suami 

istri sebelum menikah.

2. Pemberian nasehat oleh saksi 

pertunangan  kepada pasangan 

tunangan agar tidak melakukan 

hubungan suami  istri sebelum 

menikah.

3. Pemberian pertanyaan oleh modin 

kepada pasangan yang akan 

menikah tentang apakah mereka 

sudah melakukan hubungan 

suami istri sebelum menikah atau 

tidak.

4. Pengharusan melakukan upacara 

pertobatan bagi pasangan yang 

hamil lebih dahulu sebelum pem-

berkatan pernikahan.

5. Menurut masyarakat, pihak gereja 

juga pernah mengadakan sema-

cam sayembara bahwa bagi 

pasangan yang pada saat melang- 

sungkan pernikahan belum hamil 

akan mendapat hadiah dari gereja.

Justru upaya yang belum tampak 

adalah upaya dari Kepala Desanya 

sendiri, karena ternyata pada saat 

penelitian ini dilaksanakan, di Desa 

Sitiarjo sedang tidak mempunyai 

kepala desa, karena kepala desanya 

baru saja dicopot/dilengserkan oleh 

masyarakat, karena tertangkap basah 

sedang berselingkuh dengan banyak 

perempuan di desa tersebut.  Seba- 

gaimana kita ketahui bahwa dalam 

penegakan hukum kita mengenal ada 

tiga komponen di sana ,  yaitu, 

substansi, struktur / aparat dan kultur.  

Kepala desa yang seharusnya menja-

di aparat yang menegakkan hukum di 

wilayahnya ternyata  memberikan 

contoh yang tidak baik, sehingga 

tidak mungkin dapat menegakkan 

hukum di desanya.

Pemuka agama kristen akan terus 

melakukan upaya yang selama ini 

sudah dilakukan, akan tetapi dari 

kepala desa tidak dapat dimintai 

keterangan tentang upaya apa yang 

akan diperbuat terhadap warganya, 

karena ternyata kepala desanya juga 

terbukti melakukan perbuatan asusila 

terhadap warganya. Bisa jadi 

kelakuan kepala desa yang  gemar 

berselingkuh itu juga merupakan 

faktor penyebab terjadinya penyim-

pangan karakteristik sosio reigius 

hukum adat dalam hal pertunangan 

di Desa Sitiarjo, karena kepala 

desanya memberikan contoh yang  

tidak baik, sehingga tidak mungkin 

dia akan dianggap oleh warganya 

ketika dia memberikan nasehat 

kepada warganya. 

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pemba-

hasan dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut.

1. Faktor dominan yang menye-

babkan terjadinya penyimpa- 

ngan karakteristik sosio religi-

us hukum adat dalam pelaksa-

naan pertunangan di Desa 

Sitiarjo, relevansinya dengan 

agama Kristen adalah faktor 

diskriminasi dalam pertobatan, 

pertobatan hanya wajib dilaku-

kan oleh pasangan yeng terlan-

jur hamil lebih dulu, tapi bagi 

pasangan yang jelas-jelas 

mengaku kepada modinnya 

bahwa mereka telah melaku-

kan hubungan suami istri tapi 

perempuannya tidak hamil, 

tidak perlu melakukan perto-

batan. Hal ini dapat diartikan 

bahwa melakukan hubungan 

seksual sebelum menikah 

”asal tidak hamil, tidak berdo-

sa”, sehingga tidak perlu 

melakukan pertobatan.  

2. Upaya yang telah dilakukan 

oleh pemuka agama  kristen 

dan pemangku kepentingan 

untuk mengurangi angka 

kehamilan sebelum perka- 

winan adalah sebagai berikut :

1) Pemberian nasehat oleh pen- 

deta kepada pasangan tuna- 

ngan agar tidak melakukan 

hubungan suami istri sebelum 

menikah.

2) Pemberian nasehat oleh saksi 

pertunangan  kepada pasangan 

tunangan agar tidak melaku-

kan hubungan suami istri sebe-

lum menikah.

3) Pemberian pertanyaan oleh 

modin kepada pasangan yang 

akan menikah tentang apakah 

mereka sudah melakukan 

hubungan suami istri sebelum 

menikah atau tidak.

4) Pengharusan melakukan upa- 

cara pertobatan bagi pasangan 

yang hamil lebih dahulu sebe-

lum pemberkatan pernikahan.

5) Menurut masyarakat, pihak 

gereja juga pernah mengada-

kan semacam sayembara bah- 

wa bagi pasangan yang pada 

saat melangsungkan pernika- 

han belum hamil akan 

mendapat hadiah dari gereja.

Justru upaya yang belum tampak 

untuk mengurangi angka kehamilan 

sebelum menikah adalah upaya dari 

Kepala Desa Sitiarjo. Pemuka agama 

kristen akan terus melakukan upaya 

yang selama ini sudah dilakukan, 

akan tetapi dari kepala desa tidak 

dapat dimintai keterangan tentang 

upaya apa yang akan diperbuat terha-

dap warganya, karena ternyata 

kepala desanya juga terbukti  

melakukan perbuatan asusila terha-

dap warganya. 

Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas 

peneliti memberikan saran-saran 

sebagai berikut :

1. Bagi pemuka agama Kristen harus 

terus mendidik umatnya agar 

tidak melakukan hubungan suami 

istri sebelum menikah, dan mem-

berikan pemahaman  kepada umat 

nya bahwa meskipun pertuna- 

ngan mereka sudah dilakukan di 

gereja dan disaksikan banyak 

orang, belum berarti mereka 

sudah menikah dan boleh melaku-

kan hubungan suami istri. Dan 

yang lebih penting adalah tidak 

lagi melakukan diskriminasi da- 

lam ”pertobatan”, seharusnya 

pertobatan tidak hanya wajib 

dilakukan oleh pasangan yang 

sudah hamil sebelum menikah, 

tapi juga terhadap seiap pasangan 

yang belum menikah tapi sudah 

melakukan hubungan suami istri.

2. Bagi tokoh masyarakat, hendak- 

nya dapat memberikan teladan 

yang baik bagi warganya sehing-

ga dapat  memimpin warganya ke 

dalam kehidupan dan pergaulan 

yang lebih baik.
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Kecamatan Geger, Kabupaten 

Bangkalan, berkali-kali mendapat-

kan penghargaan nasional bidang 

lingkungan hidup. Penghargaan 

pertama kali berupa Kalpataru di 

tahun 1988 kemudian tahun 2004. 

Ada pula tokoh lingkungan yang 

mendapatkan Satya Lencana Pemba-

ngunan Lingkungan Hidup dari desa 

Kombangan, yakni  H. Gosali pada 

tahun 2009. Pada tahun 2010, 

Kelompok Tani Gunung Mereh men- 

dapatkan Ecolabel (Standarisasi 

Luasan Hutan Rakyat) dari Kemen- 

terian Negara Lingkungan Hidup. 

Ibarat penyempurna lingkungan, 

FMU “Gebang Lestari” mendapat-

kan sertifikasi UMHRL (Unit Mana-

jemen Hutan Rakyat Lestari) pada 20 

Juni 2010. 

Karakteristik sifat petani pada 

umumnya menunjukkan sedikit 

minat untuk memanen kayu dan 

hanya melakukannya jika menghada-

pi keadaan yang disebut filosofi 

“tebang butuh”. Mereka memper-

lakukan hutan sebagai asset jangka 

panjang layaknya rekening bank 

yang dapat sewaktu-waktu diuang-

kan. Hasil penelitian (dukungan 

REDD) menunjukkan bahwa kepen- 

tingan komersial saat ini menjadi 

pendorong utama petani untuk pena-

naman dan petani sangat memahami 

nilai sebenarnya hutan mereka, dan 

meyakini nilai tersebut meningkat 

dengan adanya sertifikasi hutan. 

Kemauan petani untuk berpartisipasi 

dalam penyiapan sertifikasi biasanya 

muncul ketika tim pendamping 

memfasilitasi pembenahan-pembe- 

nahan organisasi yang diusulkan. 

Semua wilayah memerlukan pe- 

ngembangan organisasi masyarakat 

secara khusus. Terdapat kebutuhan 

khusus membangun asosiasi petani 

yang lebih tinggi seperti koperasi, 

yang membutuhkan pengetahuan 

kewirausahaan juga dukungan dana 

eksternal. 

Permasalahan 

Kecamatan Geger terdiri dari 13 

(tiga belas) desa yaitu : desa Lerpak, 

Geger, Togubang, Batubella, Teber 

Priyah, Campor, Kompol, Komban-

gan, Dabung, Katol Barat, Ba- 

nyoneng Laok, dan desa Banyoneng 

Dajah. Dari tiga belas desa tersebut, 

kelompok tani yang relatif  maju 

terdapat di desa Geger, Kombangan, 

dan desa Togubang. Kelompok dari 3 

(tiga) desa tersebut tergabung dalam 

FMU “Gebang Lestari” yang dipu-

satkan di desa Kombangan di bawah 

arahan H. Gosali. Permasalahan 

klasik yang dihadapi kelompok tani 

yang berbasis pengelolaan hasil 

hutan yang berasal dari hutan rakyat 

pada umumnya, juga dialami oleh 

FMU “Gebang Lestari” yaitu: 1) 

Keterbatasan modal masyarakat 

dalam menyelenggarakan usaha 

hutan rakyat; 2) Luas pemilikan 

lahan yang relatif sempit dan terpen-

car sehingga menyulitkan pengelo-

laan dalam satu manajemen; 3) Pem-

biayaan berkelanjutan dan berorien-

tasi pada proyek; 4) Kualitas sumber 

daya manusia.

Masyarakat tani hutan yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan kelompok tani 

hutan yang sering mendapat peng-

hargaan dan sertifikasi. Namun, 

penghargaan tersebut hanyalah legi- 

timasi keberadaan mereka saja, 

tanpa diiringi dengan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan 

kesejahteraannya. Melihat perma- 

salahan di atas, prestasi yang dimili-

ki FMU “Gebang Lestari” serta 

semangat yang ada pada masyarakat 

secara lambat laun akan menghilang 

jika tidak ditindaklanjuti dengan 

upaya yang tepat dan strategis. 

Persoalan pelik yang mengha-

dang adalah pengusahaan hasil hutan 

yang sulit dilaksanakan. Koperasi  

masyarakat di desa Geger yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan koperasi yang 

sudah “mati suri”. Jenis tanaman 

hasil hutan non-kayu berupa tana-

man holtikultura seperti alpukat, 

mangga, papaya, rambutan, jeruk 

dan lain-lain. wilayah Kecamatan 

Geger relatif subur, sedangkan untuk 

hasil hutan kayu, khususnya kayu 

jati di Kecamatan Geger ini sulit 

diharapkan hasilnya, padahal kawa- 

san ini merupakan kawasan pe- 

nyangga yang harus dijaga kelestari-

an hutannya. Dengan kata lain perlu 

dilakukan rehabilitasi terhadap lahan 

di kawasan hutan tersebut, akan 

tetapi di sisi lain masyarakat terben-

tur masalah permodalan. Untuk 

mendapatkan permodalan diperlu-

kan adanya kerjasama dengan 

lembaga-lembaga terkait sebagai 

pembina dan penyandang dana. Hal 

ini tidak dapat dilakukan karena akta 

notaris pendirian koperasi yang 

menjadi salah satu persyaratan 

pengajuan proposal kerjasama be- 

lum mereka miliki.

Persoalan ketidakmampuan pe- 

ngurusan akta pendirian koperasi 

dan pembuatan proposal kerjasama 

ini menjadi kendala masyarakat 

sekitar hutan  untuk meningkatkan 

kesejahteraannya. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan pemberdayaan dan 

pengembangan kapasitas masyarakat 

sekitar hutan yang sangat relevan, 

yakni dari aspek institusi, seperti : 

administrasi dan manajemen kopera-

si, pengembangan organisasi, moni-

toring, penggunaan komputer, pe- 

ngembangan masyarakat seperti 

manajemen kelompok-kelompok pe- 

tani.

Undang-undang  Nomor  41 

Tahun 1999 yang telah diubah 

berdasarkan Undang-undang Nomor 

19 Tahun 2004 tentang Perpu  

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peru-

bahan  atas Undang-undang Nomor 

41 tahun 1991 tentang   Kehutanan 

Menjadi Undang-undang  (selanjut- 

nya UU Kehutanan), mengatur 

tentang rehabilitasi hutan. Pasal 43 

ayat (1) UU Kehutanan menentukan 

bahwa setiap orang yang  memiliki, 

mengelola, dan atau memanfaatkan 

hutan yang kritis atau tidak produk-

tif, wajib melaksanakan rehabilitasi 

hutan untuk tujuan perlindungan dan 

konservasi. Selanjutnya dalam ayat 

(2) ditegaskan bahwa dalam melak-

sanakan rehabilitasi setiap orang da- 

pat meminta pendampingan, pela- 

yanan, dan dukungan kepada lemba-

ga swadaya masyarakat, pihak lain 

atau pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan  Rencana Pengelolaan 

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, 

dalam Pasal 84 mengatur pember-

dayaan masyarakat dapat dilakukan 

melalui : (1) hutan desa; (2) hutan  

kemasyarakatan; (3) kemitraan. Se- 

dangkan kemitraan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 1977 tentang Kemitraan. 

Peraturan Pemerintah (PP) tersebut 

merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1995 tentang Usaha Kecil. Pada 

dasarnya, kemitraan merupakan 

kerja sama dan bukan merupakan 

bentuk usaha. Kemitraan adalah 

kerja sama antara usaha kecil dengan 

usaha menengah dan atau usaha 

besar dengan usaha besar dengan 

memperhatikan prinsip saling me- 

merlukan, saling memperkuat dan 

saling menguntungkan.

Dalam rangka berorientasi agar 

dapat diterapkan model kemitraan, 

maka koperasi yang sudah ”mati 

suri” harus ditingkatkan statusnya 

menjadi badan usaha dengan men- 

daftarkan ke Notaris. Dengan demi- 

kian dalam mengatasi permasalahan 

yang dihadapi mitra maka solusi 

yang ditawarkan adalah :

1. Sosialisas pentingnya koperasi 

dan pelatihan-pelatihan terkait 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan berupa pembukuan dan 

keuangan sederhana.

2. Pembentukan  koperasi dan men- 

daftarkan   ke kantor Notaris  se- 

hingga menjadi koperasi yang 

berbadan hukum;

3. Pembuatan proposal kegiatan 

dengan model  kemitraan ke  

BUMN atau pihak swasta.

Metode Pelaksanaan 

IbM ini menggunakan metode 

yang berjenis normatif-kualitatif, 

sehingga desain dan metodenya me- 

rupakan perpaduan antara metode 

pendekatan hukum (perundang- 

undangan) dan metode pendekatan 

sosiologis. Perspektif hukum nam- 

pak pada analisis terhadap berbagai 

peraturan perundangan-undangan 

bidang kehutanan khususnya tentang 

peran serta masyarakat sekitar hutan 

dalam pengelolaan, pemanfaatan, 

pengawasan sumber daya hutan, dan 

pelembagaannya. 

Dalam perspektif sosiologis maka 

analisis diarahkan pada hal-hal yang 

berkaitan dengan pembentukan 

mindset masyarakat sekitar hutan 

terhadap pendayagunaan hutan. 

Analisis akan difokuskan pada 

persepsi masyarakat tentang hutan, 

karakteristik masyarakat, dan apa 

yang ingin disuarakan, peran dan 

posisi yang jelas dari masyarakat 

berkaitan dengan pengelolaan, pe- 

manfaatan, dan pengawasan sumber 

daya hutan.

Metode yang digunakan dalam 

memperoleh data adalah dengan cara 

mengadakan Focus Group Discus-

sion (FGD), yakni dilakukan diskusi 

secara intensif dengan seluruh tokoh 

masyarakat dan anggota kelompok 

tani. Dalam mencari solusi peman-

faatan sumberdaya hutan digunakan  

model parsial. Model parsial adalah 

model diskusi di mana pemikiran, 

ide, atau kepentingan peserta FGD 

yang berbeda dieliminir hingga 

memiliki kesamaan pandangan. (Wa-

hyudi, 2006). Pemilihan model ini 

didasarkan atas alasan baik tokoh 

masyarakat maupun masyarakat 

kelompok tani pengguna sumber 

daya hutan agar tetap memiliki tang-

gung jawab sama dalam menjaga 

kelestarian sumber daya hutan.

Analisis normatif dilakukan de- 

ngan menganalisis bahan hukum 

primer dengan metode interpretasi 

teleologis  dan futuristik. Sedangkan 

pada analisis empiris akan  menggu-

nakan metode verstehen (pemaha-

man) dan diskusi. Data dan bahan 

hukumyang diperoleh akan dianalisis 

secara kualitatif.

Rangkaian pemikiran berikut di- 

ungkapkan sebagai disain penelitian 

yaitu disain untuk pelaksanaan 

pengelolaan hutan oleh kelompok 

tani Desa Geger Kecamatan Geger 

yang diharapkan dapat mensejahtera-

kan masyarakat sekitar hutan :

1. Memberi sosialisasi pada  masya- 

rakat dan mendiskusikan secara 

kritis tentang peran serta ma- 

syarakat dalam pengelolaan, pe- 

manfaatan dan pengawasan sum- 

ber daya hutan yang dijamin oleh 

UU Kehutanan;

2. Pemahaman perlunya aksi kolek-

tif bagi pemecahan masalah 

pemenuhan kebutuhan dalam hal 

pengelolaan, pemanfaatan, dan 

pengawasan sumber daya hutan 

dengan membentuk lembaga 

koperasi sebagai wadah kebersa-

maannya.

3. Dengan dilaksanakan aksi peman-

faatan dan pengelolaan hutan oleh 

kelompok tani secara bersama 

dalam wadah koperasi diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan 

para petani pada khususnya dan 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat sekitar hutan pada 

umumnya.   

Hasil dan Pembahasan
Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat sekitar hutan Keca-

matan geger Kabupaten Bangkalan 

layak untuk menjadi sasaran kegia-

tan pengabdian ini.Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberdayakan 

masyarakat sekitar hutan yang me- 

ngalami kesulitan dalam meningkat-

kan kemampuan mereka untuk 

meningkatkan permodalan dan kesu-

litan dalam memasarkan hasil-hasil 

pertanian mereka.

Pemberdayaan masyarakat sendi-

ri diartikan sebagai upaya untuk 

membantu masyarakat dalam me- 

ngembangkan kemampuan sendiri 

sehingga bebas dan mampu untuk 

mengatasi masalah dan mengambil 

keputusan secara pribadi. Dengan 

demikian pemberdayaan masyarakat 

ditujukan untuk mendorong tercip-

tanya kekuatan dan kemampuan 

lembaga masyarakat untuk secara 

mandiri mampu mengelola dirinya 

sendiri berdasarkan kebutuhan ma- 

syarakat itu sendiri, serta mampu 

mengatasi tantangan persoalan di 

masa yang akan datang.

Dasar pandangan strategi pem-

berdayaan masyarakat adalah bahwa 

upaya yang akan dilakukan harus 

diarahkan langsung pada akar perso-

alannya, yaitu meningkatkan ke- 

mampuan masyarakat. Bagian yang 

tertinggal dalam masyarakat harus 

ditingkatkan kemampuannya dengan 

mengembangkan dan mendinamim- 

sasikan potensinya, dengan kata lain 

memberdayakannya. (Ginanjar,  

1996).  Dalam konteks inilah maka 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan harus diberdayakan agar 

mereka dapat menjaga hutan seka-

ligus memanfaatkannya.Usaha pem-

berdayaan masyarakat harus diikuti 

dengan memperkuat potensi atau 

daya yang dimiliki masyarakat. 

Dalam kerangka ini dibutuhkan 

langkah-langkah yang lebih positif 

dan tidak hanya sekadar mencip-

takan iklim dan suasana. Pember-

dayaan bukan hanya meliputi 

penguatan individu anggota ma- 

syarakat, tetapi juga pranata-prana-

tanya, dalam hal ini pendirian kope- 

rasi merupakan alternatif yang tepat. 

Menanamkan nilai-nilai kerja keras, 

keterbukaan, hemat, kebertanggung-

jawaban adalah bagian pokok dari 

pemberdayaan.

Kegiatan yang telah dilakukan 

berupa pelatihan tentang koperasi 

dan pembukuan sederhana yang 

dapat diterima oleh masyarakat 

(warga) desa Geger Kecamatan 

Geger Kabupaten Bangkalan. Kegia-

tan yang sudah diterima oleh ma- 

syarakat diharapkan dapat mem-

bekali dalam mengelola koperasi 

sehingga dapat meningkatkan peng-

hasilan mereka. Pelatihan diseleng-

garakan dengan tujuan untuk 

menambah pengetahuan, keterampi-

lan dan kemampuan berusaha untuk 

dapat mengaktifkan usaha produktif 

dengan cara menngoptimalkan 

sumber daya yang ada. Dengan 

membuka lynk dengan Kelompok 

Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa 

Timur diharapkan dapat mendorong 

masyarakat menjadi produsen hasil- 

hasil perrtanian yang memiliki 

kepastian pasar.

Setelah selesai kegiatan pengab-

dian ini, diharapkan masyarakat 

sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan memiliki link 

atau jaringan yang dapat memasar-

kan hasil-hasil petanian mere-

ka.Oleh karena dalam kegiatan ini 

mencoba untuk membuka jaringan 

dengan Kelompok Tani Nelayan 

Andalan Jawa Timur. Dengan de- 

mikian diharapkan masyarakat dapat 

meningkatkan permodalan dan peng-

hasilan mereka. Di samping itu 

kegiatan ini berhasil membentuk 

koperasi bagi masyarakat sekitar 

hutan Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan.

Luaran dari kegiatan pengabdian 

ini adalah terbentuknya koperasi 

yang berbadan hukum.Untuk men- 

dapatkan permodalan diperlukan 

adanya kerjasama dengan lemba-

ga-lembaga terkait sebagai pembina 

dan penyandang dana. Hal ini tidak 

dapat dilakukan karena akta notaris 

pendirian koperasi yang menjadi 

salah satu persyaratan pengajuan 

proposal kerjasama belum mereka 

miliki. Di samping itu, terbentuknya 

koperasi diharapkan dapat merang-

sang nilai-nilai kerja keras, keterbu-

kaan, hemat, kebertanggungjawaban 

yang merupakan bagian pokok dari 

pemberdayaan masyarakat. (Karta-

sasmita, 1995)

Setelah dilakukan sosialisasi ten- 

tang pentingnya dan manfaat dari 

koperasi serta beberapa kali dilaku-

kan FGD,  maka hasil yang dicapai 

adalah :

1. Kesadaran masyarakat akan pent-

ingnya koperasi dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat.

 Dengan adanya kesadaran ma- 

syarakat tersebut diharapkan 

dapat menciptakan suasana atau 

iklim yang memungkinkan poten-

si masyarakat berkembang. 

Selama ini masyarakat tidak 

bergairah untuk berkoperasi 

sehingga koperasi ”mati suri”. 

Titik tolak penya- daran ini adalah 

pengenalan bahwa setiap manu-

sia, setiap masyarakat memiliki 

potensi yang dapat dikembang-

kan. Tidak ada masyarakat sama 

sekali tanpa daya. Pemberdayaan 

adalah upaya untuk membangun 

daya tersebut dengan cara men-

dorong, memotivasi dan mem-

bangkitkan kesadaran akan poten-

si yang dimiliki serta upaya 

mengembangkannya dengan 

”menghidupkan” kembali kopera-

si yang sudah ada.

2. Telah terbentuk koperasi ”Potre 

Koneng” pada 28 Agustus 2013, 

sedangkan tentang status badan 

hukum masih dalam proses 

pengurusan Akte Notaris tentang 

pendirian koperasi.

 Dengan adanya Akte Notaris bagi 

pendirian Koperasi ”Potre 

Koneng” adalah upaya untuk 

memperkuat potensi dan daya 

yang dimiliki oleh masyarakat 

desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan. Penguatan 

yang diupayakan adalah melalui 

Koperasi sebagai upaya pembu-

kaan akses kepada berbagai pelu-

ang antara lain Kelompok Tani 

Nelayan Andalan Jawa Timur. 

Sha- ring yang akan diberikan 

oleh Kelompok Tani Nelayan 

Andalan mulai dari tanaman atau 

budidaya apa yang memiliki pros-

pek pemasaran sampai pemasa-

rannya sendiri. Kegiatan pengab-

dian ini sudah melakukan pelati-

han manajemen sederhana yang 

dapat dipahami, diterima dan 

dilaksanakan sesuai dengan kebu-

tuhan masyarakat desa yang men-

jadi anggota koperasi.

 Dengan adanya koperasi diharap-

kan dapat dikembangkan sebagai 

badan usaha yang juga mengejar 

keuntungan walaupun perlu 

diperhatikan dalam mekanisme 

internal pembagian keuntungan 

diantara ang- gota perlu memper-

timbangkan aspek sosial dan 

kebersamaan. (Agnes, 2004). 

Dari segi materiil, keberadaan 

koperasi dirasa sangat membantu 

meningkatkan tingkat kesejahte- 

raan para anggota baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Selanjutnya Agnes menggambar-

kan bahwa Sisa Hasil Usaha yang  

merupakan keuntungan koperasi 

akan dibagikan kepada semua 

sesuai dengan partisipasi anggota 

dalam jenis usaha yang dikem-

bangkan oleh koperasi tersebut. 

Masih menurut Agnes, misalnya 

dalam usaha simpan pinjam, 

anggota yang frekuensi dan 

jumlah pinjamannya besar, yang 

bersangkutan akan mendapatkan 

bagian keuntungan lebih besar 

dibandingkan dengan anggota 

lain yang partisipasinya. Dengan 

prinsi-prinsip yang dikembang-

kan dalam koperasi diharapkan 

masyarakat makin bergairah 

dalam berusaha meningkatkan 

hasil pertaniannya untuk dapat 

meningkatkan partisipasinya 

dalam berkoperasi. Terpenting 

pula gairah masyarakat dapat 

menghidupkan kembali koperasi 

yang sudah ”mati suri” tersebut.

 Untuk menorong masyarakat ak- 

tif dalam kegiatan koperasi Tim 

Peneliti telah melakukan kegiatan 

: a) Pelatihan proses pembentukan 

koperasi sebagai bekal pengeta-

huan maupun tentang tahapan dan 

per- syaratan pendirian koperasi, 

yang diberikan sebelum terben-

tuknya ko- perasi; b) Pelatihan 

manajemen keuangan sederhana.

3. Terungkap bahwa banyak mas-

yarakat sekitar hutan yang belum 

dilibatkan dalam program PHBM 

Perum Perhutani Unit II Jawa 

Timur KPH Madura.

 Melalui kegiatan pengabdian  ini 

berupaya untuk mengikutkan ma- 

syarakat Desa Geger, Kecamatan 

Geger, Kabupaten Bangkalan pro- 

gram PHBM. Upaya ini disambut 

baik oleh Kepala Perum Perhutani 

Unit II Jawa Timur KPH Madura. 

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai, Tim tetap  mengupayakan 

kegiatan masyarakat desa masih 

ada keberlanjutan melalui kegia-

tan serupa.

Melihat antusiame masyarakat 

terhadap program pengabdian ini di 

satu sisi dan adanya Program Penge-

lolaan Hutan Bersama Masyarakat 

(PHBM) dari Perum Perhutani, maka 

Tim Pengusul akan  membantu  ma- 

syarakat sekitar hutan untuk menga-

jukan  program tersebut.

Hasil dari beberapa kali dialog 

dengan Kepala Perum Perhutani 

KPH Madura dapat diungkapkan 

bahwa sesungguhnya Perum Per- 

hutani sendiri mengalami berbagai 

kendala dalam mengelola dan 

melakukan pengawasan terhadap 

kawasan hutan yang menjadi wewe- 

nangnya. Bak ”gayung bersambut” 

niat Tim Pengusul untuk membantu  

masyarakat dalam memanfaatkan 

kawasan hutan yang menjadi 

wewenang  Perum Perhutani disam-

but dengan antusiasme pula.  Perum 

Perhutani  KPH Madura merupakan 

bagian dari Perum Perhutani  Unit II 

Jawa Timur seluas 47.121,20 Ha. 

KPH Madura menghadapi beberapa 

permasalahan sebagai berikut :

1. Luas lahan yang kosong, ber- 

dasarkan hasil Audit Potensi 2008 

seluas 4.444,67 Ha dan diupaya-

kan untuk dilakukan penanaman;

2. Sengketa tanah s/d bulan April 

2009 seluas 1.600,09 Ha. Penye- 

lesaian sudah dan akan terus 

dilakukan koordinasi dengan 

aparat dan instansi terkait serta 

penegak hukum lainnya. Akan 

tetapi sampai saat ini belum 

menunjukkan hasil yang me- 

muaskan.

3. Aksesibilitas yang rendah/terba-

tas disebabkan wilayah kerja 

terletak di kepulauan berdampak 

pada angka kerawanan hutan dan 

besarnya biaya pengelolaan hutan 

bila dibandingkan dengan KPH 

lainnya.

4. Potensi SDM KPH Madura masih 

rendah yang didominasi karya- 

wan non pegawai.

5. Secara umum keadaan KPH 

Madura sangat berbeda diban- 

dingkan dengan KPH lainnya 

yang ada di Pulau Jawa yang 

berbeda kondisi iklim dan tanah- 

nya.

6. Kondisi tanah kawasan KPH 

Madura secara umum tandus dan 

gersang dengan ciri-ciri yang 

dangkal, sarang, dan berbatu, 

miskin humus.

7. Iklim : Ferguson dalam tipe iklim 

C dan D.(Perum Perhutani KPH 

Madura, 2010)

Dengan permasalahan yang diha-

dapi tidak mungkin KPH Madura 

menyelesaikannya sendiri di satu sisi 

dan pada sisi lain kurangnya keterli-

batan masyarakat dalam pengelolaan 

sumber daya hutan, menyebabkan 

tidak adanya rasa memiliki dan sulit 

mencapai pengelolaan hutan lestari. 

Apabila kerjasama tersebut dapat 

dilaksanakan maka diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masya- 

rakat sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan.

Kegiatan pengabdian ini juga 

telah merintis kerja sama dengan 

Kelompok Tani Nelayan Andalam 

(KTNA)  Propinsi Jawa Timur. Sha- 

ring yang akan diberikan oleh KTNA 

adalah masyarakat akan diikutser-

takan program-program pelatihan 

dan pemasaran hasil pertanian.

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai melalui kegiatan semacam pe- 

ngabdian ini, Tim berupaya untuk 

mengikutsertakan masyarakat desa 

Geger Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan dalam program PHBM 

dari Perum Perhutani. Program 

PHBM diantaranya terdapat program 

pemberdayaan masyarakat dalam 

bentuk peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan dan pengembangan 

ekonomi kerakyatan.(Irawanti, 2010) 

Dengan Akte Pendirian koperasi 

yang legal diharapkan dapat menjadi 

modal bagi anggota koperasi untuk 

mempertemukan dengan lembaga 

keuangan atau perkreditan yang  

mampu dan bersedia melayani kebu-

tuhan permodalan. Tersedianya lem- 

baga keuangan yang memberi laya- 

nan pinjaman untuk peningkatan 

permodalan merupakan mitra pen- 

ting bagi masyarakat.

Di desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan terdapat 

kawasan hutan milik Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura 

yang terbengkalai belum dimanfaat-

kan untuk melaksanakan program 

PHBM. Kepala Perhutani sangat  

menyambut dengan baik apabila ke- 

giatan ini dilanjutkan dan Tim Pe- 

ngusul berperan sebagai fasilitator. 

Jalinan kerjasama dengan Perum 

Perhutani bisa dalam bentuk memin-

jam kawasan hutan yang ada. 

Dengan demikian masyarakat dapat 

memanfaatkan kawasan hutan yang 

ada yang akan memberi peluang dan 

kesempatan masyarakat untuk me- 

ningkatkan hasil pertaniannya.

Dari kegiatan pengabdian ini, 

terungkap bahwa PHBM merupakan 

sesuatu yang masih baru bagi ma- 

syarakat maupun Perum Perhutani 

sendiri, sehingga implementasinya 

tidak terbebas dari berbagai kendala. 

PHBM seringkali belum dipahami 

oleh seluruh jajaran Perhutani teruta-

ma pada tataran operasional, atau ada 

sebagian pejabat Perhutani masih 

memiliki perasaan tidak ikhlas untuk 

berbagi dengan masyarakat atau 

pihak (Asisten Direktur Produksi 

Perhutani, 2006). Tidak demikian 

halnya dengan Kepala Perum Per- 

hutani Unit II Jatim KPH Madura, 

menyambut baik keinginan dari Tim 

Pengusul, beliau mengistilahkan 

sebagai “bak gayung bersambut” 

dengan keinginan Tim. Sambutan 

yang begitu antusias hendaknya juga 

didukung Pemda Kabupaten Bang-

kalan jangan sampai kemudian ada 

pemikiran bahwa PHBM hanya men-

jadi urusan Perhutani saja. PHBM 

yang diharapkan dapat diimplemen-

tasikan ke seluruh desa-desa yang 

ada di sekitar hutan, di seluruh 

wilayah Madura, dapat dirasakan 

manfaatnya baik oleh masyarakat 

sekitar hutan, Perhutani, Pemerintah 

Kabupaten Bangkalan dan pihak 

yang berkepentingan lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pendampingan 

selama ini, masyarakat sekitar hutan 

khususnya Kecamatan Geger dan di 

beberapa kawasan hutan lainnya 

sangat membutuhkan pemberdayaan 

baik dari aspek pengetahuan maupun 

permodalan dalam upaya meningkat-

kan kesejahteraan hidup mereka. 

Keinginan masyarakat ini memiliki 

peluang yang sangat besar, yaitu 

khususnya untuk dilibatkan dalam 

Program PHBM dari Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura.

Sebaiknya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bangkalan secara khusus 

memperhatikan kondisi dan peluang 

yang ada dengan menjadikan Perum 

Perhutani sebagai mitra dalam upaya 

memberdayakan masyarakat sekitar 

hutan. Program PHBM penting 

untuk dilakukan secara menyeluruh 

untuk memberdayakan masyarakat 

sekitar hutan karena hampir semua 

masyarakat sekitar hutan belum 

pernah dilibatkan dalam pelaksanaan 

program PHBM dari Perum Perhuta-

ni tersebut.
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Pendahuluan

Pertunangan merupakan persetu-

juan antara kedua belah pihak, 

dimana mereka satu sama lain 

bertimbal berjanji mengadakan 

pekawinan yang telah ditentukan 

hari, tanggal, bulan, tahun, besar 

mahar dan sebagainya. Dalam 

Hukum  Adat, pertunangan tidaklah 

sama dengan perkawinan, dalam 

perkawinan pasangan suami istri itu 

sudah sah untuk melakukan hubu- 

ngan suami istri, namun dalam 

pertunangan, tujuannya tidaklah 

melegalkan hubungan suami istri, 

melainkan perjanjian awal untuk 

melakukan perkawinan. Jika  pihak  

perempuan tidak menepati janjinya, 

maka ia harus mengembalikan segala 

bentuk peningset yang diberikan 

kepadanya, tapi jika yang tidak 

menepati janjinya adalah pihak 

laki-laki, pihak perempuan tidak 

perlu mengembalikan apa yang 

sudah diberikan pihak laki-laki 

kepadanya.  

Terlepas dari  itu semua, ternyata 

di Desa Sitiarjo, yang mayoritas 

penduduknya beragama Kristen, ada 

fenomena yang menarik, yaitu pada 

masa pertunangan masyarakat desa 

tersebut sudah membolehkan pasa- 

ngan tinggal serumah. Oleh karena 

itu dalam penelitian ini mengkaji: 1) 

Apakah faktor dominan penyebab 

terjadinya penyimpangan karakteris-

tik sosio religius hukum adat dalam 

pelaksanaan pertunangan relevansi- 

nya dengan agama Kristen di Desa 

Sitiarjo Kecamatan Sumber Manjing  

Kabupaten Malang ; 2) Apakah 

upaya yang telah dan akan dilakukan 

oleh pemuka agama Kristen dan 

pemangku kepentingan untuk me- 

ngurangi angka kehamilan sebelum 

perkawinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan peneli-

tian yuridis antropologis, yaitu pene-

litian hukum yang dikaitkan dengan 

budaya masyarakat setempat yang 

sudah membolehkan pasangan yang 

masa bertunangan untuk tinggal 

serumah khususnya masyarakat yang 

beragama Kristen di Desa Sitiarjo 

Kecamatan Sumber Manjing  Kabu-

paten  Malang.  

Hasil dan Pembahasan
Pertunangan Menurut Hukum 
Adat

Pertunangan adalah merupakan 

suatu keadaan yang  bersifat khusus 

di Indonesia dan biasanya mendahu-

lui dilangsungkannya suatu perka- 

winan. Stadium fase II timbul setelah 

ada persetujuan antara kedua fihak 

yaitu fihak keluarga calon suami dan 

pihak kelarga calon istri untuk me- 

ngadakan perkawinan. Sedangkan, 

terhadap persetujuan ini dicapai oleh 

kedua pihak setelah dahulu ada suatu 

lamaran, yaitu suatu permintaan atau 

pertimbangan yang  dikemukakan 

oleh pihak laki-laki kepada pihak 

perempuan. Pada umumnya lamaran 

demikian tersebut dilakukan oleh 

seorang utusan yang mewakili kelu-

arga pihak laki-laki yaitu anggota 

keluarga yang dekat serta sudah 

berumur. Apabila pertemuan pertama 

ini berjalan lancar artinya dicapai 

kesepakatan yang dimaksudkan 

maka biasanya diadakan pertuna- 

ngan lebih dahulu sebelum perka- 

winan dilangsungkan (Wignyodi-

puro, 1988).

Menurut hukum adat pertunangan 

baru mengikat apabila dari pihak 

laki-laki sudah memberikan kepada 

pihak perempuan suatu tanda pe- 

ngikat (penyancang yang kelihatan 

yaitu “panjer” atau “peningset”) 

istilah di Jawa.

Adapun tanda pengikat tersebut 

adalah dengan diberikan secara 

timbal balik “pertukaran cincin” 

sebagai saat dimulainya secara resmi 

fase pertunangan. Hal ini sesuai 

dengan sifat dari hukum adat secara 

umum yaitu bahwa mentalitas yang 

menjiwai hukum adat adalah  sifat 

kongkrit, maksudnya tiap-tiap per- 

buatan atau keinginan atas hubu- 

ngan-hubungan tertentu dinyatakan 

dengan benda-benda berwujud. 

Tentu saja hal tersebut disamping 

sifat religio magis, komersial dan 

kontan. (Saragih, 1984).

Adapun akibat dari pertunangan  

ini adalah bahwa kedua belah pihak 

telah terikat untuk melakukan 

perkawinan. Tapi ikatan itu tidak 

berarti bahwa kedua pihak tidak 

boleh tidak, harus melakukan 

perkawinan. Dengan kata lain 

pertunangan yang dilakukan itu 

masih mungkin dibatalkan dalam 

hal-hal sebagai berikut :1) apabila 

pembatalan itu memang  menjadi 

kehendak kedua pihak setelah 

pertunangan berjalan beberapa wak- 

tu  lamanya; 2) apabila salah satu 

pihak tidak memenuhi janjinya sean-

dainya yang  menerima tanda jadi 

ingkar janji maka harus mengemba-

likan sejumlah atau berlipat dari 

yang diterimanya. Sedangkan apabi-

la yang tidak memenuhi janji pem-

beri maka tidak ada kewajiban untuk 

memberikan pemberian. 

Perkawinan menurut Hukum 
Adat

Sahnya perkawinan menurut 

hukum adat bagi masyarakat hukum 

adat di Indonesia pada umumnya 

bagi penganut agama tergantung 

pada agama yang dianut masyarakat 

adat bersangkutan. Maksudnya jika 

telah dilaksanakan menurut tata- 

tertib hukum agamanya, maka 

perkawinan itu sudah sah menurut 

hukum adat. Kecuali bagi mereka 

yang belum menganut agama yang 

diakui pemerintah, seperti halnya 

mereka yang masih menganut keper-

cayaan agama lama (kuno) seperti 

'sipelebegu' (pemuja roh) di kala- 

ngan orang Batak (perhatikan J.C. 

Vergouwen, 1986:81) atau agama 

Kaharingan di kalangan orang-orang 

Dayak Kalimantan Tengah dan lain- 

nya. maka perkawinan yang dilaku-

kan menurut tata tertib adat/agama 

mereka itu adalah sah menurut 

hukum adat setempat.

Hanya saja walaupun sudah sah 

menurut agama kepercayaan yang 

dianut masyarakat adat belum tentu 

sah menjadi warga adat dari ma- 

syarakat adat bersangkutan. Pada 

masyarakat Lampung beradat pepa-

dun, walaupun perkawinan suami 

isteri itu sudah sah dilaksanakan 

menurut Hukum Islam, apabila 

kedua mempelai belum diresmikan 

masuk menjadi warga adat (kugruk 

adat) Lampung berarti mereka belum 

diakui sebagai warga kekerabatan 

adat.

Upacara meresmikan masuk men-

jadi warga adat ini merupakan 

upacara perkawinan adat. di kala- 

ngan orang Lampung Tulang bawang 

upacara perkawinan adat ini dilak-

sanakan dengan acara 'mosok majew' 

(menyuap mempelai) dengan sila', 

yaitu kedua mempelai didudukkan di 

atas kasur pengawinan, biasanya di 

hadapan puwade tahta mempelai) 

menghadapi sepiring besar nasi 

dengan lauk pauk daging, hati 

kcrbau, ayam panggang dan lainnya, 

air minum segelas untuk mereka 

minum. Kedua mempelai duduk 

bersanding di pertemukan lututnya 

(tindih sila) disaksikan para pemuka 

adat, terutama kaum ibu dari kerabat 

kedua pihak yang mengikat tali 

perkawinan. (Hadikusumo, 1990).

 Menurut Hukum Kristen/Katolik 

Perkawinan itu sah apabila syarat- 

syarat yang telah ditentukan di- 

penuhi dan perkawinannya dilak-

sanakan di hadapan Pastur yang 

dihadiri oleh dua orang saksi. Saat 

sahnya perkawinan itu ialah pada 

saat perkawinan itu diteguhkan oleh 

Imam/Pastur dengan mengucapkan 

janji bersatu. Untuk dapat disahkan 

perkawinan itu maka kedua mempe-

lai harus sudah dibaptis (Kan. 

1055:2), ada kesepakatan antara 

kedua mempelai (Kan. 1057:2), tidak 

ada kekeliruan tentang diri orangnya 

(Kan. 1097:1), tidak ada paksaan 

(Kan. 1103), telah berumur 16 (enam 

belas) tahun bagi pria dan telah beru-

mur 14 (empat belas) tahun bagi 

wanita (Kan.1083:1), salah satu atau 

kedua calon suami isteri itu tidak 

terikat perkawinan sebelumnya 

(Kan. 1086: 1). Perkawinan dilaku-

kan di hadapan Pastur dan disaksikan 

oleh dua orang saksi (Kan.1108:1). 

(Perhatikan juga Sukiran, 1987: 

40-41.)

Di dalam agama Katolik perjan- 

jian perkawinan yang penting adalah 

di mana pria dan wanita yang 

melakukan perkawinan berjanji akan 

membentuk kebersamaan seluruh 

hidup (consorsiir totius vitae) di 

antara mereka menurut sifat kodrat- 

nya terasa pada kesejahteraan suami 

isteri serta pada kelahiran dan pendi-

dikan anak (Kanon 1055: 1). Teruta-

ma dalam perkawinan campur, di 

mana salah satu mempelai tidak 

dibaptis agar yang menganut agama 

Katolik berjanji menjauhi bahaya 

meninggalkan iman dan akan berusa-

ha sekuatnya mendidik anak dalam 

Katolik.

Di dalam agama Kristen, faham 

tentang perkawinan dari abad ke 

abad mengalami perkembangan dan 

perubahan yang  mendalam dan 

sampai sekarang juga tidak sepenuh- 

nya sama di dalam berbagai gereja 

(Prawirohamidjojo, 1996). Hal yang  

menjadi prinsip terhadap perkawinan 

menurut agama Kristen adalah 

sebagai persekutuan hidup pria dan 

wanita yang monogam yang diarah-

kan ke arah reproduksi sebagai tata 

ciptaan Tuhan yang disucikan oleh 

Kristus yang memperoleh arti kea- 

gamaan khusus. Oleh karena dalam 

agama Kristen, perkawinan selalu 

dipandang sebagai tata dari Tuhan 

sejak permulaan adanya manusia 

(Gen 1:27, Matt, 19:4-6).

Di dalam agama Hindu hukum 

yang mengatur khusus tentang 

perjanjian perkawinan tidak ada, 

tetapi yang jelas apabila ada perjan- 

jian yang dibuat bertentangan 

dengan larangan dalam agama 

.Hindu maka perjanjian itu tidak sah. 

Misalnya di dalam kawinan campu-

ran antara agama yang berbeda 

dijanjikan setelah perkawinan dalam 

upacara agama  Hindu akan dilaku-

kan  lagi perkawinan dalam upacara 

agama lain, perjanjian serupa ini 

tidak sah, seperti dikatakan G. Pudja 

Bagi pengesahan suatu perkawinan 

menurut hukum Hindu tidak ada 

suatu escape clause yang  dimung- 

kinkan bagi Brahmana untuk 

melakukan pengesahan upacara 

perkawinan ,yang dilakukan kalau 

antara kedua mempelai itu terdapat 

perbedaan agama (G. Pudja, 1975: 

24).

Begitu pula dalam agama Buddha 

Indonesia menurut hukum perka- 

winannya (HPAB) yang telah disah-

kan pada tanggal 1 Juni. 1977 dan 

terdiri dari XIV Bab dan 62 pasal itu 

ada khusus tentang perjanjian dalam 

ikatan perkawinan, hal mana berarti 

terserah kepada para pihak yang 

bersangkutan, asal  perjanjian yang 

dibuat itu tidak bertentangan dengan 

agama Buddha Indonesia, UU No. 1 

Tahun1974 dan kepentingan umum.

Perkawinan menurut UU No. 1 
Tahun 1974

Sebagai dasar dan tujuan perka- 

winan, UU memberikan batasan 

seperti yang tercantum dalam pasal 1 

UU No. 1/1974 yaitu perkawinan  

ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang berbahagia dan kekal berdasar-

kan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konsep Perkawinan Menurut 
Agama Kristen

Berdasarkan  konsep perkawinan 

menurut Agama Kristen, perkawinan 

itu ikatan suci yang berasal dari 

Tuhan, jadi bukan semata mata 

prilaku manusia, sehingga apa yang 

sudah disatukan oleh Tuhan tidak 

bisa dipisahkan oleh siapapun terma-

suk oleh manusia, kecuali maut.

Dalam Agama Kristen juga me- 

nganjurkan perkawinan dan mela-

rang umatnya berzina, seperti yang 

tertulis di dalam Keluaran Pasal 22 

ayat 16 :”Apabila seseorang  mem-

bujuk seorang perempuan anak 

perawan yang belum bertunangan 

dan tidur dengan dia maka haruslah 

dia mengambilnya sebagai istrinya 

dengan membayar mas kawin”. Ayat 

17nya mengemukakan ”Jika ayah 

perempuan sungguh sungguh meno-

lak memberikan kepadanya maka ia 

juga harus mengembalikan perak 

kepada- nya” (Suhariningsih, 2008).

Gambaran Umum Desa Sitiarjo

Berdasarkan pengamatan di 

lokasi penelitian dan wawancara 

dengan tokoh agama dan masyarakat 

diperoleh informasi sebagai berikut. 

Desa Sitiarjo merupakan salah satu 

desa dari 15 desa yang ada di Keca-

matan Sumber Manjing Kabupaten 

Malang. Selengkapnya, 14 desa yang 

lain adalah sebagai berikut :1) Desa 

Druju 2) Desa Sumber Manjing; 3) 

Desa Harjokuncaran/Telogorejo; 4) 

Desa Argo Tirto; 5) Desa Tambak 

Rejo ; 6) Desa Krdung Banteng ; 7) 

Desa Sidoasri; 8)Desa Tambak Asri; 

9) Desa Klepu; 10) Desa Tegal Rejo; 

11) Desa Sekar Banyu; 12) Desa 

Ringin Sari; 13) Desa Ringin 

Kembar; 14) Desa Sumber Agung 

Di Desa Sitiarjo sendiri terdiri 

dari dua dukuh yaitu :1) Dukuh 

Krajan ; 2) Dukuh Rowotratih. Dua 

dukuh tersebut terdiri dari 14 Rukun 

Warga (RW), dan dari 14 RW terse-

but terdapat 24 Rukun Tetangga 

(RT). Penduduk Desa Sitiarjo 

berjumlah ± 6.000 orang atau sekitar 

2.279 Kepala Keluarga. Dari seluruh 

penduduk Desa Sitiarjo, mayoritas 

yaitu 90 % beragama Nasrani, 

sementara sisanya 10 % beragama 

Islam. Biasanya yang beragama 

Islam adalah para pendatang bukan 

penduduk asli Desa Sitiarjo.

Jumlah penduduk yang  mayori-

tas beragama Nasrani ini dapat juga 

dilihat dari banyaknya bangunan 

gereja yang ada di  sebuah desa 

terpencil di puncak bukit dan tepi 

pantai itu. Ada lebih dari 5 gereja 

yang ada di desa itu, dan gereja yang 

tertua di desa tersebut sudah berusia 

lebih dari 2 abad (200 tahun). Hal itu 

menunjukkan bahwa memang sudah 

sangat lama penduduk Desa Sitiarjo 

memeluk agama Nasrani, yaitu sejak 

jaman penjajahan Belanda.

Lokasi desa yang berada di 

puncak bukit berkapur dan gersang 

itu dahulunya terkenal sebagai 

daerah minus, dimana penduduknya 

hidup sangat miskin. Tapi sekarang 

kondisinya sangat jauh berbeda, di 

desa yang sangat terpencil itu ternya-

ta bangunan rumahnya sangat bagus 

dan mewah. Hal itu disebabkan, 

sejak tahun 1980 an penduduk desa 

tersebut terutama yang perempuan, 

banyak yang menjadi pembantu 

rumah tangga di Hongkong. Oleh 

karena itu,  tidak mengherankan, jika 

di desa yang sangat jauh dari pusat 

kota itu ternyata juga ada Perusahaan 

Jasa Pengerah Tenaga Kerja Indone-

sia ke Luar Negeri.

Faktor Dominan Penyebab Terja- 
dinya Penyimpangan Karakteris-
tik Sosio Religius Hukum Adat 
Dalam Pelaksanaan Per- tunangan 
Relevansinya Dengan Agama 
Kristen di Desa Sitiarjo Keca-
matan Sumber Manjing  Kabupa- 
ten  Malang 

Dari hasil penelitian melalui 

pengamatan dan wawancara kepada 

tokoh agama dan masyarakat di 

lokasi penelitian dijumpai hal-hal 

yang sangat unik dan menarik, yang 

membedakan Desa Sitiarjo dengan 

desa yang lain.

Praktek Pelaksanaan Pertuna- 
ngan di Desa Sitiarjo 

Pertunangan merupakan suatu 

proses awal yang dilakukan oleh 

sebagian besar masyarakat atau 

kelompok masyarakat untuk menuju 

sebuah perkawinan. Begitu juga 

dengan masyarakat yang ada di Desa 

Sitiarjo, untuk menuju sebuah lem- 

baga perkawinan, mereka melakukan 

proses lamaran yang biasanya dari 

keluarga laki-laki kepada keluarga 

perempuan, di rumah keluarga 

perempuan. Setelah melalui proses  

lamaran, mereka akan mengumum-

kan pertunangan mereka di gereja 

dimana mereka menjadi jamaat, 

selama tiga minggu berturut-turut. 

Oleh karena itu, semua  jamaat selalu 

mengetahui kalau seseorang itu 

sedang bertunangan dengan orang 

lain.

Pada saat pertunangan itu,  pende-

ta akan memberikan nasehat kepada 

calon pengantin, bahwa meskipun 

mereka sudah bertunangan tetapi 

mereka belum boleh melakukan  

hubungan  intim selayaknya hubu- 

ngan suami istri. Nasehat juga diberi-

kan oleh orang  yang  menjadi saksi 

pertunangan mereka yang nantinya 

juga akan  menjadi saksi pada saat 

mereka menikah. Nasehatnya hampir 

sama dengan nasehat yang diberikan 

oleh pendeta.

Pada saat pertunangan biasanya 

ditentukan hari ”H” perkawinannya, 

atau istilah lokalnya disebut, ”teg- 

tegan hari/tanggal”, biasanya tiga 

bulan setelah tanggal pertunangan. 

Akan tetapi ada juga, tetapi jumlah- 

nya sedikit, yang pada saat pertuna- 

ngan belum ditentukan tanggal 

perkawinannya dengan pasti. Hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh 

Modin Hari berikut ini, ”menawi 

tunangan biasanipun sebagian besar 

sampun teg tegan dinten, nggih 

wonten sing dereng tapi jumlah 

nipun kedik”

Jika tanggal perkawinannya su- 

dah ditentukan pada saat pertuna-  

ngan di gereja, 90 % pasangan calon 

pengantin ini sudah tinggal serumah, 

biasanya di rumah pihak perempuan, 

meskipun ada juga  yang tinggal di 

rumah pihak laki-laki. Menanggapi 

pasangan yang belum menikah tapi 

tinggal serumah ini penduduk sekitar 

dan tokoh masyarakat setempat me- 

nganggap itu sudah biasa, tidak ada 

masalah karena mereka sudah 

bertunangan. Hal ini berdasarkan 

hasil wawancara dengan Modin Hari 

yang dalam bahasa aslinya sebagai 

berikut : ”Menawi sampun teg tegan 

dinten pas tunangan wonten gerejo, 

90 % calon manten meniko sampun 

tinggal bareng biasanipun  wonten 

daleme ingkang estri, mersani kados 

mekaten tokoh masyarakat lan ma- 

syarakat biasa mawon, amargi 

sampun tunangan”.

Akibat perilaku calon pengantin 

dan tanggapan masyarakat seperti itu 

tidak jarang pada saat mereka 

menikah banyak yang sudah hamil. 

Meskipun tidak hamil, dipastikan 

bahwa 90 % pasangan yang sudah 

bertunangan dan tinggal satu rumah 

sudah  melakukan hubungan seksual. 

Hal ini berdasarkan hasil wawancara 

dengan Pak Hari, modin yang ada di 

desa tersebut. Pak Hari mengetahui 

dengan pasti, karena pada saat 

mereka mengurus surat pernikahan 

untuk menikah di gereja, mereka 

harus mendaftar melalui Pak Modin 

Hari. Setiap ada calon pengantin 

yang  mendaftar, pak modin selalu 

menanyakan apakah mereka sudah 

melakukan hubungan seksual atau 

belum. Yang mencengangkan, 90 % 

dari mereka mengaku telah melaku-

kan hubungan seksual dengan 

pasangannya. Pertanyaan ini diaju-

kan oleh Pak modin, karena jika 

pihak perempuannya sedang hamil, 

maka sebelum proses pernikahan 

dilakukan, mereka harus melakukan 

pertaubatan di gereja yang di- 

saksikan oleh semua jamaat. Seperti 

duangkapkan dalam bahasa aslinya, 

”nggih  terus terang kula  tangleti, 

kedah jujur kalian kulo, amargi 

menawi ingkang estri sampun  

mbobot nggih kedah nglampahi 

pertobatan rumiyin sakdereangipun 

nikah”.

Akan tetapi, meskipun mereka 

telah  melakukan hubungan seksual 

sebelum menikah tetapi jika pihak 

perempuannya tidak hamil, mereka 

tidak perlu melakukan pertaubatan. 

Dan, menurut Pak modin, anak muda 

sekarang sudah sangat pandai se- 

hingga meskipun hampir seluruh 

pasangan sudah melakukan hubu- 

ngan seksual sebelum menikah, 

pihak perempuannya hanya sedikit 

yang hamil, sekitar 1-5 kasus perta-

hun, padahal angka perkawinan 

sangat tinggi, yaitu bisa sampai 5 

pasangan setiap hari yang  mendaftar 

ke pak  modin untuk menikah, hal ini 

dikarenakan mereka sudah menggu-

nakan alat kontrasepsi sebelum 

menikah. Hal ini seperti diuangkap-

kan Pak Modin Hari berikut ini, 

”lare sakniki lak pun pinter pinter a 

bu, dibanding lare jaman singen, lek 

singen kathah ingkang mbobot, 

menawi sak meniko namun kedik 

amargi KB meniko”

Proses Perkawinan di Desa Sitiar-
jo

Bagi pasangan yang akan 

melangsungkan perkawinan di desa 

Sitiarjo, mereka harus mendaftar 

melalui pak modin. Di desa tersebut 

Pak modin ada dua, yang satu khusus 

untuk umat Nasrani, yaitu Pak Hari, 

dan yang beragama Islam ke pak 

modin Islam, yaitu Pak Wahyudi. 

Sesuai dengan fokus peneitian ini, 

maka perkawinan umat Islam tidak 

diteliti lebih jauh, karena fokus pene-

litian ini berkaitan dengan penyim-

pangan karakteristik sosio religius 

hukum adat dalam pelaksanaan 

pertunangan relevansinya dengan 

agama kristen di Desa Sitiarjo Keca-

matan Sumber Manjing  Kabupaten  

Malang . Pada saat mendaftar ke Pak 

modin untuk menikah di gereja, 

pasangan calon pengantin harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut : 1) Foto copy Akte Kelahiran 

masing-masing 1 lembar (bagi yang 

punya, bagi yang tidak foto copy 

surat nikah orang tua ditambah Surat 

kelahiran Desa); 2) Foto copy Kartu 

Keluarga; 3) Foto copy  KTP calon 

pengantin  masing-masing 2 lembar; 

4) Foto copy KTP saksi masing- 

masing; 5) Foto copy Bukbaktis ma- 

sing-masing; 6) Kartu TT dari bidan, 

yang pertama dan kedua; 7) Pas foto 

berjajar ukuran 4 x 6 seba- nyak 8 

lembar.

Pada saat  mendaftar itulah pak 

modin akan menanyakan apakah 

mereka sudah melakukan hubungan 

suami istri atau belum. Pertanyaan 

ini diajukan oleh pak modin karena 

jika mereka sudah melakukan  

hubungan suami istri dan pihak 

perempuannya sudah hamil, maka 

sebelum proses pemberkatan per- 

kawinan,  mereka harus melakukan 

upacara pertobatan. Upacara perto-

batan yang lebih dulu harus dilaku-

kan ini jika pernikahan itu dilakukan 

di Gereja Kristen Jawi Wetan 

(GKJW). Sementara jika pernikahan 

dilakukan di gereja lain, tidak perlu 

dilakukan upacara pertobatan, 

meskipun calon pengantin perem-

puannya telah hamil lebih dulu. Dari 

hasil penelitian diketahui bahwa, di 

Desa Sitiarjo terdapat beberapa 

aliran dalam Nasrani, yaitu : GKJW, 

Tabatnakel, Pantekosta dan Bethel.

Dari ke empat aliran itu hanya 

Gereja Kristen Jawi Wetan yang 

mewajibkan upacara pertobatan bagi 

pasangan yang sudah hamil sebelum 

menikah, karena hanya GKJW yang 

mempunyai ”Toto Pranoto” acara 

pernikahan. Upacara  pertobatan itu 

dilakukan dengan cara, kedua calon 

pengantin sebelum upacara pernika-

han, dengan mengenakan busana 

pengantin, membacakan penyesalan- 

nya karena telah melakukan perbua-

tan dosa, yaitu melakukan hubungan 

suami istri sebelum menikah. Isi dari 

kata-kata penyesalannya itu sudah 

ada formnya yang ditetapkan oleh 

gereja, tetapi biasanya ditambahi 

oleh calon pengantin sesuai dengan 

rasa penyesalannya. Pembacaan 

pertobatan itu dilakukan di gereja di 

hadapan semua jemaat. Rasa penye-

salan yang  dibacakan  itu biasanya 

akan  membuat haru jemaat yang 

hadir, sehingga mereka sering kali 

menangis ketika ada yang memba-

cakan pertobatan.

Setelah pembacaan pertobatan 

tersebut, baru dapat dimulai acara 

pemberkatan perkawinannya. Per- 

kawinan itu harus disaksikan oleh 

dua orang saksi. Saksi ini merupakan 

orang yang dituakan di wilayahnya 

karena mereka juga yang akan mem-

berikan nasehat ketika rumah tangga 

mreka nanti dalam masalah. Syarat 

untuk menjadi saksi adalah tidak ada 

hubungan saudara dengan pengantin. 

Berbeda dengan perkawinan umat 

Islam, perkawinan di gereja tidak 

memerlukan  wali atau orang tua dari 

pengantin. Jadi bisa saja terjadi 

penikahan yang tidak disetujui/ 

direstui atau tidak dihadiri orang 

tuanya bisa terlaksana di gereja. 

Orang yang biasa menjadi saksi 

pernikahan adalah sebagai berikut : 

1) Pak Nyoto Aji (Tokoh Masyarakat 

Setempat); 2) Pak Suraji (Tokoh 

Masyarakat Setempat); 3) Pak Modin 

itu sendiri.  

Setelah itu, pengantin akan  men- 

dapatkan Surat Pemberkatan Nikah 

dari gereja. Perkawinan tidak lang- 

sung dicatatkan ke Kantor Catatan 

Sipil, tapi biasanya dilakukan sebu-

lan sekali oleh pendeta, jadi tidak 

dilakukan oleh pengantin itu sendiri. 

Pengantin itu diwajibkan membayar 

sejumlah Rp. 300.000,- (yang 

menurut sebagian masyarakat biaya 

tersebut terlalu mahal ) kemudian 

berkasnya diserahkan kepada pende-

ta untuk dicatatkan di Kantor Catatan 

Sipil. Oleh karena sistem pencatatan 

yang seperti ini, maka pernah terjadi 

selama bertahun- tahun pencatatan  

itu tidak dilakukan oleh pendetanya, 

sehingga banyak pasangan yang 

sudah  menikah di gereja di Desa 

Sitiarjo, tetapi tidak punya akta 

nikah, sehingga di Desa Sitiarjo 

seringkali dilakukan pemutihan akta 

nikah, dengan biaya yang sangat 

murah yaitu Rp. 25.000,-, termasuk 

Pak Modinnya sendiri juga baru 

mempunyai akta nikah setelah anak 

mereka lahir, sehingga anaknya 

tercatat sebagai anak luar kawin. 

Akhirnya pendeta tersebut dipecat, 

karena disamping menggelapkan  

uang pencatatan perkawinan juga 

melakukan tindak perselingkuhan.

Faktor Dominan Penyebab Terja- 
dinya Penyimpangan Dalam 
Pertunangan 

Dari uraian terdahulu dapat 

disimpulkan bahwa di Desa Sitiarjo 

telah terjadi penyimpangan karakte- 

ristik sosio religius hukum adat 

dalam pelaksanaan pertunangan  

relevansinya dengan agama kristen. 

Penyimpangan-penyimpangan itu 

dapat ditelaah dari analisa berikut 

ini.

Menurut hukum adat pertunangan 

baru mengikat apabila dari pihak 

laki-laki sudah memberikan kepada 

pihak perempuan suatu tanda 

pengikat (penyancang yang kelihatan 

yaitu “panjer” atau “peningset”) 

istilah di jawa (Djojodigoeno, tanpa 

tahun, 54). Adapun tanda pengikat 

tersebut adalah dengan diberikan 

secara timbal balik “pertukaran 

cincin” sebagai saat dimulainya 

secara resmi fase pertunangan. Hal 

ini sesuai dengan sifat dari hukum 

adat secara umum yaitu bahwa men-

talitas yang menjiwai hukum adat 

adalah : sifat kongkrit, maksudnya 

tiap-tiap perbuatan atau keinginan 

atas hubungan-hubungan tertentu 

dinyatakan dengan benda-benda 

berwujud. Tentu saja hal tersebut 

disamping sifat religius magis, 

komersial dan kontan. (Djaren 

Saragih, 1984, 19)

Sampai pada fase ini, di Desa 

Sitiarjo belum terjadi penyimpangan  

karena setiap proses pertunangan di 

desa tersebut diawali dengan proses 

lamaran dari keluarga laki- laki 

kepada keluarga perempuan, dengan 

memberikan peningset. Kemudian 

dilanjutkan proses pertunangan 

dengan ”tukar cincin” di gereja.

Secara umum, akibat dari per- 

tunangan adalah bahwa kedua belah 

pihak telah terikat untuk melakukan 

perkawinan. Tapi ikatan itu tidak 

berarti bahwa kedua pihak tidak 

boleh tidak, harus melakukan 

perkawinan. Dengan kata lain, 

pertunangan yang dilakukan itu 

masih mungkin dibatalkan dalam 

hal-hal: 1) Apabila pembatalan itu 

memang menjadi kehendak kedua 

pihak setelah pertunangan berjalan 

beberapa waktu lamanya; 2) Apabila 

salah satu pihak tidak memenuhi 

janjinya,  seandainya yang menerima 

tanda jadi ingkar janji maka harus 

mengembalikan sejumlah atau berli-

pat dari yang diterimanya. Sedang-

kan apabila yang tidak memenuhi 

janji adalah pihak pemberi maka 

tidak ada hak untuk meminta kemba-

li barang pemberiannya. 

Mulai dari fase ini sudah ada 

sedikit penyimpangan di Desa Sitiar-

jo, yaitu setiap pasangan yang sudah 

bertunangan, ”sudah pasti jadi” arti- 

nya tidak boleh tidak harus  

melangsungkan perkawinan (wa- 

wancara dengan responden). Hal ini 

tentu saja berbeda dengan pertuna- 

ngan secara umum menurut hukum 

adat yang masih memungkinkan 

adanya pembatalan pada masa 

pertunangan dari kedua belah pihak, 

atau dari salah satu pihak, dengan 

akibat hukumnya masing-masing. 

Faktor ini merupakan salah satu 

faktor penyebab pasangan yang 

sudah bertunangan tapi belum 

menikah berani tinggal serumah dan 

masyarakat sekitar melihat itu 

sebagai hal yang lumrah. 

Di samping itu, pertunangan 

dilakukan di gereja, disaksikan oleh 

seluruh jemaat, dan diumumkan 

selama tiga minggu berturut-turut. 

Bagi masyarakat Desa Sitiarjo, ini 

merupakan legitimasi bahwa semua 

pihak, baik itu pihak keluarga, pihak 

gereja, dan masyarakat sudah me- 

ngetahui bahwa mereka bertunangan 

dan sudah pasti menikah, sehingga 

bagi mereka dan masyarakat yang 

ada di sana tidak mempermasalahkan  

jika mereka tinggal dalam satu  

rumah meskipun mereka belum 

menikah. Hal ini juga dapat merupa-

kan faktor yang cukup berpengaruh 

yang menyebabkan terjadinya pe- 

nyimpangan karakteristik sosio 

religius dari pertunangan menurut 

hukum adat di Desa Sitiarjo.  

Sahnya perkawinan menurut 

hukum adat bagi masyarakat hukum 

adat di Indonesia pada umumnya 

bagi penganut agama tergantung 

pada agama yang dianut masyarakat 

adat bersangkutan. Maksudnya jika 

telah dilaksanakan menurut tata-ter- 

tib hukum agamanya, maka perka- 

winan itu sudah sah menurut hukum 

adat. Kecuali bagi mereka yang 

belum menganut agama yang diakui 

pemerintah, seperti halnya mereka 

yang masih menganut kepercayaan 

agama lama (kuno) seperti 'sipelebe-

gu' (pemuja roh) di kalangan orang 

Batak (perhatikan J.C. Vergouwen, 

1986:81) atau agama Kaharingan di 

kalangan orang-orang Dayak Kali-

mantan Tengah (Koentjaraningrat/J. 

Danandjaja, 1983:137) dan lainnya. 

maka perkawinan yang dilakukan 

menurut tata tertib adat/agama 

mereka itu adalah sah menurut 

hukum adat setempat.

Menurut Hukum Kristen/Katolik 

Perkawinan itu sah apabila syarat- 

syarat yang telah ditentukan dipenuhi 

dan perkawinannya dilaksanakan di 

hadapan Pastur yang dihadiri oleh 

dua orang saksi. Saat sahnya perka- 

winan itu ialah pada saat perkawinan 

itu diteguhkan oleh Imam/Pastur 

dengan mengucapkan janji bersatu. 

Untuk dapat disahkan perkawinan itu 

maka kedua mempelai harus sudah 

dibaptis (Kan.1055:2), ada kesepaka-

tan antara kedua mempelai (Kan. 

1057:2), tidak ada kekeliruan tentang 

diri orangnya (Kan.1097:1), tidak 

ada paksaan (Kan.1103), telah beru-

mur 16 (enam belas) tahun bagi pria 

dan telah berumur 14 (empat belas) 

tahun bagi wanita (Kan. 1083:1), 

salah satu atau kedua calon suami 

isteri itu tidak terikat perkawinan 

sebelumnya (Kan.1086: 1). Perka- 

winan dilakukan di hadapan Pastur 

dan disaksikan oleh dua orang saksi 

(Kan.1108:1). (Perhatikan juga 

Sukiran, 1987: 40-41.)

Dari sini kita juga dapat melihat 

adanya penyimpangan yang terjadi di 

Desa Sitiarjo, secara umum menurut 

Hukum Adat perkawinan adalah sah 

jika dilakukan secara sah menurut 

hukum agamanya masing-masing, 

dalam hal ini adalah Hukum Agama 

Nasrani. Menurut agama Nasrani 

perkawinan itu mulai sah pada saat 

perkawinan itu diteguhkan oleh 

Imam/Pastur dengan  mengucapkan 

janji bersatu, jadi pada saat pertuna- 

ngan belum sah terjadinya perka- 

winan. Hal ini dapat dibuktikan 

bahwa pada saat pertunangan, pende-

ta dan saksi memberikan nasehat 

kepada calon pengantin, bahwa 

meskipun  mereka sudah bertunan-

gan tapi mereka belum sah sebagai 

suami istri, sehingga belum boleh 

melakukan hubungan layaknya 

hubungan suami istri. Dibuktikan 

juga bahwa bagi pasangan tunangan 

yang sudah hamil lebih dahulu harus 

melakukan prosesi pertobatan sebe-

lum pemberkatan perkawinan.

Akan tetapi ada satu hal yang 

sangat menarik di Desa Sitiarjo, bagi 

pasangan tunangan yang telah 

melakukan hubungan suami istri tapi 

calon pengantin prempuannya tidak 

hamil, tidak perlu melakukan upaca-

ra pertobatan, meskipun modinnya 

mengetahui bahwa pasangan itu telah 

melakukan hubungan suami istri 

sebelum menikah. Dari hal ini kita 

juga dapat melihat adanya penyim-

pangan, bahwa bagi pasangan tuna- 

ngan yang  melakukan hubungan 

suami istri sebelum menikah, tapi 

perempuannya tidak hamil ”diang-

gap tidak berdosa”, sehingga tidak 

perlu melakukan upacara pertobatan 

sebagaimana pasangan tunangan 

yang hamil  lebih dulu. Ini juga mer-

upakan faktor yang menyebabkan 

terjadinya penyimpangan  karakteris-

tik sosio religius hukum adat dalam 

pelaksanaan pertunangan  di Desa 

Sitiarjo.

Di samping itu, jika melihat 

banyaknya bangunan gereja tua di 

Desa Sitiarjo, menunjukkan bahwa 

sejak jaman dahulu masyarakat Desa 

Sitiarjo sudah akrab dengan budaya 

barat yang dibawa oleh Belanda. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa 

Belanda datang ke Indonesia tidak 

hanya menyebarkan agamanya tetapi 

membawa serta budayanya, yang 

salah satunya adalah budaya per- 

gaulan muda mudi yang  lebih bebas 

dari budaya asli bangsa Indonesia. 

Oleh karena itu, tidak mengherankan 

jika budaya bebas tersebut akhirnya 

menular kepada muda-mudi yang 

ada di Desa Sitiarjo pada saat itu 

yang akhirnya berkembang sampai 

sekarang. Hal ini juga dapat menjadi 

faktor penyebab mengapa terjadi 

penyimpangan dalam pertunangan di 

Desa Sitiarjo.  

Dari uraian di atas kita dapat 

melihat ada empat faktor yang 

menyebabkan terjadinya penyimpa- 

ngan karakteristik sosio religius 

hukum adat dalam pelaksanaan 

pertunangan di Desa Sitiarjo, yaitu: 

1) Faktor  pandangan masyarakat 

yang melihat bahwa pasangan yang 

bertunangan itu pasti jadi menikah, 

tidak boleh tidak; 2) Faktor panda- 

ngan masyarakat yang mengasum-

sikan bahwa karena pertunangan itu 

dilangsungkan di Gereja, disaksikan 

oleh masyarakat banyak (para 

jemaat), dan diumumkan tiga ming- 

gu berturut turut, maka sah-sah saja 

jika pasangan yang sudah bertuna- 

ngan tapi belum menikah, tinggal 

serumah; 3) Faktor diskriminasi 

dalam pertobatan, pertobatan hanya 

harus dilakukan oleh pasangan yang 

terlanjur hamil lebih dulu, tapi bagi 

pasangan yang  jelas-jelas mengaku 

kepada modinnya bahwa mereka 

telah melakukan hubungan suami 

istri tapi perempuannya tidak hamil, 

tidak perlu melakukan pertobatan. 

Hal ini dapat diartikan bahwa 

melakukan hubungan seksual sebe-

lum menikah ”asal tidak hamil, tidak 

berdosa”, sehingga tidak perlu mela- 

kukan pertobatan.; 4)  Faktor budaya 

pergaulan bebas yang diwariskan 

oleh penjajah Belanda kepada ma- 

syarakat asli Desa Sitiarjo.

Dari ketiga faktor itu, faktor yang 

paling dominan dalam menyebabkan 

terjadinya penyimpangan karakteris-

tik sosio religius hukum adat dalam 

pelaksanaan pertunangan di Desa 

Sitiarjo adalah faktor yang ketiga, 

karena faktor ini tidak berasal dari 

masyarakat, tapi berasal dari pemuka 

agama, yang sebenarnya mempunyai 

pengaruh yang sangat besar terhadap 

perilaku masyarakat yang ada di 

Desa Sitiarjo.  Sementara dua faktor 

yang  lain, karena keduanya berasal 

dari pandangan masyarakat, yang  

tentunya akan mudah berubah sesuai 

dengan perubahan masyarakat itu 

sendiri, sehingga meskipun  punya 

andil dalam penyimpangan karakte- 

ristik, tetapi pengaruhnya tidak sebe-

sar pengaruh faktor yang ketiga.

Upaya Yang Telah dan Akan 
Dilakukan oleh Pemuka Agama  
Kristen dan Pemangku Kepenti- 
ngan untuk Mengurangi Angka 
Kehamilan Sebelum Perkawinan

 

Menghadapi permasalahan yang 

terjadi di Desa Sitiarjo berkaitan 

dengan banyaknya angka kehamilan 

sebelum perkawinan, telah dilakukan 

upaya oleh pemuka agama Kristen 

dan pemangku kepentingan yang 

lain, upaya upaya tersebut antara 

lain:

1. Pemberian nasehat oleh pendeta 

kepada pasangan tunangan agar 

tidak melakukan hubungan suami 

istri sebelum menikah.

2. Pemberian nasehat oleh saksi 

pertunangan  kepada pasangan 

tunangan agar tidak melakukan 

hubungan suami  istri sebelum 

menikah.

3. Pemberian pertanyaan oleh modin 

kepada pasangan yang akan 

menikah tentang apakah mereka 

sudah melakukan hubungan 

suami istri sebelum menikah atau 

tidak.

4. Pengharusan melakukan upacara 

pertobatan bagi pasangan yang 

hamil lebih dahulu sebelum pem-

berkatan pernikahan.

5. Menurut masyarakat, pihak gereja 

juga pernah mengadakan sema-

cam sayembara bahwa bagi 

pasangan yang pada saat melang- 

sungkan pernikahan belum hamil 

akan mendapat hadiah dari gereja.

Justru upaya yang belum tampak 

adalah upaya dari Kepala Desanya 

sendiri, karena ternyata pada saat 

penelitian ini dilaksanakan, di Desa 

Sitiarjo sedang tidak mempunyai 

kepala desa, karena kepala desanya 

baru saja dicopot/dilengserkan oleh 

masyarakat, karena tertangkap basah 

sedang berselingkuh dengan banyak 

perempuan di desa tersebut.  Seba- 

gaimana kita ketahui bahwa dalam 

penegakan hukum kita mengenal ada 

tiga komponen di sana ,  yaitu, 

substansi, struktur / aparat dan kultur.  

Kepala desa yang seharusnya menja-

di aparat yang menegakkan hukum di 

wilayahnya ternyata  memberikan 

contoh yang tidak baik, sehingga 

tidak mungkin dapat menegakkan 

hukum di desanya.

Pemuka agama kristen akan terus 

melakukan upaya yang selama ini 

sudah dilakukan, akan tetapi dari 

kepala desa tidak dapat dimintai 

keterangan tentang upaya apa yang 

akan diperbuat terhadap warganya, 

karena ternyata kepala desanya juga 

terbukti melakukan perbuatan asusila 

terhadap warganya. Bisa jadi 

kelakuan kepala desa yang  gemar 

berselingkuh itu juga merupakan 

faktor penyebab terjadinya penyim-

pangan karakteristik sosio reigius 

hukum adat dalam hal pertunangan 

di Desa Sitiarjo, karena kepala 

desanya memberikan contoh yang  

tidak baik, sehingga tidak mungkin 

dia akan dianggap oleh warganya 

ketika dia memberikan nasehat 

kepada warganya. 

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pemba-

hasan dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut.

1. Faktor dominan yang menye-

babkan terjadinya penyimpa- 

ngan karakteristik sosio religi-

us hukum adat dalam pelaksa-

naan pertunangan di Desa 

Sitiarjo, relevansinya dengan 

agama Kristen adalah faktor 

diskriminasi dalam pertobatan, 

pertobatan hanya wajib dilaku-

kan oleh pasangan yeng terlan-

jur hamil lebih dulu, tapi bagi 

pasangan yang jelas-jelas 

mengaku kepada modinnya 

bahwa mereka telah melaku-

kan hubungan suami istri tapi 

perempuannya tidak hamil, 

tidak perlu melakukan perto-

batan. Hal ini dapat diartikan 

bahwa melakukan hubungan 

seksual sebelum menikah 

”asal tidak hamil, tidak berdo-

sa”, sehingga tidak perlu 

melakukan pertobatan.  

2. Upaya yang telah dilakukan 

oleh pemuka agama  kristen 

dan pemangku kepentingan 

untuk mengurangi angka 

kehamilan sebelum perka- 

winan adalah sebagai berikut :

1) Pemberian nasehat oleh pen- 

deta kepada pasangan tuna- 

ngan agar tidak melakukan 

hubungan suami istri sebelum 

menikah.

2) Pemberian nasehat oleh saksi 

pertunangan  kepada pasangan 

tunangan agar tidak melaku-

kan hubungan suami istri sebe-

lum menikah.

3) Pemberian pertanyaan oleh 

modin kepada pasangan yang 

akan menikah tentang apakah 

mereka sudah melakukan 

hubungan suami istri sebelum 

menikah atau tidak.

4) Pengharusan melakukan upa- 

cara pertobatan bagi pasangan 

yang hamil lebih dahulu sebe-

lum pemberkatan pernikahan.

5) Menurut masyarakat, pihak 

gereja juga pernah mengada-

kan semacam sayembara bah- 

wa bagi pasangan yang pada 

saat melangsungkan pernika- 

han belum hamil akan 

mendapat hadiah dari gereja.

Justru upaya yang belum tampak 

untuk mengurangi angka kehamilan 

sebelum menikah adalah upaya dari 

Kepala Desa Sitiarjo. Pemuka agama 

kristen akan terus melakukan upaya 

yang selama ini sudah dilakukan, 

akan tetapi dari kepala desa tidak 

dapat dimintai keterangan tentang 

upaya apa yang akan diperbuat terha-

dap warganya, karena ternyata 

kepala desanya juga terbukti  

melakukan perbuatan asusila terha-

dap warganya. 

Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas 

peneliti memberikan saran-saran 

sebagai berikut :

1. Bagi pemuka agama Kristen harus 

terus mendidik umatnya agar 

tidak melakukan hubungan suami 

istri sebelum menikah, dan mem-

berikan pemahaman  kepada umat 

nya bahwa meskipun pertuna- 

ngan mereka sudah dilakukan di 

gereja dan disaksikan banyak 

orang, belum berarti mereka 

sudah menikah dan boleh melaku-

kan hubungan suami istri. Dan 

yang lebih penting adalah tidak 

lagi melakukan diskriminasi da- 

lam ”pertobatan”, seharusnya 

pertobatan tidak hanya wajib 

dilakukan oleh pasangan yang 

sudah hamil sebelum menikah, 

tapi juga terhadap seiap pasangan 

yang belum menikah tapi sudah 

melakukan hubungan suami istri.

2. Bagi tokoh masyarakat, hendak- 

nya dapat memberikan teladan 

yang baik bagi warganya sehing-

ga dapat  memimpin warganya ke 

dalam kehidupan dan pergaulan 

yang lebih baik.
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Kecamatan Geger, Kabupaten 

Bangkalan, berkali-kali mendapat-

kan penghargaan nasional bidang 

lingkungan hidup. Penghargaan 

pertama kali berupa Kalpataru di 

tahun 1988 kemudian tahun 2004. 

Ada pula tokoh lingkungan yang 

mendapatkan Satya Lencana Pemba-

ngunan Lingkungan Hidup dari desa 

Kombangan, yakni  H. Gosali pada 

tahun 2009. Pada tahun 2010, 

Kelompok Tani Gunung Mereh men- 

dapatkan Ecolabel (Standarisasi 

Luasan Hutan Rakyat) dari Kemen- 

terian Negara Lingkungan Hidup. 

Ibarat penyempurna lingkungan, 

FMU “Gebang Lestari” mendapat-

kan sertifikasi UMHRL (Unit Mana-

jemen Hutan Rakyat Lestari) pada 20 

Juni 2010. 

Karakteristik sifat petani pada 

umumnya menunjukkan sedikit 

minat untuk memanen kayu dan 

hanya melakukannya jika menghada-

pi keadaan yang disebut filosofi 

“tebang butuh”. Mereka memper-

lakukan hutan sebagai asset jangka 

panjang layaknya rekening bank 

yang dapat sewaktu-waktu diuang-

kan. Hasil penelitian (dukungan 

REDD) menunjukkan bahwa kepen- 

tingan komersial saat ini menjadi 

pendorong utama petani untuk pena-

naman dan petani sangat memahami 

nilai sebenarnya hutan mereka, dan 

meyakini nilai tersebut meningkat 

dengan adanya sertifikasi hutan. 

Kemauan petani untuk berpartisipasi 

dalam penyiapan sertifikasi biasanya 

muncul ketika tim pendamping 

memfasilitasi pembenahan-pembe- 

nahan organisasi yang diusulkan. 

Semua wilayah memerlukan pe- 

ngembangan organisasi masyarakat 

secara khusus. Terdapat kebutuhan 

khusus membangun asosiasi petani 

yang lebih tinggi seperti koperasi, 

yang membutuhkan pengetahuan 

kewirausahaan juga dukungan dana 

eksternal. 

Permasalahan 

Kecamatan Geger terdiri dari 13 

(tiga belas) desa yaitu : desa Lerpak, 

Geger, Togubang, Batubella, Teber 

Priyah, Campor, Kompol, Komban-

gan, Dabung, Katol Barat, Ba- 

nyoneng Laok, dan desa Banyoneng 

Dajah. Dari tiga belas desa tersebut, 

kelompok tani yang relatif  maju 

terdapat di desa Geger, Kombangan, 

dan desa Togubang. Kelompok dari 3 

(tiga) desa tersebut tergabung dalam 

FMU “Gebang Lestari” yang dipu-

satkan di desa Kombangan di bawah 

arahan H. Gosali. Permasalahan 

klasik yang dihadapi kelompok tani 

yang berbasis pengelolaan hasil 

hutan yang berasal dari hutan rakyat 

pada umumnya, juga dialami oleh 

FMU “Gebang Lestari” yaitu: 1) 

Keterbatasan modal masyarakat 

dalam menyelenggarakan usaha 

hutan rakyat; 2) Luas pemilikan 

lahan yang relatif sempit dan terpen-

car sehingga menyulitkan pengelo-

laan dalam satu manajemen; 3) Pem-

biayaan berkelanjutan dan berorien-

tasi pada proyek; 4) Kualitas sumber 

daya manusia.

Masyarakat tani hutan yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan kelompok tani 

hutan yang sering mendapat peng-

hargaan dan sertifikasi. Namun, 

penghargaan tersebut hanyalah legi- 

timasi keberadaan mereka saja, 

tanpa diiringi dengan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan 

kesejahteraannya. Melihat perma- 

salahan di atas, prestasi yang dimili-

ki FMU “Gebang Lestari” serta 

semangat yang ada pada masyarakat 

secara lambat laun akan menghilang 

jika tidak ditindaklanjuti dengan 

upaya yang tepat dan strategis. 

Persoalan pelik yang mengha-

dang adalah pengusahaan hasil hutan 

yang sulit dilaksanakan. Koperasi  

masyarakat di desa Geger yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan koperasi yang 

sudah “mati suri”. Jenis tanaman 

hasil hutan non-kayu berupa tana-

man holtikultura seperti alpukat, 

mangga, papaya, rambutan, jeruk 

dan lain-lain. wilayah Kecamatan 

Geger relatif subur, sedangkan untuk 

hasil hutan kayu, khususnya kayu 

jati di Kecamatan Geger ini sulit 

diharapkan hasilnya, padahal kawa- 

san ini merupakan kawasan pe- 

nyangga yang harus dijaga kelestari-

an hutannya. Dengan kata lain perlu 

dilakukan rehabilitasi terhadap lahan 

di kawasan hutan tersebut, akan 

tetapi di sisi lain masyarakat terben-

tur masalah permodalan. Untuk 

mendapatkan permodalan diperlu-

kan adanya kerjasama dengan 

lembaga-lembaga terkait sebagai 

pembina dan penyandang dana. Hal 

ini tidak dapat dilakukan karena akta 

notaris pendirian koperasi yang 

menjadi salah satu persyaratan 

pengajuan proposal kerjasama be- 

lum mereka miliki.

Persoalan ketidakmampuan pe- 

ngurusan akta pendirian koperasi 

dan pembuatan proposal kerjasama 

ini menjadi kendala masyarakat 

sekitar hutan  untuk meningkatkan 

kesejahteraannya. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan pemberdayaan dan 

pengembangan kapasitas masyarakat 

sekitar hutan yang sangat relevan, 

yakni dari aspek institusi, seperti : 

administrasi dan manajemen kopera-

si, pengembangan organisasi, moni-

toring, penggunaan komputer, pe- 

ngembangan masyarakat seperti 

manajemen kelompok-kelompok pe- 

tani.

Undang-undang  Nomor  41 

Tahun 1999 yang telah diubah 

berdasarkan Undang-undang Nomor 

19 Tahun 2004 tentang Perpu  

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peru-

bahan  atas Undang-undang Nomor 

41 tahun 1991 tentang   Kehutanan 

Menjadi Undang-undang  (selanjut- 

nya UU Kehutanan), mengatur 

tentang rehabilitasi hutan. Pasal 43 

ayat (1) UU Kehutanan menentukan 

bahwa setiap orang yang  memiliki, 

mengelola, dan atau memanfaatkan 

hutan yang kritis atau tidak produk-

tif, wajib melaksanakan rehabilitasi 

hutan untuk tujuan perlindungan dan 

konservasi. Selanjutnya dalam ayat 

(2) ditegaskan bahwa dalam melak-

sanakan rehabilitasi setiap orang da- 

pat meminta pendampingan, pela- 

yanan, dan dukungan kepada lemba-

ga swadaya masyarakat, pihak lain 

atau pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan  Rencana Pengelolaan 

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, 

dalam Pasal 84 mengatur pember-

dayaan masyarakat dapat dilakukan 

melalui : (1) hutan desa; (2) hutan  

kemasyarakatan; (3) kemitraan. Se- 

dangkan kemitraan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 1977 tentang Kemitraan. 

Peraturan Pemerintah (PP) tersebut 

merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1995 tentang Usaha Kecil. Pada 

dasarnya, kemitraan merupakan 

kerja sama dan bukan merupakan 

bentuk usaha. Kemitraan adalah 

kerja sama antara usaha kecil dengan 

usaha menengah dan atau usaha 

besar dengan usaha besar dengan 

memperhatikan prinsip saling me- 

merlukan, saling memperkuat dan 

saling menguntungkan.

Dalam rangka berorientasi agar 

dapat diterapkan model kemitraan, 

maka koperasi yang sudah ”mati 

suri” harus ditingkatkan statusnya 

menjadi badan usaha dengan men- 

daftarkan ke Notaris. Dengan demi- 

kian dalam mengatasi permasalahan 

yang dihadapi mitra maka solusi 

yang ditawarkan adalah :

1. Sosialisas pentingnya koperasi 

dan pelatihan-pelatihan terkait 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan berupa pembukuan dan 

keuangan sederhana.

2. Pembentukan  koperasi dan men- 

daftarkan   ke kantor Notaris  se- 

hingga menjadi koperasi yang 

berbadan hukum;

3. Pembuatan proposal kegiatan 

dengan model  kemitraan ke  

BUMN atau pihak swasta.

Metode Pelaksanaan 

IbM ini menggunakan metode 

yang berjenis normatif-kualitatif, 

sehingga desain dan metodenya me- 

rupakan perpaduan antara metode 

pendekatan hukum (perundang- 

undangan) dan metode pendekatan 

sosiologis. Perspektif hukum nam- 

pak pada analisis terhadap berbagai 

peraturan perundangan-undangan 

bidang kehutanan khususnya tentang 

peran serta masyarakat sekitar hutan 

dalam pengelolaan, pemanfaatan, 

pengawasan sumber daya hutan, dan 

pelembagaannya. 

Dalam perspektif sosiologis maka 

analisis diarahkan pada hal-hal yang 

berkaitan dengan pembentukan 

mindset masyarakat sekitar hutan 

terhadap pendayagunaan hutan. 

Analisis akan difokuskan pada 

persepsi masyarakat tentang hutan, 

karakteristik masyarakat, dan apa 

yang ingin disuarakan, peran dan 

posisi yang jelas dari masyarakat 

berkaitan dengan pengelolaan, pe- 

manfaatan, dan pengawasan sumber 

daya hutan.

Metode yang digunakan dalam 

memperoleh data adalah dengan cara 

mengadakan Focus Group Discus-

sion (FGD), yakni dilakukan diskusi 

secara intensif dengan seluruh tokoh 

masyarakat dan anggota kelompok 

tani. Dalam mencari solusi peman-

faatan sumberdaya hutan digunakan  

model parsial. Model parsial adalah 

model diskusi di mana pemikiran, 

ide, atau kepentingan peserta FGD 

yang berbeda dieliminir hingga 

memiliki kesamaan pandangan. (Wa-

hyudi, 2006). Pemilihan model ini 

didasarkan atas alasan baik tokoh 

masyarakat maupun masyarakat 

kelompok tani pengguna sumber 

daya hutan agar tetap memiliki tang-

gung jawab sama dalam menjaga 

kelestarian sumber daya hutan.

Analisis normatif dilakukan de- 

ngan menganalisis bahan hukum 

primer dengan metode interpretasi 

teleologis  dan futuristik. Sedangkan 

pada analisis empiris akan  menggu-

nakan metode verstehen (pemaha-

man) dan diskusi. Data dan bahan 

hukumyang diperoleh akan dianalisis 

secara kualitatif.

Rangkaian pemikiran berikut di- 

ungkapkan sebagai disain penelitian 

yaitu disain untuk pelaksanaan 

pengelolaan hutan oleh kelompok 

tani Desa Geger Kecamatan Geger 

yang diharapkan dapat mensejahtera-

kan masyarakat sekitar hutan :

1. Memberi sosialisasi pada  masya- 

rakat dan mendiskusikan secara 

kritis tentang peran serta ma- 

syarakat dalam pengelolaan, pe- 

manfaatan dan pengawasan sum- 

ber daya hutan yang dijamin oleh 

UU Kehutanan;

2. Pemahaman perlunya aksi kolek-

tif bagi pemecahan masalah 

pemenuhan kebutuhan dalam hal 

pengelolaan, pemanfaatan, dan 

pengawasan sumber daya hutan 

dengan membentuk lembaga 

koperasi sebagai wadah kebersa-

maannya.

3. Dengan dilaksanakan aksi peman-

faatan dan pengelolaan hutan oleh 

kelompok tani secara bersama 

dalam wadah koperasi diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan 

para petani pada khususnya dan 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat sekitar hutan pada 

umumnya.   

Hasil dan Pembahasan
Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat sekitar hutan Keca-

matan geger Kabupaten Bangkalan 

layak untuk menjadi sasaran kegia-

tan pengabdian ini.Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberdayakan 

masyarakat sekitar hutan yang me- 

ngalami kesulitan dalam meningkat-

kan kemampuan mereka untuk 

meningkatkan permodalan dan kesu-

litan dalam memasarkan hasil-hasil 

pertanian mereka.

Pemberdayaan masyarakat sendi-

ri diartikan sebagai upaya untuk 

membantu masyarakat dalam me- 

ngembangkan kemampuan sendiri 

sehingga bebas dan mampu untuk 

mengatasi masalah dan mengambil 

keputusan secara pribadi. Dengan 

demikian pemberdayaan masyarakat 

ditujukan untuk mendorong tercip-

tanya kekuatan dan kemampuan 

lembaga masyarakat untuk secara 

mandiri mampu mengelola dirinya 

sendiri berdasarkan kebutuhan ma- 

syarakat itu sendiri, serta mampu 

mengatasi tantangan persoalan di 

masa yang akan datang.

Dasar pandangan strategi pem-

berdayaan masyarakat adalah bahwa 

upaya yang akan dilakukan harus 

diarahkan langsung pada akar perso-

alannya, yaitu meningkatkan ke- 

mampuan masyarakat. Bagian yang 

tertinggal dalam masyarakat harus 

ditingkatkan kemampuannya dengan 

mengembangkan dan mendinamim- 

sasikan potensinya, dengan kata lain 

memberdayakannya. (Ginanjar,  

1996).  Dalam konteks inilah maka 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan harus diberdayakan agar 

mereka dapat menjaga hutan seka-

ligus memanfaatkannya.Usaha pem-

berdayaan masyarakat harus diikuti 

dengan memperkuat potensi atau 

daya yang dimiliki masyarakat. 

Dalam kerangka ini dibutuhkan 

langkah-langkah yang lebih positif 

dan tidak hanya sekadar mencip-

takan iklim dan suasana. Pember-

dayaan bukan hanya meliputi 

penguatan individu anggota ma- 

syarakat, tetapi juga pranata-prana-

tanya, dalam hal ini pendirian kope- 

rasi merupakan alternatif yang tepat. 

Menanamkan nilai-nilai kerja keras, 

keterbukaan, hemat, kebertanggung-

jawaban adalah bagian pokok dari 

pemberdayaan.

Kegiatan yang telah dilakukan 

berupa pelatihan tentang koperasi 

dan pembukuan sederhana yang 

dapat diterima oleh masyarakat 

(warga) desa Geger Kecamatan 

Geger Kabupaten Bangkalan. Kegia-

tan yang sudah diterima oleh ma- 

syarakat diharapkan dapat mem-

bekali dalam mengelola koperasi 

sehingga dapat meningkatkan peng-

hasilan mereka. Pelatihan diseleng-

garakan dengan tujuan untuk 

menambah pengetahuan, keterampi-

lan dan kemampuan berusaha untuk 

dapat mengaktifkan usaha produktif 

dengan cara menngoptimalkan 

sumber daya yang ada. Dengan 

membuka lynk dengan Kelompok 

Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa 

Timur diharapkan dapat mendorong 

masyarakat menjadi produsen hasil- 

hasil perrtanian yang memiliki 

kepastian pasar.

Setelah selesai kegiatan pengab-

dian ini, diharapkan masyarakat 

sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan memiliki link 

atau jaringan yang dapat memasar-

kan hasil-hasil petanian mere-

ka.Oleh karena dalam kegiatan ini 

mencoba untuk membuka jaringan 

dengan Kelompok Tani Nelayan 

Andalan Jawa Timur. Dengan de- 

mikian diharapkan masyarakat dapat 

meningkatkan permodalan dan peng-

hasilan mereka. Di samping itu 

kegiatan ini berhasil membentuk 

koperasi bagi masyarakat sekitar 

hutan Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan.

Luaran dari kegiatan pengabdian 

ini adalah terbentuknya koperasi 

yang berbadan hukum.Untuk men- 

dapatkan permodalan diperlukan 

adanya kerjasama dengan lemba-

ga-lembaga terkait sebagai pembina 

dan penyandang dana. Hal ini tidak 

dapat dilakukan karena akta notaris 

pendirian koperasi yang menjadi 

salah satu persyaratan pengajuan 

proposal kerjasama belum mereka 

miliki. Di samping itu, terbentuknya 

koperasi diharapkan dapat merang-

sang nilai-nilai kerja keras, keterbu-

kaan, hemat, kebertanggungjawaban 

yang merupakan bagian pokok dari 

pemberdayaan masyarakat. (Karta-

sasmita, 1995)

Setelah dilakukan sosialisasi ten- 

tang pentingnya dan manfaat dari 

koperasi serta beberapa kali dilaku-

kan FGD,  maka hasil yang dicapai 

adalah :

1. Kesadaran masyarakat akan pent-

ingnya koperasi dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat.

 Dengan adanya kesadaran ma- 

syarakat tersebut diharapkan 

dapat menciptakan suasana atau 

iklim yang memungkinkan poten-

si masyarakat berkembang. 

Selama ini masyarakat tidak 

bergairah untuk berkoperasi 

sehingga koperasi ”mati suri”. 

Titik tolak penya- daran ini adalah 

pengenalan bahwa setiap manu-

sia, setiap masyarakat memiliki 

potensi yang dapat dikembang-

kan. Tidak ada masyarakat sama 

sekali tanpa daya. Pemberdayaan 

adalah upaya untuk membangun 

daya tersebut dengan cara men-

dorong, memotivasi dan mem-

bangkitkan kesadaran akan poten-

si yang dimiliki serta upaya 

mengembangkannya dengan 

”menghidupkan” kembali kopera-

si yang sudah ada.

2. Telah terbentuk koperasi ”Potre 

Koneng” pada 28 Agustus 2013, 

sedangkan tentang status badan 

hukum masih dalam proses 

pengurusan Akte Notaris tentang 

pendirian koperasi.

 Dengan adanya Akte Notaris bagi 

pendirian Koperasi ”Potre 

Koneng” adalah upaya untuk 

memperkuat potensi dan daya 

yang dimiliki oleh masyarakat 

desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan. Penguatan 

yang diupayakan adalah melalui 

Koperasi sebagai upaya pembu-

kaan akses kepada berbagai pelu-

ang antara lain Kelompok Tani 

Nelayan Andalan Jawa Timur. 

Sha- ring yang akan diberikan 

oleh Kelompok Tani Nelayan 

Andalan mulai dari tanaman atau 

budidaya apa yang memiliki pros-

pek pemasaran sampai pemasa-

rannya sendiri. Kegiatan pengab-

dian ini sudah melakukan pelati-

han manajemen sederhana yang 

dapat dipahami, diterima dan 

dilaksanakan sesuai dengan kebu-

tuhan masyarakat desa yang men-

jadi anggota koperasi.

 Dengan adanya koperasi diharap-

kan dapat dikembangkan sebagai 

badan usaha yang juga mengejar 

keuntungan walaupun perlu 

diperhatikan dalam mekanisme 

internal pembagian keuntungan 

diantara ang- gota perlu memper-

timbangkan aspek sosial dan 

kebersamaan. (Agnes, 2004). 

Dari segi materiil, keberadaan 

koperasi dirasa sangat membantu 

meningkatkan tingkat kesejahte- 

raan para anggota baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Selanjutnya Agnes menggambar-

kan bahwa Sisa Hasil Usaha yang  

merupakan keuntungan koperasi 

akan dibagikan kepada semua 

sesuai dengan partisipasi anggota 

dalam jenis usaha yang dikem-

bangkan oleh koperasi tersebut. 

Masih menurut Agnes, misalnya 

dalam usaha simpan pinjam, 

anggota yang frekuensi dan 

jumlah pinjamannya besar, yang 

bersangkutan akan mendapatkan 

bagian keuntungan lebih besar 

dibandingkan dengan anggota 

lain yang partisipasinya. Dengan 

prinsi-prinsip yang dikembang-

kan dalam koperasi diharapkan 

masyarakat makin bergairah 

dalam berusaha meningkatkan 

hasil pertaniannya untuk dapat 

meningkatkan partisipasinya 

dalam berkoperasi. Terpenting 

pula gairah masyarakat dapat 

menghidupkan kembali koperasi 

yang sudah ”mati suri” tersebut.

 Untuk menorong masyarakat ak- 

tif dalam kegiatan koperasi Tim 

Peneliti telah melakukan kegiatan 

: a) Pelatihan proses pembentukan 

koperasi sebagai bekal pengeta-

huan maupun tentang tahapan dan 

per- syaratan pendirian koperasi, 

yang diberikan sebelum terben-

tuknya ko- perasi; b) Pelatihan 

manajemen keuangan sederhana.

3. Terungkap bahwa banyak mas-

yarakat sekitar hutan yang belum 

dilibatkan dalam program PHBM 

Perum Perhutani Unit II Jawa 

Timur KPH Madura.

 Melalui kegiatan pengabdian  ini 

berupaya untuk mengikutkan ma- 

syarakat Desa Geger, Kecamatan 

Geger, Kabupaten Bangkalan pro- 

gram PHBM. Upaya ini disambut 

baik oleh Kepala Perum Perhutani 

Unit II Jawa Timur KPH Madura. 

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai, Tim tetap  mengupayakan 

kegiatan masyarakat desa masih 

ada keberlanjutan melalui kegia-

tan serupa.

Melihat antusiame masyarakat 

terhadap program pengabdian ini di 

satu sisi dan adanya Program Penge-

lolaan Hutan Bersama Masyarakat 

(PHBM) dari Perum Perhutani, maka 

Tim Pengusul akan  membantu  ma- 

syarakat sekitar hutan untuk menga-

jukan  program tersebut.

Hasil dari beberapa kali dialog 

dengan Kepala Perum Perhutani 

KPH Madura dapat diungkapkan 

bahwa sesungguhnya Perum Per- 

hutani sendiri mengalami berbagai 

kendala dalam mengelola dan 

melakukan pengawasan terhadap 

kawasan hutan yang menjadi wewe- 

nangnya. Bak ”gayung bersambut” 

niat Tim Pengusul untuk membantu  

masyarakat dalam memanfaatkan 

kawasan hutan yang menjadi 

wewenang  Perum Perhutani disam-

but dengan antusiasme pula.  Perum 

Perhutani  KPH Madura merupakan 

bagian dari Perum Perhutani  Unit II 

Jawa Timur seluas 47.121,20 Ha. 

KPH Madura menghadapi beberapa 

permasalahan sebagai berikut :

1. Luas lahan yang kosong, ber- 

dasarkan hasil Audit Potensi 2008 

seluas 4.444,67 Ha dan diupaya-

kan untuk dilakukan penanaman;

2. Sengketa tanah s/d bulan April 

2009 seluas 1.600,09 Ha. Penye- 

lesaian sudah dan akan terus 

dilakukan koordinasi dengan 

aparat dan instansi terkait serta 

penegak hukum lainnya. Akan 

tetapi sampai saat ini belum 

menunjukkan hasil yang me- 

muaskan.

3. Aksesibilitas yang rendah/terba-

tas disebabkan wilayah kerja 

terletak di kepulauan berdampak 

pada angka kerawanan hutan dan 

besarnya biaya pengelolaan hutan 

bila dibandingkan dengan KPH 

lainnya.

4. Potensi SDM KPH Madura masih 

rendah yang didominasi karya- 

wan non pegawai.

5. Secara umum keadaan KPH 

Madura sangat berbeda diban- 

dingkan dengan KPH lainnya 

yang ada di Pulau Jawa yang 

berbeda kondisi iklim dan tanah- 

nya.

6. Kondisi tanah kawasan KPH 

Madura secara umum tandus dan 

gersang dengan ciri-ciri yang 

dangkal, sarang, dan berbatu, 

miskin humus.

7. Iklim : Ferguson dalam tipe iklim 

C dan D.(Perum Perhutani KPH 

Madura, 2010)

Dengan permasalahan yang diha-

dapi tidak mungkin KPH Madura 

menyelesaikannya sendiri di satu sisi 

dan pada sisi lain kurangnya keterli-

batan masyarakat dalam pengelolaan 

sumber daya hutan, menyebabkan 

tidak adanya rasa memiliki dan sulit 

mencapai pengelolaan hutan lestari. 

Apabila kerjasama tersebut dapat 

dilaksanakan maka diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masya- 

rakat sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan.

Kegiatan pengabdian ini juga 

telah merintis kerja sama dengan 

Kelompok Tani Nelayan Andalam 

(KTNA)  Propinsi Jawa Timur. Sha- 

ring yang akan diberikan oleh KTNA 

adalah masyarakat akan diikutser-

takan program-program pelatihan 

dan pemasaran hasil pertanian.

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai melalui kegiatan semacam pe- 

ngabdian ini, Tim berupaya untuk 

mengikutsertakan masyarakat desa 

Geger Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan dalam program PHBM 

dari Perum Perhutani. Program 

PHBM diantaranya terdapat program 

pemberdayaan masyarakat dalam 

bentuk peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan dan pengembangan 

ekonomi kerakyatan.(Irawanti, 2010) 

Dengan Akte Pendirian koperasi 

yang legal diharapkan dapat menjadi 

modal bagi anggota koperasi untuk 

mempertemukan dengan lembaga 

keuangan atau perkreditan yang  

mampu dan bersedia melayani kebu-

tuhan permodalan. Tersedianya lem- 

baga keuangan yang memberi laya- 

nan pinjaman untuk peningkatan 

permodalan merupakan mitra pen- 

ting bagi masyarakat.

Di desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan terdapat 

kawasan hutan milik Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura 

yang terbengkalai belum dimanfaat-

kan untuk melaksanakan program 

PHBM. Kepala Perhutani sangat  

menyambut dengan baik apabila ke- 

giatan ini dilanjutkan dan Tim Pe- 

ngusul berperan sebagai fasilitator. 

Jalinan kerjasama dengan Perum 

Perhutani bisa dalam bentuk memin-

jam kawasan hutan yang ada. 

Dengan demikian masyarakat dapat 

memanfaatkan kawasan hutan yang 

ada yang akan memberi peluang dan 

kesempatan masyarakat untuk me- 

ningkatkan hasil pertaniannya.

Dari kegiatan pengabdian ini, 

terungkap bahwa PHBM merupakan 

sesuatu yang masih baru bagi ma- 

syarakat maupun Perum Perhutani 

sendiri, sehingga implementasinya 

tidak terbebas dari berbagai kendala. 

PHBM seringkali belum dipahami 

oleh seluruh jajaran Perhutani teruta-

ma pada tataran operasional, atau ada 

sebagian pejabat Perhutani masih 

memiliki perasaan tidak ikhlas untuk 

berbagi dengan masyarakat atau 

pihak (Asisten Direktur Produksi 

Perhutani, 2006). Tidak demikian 

halnya dengan Kepala Perum Per- 

hutani Unit II Jatim KPH Madura, 

menyambut baik keinginan dari Tim 

Pengusul, beliau mengistilahkan 

sebagai “bak gayung bersambut” 

dengan keinginan Tim. Sambutan 

yang begitu antusias hendaknya juga 

didukung Pemda Kabupaten Bang-

kalan jangan sampai kemudian ada 

pemikiran bahwa PHBM hanya men-

jadi urusan Perhutani saja. PHBM 

yang diharapkan dapat diimplemen-

tasikan ke seluruh desa-desa yang 

ada di sekitar hutan, di seluruh 

wilayah Madura, dapat dirasakan 

manfaatnya baik oleh masyarakat 

sekitar hutan, Perhutani, Pemerintah 

Kabupaten Bangkalan dan pihak 

yang berkepentingan lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pendampingan 

selama ini, masyarakat sekitar hutan 

khususnya Kecamatan Geger dan di 

beberapa kawasan hutan lainnya 

sangat membutuhkan pemberdayaan 

baik dari aspek pengetahuan maupun 

permodalan dalam upaya meningkat-

kan kesejahteraan hidup mereka. 

Keinginan masyarakat ini memiliki 

peluang yang sangat besar, yaitu 

khususnya untuk dilibatkan dalam 

Program PHBM dari Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura.

Sebaiknya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bangkalan secara khusus 

memperhatikan kondisi dan peluang 

yang ada dengan menjadikan Perum 

Perhutani sebagai mitra dalam upaya 

memberdayakan masyarakat sekitar 

hutan. Program PHBM penting 

untuk dilakukan secara menyeluruh 

untuk memberdayakan masyarakat 

sekitar hutan karena hampir semua 

masyarakat sekitar hutan belum 

pernah dilibatkan dalam pelaksanaan 

program PHBM dari Perum Perhuta-

ni tersebut.
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Pendahuluan

Pertunangan merupakan persetu-

juan antara kedua belah pihak, 

dimana mereka satu sama lain 

bertimbal berjanji mengadakan 

pekawinan yang telah ditentukan 

hari, tanggal, bulan, tahun, besar 

mahar dan sebagainya. Dalam 

Hukum  Adat, pertunangan tidaklah 

sama dengan perkawinan, dalam 

perkawinan pasangan suami istri itu 

sudah sah untuk melakukan hubu- 

ngan suami istri, namun dalam 

pertunangan, tujuannya tidaklah 

melegalkan hubungan suami istri, 

melainkan perjanjian awal untuk 

melakukan perkawinan. Jika  pihak  

perempuan tidak menepati janjinya, 

maka ia harus mengembalikan segala 

bentuk peningset yang diberikan 

kepadanya, tapi jika yang tidak 

menepati janjinya adalah pihak 

laki-laki, pihak perempuan tidak 

perlu mengembalikan apa yang 

sudah diberikan pihak laki-laki 

kepadanya.  

Terlepas dari  itu semua, ternyata 

di Desa Sitiarjo, yang mayoritas 

penduduknya beragama Kristen, ada 

fenomena yang menarik, yaitu pada 

masa pertunangan masyarakat desa 

tersebut sudah membolehkan pasa- 

ngan tinggal serumah. Oleh karena 

itu dalam penelitian ini mengkaji: 1) 

Apakah faktor dominan penyebab 

terjadinya penyimpangan karakteris-

tik sosio religius hukum adat dalam 

pelaksanaan pertunangan relevansi- 

nya dengan agama Kristen di Desa 

Sitiarjo Kecamatan Sumber Manjing  

Kabupaten Malang ; 2) Apakah 

upaya yang telah dan akan dilakukan 

oleh pemuka agama Kristen dan 

pemangku kepentingan untuk me- 

ngurangi angka kehamilan sebelum 

perkawinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan peneli-

tian yuridis antropologis, yaitu pene-

litian hukum yang dikaitkan dengan 

budaya masyarakat setempat yang 

sudah membolehkan pasangan yang 

masa bertunangan untuk tinggal 

serumah khususnya masyarakat yang 

beragama Kristen di Desa Sitiarjo 

Kecamatan Sumber Manjing  Kabu-

paten  Malang.  

Hasil dan Pembahasan
Pertunangan Menurut Hukum 
Adat

Pertunangan adalah merupakan 

suatu keadaan yang  bersifat khusus 

di Indonesia dan biasanya mendahu-

lui dilangsungkannya suatu perka- 

winan. Stadium fase II timbul setelah 

ada persetujuan antara kedua fihak 

yaitu fihak keluarga calon suami dan 

pihak kelarga calon istri untuk me- 

ngadakan perkawinan. Sedangkan, 

terhadap persetujuan ini dicapai oleh 

kedua pihak setelah dahulu ada suatu 

lamaran, yaitu suatu permintaan atau 

pertimbangan yang  dikemukakan 

oleh pihak laki-laki kepada pihak 

perempuan. Pada umumnya lamaran 

demikian tersebut dilakukan oleh 

seorang utusan yang mewakili kelu-

arga pihak laki-laki yaitu anggota 

keluarga yang dekat serta sudah 

berumur. Apabila pertemuan pertama 

ini berjalan lancar artinya dicapai 

kesepakatan yang dimaksudkan 

maka biasanya diadakan pertuna- 

ngan lebih dahulu sebelum perka- 

winan dilangsungkan (Wignyodi-

puro, 1988).

Menurut hukum adat pertunangan 

baru mengikat apabila dari pihak 

laki-laki sudah memberikan kepada 

pihak perempuan suatu tanda pe- 

ngikat (penyancang yang kelihatan 

yaitu “panjer” atau “peningset”) 

istilah di Jawa.

Adapun tanda pengikat tersebut 

adalah dengan diberikan secara 

timbal balik “pertukaran cincin” 

sebagai saat dimulainya secara resmi 

fase pertunangan. Hal ini sesuai 

dengan sifat dari hukum adat secara 

umum yaitu bahwa mentalitas yang 

menjiwai hukum adat adalah  sifat 

kongkrit, maksudnya tiap-tiap per- 

buatan atau keinginan atas hubu- 

ngan-hubungan tertentu dinyatakan 

dengan benda-benda berwujud. 

Tentu saja hal tersebut disamping 

sifat religio magis, komersial dan 

kontan. (Saragih, 1984).

Adapun akibat dari pertunangan  

ini adalah bahwa kedua belah pihak 

telah terikat untuk melakukan 

perkawinan. Tapi ikatan itu tidak 

berarti bahwa kedua pihak tidak 

boleh tidak, harus melakukan 

perkawinan. Dengan kata lain 

pertunangan yang dilakukan itu 

masih mungkin dibatalkan dalam 

hal-hal sebagai berikut :1) apabila 

pembatalan itu memang  menjadi 

kehendak kedua pihak setelah 

pertunangan berjalan beberapa wak- 

tu  lamanya; 2) apabila salah satu 

pihak tidak memenuhi janjinya sean-

dainya yang  menerima tanda jadi 

ingkar janji maka harus mengemba-

likan sejumlah atau berlipat dari 

yang diterimanya. Sedangkan apabi-

la yang tidak memenuhi janji pem-

beri maka tidak ada kewajiban untuk 

memberikan pemberian. 

Perkawinan menurut Hukum 
Adat

Sahnya perkawinan menurut 

hukum adat bagi masyarakat hukum 

adat di Indonesia pada umumnya 

bagi penganut agama tergantung 

pada agama yang dianut masyarakat 

adat bersangkutan. Maksudnya jika 

telah dilaksanakan menurut tata- 

tertib hukum agamanya, maka 

perkawinan itu sudah sah menurut 

hukum adat. Kecuali bagi mereka 

yang belum menganut agama yang 

diakui pemerintah, seperti halnya 

mereka yang masih menganut keper-

cayaan agama lama (kuno) seperti 

'sipelebegu' (pemuja roh) di kala- 

ngan orang Batak (perhatikan J.C. 

Vergouwen, 1986:81) atau agama 

Kaharingan di kalangan orang-orang 

Dayak Kalimantan Tengah dan lain- 

nya. maka perkawinan yang dilaku-

kan menurut tata tertib adat/agama 

mereka itu adalah sah menurut 

hukum adat setempat.

Hanya saja walaupun sudah sah 

menurut agama kepercayaan yang 

dianut masyarakat adat belum tentu 

sah menjadi warga adat dari ma- 

syarakat adat bersangkutan. Pada 

masyarakat Lampung beradat pepa-

dun, walaupun perkawinan suami 

isteri itu sudah sah dilaksanakan 

menurut Hukum Islam, apabila 

kedua mempelai belum diresmikan 

masuk menjadi warga adat (kugruk 

adat) Lampung berarti mereka belum 

diakui sebagai warga kekerabatan 

adat.

Upacara meresmikan masuk men-

jadi warga adat ini merupakan 

upacara perkawinan adat. di kala- 

ngan orang Lampung Tulang bawang 

upacara perkawinan adat ini dilak-

sanakan dengan acara 'mosok majew' 

(menyuap mempelai) dengan sila', 

yaitu kedua mempelai didudukkan di 

atas kasur pengawinan, biasanya di 

hadapan puwade tahta mempelai) 

menghadapi sepiring besar nasi 

dengan lauk pauk daging, hati 

kcrbau, ayam panggang dan lainnya, 

air minum segelas untuk mereka 

minum. Kedua mempelai duduk 

bersanding di pertemukan lututnya 

(tindih sila) disaksikan para pemuka 

adat, terutama kaum ibu dari kerabat 

kedua pihak yang mengikat tali 

perkawinan. (Hadikusumo, 1990).

 Menurut Hukum Kristen/Katolik 

Perkawinan itu sah apabila syarat- 

syarat yang telah ditentukan di- 

penuhi dan perkawinannya dilak-

sanakan di hadapan Pastur yang 

dihadiri oleh dua orang saksi. Saat 

sahnya perkawinan itu ialah pada 

saat perkawinan itu diteguhkan oleh 

Imam/Pastur dengan mengucapkan 

janji bersatu. Untuk dapat disahkan 

perkawinan itu maka kedua mempe-

lai harus sudah dibaptis (Kan. 

1055:2), ada kesepakatan antara 

kedua mempelai (Kan. 1057:2), tidak 

ada kekeliruan tentang diri orangnya 

(Kan. 1097:1), tidak ada paksaan 

(Kan. 1103), telah berumur 16 (enam 

belas) tahun bagi pria dan telah beru-

mur 14 (empat belas) tahun bagi 

wanita (Kan.1083:1), salah satu atau 

kedua calon suami isteri itu tidak 

terikat perkawinan sebelumnya 

(Kan. 1086: 1). Perkawinan dilaku-

kan di hadapan Pastur dan disaksikan 

oleh dua orang saksi (Kan.1108:1). 

(Perhatikan juga Sukiran, 1987: 

40-41.)

Di dalam agama Katolik perjan- 

jian perkawinan yang penting adalah 

di mana pria dan wanita yang 

melakukan perkawinan berjanji akan 

membentuk kebersamaan seluruh 

hidup (consorsiir totius vitae) di 

antara mereka menurut sifat kodrat- 

nya terasa pada kesejahteraan suami 

isteri serta pada kelahiran dan pendi-

dikan anak (Kanon 1055: 1). Teruta-

ma dalam perkawinan campur, di 

mana salah satu mempelai tidak 

dibaptis agar yang menganut agama 

Katolik berjanji menjauhi bahaya 

meninggalkan iman dan akan berusa-

ha sekuatnya mendidik anak dalam 

Katolik.

Di dalam agama Kristen, faham 

tentang perkawinan dari abad ke 

abad mengalami perkembangan dan 

perubahan yang  mendalam dan 

sampai sekarang juga tidak sepenuh- 

nya sama di dalam berbagai gereja 

(Prawirohamidjojo, 1996). Hal yang  

menjadi prinsip terhadap perkawinan 

menurut agama Kristen adalah 

sebagai persekutuan hidup pria dan 

wanita yang monogam yang diarah-

kan ke arah reproduksi sebagai tata 

ciptaan Tuhan yang disucikan oleh 

Kristus yang memperoleh arti kea- 

gamaan khusus. Oleh karena dalam 

agama Kristen, perkawinan selalu 

dipandang sebagai tata dari Tuhan 

sejak permulaan adanya manusia 

(Gen 1:27, Matt, 19:4-6).

Di dalam agama Hindu hukum 

yang mengatur khusus tentang 

perjanjian perkawinan tidak ada, 

tetapi yang jelas apabila ada perjan- 

jian yang dibuat bertentangan 

dengan larangan dalam agama 

.Hindu maka perjanjian itu tidak sah. 

Misalnya di dalam kawinan campu-

ran antara agama yang berbeda 

dijanjikan setelah perkawinan dalam 

upacara agama  Hindu akan dilaku-

kan  lagi perkawinan dalam upacara 

agama lain, perjanjian serupa ini 

tidak sah, seperti dikatakan G. Pudja 

Bagi pengesahan suatu perkawinan 

menurut hukum Hindu tidak ada 

suatu escape clause yang  dimung- 

kinkan bagi Brahmana untuk 

melakukan pengesahan upacara 

perkawinan ,yang dilakukan kalau 

antara kedua mempelai itu terdapat 

perbedaan agama (G. Pudja, 1975: 

24).

Begitu pula dalam agama Buddha 

Indonesia menurut hukum perka- 

winannya (HPAB) yang telah disah-

kan pada tanggal 1 Juni. 1977 dan 

terdiri dari XIV Bab dan 62 pasal itu 

ada khusus tentang perjanjian dalam 

ikatan perkawinan, hal mana berarti 

terserah kepada para pihak yang 

bersangkutan, asal  perjanjian yang 

dibuat itu tidak bertentangan dengan 

agama Buddha Indonesia, UU No. 1 

Tahun1974 dan kepentingan umum.

Perkawinan menurut UU No. 1 
Tahun 1974

Sebagai dasar dan tujuan perka- 

winan, UU memberikan batasan 

seperti yang tercantum dalam pasal 1 

UU No. 1/1974 yaitu perkawinan  

ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang berbahagia dan kekal berdasar-

kan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konsep Perkawinan Menurut 
Agama Kristen

Berdasarkan  konsep perkawinan 

menurut Agama Kristen, perkawinan 

itu ikatan suci yang berasal dari 

Tuhan, jadi bukan semata mata 

prilaku manusia, sehingga apa yang 

sudah disatukan oleh Tuhan tidak 

bisa dipisahkan oleh siapapun terma-

suk oleh manusia, kecuali maut.

Dalam Agama Kristen juga me- 

nganjurkan perkawinan dan mela-

rang umatnya berzina, seperti yang 

tertulis di dalam Keluaran Pasal 22 

ayat 16 :”Apabila seseorang  mem-

bujuk seorang perempuan anak 

perawan yang belum bertunangan 

dan tidur dengan dia maka haruslah 

dia mengambilnya sebagai istrinya 

dengan membayar mas kawin”. Ayat 

17nya mengemukakan ”Jika ayah 

perempuan sungguh sungguh meno-

lak memberikan kepadanya maka ia 

juga harus mengembalikan perak 

kepada- nya” (Suhariningsih, 2008).

Gambaran Umum Desa Sitiarjo

Berdasarkan pengamatan di 

lokasi penelitian dan wawancara 

dengan tokoh agama dan masyarakat 

diperoleh informasi sebagai berikut. 

Desa Sitiarjo merupakan salah satu 

desa dari 15 desa yang ada di Keca-

matan Sumber Manjing Kabupaten 

Malang. Selengkapnya, 14 desa yang 

lain adalah sebagai berikut :1) Desa 

Druju 2) Desa Sumber Manjing; 3) 

Desa Harjokuncaran/Telogorejo; 4) 

Desa Argo Tirto; 5) Desa Tambak 

Rejo ; 6) Desa Krdung Banteng ; 7) 

Desa Sidoasri; 8)Desa Tambak Asri; 

9) Desa Klepu; 10) Desa Tegal Rejo; 

11) Desa Sekar Banyu; 12) Desa 

Ringin Sari; 13) Desa Ringin 

Kembar; 14) Desa Sumber Agung 

Di Desa Sitiarjo sendiri terdiri 

dari dua dukuh yaitu :1) Dukuh 

Krajan ; 2) Dukuh Rowotratih. Dua 

dukuh tersebut terdiri dari 14 Rukun 

Warga (RW), dan dari 14 RW terse-

but terdapat 24 Rukun Tetangga 

(RT). Penduduk Desa Sitiarjo 

berjumlah ± 6.000 orang atau sekitar 

2.279 Kepala Keluarga. Dari seluruh 

penduduk Desa Sitiarjo, mayoritas 

yaitu 90 % beragama Nasrani, 

sementara sisanya 10 % beragama 

Islam. Biasanya yang beragama 

Islam adalah para pendatang bukan 

penduduk asli Desa Sitiarjo.

Jumlah penduduk yang  mayori-

tas beragama Nasrani ini dapat juga 

dilihat dari banyaknya bangunan 

gereja yang ada di  sebuah desa 

terpencil di puncak bukit dan tepi 

pantai itu. Ada lebih dari 5 gereja 

yang ada di desa itu, dan gereja yang 

tertua di desa tersebut sudah berusia 

lebih dari 2 abad (200 tahun). Hal itu 

menunjukkan bahwa memang sudah 

sangat lama penduduk Desa Sitiarjo 

memeluk agama Nasrani, yaitu sejak 

jaman penjajahan Belanda.

Lokasi desa yang berada di 

puncak bukit berkapur dan gersang 

itu dahulunya terkenal sebagai 

daerah minus, dimana penduduknya 

hidup sangat miskin. Tapi sekarang 

kondisinya sangat jauh berbeda, di 

desa yang sangat terpencil itu ternya-

ta bangunan rumahnya sangat bagus 

dan mewah. Hal itu disebabkan, 

sejak tahun 1980 an penduduk desa 

tersebut terutama yang perempuan, 

banyak yang menjadi pembantu 

rumah tangga di Hongkong. Oleh 

karena itu,  tidak mengherankan, jika 

di desa yang sangat jauh dari pusat 

kota itu ternyata juga ada Perusahaan 

Jasa Pengerah Tenaga Kerja Indone-

sia ke Luar Negeri.

Faktor Dominan Penyebab Terja- 
dinya Penyimpangan Karakteris-
tik Sosio Religius Hukum Adat 
Dalam Pelaksanaan Per- tunangan 
Relevansinya Dengan Agama 
Kristen di Desa Sitiarjo Keca-
matan Sumber Manjing  Kabupa- 
ten  Malang 

Dari hasil penelitian melalui 

pengamatan dan wawancara kepada 

tokoh agama dan masyarakat di 

lokasi penelitian dijumpai hal-hal 

yang sangat unik dan menarik, yang 

membedakan Desa Sitiarjo dengan 

desa yang lain.

Praktek Pelaksanaan Pertuna- 
ngan di Desa Sitiarjo 

Pertunangan merupakan suatu 

proses awal yang dilakukan oleh 

sebagian besar masyarakat atau 

kelompok masyarakat untuk menuju 

sebuah perkawinan. Begitu juga 

dengan masyarakat yang ada di Desa 

Sitiarjo, untuk menuju sebuah lem- 

baga perkawinan, mereka melakukan 

proses lamaran yang biasanya dari 

keluarga laki-laki kepada keluarga 

perempuan, di rumah keluarga 

perempuan. Setelah melalui proses  

lamaran, mereka akan mengumum-

kan pertunangan mereka di gereja 

dimana mereka menjadi jamaat, 

selama tiga minggu berturut-turut. 

Oleh karena itu, semua  jamaat selalu 

mengetahui kalau seseorang itu 

sedang bertunangan dengan orang 

lain.

Pada saat pertunangan itu,  pende-

ta akan memberikan nasehat kepada 

calon pengantin, bahwa meskipun 

mereka sudah bertunangan tetapi 

mereka belum boleh melakukan  

hubungan  intim selayaknya hubu- 

ngan suami istri. Nasehat juga diberi-

kan oleh orang  yang  menjadi saksi 

pertunangan mereka yang nantinya 

juga akan  menjadi saksi pada saat 

mereka menikah. Nasehatnya hampir 

sama dengan nasehat yang diberikan 

oleh pendeta.

Pada saat pertunangan biasanya 

ditentukan hari ”H” perkawinannya, 

atau istilah lokalnya disebut, ”teg- 

tegan hari/tanggal”, biasanya tiga 

bulan setelah tanggal pertunangan. 

Akan tetapi ada juga, tetapi jumlah- 

nya sedikit, yang pada saat pertuna- 

ngan belum ditentukan tanggal 

perkawinannya dengan pasti. Hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh 

Modin Hari berikut ini, ”menawi 

tunangan biasanipun sebagian besar 

sampun teg tegan dinten, nggih 

wonten sing dereng tapi jumlah 

nipun kedik”

Jika tanggal perkawinannya su- 

dah ditentukan pada saat pertuna-  

ngan di gereja, 90 % pasangan calon 

pengantin ini sudah tinggal serumah, 

biasanya di rumah pihak perempuan, 

meskipun ada juga  yang tinggal di 

rumah pihak laki-laki. Menanggapi 

pasangan yang belum menikah tapi 

tinggal serumah ini penduduk sekitar 

dan tokoh masyarakat setempat me- 

nganggap itu sudah biasa, tidak ada 

masalah karena mereka sudah 

bertunangan. Hal ini berdasarkan 

hasil wawancara dengan Modin Hari 

yang dalam bahasa aslinya sebagai 

berikut : ”Menawi sampun teg tegan 

dinten pas tunangan wonten gerejo, 

90 % calon manten meniko sampun 

tinggal bareng biasanipun  wonten 

daleme ingkang estri, mersani kados 

mekaten tokoh masyarakat lan ma- 

syarakat biasa mawon, amargi 

sampun tunangan”.

Akibat perilaku calon pengantin 

dan tanggapan masyarakat seperti itu 

tidak jarang pada saat mereka 

menikah banyak yang sudah hamil. 

Meskipun tidak hamil, dipastikan 

bahwa 90 % pasangan yang sudah 

bertunangan dan tinggal satu rumah 

sudah  melakukan hubungan seksual. 

Hal ini berdasarkan hasil wawancara 

dengan Pak Hari, modin yang ada di 

desa tersebut. Pak Hari mengetahui 

dengan pasti, karena pada saat 

mereka mengurus surat pernikahan 

untuk menikah di gereja, mereka 

harus mendaftar melalui Pak Modin 

Hari. Setiap ada calon pengantin 

yang  mendaftar, pak modin selalu 

menanyakan apakah mereka sudah 

melakukan hubungan seksual atau 

belum. Yang mencengangkan, 90 % 

dari mereka mengaku telah melaku-

kan hubungan seksual dengan 

pasangannya. Pertanyaan ini diaju-

kan oleh Pak modin, karena jika 

pihak perempuannya sedang hamil, 

maka sebelum proses pernikahan 

dilakukan, mereka harus melakukan 

pertaubatan di gereja yang di- 

saksikan oleh semua jamaat. Seperti 

duangkapkan dalam bahasa aslinya, 

”nggih  terus terang kula  tangleti, 

kedah jujur kalian kulo, amargi 

menawi ingkang estri sampun  

mbobot nggih kedah nglampahi 

pertobatan rumiyin sakdereangipun 

nikah”.

Akan tetapi, meskipun mereka 

telah  melakukan hubungan seksual 

sebelum menikah tetapi jika pihak 

perempuannya tidak hamil, mereka 

tidak perlu melakukan pertaubatan. 

Dan, menurut Pak modin, anak muda 

sekarang sudah sangat pandai se- 

hingga meskipun hampir seluruh 

pasangan sudah melakukan hubu- 

ngan seksual sebelum menikah, 

pihak perempuannya hanya sedikit 

yang hamil, sekitar 1-5 kasus perta-

hun, padahal angka perkawinan 

sangat tinggi, yaitu bisa sampai 5 

pasangan setiap hari yang  mendaftar 

ke pak  modin untuk menikah, hal ini 

dikarenakan mereka sudah menggu-

nakan alat kontrasepsi sebelum 

menikah. Hal ini seperti diuangkap-

kan Pak Modin Hari berikut ini, 

”lare sakniki lak pun pinter pinter a 

bu, dibanding lare jaman singen, lek 

singen kathah ingkang mbobot, 

menawi sak meniko namun kedik 

amargi KB meniko”

Proses Perkawinan di Desa Sitiar-
jo

Bagi pasangan yang akan 

melangsungkan perkawinan di desa 

Sitiarjo, mereka harus mendaftar 

melalui pak modin. Di desa tersebut 

Pak modin ada dua, yang satu khusus 

untuk umat Nasrani, yaitu Pak Hari, 

dan yang beragama Islam ke pak 

modin Islam, yaitu Pak Wahyudi. 

Sesuai dengan fokus peneitian ini, 

maka perkawinan umat Islam tidak 

diteliti lebih jauh, karena fokus pene-

litian ini berkaitan dengan penyim-

pangan karakteristik sosio religius 

hukum adat dalam pelaksanaan 

pertunangan relevansinya dengan 

agama kristen di Desa Sitiarjo Keca-

matan Sumber Manjing  Kabupaten  

Malang . Pada saat mendaftar ke Pak 

modin untuk menikah di gereja, 

pasangan calon pengantin harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut : 1) Foto copy Akte Kelahiran 

masing-masing 1 lembar (bagi yang 

punya, bagi yang tidak foto copy 

surat nikah orang tua ditambah Surat 

kelahiran Desa); 2) Foto copy Kartu 

Keluarga; 3) Foto copy  KTP calon 

pengantin  masing-masing 2 lembar; 

4) Foto copy KTP saksi masing- 

masing; 5) Foto copy Bukbaktis ma- 

sing-masing; 6) Kartu TT dari bidan, 

yang pertama dan kedua; 7) Pas foto 

berjajar ukuran 4 x 6 seba- nyak 8 

lembar.

Pada saat  mendaftar itulah pak 

modin akan menanyakan apakah 

mereka sudah melakukan hubungan 

suami istri atau belum. Pertanyaan 

ini diajukan oleh pak modin karena 

jika mereka sudah melakukan  

hubungan suami istri dan pihak 

perempuannya sudah hamil, maka 

sebelum proses pemberkatan per- 

kawinan,  mereka harus melakukan 

upacara pertobatan. Upacara perto-

batan yang lebih dulu harus dilaku-

kan ini jika pernikahan itu dilakukan 

di Gereja Kristen Jawi Wetan 

(GKJW). Sementara jika pernikahan 

dilakukan di gereja lain, tidak perlu 

dilakukan upacara pertobatan, 

meskipun calon pengantin perem-

puannya telah hamil lebih dulu. Dari 

hasil penelitian diketahui bahwa, di 

Desa Sitiarjo terdapat beberapa 

aliran dalam Nasrani, yaitu : GKJW, 

Tabatnakel, Pantekosta dan Bethel.

Dari ke empat aliran itu hanya 

Gereja Kristen Jawi Wetan yang 

mewajibkan upacara pertobatan bagi 

pasangan yang sudah hamil sebelum 

menikah, karena hanya GKJW yang 

mempunyai ”Toto Pranoto” acara 

pernikahan. Upacara  pertobatan itu 

dilakukan dengan cara, kedua calon 

pengantin sebelum upacara pernika-

han, dengan mengenakan busana 

pengantin, membacakan penyesalan- 

nya karena telah melakukan perbua-

tan dosa, yaitu melakukan hubungan 

suami istri sebelum menikah. Isi dari 

kata-kata penyesalannya itu sudah 

ada formnya yang ditetapkan oleh 

gereja, tetapi biasanya ditambahi 

oleh calon pengantin sesuai dengan 

rasa penyesalannya. Pembacaan 

pertobatan itu dilakukan di gereja di 

hadapan semua jemaat. Rasa penye-

salan yang  dibacakan  itu biasanya 

akan  membuat haru jemaat yang 

hadir, sehingga mereka sering kali 

menangis ketika ada yang memba-

cakan pertobatan.

Setelah pembacaan pertobatan 

tersebut, baru dapat dimulai acara 

pemberkatan perkawinannya. Per- 

kawinan itu harus disaksikan oleh 

dua orang saksi. Saksi ini merupakan 

orang yang dituakan di wilayahnya 

karena mereka juga yang akan mem-

berikan nasehat ketika rumah tangga 

mreka nanti dalam masalah. Syarat 

untuk menjadi saksi adalah tidak ada 

hubungan saudara dengan pengantin. 

Berbeda dengan perkawinan umat 

Islam, perkawinan di gereja tidak 

memerlukan  wali atau orang tua dari 

pengantin. Jadi bisa saja terjadi 

penikahan yang tidak disetujui/ 

direstui atau tidak dihadiri orang 

tuanya bisa terlaksana di gereja. 

Orang yang biasa menjadi saksi 

pernikahan adalah sebagai berikut : 

1) Pak Nyoto Aji (Tokoh Masyarakat 

Setempat); 2) Pak Suraji (Tokoh 

Masyarakat Setempat); 3) Pak Modin 

itu sendiri.  

Setelah itu, pengantin akan  men- 

dapatkan Surat Pemberkatan Nikah 

dari gereja. Perkawinan tidak lang- 

sung dicatatkan ke Kantor Catatan 

Sipil, tapi biasanya dilakukan sebu-

lan sekali oleh pendeta, jadi tidak 

dilakukan oleh pengantin itu sendiri. 

Pengantin itu diwajibkan membayar 

sejumlah Rp. 300.000,- (yang 

menurut sebagian masyarakat biaya 

tersebut terlalu mahal ) kemudian 

berkasnya diserahkan kepada pende-

ta untuk dicatatkan di Kantor Catatan 

Sipil. Oleh karena sistem pencatatan 

yang seperti ini, maka pernah terjadi 

selama bertahun- tahun pencatatan  

itu tidak dilakukan oleh pendetanya, 

sehingga banyak pasangan yang 

sudah  menikah di gereja di Desa 

Sitiarjo, tetapi tidak punya akta 

nikah, sehingga di Desa Sitiarjo 

seringkali dilakukan pemutihan akta 

nikah, dengan biaya yang sangat 

murah yaitu Rp. 25.000,-, termasuk 

Pak Modinnya sendiri juga baru 

mempunyai akta nikah setelah anak 

mereka lahir, sehingga anaknya 

tercatat sebagai anak luar kawin. 

Akhirnya pendeta tersebut dipecat, 

karena disamping menggelapkan  

uang pencatatan perkawinan juga 

melakukan tindak perselingkuhan.

Faktor Dominan Penyebab Terja- 
dinya Penyimpangan Dalam 
Pertunangan 

Dari uraian terdahulu dapat 

disimpulkan bahwa di Desa Sitiarjo 

telah terjadi penyimpangan karakte- 

ristik sosio religius hukum adat 

dalam pelaksanaan pertunangan  

relevansinya dengan agama kristen. 

Penyimpangan-penyimpangan itu 

dapat ditelaah dari analisa berikut 

ini.

Menurut hukum adat pertunangan 

baru mengikat apabila dari pihak 

laki-laki sudah memberikan kepada 

pihak perempuan suatu tanda 

pengikat (penyancang yang kelihatan 

yaitu “panjer” atau “peningset”) 

istilah di jawa (Djojodigoeno, tanpa 

tahun, 54). Adapun tanda pengikat 

tersebut adalah dengan diberikan 

secara timbal balik “pertukaran 

cincin” sebagai saat dimulainya 

secara resmi fase pertunangan. Hal 

ini sesuai dengan sifat dari hukum 

adat secara umum yaitu bahwa men-

talitas yang menjiwai hukum adat 

adalah : sifat kongkrit, maksudnya 

tiap-tiap perbuatan atau keinginan 

atas hubungan-hubungan tertentu 

dinyatakan dengan benda-benda 

berwujud. Tentu saja hal tersebut 

disamping sifat religius magis, 

komersial dan kontan. (Djaren 

Saragih, 1984, 19)

Sampai pada fase ini, di Desa 

Sitiarjo belum terjadi penyimpangan  

karena setiap proses pertunangan di 

desa tersebut diawali dengan proses 

lamaran dari keluarga laki- laki 

kepada keluarga perempuan, dengan 

memberikan peningset. Kemudian 

dilanjutkan proses pertunangan 

dengan ”tukar cincin” di gereja.

Secara umum, akibat dari per- 

tunangan adalah bahwa kedua belah 

pihak telah terikat untuk melakukan 

perkawinan. Tapi ikatan itu tidak 

berarti bahwa kedua pihak tidak 

boleh tidak, harus melakukan 

perkawinan. Dengan kata lain, 

pertunangan yang dilakukan itu 

masih mungkin dibatalkan dalam 

hal-hal: 1) Apabila pembatalan itu 

memang menjadi kehendak kedua 

pihak setelah pertunangan berjalan 

beberapa waktu lamanya; 2) Apabila 

salah satu pihak tidak memenuhi 

janjinya,  seandainya yang menerima 

tanda jadi ingkar janji maka harus 

mengembalikan sejumlah atau berli-

pat dari yang diterimanya. Sedang-

kan apabila yang tidak memenuhi 

janji adalah pihak pemberi maka 

tidak ada hak untuk meminta kemba-

li barang pemberiannya. 

Mulai dari fase ini sudah ada 

sedikit penyimpangan di Desa Sitiar-

jo, yaitu setiap pasangan yang sudah 

bertunangan, ”sudah pasti jadi” arti- 

nya tidak boleh tidak harus  

melangsungkan perkawinan (wa- 

wancara dengan responden). Hal ini 

tentu saja berbeda dengan pertuna- 

ngan secara umum menurut hukum 

adat yang masih memungkinkan 

adanya pembatalan pada masa 

pertunangan dari kedua belah pihak, 

atau dari salah satu pihak, dengan 

akibat hukumnya masing-masing. 

Faktor ini merupakan salah satu 

faktor penyebab pasangan yang 

sudah bertunangan tapi belum 

menikah berani tinggal serumah dan 

masyarakat sekitar melihat itu 

sebagai hal yang lumrah. 

Di samping itu, pertunangan 

dilakukan di gereja, disaksikan oleh 

seluruh jemaat, dan diumumkan 

selama tiga minggu berturut-turut. 

Bagi masyarakat Desa Sitiarjo, ini 

merupakan legitimasi bahwa semua 

pihak, baik itu pihak keluarga, pihak 

gereja, dan masyarakat sudah me- 

ngetahui bahwa mereka bertunangan 

dan sudah pasti menikah, sehingga 

bagi mereka dan masyarakat yang 

ada di sana tidak mempermasalahkan  

jika mereka tinggal dalam satu  

rumah meskipun mereka belum 

menikah. Hal ini juga dapat merupa-

kan faktor yang cukup berpengaruh 

yang menyebabkan terjadinya pe- 

nyimpangan karakteristik sosio 

religius dari pertunangan menurut 

hukum adat di Desa Sitiarjo.  

Sahnya perkawinan menurut 

hukum adat bagi masyarakat hukum 

adat di Indonesia pada umumnya 

bagi penganut agama tergantung 

pada agama yang dianut masyarakat 

adat bersangkutan. Maksudnya jika 

telah dilaksanakan menurut tata-ter- 

tib hukum agamanya, maka perka- 

winan itu sudah sah menurut hukum 

adat. Kecuali bagi mereka yang 

belum menganut agama yang diakui 

pemerintah, seperti halnya mereka 

yang masih menganut kepercayaan 

agama lama (kuno) seperti 'sipelebe-

gu' (pemuja roh) di kalangan orang 

Batak (perhatikan J.C. Vergouwen, 

1986:81) atau agama Kaharingan di 

kalangan orang-orang Dayak Kali-

mantan Tengah (Koentjaraningrat/J. 

Danandjaja, 1983:137) dan lainnya. 

maka perkawinan yang dilakukan 

menurut tata tertib adat/agama 

mereka itu adalah sah menurut 

hukum adat setempat.

Menurut Hukum Kristen/Katolik 

Perkawinan itu sah apabila syarat- 

syarat yang telah ditentukan dipenuhi 

dan perkawinannya dilaksanakan di 

hadapan Pastur yang dihadiri oleh 

dua orang saksi. Saat sahnya perka- 

winan itu ialah pada saat perkawinan 

itu diteguhkan oleh Imam/Pastur 

dengan mengucapkan janji bersatu. 

Untuk dapat disahkan perkawinan itu 

maka kedua mempelai harus sudah 

dibaptis (Kan.1055:2), ada kesepaka-

tan antara kedua mempelai (Kan. 

1057:2), tidak ada kekeliruan tentang 

diri orangnya (Kan.1097:1), tidak 

ada paksaan (Kan.1103), telah beru-

mur 16 (enam belas) tahun bagi pria 

dan telah berumur 14 (empat belas) 

tahun bagi wanita (Kan. 1083:1), 

salah satu atau kedua calon suami 

isteri itu tidak terikat perkawinan 

sebelumnya (Kan.1086: 1). Perka- 

winan dilakukan di hadapan Pastur 

dan disaksikan oleh dua orang saksi 

(Kan.1108:1). (Perhatikan juga 

Sukiran, 1987: 40-41.)

Dari sini kita juga dapat melihat 

adanya penyimpangan yang terjadi di 

Desa Sitiarjo, secara umum menurut 

Hukum Adat perkawinan adalah sah 

jika dilakukan secara sah menurut 

hukum agamanya masing-masing, 

dalam hal ini adalah Hukum Agama 

Nasrani. Menurut agama Nasrani 

perkawinan itu mulai sah pada saat 

perkawinan itu diteguhkan oleh 

Imam/Pastur dengan  mengucapkan 

janji bersatu, jadi pada saat pertuna- 

ngan belum sah terjadinya perka- 

winan. Hal ini dapat dibuktikan 

bahwa pada saat pertunangan, pende-

ta dan saksi memberikan nasehat 

kepada calon pengantin, bahwa 

meskipun  mereka sudah bertunan-

gan tapi mereka belum sah sebagai 

suami istri, sehingga belum boleh 

melakukan hubungan layaknya 

hubungan suami istri. Dibuktikan 

juga bahwa bagi pasangan tunangan 

yang sudah hamil lebih dahulu harus 

melakukan prosesi pertobatan sebe-

lum pemberkatan perkawinan.

Akan tetapi ada satu hal yang 

sangat menarik di Desa Sitiarjo, bagi 

pasangan tunangan yang telah 

melakukan hubungan suami istri tapi 

calon pengantin prempuannya tidak 

hamil, tidak perlu melakukan upaca-

ra pertobatan, meskipun modinnya 

mengetahui bahwa pasangan itu telah 

melakukan hubungan suami istri 

sebelum menikah. Dari hal ini kita 

juga dapat melihat adanya penyim-

pangan, bahwa bagi pasangan tuna- 

ngan yang  melakukan hubungan 

suami istri sebelum menikah, tapi 

perempuannya tidak hamil ”diang-

gap tidak berdosa”, sehingga tidak 

perlu melakukan upacara pertobatan 

sebagaimana pasangan tunangan 

yang hamil  lebih dulu. Ini juga mer-

upakan faktor yang menyebabkan 

terjadinya penyimpangan  karakteris-

tik sosio religius hukum adat dalam 

pelaksanaan pertunangan  di Desa 

Sitiarjo.

Di samping itu, jika melihat 

banyaknya bangunan gereja tua di 

Desa Sitiarjo, menunjukkan bahwa 

sejak jaman dahulu masyarakat Desa 

Sitiarjo sudah akrab dengan budaya 

barat yang dibawa oleh Belanda. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa 

Belanda datang ke Indonesia tidak 

hanya menyebarkan agamanya tetapi 

membawa serta budayanya, yang 

salah satunya adalah budaya per- 

gaulan muda mudi yang  lebih bebas 

dari budaya asli bangsa Indonesia. 

Oleh karena itu, tidak mengherankan 

jika budaya bebas tersebut akhirnya 

menular kepada muda-mudi yang 

ada di Desa Sitiarjo pada saat itu 

yang akhirnya berkembang sampai 

sekarang. Hal ini juga dapat menjadi 

faktor penyebab mengapa terjadi 

penyimpangan dalam pertunangan di 

Desa Sitiarjo.  

Dari uraian di atas kita dapat 

melihat ada empat faktor yang 

menyebabkan terjadinya penyimpa- 

ngan karakteristik sosio religius 

hukum adat dalam pelaksanaan 

pertunangan di Desa Sitiarjo, yaitu: 

1) Faktor  pandangan masyarakat 

yang melihat bahwa pasangan yang 

bertunangan itu pasti jadi menikah, 

tidak boleh tidak; 2) Faktor panda- 

ngan masyarakat yang mengasum-

sikan bahwa karena pertunangan itu 

dilangsungkan di Gereja, disaksikan 

oleh masyarakat banyak (para 

jemaat), dan diumumkan tiga ming- 

gu berturut turut, maka sah-sah saja 

jika pasangan yang sudah bertuna- 

ngan tapi belum menikah, tinggal 

serumah; 3) Faktor diskriminasi 

dalam pertobatan, pertobatan hanya 

harus dilakukan oleh pasangan yang 

terlanjur hamil lebih dulu, tapi bagi 

pasangan yang  jelas-jelas mengaku 

kepada modinnya bahwa mereka 

telah melakukan hubungan suami 

istri tapi perempuannya tidak hamil, 

tidak perlu melakukan pertobatan. 

Hal ini dapat diartikan bahwa 

melakukan hubungan seksual sebe-

lum menikah ”asal tidak hamil, tidak 

berdosa”, sehingga tidak perlu mela- 

kukan pertobatan.; 4)  Faktor budaya 

pergaulan bebas yang diwariskan 

oleh penjajah Belanda kepada ma- 

syarakat asli Desa Sitiarjo.

Dari ketiga faktor itu, faktor yang 

paling dominan dalam menyebabkan 

terjadinya penyimpangan karakteris-

tik sosio religius hukum adat dalam 

pelaksanaan pertunangan di Desa 

Sitiarjo adalah faktor yang ketiga, 

karena faktor ini tidak berasal dari 

masyarakat, tapi berasal dari pemuka 

agama, yang sebenarnya mempunyai 

pengaruh yang sangat besar terhadap 

perilaku masyarakat yang ada di 

Desa Sitiarjo.  Sementara dua faktor 

yang  lain, karena keduanya berasal 

dari pandangan masyarakat, yang  

tentunya akan mudah berubah sesuai 

dengan perubahan masyarakat itu 

sendiri, sehingga meskipun  punya 

andil dalam penyimpangan karakte- 

ristik, tetapi pengaruhnya tidak sebe-

sar pengaruh faktor yang ketiga.

Upaya Yang Telah dan Akan 
Dilakukan oleh Pemuka Agama  
Kristen dan Pemangku Kepenti- 
ngan untuk Mengurangi Angka 
Kehamilan Sebelum Perkawinan

 

Menghadapi permasalahan yang 

terjadi di Desa Sitiarjo berkaitan 

dengan banyaknya angka kehamilan 

sebelum perkawinan, telah dilakukan 

upaya oleh pemuka agama Kristen 

dan pemangku kepentingan yang 

lain, upaya upaya tersebut antara 

lain:

1. Pemberian nasehat oleh pendeta 

kepada pasangan tunangan agar 

tidak melakukan hubungan suami 

istri sebelum menikah.

2. Pemberian nasehat oleh saksi 

pertunangan  kepada pasangan 

tunangan agar tidak melakukan 

hubungan suami  istri sebelum 

menikah.

3. Pemberian pertanyaan oleh modin 

kepada pasangan yang akan 

menikah tentang apakah mereka 

sudah melakukan hubungan 

suami istri sebelum menikah atau 

tidak.

4. Pengharusan melakukan upacara 

pertobatan bagi pasangan yang 

hamil lebih dahulu sebelum pem-

berkatan pernikahan.

5. Menurut masyarakat, pihak gereja 

juga pernah mengadakan sema-

cam sayembara bahwa bagi 

pasangan yang pada saat melang- 

sungkan pernikahan belum hamil 

akan mendapat hadiah dari gereja.

Justru upaya yang belum tampak 

adalah upaya dari Kepala Desanya 

sendiri, karena ternyata pada saat 

penelitian ini dilaksanakan, di Desa 

Sitiarjo sedang tidak mempunyai 

kepala desa, karena kepala desanya 

baru saja dicopot/dilengserkan oleh 

masyarakat, karena tertangkap basah 

sedang berselingkuh dengan banyak 

perempuan di desa tersebut.  Seba- 

gaimana kita ketahui bahwa dalam 

penegakan hukum kita mengenal ada 

tiga komponen di sana ,  yaitu, 

substansi, struktur / aparat dan kultur.  

Kepala desa yang seharusnya menja-

di aparat yang menegakkan hukum di 

wilayahnya ternyata  memberikan 

contoh yang tidak baik, sehingga 

tidak mungkin dapat menegakkan 

hukum di desanya.

Pemuka agama kristen akan terus 

melakukan upaya yang selama ini 

sudah dilakukan, akan tetapi dari 

kepala desa tidak dapat dimintai 

keterangan tentang upaya apa yang 

akan diperbuat terhadap warganya, 

karena ternyata kepala desanya juga 

terbukti melakukan perbuatan asusila 

terhadap warganya. Bisa jadi 

kelakuan kepala desa yang  gemar 

berselingkuh itu juga merupakan 

faktor penyebab terjadinya penyim-

pangan karakteristik sosio reigius 

hukum adat dalam hal pertunangan 

di Desa Sitiarjo, karena kepala 

desanya memberikan contoh yang  

tidak baik, sehingga tidak mungkin 

dia akan dianggap oleh warganya 

ketika dia memberikan nasehat 

kepada warganya. 

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pemba-

hasan dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut.

1. Faktor dominan yang menye-

babkan terjadinya penyimpa- 

ngan karakteristik sosio religi-

us hukum adat dalam pelaksa-

naan pertunangan di Desa 

Sitiarjo, relevansinya dengan 

agama Kristen adalah faktor 

diskriminasi dalam pertobatan, 

pertobatan hanya wajib dilaku-

kan oleh pasangan yeng terlan-

jur hamil lebih dulu, tapi bagi 

pasangan yang jelas-jelas 

mengaku kepada modinnya 

bahwa mereka telah melaku-

kan hubungan suami istri tapi 

perempuannya tidak hamil, 

tidak perlu melakukan perto-

batan. Hal ini dapat diartikan 

bahwa melakukan hubungan 

seksual sebelum menikah 

”asal tidak hamil, tidak berdo-

sa”, sehingga tidak perlu 

melakukan pertobatan.  

2. Upaya yang telah dilakukan 

oleh pemuka agama  kristen 

dan pemangku kepentingan 

untuk mengurangi angka 

kehamilan sebelum perka- 

winan adalah sebagai berikut :

1) Pemberian nasehat oleh pen- 

deta kepada pasangan tuna- 

ngan agar tidak melakukan 

hubungan suami istri sebelum 

menikah.

2) Pemberian nasehat oleh saksi 

pertunangan  kepada pasangan 

tunangan agar tidak melaku-

kan hubungan suami istri sebe-

lum menikah.

3) Pemberian pertanyaan oleh 

modin kepada pasangan yang 

akan menikah tentang apakah 

mereka sudah melakukan 

hubungan suami istri sebelum 

menikah atau tidak.

4) Pengharusan melakukan upa- 

cara pertobatan bagi pasangan 

yang hamil lebih dahulu sebe-

lum pemberkatan pernikahan.

5) Menurut masyarakat, pihak 

gereja juga pernah mengada-

kan semacam sayembara bah- 

wa bagi pasangan yang pada 

saat melangsungkan pernika- 

han belum hamil akan 

mendapat hadiah dari gereja.

Justru upaya yang belum tampak 

untuk mengurangi angka kehamilan 

sebelum menikah adalah upaya dari 

Kepala Desa Sitiarjo. Pemuka agama 

kristen akan terus melakukan upaya 

yang selama ini sudah dilakukan, 

akan tetapi dari kepala desa tidak 

dapat dimintai keterangan tentang 

upaya apa yang akan diperbuat terha-

dap warganya, karena ternyata 

kepala desanya juga terbukti  

melakukan perbuatan asusila terha-

dap warganya. 

Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas 

peneliti memberikan saran-saran 

sebagai berikut :

1. Bagi pemuka agama Kristen harus 

terus mendidik umatnya agar 

tidak melakukan hubungan suami 

istri sebelum menikah, dan mem-

berikan pemahaman  kepada umat 

nya bahwa meskipun pertuna- 

ngan mereka sudah dilakukan di 

gereja dan disaksikan banyak 

orang, belum berarti mereka 

sudah menikah dan boleh melaku-

kan hubungan suami istri. Dan 

yang lebih penting adalah tidak 

lagi melakukan diskriminasi da- 

lam ”pertobatan”, seharusnya 

pertobatan tidak hanya wajib 

dilakukan oleh pasangan yang 

sudah hamil sebelum menikah, 

tapi juga terhadap seiap pasangan 

yang belum menikah tapi sudah 

melakukan hubungan suami istri.

2. Bagi tokoh masyarakat, hendak- 

nya dapat memberikan teladan 

yang baik bagi warganya sehing-

ga dapat  memimpin warganya ke 

dalam kehidupan dan pergaulan 

yang lebih baik.
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Kecamatan Geger, Kabupaten 

Bangkalan, berkali-kali mendapat-

kan penghargaan nasional bidang 

lingkungan hidup. Penghargaan 

pertama kali berupa Kalpataru di 

tahun 1988 kemudian tahun 2004. 

Ada pula tokoh lingkungan yang 

mendapatkan Satya Lencana Pemba-

ngunan Lingkungan Hidup dari desa 

Kombangan, yakni  H. Gosali pada 

tahun 2009. Pada tahun 2010, 

Kelompok Tani Gunung Mereh men- 

dapatkan Ecolabel (Standarisasi 

Luasan Hutan Rakyat) dari Kemen- 

terian Negara Lingkungan Hidup. 

Ibarat penyempurna lingkungan, 

FMU “Gebang Lestari” mendapat-

kan sertifikasi UMHRL (Unit Mana-

jemen Hutan Rakyat Lestari) pada 20 

Juni 2010. 

Karakteristik sifat petani pada 

umumnya menunjukkan sedikit 

minat untuk memanen kayu dan 

hanya melakukannya jika menghada-

pi keadaan yang disebut filosofi 

“tebang butuh”. Mereka memper-

lakukan hutan sebagai asset jangka 

panjang layaknya rekening bank 

yang dapat sewaktu-waktu diuang-

kan. Hasil penelitian (dukungan 

REDD) menunjukkan bahwa kepen- 

tingan komersial saat ini menjadi 

pendorong utama petani untuk pena-

naman dan petani sangat memahami 

nilai sebenarnya hutan mereka, dan 

meyakini nilai tersebut meningkat 

dengan adanya sertifikasi hutan. 

Kemauan petani untuk berpartisipasi 

dalam penyiapan sertifikasi biasanya 

muncul ketika tim pendamping 

memfasilitasi pembenahan-pembe- 

nahan organisasi yang diusulkan. 

Semua wilayah memerlukan pe- 

ngembangan organisasi masyarakat 

secara khusus. Terdapat kebutuhan 

khusus membangun asosiasi petani 

yang lebih tinggi seperti koperasi, 

yang membutuhkan pengetahuan 

kewirausahaan juga dukungan dana 

eksternal. 

Permasalahan 

Kecamatan Geger terdiri dari 13 

(tiga belas) desa yaitu : desa Lerpak, 

Geger, Togubang, Batubella, Teber 

Priyah, Campor, Kompol, Komban-

gan, Dabung, Katol Barat, Ba- 

nyoneng Laok, dan desa Banyoneng 

Dajah. Dari tiga belas desa tersebut, 

kelompok tani yang relatif  maju 

terdapat di desa Geger, Kombangan, 

dan desa Togubang. Kelompok dari 3 

(tiga) desa tersebut tergabung dalam 

FMU “Gebang Lestari” yang dipu-

satkan di desa Kombangan di bawah 

arahan H. Gosali. Permasalahan 

klasik yang dihadapi kelompok tani 

yang berbasis pengelolaan hasil 

hutan yang berasal dari hutan rakyat 

pada umumnya, juga dialami oleh 

FMU “Gebang Lestari” yaitu: 1) 

Keterbatasan modal masyarakat 

dalam menyelenggarakan usaha 

hutan rakyat; 2) Luas pemilikan 

lahan yang relatif sempit dan terpen-

car sehingga menyulitkan pengelo-

laan dalam satu manajemen; 3) Pem-

biayaan berkelanjutan dan berorien-

tasi pada proyek; 4) Kualitas sumber 

daya manusia.

Masyarakat tani hutan yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan kelompok tani 

hutan yang sering mendapat peng-

hargaan dan sertifikasi. Namun, 

penghargaan tersebut hanyalah legi- 

timasi keberadaan mereka saja, 

tanpa diiringi dengan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan 

kesejahteraannya. Melihat perma- 

salahan di atas, prestasi yang dimili-

ki FMU “Gebang Lestari” serta 

semangat yang ada pada masyarakat 

secara lambat laun akan menghilang 

jika tidak ditindaklanjuti dengan 

upaya yang tepat dan strategis. 

Persoalan pelik yang mengha-

dang adalah pengusahaan hasil hutan 

yang sulit dilaksanakan. Koperasi  

masyarakat di desa Geger yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan koperasi yang 

sudah “mati suri”. Jenis tanaman 

hasil hutan non-kayu berupa tana-

man holtikultura seperti alpukat, 

mangga, papaya, rambutan, jeruk 

dan lain-lain. wilayah Kecamatan 

Geger relatif subur, sedangkan untuk 

hasil hutan kayu, khususnya kayu 

jati di Kecamatan Geger ini sulit 

diharapkan hasilnya, padahal kawa- 

san ini merupakan kawasan pe- 

nyangga yang harus dijaga kelestari-

an hutannya. Dengan kata lain perlu 

dilakukan rehabilitasi terhadap lahan 

di kawasan hutan tersebut, akan 

tetapi di sisi lain masyarakat terben-

tur masalah permodalan. Untuk 

mendapatkan permodalan diperlu-

kan adanya kerjasama dengan 

lembaga-lembaga terkait sebagai 

pembina dan penyandang dana. Hal 

ini tidak dapat dilakukan karena akta 

notaris pendirian koperasi yang 

menjadi salah satu persyaratan 

pengajuan proposal kerjasama be- 

lum mereka miliki.

Persoalan ketidakmampuan pe- 

ngurusan akta pendirian koperasi 

dan pembuatan proposal kerjasama 

ini menjadi kendala masyarakat 

sekitar hutan  untuk meningkatkan 

kesejahteraannya. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan pemberdayaan dan 

pengembangan kapasitas masyarakat 

sekitar hutan yang sangat relevan, 

yakni dari aspek institusi, seperti : 

administrasi dan manajemen kopera-

si, pengembangan organisasi, moni-

toring, penggunaan komputer, pe- 

ngembangan masyarakat seperti 

manajemen kelompok-kelompok pe- 

tani.

Undang-undang  Nomor  41 

Tahun 1999 yang telah diubah 

berdasarkan Undang-undang Nomor 

19 Tahun 2004 tentang Perpu  

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peru-

bahan  atas Undang-undang Nomor 

41 tahun 1991 tentang   Kehutanan 

Menjadi Undang-undang  (selanjut- 

nya UU Kehutanan), mengatur 

tentang rehabilitasi hutan. Pasal 43 

ayat (1) UU Kehutanan menentukan 

bahwa setiap orang yang  memiliki, 

mengelola, dan atau memanfaatkan 

hutan yang kritis atau tidak produk-

tif, wajib melaksanakan rehabilitasi 

hutan untuk tujuan perlindungan dan 

konservasi. Selanjutnya dalam ayat 

(2) ditegaskan bahwa dalam melak-

sanakan rehabilitasi setiap orang da- 

pat meminta pendampingan, pela- 

yanan, dan dukungan kepada lemba-

ga swadaya masyarakat, pihak lain 

atau pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan  Rencana Pengelolaan 

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, 

dalam Pasal 84 mengatur pember-

dayaan masyarakat dapat dilakukan 

melalui : (1) hutan desa; (2) hutan  

kemasyarakatan; (3) kemitraan. Se- 

dangkan kemitraan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 1977 tentang Kemitraan. 

Peraturan Pemerintah (PP) tersebut 

merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1995 tentang Usaha Kecil. Pada 

dasarnya, kemitraan merupakan 

kerja sama dan bukan merupakan 

bentuk usaha. Kemitraan adalah 

kerja sama antara usaha kecil dengan 

usaha menengah dan atau usaha 

besar dengan usaha besar dengan 

memperhatikan prinsip saling me- 

merlukan, saling memperkuat dan 

saling menguntungkan.

Dalam rangka berorientasi agar 

dapat diterapkan model kemitraan, 

maka koperasi yang sudah ”mati 

suri” harus ditingkatkan statusnya 

menjadi badan usaha dengan men- 

daftarkan ke Notaris. Dengan demi- 

kian dalam mengatasi permasalahan 

yang dihadapi mitra maka solusi 

yang ditawarkan adalah :

1. Sosialisas pentingnya koperasi 

dan pelatihan-pelatihan terkait 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan berupa pembukuan dan 

keuangan sederhana.

2. Pembentukan  koperasi dan men- 

daftarkan   ke kantor Notaris  se- 

hingga menjadi koperasi yang 

berbadan hukum;

3. Pembuatan proposal kegiatan 

dengan model  kemitraan ke  

BUMN atau pihak swasta.

Metode Pelaksanaan 

IbM ini menggunakan metode 

yang berjenis normatif-kualitatif, 

sehingga desain dan metodenya me- 

rupakan perpaduan antara metode 

pendekatan hukum (perundang- 

undangan) dan metode pendekatan 

sosiologis. Perspektif hukum nam- 

pak pada analisis terhadap berbagai 

peraturan perundangan-undangan 

bidang kehutanan khususnya tentang 

peran serta masyarakat sekitar hutan 

dalam pengelolaan, pemanfaatan, 

pengawasan sumber daya hutan, dan 

pelembagaannya. 

Dalam perspektif sosiologis maka 

analisis diarahkan pada hal-hal yang 

berkaitan dengan pembentukan 

mindset masyarakat sekitar hutan 

terhadap pendayagunaan hutan. 

Analisis akan difokuskan pada 

persepsi masyarakat tentang hutan, 

karakteristik masyarakat, dan apa 

yang ingin disuarakan, peran dan 

posisi yang jelas dari masyarakat 

berkaitan dengan pengelolaan, pe- 

manfaatan, dan pengawasan sumber 

daya hutan.

Metode yang digunakan dalam 

memperoleh data adalah dengan cara 

mengadakan Focus Group Discus-

sion (FGD), yakni dilakukan diskusi 

secara intensif dengan seluruh tokoh 

masyarakat dan anggota kelompok 

tani. Dalam mencari solusi peman-

faatan sumberdaya hutan digunakan  

model parsial. Model parsial adalah 

model diskusi di mana pemikiran, 

ide, atau kepentingan peserta FGD 

yang berbeda dieliminir hingga 

memiliki kesamaan pandangan. (Wa-

hyudi, 2006). Pemilihan model ini 

didasarkan atas alasan baik tokoh 

masyarakat maupun masyarakat 

kelompok tani pengguna sumber 

daya hutan agar tetap memiliki tang-

gung jawab sama dalam menjaga 

kelestarian sumber daya hutan.

Analisis normatif dilakukan de- 

ngan menganalisis bahan hukum 

primer dengan metode interpretasi 

teleologis  dan futuristik. Sedangkan 

pada analisis empiris akan  menggu-

nakan metode verstehen (pemaha-

man) dan diskusi. Data dan bahan 

hukumyang diperoleh akan dianalisis 

secara kualitatif.

Rangkaian pemikiran berikut di- 

ungkapkan sebagai disain penelitian 

yaitu disain untuk pelaksanaan 

pengelolaan hutan oleh kelompok 

tani Desa Geger Kecamatan Geger 

yang diharapkan dapat mensejahtera-

kan masyarakat sekitar hutan :

1. Memberi sosialisasi pada  masya- 

rakat dan mendiskusikan secara 

kritis tentang peran serta ma- 

syarakat dalam pengelolaan, pe- 

manfaatan dan pengawasan sum- 

ber daya hutan yang dijamin oleh 

UU Kehutanan;

2. Pemahaman perlunya aksi kolek-

tif bagi pemecahan masalah 

pemenuhan kebutuhan dalam hal 

pengelolaan, pemanfaatan, dan 

pengawasan sumber daya hutan 

dengan membentuk lembaga 

koperasi sebagai wadah kebersa-

maannya.

3. Dengan dilaksanakan aksi peman-

faatan dan pengelolaan hutan oleh 

kelompok tani secara bersama 

dalam wadah koperasi diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan 

para petani pada khususnya dan 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat sekitar hutan pada 

umumnya.   

Hasil dan Pembahasan
Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat sekitar hutan Keca-

matan geger Kabupaten Bangkalan 

layak untuk menjadi sasaran kegia-

tan pengabdian ini.Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberdayakan 

masyarakat sekitar hutan yang me- 

ngalami kesulitan dalam meningkat-

kan kemampuan mereka untuk 

meningkatkan permodalan dan kesu-

litan dalam memasarkan hasil-hasil 

pertanian mereka.

Pemberdayaan masyarakat sendi-

ri diartikan sebagai upaya untuk 

membantu masyarakat dalam me- 

ngembangkan kemampuan sendiri 

sehingga bebas dan mampu untuk 

mengatasi masalah dan mengambil 

keputusan secara pribadi. Dengan 

demikian pemberdayaan masyarakat 

ditujukan untuk mendorong tercip-

tanya kekuatan dan kemampuan 

lembaga masyarakat untuk secara 

mandiri mampu mengelola dirinya 

sendiri berdasarkan kebutuhan ma- 

syarakat itu sendiri, serta mampu 

mengatasi tantangan persoalan di 

masa yang akan datang.

Dasar pandangan strategi pem-

berdayaan masyarakat adalah bahwa 

upaya yang akan dilakukan harus 

diarahkan langsung pada akar perso-

alannya, yaitu meningkatkan ke- 

mampuan masyarakat. Bagian yang 

tertinggal dalam masyarakat harus 

ditingkatkan kemampuannya dengan 

mengembangkan dan mendinamim- 

sasikan potensinya, dengan kata lain 

memberdayakannya. (Ginanjar,  

1996).  Dalam konteks inilah maka 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan harus diberdayakan agar 

mereka dapat menjaga hutan seka-

ligus memanfaatkannya.Usaha pem-

berdayaan masyarakat harus diikuti 

dengan memperkuat potensi atau 

daya yang dimiliki masyarakat. 

Dalam kerangka ini dibutuhkan 

langkah-langkah yang lebih positif 

dan tidak hanya sekadar mencip-

takan iklim dan suasana. Pember-

dayaan bukan hanya meliputi 

penguatan individu anggota ma- 

syarakat, tetapi juga pranata-prana-

tanya, dalam hal ini pendirian kope- 

rasi merupakan alternatif yang tepat. 

Menanamkan nilai-nilai kerja keras, 

keterbukaan, hemat, kebertanggung-

jawaban adalah bagian pokok dari 

pemberdayaan.

Kegiatan yang telah dilakukan 

berupa pelatihan tentang koperasi 

dan pembukuan sederhana yang 

dapat diterima oleh masyarakat 

(warga) desa Geger Kecamatan 

Geger Kabupaten Bangkalan. Kegia-

tan yang sudah diterima oleh ma- 

syarakat diharapkan dapat mem-

bekali dalam mengelola koperasi 

sehingga dapat meningkatkan peng-

hasilan mereka. Pelatihan diseleng-

garakan dengan tujuan untuk 

menambah pengetahuan, keterampi-

lan dan kemampuan berusaha untuk 

dapat mengaktifkan usaha produktif 

dengan cara menngoptimalkan 

sumber daya yang ada. Dengan 

membuka lynk dengan Kelompok 

Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa 

Timur diharapkan dapat mendorong 

masyarakat menjadi produsen hasil- 

hasil perrtanian yang memiliki 

kepastian pasar.

Setelah selesai kegiatan pengab-

dian ini, diharapkan masyarakat 

sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan memiliki link 

atau jaringan yang dapat memasar-

kan hasil-hasil petanian mere-

ka.Oleh karena dalam kegiatan ini 

mencoba untuk membuka jaringan 

dengan Kelompok Tani Nelayan 

Andalan Jawa Timur. Dengan de- 

mikian diharapkan masyarakat dapat 

meningkatkan permodalan dan peng-

hasilan mereka. Di samping itu 

kegiatan ini berhasil membentuk 

koperasi bagi masyarakat sekitar 

hutan Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan.

Luaran dari kegiatan pengabdian 

ini adalah terbentuknya koperasi 

yang berbadan hukum.Untuk men- 

dapatkan permodalan diperlukan 

adanya kerjasama dengan lemba-

ga-lembaga terkait sebagai pembina 

dan penyandang dana. Hal ini tidak 

dapat dilakukan karena akta notaris 

pendirian koperasi yang menjadi 

salah satu persyaratan pengajuan 

proposal kerjasama belum mereka 

miliki. Di samping itu, terbentuknya 

koperasi diharapkan dapat merang-

sang nilai-nilai kerja keras, keterbu-

kaan, hemat, kebertanggungjawaban 

yang merupakan bagian pokok dari 

pemberdayaan masyarakat. (Karta-

sasmita, 1995)

Setelah dilakukan sosialisasi ten- 

tang pentingnya dan manfaat dari 

koperasi serta beberapa kali dilaku-

kan FGD,  maka hasil yang dicapai 

adalah :

1. Kesadaran masyarakat akan pent-

ingnya koperasi dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat.

 Dengan adanya kesadaran ma- 

syarakat tersebut diharapkan 

dapat menciptakan suasana atau 

iklim yang memungkinkan poten-

si masyarakat berkembang. 

Selama ini masyarakat tidak 

bergairah untuk berkoperasi 

sehingga koperasi ”mati suri”. 

Titik tolak penya- daran ini adalah 

pengenalan bahwa setiap manu-

sia, setiap masyarakat memiliki 

potensi yang dapat dikembang-

kan. Tidak ada masyarakat sama 

sekali tanpa daya. Pemberdayaan 

adalah upaya untuk membangun 

daya tersebut dengan cara men-

dorong, memotivasi dan mem-

bangkitkan kesadaran akan poten-

si yang dimiliki serta upaya 

mengembangkannya dengan 

”menghidupkan” kembali kopera-

si yang sudah ada.

2. Telah terbentuk koperasi ”Potre 

Koneng” pada 28 Agustus 2013, 

sedangkan tentang status badan 

hukum masih dalam proses 

pengurusan Akte Notaris tentang 

pendirian koperasi.

 Dengan adanya Akte Notaris bagi 

pendirian Koperasi ”Potre 

Koneng” adalah upaya untuk 

memperkuat potensi dan daya 

yang dimiliki oleh masyarakat 

desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan. Penguatan 

yang diupayakan adalah melalui 

Koperasi sebagai upaya pembu-

kaan akses kepada berbagai pelu-

ang antara lain Kelompok Tani 

Nelayan Andalan Jawa Timur. 

Sha- ring yang akan diberikan 

oleh Kelompok Tani Nelayan 

Andalan mulai dari tanaman atau 

budidaya apa yang memiliki pros-

pek pemasaran sampai pemasa-

rannya sendiri. Kegiatan pengab-

dian ini sudah melakukan pelati-

han manajemen sederhana yang 

dapat dipahami, diterima dan 

dilaksanakan sesuai dengan kebu-

tuhan masyarakat desa yang men-

jadi anggota koperasi.

 Dengan adanya koperasi diharap-

kan dapat dikembangkan sebagai 

badan usaha yang juga mengejar 

keuntungan walaupun perlu 

diperhatikan dalam mekanisme 

internal pembagian keuntungan 

diantara ang- gota perlu memper-

timbangkan aspek sosial dan 

kebersamaan. (Agnes, 2004). 

Dari segi materiil, keberadaan 

koperasi dirasa sangat membantu 

meningkatkan tingkat kesejahte- 

raan para anggota baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Selanjutnya Agnes menggambar-

kan bahwa Sisa Hasil Usaha yang  

merupakan keuntungan koperasi 

akan dibagikan kepada semua 

sesuai dengan partisipasi anggota 

dalam jenis usaha yang dikem-

bangkan oleh koperasi tersebut. 

Masih menurut Agnes, misalnya 

dalam usaha simpan pinjam, 

anggota yang frekuensi dan 

jumlah pinjamannya besar, yang 

bersangkutan akan mendapatkan 

bagian keuntungan lebih besar 

dibandingkan dengan anggota 

lain yang partisipasinya. Dengan 

prinsi-prinsip yang dikembang-

kan dalam koperasi diharapkan 

masyarakat makin bergairah 

dalam berusaha meningkatkan 

hasil pertaniannya untuk dapat 

meningkatkan partisipasinya 

dalam berkoperasi. Terpenting 

pula gairah masyarakat dapat 

menghidupkan kembali koperasi 

yang sudah ”mati suri” tersebut.

 Untuk menorong masyarakat ak- 

tif dalam kegiatan koperasi Tim 

Peneliti telah melakukan kegiatan 

: a) Pelatihan proses pembentukan 

koperasi sebagai bekal pengeta-

huan maupun tentang tahapan dan 

per- syaratan pendirian koperasi, 

yang diberikan sebelum terben-

tuknya ko- perasi; b) Pelatihan 

manajemen keuangan sederhana.

3. Terungkap bahwa banyak mas-

yarakat sekitar hutan yang belum 

dilibatkan dalam program PHBM 

Perum Perhutani Unit II Jawa 

Timur KPH Madura.

 Melalui kegiatan pengabdian  ini 

berupaya untuk mengikutkan ma- 

syarakat Desa Geger, Kecamatan 

Geger, Kabupaten Bangkalan pro- 

gram PHBM. Upaya ini disambut 

baik oleh Kepala Perum Perhutani 

Unit II Jawa Timur KPH Madura. 

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai, Tim tetap  mengupayakan 

kegiatan masyarakat desa masih 

ada keberlanjutan melalui kegia-

tan serupa.

Melihat antusiame masyarakat 

terhadap program pengabdian ini di 

satu sisi dan adanya Program Penge-

lolaan Hutan Bersama Masyarakat 

(PHBM) dari Perum Perhutani, maka 

Tim Pengusul akan  membantu  ma- 

syarakat sekitar hutan untuk menga-

jukan  program tersebut.

Hasil dari beberapa kali dialog 

dengan Kepala Perum Perhutani 

KPH Madura dapat diungkapkan 

bahwa sesungguhnya Perum Per- 

hutani sendiri mengalami berbagai 

kendala dalam mengelola dan 

melakukan pengawasan terhadap 

kawasan hutan yang menjadi wewe- 

nangnya. Bak ”gayung bersambut” 

niat Tim Pengusul untuk membantu  

masyarakat dalam memanfaatkan 

kawasan hutan yang menjadi 

wewenang  Perum Perhutani disam-

but dengan antusiasme pula.  Perum 

Perhutani  KPH Madura merupakan 

bagian dari Perum Perhutani  Unit II 

Jawa Timur seluas 47.121,20 Ha. 

KPH Madura menghadapi beberapa 

permasalahan sebagai berikut :

1. Luas lahan yang kosong, ber- 

dasarkan hasil Audit Potensi 2008 

seluas 4.444,67 Ha dan diupaya-

kan untuk dilakukan penanaman;

2. Sengketa tanah s/d bulan April 

2009 seluas 1.600,09 Ha. Penye- 

lesaian sudah dan akan terus 

dilakukan koordinasi dengan 

aparat dan instansi terkait serta 

penegak hukum lainnya. Akan 

tetapi sampai saat ini belum 

menunjukkan hasil yang me- 

muaskan.

3. Aksesibilitas yang rendah/terba-

tas disebabkan wilayah kerja 

terletak di kepulauan berdampak 

pada angka kerawanan hutan dan 

besarnya biaya pengelolaan hutan 

bila dibandingkan dengan KPH 

lainnya.

4. Potensi SDM KPH Madura masih 

rendah yang didominasi karya- 

wan non pegawai.

5. Secara umum keadaan KPH 

Madura sangat berbeda diban- 

dingkan dengan KPH lainnya 

yang ada di Pulau Jawa yang 

berbeda kondisi iklim dan tanah- 

nya.

6. Kondisi tanah kawasan KPH 

Madura secara umum tandus dan 

gersang dengan ciri-ciri yang 

dangkal, sarang, dan berbatu, 

miskin humus.

7. Iklim : Ferguson dalam tipe iklim 

C dan D.(Perum Perhutani KPH 

Madura, 2010)

Dengan permasalahan yang diha-

dapi tidak mungkin KPH Madura 

menyelesaikannya sendiri di satu sisi 

dan pada sisi lain kurangnya keterli-

batan masyarakat dalam pengelolaan 

sumber daya hutan, menyebabkan 

tidak adanya rasa memiliki dan sulit 

mencapai pengelolaan hutan lestari. 

Apabila kerjasama tersebut dapat 

dilaksanakan maka diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masya- 

rakat sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan.

Kegiatan pengabdian ini juga 

telah merintis kerja sama dengan 

Kelompok Tani Nelayan Andalam 

(KTNA)  Propinsi Jawa Timur. Sha- 

ring yang akan diberikan oleh KTNA 

adalah masyarakat akan diikutser-

takan program-program pelatihan 

dan pemasaran hasil pertanian.

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai melalui kegiatan semacam pe- 

ngabdian ini, Tim berupaya untuk 

mengikutsertakan masyarakat desa 

Geger Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan dalam program PHBM 

dari Perum Perhutani. Program 

PHBM diantaranya terdapat program 

pemberdayaan masyarakat dalam 

bentuk peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan dan pengembangan 

ekonomi kerakyatan.(Irawanti, 2010) 

Dengan Akte Pendirian koperasi 

yang legal diharapkan dapat menjadi 

modal bagi anggota koperasi untuk 

mempertemukan dengan lembaga 

keuangan atau perkreditan yang  

mampu dan bersedia melayani kebu-

tuhan permodalan. Tersedianya lem- 

baga keuangan yang memberi laya- 

nan pinjaman untuk peningkatan 

permodalan merupakan mitra pen- 

ting bagi masyarakat.

Di desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan terdapat 

kawasan hutan milik Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura 

yang terbengkalai belum dimanfaat-

kan untuk melaksanakan program 

PHBM. Kepala Perhutani sangat  

menyambut dengan baik apabila ke- 

giatan ini dilanjutkan dan Tim Pe- 

ngusul berperan sebagai fasilitator. 

Jalinan kerjasama dengan Perum 

Perhutani bisa dalam bentuk memin-

jam kawasan hutan yang ada. 

Dengan demikian masyarakat dapat 

memanfaatkan kawasan hutan yang 

ada yang akan memberi peluang dan 

kesempatan masyarakat untuk me- 

ningkatkan hasil pertaniannya.

Dari kegiatan pengabdian ini, 

terungkap bahwa PHBM merupakan 

sesuatu yang masih baru bagi ma- 

syarakat maupun Perum Perhutani 

sendiri, sehingga implementasinya 

tidak terbebas dari berbagai kendala. 

PHBM seringkali belum dipahami 

oleh seluruh jajaran Perhutani teruta-

ma pada tataran operasional, atau ada 

sebagian pejabat Perhutani masih 

memiliki perasaan tidak ikhlas untuk 

berbagi dengan masyarakat atau 

pihak (Asisten Direktur Produksi 

Perhutani, 2006). Tidak demikian 

halnya dengan Kepala Perum Per- 

hutani Unit II Jatim KPH Madura, 

menyambut baik keinginan dari Tim 

Pengusul, beliau mengistilahkan 

sebagai “bak gayung bersambut” 

dengan keinginan Tim. Sambutan 

yang begitu antusias hendaknya juga 

didukung Pemda Kabupaten Bang-

kalan jangan sampai kemudian ada 

pemikiran bahwa PHBM hanya men-

jadi urusan Perhutani saja. PHBM 

yang diharapkan dapat diimplemen-

tasikan ke seluruh desa-desa yang 

ada di sekitar hutan, di seluruh 

wilayah Madura, dapat dirasakan 

manfaatnya baik oleh masyarakat 

sekitar hutan, Perhutani, Pemerintah 

Kabupaten Bangkalan dan pihak 

yang berkepentingan lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pendampingan 

selama ini, masyarakat sekitar hutan 

khususnya Kecamatan Geger dan di 

beberapa kawasan hutan lainnya 

sangat membutuhkan pemberdayaan 

baik dari aspek pengetahuan maupun 

permodalan dalam upaya meningkat-

kan kesejahteraan hidup mereka. 

Keinginan masyarakat ini memiliki 

peluang yang sangat besar, yaitu 

khususnya untuk dilibatkan dalam 

Program PHBM dari Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura.

Sebaiknya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bangkalan secara khusus 

memperhatikan kondisi dan peluang 

yang ada dengan menjadikan Perum 

Perhutani sebagai mitra dalam upaya 

memberdayakan masyarakat sekitar 

hutan. Program PHBM penting 

untuk dilakukan secara menyeluruh 

untuk memberdayakan masyarakat 

sekitar hutan karena hampir semua 

masyarakat sekitar hutan belum 

pernah dilibatkan dalam pelaksanaan 

program PHBM dari Perum Perhuta-

ni tersebut.
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Kecamatan Geger, Kabupaten 

Bangkalan, berkali-kali mendapat-

kan penghargaan nasional bidang 

lingkungan hidup. Penghargaan 

pertama kali berupa Kalpataru di 

tahun 1988 kemudian tahun 2004. 

Ada pula tokoh lingkungan yang 

mendapatkan Satya Lencana Pemba-

ngunan Lingkungan Hidup dari desa 

Kombangan, yakni  H. Gosali pada 

tahun 2009. Pada tahun 2010, 

Kelompok Tani Gunung Mereh men- 

dapatkan Ecolabel (Standarisasi 

Luasan Hutan Rakyat) dari Kemen- 

terian Negara Lingkungan Hidup. 

Ibarat penyempurna lingkungan, 

FMU “Gebang Lestari” mendapat-

kan sertifikasi UMHRL (Unit Mana-

jemen Hutan Rakyat Lestari) pada 20 

Juni 2010. 

Karakteristik sifat petani pada 

umumnya menunjukkan sedikit 

minat untuk memanen kayu dan 

hanya melakukannya jika menghada-

pi keadaan yang disebut filosofi 

“tebang butuh”. Mereka memper-

lakukan hutan sebagai asset jangka 

panjang layaknya rekening bank 

yang dapat sewaktu-waktu diuang-

kan. Hasil penelitian (dukungan 

REDD) menunjukkan bahwa kepen- 

tingan komersial saat ini menjadi 

pendorong utama petani untuk pena-

naman dan petani sangat memahami 

nilai sebenarnya hutan mereka, dan 

meyakini nilai tersebut meningkat 

dengan adanya sertifikasi hutan. 

Kemauan petani untuk berpartisipasi 

dalam penyiapan sertifikasi biasanya 

muncul ketika tim pendamping 

memfasilitasi pembenahan-pembe- 

nahan organisasi yang diusulkan. 

Semua wilayah memerlukan pe- 

ngembangan organisasi masyarakat 

secara khusus. Terdapat kebutuhan 

khusus membangun asosiasi petani 

yang lebih tinggi seperti koperasi, 

yang membutuhkan pengetahuan 

kewirausahaan juga dukungan dana 

eksternal. 

Permasalahan 

Kecamatan Geger terdiri dari 13 

(tiga belas) desa yaitu : desa Lerpak, 

Geger, Togubang, Batubella, Teber 

Priyah, Campor, Kompol, Komban-

gan, Dabung, Katol Barat, Ba- 

nyoneng Laok, dan desa Banyoneng 

Dajah. Dari tiga belas desa tersebut, 

kelompok tani yang relatif  maju 

terdapat di desa Geger, Kombangan, 

dan desa Togubang. Kelompok dari 3 

(tiga) desa tersebut tergabung dalam 

FMU “Gebang Lestari” yang dipu-

satkan di desa Kombangan di bawah 

arahan H. Gosali. Permasalahan 

klasik yang dihadapi kelompok tani 

yang berbasis pengelolaan hasil 

hutan yang berasal dari hutan rakyat 

pada umumnya, juga dialami oleh 

FMU “Gebang Lestari” yaitu: 1) 

Keterbatasan modal masyarakat 

dalam menyelenggarakan usaha 

hutan rakyat; 2) Luas pemilikan 

lahan yang relatif sempit dan terpen-

car sehingga menyulitkan pengelo-

laan dalam satu manajemen; 3) Pem-

biayaan berkelanjutan dan berorien-

tasi pada proyek; 4) Kualitas sumber 

daya manusia.

Masyarakat tani hutan yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan kelompok tani 

hutan yang sering mendapat peng-

hargaan dan sertifikasi. Namun, 

penghargaan tersebut hanyalah legi- 

timasi keberadaan mereka saja, 

tanpa diiringi dengan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan 

kesejahteraannya. Melihat perma- 

salahan di atas, prestasi yang dimili-

ki FMU “Gebang Lestari” serta 

semangat yang ada pada masyarakat 

secara lambat laun akan menghilang 

jika tidak ditindaklanjuti dengan 

upaya yang tepat dan strategis. 

Persoalan pelik yang mengha-

dang adalah pengusahaan hasil hutan 

yang sulit dilaksanakan. Koperasi  

masyarakat di desa Geger yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan koperasi yang 

sudah “mati suri”. Jenis tanaman 

hasil hutan non-kayu berupa tana-

man holtikultura seperti alpukat, 

mangga, papaya, rambutan, jeruk 

dan lain-lain. wilayah Kecamatan 

Geger relatif subur, sedangkan untuk 

hasil hutan kayu, khususnya kayu 

jati di Kecamatan Geger ini sulit 

diharapkan hasilnya, padahal kawa- 

san ini merupakan kawasan pe- 

nyangga yang harus dijaga kelestari-

an hutannya. Dengan kata lain perlu 

dilakukan rehabilitasi terhadap lahan 

di kawasan hutan tersebut, akan 

tetapi di sisi lain masyarakat terben-

tur masalah permodalan. Untuk 

mendapatkan permodalan diperlu-

kan adanya kerjasama dengan 

lembaga-lembaga terkait sebagai 

pembina dan penyandang dana. Hal 

ini tidak dapat dilakukan karena akta 

notaris pendirian koperasi yang 

menjadi salah satu persyaratan 

pengajuan proposal kerjasama be- 

lum mereka miliki.

Persoalan ketidakmampuan pe- 

ngurusan akta pendirian koperasi 

dan pembuatan proposal kerjasama 

ini menjadi kendala masyarakat 

sekitar hutan  untuk meningkatkan 

kesejahteraannya. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan pemberdayaan dan 

pengembangan kapasitas masyarakat 

sekitar hutan yang sangat relevan, 

yakni dari aspek institusi, seperti : 

administrasi dan manajemen kopera-

si, pengembangan organisasi, moni-

toring, penggunaan komputer, pe- 

ngembangan masyarakat seperti 

manajemen kelompok-kelompok pe- 

tani.

Undang-undang  Nomor  41 

Tahun 1999 yang telah diubah 

berdasarkan Undang-undang Nomor 

19 Tahun 2004 tentang Perpu  

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peru-

bahan  atas Undang-undang Nomor 

41 tahun 1991 tentang   Kehutanan 

Menjadi Undang-undang  (selanjut- 

nya UU Kehutanan), mengatur 

tentang rehabilitasi hutan. Pasal 43 

ayat (1) UU Kehutanan menentukan 

bahwa setiap orang yang  memiliki, 

mengelola, dan atau memanfaatkan 

hutan yang kritis atau tidak produk-

tif, wajib melaksanakan rehabilitasi 

hutan untuk tujuan perlindungan dan 

konservasi. Selanjutnya dalam ayat 

(2) ditegaskan bahwa dalam melak-

sanakan rehabilitasi setiap orang da- 

pat meminta pendampingan, pela- 

yanan, dan dukungan kepada lemba-

ga swadaya masyarakat, pihak lain 

atau pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan  Rencana Pengelolaan 

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, 

dalam Pasal 84 mengatur pember-

dayaan masyarakat dapat dilakukan 

melalui : (1) hutan desa; (2) hutan  

kemasyarakatan; (3) kemitraan. Se- 

dangkan kemitraan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 1977 tentang Kemitraan. 

Peraturan Pemerintah (PP) tersebut 

merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1995 tentang Usaha Kecil. Pada 

dasarnya, kemitraan merupakan 

kerja sama dan bukan merupakan 

bentuk usaha. Kemitraan adalah 

kerja sama antara usaha kecil dengan 

usaha menengah dan atau usaha 

besar dengan usaha besar dengan 

memperhatikan prinsip saling me- 

merlukan, saling memperkuat dan 

saling menguntungkan.

Dalam rangka berorientasi agar 

dapat diterapkan model kemitraan, 

maka koperasi yang sudah ”mati 

suri” harus ditingkatkan statusnya 

menjadi badan usaha dengan men- 

daftarkan ke Notaris. Dengan demi- 

kian dalam mengatasi permasalahan 

yang dihadapi mitra maka solusi 

yang ditawarkan adalah :

1. Sosialisas pentingnya koperasi 

dan pelatihan-pelatihan terkait 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan berupa pembukuan dan 

keuangan sederhana.

2. Pembentukan  koperasi dan men- 

daftarkan   ke kantor Notaris  se- 

hingga menjadi koperasi yang 

berbadan hukum;

3. Pembuatan proposal kegiatan 

dengan model  kemitraan ke  

BUMN atau pihak swasta.

Metode Pelaksanaan 

IbM ini menggunakan metode 

yang berjenis normatif-kualitatif, 

sehingga desain dan metodenya me- 

rupakan perpaduan antara metode 

pendekatan hukum (perundang- 

undangan) dan metode pendekatan 

sosiologis. Perspektif hukum nam- 

pak pada analisis terhadap berbagai 

peraturan perundangan-undangan 

bidang kehutanan khususnya tentang 

peran serta masyarakat sekitar hutan 

dalam pengelolaan, pemanfaatan, 

pengawasan sumber daya hutan, dan 

pelembagaannya. 

Dalam perspektif sosiologis maka 

analisis diarahkan pada hal-hal yang 

berkaitan dengan pembentukan 

mindset masyarakat sekitar hutan 

terhadap pendayagunaan hutan. 

Analisis akan difokuskan pada 

persepsi masyarakat tentang hutan, 

karakteristik masyarakat, dan apa 

yang ingin disuarakan, peran dan 

posisi yang jelas dari masyarakat 

berkaitan dengan pengelolaan, pe- 

manfaatan, dan pengawasan sumber 

daya hutan.

Metode yang digunakan dalam 

memperoleh data adalah dengan cara 

mengadakan Focus Group Discus-

sion (FGD), yakni dilakukan diskusi 

secara intensif dengan seluruh tokoh 

masyarakat dan anggota kelompok 

tani. Dalam mencari solusi peman-

faatan sumberdaya hutan digunakan  

model parsial. Model parsial adalah 

model diskusi di mana pemikiran, 

ide, atau kepentingan peserta FGD 

yang berbeda dieliminir hingga 

memiliki kesamaan pandangan. (Wa-

hyudi, 2006). Pemilihan model ini 

didasarkan atas alasan baik tokoh 

masyarakat maupun masyarakat 

kelompok tani pengguna sumber 

daya hutan agar tetap memiliki tang-

gung jawab sama dalam menjaga 

kelestarian sumber daya hutan.

Analisis normatif dilakukan de- 

ngan menganalisis bahan hukum 

primer dengan metode interpretasi 

teleologis  dan futuristik. Sedangkan 

pada analisis empiris akan  menggu-

nakan metode verstehen (pemaha-

man) dan diskusi. Data dan bahan 

hukumyang diperoleh akan dianalisis 

secara kualitatif.

Rangkaian pemikiran berikut di- 

ungkapkan sebagai disain penelitian 

yaitu disain untuk pelaksanaan 

pengelolaan hutan oleh kelompok 

tani Desa Geger Kecamatan Geger 

yang diharapkan dapat mensejahtera-

kan masyarakat sekitar hutan :

1. Memberi sosialisasi pada  masya- 

rakat dan mendiskusikan secara 

kritis tentang peran serta ma- 

syarakat dalam pengelolaan, pe- 

manfaatan dan pengawasan sum- 

ber daya hutan yang dijamin oleh 

UU Kehutanan;

2. Pemahaman perlunya aksi kolek-

tif bagi pemecahan masalah 

pemenuhan kebutuhan dalam hal 

pengelolaan, pemanfaatan, dan 

pengawasan sumber daya hutan 

dengan membentuk lembaga 

koperasi sebagai wadah kebersa-

maannya.

3. Dengan dilaksanakan aksi peman-

faatan dan pengelolaan hutan oleh 

kelompok tani secara bersama 

dalam wadah koperasi diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan 

para petani pada khususnya dan 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat sekitar hutan pada 

umumnya.   

Hasil dan Pembahasan
Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat sekitar hutan Keca-

matan geger Kabupaten Bangkalan 

layak untuk menjadi sasaran kegia-

tan pengabdian ini.Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberdayakan 

masyarakat sekitar hutan yang me- 

ngalami kesulitan dalam meningkat-

kan kemampuan mereka untuk 

meningkatkan permodalan dan kesu-

litan dalam memasarkan hasil-hasil 

pertanian mereka.

Pemberdayaan masyarakat sendi-

ri diartikan sebagai upaya untuk 

membantu masyarakat dalam me- 

ngembangkan kemampuan sendiri 

sehingga bebas dan mampu untuk 

mengatasi masalah dan mengambil 

keputusan secara pribadi. Dengan 

demikian pemberdayaan masyarakat 

ditujukan untuk mendorong tercip-

tanya kekuatan dan kemampuan 

lembaga masyarakat untuk secara 

mandiri mampu mengelola dirinya 

sendiri berdasarkan kebutuhan ma- 

syarakat itu sendiri, serta mampu 

mengatasi tantangan persoalan di 

masa yang akan datang.

Dasar pandangan strategi pem-

berdayaan masyarakat adalah bahwa 

upaya yang akan dilakukan harus 

diarahkan langsung pada akar perso-

alannya, yaitu meningkatkan ke- 

mampuan masyarakat. Bagian yang 

tertinggal dalam masyarakat harus 

ditingkatkan kemampuannya dengan 

mengembangkan dan mendinamim- 

sasikan potensinya, dengan kata lain 

memberdayakannya. (Ginanjar,  

1996).  Dalam konteks inilah maka 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan harus diberdayakan agar 

mereka dapat menjaga hutan seka-

ligus memanfaatkannya.Usaha pem-

berdayaan masyarakat harus diikuti 

dengan memperkuat potensi atau 

daya yang dimiliki masyarakat. 

Dalam kerangka ini dibutuhkan 

langkah-langkah yang lebih positif 

dan tidak hanya sekadar mencip-

takan iklim dan suasana. Pember-

dayaan bukan hanya meliputi 

penguatan individu anggota ma- 

syarakat, tetapi juga pranata-prana-

tanya, dalam hal ini pendirian kope- 

rasi merupakan alternatif yang tepat. 

Menanamkan nilai-nilai kerja keras, 

keterbukaan, hemat, kebertanggung-

jawaban adalah bagian pokok dari 

pemberdayaan.

Kegiatan yang telah dilakukan 

berupa pelatihan tentang koperasi 

dan pembukuan sederhana yang 

dapat diterima oleh masyarakat 

(warga) desa Geger Kecamatan 

Geger Kabupaten Bangkalan. Kegia-

tan yang sudah diterima oleh ma- 

syarakat diharapkan dapat mem-

bekali dalam mengelola koperasi 

sehingga dapat meningkatkan peng-

hasilan mereka. Pelatihan diseleng-

garakan dengan tujuan untuk 

menambah pengetahuan, keterampi-

lan dan kemampuan berusaha untuk 

dapat mengaktifkan usaha produktif 

dengan cara menngoptimalkan 

sumber daya yang ada. Dengan 

membuka lynk dengan Kelompok 

Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa 

Timur diharapkan dapat mendorong 

masyarakat menjadi produsen hasil- 

hasil perrtanian yang memiliki 

kepastian pasar.

Setelah selesai kegiatan pengab-

dian ini, diharapkan masyarakat 

sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan memiliki link 

atau jaringan yang dapat memasar-

kan hasil-hasil petanian mere-

ka.Oleh karena dalam kegiatan ini 

mencoba untuk membuka jaringan 

dengan Kelompok Tani Nelayan 

Andalan Jawa Timur. Dengan de- 

mikian diharapkan masyarakat dapat 

meningkatkan permodalan dan peng-

hasilan mereka. Di samping itu 

kegiatan ini berhasil membentuk 

koperasi bagi masyarakat sekitar 

hutan Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan.

Luaran dari kegiatan pengabdian 

ini adalah terbentuknya koperasi 

yang berbadan hukum.Untuk men- 

dapatkan permodalan diperlukan 

adanya kerjasama dengan lemba-

ga-lembaga terkait sebagai pembina 

dan penyandang dana. Hal ini tidak 

dapat dilakukan karena akta notaris 

pendirian koperasi yang menjadi 

salah satu persyaratan pengajuan 

proposal kerjasama belum mereka 

miliki. Di samping itu, terbentuknya 

koperasi diharapkan dapat merang-

sang nilai-nilai kerja keras, keterbu-

kaan, hemat, kebertanggungjawaban 

yang merupakan bagian pokok dari 

pemberdayaan masyarakat. (Karta-

sasmita, 1995)

Setelah dilakukan sosialisasi ten- 

tang pentingnya dan manfaat dari 

koperasi serta beberapa kali dilaku-

kan FGD,  maka hasil yang dicapai 

adalah :

1. Kesadaran masyarakat akan pent-

ingnya koperasi dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat.

 Dengan adanya kesadaran ma- 

syarakat tersebut diharapkan 

dapat menciptakan suasana atau 

iklim yang memungkinkan poten-

si masyarakat berkembang. 

Selama ini masyarakat tidak 

bergairah untuk berkoperasi 

sehingga koperasi ”mati suri”. 

Titik tolak penya- daran ini adalah 

pengenalan bahwa setiap manu-

sia, setiap masyarakat memiliki 

potensi yang dapat dikembang-

kan. Tidak ada masyarakat sama 

sekali tanpa daya. Pemberdayaan 

adalah upaya untuk membangun 

daya tersebut dengan cara men-

dorong, memotivasi dan mem-

bangkitkan kesadaran akan poten-

si yang dimiliki serta upaya 

mengembangkannya dengan 

”menghidupkan” kembali kopera-

si yang sudah ada.

2. Telah terbentuk koperasi ”Potre 

Koneng” pada 28 Agustus 2013, 

sedangkan tentang status badan 

hukum masih dalam proses 

pengurusan Akte Notaris tentang 

pendirian koperasi.

 Dengan adanya Akte Notaris bagi 

pendirian Koperasi ”Potre 

Koneng” adalah upaya untuk 

memperkuat potensi dan daya 

yang dimiliki oleh masyarakat 

desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan. Penguatan 

yang diupayakan adalah melalui 

Koperasi sebagai upaya pembu-

kaan akses kepada berbagai pelu-

ang antara lain Kelompok Tani 

Nelayan Andalan Jawa Timur. 

Sha- ring yang akan diberikan 

oleh Kelompok Tani Nelayan 

Andalan mulai dari tanaman atau 

budidaya apa yang memiliki pros-

pek pemasaran sampai pemasa-

rannya sendiri. Kegiatan pengab-

dian ini sudah melakukan pelati-

han manajemen sederhana yang 

dapat dipahami, diterima dan 

dilaksanakan sesuai dengan kebu-

tuhan masyarakat desa yang men-

jadi anggota koperasi.

 Dengan adanya koperasi diharap-

kan dapat dikembangkan sebagai 

badan usaha yang juga mengejar 

keuntungan walaupun perlu 

diperhatikan dalam mekanisme 

internal pembagian keuntungan 

diantara ang- gota perlu memper-

timbangkan aspek sosial dan 

kebersamaan. (Agnes, 2004). 

Dari segi materiil, keberadaan 

koperasi dirasa sangat membantu 

meningkatkan tingkat kesejahte- 

raan para anggota baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Selanjutnya Agnes menggambar-

kan bahwa Sisa Hasil Usaha yang  

merupakan keuntungan koperasi 

akan dibagikan kepada semua 

sesuai dengan partisipasi anggota 

dalam jenis usaha yang dikem-

bangkan oleh koperasi tersebut. 

Masih menurut Agnes, misalnya 

dalam usaha simpan pinjam, 

anggota yang frekuensi dan 

jumlah pinjamannya besar, yang 

bersangkutan akan mendapatkan 

bagian keuntungan lebih besar 

dibandingkan dengan anggota 

lain yang partisipasinya. Dengan 

prinsi-prinsip yang dikembang-

kan dalam koperasi diharapkan 

masyarakat makin bergairah 

dalam berusaha meningkatkan 

hasil pertaniannya untuk dapat 

meningkatkan partisipasinya 

dalam berkoperasi. Terpenting 

pula gairah masyarakat dapat 

menghidupkan kembali koperasi 

yang sudah ”mati suri” tersebut.

 Untuk menorong masyarakat ak- 

tif dalam kegiatan koperasi Tim 

Peneliti telah melakukan kegiatan 

: a) Pelatihan proses pembentukan 

koperasi sebagai bekal pengeta-

huan maupun tentang tahapan dan 

per- syaratan pendirian koperasi, 

yang diberikan sebelum terben-

tuknya ko- perasi; b) Pelatihan 

manajemen keuangan sederhana.

3. Terungkap bahwa banyak mas-

yarakat sekitar hutan yang belum 

dilibatkan dalam program PHBM 

Perum Perhutani Unit II Jawa 

Timur KPH Madura.

 Melalui kegiatan pengabdian  ini 

berupaya untuk mengikutkan ma- 

syarakat Desa Geger, Kecamatan 

Geger, Kabupaten Bangkalan pro- 

gram PHBM. Upaya ini disambut 

baik oleh Kepala Perum Perhutani 

Unit II Jawa Timur KPH Madura. 

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai, Tim tetap  mengupayakan 

kegiatan masyarakat desa masih 

ada keberlanjutan melalui kegia-

tan serupa.

Melihat antusiame masyarakat 

terhadap program pengabdian ini di 

satu sisi dan adanya Program Penge-

lolaan Hutan Bersama Masyarakat 

(PHBM) dari Perum Perhutani, maka 

Tim Pengusul akan  membantu  ma- 

syarakat sekitar hutan untuk menga-

jukan  program tersebut.

Hasil dari beberapa kali dialog 

dengan Kepala Perum Perhutani 

KPH Madura dapat diungkapkan 

bahwa sesungguhnya Perum Per- 

hutani sendiri mengalami berbagai 

kendala dalam mengelola dan 

melakukan pengawasan terhadap 

kawasan hutan yang menjadi wewe- 

nangnya. Bak ”gayung bersambut” 

niat Tim Pengusul untuk membantu  

masyarakat dalam memanfaatkan 

kawasan hutan yang menjadi 

wewenang  Perum Perhutani disam-

but dengan antusiasme pula.  Perum 

Perhutani  KPH Madura merupakan 

bagian dari Perum Perhutani  Unit II 

Jawa Timur seluas 47.121,20 Ha. 

KPH Madura menghadapi beberapa 

permasalahan sebagai berikut :

1. Luas lahan yang kosong, ber- 

dasarkan hasil Audit Potensi 2008 

seluas 4.444,67 Ha dan diupaya-

kan untuk dilakukan penanaman;

2. Sengketa tanah s/d bulan April 

2009 seluas 1.600,09 Ha. Penye- 

lesaian sudah dan akan terus 

dilakukan koordinasi dengan 

aparat dan instansi terkait serta 

penegak hukum lainnya. Akan 

tetapi sampai saat ini belum 

menunjukkan hasil yang me- 

muaskan.

3. Aksesibilitas yang rendah/terba-

tas disebabkan wilayah kerja 

terletak di kepulauan berdampak 

pada angka kerawanan hutan dan 

besarnya biaya pengelolaan hutan 

bila dibandingkan dengan KPH 

lainnya.

4. Potensi SDM KPH Madura masih 

rendah yang didominasi karya- 

wan non pegawai.

5. Secara umum keadaan KPH 

Madura sangat berbeda diban- 

dingkan dengan KPH lainnya 

yang ada di Pulau Jawa yang 

berbeda kondisi iklim dan tanah- 

nya.

6. Kondisi tanah kawasan KPH 

Madura secara umum tandus dan 

gersang dengan ciri-ciri yang 

dangkal, sarang, dan berbatu, 

miskin humus.

7. Iklim : Ferguson dalam tipe iklim 

C dan D.(Perum Perhutani KPH 

Madura, 2010)

Dengan permasalahan yang diha-

dapi tidak mungkin KPH Madura 

menyelesaikannya sendiri di satu sisi 

dan pada sisi lain kurangnya keterli-

batan masyarakat dalam pengelolaan 

sumber daya hutan, menyebabkan 

tidak adanya rasa memiliki dan sulit 

mencapai pengelolaan hutan lestari. 

Apabila kerjasama tersebut dapat 

dilaksanakan maka diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masya- 

rakat sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan.

Kegiatan pengabdian ini juga 

telah merintis kerja sama dengan 

Kelompok Tani Nelayan Andalam 

(KTNA)  Propinsi Jawa Timur. Sha- 

ring yang akan diberikan oleh KTNA 

adalah masyarakat akan diikutser-

takan program-program pelatihan 

dan pemasaran hasil pertanian.

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai melalui kegiatan semacam pe- 

ngabdian ini, Tim berupaya untuk 

mengikutsertakan masyarakat desa 

Geger Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan dalam program PHBM 

dari Perum Perhutani. Program 

PHBM diantaranya terdapat program 

pemberdayaan masyarakat dalam 

bentuk peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan dan pengembangan 

ekonomi kerakyatan.(Irawanti, 2010) 

Dengan Akte Pendirian koperasi 

yang legal diharapkan dapat menjadi 

modal bagi anggota koperasi untuk 

mempertemukan dengan lembaga 

keuangan atau perkreditan yang  

mampu dan bersedia melayani kebu-

tuhan permodalan. Tersedianya lem- 

baga keuangan yang memberi laya- 

nan pinjaman untuk peningkatan 

permodalan merupakan mitra pen- 

ting bagi masyarakat.

Di desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan terdapat 

kawasan hutan milik Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura 

yang terbengkalai belum dimanfaat-

kan untuk melaksanakan program 

PHBM. Kepala Perhutani sangat  

menyambut dengan baik apabila ke- 

giatan ini dilanjutkan dan Tim Pe- 

ngusul berperan sebagai fasilitator. 

Jalinan kerjasama dengan Perum 

Perhutani bisa dalam bentuk memin-

jam kawasan hutan yang ada. 

Dengan demikian masyarakat dapat 

memanfaatkan kawasan hutan yang 

ada yang akan memberi peluang dan 

kesempatan masyarakat untuk me- 

ningkatkan hasil pertaniannya.

Dari kegiatan pengabdian ini, 

terungkap bahwa PHBM merupakan 

sesuatu yang masih baru bagi ma- 

syarakat maupun Perum Perhutani 

sendiri, sehingga implementasinya 

tidak terbebas dari berbagai kendala. 

PHBM seringkali belum dipahami 

oleh seluruh jajaran Perhutani teruta-

ma pada tataran operasional, atau ada 

sebagian pejabat Perhutani masih 

memiliki perasaan tidak ikhlas untuk 

berbagi dengan masyarakat atau 

pihak (Asisten Direktur Produksi 

Perhutani, 2006). Tidak demikian 

halnya dengan Kepala Perum Per- 

hutani Unit II Jatim KPH Madura, 

menyambut baik keinginan dari Tim 

Pengusul, beliau mengistilahkan 

sebagai “bak gayung bersambut” 

dengan keinginan Tim. Sambutan 

yang begitu antusias hendaknya juga 

didukung Pemda Kabupaten Bang-

kalan jangan sampai kemudian ada 

pemikiran bahwa PHBM hanya men-

jadi urusan Perhutani saja. PHBM 

yang diharapkan dapat diimplemen-

tasikan ke seluruh desa-desa yang 

ada di sekitar hutan, di seluruh 

wilayah Madura, dapat dirasakan 

manfaatnya baik oleh masyarakat 

sekitar hutan, Perhutani, Pemerintah 

Kabupaten Bangkalan dan pihak 

yang berkepentingan lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pendampingan 

selama ini, masyarakat sekitar hutan 

khususnya Kecamatan Geger dan di 

beberapa kawasan hutan lainnya 

sangat membutuhkan pemberdayaan 

baik dari aspek pengetahuan maupun 

permodalan dalam upaya meningkat-

kan kesejahteraan hidup mereka. 

Keinginan masyarakat ini memiliki 

peluang yang sangat besar, yaitu 

khususnya untuk dilibatkan dalam 

Program PHBM dari Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura.

Sebaiknya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bangkalan secara khusus 

memperhatikan kondisi dan peluang 

yang ada dengan menjadikan Perum 

Perhutani sebagai mitra dalam upaya 

memberdayakan masyarakat sekitar 

hutan. Program PHBM penting 

untuk dilakukan secara menyeluruh 

untuk memberdayakan masyarakat 

sekitar hutan karena hampir semua 

masyarakat sekitar hutan belum 

pernah dilibatkan dalam pelaksanaan 

program PHBM dari Perum Perhuta-

ni tersebut.
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Kecamatan Geger, Kabupaten 

Bangkalan, berkali-kali mendapat-

kan penghargaan nasional bidang 

lingkungan hidup. Penghargaan 

pertama kali berupa Kalpataru di 

tahun 1988 kemudian tahun 2004. 

Ada pula tokoh lingkungan yang 

mendapatkan Satya Lencana Pemba-

ngunan Lingkungan Hidup dari desa 

Kombangan, yakni  H. Gosali pada 

tahun 2009. Pada tahun 2010, 

Kelompok Tani Gunung Mereh men- 

dapatkan Ecolabel (Standarisasi 

Luasan Hutan Rakyat) dari Kemen- 

terian Negara Lingkungan Hidup. 

Ibarat penyempurna lingkungan, 

FMU “Gebang Lestari” mendapat-

kan sertifikasi UMHRL (Unit Mana-

jemen Hutan Rakyat Lestari) pada 20 

Juni 2010. 

Karakteristik sifat petani pada 

umumnya menunjukkan sedikit 

minat untuk memanen kayu dan 

hanya melakukannya jika menghada-

pi keadaan yang disebut filosofi 

“tebang butuh”. Mereka memper-

lakukan hutan sebagai asset jangka 

panjang layaknya rekening bank 

yang dapat sewaktu-waktu diuang-

kan. Hasil penelitian (dukungan 

REDD) menunjukkan bahwa kepen- 

tingan komersial saat ini menjadi 

pendorong utama petani untuk pena-

naman dan petani sangat memahami 

nilai sebenarnya hutan mereka, dan 

meyakini nilai tersebut meningkat 

dengan adanya sertifikasi hutan. 

Kemauan petani untuk berpartisipasi 

dalam penyiapan sertifikasi biasanya 

muncul ketika tim pendamping 

memfasilitasi pembenahan-pembe- 

nahan organisasi yang diusulkan. 

Semua wilayah memerlukan pe- 

ngembangan organisasi masyarakat 

secara khusus. Terdapat kebutuhan 

khusus membangun asosiasi petani 

yang lebih tinggi seperti koperasi, 

yang membutuhkan pengetahuan 

kewirausahaan juga dukungan dana 

eksternal. 

Permasalahan 

Kecamatan Geger terdiri dari 13 

(tiga belas) desa yaitu : desa Lerpak, 

Geger, Togubang, Batubella, Teber 

Priyah, Campor, Kompol, Komban-

gan, Dabung, Katol Barat, Ba- 

nyoneng Laok, dan desa Banyoneng 

Dajah. Dari tiga belas desa tersebut, 

kelompok tani yang relatif  maju 

terdapat di desa Geger, Kombangan, 

dan desa Togubang. Kelompok dari 3 

(tiga) desa tersebut tergabung dalam 

FMU “Gebang Lestari” yang dipu-

satkan di desa Kombangan di bawah 

arahan H. Gosali. Permasalahan 

klasik yang dihadapi kelompok tani 

yang berbasis pengelolaan hasil 

hutan yang berasal dari hutan rakyat 

pada umumnya, juga dialami oleh 

FMU “Gebang Lestari” yaitu: 1) 

Keterbatasan modal masyarakat 

dalam menyelenggarakan usaha 

hutan rakyat; 2) Luas pemilikan 

lahan yang relatif sempit dan terpen-

car sehingga menyulitkan pengelo-

laan dalam satu manajemen; 3) Pem-

biayaan berkelanjutan dan berorien-

tasi pada proyek; 4) Kualitas sumber 

daya manusia.

Masyarakat tani hutan yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan kelompok tani 

hutan yang sering mendapat peng-

hargaan dan sertifikasi. Namun, 

penghargaan tersebut hanyalah legi- 

timasi keberadaan mereka saja, 

tanpa diiringi dengan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan 

kesejahteraannya. Melihat perma- 

salahan di atas, prestasi yang dimili-

ki FMU “Gebang Lestari” serta 

semangat yang ada pada masyarakat 

secara lambat laun akan menghilang 

jika tidak ditindaklanjuti dengan 

upaya yang tepat dan strategis. 

Persoalan pelik yang mengha-

dang adalah pengusahaan hasil hutan 

yang sulit dilaksanakan. Koperasi  

masyarakat di desa Geger yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan koperasi yang 

sudah “mati suri”. Jenis tanaman 

hasil hutan non-kayu berupa tana-

man holtikultura seperti alpukat, 

mangga, papaya, rambutan, jeruk 

dan lain-lain. wilayah Kecamatan 

Geger relatif subur, sedangkan untuk 

hasil hutan kayu, khususnya kayu 

jati di Kecamatan Geger ini sulit 

diharapkan hasilnya, padahal kawa- 

san ini merupakan kawasan pe- 

nyangga yang harus dijaga kelestari-

an hutannya. Dengan kata lain perlu 

dilakukan rehabilitasi terhadap lahan 

di kawasan hutan tersebut, akan 

tetapi di sisi lain masyarakat terben-

tur masalah permodalan. Untuk 

mendapatkan permodalan diperlu-

kan adanya kerjasama dengan 

lembaga-lembaga terkait sebagai 

pembina dan penyandang dana. Hal 

ini tidak dapat dilakukan karena akta 

notaris pendirian koperasi yang 

menjadi salah satu persyaratan 

pengajuan proposal kerjasama be- 

lum mereka miliki.

Persoalan ketidakmampuan pe- 

ngurusan akta pendirian koperasi 

dan pembuatan proposal kerjasama 

ini menjadi kendala masyarakat 

sekitar hutan  untuk meningkatkan 

kesejahteraannya. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan pemberdayaan dan 

pengembangan kapasitas masyarakat 

sekitar hutan yang sangat relevan, 

yakni dari aspek institusi, seperti : 

administrasi dan manajemen kopera-

si, pengembangan organisasi, moni-

toring, penggunaan komputer, pe- 

ngembangan masyarakat seperti 

manajemen kelompok-kelompok pe- 

tani.

Undang-undang  Nomor  41 

Tahun 1999 yang telah diubah 

berdasarkan Undang-undang Nomor 

19 Tahun 2004 tentang Perpu  

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peru-

bahan  atas Undang-undang Nomor 

41 tahun 1991 tentang   Kehutanan 

Menjadi Undang-undang  (selanjut- 

nya UU Kehutanan), mengatur 

tentang rehabilitasi hutan. Pasal 43 

ayat (1) UU Kehutanan menentukan 

bahwa setiap orang yang  memiliki, 

mengelola, dan atau memanfaatkan 

hutan yang kritis atau tidak produk-

tif, wajib melaksanakan rehabilitasi 

hutan untuk tujuan perlindungan dan 

konservasi. Selanjutnya dalam ayat 

(2) ditegaskan bahwa dalam melak-

sanakan rehabilitasi setiap orang da- 

pat meminta pendampingan, pela- 

yanan, dan dukungan kepada lemba-

ga swadaya masyarakat, pihak lain 

atau pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan  Rencana Pengelolaan 

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, 

dalam Pasal 84 mengatur pember-

dayaan masyarakat dapat dilakukan 

melalui : (1) hutan desa; (2) hutan  

kemasyarakatan; (3) kemitraan. Se- 

dangkan kemitraan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 1977 tentang Kemitraan. 

Peraturan Pemerintah (PP) tersebut 

merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1995 tentang Usaha Kecil. Pada 

dasarnya, kemitraan merupakan 

kerja sama dan bukan merupakan 

bentuk usaha. Kemitraan adalah 

kerja sama antara usaha kecil dengan 

usaha menengah dan atau usaha 

besar dengan usaha besar dengan 

memperhatikan prinsip saling me- 

merlukan, saling memperkuat dan 

saling menguntungkan.

Dalam rangka berorientasi agar 

dapat diterapkan model kemitraan, 

maka koperasi yang sudah ”mati 

suri” harus ditingkatkan statusnya 

menjadi badan usaha dengan men- 

daftarkan ke Notaris. Dengan demi- 

kian dalam mengatasi permasalahan 

yang dihadapi mitra maka solusi 

yang ditawarkan adalah :

1. Sosialisas pentingnya koperasi 

dan pelatihan-pelatihan terkait 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan berupa pembukuan dan 

keuangan sederhana.

2. Pembentukan  koperasi dan men- 

daftarkan   ke kantor Notaris  se- 

hingga menjadi koperasi yang 

berbadan hukum;

3. Pembuatan proposal kegiatan 

dengan model  kemitraan ke  

BUMN atau pihak swasta.

Metode Pelaksanaan 

IbM ini menggunakan metode 

yang berjenis normatif-kualitatif, 

sehingga desain dan metodenya me- 

rupakan perpaduan antara metode 

pendekatan hukum (perundang- 

undangan) dan metode pendekatan 

sosiologis. Perspektif hukum nam- 

pak pada analisis terhadap berbagai 

peraturan perundangan-undangan 

bidang kehutanan khususnya tentang 

peran serta masyarakat sekitar hutan 

dalam pengelolaan, pemanfaatan, 

pengawasan sumber daya hutan, dan 

pelembagaannya. 

Dalam perspektif sosiologis maka 

analisis diarahkan pada hal-hal yang 

berkaitan dengan pembentukan 

mindset masyarakat sekitar hutan 

terhadap pendayagunaan hutan. 

Analisis akan difokuskan pada 

persepsi masyarakat tentang hutan, 

karakteristik masyarakat, dan apa 

yang ingin disuarakan, peran dan 

posisi yang jelas dari masyarakat 

berkaitan dengan pengelolaan, pe- 

manfaatan, dan pengawasan sumber 

daya hutan.

Metode yang digunakan dalam 

memperoleh data adalah dengan cara 

mengadakan Focus Group Discus-

sion (FGD), yakni dilakukan diskusi 

secara intensif dengan seluruh tokoh 

masyarakat dan anggota kelompok 

tani. Dalam mencari solusi peman-

faatan sumberdaya hutan digunakan  

model parsial. Model parsial adalah 

model diskusi di mana pemikiran, 

ide, atau kepentingan peserta FGD 

yang berbeda dieliminir hingga 

memiliki kesamaan pandangan. (Wa-

hyudi, 2006). Pemilihan model ini 

didasarkan atas alasan baik tokoh 

masyarakat maupun masyarakat 

kelompok tani pengguna sumber 

daya hutan agar tetap memiliki tang-

gung jawab sama dalam menjaga 

kelestarian sumber daya hutan.

Analisis normatif dilakukan de- 

ngan menganalisis bahan hukum 

primer dengan metode interpretasi 

teleologis  dan futuristik. Sedangkan 

pada analisis empiris akan  menggu-

nakan metode verstehen (pemaha-

man) dan diskusi. Data dan bahan 

hukumyang diperoleh akan dianalisis 

secara kualitatif.

Rangkaian pemikiran berikut di- 

ungkapkan sebagai disain penelitian 

yaitu disain untuk pelaksanaan 

pengelolaan hutan oleh kelompok 

tani Desa Geger Kecamatan Geger 

yang diharapkan dapat mensejahtera-

kan masyarakat sekitar hutan :

1. Memberi sosialisasi pada  masya- 

rakat dan mendiskusikan secara 

kritis tentang peran serta ma- 

syarakat dalam pengelolaan, pe- 

manfaatan dan pengawasan sum- 

ber daya hutan yang dijamin oleh 

UU Kehutanan;

2. Pemahaman perlunya aksi kolek-

tif bagi pemecahan masalah 

pemenuhan kebutuhan dalam hal 

pengelolaan, pemanfaatan, dan 

pengawasan sumber daya hutan 

dengan membentuk lembaga 

koperasi sebagai wadah kebersa-

maannya.

3. Dengan dilaksanakan aksi peman-

faatan dan pengelolaan hutan oleh 

kelompok tani secara bersama 

dalam wadah koperasi diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan 

para petani pada khususnya dan 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat sekitar hutan pada 

umumnya.   

Hasil dan Pembahasan
Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat sekitar hutan Keca-

matan geger Kabupaten Bangkalan 

layak untuk menjadi sasaran kegia-

tan pengabdian ini.Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberdayakan 

masyarakat sekitar hutan yang me- 

ngalami kesulitan dalam meningkat-

kan kemampuan mereka untuk 

meningkatkan permodalan dan kesu-

litan dalam memasarkan hasil-hasil 

pertanian mereka.

Pemberdayaan masyarakat sendi-

ri diartikan sebagai upaya untuk 

membantu masyarakat dalam me- 

ngembangkan kemampuan sendiri 

sehingga bebas dan mampu untuk 

mengatasi masalah dan mengambil 

keputusan secara pribadi. Dengan 

demikian pemberdayaan masyarakat 

ditujukan untuk mendorong tercip-

tanya kekuatan dan kemampuan 

lembaga masyarakat untuk secara 

mandiri mampu mengelola dirinya 

sendiri berdasarkan kebutuhan ma- 

syarakat itu sendiri, serta mampu 

mengatasi tantangan persoalan di 

masa yang akan datang.

Dasar pandangan strategi pem-

berdayaan masyarakat adalah bahwa 

upaya yang akan dilakukan harus 

diarahkan langsung pada akar perso-

alannya, yaitu meningkatkan ke- 

mampuan masyarakat. Bagian yang 

tertinggal dalam masyarakat harus 

ditingkatkan kemampuannya dengan 

mengembangkan dan mendinamim- 

sasikan potensinya, dengan kata lain 

memberdayakannya. (Ginanjar,  

1996).  Dalam konteks inilah maka 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan harus diberdayakan agar 

mereka dapat menjaga hutan seka-

ligus memanfaatkannya.Usaha pem-

berdayaan masyarakat harus diikuti 

dengan memperkuat potensi atau 

daya yang dimiliki masyarakat. 

Dalam kerangka ini dibutuhkan 

langkah-langkah yang lebih positif 

dan tidak hanya sekadar mencip-

takan iklim dan suasana. Pember-

dayaan bukan hanya meliputi 

penguatan individu anggota ma- 

syarakat, tetapi juga pranata-prana-

tanya, dalam hal ini pendirian kope- 

rasi merupakan alternatif yang tepat. 

Menanamkan nilai-nilai kerja keras, 

keterbukaan, hemat, kebertanggung-

jawaban adalah bagian pokok dari 

pemberdayaan.

Kegiatan yang telah dilakukan 

berupa pelatihan tentang koperasi 

dan pembukuan sederhana yang 

dapat diterima oleh masyarakat 

(warga) desa Geger Kecamatan 

Geger Kabupaten Bangkalan. Kegia-

tan yang sudah diterima oleh ma- 

syarakat diharapkan dapat mem-

bekali dalam mengelola koperasi 

sehingga dapat meningkatkan peng-

hasilan mereka. Pelatihan diseleng-

garakan dengan tujuan untuk 

menambah pengetahuan, keterampi-

lan dan kemampuan berusaha untuk 

dapat mengaktifkan usaha produktif 

dengan cara menngoptimalkan 

sumber daya yang ada. Dengan 

membuka lynk dengan Kelompok 

Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa 

Timur diharapkan dapat mendorong 

masyarakat menjadi produsen hasil- 

hasil perrtanian yang memiliki 

kepastian pasar.

Setelah selesai kegiatan pengab-

dian ini, diharapkan masyarakat 

sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan memiliki link 

atau jaringan yang dapat memasar-

kan hasil-hasil petanian mere-

ka.Oleh karena dalam kegiatan ini 

mencoba untuk membuka jaringan 

dengan Kelompok Tani Nelayan 

Andalan Jawa Timur. Dengan de- 

mikian diharapkan masyarakat dapat 

meningkatkan permodalan dan peng-

hasilan mereka. Di samping itu 

kegiatan ini berhasil membentuk 

koperasi bagi masyarakat sekitar 

hutan Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan.

Luaran dari kegiatan pengabdian 

ini adalah terbentuknya koperasi 

yang berbadan hukum.Untuk men- 

dapatkan permodalan diperlukan 

adanya kerjasama dengan lemba-

ga-lembaga terkait sebagai pembina 

dan penyandang dana. Hal ini tidak 

dapat dilakukan karena akta notaris 

pendirian koperasi yang menjadi 

salah satu persyaratan pengajuan 

proposal kerjasama belum mereka 

miliki. Di samping itu, terbentuknya 

koperasi diharapkan dapat merang-

sang nilai-nilai kerja keras, keterbu-

kaan, hemat, kebertanggungjawaban 

yang merupakan bagian pokok dari 

pemberdayaan masyarakat. (Karta-

sasmita, 1995)

Setelah dilakukan sosialisasi ten- 

tang pentingnya dan manfaat dari 

koperasi serta beberapa kali dilaku-

kan FGD,  maka hasil yang dicapai 

adalah :

1. Kesadaran masyarakat akan pent-

ingnya koperasi dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat.

 Dengan adanya kesadaran ma- 

syarakat tersebut diharapkan 

dapat menciptakan suasana atau 

iklim yang memungkinkan poten-

si masyarakat berkembang. 

Selama ini masyarakat tidak 

bergairah untuk berkoperasi 

sehingga koperasi ”mati suri”. 

Titik tolak penya- daran ini adalah 

pengenalan bahwa setiap manu-

sia, setiap masyarakat memiliki 

potensi yang dapat dikembang-

kan. Tidak ada masyarakat sama 

sekali tanpa daya. Pemberdayaan 

adalah upaya untuk membangun 

daya tersebut dengan cara men-

dorong, memotivasi dan mem-

bangkitkan kesadaran akan poten-

si yang dimiliki serta upaya 

mengembangkannya dengan 

”menghidupkan” kembali kopera-

si yang sudah ada.

2. Telah terbentuk koperasi ”Potre 

Koneng” pada 28 Agustus 2013, 

sedangkan tentang status badan 

hukum masih dalam proses 

pengurusan Akte Notaris tentang 

pendirian koperasi.

 Dengan adanya Akte Notaris bagi 

pendirian Koperasi ”Potre 

Koneng” adalah upaya untuk 

memperkuat potensi dan daya 

yang dimiliki oleh masyarakat 

desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan. Penguatan 

yang diupayakan adalah melalui 

Koperasi sebagai upaya pembu-

kaan akses kepada berbagai pelu-

ang antara lain Kelompok Tani 

Nelayan Andalan Jawa Timur. 

Sha- ring yang akan diberikan 

oleh Kelompok Tani Nelayan 

Andalan mulai dari tanaman atau 

budidaya apa yang memiliki pros-

pek pemasaran sampai pemasa-

rannya sendiri. Kegiatan pengab-

dian ini sudah melakukan pelati-

han manajemen sederhana yang 

dapat dipahami, diterima dan 

dilaksanakan sesuai dengan kebu-

tuhan masyarakat desa yang men-

jadi anggota koperasi.

 Dengan adanya koperasi diharap-

kan dapat dikembangkan sebagai 

badan usaha yang juga mengejar 

keuntungan walaupun perlu 

diperhatikan dalam mekanisme 

internal pembagian keuntungan 

diantara ang- gota perlu memper-

timbangkan aspek sosial dan 

kebersamaan. (Agnes, 2004). 

Dari segi materiil, keberadaan 

koperasi dirasa sangat membantu 

meningkatkan tingkat kesejahte- 

raan para anggota baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Selanjutnya Agnes menggambar-

kan bahwa Sisa Hasil Usaha yang  

merupakan keuntungan koperasi 

akan dibagikan kepada semua 

sesuai dengan partisipasi anggota 

dalam jenis usaha yang dikem-

bangkan oleh koperasi tersebut. 

Masih menurut Agnes, misalnya 

dalam usaha simpan pinjam, 

anggota yang frekuensi dan 

jumlah pinjamannya besar, yang 

bersangkutan akan mendapatkan 

bagian keuntungan lebih besar 

dibandingkan dengan anggota 

lain yang partisipasinya. Dengan 

prinsi-prinsip yang dikembang-

kan dalam koperasi diharapkan 

masyarakat makin bergairah 

dalam berusaha meningkatkan 

hasil pertaniannya untuk dapat 

meningkatkan partisipasinya 

dalam berkoperasi. Terpenting 

pula gairah masyarakat dapat 

menghidupkan kembali koperasi 

yang sudah ”mati suri” tersebut.

 Untuk menorong masyarakat ak- 

tif dalam kegiatan koperasi Tim 

Peneliti telah melakukan kegiatan 

: a) Pelatihan proses pembentukan 

koperasi sebagai bekal pengeta-

huan maupun tentang tahapan dan 

per- syaratan pendirian koperasi, 

yang diberikan sebelum terben-

tuknya ko- perasi; b) Pelatihan 

manajemen keuangan sederhana.

3. Terungkap bahwa banyak mas-

yarakat sekitar hutan yang belum 

dilibatkan dalam program PHBM 

Perum Perhutani Unit II Jawa 

Timur KPH Madura.

 Melalui kegiatan pengabdian  ini 

berupaya untuk mengikutkan ma- 

syarakat Desa Geger, Kecamatan 

Geger, Kabupaten Bangkalan pro- 

gram PHBM. Upaya ini disambut 

baik oleh Kepala Perum Perhutani 

Unit II Jawa Timur KPH Madura. 

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai, Tim tetap  mengupayakan 

kegiatan masyarakat desa masih 

ada keberlanjutan melalui kegia-

tan serupa.

Melihat antusiame masyarakat 

terhadap program pengabdian ini di 

satu sisi dan adanya Program Penge-

lolaan Hutan Bersama Masyarakat 

(PHBM) dari Perum Perhutani, maka 

Tim Pengusul akan  membantu  ma- 

syarakat sekitar hutan untuk menga-

jukan  program tersebut.

Hasil dari beberapa kali dialog 

dengan Kepala Perum Perhutani 

KPH Madura dapat diungkapkan 

bahwa sesungguhnya Perum Per- 

hutani sendiri mengalami berbagai 

kendala dalam mengelola dan 

melakukan pengawasan terhadap 

kawasan hutan yang menjadi wewe- 

nangnya. Bak ”gayung bersambut” 

niat Tim Pengusul untuk membantu  

masyarakat dalam memanfaatkan 

kawasan hutan yang menjadi 

wewenang  Perum Perhutani disam-

but dengan antusiasme pula.  Perum 

Perhutani  KPH Madura merupakan 

bagian dari Perum Perhutani  Unit II 

Jawa Timur seluas 47.121,20 Ha. 

KPH Madura menghadapi beberapa 

permasalahan sebagai berikut :

1. Luas lahan yang kosong, ber- 

dasarkan hasil Audit Potensi 2008 

seluas 4.444,67 Ha dan diupaya-

kan untuk dilakukan penanaman;

2. Sengketa tanah s/d bulan April 

2009 seluas 1.600,09 Ha. Penye- 

lesaian sudah dan akan terus 

dilakukan koordinasi dengan 

aparat dan instansi terkait serta 

penegak hukum lainnya. Akan 

tetapi sampai saat ini belum 

menunjukkan hasil yang me- 

muaskan.

3. Aksesibilitas yang rendah/terba-

tas disebabkan wilayah kerja 

terletak di kepulauan berdampak 

pada angka kerawanan hutan dan 

besarnya biaya pengelolaan hutan 

bila dibandingkan dengan KPH 

lainnya.

4. Potensi SDM KPH Madura masih 

rendah yang didominasi karya- 

wan non pegawai.

5. Secara umum keadaan KPH 

Madura sangat berbeda diban- 

dingkan dengan KPH lainnya 

yang ada di Pulau Jawa yang 

berbeda kondisi iklim dan tanah- 

nya.

6. Kondisi tanah kawasan KPH 

Madura secara umum tandus dan 

gersang dengan ciri-ciri yang 

dangkal, sarang, dan berbatu, 

miskin humus.

7. Iklim : Ferguson dalam tipe iklim 

C dan D.(Perum Perhutani KPH 

Madura, 2010)

Dengan permasalahan yang diha-

dapi tidak mungkin KPH Madura 

menyelesaikannya sendiri di satu sisi 

dan pada sisi lain kurangnya keterli-

batan masyarakat dalam pengelolaan 

sumber daya hutan, menyebabkan 

tidak adanya rasa memiliki dan sulit 

mencapai pengelolaan hutan lestari. 

Apabila kerjasama tersebut dapat 

dilaksanakan maka diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masya- 

rakat sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan.

Kegiatan pengabdian ini juga 

telah merintis kerja sama dengan 

Kelompok Tani Nelayan Andalam 

(KTNA)  Propinsi Jawa Timur. Sha- 

ring yang akan diberikan oleh KTNA 

adalah masyarakat akan diikutser-

takan program-program pelatihan 

dan pemasaran hasil pertanian.

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai melalui kegiatan semacam pe- 

ngabdian ini, Tim berupaya untuk 

mengikutsertakan masyarakat desa 

Geger Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan dalam program PHBM 

dari Perum Perhutani. Program 

PHBM diantaranya terdapat program 

pemberdayaan masyarakat dalam 

bentuk peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan dan pengembangan 

ekonomi kerakyatan.(Irawanti, 2010) 

Dengan Akte Pendirian koperasi 

yang legal diharapkan dapat menjadi 

modal bagi anggota koperasi untuk 

mempertemukan dengan lembaga 

keuangan atau perkreditan yang  

mampu dan bersedia melayani kebu-

tuhan permodalan. Tersedianya lem- 

baga keuangan yang memberi laya- 

nan pinjaman untuk peningkatan 

permodalan merupakan mitra pen- 

ting bagi masyarakat.

Di desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan terdapat 

kawasan hutan milik Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura 

yang terbengkalai belum dimanfaat-

kan untuk melaksanakan program 

PHBM. Kepala Perhutani sangat  

menyambut dengan baik apabila ke- 

giatan ini dilanjutkan dan Tim Pe- 

ngusul berperan sebagai fasilitator. 

Jalinan kerjasama dengan Perum 

Perhutani bisa dalam bentuk memin-

jam kawasan hutan yang ada. 

Dengan demikian masyarakat dapat 

memanfaatkan kawasan hutan yang 

ada yang akan memberi peluang dan 

kesempatan masyarakat untuk me- 

ningkatkan hasil pertaniannya.

Dari kegiatan pengabdian ini, 

terungkap bahwa PHBM merupakan 

sesuatu yang masih baru bagi ma- 

syarakat maupun Perum Perhutani 

sendiri, sehingga implementasinya 

tidak terbebas dari berbagai kendala. 

PHBM seringkali belum dipahami 

oleh seluruh jajaran Perhutani teruta-

ma pada tataran operasional, atau ada 

sebagian pejabat Perhutani masih 

memiliki perasaan tidak ikhlas untuk 

berbagi dengan masyarakat atau 

pihak (Asisten Direktur Produksi 

Perhutani, 2006). Tidak demikian 

halnya dengan Kepala Perum Per- 

hutani Unit II Jatim KPH Madura, 

menyambut baik keinginan dari Tim 

Pengusul, beliau mengistilahkan 

sebagai “bak gayung bersambut” 

dengan keinginan Tim. Sambutan 

yang begitu antusias hendaknya juga 

didukung Pemda Kabupaten Bang-

kalan jangan sampai kemudian ada 

pemikiran bahwa PHBM hanya men-

jadi urusan Perhutani saja. PHBM 

yang diharapkan dapat diimplemen-

tasikan ke seluruh desa-desa yang 

ada di sekitar hutan, di seluruh 

wilayah Madura, dapat dirasakan 

manfaatnya baik oleh masyarakat 

sekitar hutan, Perhutani, Pemerintah 

Kabupaten Bangkalan dan pihak 

yang berkepentingan lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pendampingan 

selama ini, masyarakat sekitar hutan 

khususnya Kecamatan Geger dan di 

beberapa kawasan hutan lainnya 

sangat membutuhkan pemberdayaan 

baik dari aspek pengetahuan maupun 

permodalan dalam upaya meningkat-

kan kesejahteraan hidup mereka. 

Keinginan masyarakat ini memiliki 

peluang yang sangat besar, yaitu 

khususnya untuk dilibatkan dalam 

Program PHBM dari Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura.

Sebaiknya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bangkalan secara khusus 

memperhatikan kondisi dan peluang 

yang ada dengan menjadikan Perum 

Perhutani sebagai mitra dalam upaya 

memberdayakan masyarakat sekitar 

hutan. Program PHBM penting 

untuk dilakukan secara menyeluruh 

untuk memberdayakan masyarakat 

sekitar hutan karena hampir semua 

masyarakat sekitar hutan belum 

pernah dilibatkan dalam pelaksanaan 

program PHBM dari Perum Perhuta-

ni tersebut.
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Kecamatan Geger, Kabupaten 

Bangkalan, berkali-kali mendapat-

kan penghargaan nasional bidang 

lingkungan hidup. Penghargaan 

pertama kali berupa Kalpataru di 

tahun 1988 kemudian tahun 2004. 

Ada pula tokoh lingkungan yang 

mendapatkan Satya Lencana Pemba-

ngunan Lingkungan Hidup dari desa 

Kombangan, yakni  H. Gosali pada 

tahun 2009. Pada tahun 2010, 

Kelompok Tani Gunung Mereh men- 

dapatkan Ecolabel (Standarisasi 

Luasan Hutan Rakyat) dari Kemen- 

terian Negara Lingkungan Hidup. 

Ibarat penyempurna lingkungan, 

FMU “Gebang Lestari” mendapat-

kan sertifikasi UMHRL (Unit Mana-

jemen Hutan Rakyat Lestari) pada 20 

Juni 2010. 

Karakteristik sifat petani pada 

umumnya menunjukkan sedikit 

minat untuk memanen kayu dan 

hanya melakukannya jika menghada-

pi keadaan yang disebut filosofi 

“tebang butuh”. Mereka memper-

lakukan hutan sebagai asset jangka 

panjang layaknya rekening bank 

yang dapat sewaktu-waktu diuang-

kan. Hasil penelitian (dukungan 

REDD) menunjukkan bahwa kepen- 

tingan komersial saat ini menjadi 

pendorong utama petani untuk pena-

naman dan petani sangat memahami 

nilai sebenarnya hutan mereka, dan 

meyakini nilai tersebut meningkat 

dengan adanya sertifikasi hutan. 

Kemauan petani untuk berpartisipasi 

dalam penyiapan sertifikasi biasanya 

muncul ketika tim pendamping 

memfasilitasi pembenahan-pembe- 

nahan organisasi yang diusulkan. 

Semua wilayah memerlukan pe- 

ngembangan organisasi masyarakat 

secara khusus. Terdapat kebutuhan 

khusus membangun asosiasi petani 

yang lebih tinggi seperti koperasi, 

yang membutuhkan pengetahuan 

kewirausahaan juga dukungan dana 

eksternal. 

Permasalahan 

Kecamatan Geger terdiri dari 13 

(tiga belas) desa yaitu : desa Lerpak, 

Geger, Togubang, Batubella, Teber 

Priyah, Campor, Kompol, Komban-

gan, Dabung, Katol Barat, Ba- 

nyoneng Laok, dan desa Banyoneng 

Dajah. Dari tiga belas desa tersebut, 

kelompok tani yang relatif  maju 

terdapat di desa Geger, Kombangan, 

dan desa Togubang. Kelompok dari 3 

(tiga) desa tersebut tergabung dalam 

FMU “Gebang Lestari” yang dipu-

satkan di desa Kombangan di bawah 

arahan H. Gosali. Permasalahan 

klasik yang dihadapi kelompok tani 

yang berbasis pengelolaan hasil 

hutan yang berasal dari hutan rakyat 

pada umumnya, juga dialami oleh 

FMU “Gebang Lestari” yaitu: 1) 

Keterbatasan modal masyarakat 

dalam menyelenggarakan usaha 

hutan rakyat; 2) Luas pemilikan 

lahan yang relatif sempit dan terpen-

car sehingga menyulitkan pengelo-

laan dalam satu manajemen; 3) Pem-

biayaan berkelanjutan dan berorien-

tasi pada proyek; 4) Kualitas sumber 

daya manusia.

Masyarakat tani hutan yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan kelompok tani 

hutan yang sering mendapat peng-

hargaan dan sertifikasi. Namun, 

penghargaan tersebut hanyalah legi- 

timasi keberadaan mereka saja, 

tanpa diiringi dengan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan 

kesejahteraannya. Melihat perma- 

salahan di atas, prestasi yang dimili-

ki FMU “Gebang Lestari” serta 

semangat yang ada pada masyarakat 

secara lambat laun akan menghilang 

jika tidak ditindaklanjuti dengan 

upaya yang tepat dan strategis. 

Persoalan pelik yang mengha-

dang adalah pengusahaan hasil hutan 

yang sulit dilaksanakan. Koperasi  

masyarakat di desa Geger yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan koperasi yang 

sudah “mati suri”. Jenis tanaman 

hasil hutan non-kayu berupa tana-

man holtikultura seperti alpukat, 

mangga, papaya, rambutan, jeruk 

dan lain-lain. wilayah Kecamatan 

Geger relatif subur, sedangkan untuk 

hasil hutan kayu, khususnya kayu 

jati di Kecamatan Geger ini sulit 

diharapkan hasilnya, padahal kawa- 

san ini merupakan kawasan pe- 

nyangga yang harus dijaga kelestari-

an hutannya. Dengan kata lain perlu 

dilakukan rehabilitasi terhadap lahan 

di kawasan hutan tersebut, akan 

tetapi di sisi lain masyarakat terben-

tur masalah permodalan. Untuk 

mendapatkan permodalan diperlu-

kan adanya kerjasama dengan 

lembaga-lembaga terkait sebagai 

pembina dan penyandang dana. Hal 

ini tidak dapat dilakukan karena akta 

notaris pendirian koperasi yang 

menjadi salah satu persyaratan 

pengajuan proposal kerjasama be- 

lum mereka miliki.

Persoalan ketidakmampuan pe- 

ngurusan akta pendirian koperasi 

dan pembuatan proposal kerjasama 

ini menjadi kendala masyarakat 

sekitar hutan  untuk meningkatkan 

kesejahteraannya. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan pemberdayaan dan 

pengembangan kapasitas masyarakat 

sekitar hutan yang sangat relevan, 

yakni dari aspek institusi, seperti : 

administrasi dan manajemen kopera-

si, pengembangan organisasi, moni-

toring, penggunaan komputer, pe- 

ngembangan masyarakat seperti 

manajemen kelompok-kelompok pe- 

tani.

Undang-undang  Nomor  41 

Tahun 1999 yang telah diubah 

berdasarkan Undang-undang Nomor 

19 Tahun 2004 tentang Perpu  

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peru-

bahan  atas Undang-undang Nomor 

41 tahun 1991 tentang   Kehutanan 

Menjadi Undang-undang  (selanjut- 

nya UU Kehutanan), mengatur 

tentang rehabilitasi hutan. Pasal 43 

ayat (1) UU Kehutanan menentukan 

bahwa setiap orang yang  memiliki, 

mengelola, dan atau memanfaatkan 

hutan yang kritis atau tidak produk-

tif, wajib melaksanakan rehabilitasi 

hutan untuk tujuan perlindungan dan 

konservasi. Selanjutnya dalam ayat 

(2) ditegaskan bahwa dalam melak-

sanakan rehabilitasi setiap orang da- 

pat meminta pendampingan, pela- 

yanan, dan dukungan kepada lemba-

ga swadaya masyarakat, pihak lain 

atau pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan  Rencana Pengelolaan 

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, 

dalam Pasal 84 mengatur pember-

dayaan masyarakat dapat dilakukan 

melalui : (1) hutan desa; (2) hutan  

kemasyarakatan; (3) kemitraan. Se- 

dangkan kemitraan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 1977 tentang Kemitraan. 

Peraturan Pemerintah (PP) tersebut 

merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1995 tentang Usaha Kecil. Pada 

dasarnya, kemitraan merupakan 

kerja sama dan bukan merupakan 

bentuk usaha. Kemitraan adalah 

kerja sama antara usaha kecil dengan 

usaha menengah dan atau usaha 

besar dengan usaha besar dengan 

memperhatikan prinsip saling me- 

merlukan, saling memperkuat dan 

saling menguntungkan.

Dalam rangka berorientasi agar 

dapat diterapkan model kemitraan, 

maka koperasi yang sudah ”mati 

suri” harus ditingkatkan statusnya 

menjadi badan usaha dengan men- 

daftarkan ke Notaris. Dengan demi- 

kian dalam mengatasi permasalahan 

yang dihadapi mitra maka solusi 

yang ditawarkan adalah :

1. Sosialisas pentingnya koperasi 

dan pelatihan-pelatihan terkait 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan berupa pembukuan dan 

keuangan sederhana.

2. Pembentukan  koperasi dan men- 

daftarkan   ke kantor Notaris  se- 

hingga menjadi koperasi yang 

berbadan hukum;

3. Pembuatan proposal kegiatan 

dengan model  kemitraan ke  

BUMN atau pihak swasta.

Metode Pelaksanaan 

IbM ini menggunakan metode 

yang berjenis normatif-kualitatif, 

sehingga desain dan metodenya me- 

rupakan perpaduan antara metode 

pendekatan hukum (perundang- 

undangan) dan metode pendekatan 

sosiologis. Perspektif hukum nam- 

pak pada analisis terhadap berbagai 

peraturan perundangan-undangan 

bidang kehutanan khususnya tentang 

peran serta masyarakat sekitar hutan 

dalam pengelolaan, pemanfaatan, 

pengawasan sumber daya hutan, dan 

pelembagaannya. 

Dalam perspektif sosiologis maka 

analisis diarahkan pada hal-hal yang 

berkaitan dengan pembentukan 

mindset masyarakat sekitar hutan 

terhadap pendayagunaan hutan. 

Analisis akan difokuskan pada 

persepsi masyarakat tentang hutan, 

karakteristik masyarakat, dan apa 

yang ingin disuarakan, peran dan 

posisi yang jelas dari masyarakat 

berkaitan dengan pengelolaan, pe- 

manfaatan, dan pengawasan sumber 

daya hutan.

Metode yang digunakan dalam 

memperoleh data adalah dengan cara 

mengadakan Focus Group Discus-

sion (FGD), yakni dilakukan diskusi 

secara intensif dengan seluruh tokoh 

masyarakat dan anggota kelompok 

tani. Dalam mencari solusi peman-

faatan sumberdaya hutan digunakan  

model parsial. Model parsial adalah 

model diskusi di mana pemikiran, 

ide, atau kepentingan peserta FGD 

yang berbeda dieliminir hingga 

memiliki kesamaan pandangan. (Wa-

hyudi, 2006). Pemilihan model ini 

didasarkan atas alasan baik tokoh 

masyarakat maupun masyarakat 

kelompok tani pengguna sumber 

daya hutan agar tetap memiliki tang-

gung jawab sama dalam menjaga 

kelestarian sumber daya hutan.

Analisis normatif dilakukan de- 

ngan menganalisis bahan hukum 

primer dengan metode interpretasi 

teleologis  dan futuristik. Sedangkan 

pada analisis empiris akan  menggu-

nakan metode verstehen (pemaha-

man) dan diskusi. Data dan bahan 

hukumyang diperoleh akan dianalisis 

secara kualitatif.

Rangkaian pemikiran berikut di- 

ungkapkan sebagai disain penelitian 

yaitu disain untuk pelaksanaan 

pengelolaan hutan oleh kelompok 

tani Desa Geger Kecamatan Geger 

yang diharapkan dapat mensejahtera-

kan masyarakat sekitar hutan :

1. Memberi sosialisasi pada  masya- 

rakat dan mendiskusikan secara 

kritis tentang peran serta ma- 

syarakat dalam pengelolaan, pe- 

manfaatan dan pengawasan sum- 

ber daya hutan yang dijamin oleh 

UU Kehutanan;

2. Pemahaman perlunya aksi kolek-

tif bagi pemecahan masalah 

pemenuhan kebutuhan dalam hal 

pengelolaan, pemanfaatan, dan 

pengawasan sumber daya hutan 

dengan membentuk lembaga 

koperasi sebagai wadah kebersa-

maannya.

3. Dengan dilaksanakan aksi peman-

faatan dan pengelolaan hutan oleh 

kelompok tani secara bersama 

dalam wadah koperasi diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan 

para petani pada khususnya dan 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat sekitar hutan pada 

umumnya.   

Hasil dan Pembahasan
Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat sekitar hutan Keca-

matan geger Kabupaten Bangkalan 

layak untuk menjadi sasaran kegia-

tan pengabdian ini.Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberdayakan 

masyarakat sekitar hutan yang me- 

ngalami kesulitan dalam meningkat-

kan kemampuan mereka untuk 

meningkatkan permodalan dan kesu-

litan dalam memasarkan hasil-hasil 

pertanian mereka.

Pemberdayaan masyarakat sendi-

ri diartikan sebagai upaya untuk 

membantu masyarakat dalam me- 

ngembangkan kemampuan sendiri 

sehingga bebas dan mampu untuk 

mengatasi masalah dan mengambil 

keputusan secara pribadi. Dengan 

demikian pemberdayaan masyarakat 

ditujukan untuk mendorong tercip-

tanya kekuatan dan kemampuan 

lembaga masyarakat untuk secara 

mandiri mampu mengelola dirinya 

sendiri berdasarkan kebutuhan ma- 

syarakat itu sendiri, serta mampu 

mengatasi tantangan persoalan di 

masa yang akan datang.

Dasar pandangan strategi pem-

berdayaan masyarakat adalah bahwa 

upaya yang akan dilakukan harus 

diarahkan langsung pada akar perso-

alannya, yaitu meningkatkan ke- 

mampuan masyarakat. Bagian yang 

tertinggal dalam masyarakat harus 

ditingkatkan kemampuannya dengan 

mengembangkan dan mendinamim- 

sasikan potensinya, dengan kata lain 

memberdayakannya. (Ginanjar,  

1996).  Dalam konteks inilah maka 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan harus diberdayakan agar 

mereka dapat menjaga hutan seka-

ligus memanfaatkannya.Usaha pem-

berdayaan masyarakat harus diikuti 

dengan memperkuat potensi atau 

daya yang dimiliki masyarakat. 

Dalam kerangka ini dibutuhkan 

langkah-langkah yang lebih positif 

dan tidak hanya sekadar mencip-

takan iklim dan suasana. Pember-

dayaan bukan hanya meliputi 

penguatan individu anggota ma- 

syarakat, tetapi juga pranata-prana-

tanya, dalam hal ini pendirian kope- 

rasi merupakan alternatif yang tepat. 

Menanamkan nilai-nilai kerja keras, 

keterbukaan, hemat, kebertanggung-

jawaban adalah bagian pokok dari 

pemberdayaan.

Kegiatan yang telah dilakukan 

berupa pelatihan tentang koperasi 

dan pembukuan sederhana yang 

dapat diterima oleh masyarakat 

(warga) desa Geger Kecamatan 

Geger Kabupaten Bangkalan. Kegia-

tan yang sudah diterima oleh ma- 

syarakat diharapkan dapat mem-

bekali dalam mengelola koperasi 

sehingga dapat meningkatkan peng-

hasilan mereka. Pelatihan diseleng-

garakan dengan tujuan untuk 

menambah pengetahuan, keterampi-

lan dan kemampuan berusaha untuk 

dapat mengaktifkan usaha produktif 

dengan cara menngoptimalkan 

sumber daya yang ada. Dengan 

membuka lynk dengan Kelompok 

Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa 

Timur diharapkan dapat mendorong 

masyarakat menjadi produsen hasil- 

hasil perrtanian yang memiliki 

kepastian pasar.

Setelah selesai kegiatan pengab-

dian ini, diharapkan masyarakat 

sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan memiliki link 

atau jaringan yang dapat memasar-

kan hasil-hasil petanian mere-

ka.Oleh karena dalam kegiatan ini 

mencoba untuk membuka jaringan 

dengan Kelompok Tani Nelayan 

Andalan Jawa Timur. Dengan de- 

mikian diharapkan masyarakat dapat 

meningkatkan permodalan dan peng-

hasilan mereka. Di samping itu 

kegiatan ini berhasil membentuk 

koperasi bagi masyarakat sekitar 

hutan Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan.

Luaran dari kegiatan pengabdian 

ini adalah terbentuknya koperasi 

yang berbadan hukum.Untuk men- 

dapatkan permodalan diperlukan 

adanya kerjasama dengan lemba-

ga-lembaga terkait sebagai pembina 

dan penyandang dana. Hal ini tidak 

dapat dilakukan karena akta notaris 

pendirian koperasi yang menjadi 

salah satu persyaratan pengajuan 

proposal kerjasama belum mereka 

miliki. Di samping itu, terbentuknya 

koperasi diharapkan dapat merang-

sang nilai-nilai kerja keras, keterbu-

kaan, hemat, kebertanggungjawaban 

yang merupakan bagian pokok dari 

pemberdayaan masyarakat. (Karta-

sasmita, 1995)

Setelah dilakukan sosialisasi ten- 

tang pentingnya dan manfaat dari 

koperasi serta beberapa kali dilaku-

kan FGD,  maka hasil yang dicapai 

adalah :

1. Kesadaran masyarakat akan pent-

ingnya koperasi dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat.

 Dengan adanya kesadaran ma- 

syarakat tersebut diharapkan 

dapat menciptakan suasana atau 

iklim yang memungkinkan poten-

si masyarakat berkembang. 

Selama ini masyarakat tidak 

bergairah untuk berkoperasi 

sehingga koperasi ”mati suri”. 

Titik tolak penya- daran ini adalah 

pengenalan bahwa setiap manu-

sia, setiap masyarakat memiliki 

potensi yang dapat dikembang-

kan. Tidak ada masyarakat sama 

sekali tanpa daya. Pemberdayaan 

adalah upaya untuk membangun 

daya tersebut dengan cara men-

dorong, memotivasi dan mem-

bangkitkan kesadaran akan poten-

si yang dimiliki serta upaya 

mengembangkannya dengan 

”menghidupkan” kembali kopera-

si yang sudah ada.

2. Telah terbentuk koperasi ”Potre 

Koneng” pada 28 Agustus 2013, 

sedangkan tentang status badan 

hukum masih dalam proses 

pengurusan Akte Notaris tentang 

pendirian koperasi.

 Dengan adanya Akte Notaris bagi 

pendirian Koperasi ”Potre 

Koneng” adalah upaya untuk 

memperkuat potensi dan daya 

yang dimiliki oleh masyarakat 

desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan. Penguatan 

yang diupayakan adalah melalui 

Koperasi sebagai upaya pembu-

kaan akses kepada berbagai pelu-

ang antara lain Kelompok Tani 

Nelayan Andalan Jawa Timur. 

Sha- ring yang akan diberikan 

oleh Kelompok Tani Nelayan 

Andalan mulai dari tanaman atau 

budidaya apa yang memiliki pros-

pek pemasaran sampai pemasa-

rannya sendiri. Kegiatan pengab-

dian ini sudah melakukan pelati-

han manajemen sederhana yang 

dapat dipahami, diterima dan 

dilaksanakan sesuai dengan kebu-

tuhan masyarakat desa yang men-

jadi anggota koperasi.

 Dengan adanya koperasi diharap-

kan dapat dikembangkan sebagai 

badan usaha yang juga mengejar 

keuntungan walaupun perlu 

diperhatikan dalam mekanisme 

internal pembagian keuntungan 

diantara ang- gota perlu memper-

timbangkan aspek sosial dan 

kebersamaan. (Agnes, 2004). 

Dari segi materiil, keberadaan 

koperasi dirasa sangat membantu 

meningkatkan tingkat kesejahte- 

raan para anggota baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Selanjutnya Agnes menggambar-

kan bahwa Sisa Hasil Usaha yang  

merupakan keuntungan koperasi 

akan dibagikan kepada semua 

sesuai dengan partisipasi anggota 

dalam jenis usaha yang dikem-

bangkan oleh koperasi tersebut. 

Masih menurut Agnes, misalnya 

dalam usaha simpan pinjam, 

anggota yang frekuensi dan 

jumlah pinjamannya besar, yang 

bersangkutan akan mendapatkan 

bagian keuntungan lebih besar 

dibandingkan dengan anggota 

lain yang partisipasinya. Dengan 

prinsi-prinsip yang dikembang-

kan dalam koperasi diharapkan 

masyarakat makin bergairah 

dalam berusaha meningkatkan 

hasil pertaniannya untuk dapat 

meningkatkan partisipasinya 

dalam berkoperasi. Terpenting 

pula gairah masyarakat dapat 

menghidupkan kembali koperasi 

yang sudah ”mati suri” tersebut.

 Untuk menorong masyarakat ak- 

tif dalam kegiatan koperasi Tim 

Peneliti telah melakukan kegiatan 

: a) Pelatihan proses pembentukan 

koperasi sebagai bekal pengeta-

huan maupun tentang tahapan dan 

per- syaratan pendirian koperasi, 

yang diberikan sebelum terben-

tuknya ko- perasi; b) Pelatihan 

manajemen keuangan sederhana.

3. Terungkap bahwa banyak mas-

yarakat sekitar hutan yang belum 

dilibatkan dalam program PHBM 

Perum Perhutani Unit II Jawa 

Timur KPH Madura.

 Melalui kegiatan pengabdian  ini 

berupaya untuk mengikutkan ma- 

syarakat Desa Geger, Kecamatan 

Geger, Kabupaten Bangkalan pro- 

gram PHBM. Upaya ini disambut 

baik oleh Kepala Perum Perhutani 

Unit II Jawa Timur KPH Madura. 

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai, Tim tetap  mengupayakan 

kegiatan masyarakat desa masih 

ada keberlanjutan melalui kegia-

tan serupa.

Melihat antusiame masyarakat 

terhadap program pengabdian ini di 

satu sisi dan adanya Program Penge-

lolaan Hutan Bersama Masyarakat 

(PHBM) dari Perum Perhutani, maka 

Tim Pengusul akan  membantu  ma- 

syarakat sekitar hutan untuk menga-

jukan  program tersebut.

Hasil dari beberapa kali dialog 

dengan Kepala Perum Perhutani 

KPH Madura dapat diungkapkan 

bahwa sesungguhnya Perum Per- 

hutani sendiri mengalami berbagai 

kendala dalam mengelola dan 

melakukan pengawasan terhadap 

kawasan hutan yang menjadi wewe- 

nangnya. Bak ”gayung bersambut” 

niat Tim Pengusul untuk membantu  

masyarakat dalam memanfaatkan 

kawasan hutan yang menjadi 

wewenang  Perum Perhutani disam-

but dengan antusiasme pula.  Perum 

Perhutani  KPH Madura merupakan 

bagian dari Perum Perhutani  Unit II 

Jawa Timur seluas 47.121,20 Ha. 

KPH Madura menghadapi beberapa 

permasalahan sebagai berikut :

1. Luas lahan yang kosong, ber- 

dasarkan hasil Audit Potensi 2008 

seluas 4.444,67 Ha dan diupaya-

kan untuk dilakukan penanaman;

2. Sengketa tanah s/d bulan April 

2009 seluas 1.600,09 Ha. Penye- 

lesaian sudah dan akan terus 

dilakukan koordinasi dengan 

aparat dan instansi terkait serta 

penegak hukum lainnya. Akan 

tetapi sampai saat ini belum 

menunjukkan hasil yang me- 

muaskan.

3. Aksesibilitas yang rendah/terba-

tas disebabkan wilayah kerja 

terletak di kepulauan berdampak 

pada angka kerawanan hutan dan 

besarnya biaya pengelolaan hutan 

bila dibandingkan dengan KPH 

lainnya.

4. Potensi SDM KPH Madura masih 

rendah yang didominasi karya- 

wan non pegawai.

5. Secara umum keadaan KPH 

Madura sangat berbeda diban- 

dingkan dengan KPH lainnya 

yang ada di Pulau Jawa yang 

berbeda kondisi iklim dan tanah- 

nya.

6. Kondisi tanah kawasan KPH 

Madura secara umum tandus dan 

gersang dengan ciri-ciri yang 

dangkal, sarang, dan berbatu, 

miskin humus.

7. Iklim : Ferguson dalam tipe iklim 

C dan D.(Perum Perhutani KPH 

Madura, 2010)

Dengan permasalahan yang diha-

dapi tidak mungkin KPH Madura 

menyelesaikannya sendiri di satu sisi 

dan pada sisi lain kurangnya keterli-

batan masyarakat dalam pengelolaan 

sumber daya hutan, menyebabkan 

tidak adanya rasa memiliki dan sulit 

mencapai pengelolaan hutan lestari. 

Apabila kerjasama tersebut dapat 

dilaksanakan maka diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masya- 

rakat sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan.

Kegiatan pengabdian ini juga 

telah merintis kerja sama dengan 

Kelompok Tani Nelayan Andalam 

(KTNA)  Propinsi Jawa Timur. Sha- 

ring yang akan diberikan oleh KTNA 

adalah masyarakat akan diikutser-

takan program-program pelatihan 

dan pemasaran hasil pertanian.

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai melalui kegiatan semacam pe- 

ngabdian ini, Tim berupaya untuk 

mengikutsertakan masyarakat desa 

Geger Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan dalam program PHBM 

dari Perum Perhutani. Program 

PHBM diantaranya terdapat program 

pemberdayaan masyarakat dalam 

bentuk peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan dan pengembangan 

ekonomi kerakyatan.(Irawanti, 2010) 

Dengan Akte Pendirian koperasi 

yang legal diharapkan dapat menjadi 

modal bagi anggota koperasi untuk 

mempertemukan dengan lembaga 

keuangan atau perkreditan yang  

mampu dan bersedia melayani kebu-

tuhan permodalan. Tersedianya lem- 

baga keuangan yang memberi laya- 

nan pinjaman untuk peningkatan 

permodalan merupakan mitra pen- 

ting bagi masyarakat.

Di desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan terdapat 

kawasan hutan milik Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura 

yang terbengkalai belum dimanfaat-

kan untuk melaksanakan program 

PHBM. Kepala Perhutani sangat  

menyambut dengan baik apabila ke- 

giatan ini dilanjutkan dan Tim Pe- 

ngusul berperan sebagai fasilitator. 

Jalinan kerjasama dengan Perum 

Perhutani bisa dalam bentuk memin-

jam kawasan hutan yang ada. 

Dengan demikian masyarakat dapat 

memanfaatkan kawasan hutan yang 

ada yang akan memberi peluang dan 

kesempatan masyarakat untuk me- 

ningkatkan hasil pertaniannya.

Dari kegiatan pengabdian ini, 

terungkap bahwa PHBM merupakan 

sesuatu yang masih baru bagi ma- 

syarakat maupun Perum Perhutani 

sendiri, sehingga implementasinya 

tidak terbebas dari berbagai kendala. 

PHBM seringkali belum dipahami 

oleh seluruh jajaran Perhutani teruta-

ma pada tataran operasional, atau ada 

sebagian pejabat Perhutani masih 

memiliki perasaan tidak ikhlas untuk 

berbagi dengan masyarakat atau 

pihak (Asisten Direktur Produksi 

Perhutani, 2006). Tidak demikian 

halnya dengan Kepala Perum Per- 

hutani Unit II Jatim KPH Madura, 

menyambut baik keinginan dari Tim 

Pengusul, beliau mengistilahkan 

sebagai “bak gayung bersambut” 

dengan keinginan Tim. Sambutan 

yang begitu antusias hendaknya juga 

didukung Pemda Kabupaten Bang-

kalan jangan sampai kemudian ada 

pemikiran bahwa PHBM hanya men-

jadi urusan Perhutani saja. PHBM 

yang diharapkan dapat diimplemen-

tasikan ke seluruh desa-desa yang 

ada di sekitar hutan, di seluruh 

wilayah Madura, dapat dirasakan 

manfaatnya baik oleh masyarakat 

sekitar hutan, Perhutani, Pemerintah 

Kabupaten Bangkalan dan pihak 

yang berkepentingan lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pendampingan 

selama ini, masyarakat sekitar hutan 

khususnya Kecamatan Geger dan di 

beberapa kawasan hutan lainnya 

sangat membutuhkan pemberdayaan 

baik dari aspek pengetahuan maupun 

permodalan dalam upaya meningkat-

kan kesejahteraan hidup mereka. 

Keinginan masyarakat ini memiliki 

peluang yang sangat besar, yaitu 

khususnya untuk dilibatkan dalam 

Program PHBM dari Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura.

Sebaiknya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bangkalan secara khusus 

memperhatikan kondisi dan peluang 

yang ada dengan menjadikan Perum 

Perhutani sebagai mitra dalam upaya 

memberdayakan masyarakat sekitar 

hutan. Program PHBM penting 

untuk dilakukan secara menyeluruh 

untuk memberdayakan masyarakat 

sekitar hutan karena hampir semua 

masyarakat sekitar hutan belum 

pernah dilibatkan dalam pelaksanaan 

program PHBM dari Perum Perhuta-

ni tersebut.

Daftar Rujukan

Agnes Sumartiningsih, 2005, Pem-
berdayaan Masyarakat Desa 
Melalui Institusi Lokal, Yogya-
karta: Gajah Mada Pers.

Ginanjar Kartasasmita, 1995, Admin-
istrasi Pembangunan dan Pem-
berdayaan Masyarakat : Sebuah 

Tinjauan Administrasi, Malang
: FIA-UB.

Isa Wahyudi, 2006, Metodologi 
Perencanaan Partisipatif, 
Malang: YAPPIKA

--------------- 1996. Pemberdayaan 
Masyarakat: Konsep Pembangu-
nan nyan Berakar pada Ma- 
syarakat. Jakarta: Bappenas.

Setiarsih Irawanti, 2010, “Aspek 
Ekonomi dan Kelembagaan 
dalam Social Forestry”, dalam 
Social Forestry, Kemenhut-Badan 
Penelitian dan Pengembangan 
Kehutanan Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Perubahan Iklim 
dan Kebijakan.

Maurits Pasaribu, 2010, “Prospek 
Ekonomi Madura Pasca Pemba- 
ngunan Jembatan Suramadu”, 
Seminar Sehari ”Madura Eco-
nomic Outlook 2011-Kebijakan 
Pemerintah Daerah dan Peluang 
Investasi”, 9 Februari Surabaya

Perum Perhutani KPH Madura, 
2010.

Wartiningsih, 2007, “Model Penang-
gulangan Illegal Logging di 
Hutan Madura Berbasis Pember-
dayaan Masyarakat Adat“, Pene-
litian Hibah Bersaing, DP2M- 
DIKTI.

Nunuk Nuswardani, 2012, “Model 
Pengelolaan Hutan Terpadu 
Melalui Pemberdayaan Forum 
Pimpinan Daerah di 4 (Empat) 
Kabupaten di Jawa Timur”, Pene-
litian Strategi Nasional, DP2M- 
DIKTI, 2012.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 

1999 Jo Undang-undang Nomor 
19 Tahun 2004 tentang Kehuta- 
nan.

Rechtldee Jurnal Hukum, Vol. 8. No. 1, Juni 201352



Kecamatan Geger, Kabupaten 

Bangkalan, berkali-kali mendapat-

kan penghargaan nasional bidang 

lingkungan hidup. Penghargaan 

pertama kali berupa Kalpataru di 

tahun 1988 kemudian tahun 2004. 

Ada pula tokoh lingkungan yang 

mendapatkan Satya Lencana Pemba-

ngunan Lingkungan Hidup dari desa 

Kombangan, yakni  H. Gosali pada 

tahun 2009. Pada tahun 2010, 

Kelompok Tani Gunung Mereh men- 

dapatkan Ecolabel (Standarisasi 

Luasan Hutan Rakyat) dari Kemen- 

terian Negara Lingkungan Hidup. 

Ibarat penyempurna lingkungan, 

FMU “Gebang Lestari” mendapat-

kan sertifikasi UMHRL (Unit Mana-

jemen Hutan Rakyat Lestari) pada 20 

Juni 2010. 

Karakteristik sifat petani pada 

umumnya menunjukkan sedikit 

minat untuk memanen kayu dan 

hanya melakukannya jika menghada-

pi keadaan yang disebut filosofi 

“tebang butuh”. Mereka memper-

lakukan hutan sebagai asset jangka 

panjang layaknya rekening bank 

yang dapat sewaktu-waktu diuang-

kan. Hasil penelitian (dukungan 

REDD) menunjukkan bahwa kepen- 

tingan komersial saat ini menjadi 

pendorong utama petani untuk pena-

naman dan petani sangat memahami 

nilai sebenarnya hutan mereka, dan 

meyakini nilai tersebut meningkat 

dengan adanya sertifikasi hutan. 

Kemauan petani untuk berpartisipasi 

dalam penyiapan sertifikasi biasanya 

muncul ketika tim pendamping 

memfasilitasi pembenahan-pembe- 

nahan organisasi yang diusulkan. 

Semua wilayah memerlukan pe- 

ngembangan organisasi masyarakat 

secara khusus. Terdapat kebutuhan 

khusus membangun asosiasi petani 

yang lebih tinggi seperti koperasi, 

yang membutuhkan pengetahuan 

kewirausahaan juga dukungan dana 

eksternal. 

Permasalahan 

Kecamatan Geger terdiri dari 13 

(tiga belas) desa yaitu : desa Lerpak, 

Geger, Togubang, Batubella, Teber 

Priyah, Campor, Kompol, Komban-

gan, Dabung, Katol Barat, Ba- 

nyoneng Laok, dan desa Banyoneng 

Dajah. Dari tiga belas desa tersebut, 

kelompok tani yang relatif  maju 

terdapat di desa Geger, Kombangan, 

dan desa Togubang. Kelompok dari 3 

(tiga) desa tersebut tergabung dalam 

FMU “Gebang Lestari” yang dipu-

satkan di desa Kombangan di bawah 

arahan H. Gosali. Permasalahan 

klasik yang dihadapi kelompok tani 

yang berbasis pengelolaan hasil 

hutan yang berasal dari hutan rakyat 

pada umumnya, juga dialami oleh 

FMU “Gebang Lestari” yaitu: 1) 

Keterbatasan modal masyarakat 

dalam menyelenggarakan usaha 

hutan rakyat; 2) Luas pemilikan 

lahan yang relatif sempit dan terpen-

car sehingga menyulitkan pengelo-

laan dalam satu manajemen; 3) Pem-

biayaan berkelanjutan dan berorien-

tasi pada proyek; 4) Kualitas sumber 

daya manusia.

Masyarakat tani hutan yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan kelompok tani 

hutan yang sering mendapat peng-

hargaan dan sertifikasi. Namun, 

penghargaan tersebut hanyalah legi- 

timasi keberadaan mereka saja, 

tanpa diiringi dengan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan 

kesejahteraannya. Melihat perma- 

salahan di atas, prestasi yang dimili-

ki FMU “Gebang Lestari” serta 

semangat yang ada pada masyarakat 

secara lambat laun akan menghilang 

jika tidak ditindaklanjuti dengan 

upaya yang tepat dan strategis. 

Persoalan pelik yang mengha-

dang adalah pengusahaan hasil hutan 

yang sulit dilaksanakan. Koperasi  

masyarakat di desa Geger yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan koperasi yang 

sudah “mati suri”. Jenis tanaman 

hasil hutan non-kayu berupa tana-

man holtikultura seperti alpukat, 

mangga, papaya, rambutan, jeruk 

dan lain-lain. wilayah Kecamatan 

Geger relatif subur, sedangkan untuk 

hasil hutan kayu, khususnya kayu 

jati di Kecamatan Geger ini sulit 

diharapkan hasilnya, padahal kawa- 

san ini merupakan kawasan pe- 

nyangga yang harus dijaga kelestari-

an hutannya. Dengan kata lain perlu 

dilakukan rehabilitasi terhadap lahan 

di kawasan hutan tersebut, akan 

tetapi di sisi lain masyarakat terben-

tur masalah permodalan. Untuk 

mendapatkan permodalan diperlu-

kan adanya kerjasama dengan 

lembaga-lembaga terkait sebagai 

pembina dan penyandang dana. Hal 

ini tidak dapat dilakukan karena akta 

notaris pendirian koperasi yang 

menjadi salah satu persyaratan 

pengajuan proposal kerjasama be- 

lum mereka miliki.

Persoalan ketidakmampuan pe- 

ngurusan akta pendirian koperasi 

dan pembuatan proposal kerjasama 

ini menjadi kendala masyarakat 

sekitar hutan  untuk meningkatkan 

kesejahteraannya. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan pemberdayaan dan 

pengembangan kapasitas masyarakat 

sekitar hutan yang sangat relevan, 

yakni dari aspek institusi, seperti : 

administrasi dan manajemen kopera-

si, pengembangan organisasi, moni-

toring, penggunaan komputer, pe- 

ngembangan masyarakat seperti 

manajemen kelompok-kelompok pe- 

tani.

Undang-undang  Nomor  41 

Tahun 1999 yang telah diubah 

berdasarkan Undang-undang Nomor 

19 Tahun 2004 tentang Perpu  

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peru-

bahan  atas Undang-undang Nomor 

41 tahun 1991 tentang   Kehutanan 

Menjadi Undang-undang  (selanjut- 

nya UU Kehutanan), mengatur 

tentang rehabilitasi hutan. Pasal 43 

ayat (1) UU Kehutanan menentukan 

bahwa setiap orang yang  memiliki, 

mengelola, dan atau memanfaatkan 

hutan yang kritis atau tidak produk-

tif, wajib melaksanakan rehabilitasi 

hutan untuk tujuan perlindungan dan 

konservasi. Selanjutnya dalam ayat 

(2) ditegaskan bahwa dalam melak-

sanakan rehabilitasi setiap orang da- 

pat meminta pendampingan, pela- 

yanan, dan dukungan kepada lemba-

ga swadaya masyarakat, pihak lain 

atau pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan  Rencana Pengelolaan 

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, 

dalam Pasal 84 mengatur pember-

dayaan masyarakat dapat dilakukan 

melalui : (1) hutan desa; (2) hutan  

kemasyarakatan; (3) kemitraan. Se- 

dangkan kemitraan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 1977 tentang Kemitraan. 

Peraturan Pemerintah (PP) tersebut 

merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1995 tentang Usaha Kecil. Pada 

dasarnya, kemitraan merupakan 

kerja sama dan bukan merupakan 

bentuk usaha. Kemitraan adalah 

kerja sama antara usaha kecil dengan 

usaha menengah dan atau usaha 

besar dengan usaha besar dengan 

memperhatikan prinsip saling me- 

merlukan, saling memperkuat dan 

saling menguntungkan.

Dalam rangka berorientasi agar 

dapat diterapkan model kemitraan, 

maka koperasi yang sudah ”mati 

suri” harus ditingkatkan statusnya 

menjadi badan usaha dengan men- 

daftarkan ke Notaris. Dengan demi- 

kian dalam mengatasi permasalahan 

yang dihadapi mitra maka solusi 

yang ditawarkan adalah :

1. Sosialisas pentingnya koperasi 

dan pelatihan-pelatihan terkait 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan berupa pembukuan dan 

keuangan sederhana.

2. Pembentukan  koperasi dan men- 

daftarkan   ke kantor Notaris  se- 

hingga menjadi koperasi yang 

berbadan hukum;

3. Pembuatan proposal kegiatan 

dengan model  kemitraan ke  

BUMN atau pihak swasta.

Metode Pelaksanaan 

IbM ini menggunakan metode 

yang berjenis normatif-kualitatif, 

sehingga desain dan metodenya me- 

rupakan perpaduan antara metode 

pendekatan hukum (perundang- 

undangan) dan metode pendekatan 

sosiologis. Perspektif hukum nam- 

pak pada analisis terhadap berbagai 

peraturan perundangan-undangan 

bidang kehutanan khususnya tentang 

peran serta masyarakat sekitar hutan 

dalam pengelolaan, pemanfaatan, 

pengawasan sumber daya hutan, dan 

pelembagaannya. 

Dalam perspektif sosiologis maka 

analisis diarahkan pada hal-hal yang 

berkaitan dengan pembentukan 

mindset masyarakat sekitar hutan 

terhadap pendayagunaan hutan. 

Analisis akan difokuskan pada 

persepsi masyarakat tentang hutan, 

karakteristik masyarakat, dan apa 

yang ingin disuarakan, peran dan 

posisi yang jelas dari masyarakat 

berkaitan dengan pengelolaan, pe- 

manfaatan, dan pengawasan sumber 

daya hutan.

Metode yang digunakan dalam 

memperoleh data adalah dengan cara 

mengadakan Focus Group Discus-

sion (FGD), yakni dilakukan diskusi 

secara intensif dengan seluruh tokoh 

masyarakat dan anggota kelompok 

tani. Dalam mencari solusi peman-

faatan sumberdaya hutan digunakan  

model parsial. Model parsial adalah 

model diskusi di mana pemikiran, 

ide, atau kepentingan peserta FGD 

yang berbeda dieliminir hingga 

memiliki kesamaan pandangan. (Wa-

hyudi, 2006). Pemilihan model ini 

didasarkan atas alasan baik tokoh 

masyarakat maupun masyarakat 

kelompok tani pengguna sumber 

daya hutan agar tetap memiliki tang-

gung jawab sama dalam menjaga 

kelestarian sumber daya hutan.

Analisis normatif dilakukan de- 

ngan menganalisis bahan hukum 

primer dengan metode interpretasi 

teleologis  dan futuristik. Sedangkan 

pada analisis empiris akan  menggu-

nakan metode verstehen (pemaha-

man) dan diskusi. Data dan bahan 

hukumyang diperoleh akan dianalisis 

secara kualitatif.

Rangkaian pemikiran berikut di- 

ungkapkan sebagai disain penelitian 

yaitu disain untuk pelaksanaan 

pengelolaan hutan oleh kelompok 

tani Desa Geger Kecamatan Geger 

yang diharapkan dapat mensejahtera-

kan masyarakat sekitar hutan :

1. Memberi sosialisasi pada  masya- 

rakat dan mendiskusikan secara 

kritis tentang peran serta ma- 

syarakat dalam pengelolaan, pe- 

manfaatan dan pengawasan sum- 

ber daya hutan yang dijamin oleh 

UU Kehutanan;

2. Pemahaman perlunya aksi kolek-

tif bagi pemecahan masalah 

pemenuhan kebutuhan dalam hal 

pengelolaan, pemanfaatan, dan 

pengawasan sumber daya hutan 

dengan membentuk lembaga 

koperasi sebagai wadah kebersa-

maannya.

3. Dengan dilaksanakan aksi peman-

faatan dan pengelolaan hutan oleh 

kelompok tani secara bersama 

dalam wadah koperasi diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan 

para petani pada khususnya dan 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat sekitar hutan pada 

umumnya.   

Hasil dan Pembahasan
Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat sekitar hutan Keca-

matan geger Kabupaten Bangkalan 

layak untuk menjadi sasaran kegia-

tan pengabdian ini.Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberdayakan 

masyarakat sekitar hutan yang me- 

ngalami kesulitan dalam meningkat-

kan kemampuan mereka untuk 

meningkatkan permodalan dan kesu-

litan dalam memasarkan hasil-hasil 

pertanian mereka.

Pemberdayaan masyarakat sendi-

ri diartikan sebagai upaya untuk 

membantu masyarakat dalam me- 

ngembangkan kemampuan sendiri 

sehingga bebas dan mampu untuk 

mengatasi masalah dan mengambil 

keputusan secara pribadi. Dengan 

demikian pemberdayaan masyarakat 

ditujukan untuk mendorong tercip-

tanya kekuatan dan kemampuan 

lembaga masyarakat untuk secara 

mandiri mampu mengelola dirinya 

sendiri berdasarkan kebutuhan ma- 

syarakat itu sendiri, serta mampu 

mengatasi tantangan persoalan di 

masa yang akan datang.

Dasar pandangan strategi pem-

berdayaan masyarakat adalah bahwa 

upaya yang akan dilakukan harus 

diarahkan langsung pada akar perso-

alannya, yaitu meningkatkan ke- 

mampuan masyarakat. Bagian yang 

tertinggal dalam masyarakat harus 

ditingkatkan kemampuannya dengan 

mengembangkan dan mendinamim- 

sasikan potensinya, dengan kata lain 

memberdayakannya. (Ginanjar,  

1996).  Dalam konteks inilah maka 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan harus diberdayakan agar 

mereka dapat menjaga hutan seka-

ligus memanfaatkannya.Usaha pem-

berdayaan masyarakat harus diikuti 

dengan memperkuat potensi atau 

daya yang dimiliki masyarakat. 

Dalam kerangka ini dibutuhkan 

langkah-langkah yang lebih positif 

dan tidak hanya sekadar mencip-

takan iklim dan suasana. Pember-

dayaan bukan hanya meliputi 

penguatan individu anggota ma- 

syarakat, tetapi juga pranata-prana-

tanya, dalam hal ini pendirian kope- 

rasi merupakan alternatif yang tepat. 

Menanamkan nilai-nilai kerja keras, 

keterbukaan, hemat, kebertanggung-

jawaban adalah bagian pokok dari 

pemberdayaan.

Kegiatan yang telah dilakukan 

berupa pelatihan tentang koperasi 

dan pembukuan sederhana yang 

dapat diterima oleh masyarakat 

(warga) desa Geger Kecamatan 

Geger Kabupaten Bangkalan. Kegia-

tan yang sudah diterima oleh ma- 

syarakat diharapkan dapat mem-

bekali dalam mengelola koperasi 

sehingga dapat meningkatkan peng-

hasilan mereka. Pelatihan diseleng-

garakan dengan tujuan untuk 

menambah pengetahuan, keterampi-

lan dan kemampuan berusaha untuk 

dapat mengaktifkan usaha produktif 

dengan cara menngoptimalkan 

sumber daya yang ada. Dengan 

membuka lynk dengan Kelompok 

Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa 

Timur diharapkan dapat mendorong 

masyarakat menjadi produsen hasil- 

hasil perrtanian yang memiliki 

kepastian pasar.

Setelah selesai kegiatan pengab-

dian ini, diharapkan masyarakat 

sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan memiliki link 

atau jaringan yang dapat memasar-

kan hasil-hasil petanian mere-

ka.Oleh karena dalam kegiatan ini 

mencoba untuk membuka jaringan 

dengan Kelompok Tani Nelayan 

Andalan Jawa Timur. Dengan de- 

mikian diharapkan masyarakat dapat 

meningkatkan permodalan dan peng-

hasilan mereka. Di samping itu 

kegiatan ini berhasil membentuk 

koperasi bagi masyarakat sekitar 

hutan Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan.

Luaran dari kegiatan pengabdian 

ini adalah terbentuknya koperasi 

yang berbadan hukum.Untuk men- 

dapatkan permodalan diperlukan 

adanya kerjasama dengan lemba-

ga-lembaga terkait sebagai pembina 

dan penyandang dana. Hal ini tidak 

dapat dilakukan karena akta notaris 

pendirian koperasi yang menjadi 

salah satu persyaratan pengajuan 

proposal kerjasama belum mereka 

miliki. Di samping itu, terbentuknya 

koperasi diharapkan dapat merang-

sang nilai-nilai kerja keras, keterbu-

kaan, hemat, kebertanggungjawaban 

yang merupakan bagian pokok dari 

pemberdayaan masyarakat. (Karta-

sasmita, 1995)

Setelah dilakukan sosialisasi ten- 

tang pentingnya dan manfaat dari 

koperasi serta beberapa kali dilaku-

kan FGD,  maka hasil yang dicapai 

adalah :

1. Kesadaran masyarakat akan pent-

ingnya koperasi dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat.

 Dengan adanya kesadaran ma- 

syarakat tersebut diharapkan 

dapat menciptakan suasana atau 

iklim yang memungkinkan poten-

si masyarakat berkembang. 

Selama ini masyarakat tidak 

bergairah untuk berkoperasi 

sehingga koperasi ”mati suri”. 

Titik tolak penya- daran ini adalah 

pengenalan bahwa setiap manu-

sia, setiap masyarakat memiliki 

potensi yang dapat dikembang-

kan. Tidak ada masyarakat sama 

sekali tanpa daya. Pemberdayaan 

adalah upaya untuk membangun 

daya tersebut dengan cara men-

dorong, memotivasi dan mem-

bangkitkan kesadaran akan poten-

si yang dimiliki serta upaya 

mengembangkannya dengan 

”menghidupkan” kembali kopera-

si yang sudah ada.

2. Telah terbentuk koperasi ”Potre 

Koneng” pada 28 Agustus 2013, 

sedangkan tentang status badan 

hukum masih dalam proses 

pengurusan Akte Notaris tentang 

pendirian koperasi.

 Dengan adanya Akte Notaris bagi 

pendirian Koperasi ”Potre 

Koneng” adalah upaya untuk 

memperkuat potensi dan daya 

yang dimiliki oleh masyarakat 

desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan. Penguatan 

yang diupayakan adalah melalui 

Koperasi sebagai upaya pembu-

kaan akses kepada berbagai pelu-

ang antara lain Kelompok Tani 

Nelayan Andalan Jawa Timur. 

Sha- ring yang akan diberikan 

oleh Kelompok Tani Nelayan 

Andalan mulai dari tanaman atau 

budidaya apa yang memiliki pros-

pek pemasaran sampai pemasa-

rannya sendiri. Kegiatan pengab-

dian ini sudah melakukan pelati-

han manajemen sederhana yang 

dapat dipahami, diterima dan 

dilaksanakan sesuai dengan kebu-

tuhan masyarakat desa yang men-

jadi anggota koperasi.

 Dengan adanya koperasi diharap-

kan dapat dikembangkan sebagai 

badan usaha yang juga mengejar 

keuntungan walaupun perlu 

diperhatikan dalam mekanisme 

internal pembagian keuntungan 

diantara ang- gota perlu memper-

timbangkan aspek sosial dan 

kebersamaan. (Agnes, 2004). 

Dari segi materiil, keberadaan 

koperasi dirasa sangat membantu 

meningkatkan tingkat kesejahte- 

raan para anggota baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Selanjutnya Agnes menggambar-

kan bahwa Sisa Hasil Usaha yang  

merupakan keuntungan koperasi 

akan dibagikan kepada semua 

sesuai dengan partisipasi anggota 

dalam jenis usaha yang dikem-

bangkan oleh koperasi tersebut. 

Masih menurut Agnes, misalnya 

dalam usaha simpan pinjam, 

anggota yang frekuensi dan 

jumlah pinjamannya besar, yang 

bersangkutan akan mendapatkan 

bagian keuntungan lebih besar 

dibandingkan dengan anggota 

lain yang partisipasinya. Dengan 

prinsi-prinsip yang dikembang-

kan dalam koperasi diharapkan 

masyarakat makin bergairah 

dalam berusaha meningkatkan 

hasil pertaniannya untuk dapat 

meningkatkan partisipasinya 

dalam berkoperasi. Terpenting 

pula gairah masyarakat dapat 

menghidupkan kembali koperasi 

yang sudah ”mati suri” tersebut.

 Untuk menorong masyarakat ak- 

tif dalam kegiatan koperasi Tim 

Peneliti telah melakukan kegiatan 

: a) Pelatihan proses pembentukan 

koperasi sebagai bekal pengeta-

huan maupun tentang tahapan dan 

per- syaratan pendirian koperasi, 

yang diberikan sebelum terben-

tuknya ko- perasi; b) Pelatihan 

manajemen keuangan sederhana.

3. Terungkap bahwa banyak mas-

yarakat sekitar hutan yang belum 

dilibatkan dalam program PHBM 

Perum Perhutani Unit II Jawa 

Timur KPH Madura.

 Melalui kegiatan pengabdian  ini 

berupaya untuk mengikutkan ma- 

syarakat Desa Geger, Kecamatan 

Geger, Kabupaten Bangkalan pro- 

gram PHBM. Upaya ini disambut 

baik oleh Kepala Perum Perhutani 

Unit II Jawa Timur KPH Madura. 

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai, Tim tetap  mengupayakan 

kegiatan masyarakat desa masih 

ada keberlanjutan melalui kegia-

tan serupa.

Melihat antusiame masyarakat 

terhadap program pengabdian ini di 

satu sisi dan adanya Program Penge-

lolaan Hutan Bersama Masyarakat 

(PHBM) dari Perum Perhutani, maka 

Tim Pengusul akan  membantu  ma- 

syarakat sekitar hutan untuk menga-

jukan  program tersebut.

Hasil dari beberapa kali dialog 

dengan Kepala Perum Perhutani 

KPH Madura dapat diungkapkan 

bahwa sesungguhnya Perum Per- 

hutani sendiri mengalami berbagai 

kendala dalam mengelola dan 

melakukan pengawasan terhadap 

kawasan hutan yang menjadi wewe- 

nangnya. Bak ”gayung bersambut” 

niat Tim Pengusul untuk membantu  

masyarakat dalam memanfaatkan 

kawasan hutan yang menjadi 

wewenang  Perum Perhutani disam-

but dengan antusiasme pula.  Perum 

Perhutani  KPH Madura merupakan 

bagian dari Perum Perhutani  Unit II 

Jawa Timur seluas 47.121,20 Ha. 

KPH Madura menghadapi beberapa 

permasalahan sebagai berikut :

1. Luas lahan yang kosong, ber- 

dasarkan hasil Audit Potensi 2008 

seluas 4.444,67 Ha dan diupaya-

kan untuk dilakukan penanaman;

2. Sengketa tanah s/d bulan April 

2009 seluas 1.600,09 Ha. Penye- 

lesaian sudah dan akan terus 

dilakukan koordinasi dengan 

aparat dan instansi terkait serta 

penegak hukum lainnya. Akan 

tetapi sampai saat ini belum 

menunjukkan hasil yang me- 

muaskan.

3. Aksesibilitas yang rendah/terba-

tas disebabkan wilayah kerja 

terletak di kepulauan berdampak 

pada angka kerawanan hutan dan 

besarnya biaya pengelolaan hutan 

bila dibandingkan dengan KPH 

lainnya.

4. Potensi SDM KPH Madura masih 

rendah yang didominasi karya- 

wan non pegawai.

5. Secara umum keadaan KPH 

Madura sangat berbeda diban- 

dingkan dengan KPH lainnya 

yang ada di Pulau Jawa yang 

berbeda kondisi iklim dan tanah- 

nya.

6. Kondisi tanah kawasan KPH 

Madura secara umum tandus dan 

gersang dengan ciri-ciri yang 

dangkal, sarang, dan berbatu, 

miskin humus.

7. Iklim : Ferguson dalam tipe iklim 

C dan D.(Perum Perhutani KPH 

Madura, 2010)

Dengan permasalahan yang diha-

dapi tidak mungkin KPH Madura 

menyelesaikannya sendiri di satu sisi 

dan pada sisi lain kurangnya keterli-

batan masyarakat dalam pengelolaan 

sumber daya hutan, menyebabkan 

tidak adanya rasa memiliki dan sulit 

mencapai pengelolaan hutan lestari. 

Apabila kerjasama tersebut dapat 

dilaksanakan maka diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masya- 

rakat sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan.

Kegiatan pengabdian ini juga 

telah merintis kerja sama dengan 

Kelompok Tani Nelayan Andalam 

(KTNA)  Propinsi Jawa Timur. Sha- 

ring yang akan diberikan oleh KTNA 

adalah masyarakat akan diikutser-

takan program-program pelatihan 

dan pemasaran hasil pertanian.

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai melalui kegiatan semacam pe- 

ngabdian ini, Tim berupaya untuk 

mengikutsertakan masyarakat desa 

Geger Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan dalam program PHBM 

dari Perum Perhutani. Program 

PHBM diantaranya terdapat program 

pemberdayaan masyarakat dalam 

bentuk peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan dan pengembangan 

ekonomi kerakyatan.(Irawanti, 2010) 

Dengan Akte Pendirian koperasi 

yang legal diharapkan dapat menjadi 

modal bagi anggota koperasi untuk 

mempertemukan dengan lembaga 

keuangan atau perkreditan yang  

mampu dan bersedia melayani kebu-

tuhan permodalan. Tersedianya lem- 

baga keuangan yang memberi laya- 

nan pinjaman untuk peningkatan 

permodalan merupakan mitra pen- 

ting bagi masyarakat.

Di desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan terdapat 

kawasan hutan milik Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura 

yang terbengkalai belum dimanfaat-

kan untuk melaksanakan program 

PHBM. Kepala Perhutani sangat  

menyambut dengan baik apabila ke- 

giatan ini dilanjutkan dan Tim Pe- 

ngusul berperan sebagai fasilitator. 

Jalinan kerjasama dengan Perum 

Perhutani bisa dalam bentuk memin-

jam kawasan hutan yang ada. 

Dengan demikian masyarakat dapat 

memanfaatkan kawasan hutan yang 

ada yang akan memberi peluang dan 

kesempatan masyarakat untuk me- 

ningkatkan hasil pertaniannya.

Dari kegiatan pengabdian ini, 

terungkap bahwa PHBM merupakan 

sesuatu yang masih baru bagi ma- 

syarakat maupun Perum Perhutani 

sendiri, sehingga implementasinya 

tidak terbebas dari berbagai kendala. 

PHBM seringkali belum dipahami 

oleh seluruh jajaran Perhutani teruta-

ma pada tataran operasional, atau ada 

sebagian pejabat Perhutani masih 

memiliki perasaan tidak ikhlas untuk 

berbagi dengan masyarakat atau 

pihak (Asisten Direktur Produksi 

Perhutani, 2006). Tidak demikian 

halnya dengan Kepala Perum Per- 

hutani Unit II Jatim KPH Madura, 

menyambut baik keinginan dari Tim 

Pengusul, beliau mengistilahkan 

sebagai “bak gayung bersambut” 

dengan keinginan Tim. Sambutan 

yang begitu antusias hendaknya juga 

didukung Pemda Kabupaten Bang-

kalan jangan sampai kemudian ada 

pemikiran bahwa PHBM hanya men-

jadi urusan Perhutani saja. PHBM 

yang diharapkan dapat diimplemen-

tasikan ke seluruh desa-desa yang 

ada di sekitar hutan, di seluruh 

wilayah Madura, dapat dirasakan 

manfaatnya baik oleh masyarakat 

sekitar hutan, Perhutani, Pemerintah 

Kabupaten Bangkalan dan pihak 

yang berkepentingan lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pendampingan 

selama ini, masyarakat sekitar hutan 

khususnya Kecamatan Geger dan di 

beberapa kawasan hutan lainnya 

sangat membutuhkan pemberdayaan 

baik dari aspek pengetahuan maupun 

permodalan dalam upaya meningkat-

kan kesejahteraan hidup mereka. 

Keinginan masyarakat ini memiliki 

peluang yang sangat besar, yaitu 

khususnya untuk dilibatkan dalam 

Program PHBM dari Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura.

Sebaiknya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bangkalan secara khusus 

memperhatikan kondisi dan peluang 

yang ada dengan menjadikan Perum 

Perhutani sebagai mitra dalam upaya 

memberdayakan masyarakat sekitar 

hutan. Program PHBM penting 

untuk dilakukan secara menyeluruh 

untuk memberdayakan masyarakat 

sekitar hutan karena hampir semua 

masyarakat sekitar hutan belum 

pernah dilibatkan dalam pelaksanaan 

program PHBM dari Perum Perhuta-

ni tersebut.
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Kecamatan Geger, Kabupaten 

Bangkalan, berkali-kali mendapat-

kan penghargaan nasional bidang 

lingkungan hidup. Penghargaan 

pertama kali berupa Kalpataru di 

tahun 1988 kemudian tahun 2004. 

Ada pula tokoh lingkungan yang 

mendapatkan Satya Lencana Pemba-

ngunan Lingkungan Hidup dari desa 

Kombangan, yakni  H. Gosali pada 

tahun 2009. Pada tahun 2010, 

Kelompok Tani Gunung Mereh men- 

dapatkan Ecolabel (Standarisasi 

Luasan Hutan Rakyat) dari Kemen- 

terian Negara Lingkungan Hidup. 

Ibarat penyempurna lingkungan, 

FMU “Gebang Lestari” mendapat-

kan sertifikasi UMHRL (Unit Mana-

jemen Hutan Rakyat Lestari) pada 20 

Juni 2010. 

Karakteristik sifat petani pada 

umumnya menunjukkan sedikit 

minat untuk memanen kayu dan 

hanya melakukannya jika menghada-

pi keadaan yang disebut filosofi 

“tebang butuh”. Mereka memper-

lakukan hutan sebagai asset jangka 

panjang layaknya rekening bank 

yang dapat sewaktu-waktu diuang-

kan. Hasil penelitian (dukungan 

REDD) menunjukkan bahwa kepen- 

tingan komersial saat ini menjadi 

pendorong utama petani untuk pena-

naman dan petani sangat memahami 

nilai sebenarnya hutan mereka, dan 

meyakini nilai tersebut meningkat 

dengan adanya sertifikasi hutan. 

Kemauan petani untuk berpartisipasi 

dalam penyiapan sertifikasi biasanya 

muncul ketika tim pendamping 

memfasilitasi pembenahan-pembe- 

nahan organisasi yang diusulkan. 

Semua wilayah memerlukan pe- 

ngembangan organisasi masyarakat 

secara khusus. Terdapat kebutuhan 

khusus membangun asosiasi petani 

yang lebih tinggi seperti koperasi, 

yang membutuhkan pengetahuan 

kewirausahaan juga dukungan dana 

eksternal. 

Permasalahan 

Kecamatan Geger terdiri dari 13 

(tiga belas) desa yaitu : desa Lerpak, 

Geger, Togubang, Batubella, Teber 

Priyah, Campor, Kompol, Komban-

gan, Dabung, Katol Barat, Ba- 

nyoneng Laok, dan desa Banyoneng 

Dajah. Dari tiga belas desa tersebut, 

kelompok tani yang relatif  maju 

terdapat di desa Geger, Kombangan, 

dan desa Togubang. Kelompok dari 3 

(tiga) desa tersebut tergabung dalam 

FMU “Gebang Lestari” yang dipu-

satkan di desa Kombangan di bawah 

arahan H. Gosali. Permasalahan 

klasik yang dihadapi kelompok tani 

yang berbasis pengelolaan hasil 

hutan yang berasal dari hutan rakyat 

pada umumnya, juga dialami oleh 

FMU “Gebang Lestari” yaitu: 1) 

Keterbatasan modal masyarakat 

dalam menyelenggarakan usaha 

hutan rakyat; 2) Luas pemilikan 

lahan yang relatif sempit dan terpen-

car sehingga menyulitkan pengelo-

laan dalam satu manajemen; 3) Pem-

biayaan berkelanjutan dan berorien-

tasi pada proyek; 4) Kualitas sumber 

daya manusia.

Masyarakat tani hutan yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan kelompok tani 

hutan yang sering mendapat peng-

hargaan dan sertifikasi. Namun, 

penghargaan tersebut hanyalah legi- 

timasi keberadaan mereka saja, 

tanpa diiringi dengan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan 

kesejahteraannya. Melihat perma- 

salahan di atas, prestasi yang dimili-

ki FMU “Gebang Lestari” serta 

semangat yang ada pada masyarakat 

secara lambat laun akan menghilang 

jika tidak ditindaklanjuti dengan 

upaya yang tepat dan strategis. 

Persoalan pelik yang mengha-

dang adalah pengusahaan hasil hutan 

yang sulit dilaksanakan. Koperasi  

masyarakat di desa Geger yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan koperasi yang 

sudah “mati suri”. Jenis tanaman 

hasil hutan non-kayu berupa tana-

man holtikultura seperti alpukat, 

mangga, papaya, rambutan, jeruk 

dan lain-lain. wilayah Kecamatan 

Geger relatif subur, sedangkan untuk 

hasil hutan kayu, khususnya kayu 

jati di Kecamatan Geger ini sulit 

diharapkan hasilnya, padahal kawa- 

san ini merupakan kawasan pe- 

nyangga yang harus dijaga kelestari-

an hutannya. Dengan kata lain perlu 

dilakukan rehabilitasi terhadap lahan 

di kawasan hutan tersebut, akan 

tetapi di sisi lain masyarakat terben-

tur masalah permodalan. Untuk 

mendapatkan permodalan diperlu-

kan adanya kerjasama dengan 

lembaga-lembaga terkait sebagai 

pembina dan penyandang dana. Hal 

ini tidak dapat dilakukan karena akta 

notaris pendirian koperasi yang 

menjadi salah satu persyaratan 

pengajuan proposal kerjasama be- 

lum mereka miliki.

Persoalan ketidakmampuan pe- 

ngurusan akta pendirian koperasi 

dan pembuatan proposal kerjasama 

ini menjadi kendala masyarakat 

sekitar hutan  untuk meningkatkan 

kesejahteraannya. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan pemberdayaan dan 

pengembangan kapasitas masyarakat 

sekitar hutan yang sangat relevan, 

yakni dari aspek institusi, seperti : 

administrasi dan manajemen kopera-

si, pengembangan organisasi, moni-

toring, penggunaan komputer, pe- 

ngembangan masyarakat seperti 

manajemen kelompok-kelompok pe- 

tani.

Undang-undang  Nomor  41 

Tahun 1999 yang telah diubah 

berdasarkan Undang-undang Nomor 

19 Tahun 2004 tentang Perpu  

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peru-

bahan  atas Undang-undang Nomor 

41 tahun 1991 tentang   Kehutanan 

Menjadi Undang-undang  (selanjut- 

nya UU Kehutanan), mengatur 

tentang rehabilitasi hutan. Pasal 43 

ayat (1) UU Kehutanan menentukan 

bahwa setiap orang yang  memiliki, 

mengelola, dan atau memanfaatkan 

hutan yang kritis atau tidak produk-

tif, wajib melaksanakan rehabilitasi 

hutan untuk tujuan perlindungan dan 

konservasi. Selanjutnya dalam ayat 

(2) ditegaskan bahwa dalam melak-

sanakan rehabilitasi setiap orang da- 

pat meminta pendampingan, pela- 

yanan, dan dukungan kepada lemba-

ga swadaya masyarakat, pihak lain 

atau pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan  Rencana Pengelolaan 

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, 

dalam Pasal 84 mengatur pember-

dayaan masyarakat dapat dilakukan 

melalui : (1) hutan desa; (2) hutan  

kemasyarakatan; (3) kemitraan. Se- 

dangkan kemitraan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 1977 tentang Kemitraan. 

Peraturan Pemerintah (PP) tersebut 

merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1995 tentang Usaha Kecil. Pada 

dasarnya, kemitraan merupakan 

kerja sama dan bukan merupakan 

bentuk usaha. Kemitraan adalah 

kerja sama antara usaha kecil dengan 

usaha menengah dan atau usaha 

besar dengan usaha besar dengan 

memperhatikan prinsip saling me- 

merlukan, saling memperkuat dan 

saling menguntungkan.

Dalam rangka berorientasi agar 

dapat diterapkan model kemitraan, 

maka koperasi yang sudah ”mati 

suri” harus ditingkatkan statusnya 

menjadi badan usaha dengan men- 

daftarkan ke Notaris. Dengan demi- 

kian dalam mengatasi permasalahan 

yang dihadapi mitra maka solusi 

yang ditawarkan adalah :

1. Sosialisas pentingnya koperasi 

dan pelatihan-pelatihan terkait 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan berupa pembukuan dan 

keuangan sederhana.

2. Pembentukan  koperasi dan men- 

daftarkan   ke kantor Notaris  se- 

hingga menjadi koperasi yang 

berbadan hukum;

3. Pembuatan proposal kegiatan 

dengan model  kemitraan ke  

BUMN atau pihak swasta.

Metode Pelaksanaan 

IbM ini menggunakan metode 

yang berjenis normatif-kualitatif, 

sehingga desain dan metodenya me- 

rupakan perpaduan antara metode 

pendekatan hukum (perundang- 

undangan) dan metode pendekatan 

sosiologis. Perspektif hukum nam- 

pak pada analisis terhadap berbagai 

peraturan perundangan-undangan 

bidang kehutanan khususnya tentang 

peran serta masyarakat sekitar hutan 

dalam pengelolaan, pemanfaatan, 

pengawasan sumber daya hutan, dan 

pelembagaannya. 

Dalam perspektif sosiologis maka 

analisis diarahkan pada hal-hal yang 

berkaitan dengan pembentukan 

mindset masyarakat sekitar hutan 

terhadap pendayagunaan hutan. 

Analisis akan difokuskan pada 

persepsi masyarakat tentang hutan, 

karakteristik masyarakat, dan apa 

yang ingin disuarakan, peran dan 

posisi yang jelas dari masyarakat 

berkaitan dengan pengelolaan, pe- 

manfaatan, dan pengawasan sumber 

daya hutan.

Metode yang digunakan dalam 

memperoleh data adalah dengan cara 

mengadakan Focus Group Discus-

sion (FGD), yakni dilakukan diskusi 

secara intensif dengan seluruh tokoh 

masyarakat dan anggota kelompok 

tani. Dalam mencari solusi peman-

faatan sumberdaya hutan digunakan  

model parsial. Model parsial adalah 

model diskusi di mana pemikiran, 

ide, atau kepentingan peserta FGD 

yang berbeda dieliminir hingga 

memiliki kesamaan pandangan. (Wa-

hyudi, 2006). Pemilihan model ini 

didasarkan atas alasan baik tokoh 

masyarakat maupun masyarakat 

kelompok tani pengguna sumber 

daya hutan agar tetap memiliki tang-

gung jawab sama dalam menjaga 

kelestarian sumber daya hutan.

Analisis normatif dilakukan de- 

ngan menganalisis bahan hukum 

primer dengan metode interpretasi 

teleologis  dan futuristik. Sedangkan 

pada analisis empiris akan  menggu-

nakan metode verstehen (pemaha-

man) dan diskusi. Data dan bahan 

hukumyang diperoleh akan dianalisis 

secara kualitatif.

Rangkaian pemikiran berikut di- 

ungkapkan sebagai disain penelitian 

yaitu disain untuk pelaksanaan 

pengelolaan hutan oleh kelompok 

tani Desa Geger Kecamatan Geger 

yang diharapkan dapat mensejahtera-

kan masyarakat sekitar hutan :

1. Memberi sosialisasi pada  masya- 

rakat dan mendiskusikan secara 

kritis tentang peran serta ma- 

syarakat dalam pengelolaan, pe- 

manfaatan dan pengawasan sum- 

ber daya hutan yang dijamin oleh 

UU Kehutanan;

2. Pemahaman perlunya aksi kolek-

tif bagi pemecahan masalah 

pemenuhan kebutuhan dalam hal 

pengelolaan, pemanfaatan, dan 

pengawasan sumber daya hutan 

dengan membentuk lembaga 

koperasi sebagai wadah kebersa-

maannya.

3. Dengan dilaksanakan aksi peman-

faatan dan pengelolaan hutan oleh 

kelompok tani secara bersama 

dalam wadah koperasi diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan 

para petani pada khususnya dan 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat sekitar hutan pada 

umumnya.   

Hasil dan Pembahasan
Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat sekitar hutan Keca-

matan geger Kabupaten Bangkalan 

layak untuk menjadi sasaran kegia-

tan pengabdian ini.Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberdayakan 

masyarakat sekitar hutan yang me- 

ngalami kesulitan dalam meningkat-

kan kemampuan mereka untuk 

meningkatkan permodalan dan kesu-

litan dalam memasarkan hasil-hasil 

pertanian mereka.

Pemberdayaan masyarakat sendi-

ri diartikan sebagai upaya untuk 

membantu masyarakat dalam me- 

ngembangkan kemampuan sendiri 

sehingga bebas dan mampu untuk 

mengatasi masalah dan mengambil 

keputusan secara pribadi. Dengan 

demikian pemberdayaan masyarakat 

ditujukan untuk mendorong tercip-

tanya kekuatan dan kemampuan 

lembaga masyarakat untuk secara 

mandiri mampu mengelola dirinya 

sendiri berdasarkan kebutuhan ma- 

syarakat itu sendiri, serta mampu 

mengatasi tantangan persoalan di 

masa yang akan datang.

Dasar pandangan strategi pem-

berdayaan masyarakat adalah bahwa 

upaya yang akan dilakukan harus 

diarahkan langsung pada akar perso-

alannya, yaitu meningkatkan ke- 

mampuan masyarakat. Bagian yang 

tertinggal dalam masyarakat harus 

ditingkatkan kemampuannya dengan 

mengembangkan dan mendinamim- 

sasikan potensinya, dengan kata lain 

memberdayakannya. (Ginanjar,  

1996).  Dalam konteks inilah maka 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan harus diberdayakan agar 

mereka dapat menjaga hutan seka-

ligus memanfaatkannya.Usaha pem-

berdayaan masyarakat harus diikuti 

dengan memperkuat potensi atau 

daya yang dimiliki masyarakat. 

Dalam kerangka ini dibutuhkan 

langkah-langkah yang lebih positif 

dan tidak hanya sekadar mencip-

takan iklim dan suasana. Pember-

dayaan bukan hanya meliputi 

penguatan individu anggota ma- 

syarakat, tetapi juga pranata-prana-

tanya, dalam hal ini pendirian kope- 

rasi merupakan alternatif yang tepat. 

Menanamkan nilai-nilai kerja keras, 

keterbukaan, hemat, kebertanggung-

jawaban adalah bagian pokok dari 

pemberdayaan.

Kegiatan yang telah dilakukan 

berupa pelatihan tentang koperasi 

dan pembukuan sederhana yang 

dapat diterima oleh masyarakat 

(warga) desa Geger Kecamatan 

Geger Kabupaten Bangkalan. Kegia-

tan yang sudah diterima oleh ma- 

syarakat diharapkan dapat mem-

bekali dalam mengelola koperasi 

sehingga dapat meningkatkan peng-

hasilan mereka. Pelatihan diseleng-

garakan dengan tujuan untuk 

menambah pengetahuan, keterampi-

lan dan kemampuan berusaha untuk 

dapat mengaktifkan usaha produktif 

dengan cara menngoptimalkan 

sumber daya yang ada. Dengan 

membuka lynk dengan Kelompok 

Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa 

Timur diharapkan dapat mendorong 

masyarakat menjadi produsen hasil- 

hasil perrtanian yang memiliki 

kepastian pasar.

Setelah selesai kegiatan pengab-

dian ini, diharapkan masyarakat 

sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan memiliki link 

atau jaringan yang dapat memasar-

kan hasil-hasil petanian mere-

ka.Oleh karena dalam kegiatan ini 

mencoba untuk membuka jaringan 

dengan Kelompok Tani Nelayan 

Andalan Jawa Timur. Dengan de- 

mikian diharapkan masyarakat dapat 

meningkatkan permodalan dan peng-

hasilan mereka. Di samping itu 

kegiatan ini berhasil membentuk 

koperasi bagi masyarakat sekitar 

hutan Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan.

Luaran dari kegiatan pengabdian 

ini adalah terbentuknya koperasi 

yang berbadan hukum.Untuk men- 

dapatkan permodalan diperlukan 

adanya kerjasama dengan lemba-

ga-lembaga terkait sebagai pembina 

dan penyandang dana. Hal ini tidak 

dapat dilakukan karena akta notaris 

pendirian koperasi yang menjadi 

salah satu persyaratan pengajuan 

proposal kerjasama belum mereka 

miliki. Di samping itu, terbentuknya 

koperasi diharapkan dapat merang-

sang nilai-nilai kerja keras, keterbu-

kaan, hemat, kebertanggungjawaban 

yang merupakan bagian pokok dari 

pemberdayaan masyarakat. (Karta-

sasmita, 1995)

Setelah dilakukan sosialisasi ten- 

tang pentingnya dan manfaat dari 

koperasi serta beberapa kali dilaku-

kan FGD,  maka hasil yang dicapai 

adalah :

1. Kesadaran masyarakat akan pent-

ingnya koperasi dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat.

 Dengan adanya kesadaran ma- 

syarakat tersebut diharapkan 

dapat menciptakan suasana atau 

iklim yang memungkinkan poten-

si masyarakat berkembang. 

Selama ini masyarakat tidak 

bergairah untuk berkoperasi 

sehingga koperasi ”mati suri”. 

Titik tolak penya- daran ini adalah 

pengenalan bahwa setiap manu-

sia, setiap masyarakat memiliki 

potensi yang dapat dikembang-

kan. Tidak ada masyarakat sama 

sekali tanpa daya. Pemberdayaan 

adalah upaya untuk membangun 

daya tersebut dengan cara men-

dorong, memotivasi dan mem-

bangkitkan kesadaran akan poten-

si yang dimiliki serta upaya 

mengembangkannya dengan 

”menghidupkan” kembali kopera-

si yang sudah ada.

2. Telah terbentuk koperasi ”Potre 

Koneng” pada 28 Agustus 2013, 

sedangkan tentang status badan 

hukum masih dalam proses 

pengurusan Akte Notaris tentang 

pendirian koperasi.

 Dengan adanya Akte Notaris bagi 

pendirian Koperasi ”Potre 

Koneng” adalah upaya untuk 

memperkuat potensi dan daya 

yang dimiliki oleh masyarakat 

desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan. Penguatan 

yang diupayakan adalah melalui 

Koperasi sebagai upaya pembu-

kaan akses kepada berbagai pelu-

ang antara lain Kelompok Tani 

Nelayan Andalan Jawa Timur. 

Sha- ring yang akan diberikan 

oleh Kelompok Tani Nelayan 

Andalan mulai dari tanaman atau 

budidaya apa yang memiliki pros-

pek pemasaran sampai pemasa-

rannya sendiri. Kegiatan pengab-

dian ini sudah melakukan pelati-

han manajemen sederhana yang 

dapat dipahami, diterima dan 

dilaksanakan sesuai dengan kebu-

tuhan masyarakat desa yang men-

jadi anggota koperasi.

 Dengan adanya koperasi diharap-

kan dapat dikembangkan sebagai 

badan usaha yang juga mengejar 

keuntungan walaupun perlu 

diperhatikan dalam mekanisme 

internal pembagian keuntungan 

diantara ang- gota perlu memper-

timbangkan aspek sosial dan 

kebersamaan. (Agnes, 2004). 

Dari segi materiil, keberadaan 

koperasi dirasa sangat membantu 

meningkatkan tingkat kesejahte- 

raan para anggota baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Selanjutnya Agnes menggambar-

kan bahwa Sisa Hasil Usaha yang  

merupakan keuntungan koperasi 

akan dibagikan kepada semua 

sesuai dengan partisipasi anggota 

dalam jenis usaha yang dikem-

bangkan oleh koperasi tersebut. 

Masih menurut Agnes, misalnya 

dalam usaha simpan pinjam, 

anggota yang frekuensi dan 

jumlah pinjamannya besar, yang 

bersangkutan akan mendapatkan 

bagian keuntungan lebih besar 

dibandingkan dengan anggota 

lain yang partisipasinya. Dengan 

prinsi-prinsip yang dikembang-

kan dalam koperasi diharapkan 

masyarakat makin bergairah 

dalam berusaha meningkatkan 

hasil pertaniannya untuk dapat 

meningkatkan partisipasinya 

dalam berkoperasi. Terpenting 

pula gairah masyarakat dapat 

menghidupkan kembali koperasi 

yang sudah ”mati suri” tersebut.

 Untuk menorong masyarakat ak- 

tif dalam kegiatan koperasi Tim 

Peneliti telah melakukan kegiatan 

: a) Pelatihan proses pembentukan 

koperasi sebagai bekal pengeta-

huan maupun tentang tahapan dan 

per- syaratan pendirian koperasi, 

yang diberikan sebelum terben-

tuknya ko- perasi; b) Pelatihan 

manajemen keuangan sederhana.

3. Terungkap bahwa banyak mas-

yarakat sekitar hutan yang belum 

dilibatkan dalam program PHBM 

Perum Perhutani Unit II Jawa 

Timur KPH Madura.

 Melalui kegiatan pengabdian  ini 

berupaya untuk mengikutkan ma- 

syarakat Desa Geger, Kecamatan 

Geger, Kabupaten Bangkalan pro- 

gram PHBM. Upaya ini disambut 

baik oleh Kepala Perum Perhutani 

Unit II Jawa Timur KPH Madura. 

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai, Tim tetap  mengupayakan 

kegiatan masyarakat desa masih 

ada keberlanjutan melalui kegia-

tan serupa.

Melihat antusiame masyarakat 

terhadap program pengabdian ini di 

satu sisi dan adanya Program Penge-

lolaan Hutan Bersama Masyarakat 

(PHBM) dari Perum Perhutani, maka 

Tim Pengusul akan  membantu  ma- 

syarakat sekitar hutan untuk menga-

jukan  program tersebut.

Hasil dari beberapa kali dialog 

dengan Kepala Perum Perhutani 

KPH Madura dapat diungkapkan 

bahwa sesungguhnya Perum Per- 

hutani sendiri mengalami berbagai 

kendala dalam mengelola dan 

melakukan pengawasan terhadap 

kawasan hutan yang menjadi wewe- 

nangnya. Bak ”gayung bersambut” 

niat Tim Pengusul untuk membantu  

masyarakat dalam memanfaatkan 

kawasan hutan yang menjadi 

wewenang  Perum Perhutani disam-

but dengan antusiasme pula.  Perum 

Perhutani  KPH Madura merupakan 

bagian dari Perum Perhutani  Unit II 

Jawa Timur seluas 47.121,20 Ha. 

KPH Madura menghadapi beberapa 

permasalahan sebagai berikut :

1. Luas lahan yang kosong, ber- 

dasarkan hasil Audit Potensi 2008 

seluas 4.444,67 Ha dan diupaya-

kan untuk dilakukan penanaman;

2. Sengketa tanah s/d bulan April 

2009 seluas 1.600,09 Ha. Penye- 

lesaian sudah dan akan terus 

dilakukan koordinasi dengan 

aparat dan instansi terkait serta 

penegak hukum lainnya. Akan 

tetapi sampai saat ini belum 

menunjukkan hasil yang me- 

muaskan.

3. Aksesibilitas yang rendah/terba-

tas disebabkan wilayah kerja 

terletak di kepulauan berdampak 

pada angka kerawanan hutan dan 

besarnya biaya pengelolaan hutan 

bila dibandingkan dengan KPH 

lainnya.

4. Potensi SDM KPH Madura masih 

rendah yang didominasi karya- 

wan non pegawai.

5. Secara umum keadaan KPH 

Madura sangat berbeda diban- 

dingkan dengan KPH lainnya 

yang ada di Pulau Jawa yang 

berbeda kondisi iklim dan tanah- 

nya.

6. Kondisi tanah kawasan KPH 

Madura secara umum tandus dan 

gersang dengan ciri-ciri yang 

dangkal, sarang, dan berbatu, 

miskin humus.

7. Iklim : Ferguson dalam tipe iklim 

C dan D.(Perum Perhutani KPH 

Madura, 2010)

Dengan permasalahan yang diha-

dapi tidak mungkin KPH Madura 

menyelesaikannya sendiri di satu sisi 

dan pada sisi lain kurangnya keterli-

batan masyarakat dalam pengelolaan 

sumber daya hutan, menyebabkan 

tidak adanya rasa memiliki dan sulit 

mencapai pengelolaan hutan lestari. 

Apabila kerjasama tersebut dapat 

dilaksanakan maka diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masya- 

rakat sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan.

Kegiatan pengabdian ini juga 

telah merintis kerja sama dengan 

Kelompok Tani Nelayan Andalam 

(KTNA)  Propinsi Jawa Timur. Sha- 

ring yang akan diberikan oleh KTNA 

adalah masyarakat akan diikutser-

takan program-program pelatihan 

dan pemasaran hasil pertanian.

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai melalui kegiatan semacam pe- 

ngabdian ini, Tim berupaya untuk 

mengikutsertakan masyarakat desa 

Geger Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan dalam program PHBM 

dari Perum Perhutani. Program 

PHBM diantaranya terdapat program 

pemberdayaan masyarakat dalam 

bentuk peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan dan pengembangan 

ekonomi kerakyatan.(Irawanti, 2010) 

Dengan Akte Pendirian koperasi 

yang legal diharapkan dapat menjadi 

modal bagi anggota koperasi untuk 

mempertemukan dengan lembaga 

keuangan atau perkreditan yang  

mampu dan bersedia melayani kebu-

tuhan permodalan. Tersedianya lem- 

baga keuangan yang memberi laya- 

nan pinjaman untuk peningkatan 

permodalan merupakan mitra pen- 

ting bagi masyarakat.

Di desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan terdapat 

kawasan hutan milik Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura 

yang terbengkalai belum dimanfaat-

kan untuk melaksanakan program 

PHBM. Kepala Perhutani sangat  

menyambut dengan baik apabila ke- 

giatan ini dilanjutkan dan Tim Pe- 

ngusul berperan sebagai fasilitator. 

Jalinan kerjasama dengan Perum 

Perhutani bisa dalam bentuk memin-

jam kawasan hutan yang ada. 

Dengan demikian masyarakat dapat 

memanfaatkan kawasan hutan yang 

ada yang akan memberi peluang dan 

kesempatan masyarakat untuk me- 

ningkatkan hasil pertaniannya.

Dari kegiatan pengabdian ini, 

terungkap bahwa PHBM merupakan 

sesuatu yang masih baru bagi ma- 

syarakat maupun Perum Perhutani 

sendiri, sehingga implementasinya 

tidak terbebas dari berbagai kendala. 

PHBM seringkali belum dipahami 

oleh seluruh jajaran Perhutani teruta-

ma pada tataran operasional, atau ada 

sebagian pejabat Perhutani masih 

memiliki perasaan tidak ikhlas untuk 

berbagi dengan masyarakat atau 

pihak (Asisten Direktur Produksi 

Perhutani, 2006). Tidak demikian 

halnya dengan Kepala Perum Per- 

hutani Unit II Jatim KPH Madura, 

menyambut baik keinginan dari Tim 

Pengusul, beliau mengistilahkan 

sebagai “bak gayung bersambut” 

dengan keinginan Tim. Sambutan 

yang begitu antusias hendaknya juga 

didukung Pemda Kabupaten Bang-

kalan jangan sampai kemudian ada 

pemikiran bahwa PHBM hanya men-

jadi urusan Perhutani saja. PHBM 

yang diharapkan dapat diimplemen-

tasikan ke seluruh desa-desa yang 

ada di sekitar hutan, di seluruh 

wilayah Madura, dapat dirasakan 

manfaatnya baik oleh masyarakat 

sekitar hutan, Perhutani, Pemerintah 

Kabupaten Bangkalan dan pihak 

yang berkepentingan lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pendampingan 

selama ini, masyarakat sekitar hutan 

khususnya Kecamatan Geger dan di 

beberapa kawasan hutan lainnya 

sangat membutuhkan pemberdayaan 

baik dari aspek pengetahuan maupun 

permodalan dalam upaya meningkat-

kan kesejahteraan hidup mereka. 

Keinginan masyarakat ini memiliki 

peluang yang sangat besar, yaitu 

khususnya untuk dilibatkan dalam 

Program PHBM dari Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura.

Sebaiknya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bangkalan secara khusus 

memperhatikan kondisi dan peluang 

yang ada dengan menjadikan Perum 

Perhutani sebagai mitra dalam upaya 

memberdayakan masyarakat sekitar 

hutan. Program PHBM penting 

untuk dilakukan secara menyeluruh 

untuk memberdayakan masyarakat 

sekitar hutan karena hampir semua 

masyarakat sekitar hutan belum 

pernah dilibatkan dalam pelaksanaan 

program PHBM dari Perum Perhuta-

ni tersebut.
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Kecamatan Geger, Kabupaten 

Bangkalan, berkali-kali mendapat-

kan penghargaan nasional bidang 

lingkungan hidup. Penghargaan 

pertama kali berupa Kalpataru di 

tahun 1988 kemudian tahun 2004. 

Ada pula tokoh lingkungan yang 

mendapatkan Satya Lencana Pemba-

ngunan Lingkungan Hidup dari desa 

Kombangan, yakni  H. Gosali pada 

tahun 2009. Pada tahun 2010, 

Kelompok Tani Gunung Mereh men- 

dapatkan Ecolabel (Standarisasi 

Luasan Hutan Rakyat) dari Kemen- 

terian Negara Lingkungan Hidup. 

Ibarat penyempurna lingkungan, 

FMU “Gebang Lestari” mendapat-

kan sertifikasi UMHRL (Unit Mana-

jemen Hutan Rakyat Lestari) pada 20 

Juni 2010. 

Karakteristik sifat petani pada 

umumnya menunjukkan sedikit 

minat untuk memanen kayu dan 

hanya melakukannya jika menghada-

pi keadaan yang disebut filosofi 

“tebang butuh”. Mereka memper-

lakukan hutan sebagai asset jangka 

panjang layaknya rekening bank 

yang dapat sewaktu-waktu diuang-

kan. Hasil penelitian (dukungan 

REDD) menunjukkan bahwa kepen- 

tingan komersial saat ini menjadi 

pendorong utama petani untuk pena-

naman dan petani sangat memahami 

nilai sebenarnya hutan mereka, dan 

meyakini nilai tersebut meningkat 

dengan adanya sertifikasi hutan. 

Kemauan petani untuk berpartisipasi 

dalam penyiapan sertifikasi biasanya 

muncul ketika tim pendamping 

memfasilitasi pembenahan-pembe- 

nahan organisasi yang diusulkan. 

Semua wilayah memerlukan pe- 

ngembangan organisasi masyarakat 

secara khusus. Terdapat kebutuhan 

khusus membangun asosiasi petani 

yang lebih tinggi seperti koperasi, 

yang membutuhkan pengetahuan 

kewirausahaan juga dukungan dana 

eksternal. 

Permasalahan 

Kecamatan Geger terdiri dari 13 

(tiga belas) desa yaitu : desa Lerpak, 

Geger, Togubang, Batubella, Teber 

Priyah, Campor, Kompol, Komban-

gan, Dabung, Katol Barat, Ba- 

nyoneng Laok, dan desa Banyoneng 

Dajah. Dari tiga belas desa tersebut, 

kelompok tani yang relatif  maju 

terdapat di desa Geger, Kombangan, 

dan desa Togubang. Kelompok dari 3 

(tiga) desa tersebut tergabung dalam 

FMU “Gebang Lestari” yang dipu-

satkan di desa Kombangan di bawah 

arahan H. Gosali. Permasalahan 

klasik yang dihadapi kelompok tani 

yang berbasis pengelolaan hasil 

hutan yang berasal dari hutan rakyat 

pada umumnya, juga dialami oleh 

FMU “Gebang Lestari” yaitu: 1) 

Keterbatasan modal masyarakat 

dalam menyelenggarakan usaha 

hutan rakyat; 2) Luas pemilikan 

lahan yang relatif sempit dan terpen-

car sehingga menyulitkan pengelo-

laan dalam satu manajemen; 3) Pem-

biayaan berkelanjutan dan berorien-

tasi pada proyek; 4) Kualitas sumber 

daya manusia.

Masyarakat tani hutan yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan kelompok tani 

hutan yang sering mendapat peng-

hargaan dan sertifikasi. Namun, 

penghargaan tersebut hanyalah legi- 

timasi keberadaan mereka saja, 

tanpa diiringi dengan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan 

kesejahteraannya. Melihat perma- 

salahan di atas, prestasi yang dimili-

ki FMU “Gebang Lestari” serta 

semangat yang ada pada masyarakat 

secara lambat laun akan menghilang 

jika tidak ditindaklanjuti dengan 

upaya yang tepat dan strategis. 

Persoalan pelik yang mengha-

dang adalah pengusahaan hasil hutan 

yang sulit dilaksanakan. Koperasi  

masyarakat di desa Geger yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan koperasi yang 

sudah “mati suri”. Jenis tanaman 

hasil hutan non-kayu berupa tana-

man holtikultura seperti alpukat, 

mangga, papaya, rambutan, jeruk 

dan lain-lain. wilayah Kecamatan 

Geger relatif subur, sedangkan untuk 

hasil hutan kayu, khususnya kayu 

jati di Kecamatan Geger ini sulit 

diharapkan hasilnya, padahal kawa- 

san ini merupakan kawasan pe- 

nyangga yang harus dijaga kelestari-

an hutannya. Dengan kata lain perlu 

dilakukan rehabilitasi terhadap lahan 

di kawasan hutan tersebut, akan 

tetapi di sisi lain masyarakat terben-

tur masalah permodalan. Untuk 

mendapatkan permodalan diperlu-

kan adanya kerjasama dengan 

lembaga-lembaga terkait sebagai 

pembina dan penyandang dana. Hal 

ini tidak dapat dilakukan karena akta 

notaris pendirian koperasi yang 

menjadi salah satu persyaratan 

pengajuan proposal kerjasama be- 

lum mereka miliki.

Persoalan ketidakmampuan pe- 

ngurusan akta pendirian koperasi 

dan pembuatan proposal kerjasama 

ini menjadi kendala masyarakat 

sekitar hutan  untuk meningkatkan 

kesejahteraannya. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan pemberdayaan dan 

pengembangan kapasitas masyarakat 

sekitar hutan yang sangat relevan, 

yakni dari aspek institusi, seperti : 

administrasi dan manajemen kopera-

si, pengembangan organisasi, moni-

toring, penggunaan komputer, pe- 

ngembangan masyarakat seperti 

manajemen kelompok-kelompok pe- 

tani.

Undang-undang  Nomor  41 

Tahun 1999 yang telah diubah 

berdasarkan Undang-undang Nomor 

19 Tahun 2004 tentang Perpu  

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peru-

bahan  atas Undang-undang Nomor 

41 tahun 1991 tentang   Kehutanan 

Menjadi Undang-undang  (selanjut- 

nya UU Kehutanan), mengatur 

tentang rehabilitasi hutan. Pasal 43 

ayat (1) UU Kehutanan menentukan 

bahwa setiap orang yang  memiliki, 

mengelola, dan atau memanfaatkan 

hutan yang kritis atau tidak produk-

tif, wajib melaksanakan rehabilitasi 

hutan untuk tujuan perlindungan dan 

konservasi. Selanjutnya dalam ayat 

(2) ditegaskan bahwa dalam melak-

sanakan rehabilitasi setiap orang da- 

pat meminta pendampingan, pela- 

yanan, dan dukungan kepada lemba-

ga swadaya masyarakat, pihak lain 

atau pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan  Rencana Pengelolaan 

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, 

dalam Pasal 84 mengatur pember-

dayaan masyarakat dapat dilakukan 

melalui : (1) hutan desa; (2) hutan  

kemasyarakatan; (3) kemitraan. Se- 

dangkan kemitraan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 1977 tentang Kemitraan. 

Peraturan Pemerintah (PP) tersebut 

merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1995 tentang Usaha Kecil. Pada 

dasarnya, kemitraan merupakan 

kerja sama dan bukan merupakan 

bentuk usaha. Kemitraan adalah 

kerja sama antara usaha kecil dengan 

usaha menengah dan atau usaha 

besar dengan usaha besar dengan 

memperhatikan prinsip saling me- 

merlukan, saling memperkuat dan 

saling menguntungkan.

Dalam rangka berorientasi agar 

dapat diterapkan model kemitraan, 

maka koperasi yang sudah ”mati 

suri” harus ditingkatkan statusnya 

menjadi badan usaha dengan men- 

daftarkan ke Notaris. Dengan demi- 

kian dalam mengatasi permasalahan 

yang dihadapi mitra maka solusi 

yang ditawarkan adalah :

1. Sosialisas pentingnya koperasi 

dan pelatihan-pelatihan terkait 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan berupa pembukuan dan 

keuangan sederhana.

2. Pembentukan  koperasi dan men- 

daftarkan   ke kantor Notaris  se- 

hingga menjadi koperasi yang 

berbadan hukum;

3. Pembuatan proposal kegiatan 

dengan model  kemitraan ke  

BUMN atau pihak swasta.

Metode Pelaksanaan 

IbM ini menggunakan metode 

yang berjenis normatif-kualitatif, 

sehingga desain dan metodenya me- 

rupakan perpaduan antara metode 

pendekatan hukum (perundang- 

undangan) dan metode pendekatan 

sosiologis. Perspektif hukum nam- 

pak pada analisis terhadap berbagai 

peraturan perundangan-undangan 

bidang kehutanan khususnya tentang 

peran serta masyarakat sekitar hutan 

dalam pengelolaan, pemanfaatan, 

pengawasan sumber daya hutan, dan 

pelembagaannya. 

Dalam perspektif sosiologis maka 

analisis diarahkan pada hal-hal yang 

berkaitan dengan pembentukan 

mindset masyarakat sekitar hutan 

terhadap pendayagunaan hutan. 

Analisis akan difokuskan pada 

persepsi masyarakat tentang hutan, 

karakteristik masyarakat, dan apa 

yang ingin disuarakan, peran dan 

posisi yang jelas dari masyarakat 

berkaitan dengan pengelolaan, pe- 

manfaatan, dan pengawasan sumber 

daya hutan.

Metode yang digunakan dalam 

memperoleh data adalah dengan cara 

mengadakan Focus Group Discus-

sion (FGD), yakni dilakukan diskusi 

secara intensif dengan seluruh tokoh 

masyarakat dan anggota kelompok 

tani. Dalam mencari solusi peman-

faatan sumberdaya hutan digunakan  

model parsial. Model parsial adalah 

model diskusi di mana pemikiran, 

ide, atau kepentingan peserta FGD 

yang berbeda dieliminir hingga 

memiliki kesamaan pandangan. (Wa-

hyudi, 2006). Pemilihan model ini 

didasarkan atas alasan baik tokoh 

masyarakat maupun masyarakat 

kelompok tani pengguna sumber 

daya hutan agar tetap memiliki tang-

gung jawab sama dalam menjaga 

kelestarian sumber daya hutan.

Analisis normatif dilakukan de- 

ngan menganalisis bahan hukum 

primer dengan metode interpretasi 

teleologis  dan futuristik. Sedangkan 

pada analisis empiris akan  menggu-

nakan metode verstehen (pemaha-

man) dan diskusi. Data dan bahan 

hukumyang diperoleh akan dianalisis 

secara kualitatif.

Rangkaian pemikiran berikut di- 

ungkapkan sebagai disain penelitian 

yaitu disain untuk pelaksanaan 

pengelolaan hutan oleh kelompok 

tani Desa Geger Kecamatan Geger 

yang diharapkan dapat mensejahtera-

kan masyarakat sekitar hutan :

1. Memberi sosialisasi pada  masya- 

rakat dan mendiskusikan secara 

kritis tentang peran serta ma- 

syarakat dalam pengelolaan, pe- 

manfaatan dan pengawasan sum- 

ber daya hutan yang dijamin oleh 

UU Kehutanan;

2. Pemahaman perlunya aksi kolek-

tif bagi pemecahan masalah 

pemenuhan kebutuhan dalam hal 

pengelolaan, pemanfaatan, dan 

pengawasan sumber daya hutan 

dengan membentuk lembaga 

koperasi sebagai wadah kebersa-

maannya.

3. Dengan dilaksanakan aksi peman-

faatan dan pengelolaan hutan oleh 

kelompok tani secara bersama 

dalam wadah koperasi diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan 

para petani pada khususnya dan 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat sekitar hutan pada 

umumnya.   

Hasil dan Pembahasan
Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat sekitar hutan Keca-

matan geger Kabupaten Bangkalan 

layak untuk menjadi sasaran kegia-

tan pengabdian ini.Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberdayakan 

masyarakat sekitar hutan yang me- 

ngalami kesulitan dalam meningkat-

kan kemampuan mereka untuk 

meningkatkan permodalan dan kesu-

litan dalam memasarkan hasil-hasil 

pertanian mereka.

Pemberdayaan masyarakat sendi-

ri diartikan sebagai upaya untuk 

membantu masyarakat dalam me- 

ngembangkan kemampuan sendiri 

sehingga bebas dan mampu untuk 

mengatasi masalah dan mengambil 

keputusan secara pribadi. Dengan 

demikian pemberdayaan masyarakat 

ditujukan untuk mendorong tercip-

tanya kekuatan dan kemampuan 

lembaga masyarakat untuk secara 

mandiri mampu mengelola dirinya 

sendiri berdasarkan kebutuhan ma- 

syarakat itu sendiri, serta mampu 

mengatasi tantangan persoalan di 

masa yang akan datang.

Dasar pandangan strategi pem-

berdayaan masyarakat adalah bahwa 

upaya yang akan dilakukan harus 

diarahkan langsung pada akar perso-

alannya, yaitu meningkatkan ke- 

mampuan masyarakat. Bagian yang 

tertinggal dalam masyarakat harus 

ditingkatkan kemampuannya dengan 

mengembangkan dan mendinamim- 

sasikan potensinya, dengan kata lain 

memberdayakannya. (Ginanjar,  

1996).  Dalam konteks inilah maka 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan harus diberdayakan agar 

mereka dapat menjaga hutan seka-

ligus memanfaatkannya.Usaha pem-

berdayaan masyarakat harus diikuti 

dengan memperkuat potensi atau 

daya yang dimiliki masyarakat. 

Dalam kerangka ini dibutuhkan 

langkah-langkah yang lebih positif 

dan tidak hanya sekadar mencip-

takan iklim dan suasana. Pember-

dayaan bukan hanya meliputi 

penguatan individu anggota ma- 

syarakat, tetapi juga pranata-prana-

tanya, dalam hal ini pendirian kope- 

rasi merupakan alternatif yang tepat. 

Menanamkan nilai-nilai kerja keras, 

keterbukaan, hemat, kebertanggung-

jawaban adalah bagian pokok dari 

pemberdayaan.

Kegiatan yang telah dilakukan 

berupa pelatihan tentang koperasi 

dan pembukuan sederhana yang 

dapat diterima oleh masyarakat 

(warga) desa Geger Kecamatan 

Geger Kabupaten Bangkalan. Kegia-

tan yang sudah diterima oleh ma- 

syarakat diharapkan dapat mem-

bekali dalam mengelola koperasi 

sehingga dapat meningkatkan peng-

hasilan mereka. Pelatihan diseleng-

garakan dengan tujuan untuk 

menambah pengetahuan, keterampi-

lan dan kemampuan berusaha untuk 

dapat mengaktifkan usaha produktif 

dengan cara menngoptimalkan 

sumber daya yang ada. Dengan 

membuka lynk dengan Kelompok 

Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa 

Timur diharapkan dapat mendorong 

masyarakat menjadi produsen hasil- 

hasil perrtanian yang memiliki 

kepastian pasar.

Setelah selesai kegiatan pengab-

dian ini, diharapkan masyarakat 

sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan memiliki link 

atau jaringan yang dapat memasar-

kan hasil-hasil petanian mere-

ka.Oleh karena dalam kegiatan ini 

mencoba untuk membuka jaringan 

dengan Kelompok Tani Nelayan 

Andalan Jawa Timur. Dengan de- 

mikian diharapkan masyarakat dapat 

meningkatkan permodalan dan peng-

hasilan mereka. Di samping itu 

kegiatan ini berhasil membentuk 

koperasi bagi masyarakat sekitar 

hutan Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan.

Luaran dari kegiatan pengabdian 

ini adalah terbentuknya koperasi 

yang berbadan hukum.Untuk men- 

dapatkan permodalan diperlukan 

adanya kerjasama dengan lemba-

ga-lembaga terkait sebagai pembina 

dan penyandang dana. Hal ini tidak 

dapat dilakukan karena akta notaris 

pendirian koperasi yang menjadi 

salah satu persyaratan pengajuan 

proposal kerjasama belum mereka 

miliki. Di samping itu, terbentuknya 

koperasi diharapkan dapat merang-

sang nilai-nilai kerja keras, keterbu-

kaan, hemat, kebertanggungjawaban 

yang merupakan bagian pokok dari 

pemberdayaan masyarakat. (Karta-

sasmita, 1995)

Setelah dilakukan sosialisasi ten- 

tang pentingnya dan manfaat dari 

koperasi serta beberapa kali dilaku-

kan FGD,  maka hasil yang dicapai 

adalah :

1. Kesadaran masyarakat akan pent-

ingnya koperasi dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat.

 Dengan adanya kesadaran ma- 

syarakat tersebut diharapkan 

dapat menciptakan suasana atau 

iklim yang memungkinkan poten-

si masyarakat berkembang. 

Selama ini masyarakat tidak 

bergairah untuk berkoperasi 

sehingga koperasi ”mati suri”. 

Titik tolak penya- daran ini adalah 

pengenalan bahwa setiap manu-

sia, setiap masyarakat memiliki 

potensi yang dapat dikembang-

kan. Tidak ada masyarakat sama 

sekali tanpa daya. Pemberdayaan 

adalah upaya untuk membangun 

daya tersebut dengan cara men-

dorong, memotivasi dan mem-

bangkitkan kesadaran akan poten-

si yang dimiliki serta upaya 

mengembangkannya dengan 

”menghidupkan” kembali kopera-

si yang sudah ada.

2. Telah terbentuk koperasi ”Potre 

Koneng” pada 28 Agustus 2013, 

sedangkan tentang status badan 

hukum masih dalam proses 

pengurusan Akte Notaris tentang 

pendirian koperasi.

 Dengan adanya Akte Notaris bagi 

pendirian Koperasi ”Potre 

Koneng” adalah upaya untuk 

memperkuat potensi dan daya 

yang dimiliki oleh masyarakat 

desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan. Penguatan 

yang diupayakan adalah melalui 

Koperasi sebagai upaya pembu-

kaan akses kepada berbagai pelu-

ang antara lain Kelompok Tani 

Nelayan Andalan Jawa Timur. 

Sha- ring yang akan diberikan 

oleh Kelompok Tani Nelayan 

Andalan mulai dari tanaman atau 

budidaya apa yang memiliki pros-

pek pemasaran sampai pemasa-

rannya sendiri. Kegiatan pengab-

dian ini sudah melakukan pelati-

han manajemen sederhana yang 

dapat dipahami, diterima dan 

dilaksanakan sesuai dengan kebu-

tuhan masyarakat desa yang men-

jadi anggota koperasi.

 Dengan adanya koperasi diharap-

kan dapat dikembangkan sebagai 

badan usaha yang juga mengejar 

keuntungan walaupun perlu 

diperhatikan dalam mekanisme 

internal pembagian keuntungan 

diantara ang- gota perlu memper-

timbangkan aspek sosial dan 

kebersamaan. (Agnes, 2004). 

Dari segi materiil, keberadaan 

koperasi dirasa sangat membantu 

meningkatkan tingkat kesejahte- 

raan para anggota baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Selanjutnya Agnes menggambar-

kan bahwa Sisa Hasil Usaha yang  

merupakan keuntungan koperasi 

akan dibagikan kepada semua 

sesuai dengan partisipasi anggota 

dalam jenis usaha yang dikem-

bangkan oleh koperasi tersebut. 

Masih menurut Agnes, misalnya 

dalam usaha simpan pinjam, 

anggota yang frekuensi dan 

jumlah pinjamannya besar, yang 

bersangkutan akan mendapatkan 

bagian keuntungan lebih besar 

dibandingkan dengan anggota 

lain yang partisipasinya. Dengan 

prinsi-prinsip yang dikembang-

kan dalam koperasi diharapkan 

masyarakat makin bergairah 

dalam berusaha meningkatkan 

hasil pertaniannya untuk dapat 

meningkatkan partisipasinya 

dalam berkoperasi. Terpenting 

pula gairah masyarakat dapat 

menghidupkan kembali koperasi 

yang sudah ”mati suri” tersebut.

 Untuk menorong masyarakat ak- 

tif dalam kegiatan koperasi Tim 

Peneliti telah melakukan kegiatan 

: a) Pelatihan proses pembentukan 

koperasi sebagai bekal pengeta-

huan maupun tentang tahapan dan 

per- syaratan pendirian koperasi, 

yang diberikan sebelum terben-

tuknya ko- perasi; b) Pelatihan 

manajemen keuangan sederhana.

3. Terungkap bahwa banyak mas-

yarakat sekitar hutan yang belum 

dilibatkan dalam program PHBM 

Perum Perhutani Unit II Jawa 

Timur KPH Madura.

 Melalui kegiatan pengabdian  ini 

berupaya untuk mengikutkan ma- 

syarakat Desa Geger, Kecamatan 

Geger, Kabupaten Bangkalan pro- 

gram PHBM. Upaya ini disambut 

baik oleh Kepala Perum Perhutani 

Unit II Jawa Timur KPH Madura. 

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai, Tim tetap  mengupayakan 

kegiatan masyarakat desa masih 

ada keberlanjutan melalui kegia-

tan serupa.

Melihat antusiame masyarakat 

terhadap program pengabdian ini di 

satu sisi dan adanya Program Penge-

lolaan Hutan Bersama Masyarakat 

(PHBM) dari Perum Perhutani, maka 

Tim Pengusul akan  membantu  ma- 

syarakat sekitar hutan untuk menga-

jukan  program tersebut.

Hasil dari beberapa kali dialog 

dengan Kepala Perum Perhutani 

KPH Madura dapat diungkapkan 

bahwa sesungguhnya Perum Per- 

hutani sendiri mengalami berbagai 

kendala dalam mengelola dan 

melakukan pengawasan terhadap 

kawasan hutan yang menjadi wewe- 

nangnya. Bak ”gayung bersambut” 

niat Tim Pengusul untuk membantu  

masyarakat dalam memanfaatkan 

kawasan hutan yang menjadi 

wewenang  Perum Perhutani disam-

but dengan antusiasme pula.  Perum 

Perhutani  KPH Madura merupakan 

bagian dari Perum Perhutani  Unit II 

Jawa Timur seluas 47.121,20 Ha. 

KPH Madura menghadapi beberapa 

permasalahan sebagai berikut :

1. Luas lahan yang kosong, ber- 

dasarkan hasil Audit Potensi 2008 

seluas 4.444,67 Ha dan diupaya-

kan untuk dilakukan penanaman;

2. Sengketa tanah s/d bulan April 

2009 seluas 1.600,09 Ha. Penye- 

lesaian sudah dan akan terus 

dilakukan koordinasi dengan 

aparat dan instansi terkait serta 

penegak hukum lainnya. Akan 

tetapi sampai saat ini belum 

menunjukkan hasil yang me- 

muaskan.

3. Aksesibilitas yang rendah/terba-

tas disebabkan wilayah kerja 

terletak di kepulauan berdampak 

pada angka kerawanan hutan dan 

besarnya biaya pengelolaan hutan 

bila dibandingkan dengan KPH 

lainnya.

4. Potensi SDM KPH Madura masih 

rendah yang didominasi karya- 

wan non pegawai.

5. Secara umum keadaan KPH 

Madura sangat berbeda diban- 

dingkan dengan KPH lainnya 

yang ada di Pulau Jawa yang 

berbeda kondisi iklim dan tanah- 

nya.

6. Kondisi tanah kawasan KPH 

Madura secara umum tandus dan 

gersang dengan ciri-ciri yang 

dangkal, sarang, dan berbatu, 

miskin humus.

7. Iklim : Ferguson dalam tipe iklim 

C dan D.(Perum Perhutani KPH 

Madura, 2010)

Dengan permasalahan yang diha-

dapi tidak mungkin KPH Madura 

menyelesaikannya sendiri di satu sisi 

dan pada sisi lain kurangnya keterli-

batan masyarakat dalam pengelolaan 

sumber daya hutan, menyebabkan 

tidak adanya rasa memiliki dan sulit 

mencapai pengelolaan hutan lestari. 

Apabila kerjasama tersebut dapat 

dilaksanakan maka diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masya- 

rakat sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan.

Kegiatan pengabdian ini juga 

telah merintis kerja sama dengan 

Kelompok Tani Nelayan Andalam 

(KTNA)  Propinsi Jawa Timur. Sha- 

ring yang akan diberikan oleh KTNA 

adalah masyarakat akan diikutser-

takan program-program pelatihan 

dan pemasaran hasil pertanian.

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai melalui kegiatan semacam pe- 

ngabdian ini, Tim berupaya untuk 

mengikutsertakan masyarakat desa 

Geger Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan dalam program PHBM 

dari Perum Perhutani. Program 

PHBM diantaranya terdapat program 

pemberdayaan masyarakat dalam 

bentuk peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan dan pengembangan 

ekonomi kerakyatan.(Irawanti, 2010) 

Dengan Akte Pendirian koperasi 

yang legal diharapkan dapat menjadi 

modal bagi anggota koperasi untuk 

mempertemukan dengan lembaga 

keuangan atau perkreditan yang  

mampu dan bersedia melayani kebu-

tuhan permodalan. Tersedianya lem- 

baga keuangan yang memberi laya- 

nan pinjaman untuk peningkatan 

permodalan merupakan mitra pen- 

ting bagi masyarakat.

Di desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan terdapat 

kawasan hutan milik Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura 

yang terbengkalai belum dimanfaat-

kan untuk melaksanakan program 

PHBM. Kepala Perhutani sangat  

menyambut dengan baik apabila ke- 

giatan ini dilanjutkan dan Tim Pe- 

ngusul berperan sebagai fasilitator. 

Jalinan kerjasama dengan Perum 

Perhutani bisa dalam bentuk memin-

jam kawasan hutan yang ada. 

Dengan demikian masyarakat dapat 

memanfaatkan kawasan hutan yang 

ada yang akan memberi peluang dan 

kesempatan masyarakat untuk me- 

ningkatkan hasil pertaniannya.

Dari kegiatan pengabdian ini, 

terungkap bahwa PHBM merupakan 

sesuatu yang masih baru bagi ma- 

syarakat maupun Perum Perhutani 

sendiri, sehingga implementasinya 

tidak terbebas dari berbagai kendala. 

PHBM seringkali belum dipahami 

oleh seluruh jajaran Perhutani teruta-

ma pada tataran operasional, atau ada 

sebagian pejabat Perhutani masih 

memiliki perasaan tidak ikhlas untuk 

berbagi dengan masyarakat atau 

pihak (Asisten Direktur Produksi 

Perhutani, 2006). Tidak demikian 

halnya dengan Kepala Perum Per- 

hutani Unit II Jatim KPH Madura, 

menyambut baik keinginan dari Tim 

Pengusul, beliau mengistilahkan 

sebagai “bak gayung bersambut” 

dengan keinginan Tim. Sambutan 

yang begitu antusias hendaknya juga 

didukung Pemda Kabupaten Bang-

kalan jangan sampai kemudian ada 

pemikiran bahwa PHBM hanya men-

jadi urusan Perhutani saja. PHBM 

yang diharapkan dapat diimplemen-

tasikan ke seluruh desa-desa yang 

ada di sekitar hutan, di seluruh 

wilayah Madura, dapat dirasakan 

manfaatnya baik oleh masyarakat 

sekitar hutan, Perhutani, Pemerintah 

Kabupaten Bangkalan dan pihak 

yang berkepentingan lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pendampingan 

selama ini, masyarakat sekitar hutan 

khususnya Kecamatan Geger dan di 

beberapa kawasan hutan lainnya 

sangat membutuhkan pemberdayaan 

baik dari aspek pengetahuan maupun 

permodalan dalam upaya meningkat-

kan kesejahteraan hidup mereka. 

Keinginan masyarakat ini memiliki 

peluang yang sangat besar, yaitu 

khususnya untuk dilibatkan dalam 

Program PHBM dari Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura.

Sebaiknya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bangkalan secara khusus 

memperhatikan kondisi dan peluang 

yang ada dengan menjadikan Perum 

Perhutani sebagai mitra dalam upaya 

memberdayakan masyarakat sekitar 

hutan. Program PHBM penting 

untuk dilakukan secara menyeluruh 

untuk memberdayakan masyarakat 

sekitar hutan karena hampir semua 

masyarakat sekitar hutan belum 

pernah dilibatkan dalam pelaksanaan 

program PHBM dari Perum Perhuta-

ni tersebut.
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Kecamatan Geger, Kabupaten 

Bangkalan, berkali-kali mendapat-

kan penghargaan nasional bidang 

lingkungan hidup. Penghargaan 

pertama kali berupa Kalpataru di 

tahun 1988 kemudian tahun 2004. 

Ada pula tokoh lingkungan yang 

mendapatkan Satya Lencana Pemba-

ngunan Lingkungan Hidup dari desa 

Kombangan, yakni  H. Gosali pada 

tahun 2009. Pada tahun 2010, 

Kelompok Tani Gunung Mereh men- 

dapatkan Ecolabel (Standarisasi 

Luasan Hutan Rakyat) dari Kemen- 

terian Negara Lingkungan Hidup. 

Ibarat penyempurna lingkungan, 

FMU “Gebang Lestari” mendapat-

kan sertifikasi UMHRL (Unit Mana-

jemen Hutan Rakyat Lestari) pada 20 

Juni 2010. 

Karakteristik sifat petani pada 

umumnya menunjukkan sedikit 

minat untuk memanen kayu dan 

hanya melakukannya jika menghada-

pi keadaan yang disebut filosofi 

“tebang butuh”. Mereka memper-

lakukan hutan sebagai asset jangka 

panjang layaknya rekening bank 

yang dapat sewaktu-waktu diuang-

kan. Hasil penelitian (dukungan 

REDD) menunjukkan bahwa kepen- 

tingan komersial saat ini menjadi 

pendorong utama petani untuk pena-

naman dan petani sangat memahami 

nilai sebenarnya hutan mereka, dan 

meyakini nilai tersebut meningkat 

dengan adanya sertifikasi hutan. 

Kemauan petani untuk berpartisipasi 

dalam penyiapan sertifikasi biasanya 

muncul ketika tim pendamping 

memfasilitasi pembenahan-pembe- 

nahan organisasi yang diusulkan. 

Semua wilayah memerlukan pe- 

ngembangan organisasi masyarakat 

secara khusus. Terdapat kebutuhan 

khusus membangun asosiasi petani 

yang lebih tinggi seperti koperasi, 

yang membutuhkan pengetahuan 

kewirausahaan juga dukungan dana 

eksternal. 

Permasalahan 

Kecamatan Geger terdiri dari 13 

(tiga belas) desa yaitu : desa Lerpak, 

Geger, Togubang, Batubella, Teber 

Priyah, Campor, Kompol, Komban-

gan, Dabung, Katol Barat, Ba- 

nyoneng Laok, dan desa Banyoneng 

Dajah. Dari tiga belas desa tersebut, 

kelompok tani yang relatif  maju 

terdapat di desa Geger, Kombangan, 

dan desa Togubang. Kelompok dari 3 

(tiga) desa tersebut tergabung dalam 

FMU “Gebang Lestari” yang dipu-

satkan di desa Kombangan di bawah 

arahan H. Gosali. Permasalahan 

klasik yang dihadapi kelompok tani 

yang berbasis pengelolaan hasil 

hutan yang berasal dari hutan rakyat 

pada umumnya, juga dialami oleh 

FMU “Gebang Lestari” yaitu: 1) 

Keterbatasan modal masyarakat 

dalam menyelenggarakan usaha 

hutan rakyat; 2) Luas pemilikan 

lahan yang relatif sempit dan terpen-

car sehingga menyulitkan pengelo-

laan dalam satu manajemen; 3) Pem-

biayaan berkelanjutan dan berorien-

tasi pada proyek; 4) Kualitas sumber 

daya manusia.

Masyarakat tani hutan yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan kelompok tani 

hutan yang sering mendapat peng-

hargaan dan sertifikasi. Namun, 

penghargaan tersebut hanyalah legi- 

timasi keberadaan mereka saja, 

tanpa diiringi dengan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan 

kesejahteraannya. Melihat perma- 

salahan di atas, prestasi yang dimili-

ki FMU “Gebang Lestari” serta 

semangat yang ada pada masyarakat 

secara lambat laun akan menghilang 

jika tidak ditindaklanjuti dengan 

upaya yang tepat dan strategis. 

Persoalan pelik yang mengha-

dang adalah pengusahaan hasil hutan 

yang sulit dilaksanakan. Koperasi  

masyarakat di desa Geger yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan koperasi yang 

sudah “mati suri”. Jenis tanaman 

hasil hutan non-kayu berupa tana-

man holtikultura seperti alpukat, 

mangga, papaya, rambutan, jeruk 

dan lain-lain. wilayah Kecamatan 

Geger relatif subur, sedangkan untuk 

hasil hutan kayu, khususnya kayu 

jati di Kecamatan Geger ini sulit 

diharapkan hasilnya, padahal kawa- 

san ini merupakan kawasan pe- 

nyangga yang harus dijaga kelestari-

an hutannya. Dengan kata lain perlu 

dilakukan rehabilitasi terhadap lahan 

di kawasan hutan tersebut, akan 

tetapi di sisi lain masyarakat terben-

tur masalah permodalan. Untuk 

mendapatkan permodalan diperlu-

kan adanya kerjasama dengan 

lembaga-lembaga terkait sebagai 

pembina dan penyandang dana. Hal 

ini tidak dapat dilakukan karena akta 

notaris pendirian koperasi yang 

menjadi salah satu persyaratan 

pengajuan proposal kerjasama be- 

lum mereka miliki.

Persoalan ketidakmampuan pe- 

ngurusan akta pendirian koperasi 

dan pembuatan proposal kerjasama 

ini menjadi kendala masyarakat 

sekitar hutan  untuk meningkatkan 

kesejahteraannya. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan pemberdayaan dan 

pengembangan kapasitas masyarakat 

sekitar hutan yang sangat relevan, 

yakni dari aspek institusi, seperti : 

administrasi dan manajemen kopera-

si, pengembangan organisasi, moni-

toring, penggunaan komputer, pe- 

ngembangan masyarakat seperti 

manajemen kelompok-kelompok pe- 

tani.

Undang-undang  Nomor  41 

Tahun 1999 yang telah diubah 

berdasarkan Undang-undang Nomor 

19 Tahun 2004 tentang Perpu  

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peru-

bahan  atas Undang-undang Nomor 

41 tahun 1991 tentang   Kehutanan 

Menjadi Undang-undang  (selanjut- 

nya UU Kehutanan), mengatur 

tentang rehabilitasi hutan. Pasal 43 

ayat (1) UU Kehutanan menentukan 

bahwa setiap orang yang  memiliki, 

mengelola, dan atau memanfaatkan 

hutan yang kritis atau tidak produk-

tif, wajib melaksanakan rehabilitasi 

hutan untuk tujuan perlindungan dan 

konservasi. Selanjutnya dalam ayat 

(2) ditegaskan bahwa dalam melak-

sanakan rehabilitasi setiap orang da- 

pat meminta pendampingan, pela- 

yanan, dan dukungan kepada lemba-

ga swadaya masyarakat, pihak lain 

atau pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan  Rencana Pengelolaan 

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, 

dalam Pasal 84 mengatur pember-

dayaan masyarakat dapat dilakukan 

melalui : (1) hutan desa; (2) hutan  

kemasyarakatan; (3) kemitraan. Se- 

dangkan kemitraan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 1977 tentang Kemitraan. 

Peraturan Pemerintah (PP) tersebut 

merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1995 tentang Usaha Kecil. Pada 

dasarnya, kemitraan merupakan 

kerja sama dan bukan merupakan 

bentuk usaha. Kemitraan adalah 

kerja sama antara usaha kecil dengan 

usaha menengah dan atau usaha 

besar dengan usaha besar dengan 

memperhatikan prinsip saling me- 

merlukan, saling memperkuat dan 

saling menguntungkan.

Dalam rangka berorientasi agar 

dapat diterapkan model kemitraan, 

maka koperasi yang sudah ”mati 

suri” harus ditingkatkan statusnya 

menjadi badan usaha dengan men- 

daftarkan ke Notaris. Dengan demi- 

kian dalam mengatasi permasalahan 

yang dihadapi mitra maka solusi 

yang ditawarkan adalah :

1. Sosialisas pentingnya koperasi 

dan pelatihan-pelatihan terkait 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan berupa pembukuan dan 

keuangan sederhana.

2. Pembentukan  koperasi dan men- 

daftarkan   ke kantor Notaris  se- 

hingga menjadi koperasi yang 

berbadan hukum;

3. Pembuatan proposal kegiatan 

dengan model  kemitraan ke  

BUMN atau pihak swasta.

Metode Pelaksanaan 

IbM ini menggunakan metode 

yang berjenis normatif-kualitatif, 

sehingga desain dan metodenya me- 

rupakan perpaduan antara metode 

pendekatan hukum (perundang- 

undangan) dan metode pendekatan 

sosiologis. Perspektif hukum nam- 

pak pada analisis terhadap berbagai 

peraturan perundangan-undangan 

bidang kehutanan khususnya tentang 

peran serta masyarakat sekitar hutan 

dalam pengelolaan, pemanfaatan, 

pengawasan sumber daya hutan, dan 

pelembagaannya. 

Dalam perspektif sosiologis maka 

analisis diarahkan pada hal-hal yang 

berkaitan dengan pembentukan 

mindset masyarakat sekitar hutan 

terhadap pendayagunaan hutan. 

Analisis akan difokuskan pada 

persepsi masyarakat tentang hutan, 

karakteristik masyarakat, dan apa 

yang ingin disuarakan, peran dan 

posisi yang jelas dari masyarakat 

berkaitan dengan pengelolaan, pe- 

manfaatan, dan pengawasan sumber 

daya hutan.

Metode yang digunakan dalam 

memperoleh data adalah dengan cara 

mengadakan Focus Group Discus-

sion (FGD), yakni dilakukan diskusi 

secara intensif dengan seluruh tokoh 

masyarakat dan anggota kelompok 

tani. Dalam mencari solusi peman-

faatan sumberdaya hutan digunakan  

model parsial. Model parsial adalah 

model diskusi di mana pemikiran, 

ide, atau kepentingan peserta FGD 

yang berbeda dieliminir hingga 

memiliki kesamaan pandangan. (Wa-

hyudi, 2006). Pemilihan model ini 

didasarkan atas alasan baik tokoh 

masyarakat maupun masyarakat 

kelompok tani pengguna sumber 

daya hutan agar tetap memiliki tang-

gung jawab sama dalam menjaga 

kelestarian sumber daya hutan.

Analisis normatif dilakukan de- 

ngan menganalisis bahan hukum 

primer dengan metode interpretasi 

teleologis  dan futuristik. Sedangkan 

pada analisis empiris akan  menggu-

nakan metode verstehen (pemaha-

man) dan diskusi. Data dan bahan 

hukumyang diperoleh akan dianalisis 

secara kualitatif.

Rangkaian pemikiran berikut di- 

ungkapkan sebagai disain penelitian 

yaitu disain untuk pelaksanaan 

pengelolaan hutan oleh kelompok 

tani Desa Geger Kecamatan Geger 

yang diharapkan dapat mensejahtera-

kan masyarakat sekitar hutan :

1. Memberi sosialisasi pada  masya- 

rakat dan mendiskusikan secara 

kritis tentang peran serta ma- 

syarakat dalam pengelolaan, pe- 

manfaatan dan pengawasan sum- 

ber daya hutan yang dijamin oleh 

UU Kehutanan;

2. Pemahaman perlunya aksi kolek-

tif bagi pemecahan masalah 

pemenuhan kebutuhan dalam hal 

pengelolaan, pemanfaatan, dan 

pengawasan sumber daya hutan 

dengan membentuk lembaga 

koperasi sebagai wadah kebersa-

maannya.

3. Dengan dilaksanakan aksi peman-

faatan dan pengelolaan hutan oleh 

kelompok tani secara bersama 

dalam wadah koperasi diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan 

para petani pada khususnya dan 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat sekitar hutan pada 

umumnya.   

Hasil dan Pembahasan
Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat sekitar hutan Keca-

matan geger Kabupaten Bangkalan 

layak untuk menjadi sasaran kegia-

tan pengabdian ini.Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberdayakan 

masyarakat sekitar hutan yang me- 

ngalami kesulitan dalam meningkat-

kan kemampuan mereka untuk 

meningkatkan permodalan dan kesu-

litan dalam memasarkan hasil-hasil 

pertanian mereka.

Pemberdayaan masyarakat sendi-

ri diartikan sebagai upaya untuk 

membantu masyarakat dalam me- 

ngembangkan kemampuan sendiri 

sehingga bebas dan mampu untuk 

mengatasi masalah dan mengambil 

keputusan secara pribadi. Dengan 

demikian pemberdayaan masyarakat 

ditujukan untuk mendorong tercip-

tanya kekuatan dan kemampuan 

lembaga masyarakat untuk secara 

mandiri mampu mengelola dirinya 

sendiri berdasarkan kebutuhan ma- 

syarakat itu sendiri, serta mampu 

mengatasi tantangan persoalan di 

masa yang akan datang.

Dasar pandangan strategi pem-

berdayaan masyarakat adalah bahwa 

upaya yang akan dilakukan harus 

diarahkan langsung pada akar perso-

alannya, yaitu meningkatkan ke- 

mampuan masyarakat. Bagian yang 

tertinggal dalam masyarakat harus 

ditingkatkan kemampuannya dengan 

mengembangkan dan mendinamim- 

sasikan potensinya, dengan kata lain 

memberdayakannya. (Ginanjar,  

1996).  Dalam konteks inilah maka 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan harus diberdayakan agar 

mereka dapat menjaga hutan seka-

ligus memanfaatkannya.Usaha pem-

berdayaan masyarakat harus diikuti 

dengan memperkuat potensi atau 

daya yang dimiliki masyarakat. 

Dalam kerangka ini dibutuhkan 

langkah-langkah yang lebih positif 

dan tidak hanya sekadar mencip-

takan iklim dan suasana. Pember-

dayaan bukan hanya meliputi 

penguatan individu anggota ma- 

syarakat, tetapi juga pranata-prana-

tanya, dalam hal ini pendirian kope- 

rasi merupakan alternatif yang tepat. 

Menanamkan nilai-nilai kerja keras, 

keterbukaan, hemat, kebertanggung-

jawaban adalah bagian pokok dari 

pemberdayaan.

Kegiatan yang telah dilakukan 

berupa pelatihan tentang koperasi 

dan pembukuan sederhana yang 

dapat diterima oleh masyarakat 

(warga) desa Geger Kecamatan 

Geger Kabupaten Bangkalan. Kegia-

tan yang sudah diterima oleh ma- 

syarakat diharapkan dapat mem-

bekali dalam mengelola koperasi 

sehingga dapat meningkatkan peng-

hasilan mereka. Pelatihan diseleng-

garakan dengan tujuan untuk 

menambah pengetahuan, keterampi-

lan dan kemampuan berusaha untuk 

dapat mengaktifkan usaha produktif 

dengan cara menngoptimalkan 

sumber daya yang ada. Dengan 

membuka lynk dengan Kelompok 

Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa 

Timur diharapkan dapat mendorong 

masyarakat menjadi produsen hasil- 

hasil perrtanian yang memiliki 

kepastian pasar.

Setelah selesai kegiatan pengab-

dian ini, diharapkan masyarakat 

sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan memiliki link 

atau jaringan yang dapat memasar-

kan hasil-hasil petanian mere-

ka.Oleh karena dalam kegiatan ini 

mencoba untuk membuka jaringan 

dengan Kelompok Tani Nelayan 

Andalan Jawa Timur. Dengan de- 

mikian diharapkan masyarakat dapat 

meningkatkan permodalan dan peng-

hasilan mereka. Di samping itu 

kegiatan ini berhasil membentuk 

koperasi bagi masyarakat sekitar 

hutan Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan.

Luaran dari kegiatan pengabdian 

ini adalah terbentuknya koperasi 

yang berbadan hukum.Untuk men- 

dapatkan permodalan diperlukan 

adanya kerjasama dengan lemba-

ga-lembaga terkait sebagai pembina 

dan penyandang dana. Hal ini tidak 

dapat dilakukan karena akta notaris 

pendirian koperasi yang menjadi 

salah satu persyaratan pengajuan 

proposal kerjasama belum mereka 

miliki. Di samping itu, terbentuknya 

koperasi diharapkan dapat merang-

sang nilai-nilai kerja keras, keterbu-

kaan, hemat, kebertanggungjawaban 

yang merupakan bagian pokok dari 

pemberdayaan masyarakat. (Karta-

sasmita, 1995)

Setelah dilakukan sosialisasi ten- 

tang pentingnya dan manfaat dari 

koperasi serta beberapa kali dilaku-

kan FGD,  maka hasil yang dicapai 

adalah :

1. Kesadaran masyarakat akan pent-

ingnya koperasi dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat.

 Dengan adanya kesadaran ma- 

syarakat tersebut diharapkan 

dapat menciptakan suasana atau 

iklim yang memungkinkan poten-

si masyarakat berkembang. 

Selama ini masyarakat tidak 

bergairah untuk berkoperasi 

sehingga koperasi ”mati suri”. 

Titik tolak penya- daran ini adalah 

pengenalan bahwa setiap manu-

sia, setiap masyarakat memiliki 

potensi yang dapat dikembang-

kan. Tidak ada masyarakat sama 

sekali tanpa daya. Pemberdayaan 

adalah upaya untuk membangun 

daya tersebut dengan cara men-

dorong, memotivasi dan mem-

bangkitkan kesadaran akan poten-

si yang dimiliki serta upaya 

mengembangkannya dengan 

”menghidupkan” kembali kopera-

si yang sudah ada.

2. Telah terbentuk koperasi ”Potre 

Koneng” pada 28 Agustus 2013, 

sedangkan tentang status badan 

hukum masih dalam proses 

pengurusan Akte Notaris tentang 

pendirian koperasi.

 Dengan adanya Akte Notaris bagi 

pendirian Koperasi ”Potre 

Koneng” adalah upaya untuk 

memperkuat potensi dan daya 

yang dimiliki oleh masyarakat 

desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan. Penguatan 

yang diupayakan adalah melalui 

Koperasi sebagai upaya pembu-

kaan akses kepada berbagai pelu-

ang antara lain Kelompok Tani 

Nelayan Andalan Jawa Timur. 

Sha- ring yang akan diberikan 

oleh Kelompok Tani Nelayan 

Andalan mulai dari tanaman atau 

budidaya apa yang memiliki pros-

pek pemasaran sampai pemasa-

rannya sendiri. Kegiatan pengab-

dian ini sudah melakukan pelati-

han manajemen sederhana yang 

dapat dipahami, diterima dan 

dilaksanakan sesuai dengan kebu-

tuhan masyarakat desa yang men-

jadi anggota koperasi.

 Dengan adanya koperasi diharap-

kan dapat dikembangkan sebagai 

badan usaha yang juga mengejar 

keuntungan walaupun perlu 

diperhatikan dalam mekanisme 

internal pembagian keuntungan 

diantara ang- gota perlu memper-

timbangkan aspek sosial dan 

kebersamaan. (Agnes, 2004). 

Dari segi materiil, keberadaan 

koperasi dirasa sangat membantu 

meningkatkan tingkat kesejahte- 

raan para anggota baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Selanjutnya Agnes menggambar-

kan bahwa Sisa Hasil Usaha yang  

merupakan keuntungan koperasi 

akan dibagikan kepada semua 

sesuai dengan partisipasi anggota 

dalam jenis usaha yang dikem-

bangkan oleh koperasi tersebut. 

Masih menurut Agnes, misalnya 

dalam usaha simpan pinjam, 

anggota yang frekuensi dan 

jumlah pinjamannya besar, yang 

bersangkutan akan mendapatkan 

bagian keuntungan lebih besar 

dibandingkan dengan anggota 

lain yang partisipasinya. Dengan 

prinsi-prinsip yang dikembang-

kan dalam koperasi diharapkan 

masyarakat makin bergairah 

dalam berusaha meningkatkan 

hasil pertaniannya untuk dapat 

meningkatkan partisipasinya 

dalam berkoperasi. Terpenting 

pula gairah masyarakat dapat 

menghidupkan kembali koperasi 

yang sudah ”mati suri” tersebut.

 Untuk menorong masyarakat ak- 

tif dalam kegiatan koperasi Tim 

Peneliti telah melakukan kegiatan 

: a) Pelatihan proses pembentukan 

koperasi sebagai bekal pengeta-

huan maupun tentang tahapan dan 

per- syaratan pendirian koperasi, 

yang diberikan sebelum terben-

tuknya ko- perasi; b) Pelatihan 

manajemen keuangan sederhana.

3. Terungkap bahwa banyak mas-

yarakat sekitar hutan yang belum 

dilibatkan dalam program PHBM 

Perum Perhutani Unit II Jawa 

Timur KPH Madura.

 Melalui kegiatan pengabdian  ini 

berupaya untuk mengikutkan ma- 

syarakat Desa Geger, Kecamatan 

Geger, Kabupaten Bangkalan pro- 

gram PHBM. Upaya ini disambut 

baik oleh Kepala Perum Perhutani 

Unit II Jawa Timur KPH Madura. 

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai, Tim tetap  mengupayakan 

kegiatan masyarakat desa masih 

ada keberlanjutan melalui kegia-

tan serupa.

Melihat antusiame masyarakat 

terhadap program pengabdian ini di 

satu sisi dan adanya Program Penge-

lolaan Hutan Bersama Masyarakat 

(PHBM) dari Perum Perhutani, maka 

Tim Pengusul akan  membantu  ma- 

syarakat sekitar hutan untuk menga-

jukan  program tersebut.

Hasil dari beberapa kali dialog 

dengan Kepala Perum Perhutani 

KPH Madura dapat diungkapkan 

bahwa sesungguhnya Perum Per- 

hutani sendiri mengalami berbagai 

kendala dalam mengelola dan 

melakukan pengawasan terhadap 

kawasan hutan yang menjadi wewe- 

nangnya. Bak ”gayung bersambut” 

niat Tim Pengusul untuk membantu  

masyarakat dalam memanfaatkan 

kawasan hutan yang menjadi 

wewenang  Perum Perhutani disam-

but dengan antusiasme pula.  Perum 

Perhutani  KPH Madura merupakan 

bagian dari Perum Perhutani  Unit II 

Jawa Timur seluas 47.121,20 Ha. 

KPH Madura menghadapi beberapa 

permasalahan sebagai berikut :

1. Luas lahan yang kosong, ber- 

dasarkan hasil Audit Potensi 2008 

seluas 4.444,67 Ha dan diupaya-

kan untuk dilakukan penanaman;

2. Sengketa tanah s/d bulan April 

2009 seluas 1.600,09 Ha. Penye- 

lesaian sudah dan akan terus 

dilakukan koordinasi dengan 

aparat dan instansi terkait serta 

penegak hukum lainnya. Akan 

tetapi sampai saat ini belum 

menunjukkan hasil yang me- 

muaskan.

3. Aksesibilitas yang rendah/terba-

tas disebabkan wilayah kerja 

terletak di kepulauan berdampak 

pada angka kerawanan hutan dan 

besarnya biaya pengelolaan hutan 

bila dibandingkan dengan KPH 

lainnya.

4. Potensi SDM KPH Madura masih 

rendah yang didominasi karya- 

wan non pegawai.

5. Secara umum keadaan KPH 

Madura sangat berbeda diban- 

dingkan dengan KPH lainnya 

yang ada di Pulau Jawa yang 

berbeda kondisi iklim dan tanah- 

nya.

6. Kondisi tanah kawasan KPH 

Madura secara umum tandus dan 

gersang dengan ciri-ciri yang 

dangkal, sarang, dan berbatu, 

miskin humus.

7. Iklim : Ferguson dalam tipe iklim 

C dan D.(Perum Perhutani KPH 

Madura, 2010)

Dengan permasalahan yang diha-

dapi tidak mungkin KPH Madura 

menyelesaikannya sendiri di satu sisi 

dan pada sisi lain kurangnya keterli-

batan masyarakat dalam pengelolaan 

sumber daya hutan, menyebabkan 

tidak adanya rasa memiliki dan sulit 

mencapai pengelolaan hutan lestari. 

Apabila kerjasama tersebut dapat 

dilaksanakan maka diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masya- 

rakat sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan.

Kegiatan pengabdian ini juga 

telah merintis kerja sama dengan 

Kelompok Tani Nelayan Andalam 

(KTNA)  Propinsi Jawa Timur. Sha- 

ring yang akan diberikan oleh KTNA 

adalah masyarakat akan diikutser-

takan program-program pelatihan 

dan pemasaran hasil pertanian.

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai melalui kegiatan semacam pe- 

ngabdian ini, Tim berupaya untuk 

mengikutsertakan masyarakat desa 

Geger Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan dalam program PHBM 

dari Perum Perhutani. Program 

PHBM diantaranya terdapat program 

pemberdayaan masyarakat dalam 

bentuk peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan dan pengembangan 

ekonomi kerakyatan.(Irawanti, 2010) 

Dengan Akte Pendirian koperasi 

yang legal diharapkan dapat menjadi 

modal bagi anggota koperasi untuk 

mempertemukan dengan lembaga 

keuangan atau perkreditan yang  

mampu dan bersedia melayani kebu-

tuhan permodalan. Tersedianya lem- 

baga keuangan yang memberi laya- 

nan pinjaman untuk peningkatan 

permodalan merupakan mitra pen- 

ting bagi masyarakat.

Di desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan terdapat 

kawasan hutan milik Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura 

yang terbengkalai belum dimanfaat-

kan untuk melaksanakan program 

PHBM. Kepala Perhutani sangat  

menyambut dengan baik apabila ke- 

giatan ini dilanjutkan dan Tim Pe- 

ngusul berperan sebagai fasilitator. 

Jalinan kerjasama dengan Perum 

Perhutani bisa dalam bentuk memin-

jam kawasan hutan yang ada. 

Dengan demikian masyarakat dapat 

memanfaatkan kawasan hutan yang 

ada yang akan memberi peluang dan 

kesempatan masyarakat untuk me- 

ningkatkan hasil pertaniannya.

Dari kegiatan pengabdian ini, 

terungkap bahwa PHBM merupakan 

sesuatu yang masih baru bagi ma- 

syarakat maupun Perum Perhutani 

sendiri, sehingga implementasinya 

tidak terbebas dari berbagai kendala. 

PHBM seringkali belum dipahami 

oleh seluruh jajaran Perhutani teruta-

ma pada tataran operasional, atau ada 

sebagian pejabat Perhutani masih 

memiliki perasaan tidak ikhlas untuk 

berbagi dengan masyarakat atau 

pihak (Asisten Direktur Produksi 

Perhutani, 2006). Tidak demikian 

halnya dengan Kepala Perum Per- 

hutani Unit II Jatim KPH Madura, 

menyambut baik keinginan dari Tim 

Pengusul, beliau mengistilahkan 

sebagai “bak gayung bersambut” 

dengan keinginan Tim. Sambutan 

yang begitu antusias hendaknya juga 

didukung Pemda Kabupaten Bang-

kalan jangan sampai kemudian ada 

pemikiran bahwa PHBM hanya men-

jadi urusan Perhutani saja. PHBM 

yang diharapkan dapat diimplemen-

tasikan ke seluruh desa-desa yang 

ada di sekitar hutan, di seluruh 

wilayah Madura, dapat dirasakan 

manfaatnya baik oleh masyarakat 

sekitar hutan, Perhutani, Pemerintah 

Kabupaten Bangkalan dan pihak 

yang berkepentingan lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pendampingan 

selama ini, masyarakat sekitar hutan 

khususnya Kecamatan Geger dan di 

beberapa kawasan hutan lainnya 

sangat membutuhkan pemberdayaan 

baik dari aspek pengetahuan maupun 

permodalan dalam upaya meningkat-

kan kesejahteraan hidup mereka. 

Keinginan masyarakat ini memiliki 

peluang yang sangat besar, yaitu 

khususnya untuk dilibatkan dalam 

Program PHBM dari Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura.

Sebaiknya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bangkalan secara khusus 

memperhatikan kondisi dan peluang 

yang ada dengan menjadikan Perum 

Perhutani sebagai mitra dalam upaya 

memberdayakan masyarakat sekitar 

hutan. Program PHBM penting 

untuk dilakukan secara menyeluruh 

untuk memberdayakan masyarakat 

sekitar hutan karena hampir semua 

masyarakat sekitar hutan belum 

pernah dilibatkan dalam pelaksanaan 

program PHBM dari Perum Perhuta-

ni tersebut.
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Kecamatan Geger, Kabupaten 

Bangkalan, berkali-kali mendapat-

kan penghargaan nasional bidang 

lingkungan hidup. Penghargaan 

pertama kali berupa Kalpataru di 

tahun 1988 kemudian tahun 2004. 

Ada pula tokoh lingkungan yang 

mendapatkan Satya Lencana Pemba-

ngunan Lingkungan Hidup dari desa 

Kombangan, yakni  H. Gosali pada 

tahun 2009. Pada tahun 2010, 

Kelompok Tani Gunung Mereh men- 

dapatkan Ecolabel (Standarisasi 

Luasan Hutan Rakyat) dari Kemen- 

terian Negara Lingkungan Hidup. 

Ibarat penyempurna lingkungan, 

FMU “Gebang Lestari” mendapat-

kan sertifikasi UMHRL (Unit Mana-

jemen Hutan Rakyat Lestari) pada 20 

Juni 2010. 

Karakteristik sifat petani pada 

umumnya menunjukkan sedikit 

minat untuk memanen kayu dan 

hanya melakukannya jika menghada-

pi keadaan yang disebut filosofi 

“tebang butuh”. Mereka memper-

lakukan hutan sebagai asset jangka 

panjang layaknya rekening bank 

yang dapat sewaktu-waktu diuang-

kan. Hasil penelitian (dukungan 

REDD) menunjukkan bahwa kepen- 

tingan komersial saat ini menjadi 

pendorong utama petani untuk pena-

naman dan petani sangat memahami 

nilai sebenarnya hutan mereka, dan 

meyakini nilai tersebut meningkat 

dengan adanya sertifikasi hutan. 

Kemauan petani untuk berpartisipasi 

dalam penyiapan sertifikasi biasanya 

muncul ketika tim pendamping 

memfasilitasi pembenahan-pembe- 

nahan organisasi yang diusulkan. 

Semua wilayah memerlukan pe- 

ngembangan organisasi masyarakat 

secara khusus. Terdapat kebutuhan 

khusus membangun asosiasi petani 

yang lebih tinggi seperti koperasi, 

yang membutuhkan pengetahuan 

kewirausahaan juga dukungan dana 

eksternal. 

Permasalahan 

Kecamatan Geger terdiri dari 13 

(tiga belas) desa yaitu : desa Lerpak, 

Geger, Togubang, Batubella, Teber 

Priyah, Campor, Kompol, Komban-

gan, Dabung, Katol Barat, Ba- 

nyoneng Laok, dan desa Banyoneng 

Dajah. Dari tiga belas desa tersebut, 

kelompok tani yang relatif  maju 

terdapat di desa Geger, Kombangan, 

dan desa Togubang. Kelompok dari 3 

(tiga) desa tersebut tergabung dalam 

FMU “Gebang Lestari” yang dipu-

satkan di desa Kombangan di bawah 

arahan H. Gosali. Permasalahan 

klasik yang dihadapi kelompok tani 

yang berbasis pengelolaan hasil 

hutan yang berasal dari hutan rakyat 

pada umumnya, juga dialami oleh 

FMU “Gebang Lestari” yaitu: 1) 

Keterbatasan modal masyarakat 

dalam menyelenggarakan usaha 

hutan rakyat; 2) Luas pemilikan 

lahan yang relatif sempit dan terpen-

car sehingga menyulitkan pengelo-

laan dalam satu manajemen; 3) Pem-

biayaan berkelanjutan dan berorien-

tasi pada proyek; 4) Kualitas sumber 

daya manusia.

Masyarakat tani hutan yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan kelompok tani 

hutan yang sering mendapat peng-

hargaan dan sertifikasi. Namun, 

penghargaan tersebut hanyalah legi- 

timasi keberadaan mereka saja, 

tanpa diiringi dengan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan 

kesejahteraannya. Melihat perma- 

salahan di atas, prestasi yang dimili-

ki FMU “Gebang Lestari” serta 

semangat yang ada pada masyarakat 

secara lambat laun akan menghilang 

jika tidak ditindaklanjuti dengan 

upaya yang tepat dan strategis. 

Persoalan pelik yang mengha-

dang adalah pengusahaan hasil hutan 

yang sulit dilaksanakan. Koperasi  

masyarakat di desa Geger yang 

tergabung dalam FMU “Gebang 

Lestari” merupakan koperasi yang 

sudah “mati suri”. Jenis tanaman 

hasil hutan non-kayu berupa tana-

man holtikultura seperti alpukat, 

mangga, papaya, rambutan, jeruk 

dan lain-lain. wilayah Kecamatan 

Geger relatif subur, sedangkan untuk 

hasil hutan kayu, khususnya kayu 

jati di Kecamatan Geger ini sulit 

diharapkan hasilnya, padahal kawa- 

san ini merupakan kawasan pe- 

nyangga yang harus dijaga kelestari-

an hutannya. Dengan kata lain perlu 

dilakukan rehabilitasi terhadap lahan 

di kawasan hutan tersebut, akan 

tetapi di sisi lain masyarakat terben-

tur masalah permodalan. Untuk 

mendapatkan permodalan diperlu-

kan adanya kerjasama dengan 

lembaga-lembaga terkait sebagai 

pembina dan penyandang dana. Hal 

ini tidak dapat dilakukan karena akta 

notaris pendirian koperasi yang 

menjadi salah satu persyaratan 

pengajuan proposal kerjasama be- 

lum mereka miliki.

Persoalan ketidakmampuan pe- 

ngurusan akta pendirian koperasi 

dan pembuatan proposal kerjasama 

ini menjadi kendala masyarakat 

sekitar hutan  untuk meningkatkan 

kesejahteraannya. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan pemberdayaan dan 

pengembangan kapasitas masyarakat 

sekitar hutan yang sangat relevan, 

yakni dari aspek institusi, seperti : 

administrasi dan manajemen kopera-

si, pengembangan organisasi, moni-

toring, penggunaan komputer, pe- 

ngembangan masyarakat seperti 

manajemen kelompok-kelompok pe- 

tani.

Undang-undang  Nomor  41 

Tahun 1999 yang telah diubah 

berdasarkan Undang-undang Nomor 

19 Tahun 2004 tentang Perpu  

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peru-

bahan  atas Undang-undang Nomor 

41 tahun 1991 tentang   Kehutanan 

Menjadi Undang-undang  (selanjut- 

nya UU Kehutanan), mengatur 

tentang rehabilitasi hutan. Pasal 43 

ayat (1) UU Kehutanan menentukan 

bahwa setiap orang yang  memiliki, 

mengelola, dan atau memanfaatkan 

hutan yang kritis atau tidak produk-

tif, wajib melaksanakan rehabilitasi 

hutan untuk tujuan perlindungan dan 

konservasi. Selanjutnya dalam ayat 

(2) ditegaskan bahwa dalam melak-

sanakan rehabilitasi setiap orang da- 

pat meminta pendampingan, pela- 

yanan, dan dukungan kepada lemba-

ga swadaya masyarakat, pihak lain 

atau pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan  Rencana Pengelolaan 

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, 

dalam Pasal 84 mengatur pember-

dayaan masyarakat dapat dilakukan 

melalui : (1) hutan desa; (2) hutan  

kemasyarakatan; (3) kemitraan. Se- 

dangkan kemitraan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 1977 tentang Kemitraan. 

Peraturan Pemerintah (PP) tersebut 

merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1995 tentang Usaha Kecil. Pada 

dasarnya, kemitraan merupakan 

kerja sama dan bukan merupakan 

bentuk usaha. Kemitraan adalah 

kerja sama antara usaha kecil dengan 

usaha menengah dan atau usaha 

besar dengan usaha besar dengan 

memperhatikan prinsip saling me- 

merlukan, saling memperkuat dan 

saling menguntungkan.

Dalam rangka berorientasi agar 

dapat diterapkan model kemitraan, 

maka koperasi yang sudah ”mati 

suri” harus ditingkatkan statusnya 

menjadi badan usaha dengan men- 

daftarkan ke Notaris. Dengan demi- 

kian dalam mengatasi permasalahan 

yang dihadapi mitra maka solusi 

yang ditawarkan adalah :

1. Sosialisas pentingnya koperasi 

dan pelatihan-pelatihan terkait 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan berupa pembukuan dan 

keuangan sederhana.

2. Pembentukan  koperasi dan men- 

daftarkan   ke kantor Notaris  se- 

hingga menjadi koperasi yang 

berbadan hukum;

3. Pembuatan proposal kegiatan 

dengan model  kemitraan ke  

BUMN atau pihak swasta.

Metode Pelaksanaan 

IbM ini menggunakan metode 

yang berjenis normatif-kualitatif, 

sehingga desain dan metodenya me- 

rupakan perpaduan antara metode 

pendekatan hukum (perundang- 

undangan) dan metode pendekatan 

sosiologis. Perspektif hukum nam- 

pak pada analisis terhadap berbagai 

peraturan perundangan-undangan 

bidang kehutanan khususnya tentang 

peran serta masyarakat sekitar hutan 

dalam pengelolaan, pemanfaatan, 

pengawasan sumber daya hutan, dan 

pelembagaannya. 

Dalam perspektif sosiologis maka 

analisis diarahkan pada hal-hal yang 

berkaitan dengan pembentukan 

mindset masyarakat sekitar hutan 

terhadap pendayagunaan hutan. 

Analisis akan difokuskan pada 

persepsi masyarakat tentang hutan, 

karakteristik masyarakat, dan apa 

yang ingin disuarakan, peran dan 

posisi yang jelas dari masyarakat 

berkaitan dengan pengelolaan, pe- 

manfaatan, dan pengawasan sumber 

daya hutan.

Metode yang digunakan dalam 

memperoleh data adalah dengan cara 

mengadakan Focus Group Discus-

sion (FGD), yakni dilakukan diskusi 

secara intensif dengan seluruh tokoh 

masyarakat dan anggota kelompok 

tani. Dalam mencari solusi peman-

faatan sumberdaya hutan digunakan  

model parsial. Model parsial adalah 

model diskusi di mana pemikiran, 

ide, atau kepentingan peserta FGD 

yang berbeda dieliminir hingga 

memiliki kesamaan pandangan. (Wa-

hyudi, 2006). Pemilihan model ini 

didasarkan atas alasan baik tokoh 

masyarakat maupun masyarakat 

kelompok tani pengguna sumber 

daya hutan agar tetap memiliki tang-

gung jawab sama dalam menjaga 

kelestarian sumber daya hutan.

Analisis normatif dilakukan de- 

ngan menganalisis bahan hukum 

primer dengan metode interpretasi 

teleologis  dan futuristik. Sedangkan 

pada analisis empiris akan  menggu-

nakan metode verstehen (pemaha-

man) dan diskusi. Data dan bahan 

hukumyang diperoleh akan dianalisis 

secara kualitatif.

Rangkaian pemikiran berikut di- 

ungkapkan sebagai disain penelitian 

yaitu disain untuk pelaksanaan 

pengelolaan hutan oleh kelompok 

tani Desa Geger Kecamatan Geger 

yang diharapkan dapat mensejahtera-

kan masyarakat sekitar hutan :

1. Memberi sosialisasi pada  masya- 

rakat dan mendiskusikan secara 

kritis tentang peran serta ma- 

syarakat dalam pengelolaan, pe- 

manfaatan dan pengawasan sum- 

ber daya hutan yang dijamin oleh 

UU Kehutanan;

2. Pemahaman perlunya aksi kolek-

tif bagi pemecahan masalah 

pemenuhan kebutuhan dalam hal 

pengelolaan, pemanfaatan, dan 

pengawasan sumber daya hutan 

dengan membentuk lembaga 

koperasi sebagai wadah kebersa-

maannya.

3. Dengan dilaksanakan aksi peman-

faatan dan pengelolaan hutan oleh 

kelompok tani secara bersama 

dalam wadah koperasi diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan 

para petani pada khususnya dan 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat sekitar hutan pada 

umumnya.   

Hasil dan Pembahasan
Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat sekitar hutan Keca-

matan geger Kabupaten Bangkalan 

layak untuk menjadi sasaran kegia-

tan pengabdian ini.Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberdayakan 

masyarakat sekitar hutan yang me- 

ngalami kesulitan dalam meningkat-

kan kemampuan mereka untuk 

meningkatkan permodalan dan kesu-

litan dalam memasarkan hasil-hasil 

pertanian mereka.

Pemberdayaan masyarakat sendi-

ri diartikan sebagai upaya untuk 

membantu masyarakat dalam me- 

ngembangkan kemampuan sendiri 

sehingga bebas dan mampu untuk 

mengatasi masalah dan mengambil 

keputusan secara pribadi. Dengan 

demikian pemberdayaan masyarakat 

ditujukan untuk mendorong tercip-

tanya kekuatan dan kemampuan 

lembaga masyarakat untuk secara 

mandiri mampu mengelola dirinya 

sendiri berdasarkan kebutuhan ma- 

syarakat itu sendiri, serta mampu 

mengatasi tantangan persoalan di 

masa yang akan datang.

Dasar pandangan strategi pem-

berdayaan masyarakat adalah bahwa 

upaya yang akan dilakukan harus 

diarahkan langsung pada akar perso-

alannya, yaitu meningkatkan ke- 

mampuan masyarakat. Bagian yang 

tertinggal dalam masyarakat harus 

ditingkatkan kemampuannya dengan 

mengembangkan dan mendinamim- 

sasikan potensinya, dengan kata lain 

memberdayakannya. (Ginanjar,  

1996).  Dalam konteks inilah maka 

pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan harus diberdayakan agar 

mereka dapat menjaga hutan seka-

ligus memanfaatkannya.Usaha pem-

berdayaan masyarakat harus diikuti 

dengan memperkuat potensi atau 

daya yang dimiliki masyarakat. 

Dalam kerangka ini dibutuhkan 

langkah-langkah yang lebih positif 

dan tidak hanya sekadar mencip-

takan iklim dan suasana. Pember-

dayaan bukan hanya meliputi 

penguatan individu anggota ma- 

syarakat, tetapi juga pranata-prana-

tanya, dalam hal ini pendirian kope- 

rasi merupakan alternatif yang tepat. 

Menanamkan nilai-nilai kerja keras, 

keterbukaan, hemat, kebertanggung-

jawaban adalah bagian pokok dari 

pemberdayaan.

Kegiatan yang telah dilakukan 

berupa pelatihan tentang koperasi 

dan pembukuan sederhana yang 

dapat diterima oleh masyarakat 

(warga) desa Geger Kecamatan 

Geger Kabupaten Bangkalan. Kegia-

tan yang sudah diterima oleh ma- 

syarakat diharapkan dapat mem-

bekali dalam mengelola koperasi 

sehingga dapat meningkatkan peng-

hasilan mereka. Pelatihan diseleng-

garakan dengan tujuan untuk 

menambah pengetahuan, keterampi-

lan dan kemampuan berusaha untuk 

dapat mengaktifkan usaha produktif 

dengan cara menngoptimalkan 

sumber daya yang ada. Dengan 

membuka lynk dengan Kelompok 

Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa 

Timur diharapkan dapat mendorong 

masyarakat menjadi produsen hasil- 

hasil perrtanian yang memiliki 

kepastian pasar.

Setelah selesai kegiatan pengab-

dian ini, diharapkan masyarakat 

sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan memiliki link 

atau jaringan yang dapat memasar-

kan hasil-hasil petanian mere-

ka.Oleh karena dalam kegiatan ini 

mencoba untuk membuka jaringan 

dengan Kelompok Tani Nelayan 

Andalan Jawa Timur. Dengan de- 

mikian diharapkan masyarakat dapat 

meningkatkan permodalan dan peng-

hasilan mereka. Di samping itu 

kegiatan ini berhasil membentuk 

koperasi bagi masyarakat sekitar 

hutan Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan.

Luaran dari kegiatan pengabdian 

ini adalah terbentuknya koperasi 

yang berbadan hukum.Untuk men- 

dapatkan permodalan diperlukan 

adanya kerjasama dengan lemba-

ga-lembaga terkait sebagai pembina 

dan penyandang dana. Hal ini tidak 

dapat dilakukan karena akta notaris 

pendirian koperasi yang menjadi 

salah satu persyaratan pengajuan 

proposal kerjasama belum mereka 

miliki. Di samping itu, terbentuknya 

koperasi diharapkan dapat merang-

sang nilai-nilai kerja keras, keterbu-

kaan, hemat, kebertanggungjawaban 

yang merupakan bagian pokok dari 

pemberdayaan masyarakat. (Karta-

sasmita, 1995)

Setelah dilakukan sosialisasi ten- 

tang pentingnya dan manfaat dari 

koperasi serta beberapa kali dilaku-

kan FGD,  maka hasil yang dicapai 

adalah :

1. Kesadaran masyarakat akan pent-

ingnya koperasi dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan ma- 

syarakat.

 Dengan adanya kesadaran ma- 

syarakat tersebut diharapkan 

dapat menciptakan suasana atau 

iklim yang memungkinkan poten-

si masyarakat berkembang. 

Selama ini masyarakat tidak 

bergairah untuk berkoperasi 

sehingga koperasi ”mati suri”. 

Titik tolak penya- daran ini adalah 

pengenalan bahwa setiap manu-

sia, setiap masyarakat memiliki 

potensi yang dapat dikembang-

kan. Tidak ada masyarakat sama 

sekali tanpa daya. Pemberdayaan 

adalah upaya untuk membangun 

daya tersebut dengan cara men-

dorong, memotivasi dan mem-

bangkitkan kesadaran akan poten-

si yang dimiliki serta upaya 

mengembangkannya dengan 

”menghidupkan” kembali kopera-

si yang sudah ada.

2. Telah terbentuk koperasi ”Potre 

Koneng” pada 28 Agustus 2013, 

sedangkan tentang status badan 

hukum masih dalam proses 

pengurusan Akte Notaris tentang 

pendirian koperasi.

 Dengan adanya Akte Notaris bagi 

pendirian Koperasi ”Potre 

Koneng” adalah upaya untuk 

memperkuat potensi dan daya 

yang dimiliki oleh masyarakat 

desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan. Penguatan 

yang diupayakan adalah melalui 

Koperasi sebagai upaya pembu-

kaan akses kepada berbagai pelu-

ang antara lain Kelompok Tani 

Nelayan Andalan Jawa Timur. 

Sha- ring yang akan diberikan 

oleh Kelompok Tani Nelayan 

Andalan mulai dari tanaman atau 

budidaya apa yang memiliki pros-

pek pemasaran sampai pemasa-

rannya sendiri. Kegiatan pengab-

dian ini sudah melakukan pelati-

han manajemen sederhana yang 

dapat dipahami, diterima dan 

dilaksanakan sesuai dengan kebu-

tuhan masyarakat desa yang men-

jadi anggota koperasi.

 Dengan adanya koperasi diharap-

kan dapat dikembangkan sebagai 

badan usaha yang juga mengejar 

keuntungan walaupun perlu 

diperhatikan dalam mekanisme 

internal pembagian keuntungan 

diantara ang- gota perlu memper-

timbangkan aspek sosial dan 

kebersamaan. (Agnes, 2004). 

Dari segi materiil, keberadaan 

koperasi dirasa sangat membantu 

meningkatkan tingkat kesejahte- 

raan para anggota baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Selanjutnya Agnes menggambar-

kan bahwa Sisa Hasil Usaha yang  

merupakan keuntungan koperasi 

akan dibagikan kepada semua 

sesuai dengan partisipasi anggota 

dalam jenis usaha yang dikem-

bangkan oleh koperasi tersebut. 

Masih menurut Agnes, misalnya 

dalam usaha simpan pinjam, 

anggota yang frekuensi dan 

jumlah pinjamannya besar, yang 

bersangkutan akan mendapatkan 

bagian keuntungan lebih besar 

dibandingkan dengan anggota 

lain yang partisipasinya. Dengan 

prinsi-prinsip yang dikembang-

kan dalam koperasi diharapkan 

masyarakat makin bergairah 

dalam berusaha meningkatkan 

hasil pertaniannya untuk dapat 

meningkatkan partisipasinya 

dalam berkoperasi. Terpenting 

pula gairah masyarakat dapat 

menghidupkan kembali koperasi 

yang sudah ”mati suri” tersebut.

 Untuk menorong masyarakat ak- 

tif dalam kegiatan koperasi Tim 

Peneliti telah melakukan kegiatan 

: a) Pelatihan proses pembentukan 

koperasi sebagai bekal pengeta-

huan maupun tentang tahapan dan 

per- syaratan pendirian koperasi, 

yang diberikan sebelum terben-

tuknya ko- perasi; b) Pelatihan 

manajemen keuangan sederhana.

3. Terungkap bahwa banyak mas-

yarakat sekitar hutan yang belum 

dilibatkan dalam program PHBM 

Perum Perhutani Unit II Jawa 

Timur KPH Madura.

 Melalui kegiatan pengabdian  ini 

berupaya untuk mengikutkan ma- 

syarakat Desa Geger, Kecamatan 

Geger, Kabupaten Bangkalan pro- 

gram PHBM. Upaya ini disambut 

baik oleh Kepala Perum Perhutani 

Unit II Jawa Timur KPH Madura. 

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai, Tim tetap  mengupayakan 

kegiatan masyarakat desa masih 

ada keberlanjutan melalui kegia-

tan serupa.

Melihat antusiame masyarakat 

terhadap program pengabdian ini di 

satu sisi dan adanya Program Penge-

lolaan Hutan Bersama Masyarakat 

(PHBM) dari Perum Perhutani, maka 

Tim Pengusul akan  membantu  ma- 

syarakat sekitar hutan untuk menga-

jukan  program tersebut.

Hasil dari beberapa kali dialog 

dengan Kepala Perum Perhutani 

KPH Madura dapat diungkapkan 

bahwa sesungguhnya Perum Per- 

hutani sendiri mengalami berbagai 

kendala dalam mengelola dan 

melakukan pengawasan terhadap 

kawasan hutan yang menjadi wewe- 

nangnya. Bak ”gayung bersambut” 

niat Tim Pengusul untuk membantu  

masyarakat dalam memanfaatkan 

kawasan hutan yang menjadi 

wewenang  Perum Perhutani disam-

but dengan antusiasme pula.  Perum 

Perhutani  KPH Madura merupakan 

bagian dari Perum Perhutani  Unit II 

Jawa Timur seluas 47.121,20 Ha. 

KPH Madura menghadapi beberapa 

permasalahan sebagai berikut :

1. Luas lahan yang kosong, ber- 

dasarkan hasil Audit Potensi 2008 

seluas 4.444,67 Ha dan diupaya-

kan untuk dilakukan penanaman;

2. Sengketa tanah s/d bulan April 

2009 seluas 1.600,09 Ha. Penye- 

lesaian sudah dan akan terus 

dilakukan koordinasi dengan 

aparat dan instansi terkait serta 

penegak hukum lainnya. Akan 

tetapi sampai saat ini belum 

menunjukkan hasil yang me- 

muaskan.

3. Aksesibilitas yang rendah/terba-

tas disebabkan wilayah kerja 

terletak di kepulauan berdampak 

pada angka kerawanan hutan dan 

besarnya biaya pengelolaan hutan 

bila dibandingkan dengan KPH 

lainnya.

4. Potensi SDM KPH Madura masih 

rendah yang didominasi karya- 

wan non pegawai.

5. Secara umum keadaan KPH 

Madura sangat berbeda diban- 

dingkan dengan KPH lainnya 

yang ada di Pulau Jawa yang 

berbeda kondisi iklim dan tanah- 

nya.

6. Kondisi tanah kawasan KPH 

Madura secara umum tandus dan 

gersang dengan ciri-ciri yang 

dangkal, sarang, dan berbatu, 

miskin humus.

7. Iklim : Ferguson dalam tipe iklim 

C dan D.(Perum Perhutani KPH 

Madura, 2010)

Dengan permasalahan yang diha-

dapi tidak mungkin KPH Madura 

menyelesaikannya sendiri di satu sisi 

dan pada sisi lain kurangnya keterli-

batan masyarakat dalam pengelolaan 

sumber daya hutan, menyebabkan 

tidak adanya rasa memiliki dan sulit 

mencapai pengelolaan hutan lestari. 

Apabila kerjasama tersebut dapat 

dilaksanakan maka diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masya- 

rakat sekitar hutan Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan.

Kegiatan pengabdian ini juga 

telah merintis kerja sama dengan 

Kelompok Tani Nelayan Andalam 

(KTNA)  Propinsi Jawa Timur. Sha- 

ring yang akan diberikan oleh KTNA 

adalah masyarakat akan diikutser-

takan program-program pelatihan 

dan pemasaran hasil pertanian.

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

sai melalui kegiatan semacam pe- 

ngabdian ini, Tim berupaya untuk 

mengikutsertakan masyarakat desa 

Geger Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan dalam program PHBM 

dari Perum Perhutani. Program 

PHBM diantaranya terdapat program 

pemberdayaan masyarakat dalam 

bentuk peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan dan pengembangan 

ekonomi kerakyatan.(Irawanti, 2010) 

Dengan Akte Pendirian koperasi 

yang legal diharapkan dapat menjadi 

modal bagi anggota koperasi untuk 

mempertemukan dengan lembaga 

keuangan atau perkreditan yang  

mampu dan bersedia melayani kebu-

tuhan permodalan. Tersedianya lem- 

baga keuangan yang memberi laya- 

nan pinjaman untuk peningkatan 

permodalan merupakan mitra pen- 

ting bagi masyarakat.

Di desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan terdapat 

kawasan hutan milik Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura 

yang terbengkalai belum dimanfaat-

kan untuk melaksanakan program 

PHBM. Kepala Perhutani sangat  

menyambut dengan baik apabila ke- 

giatan ini dilanjutkan dan Tim Pe- 

ngusul berperan sebagai fasilitator. 

Jalinan kerjasama dengan Perum 

Perhutani bisa dalam bentuk memin-

jam kawasan hutan yang ada. 

Dengan demikian masyarakat dapat 

memanfaatkan kawasan hutan yang 

ada yang akan memberi peluang dan 

kesempatan masyarakat untuk me- 

ningkatkan hasil pertaniannya.

Dari kegiatan pengabdian ini, 

terungkap bahwa PHBM merupakan 

sesuatu yang masih baru bagi ma- 

syarakat maupun Perum Perhutani 

sendiri, sehingga implementasinya 

tidak terbebas dari berbagai kendala. 

PHBM seringkali belum dipahami 

oleh seluruh jajaran Perhutani teruta-

ma pada tataran operasional, atau ada 

sebagian pejabat Perhutani masih 

memiliki perasaan tidak ikhlas untuk 

berbagi dengan masyarakat atau 

pihak (Asisten Direktur Produksi 

Perhutani, 2006). Tidak demikian 

halnya dengan Kepala Perum Per- 

hutani Unit II Jatim KPH Madura, 

menyambut baik keinginan dari Tim 

Pengusul, beliau mengistilahkan 

sebagai “bak gayung bersambut” 

dengan keinginan Tim. Sambutan 

yang begitu antusias hendaknya juga 

didukung Pemda Kabupaten Bang-

kalan jangan sampai kemudian ada 

pemikiran bahwa PHBM hanya men-

jadi urusan Perhutani saja. PHBM 

yang diharapkan dapat diimplemen-

tasikan ke seluruh desa-desa yang 

ada di sekitar hutan, di seluruh 

wilayah Madura, dapat dirasakan 

manfaatnya baik oleh masyarakat 

sekitar hutan, Perhutani, Pemerintah 

Kabupaten Bangkalan dan pihak 

yang berkepentingan lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pendampingan 

selama ini, masyarakat sekitar hutan 

khususnya Kecamatan Geger dan di 

beberapa kawasan hutan lainnya 

sangat membutuhkan pemberdayaan 

baik dari aspek pengetahuan maupun 

permodalan dalam upaya meningkat-

kan kesejahteraan hidup mereka. 

Keinginan masyarakat ini memiliki 

peluang yang sangat besar, yaitu 

khususnya untuk dilibatkan dalam 

Program PHBM dari Perum Perhuta-

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura.

Sebaiknya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bangkalan secara khusus 

memperhatikan kondisi dan peluang 

yang ada dengan menjadikan Perum 

Perhutani sebagai mitra dalam upaya 

memberdayakan masyarakat sekitar 

hutan. Program PHBM penting 

untuk dilakukan secara menyeluruh 

untuk memberdayakan masyarakat 

sekitar hutan karena hampir semua 

masyarakat sekitar hutan belum 

pernah dilibatkan dalam pelaksanaan 

program PHBM dari Perum Perhuta-

ni tersebut.
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